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M.A., dan Dr. Ir. Hery Bachrizal Tanjung, M.Si.) 

ABSTRAK 

Pembangunan pertanian berkelanjutan menuntut transformasi dari 

pendekatan yang berorientasi pada produksi menuju pembangunan berbasis 

Agrifood System yang mengintegrasikan sumber daya, aktor, kelembagaan, 

inovasi, pasar, dan rantai nilai. Kabupaten Pasaman Barat memiliki potensi 

pertanian yang besar, namun pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan 

masih menghadapi keterbatasan integrasi antarsubsistem, kapasitas kelembagaan 

petani, hilirisasi dan penciptaan nilai tambah, serta kolaborasi antaraktor 

pembangunan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya mekanisme pembangunan 

kawasan yang mampu mentransformasikan kapasitas aktor lokal dan tata kelola 

kolaboratif menjadi capaian Pertanian Berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan 

menganalisis pengaruh Social Entrepreneurship dan Pentahelix Collaboration 

terhadap Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Pertanian 

Berkelanjutan, menganalisis pengaruh Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan terhadap Pertanian Berkelanjutan, menguji peran mediasinya, 

serta merumuskan model pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan 

dalam mewujudkan Pertanian Berkelanjutan. 

Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain 

sequential explanatory. Tahap kuantitatif melibatkan 342 sampel petani yang 

dipilih melalui proportionate stratified random sampling dari populasi 2.545 

petani pada empat kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Pasaman 

Barat. Data kuantitatif dianalisis menggunakan Partial Least Squares Structural 

Equation Modeling (PLS-SEM). Tahap kualitatif melibatkan 34 informan yang 

merepresentasikan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan 

media melalui wawancara mendalam. Data kualitatif dianalisis melalui Open 

Coding, axial coding, dan selective coding, sedangkan hasil kuantitatif dan 

kualitatif diintegrasikan melalui joint display. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Social Entrepreneurship 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertanian Berkelanjutan  dan 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan. Pentahelix Collaboration 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertanian Berkelanjutan dan 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan. Pengembangan Kawasan 

Pertanian Tanaman Pangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertanian 

Berkelanjutan. Model mampu menjelaskan 45,4% varians Pertanian 

Berkelanjutan dan 19,1% varians Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman 

Pangan. Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan juga memediasi 

secara signifikan pengaruh Social Entrepreneurship terhadap Pertanian 

Berkelanjutan dan pengaruh Pentahelix Collaboration terhadap Pertanian 

Berkelanjutan. Signifikannya pengaruh langsung dan tidak langsung menunjukkan 

pola mediasi parsial (partial mediation). Temuan kualitatif memperkuat hasil 
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kuantitatif dengan menunjukkan bahwa Social Entrepreneurship bekerja melalui 

penguatan kelembagaan ekonomi petani, inovasi lokal, mekanisasi, dan 

kepemimpinan komunitas, sedangkan Pentahelix Collaboration memperkuat 

koordinasi lintas aktor, integrasi sumber daya, pertukaran pengetahuan, dan 

kemitraan pembangunan.  

Kebaruan penelitian ini terletak pada konseptualisasi dan pembuktian 

empiris Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan sebagai mekanisme 

integrasi pembangunan berbasis kawasan yang memediasi hubungan antara Social 

Penelitian ini menghasilkan Model Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman 

Pangan Berkelanjutan yang menegaskan bahwa pencapaian Pertanian 

Berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas aktor lokal dan kolaborasi 

multipihak secara langsung, tetapi juga oleh kemampuan kawasan 

mengintegrasikan aktor, sumber daya, kelembagaan, inovasi, pasar, dan rantai 

nilai dalam kerangka Agrifood System berbasis wilayah. Secara teoretis, temuan 

penelitian memperluas penerapan perspektif Collaborative Governance dalam 

pembangunan pertanian berbasis kawasan, sedangkan secara praktis memberikan 

dasar bagi perumusan kebijakan pembangunan pertanian yang lebih terintegrasi, 

kolaboratif, dan berkelanjutan.Entrepreneurship sebagai kapasitas aktor lokal dan 

Pentahelix Collaboration sebagai tata kelola kolaboratif dengan Pertanian 

Berkelanjutan.  

Kata kunci: Social Entrepreneurship; Pentahelix Collaboration; Pengembangan 

Kawasan Pertanian Tanaman Pangan; Pertanian Berkelanjutan; Agrifood System; 

Collaborative Governance. 
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CROPS IN PROMOTING SUSTAINABLE AGRICULTURE THROUGH 

THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP  AND 

PENTAHELIX COLLABORATION 

 

By: Sukarli (2131622001) 

(Under the guidance: Prof. Dr. Ir. Rahmat Syahni, MSc., Prof. Dr. Elfindri, S.E., 

M.A., and Dr. Ir. Hery Bachrizal Tanjung, M.Si.) 

 

ABSTRACT 

Sustainable agricultural development requires a transition from a 

production-oriented approach toward an agrifood systems approach that integrates 

resources, actors, institutions, innovation, markets, and value chains. West 

Pasaman Regency, Indonesia, has substantial agricultural potential; however, its 

food-crop sector continues to face challenges related to weak integration across 

agribusiness subsystems, limited institutional capacity among farmers, insufficient 

downstream processing and value addition, and suboptimal collaboration among 

development actors. These challenges highlight the need for an area-based 

development mechanism capable of translating local actors‘ capacities and 

collaborative governance into sustainable agricultural outcomes. This study 

examines the effects of Social Entrepreneurship and Pentahelix Collaboration on 

Area-Based Agricultural Development and Sustainable Agriculture, assesses the 

effect of Area-Based Agricultural Development on Sustainable Agriculture, 

investigates its mediating role, and develops an integrated model for achieving 

Sustainable Agriculture through Area-Based Agricultural Development. 

An explanatory sequential mixed-methods design was employed. The 

quantitative phase involved 342 farmers selected through proportionate stratified 

random sampling from a population of 2,545 farmers across four food-crop 

production areas in West Pasaman Regency. The quantitative data were analyzed 

using partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). The 

subsequent qualitative phase involved 34 informants representing government, 

academia, business, community, and media stakeholders. Data were collected 

through in-depth interviews and analyzed using open, axial, and selective coding. 

The quantitative and qualitative findings were subsequently integrated through a 

joint display. 

The results show that Social Entrepreneurship had positive and significant 

effects on Sustainable Agriculture and Area-Based Agricultural Development. 

Pentahelix Collaboration also had positive and significant effects on Sustainable 

Agriculture  and Area-Based Agricultural Development. Area-Based Agricultural 

Development significantly enhanced Sustainable Agriculture. The model 

explained 45.4% of the variance in Sustainable Agriculture and 19.1% of the 

variance in Area-Based Agricultural Development. Furthermore, Area-Based 

Agricultural Development significantly mediated the effects of Social 

Entrepreneurship and Pentahelix Collaboration on Sustainable Agriculture. The 

significance of both direct and indirect effects indicates partial mediation. The 

qualitative findings corroborated the quantitative results, showing that Social 

Entrepreneurship contributes through stronger farmer economic institutions, local 
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innovation, mechanization, and community leadership, whereas Pentahelix 

Collaboration facilitates cross-actor coordination, resource integration, 

knowledge exchange, and development partnerships. 

The novelty of this study lies in the conceptualization and empirical 

validation of Area-Based Agricultural Development as an integration mechanism 

that translates local entrepreneurial capacity and collaborative governance into 

sustainable agricultural outcomes. The study proposes an Integrated Area-Based 

Agricultural Development Model for Sustainable Agriculture, demonstrating that 

agricultural sustainability depends not only on local actors‘ capacities and multi-

stakeholder collaboration but also on the ability of area-based development to 

integrate actors, resources, institutions, innovation, markets, and value chains 

within a territorially grounded agrifood system. Theoretically, the findings extend 

the application of the Collaborative Governance perspective to Area-Based 

Agricultural Development; practically, they provide an empirical basis for 

designing more integrated, collaborative, and sustainable agricultural 

development policies. 

Keywords: Social Entrepreneurship; Pentahelix Collaboration; Area-Based 

Agricultural Development; Sustainable Agriculture; agrifood systems; 

Collaborative Governance. 
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  BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan pertanian global saat ini menghadapi tantangan yang 

semakin kompleks sebagai dampak pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, 

degradasi sumber daya alam, konversi lahan pertanian, serta meningkatnya 

kebutuhan pangan dunia. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-

Bangsa (FAO) memperkirakan kebutuhan pangan global akan terus meningkat 

seiring proyeksi jumlah penduduk dunia yang mendekati 10 miliar jiwa pada 

tahun 2050. Pada saat yang sama, perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi 

kekeringan, banjir, dan ketidakpastian produksi pangan, sehingga mengancam 

ketahanan pangan global. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan 

pembangunan pertanian tidak lagi hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, 

tetapi juga menyangkut keberlanjutan sistem pangan, kesejahteraan petani, 

ketahanan ekonomi, dan kelestarian lingkungan (FAO, 2023; IPCC, 2022; OECD, 

2023). 

Perubahan lingkungan strategis tersebut mendorong terjadinya pergeseran 

paradigma pembangunan pertanian dari pendekatan berbasis produksi 

(production-oriented agriculture) menuju Agrifood System. Paradigma ini 

memandang pertanian sebagai suatu sistem yang menghubungkan produksi, 

pengolahan, distribusi, konsumsi, kelembagaan, inovasi, pasar, serta tata kelola 

dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi. Keberhasilan pembangunan 

pertanian tidak lagi diukur semata-mata berdasarkan peningkatan hasil produksi, 

tetapi juga dari kemampuan sistem menghasilkan ketahanan pangan, 

meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat daya saing wilayah, menciptakan 

nilai tambah, serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Dengan demikian, 

Agrifood System menjadi paradigma yang menempatkan integrasi antarkomponen 

sistem sebagai prasyarat utama bagi pembangunan pertanian berkelanjutan 

(Barrett et al., 2022; FAO, 2022; Keegan et al., 2025). 

Indonesia merespons perubahan paradigma tersebut melalui berbagai 

kebijakan pembangunan pertanian yang menekankan peningkatan produktivitas 

sekaligus keberlanjutan. RPJMN, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang 
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Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, serta berbagai kebijakan 

pengembangan kawasan pertanian, korporasi petani, hilirisasi, dan penguatan 

rantai nilai menunjukkan adanya pergeseran dari pembangunan berbasis 

komoditas menuju pembangunan berbasis kawasan. Pendekatan ini bertujuan 

mengintegrasikan sumber daya, kelembagaan, infrastruktur, investasi, inovasi, dan 

kolaborasi multipihak dalam satu sistem pembangunan wilayah sehingga mampu 

meningkatkan daya saing pertanian sekaligus kesejahteraan petani (Kementerian 

PPN/Bappenas, 2020). 

Meskipun arah kebijakan telah mengalami perubahan, berbagai indikator 

menunjukkan bahwa pembangunan pertanian Indonesia masih menghadapi 

persoalan struktural. Sektor pertanian masih menjadi salah satu penyerap tenaga 

kerja terbesar dan berperan penting dalam perekonomian nasional, namun 

produktivitas, nilai tambah, dan kesejahteraan petani belum meningkat secara 

proporsional. Keterbatasan akses terhadap teknologi, pembiayaan, inovasi, pasar, 

dan kelembagaan ekonomi petani masih menjadi kendala utama yang 

menyebabkan rendahnya daya saing usaha tani. Kondisi tersebut menunjukkan 

bahwa peningkatan produksi belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan sistem 

agribisnis dan pembangunan kawasan yang mampu mengintegrasikan seluruh 

rantai nilai pertanian (BPS, 2024; Sudaryanto et al., 2021). 

Fenomena tersebut tercermin di Kabupaten Pasaman Barat sebagai salah 

satu sentra produksi tanaman pangan di Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 

2024, sektor pertanian memberikan kontribusi sekitar 40,25% terhadap Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pasaman Barat, yang menunjukkan 

posisi strategis sektor pertanian dalam struktur perekonomian daerah. Pemerintah 

daerah juga telah menetapkan pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan 

sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan 

pangan. Namun demikian, besarnya kontribusi sektor pertanian dan kuatnya basis 

sumber daya tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh terbentuknya sistem 

pertanian kawasan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Produktivitas padi masih 

berfluktuasi, kelembagaan ekonomi petani belum berkembang secara optimal, 

hilirisasi dan penciptaan nilai tambah hasil pertanian masih terbatas, sementara 

keterkaitan antara produksi, pengolahan, pemasaran, pembiayaan, inovasi, dan 
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dukungan kelembagaan belum terbangun secara efektif. Kondisi ini menunjukkan 

adanya kesenjangan empiris (empirical gap) antara besarnya potensi dan 

kontribusi ekonomi sektor pertanian dengan kemampuan kawasan dalam 

mentransformasikan potensi tersebut menjadi peningkatan nilai tambah, 

penguatan kelembagaan petani, daya saing wilayah, dan keberlanjutan pertanian 

(BPS Kabupaten Pasaman Barat, 2024).  

Kesenjangan empiris tersebut juga sejalan dengan temuan penelitian 

yang menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas pertanian tidak dengan 

sendirinya menjamin peningkatan kesejahteraan apabila tidak disertai dukungan 

akses pasar, teknologi, pembiayaan, kelembagaan, dan sistem pendukung yang 

memadai. Penguatan kapasitas petani membutuhkan keterhubungan dengan aktor 

dan institusi lain dalam sistem inovasi pertanian, sedangkan kemitraan rantai nilai 

dapat mendorong kapasitas kewirausahaan sekaligus memperkuat resiliensi sistem 

agrifood (Manyise, 2022). Dengan demikian, persoalan pembangunan pertanian 

di Kabupaten Pasaman Barat tidak semata-mata terletak pada kapasitas produksi, 

tetapi juga pada belum optimalnya kemampuan kawasan dalam mengintegrasikan 

sumber daya, aktor, kelembagaan, inovasi, dan rantai nilai.  

Di sisi lain, terdapat kesenjangan kebijakan dan implementasi 

(policy/implementation gap) antara orientasi pembangunan pertanian berbasis 

kawasan dengan pelaksanaannya di tingkat daerah. Berbagai program 

pengembangan kawasan, penguatan kelembagaan petani, hilirisasi, pembiayaan, 

serta pelibatan multipihak belum sepenuhnya terintegrasi dalam suatu mekanisme 

pembangunan kawasan yang mampu membangun sinergi antaraktor dan 

keterhubungan antarsubsistem agribisnis. Kondisi ini menyebabkan kawasan 

pertanian tanaman pangan belum berfungsi secara optimal sebagai wahana 

integrasi sumber daya, aktor, kelembagaan, inovasi, dan aktivitas ekonomi dari 

hulu hingga hilir. Dengan demikian, tantangan implementasi kebijakan tidak 

terutama terletak pada ketiadaan instrumen pembangunan, tetapi pada belum 

optimalnya mekanisme yang mengintegrasikan berbagai instrumen, sumber daya, 

dan aktor tersebut untuk menghasilkan nilai tambah, meningkatkan kesejahteraan 

petani, dan mewujudkan pertanian berkelanjutan. Literatur mengenai kebijakan 

sistem pangan juga menekankan pentingnya pendekatan kebijakan yang 
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terintegrasi, adaptif, dan kolaboratif untuk mengatasi persoalan implementasi 

dalam pembangunan sistem pangan berkelanjutan (Agarwala et al., 2022). 

Persoalan integrasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan desain dan 

implementasi kebijakan, tetapi juga dengan kapasitas aktor yang menjalankan 

proses pembangunan. Dalam perspektif pembangunan, masyarakat dan petani 

tidak semata-mata diposisikan sebagai penerima program, tetapi sebagai aktor 

yang memiliki kapasitas untuk mengidentifikasi peluang, membangun inovasi, 

mengorganisasi sumber daya, menciptakan nilai sosial dan ekonomi, serta 

merespons persoalan pembangunan. Kapasitas tersebut berkaitan dengan Social 

Entrepreneurship, yang menempatkan inovasi sosial, penciptaan nilai sosial, 

keberanian mengambil inisiatif, dan keberlanjutan ekonomi sebagai bagian dari 

proses pemberdayaan masyarakat. Pada saat yang sama, kompleksitas 

pembangunan kawasan pertanian menuntut keterlibatan pemerintah, dunia usaha, 

akademisi, masyarakat, dan media melalui mekanisme kolaborasi multipihak atau 

Pentahelix Collaboration. Bukti empiris menunjukkan bahwa mekanisme tata 

kelola kemitraan dapat membentuk perilaku kewirausahaan petani dan 

mendukung resiliensi sistem agrifood (Manyise, 2022), sementara model 

Pentahelix juga telah digunakan untuk menjelaskan bagaimana kolaborasi 

multipihak dan inovasi berhubungan dengan kinerja pertanian berkelanjutan. 

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan teoretis (theoretical gap) dalam 

menjelaskan bagaimana kapasitas aktor lokal dan tata kelola kolaboratif 

ditransformasikan menjadi outcome pembangunan pertanian berkelanjutan pada 

skala kawasan. Literatur Social Entrepreneurship memberikan penjelasan 

mengenai peran inovasi sosial, pemberdayaan, dan penciptaan nilai dalam 

memperkuat kapasitas masyarakat, sedangkan literatur Collaborative Governance 

dan Pentahelix Collaboration menjelaskan pentingnya interaksi, koordinasi, dan 

pembagian peran antaraktor. Sementara itu, teori pengembangan wilayah 

menekankan pentingnya keterkaitan spasial, kelembagaan, sumber daya, dan 

aktivitas ekonomi dalam pembangunan kawasan. Namun, perspektif-perspektif 

tersebut belum sepenuhnya memberikan penjelasan yang terintegrasi mengenai 

mekanisme yang menghubungkan kapasitas kewirausahaan sosial dan kolaborasi 

multipihak dengan pengembangan kawasan sebagai proses transformasi menuju 
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pertanian berkelanjutan. Dengan kata lain, persoalan teoretis penelitian ini bukan 

semata-mata apakah masing-masing faktor berpengaruh terhadap pembangunan, 

tetapi bagaimana faktor-faktor tersebut bekerja dan berinteraksi dalam suatu 

mekanisme pembangunan berbasis kawasan. 

Kesenjangan teoretis tersebut selanjutnya melahirkan kesenjangan 

penelitian dan model (research/model gap). Penelitian terdahulu telah mengkaji 

Social Entrepreneurship, kolaborasi multipihak, pengembangan wilayah, inovasi, 

dan keberlanjutan pertanian dalam berbagai konteks. Namun, hubungan tersebut 

lebih banyak dijelaskan melalui model dan konteks yang berbeda-beda. Penelitian 

mengenai kemitraan rantai nilai, misalnya, telah menghubungkan mekanisme tata 

kelola, entrepreneurship petani, dan resiliensi sistem agrifood (Manyise, 2022), 

sedangkan penelitian berbasis Pentahelix telah menunjukkan bahwa variabel 

perantara seperti inovasi dapat menjembatani praktik organisasi dengan kinerja 

pertanian berkelanjutan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara 

kapasitas aktor, kolaborasi, dan keberlanjutan tidak selalu bersifat langsung, tetapi 

dapat berlangsung melalui suatu mekanisme perantara. Namun, peran 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan sebagai mekanisme yang 

memediasi pengaruh Social Entrepreneurship dan Pentahelix Collaboration 

terhadap Pertanian Berkelanjutan belum memperoleh penjelasan empiris yang 

memadai, khususnya dalam konteks pembangunan pertanian berbasis kawasan di 

Kabupaten Pasaman Barat. 

Berdasarkan empat kesenjangan tersebut, penelitian ini tidak hanya 

diarahkan untuk menguji apakah Social Entrepreneurship dan Pentahelix 

Collaboration berpengaruh terhadap Pertanian Berkelanjutan, tetapi terutama 

untuk menjelaskan bagaimana kapasitas kewirausahaan sosial aktor lokal dan 

kolaborasi multipihak ditransformasikan melalui Pengembangan Kawasan 

Pertanian Tanaman Pangan sehingga menghasilkan outcome pertanian 

berkelanjutan. Dalam posisi ini, Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman 

Pangan tidak hanya dipahami sebagai unit spasial atau lokasi produksi, tetapi juga 

sebagai mekanisme integrasi pembangunan berbasis kawasan yang 

mempertemukan sumber daya, aktor, kelembagaan, inovasi, aktivitas ekonomi, 

dan rantai nilai dalam suatu sistem pembangunan wilayah. 
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Atas dasar itu, penelitian ini mengembangkan Model Pengembangan 

Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dalam Mewujudkan Pertanian 

Berkelanjutan melalui Implementasi Social Entrepreneurship dan Pentahelix 

Collaboration. Berlandaskan paradigma Agrifood System, model tersebut 

mengintegrasikan kapasitas kewirausahaan sosial aktor lokal, tata kelola 

kolaboratif multipihak, Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, dan 

Pertanian Berkelanjutan dalam satu kerangka empiris. Model penelitian menguji 

pengaruh langsung maupun tidak langsung, terutama peran Pengembangan 

Kawasan Pertanian Tanaman Pangan sebagai variabel mediasi yang menjembatani 

Social Entrepreneurship dan Pentahelix Collaboration dengan Pertanian 

Berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya 

menghasilkan bukti mengenai hubungan antarvariabel, tetapi juga memberikan 

penjelasan mengenai mekanisme integrasi pembangunan berbasis kawasan yang 

dapat memperkuat pengembangan teori dan praktik pembangunan pertanian 

berkelanjutan. 

B. Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, persoalan pembangunan pertanian 

tanaman pangan di Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan adanya 

ketidakseimbangan antara besarnya potensi ekonomi sektor pertanian dengan 

kemampuan kawasan dalam mentransformasikan potensi tersebut menjadi 

pembangunan pertanian yang berdaya saing dan berkelanjutan. Pada tahun 2024, 

sektor pertanian memberikan kontribusi sekitar 40,25% terhadap PDRB 

Kabupaten Pasaman Barat atau sekitar Rp8,50 triliun, yang menunjukkan bahwa 

pertanian merupakan sektor strategis dalam perekonomian daerah. Namun, posisi 

ekonomi yang kuat tersebut masih dihadapkan pada fluktuasi produktivitas 

tanaman pangan, belum optimalnya kelembagaan ekonomi petani, terbatasnya 

hilirisasi dan penciptaan nilai tambah, serta belum terintegrasinya produksi, 

pengolahan, pemasaran, pembiayaan, inovasi, dan dukungan kelembagaan (BPS 

Kabupaten Pasaman Barat, 2024). Kondisi tersebut mengidentifikasikan bahwa 

persoalan pembangunan pertanian di Kabupaten Pasaman Barat tidak semata-mata 

berkaitan dengan ketersediaan sumber daya atau kapasitas produksi, tetapi 

terutama dengan kemampuan kawasan dalam mengintegrasikan berbagai sumber 
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daya dan proses pembangunan untuk menghasilkan nilai tambah, meningkatkan 

kesejahteraan petani, dan mewujudkan pertanian berkelanjutan. 

Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena berbagai instrumen 

kebijakan pengembangan kawasan, penguatan kelembagaan petani, hilirisasi, 

pembiayaan, dan pelibatan multipihak telah tersedia, tetapi implementasinya 

belum sepenuhnya membentuk mekanisme pembangunan kawasan yang 

terintegrasi. Dengan demikian, persoalan yang perlu dijelaskan bukan hanya 

mengapa potensi pertanian yang besar belum menghasilkan outcome 

pembangunan yang optimal, tetapi juga bagaimana kapasitas aktor lokal dan 

kolaborasi antaraktor dapat diorganisasikan dalam pengembangan kawasan 

sehingga mampu mendorong Pertanian Berkelanjutan. 

Dalam konteks tersebut, Social Entrepreneurship merepresentasikan 

kapasitas aktor lokal dalam mengidentifikasi permasalahan dan peluang, 

mengembangkan inovasi, memobilisasi sumber daya, serta menciptakan nilai 

sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Sementara itu, Pentahelix Collaboration 

merepresentasikan tata kelola kolaboratif yang menghubungkan pemerintah, dunia 

usaha, akademisi, masyarakat, dan media dalam proses pembangunan. Kedua 

aspek tersebut secara konseptual memiliki potensi untuk memperkuat 

pembangunan pertanian. Studi di Indonesia menunjukkan bahwa perilaku 

kewirausahaan petani berkaitan dengan kinerja ekonomi usaha tani (Qonita et al., 

2025), sementara penguatan kelembagaan pertanian membutuhkan koordinasi dan 

kolaborasi berbagai pemangku kepentingan (Mudatsir et al., 2025). Penelitian 

tentang kemitraan pertanian berkelanjutan di Indonesia juga menunjukkan 

pentingnya mekanisme kolaboratif, termasuk pembentukan masalah bersama, 

kepercayaan, keuntungan kolaboratif, dan kepemimpinan (Wijaya et al., 2017). 

Namun demikian, kapasitas kewirausahaan sosial dan kolaborasi 

multipihak belum dengan sendirinya menjelaskan bagaimana keduanya 

menghasilkan outcome Pertanian Berkelanjutan pada tingkat kawasan. 

Permasalahan yang masih memerlukan penjelasan adalah mekanisme yang 

mentransformasikan kapasitas aktor lokal dan tata kelola kolaboratif menjadi 

proses pembangunan kawasan yang selanjutnya menghasilkan outcome ekonomi, 

sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini relevan karena keberlanjutan 
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pertanian merupakan outcome multidimensional yang dipengaruhi tidak hanya 

oleh aspek produksi, tetapi juga oleh dimensi ekonomi, sosial, kelembagaan, 

teknologi, dan lingkungan. Penelitian pada konteks pertanian Indonesia juga 

menunjukkan bahwa dukungan kelembagaan dan kolaborasi antaraktor 

merupakan bagian penting dalam membangun keberlanjutan sistem pertanian 

(Supriatna et al., 2024; Hatta et al., 2023). 

Berdasarkan kondisi tersebut, masalah ilmiah utama penelitian ini adalah 

belum memadainya penjelasan empiris mengenai mekanisme bagaimana Social 

Entrepreneurship sebagai kapasitas aktor lokal dan Pentahelix Collaboration 

sebagai tata kelola kolaboratif memengaruhi Pertanian Berkelanjutan, baik secara 

langsung maupun melalui Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan. 

Dalam penelitian ini, Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan tidak 

hanya diposisikan sebagai unit spasial pembangunan, tetapi diuji sebagai 

mekanisme integrasi pembangunan berbasis kawasan yang menghubungkan 

sumber daya, aktor, kelembagaan, inovasi, pasar, dan aktivitas ekonomi dalam 

proses menuju Pertanian Berkelanjutan. 

Posisi tersebut mengandung persoalan empiris yang perlu diuji lebih 

lanjut. Pertama, perlu dijelaskan apakah Social Entrepreneurship berpengaruh 

terhadap Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Pertanian 

Berkelanjutan. Kedua, perlu dijelaskan apakah Pentahelix Collaboration 

berpengaruh terhadap Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan 

Pertanian Berkelanjutan. Ketiga, perlu diketahui apakah Pengembangan Kawasan 

Pertanian Tanaman Pangan berpengaruh terhadap Pertanian Berkelanjutan. 

Keempat, dan yang lebih penting bagi pengembangan model penelitian, perlu 

diuji apakah Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan memediasi 

pengaruh Social Entrepreneurship dan Pentahelix Collaboration terhadap 

Pertanian Berkelanjutan. Pengujian mediasi tersebut diperlukan untuk 

menjelaskan apakah kapasitas aktor lokal dan kolaborasi multipihak bekerja 

secara langsung terhadap keberlanjutan atau juga ditransmisikan melalui 

mekanisme pengembangan kawasan. 

Berdasarkan masalah ilmiah tersebut, penelitian ini diarahkan untuk 

mengembangkan dan menguji Model Pengembangan Kawasan Pertanian 

https://consensus.app/papers/food-selfsufficiency-managing-the-newlyopened-tidal-hatta-sulakhudin/8a4e8d89962b5c34a753ec25087f8183/?utm_source=chatgpt
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Tanaman Pangan dalam Mewujudkan Pertanian Berkelanjutan melalui 

Implementasi Social Entrepreneurship dan Pentahelix Collaboration di 

Kabupaten Pasaman Barat. Model tersebut diharapkan mampu memberikan 

penjelasan empiris mengenai hubungan antara kapasitas aktor lokal, tata kelola 

kolaboratif, pengembangan kawasan, dan Pertanian Berkelanjutan, sekaligus 

menjelaskan kedudukan Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 

sebagai mekanisme mediasi dalam proses tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh Social Entrepreneurship terhadap Pengembangan 

Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dalam mewujudkan Pertanian 

Berkelanjutan di Kabupaten Pasaman Barat?  

2. Bagaimana pengaruh Pentahelix Collaboration terhadap terhadap 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten 

Pasaman Barat?  

3. Bagaimana pengaruh Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 

terhadap Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Pasaman Barat?  

4. Bagaimana pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung Social 

Entrepreneurship dan Pentahelix Collaboration terhadap Pertanian 

Berkelanjutan melalui Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman 

Pangan?  

5. Bagaimana model Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 

yang mengintegrasikan Social Entrepreneurship dan Pentahelix 

Collaboration dalm mewujudkan Pertanian Berkelanjutan? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan secara 

empiris hubungan antara Social Entrepreneurship, Pentahelix Collaboration, 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, dan Pertanian 

Berkelanjutan, serta merumuskan model pengembangan kawasan pertanian 

tanaman pangan dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan di Kabupaten 

Pasaman Barat. Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh model empiris yang 

dapat memperkaya pengembangan ilmu pembangunan sekaligus menjadi dasar 
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bagi penyusunan kebijakan pembangunan pertanian berbasis kawasan yang lebih 

efektif, kolaboratif, dan berkelanjutan. 

Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh Social Entrepreneurship terhadap Pengembangan 

Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dalam mewujudkan Pertanian 

Berkelanjutan di Kabupaten Pasaman Barat?   

2. Menganalisis pengaruh Pentahelix Collaboration terhadap terhadap 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dalam mewujudkan 

Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Pasaman Barat.  

3. Menganalisis pengaruh Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman 

Pangan terhadap Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Pasaman Barat.  

4. Menganalisis pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung Social 

Entrepreneurship dan Pentahelix Collaboration terhadap Pertanian 

Berkelanjutan melalui Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman 

Pangan.  

5. Merumuskan model pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan 

yang mengintegrasikan Social Entrepreneurship dan Pentahelix 

Collaboration dalm mewujudkan pertanian berkelanjutan. 

D. Hipotesis Penelitian 

Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa Pertanian Berkelanjutan tidak 

hanya ditentukan oleh faktor-faktor teknis produksi, tetapi juga dipengaruhi oleh 

kapasitas inovasi sosial masyarakat, kolaborasi antarpemangku kepentingan, serta 

pengembangan kawasan pertanian yang mampu mengintegrasikan berbagai 

sumber daya pembangunan. Dalam penelitian ini, Social Entrepreneurship 

diposisikan sebagai kapasitas masyarakat dalam mendorong inovasi sosial dan 

pemberdayaan ekonomi, Pentahelix Collaboration sebagai bentuk tata kelola 

kolaboratif antaraktor pembangunan, sedangkan Pengembangan Kawasan 

Pertanian Tanaman Pangan diposisikan sebagai pendekatan pembangunan 

berbasis kawasan yang menghubungkan berbagai komponen sistem agribisnis 

menuju Pertanian Berkelanjutan. 

Berdasarkan kerangka konseptual dan hubungan antarvariabel yang 

dibangun dalam penelitian ini, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut: 
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1. Pengaruh Langsung  

H1 : Social Entrepreneurship berpengaruh positif terhadap pengembangan 

kawasan pertanian tanaman pangan. 

H2 : Pentahelix Collaboration berpengaruh positif terhadap pengembangan 

kawasan pertanian tanaman pangan. 

H3 : Social Entrepreneurship berpengaruh positif terhadap pertanian 

berkelanjutan. 

H4 : Pentahelix Collaboration berpengaruh positif terhadap pertanian 

berkelanjutan. 

H5 : Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan berpengaruh positif 

terhadap pertanian berkelanjutan. 

2. Pengaruh Tidak Langsung (Mediasi)  

H6 : Social Entrepreneurship berpengaruh tidak langsung terhadap pertanian 

berkelanjutan melalui pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan. 

H7:  Pentahelix Collaboration berpengaruh tidak langsung terhadap pertanian 

berkelanjutan melalui pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan. 

E. Kegunaan atau Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan, praktik pembangunan pertanian, dan perumusan kebijakan 

pembangunan kawasan pertanian tanaman pangan dalam mewujudkan pertanian 

berkelanjutan. Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis, manfaat praktis, 

dan manfaat kebijakan. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian 

pembangunan pertanian berkelanjutan melalui penguatan pemahaman mengenai 

hubungan antara Social Entrepreneurship, Pentahelix Collaboration, 

pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, dan pertanian berkelanjutan. 

Secara konseptual, penelitian ini memperkuat perspektif bahwa 

keberlanjutan pertanian tidak hanya ditentukan oleh faktor teknis produksi, tetapi 

juga dipengaruhi oleh kapasitas inovasi sosial masyarakat, tata kelola kolaboratif 
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antaraktor, dan efektivitas pengembangan kawasan sebagai mekanisme integrasi 

pembangunan pertanian berbasis sistem agrifood. 

Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian 

pembangunan kawasan dengan menempatkan kawasan pertanian tanaman pangan 

tidak hanya sebagai ruang geografis atau administratif, tetapi sebagai mekanisme 

integrasi yang menghubungkan produksi, kelembagaan, inovasi, rantai nilai 

agribisnis, dan tata kelola pembangunan dalam satu sistem wilayah yang 

terkoordinasi. 

Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi metodologis melalui 

penggunaan Explanatory Mixed Methods yang mengombinasikan analisis 

kuantitatif menggunakan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares 

(SEM-PLS) dan analisis kualitatif, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih 

komprehensif mengenai hubungan antarvariabel dalam pembangunan pertanian 

berbasis kawasan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi berbagai pemangku 

kepentingan dalam memperkuat pembangunan kawasan pertanian tanaman 

pangan yang lebih efektif dan berkelanjutan. 

Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam 

memperkuat kebijakan pembangunan kawasan melalui peningkatan koordinasi 

lintas sektor, penguatan tata kelola kolaboratif, serta integrasi program 

pembangunan pertanian dari hulu hingga hilir. 

Bagi kelembagaan petani, seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, 

dan koperasi, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kapasitas 

organisasi, memperkuat inovasi sosial, mengembangkan kelembagaan ekonomi 

petani, dan meningkatkan nilai tambah usaha pertanian. 

Bagi pelaku usaha, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam membangun 

kemitraan agribisnis yang lebih produktif melalui penguatan rantai nilai, hilirisasi, 

dan perluasan akses pasar. 

Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini diharapkan menjadi referensi 

dalam pengembangan penelitian mengenai pembangunan pertanian berbasis 
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kawasan, Social Entrepreneurship, Pentahelix Collaboration, dan pertanian 

berkelanjutan 

3. Manfaat Kebijakan 

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk: 

a. Memperkuat integrasi pembangunan pertanian berbasis kawasan melalui 

koordinasi lintas sektor dan lintas aktor pembangunan;  

b. Meningkatkan efektivitas tata kelola kolaboratif antara pemerintah, 

akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media dalam pembangunan 

pertanian daerah;  

c. Memperkuat kelembagaan petani dan organisasi kawasan sebagai basis 

pengembangan sistem agribisnis yang lebih adaptif dan berkelanjutan;  

d. Mengintegrasikan dukungan inovasi, teknologi, pembiayaan, hilirisasi, dan 

akses pasar dalam sistem pembangunan kawasan pertanian tanaman 

pangan; dan  

e. Mendorong kebijakan pembangunan pertanian yang tidak hanya 

berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penguatan 

kesejahteraan petani, keberlanjutan lingkungan, dan integrasi sistem 

agrifood daerah. 

F. Kebaharuan (Novelty) Penelitian 

Kebaruan suatu penelitian tidak semata-mata ditentukan oleh penggunaan 

variabel yang belum pernah diteliti, tetapi oleh kemampuannya menghasilkan 

konsep, model, atau penjelasan teoritis baru terhadap suatu fenomena ilmiah. 

Dalam penelitian ini, kebaruan tidak terletak pada masing-masing variabel 

penelitian karena Social Entrepreneurship, Pentahelix Collaboration, 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, dan Pertanian 

Berkelanjutan telah banyak dikaji dalam penelitian terdahulu. Kebaruan penelitian 

ini terletak pada pengembangan model empiris yang mengintegrasikan keempat 

konstruk tersebut dalam satu kerangka konseptual untuk menjelaskan 

pembangunan pertanian berbasis kawasan dalam perspektif Agrifood System.  

Secara substantif, kebaruan utama penelitian ini terletak pada 

konseptualisasi Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan sebagai 

mekanisme integrasi pembangunan berbasis kawasan (area-based development 
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integration mechanism) yang mentransformasikan kapasitas kewirausahaan sosial 

aktor lokal dan kolaborasi multipihak menjadi outcome Pertanian Berkelanjutan. 

Dalam konseptualisasi ini, kawasan tidak hanya dipandang sebagai unit spasial 

atau administratif tempat berlangsungnya aktivitas pertanian, tetapi sebagai 

mekanisme pembangunan yang mengintegrasikan aktor, sumber daya, 

kelembagaan, inovasi, pasar, dan rantai nilai dalam suatu sistem pembangunan 

pertanian. Posisi tersebut sekaligus memungkinkan penelitian menguji apakah 

pengaruh Social Entrepreneurship dan Pentahelix Collaboration terhadap 

Pertanian Berkelanjutan berlangsung secara langsung maupun melalui 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan sebagai variabel mediasi. 

Berdasarkan posisi tersebut, kebaharuan dan kontribusi ilmiah penelitian 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Kebaruan Konseptual (Novelty Conpceptual) 

Kebaruan konseptual penelitian ini terletak pada reposisi konsep 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, dari pendekatan yang 

terutama dipahami sebagai pengorganisasian pembangunan berdasarkan ruang, 

komoditas, atau wilayah produksi menjadi mekanisme integrasi pembangunan 

berbasis kawasan. Dalam perspektif ini, pengembangan kawasan merupakan 

proses yang menghubungkan kapasitas aktor lokal, kolaborasi multipihak, 

kelembagaan, sumber daya, inovasi, pasar, dan rantai nilai untuk menghasilkan 

outcome pembangunan pertanian yang berkelanjutan. 

Konseptualisasi tersebut menempatkan Social Entrepreneurship sebagai 

representasi kapasitas dan agensi aktor lokal (local agency), sedangkan Pentahelix 

Collaboration merepresentasikan kapasitas tata kelola kolaboratif (collaborative 

governance capacity). Kedua kapasitas tersebut tidak diasumsikan secara otomatis 

menghasilkan Pertanian Berkelanjutan, tetapi dapat ditransformasikan melalui 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan sebagai mekanisme integrasi 

pembangunan. Dengan demikian, penelitian ini mengajukan hubungan 

konseptual: 

kapasitas aktor lokal + tata kelola kolaboratif → mekanisme integrasi 

pembangunan berbasis kawasan → Pertanian Berkelanjutan. 
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Konseptualisasi tersebut relevan dengan perkembangan literatur yang 

menunjukkan bahwa entrepreneurship dan governance dalam sistem pertanian 

bekerja melalui hubungan kelembagaan dan proses kolaboratif, bukan sebagai 

faktor yang berdiri sendiri (Manyise, 2022). Penelitian pembangunan perdesaan 

Indonesia juga menunjukkan bahwa keberlanjutan pembangunan berbasis 

masyarakat membutuhkan kombinasi governance, inovasi sosial, kelembagaan, 

pembiayaan, dan keberlanjutan program (Sambodo et al., 2023). 

2. Kontribusi Rasional dan Mekanisme (Relational and Mechanism 

Novelty) 

Kebaruan penelitian ini selanjutnya terletak pada pengujian mekanisme 

hubungan langsung dan tidak langsung antara Social Entrepreneurship, 

Pentahelix Collaboration, Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, 

dan Pertanian Berkelanjutan. Penelitian tidak hanya menguji apakah Social 

Entrepreneurship dan Pentahelix Collaboration berpengaruh terhadap Pertanian 

Berkelanjutan, tetapi juga menguji bagaimana pengaruh tersebut ditransmisikan 

melalui Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan. 

Dengan demikian, posisi Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman 

Pangan sebagai variabel mediasi memiliki makna substantif, bukan hanya 

statistik. Mediasi tersebut merepresentasikan proses transformasi dari kapasitas 

aktor dan kapasitas kolaboratif menjadi kapasitas kawasan, yang selanjutnya 

mendorong tercapainya outcome Pertanian Berkelanjutan. Pendekatan ini 

memungkinkan penelitian menjelaskan apakah kapasitas kewirausahaan sosial 

dan kolaborasi multipihak cukup bekerja secara langsung atau membutuhkan 

mekanisme pembangunan kawasan agar dampaknya terhadap keberlanjutan 

menjadi lebih efektif. 

Literatur menunjukkan pentingnya mekanisme perantara dalam 

pembangunan berbasis komunitas dan pertanian. Pengembangan kapasitas, 

misalnya, dapat memediasi hubungan modal sosial dengan efektivitas program 

pembangunan masyarakat (Nazuri et al., 2023), sementara mekanisme governance 

dalam kemitraan rantai nilai dapat membentuk perilaku kewirausahaan yang 

kemudian berkontribusi terhadap resilience sistem agrifood (Manyise, 2022) 
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3. Kontribusi Teoritis (Theorycal Contribution) 

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperluas 

penerapan perspektif Collaborative Governance dalam pembangunan pertanian 

berbasis kawasan. Dalam penelitian ini, efektivitas kolaborasi tidak hanya 

dipahami berdasarkan kualitas hubungan dan interaksi antaraktor, tetapi 

ditempatkan dalam hubungan dengan kapasitas kewirausahaan sosial aktor lokal 

dan mekanisme pengembangan kawasan. 

Kontribusi tersebut menghasilkan proposisi bahwa kolaborasi multipihak 

akan lebih bermakna bagi Pertanian Berkelanjutan ketika kapasitas kolaboratif 

tersebut mampu dikonversi menjadi tindakan pembangunan yang terintegrasi pada 

tingkat kawasan. Dengan demikian, Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman 

Pangan berfungsi sebagai arena sekaligus mekanisme yang menghubungkan 

kolaborasi antaraktor dengan pengelolaan sumber daya, kelembagaan, inovasi, 

pasar, dan rantai nilai. Pandangan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan 

bahwa transformasi pertanian berkelanjutan bergantung pada hubungan antara 

agensi aktor, kondisi kelembagaan, dan proses kolaboratif (Järnberg et al., 2018). 

Temuan ini memperluas penerapan Collaborative Governance Theory 

dengan menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif dalam 

pembangunan pertanian tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas interaksi 

antarpemangku kepentingan, tetapi juga oleh kapasitas inovasi sosial masyarakat 

dan pengembangan kawasan sebagai konteks implementasi kolaborasi. 

Oleh karena itu, kontribusi teoretis penelitian ini bukan mengklaim 

membentuk teori baru, melainkan memperluas penjelasan Collaborative 

Governance dengan memasukkan kapasitas aktor lokal (Social Entrepreneurship) 

dan mekanisme integrasi pembangunan berbasis kawasan sebagai bagian dari 

proses yang menghubungkan kolaborasi multipihak dengan outcome Pertanian 

Berkelanjutan. 

4. Kebaruan Model Empiris (Empirical Model Novelty) 

Berdasarkan kebaruan konseptual dan mekanisme tersebut, penelitian ini 

mengembangkan dan menguji Model Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan dalam Mewujudkan Pertanian Berkelanjutan melalui Social 

Entrepreneurship dan Pentahelix Collaboration. Model empiris tersebut menguji 
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secara simultan pengaruh langsung Social Entrepreneurship dan Pentahelix 

Collaboration terhadap Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan 

Pertanian Berkelanjutan, pengaruh Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman 

Pangan terhadap Pertanian Berkelanjutan, serta pengaruh tidak langsung kedua 

konstruk eksogen terhadap Pertanian Berkelanjutan melalui Pengembangan 

Kawasan Pertanian Tanaman Pangan. 

Kebaruan model tersebut terutama terletak pada pengujian empiris 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan sebagai mekanisme mediasi 

yang menghubungkan kapasitas aktor lokal dan tata kelola kolaboratif dengan 

outcome Pertanian Berkelanjutan dalam konteks pembangunan kawasan tanaman 

pangan di Kabupaten Pasaman Barat. Dengan demikian, model penelitian tidak 

hanya menjelaskan faktor apa yang memengaruhi Pertanian Berkelanjutan, tetapi 

juga menjelaskan melalui mekanisme pembangunan apa pengaruh tersebut 

berlangsung. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Paradigma Penelitian 

1. Transformasi Paradigma Pembangunan Pertanian 

Paradigma merupakan seperangkat asumsi, nilai, konsep, dan kerangka 

berpikir yang digunakan untuk memahami serta menjelaskan suatu fenomena 

ilmiah. Menurut Kuhn (1962), paradigma tidak bersifat statis, tetapi berkembang 

mengikuti perubahan pengetahuan dan munculnya persoalan-persoalan baru yang 

tidak lagi dapat dijelaskan oleh paradigma sebelumnya. Dalam konteks 

pembangunan pertanian, perubahan lingkungan strategis global, kemajuan ilmu 

pengetahuan, perkembangan teknologi, serta meningkatnya kompleksitas 

tantangan pangan telah mendorong terjadinya transformasi paradigma dari 

pendekatan yang berorientasi pada peningkatan produksi menuju pendekatan yang 

menempatkan keberlanjutan, ketahanan pangan, dan sistem agrifood sebagai 

fokus utama (Kuhn, 1962; FAO, 2024). 

Pada dekade 1960–1980, pembangunan pertanian didominasi oleh 

paradigma production-oriented agriculture yang berfokus pada peningkatan 

produktivitas melalui intensifikasi budidaya, penggunaan varietas unggul, 

mekanisasi, irigasi, serta peningkatan penggunaan pupuk dan pestisida. Paradigma 

tersebut berhasil meningkatkan produksi pangan secara signifikan dan menjadi 

fondasi keberhasilan Revolusi Hijau di banyak negara berkembang. Namun, 

berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan peningkatan produksi 

tersebut juga diikuti oleh konsekuensi berupa degradasi lingkungan, penurunan 

biodiversitas, eksploitasi sumber daya alam, meningkatnya ketergantungan 

terhadap input eksternal, serta kesenjangan kesejahteraan antarpetani. Kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa orientasi pembangunan yang hanya menitikberatkan 

pada peningkatan produksi tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan 

pembangunan pertanian jangka panjang. 

Sebagai respons terhadap berbagai keterbatasan tersebut, paradigma 

pembangunan pertanian kemudian bergeser menuju Sustainable Agriculture yang 

menempatkan keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan 

sebagai tujuan utama pembangunan. Paradigma ini menegaskan bahwa 
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keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya diukur dari peningkatan 

produksi, tetapi juga dari kemampuannya menjaga keberlanjutan sumber daya 

alam, meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan, serta 

mendukung pembangunan yang inklusif bagi generasi sekarang maupun generasi 

mendatang. Pergeseran tersebut sejalan dengan konsep pembangunan 

berkelanjutan yang diperkenalkan melalui Our Common Future dan terus 

diperkuat dalam berbagai agenda pembangunan global, termasuk Sustainable 

Development Goals (SDGs). 

Dalam perkembangan selanjutnya, paradigma pembangunan pertanian 

mengalami transformasi yang lebih komprehensif menuju Agrifood System. 

Paradigma ini memandang pertanian bukan sebagai kegiatan produksi yang 

berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari suatu sistem yang menghubungkan 

penyediaan input, proses produksi, pascapanen, pengolahan, distribusi, 

pemasaran, konsumsi, hingga pengelolaan limbah pangan dalam satu rantai nilai 

yang saling berinteraksi. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan pertanian 

tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produktivitas, tetapi juga oleh kualitas 

tata kelola, efektivitas kolaborasi antarpemangku kepentingan, inovasi, efisiensi 

rantai nilai, serta kemampuan sistem pangan dalam menciptakan ketahanan, 

inklusivitas, dan keberlanjutan.  

Transformasi menuju paradigma Agrifood System didorong oleh semakin 

kompleksnya tantangan global yang dihadapi sektor pertanian. FAO melaporkan 

bahwa biaya tersembunyi (hidden costs) dari sistem agrifood dunia diperkirakan 

mencapai sekitar 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB) global, yang mencakup 

dampak kesehatan, lingkungan, dan sosial akibat sistem pangan yang belum 

berkelanjutan. Sebagian besar biaya tersebut berasal dari pola konsumsi yang 

tidak sehat, sementara sisanya berkaitan dengan degradasi lingkungan, perubahan 

iklim, dan ketimpangan sosial. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sistem 

agrifood tidak lagi dapat dinilai hanya berdasarkan nilai produksi atau kontribusi 

ekonominya, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak lintas sektor dan lintas 

generasi.  

Bagi Indonesia, transformasi paradigma pembangunan pertanian memiliki 

arti strategis mengingat sektor pertanian masih berperan penting dalam 
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penyediaan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan wilayah. 

Namun demikian, pembangunan pertanian nasional masih menghadapi berbagai 

tantangan, antara lain fragmentasi penguasaan lahan, rendahnya produktivitas dan 

nilai tambah, lemahnya kelembagaan ekonomi petani, keterbatasan akses terhadap 

inovasi dan pembiayaan, serta belum optimalnya integrasi antarpelaku dalam 

rantai nilai pertanian. Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa pendekatan 

sektoral yang berorientasi pada peningkatan produksi belum cukup untuk 

menjawab tantangan pembangunan pertanian masa depan. Oleh karena itu, 

diperlukan paradigma yang mampu memandang pertanian sebagai suatu sistem 

yang mengintegrasikan aspek produksi, kelembagaan, inovasi, tata kelola, rantai 

nilai, dan keberlanjutan dalam satu kerangka pembangunan yang utuh. 

Berdasarkan perkembangan paradigma pembangunan pertanian tersebut, 

penelitian ini berpandangan bahwa pembangunan pertanian telah mengalami 

transformasi dari pendekatan yang berorientasi pada peningkatan produksi menuju 

pendekatan sistem yang menempatkan keberlanjutan, kolaborasi, dan integrasi 

rantai nilai sebagai elemen utama. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan 

Agrifood System sebagai paradigma penelitian karena memberikan kerangka 

konseptual yang lebih komprehensif dalam menjelaskan hubungan antara Social 

Entrepreneurship, Pentahelix Collaboration, Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan, dan Pertanian Berkelanjutan. 

2. Agrifood System  sebagai Paradigma Penelitian 

Transformasi pembangunan pertanian dalam dua dekade terakhir 

menunjukkan adanya pergeseran cara pandang dari pendekatan sektoral menuju 

pendekatan sistem yang lebih holistik. Pergeseran tersebut dipengaruhi oleh 

meningkatnya kompleksitas persoalan pangan global, seperti perubahan iklim, 

degradasi sumber daya alam, ketidakstabilan rantai pasok, meningkatnya 

kerawanan pangan, serta tuntutan terhadap sistem pangan yang lebih sehat, 

inklusif, dan berkelanjutan. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya Agrifood 

System sebagai paradigma baru yang memandang pembangunan pertanian sebagai 

suatu sistem yang saling terhubung, sehingga keberhasilannya tidak lagi 

ditentukan oleh peningkatan produksi semata, tetapi oleh kemampuan seluruh 

komponen sistem bekerja secara terpadu (FAO, 2024; Schneider et al., 2023). 
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FAO (2024) mendefinisikan Agrifood System sebagai keseluruhan aktor, 

aktivitas, investasi, proses, dan interaksi yang terlibat dalam produksi, 

pengolahan, distribusi, pemasaran, konsumsi, hingga pengelolaan limbah pangan 

beserta lingkungan ekonomi, sosial, dan alam yang memengaruhi proses tersebut. 

Definisi tersebut menunjukkan bahwa sistem agrifood tidak hanya mencakup 

kegiatan budidaya, tetapi juga seluruh rantai nilai pangan beserta tata kelola yang 

menghubungkan berbagai aktor dalam menghasilkan sistem pangan yang 

produktif, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan (FAO, 2024). 

Berbeda dengan pendekatan pembangunan pertanian konvensional yang 

lebih menitikberatkan pada peningkatan produksi, paradigma Agrifood System 

menggunakan pendekatan systems thinking yang memandang seluruh komponen 

sistem pangan sebagai satu kesatuan yang saling memengaruhi. Dalam paradigma 

ini, perubahan pada satu komponen—misalnya inovasi teknologi, kelembagaan 

petani, kebijakan pemerintah, atau akses pasar—akan memberikan dampak 

terhadap komponen lainnya. Oleh karena itu, pembangunan pertanian 

memerlukan integrasi antara dimensi ekonomi, sosial, kelembagaan, lingkungan, 

dan tata kelola agar transformasi sistem pangan dapat berlangsung secara 

berkelanjutan (Singh et al., 2023; Wood et al., 2023). 

Literatur mutakhir menunjukkan bahwa transformasi sistem agrifood tidak 

dapat dicapai hanya melalui peningkatan produktivitas atau inovasi teknologi. 

Schneider et al. (2023) mengembangkan kerangka pemantauan transformasi 

sistem pangan global yang menempatkan lima dimensi utama, yaitu kesehatan dan 

gizi, keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan dan pemerataan, tata kelola, serta 

resiliensi sistem. Temuan tersebut menegaskan bahwa efektivitas transformasi 

sistem agrifood sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, kolaborasi 

antarpemangku kepentingan, kapasitas kelembagaan, dan integrasi rantai nilai, 

sehingga pendekatan pembangunan yang bersifat parsial tidak lagi memadai 

dalam menjelaskan dinamika pembangunan pertanian. 

Dalam konteks negara berkembang, termasuk Indonesia, paradigma 

Agrifood System menjadi semakin relevan karena sektor pertanian masih 

menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti fragmentasi lahan usaha tani, 

rendahnya produktivitas dan nilai tambah, lemahnya kelembagaan ekonomi 
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petani, keterbatasan akses terhadap inovasi dan pembiayaan, serta belum 

optimalnya koordinasi antaraktor dalam rantai nilai pertanian. Permasalahan 

tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pertanian memerlukan pendekatan 

yang tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga mampu mengintegrasikan 

kebijakan, kelembagaan, inovasi, investasi, dan kolaborasi multipihak dalam satu 

sistem pembangunan yang utuh (World Bank, 2024; FAO, 2024). 

Berdasarkan perspektif tersebut, penelitian ini menempatkan Agrifood 

System sebagai paradigma penelitian, bukan sebagai teori. Paradigma ini dipilih 

karena menyediakan kerangka berpikir yang mampu menjelaskan pembangunan 

pertanian secara holistik melalui keterkaitan antara aktor, kelembagaan, inovasi, 

tata kelola, rantai nilai, dan keberlanjutan. Dalam kerangka tersebut, 

Collaborative Governance Theory digunakan sebagai grand theory untuk 

menjelaskan mekanisme tata kelola kolaboratif, sedangkan Social 

Entrepreneurship, Pentahelix Collaboration, Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan, dan Pertanian Berkelanjutan merupakan konstruk konseptual 

yang membentuk model empiris penelitian. 

Berdasarkan sintesis berbagai literatur, penelitian ini berpandangan bahwa 

Agrifood System merupakan paradigma yang paling sesuai untuk menjelaskan 

kompleksitas pembangunan pertanian modern karena mampu mengintegrasikan 

dimensi produksi, kelembagaan, inovasi, tata kelola, rantai nilai, dan 

keberlanjutan dalam satu kerangka sistem. Paradigma ini menjadi landasan 

filosofis penelitian dalam menganalisis bagaimana Social Entrepreneurship dan 

Pentahelix Collaboration, melalui Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman 

Pangan, berkontribusi terhadap terwujudnya Pertanian Berkelanjutan. Dengan 

demikian, Agrifood System tidak hanya berfungsi sebagai latar konseptual, tetapi 

juga sebagai paradigma yang mengarahkan keseluruhan konstruksi teoritis, model 

empiris, dan interpretasi hasil penelitian. 
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Sumber: Disintesis oleh penulis dari berbagai literatur (Kuhn, 1962; Ansell & 

Gash, 2008; Emerson & Nabatchi, 2015; FAO, 2024, 2025; Schneider et al., 

2023; Singh et al., 2023; Wood et al., 2025). 

Gambar 2. 1. Posisi Agrifood System sebagai Paradigma Penelitian 

Gambar 2.1 menunjukkan posisi Agrifood System sebagai paradigma 

penelitian yang menjadi landasan filosofis dalam penelitian ini. Paradigma 

tersebut menjadi dasar pemilihan Collaborative Governance Theory sebagai 

grand theory, yang selanjutnya menjelaskan hubungan antara Social 

Entrepreneurship, Pentahelix Collaboration, dan Pengembangan Kawasan 

Pertanian Tanaman Pangan dalam membangun model empiris menuju Pertanian 

Berkelanjutan. Model empiris tersebut diverifikasi melalui pendekatan Sequential 

Explanatory Mixed Methods, yaitu pengujian kuantitatif menggunakan SEM-PLS 

yang diperdalam melalui analisis kualitatif. 
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B. Landasan Teori 

1. Collaborative Governance Theory (Grand Theory) 

a. Evolusi Collaborative Governance Theory 

Perubahan paradigma administrasi publik dari government menuju 

governance telah mengubah cara pemerintah dalam menyelesaikan persoalan 

publik yang semakin kompleks. Jika paradigma government menempatkan 

pemerintah sebagai aktor utama dalam proses pengambilan keputusan dan 

penyelenggaraan pelayanan publik, maka paradigma governance memandang 

bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah 

membangun kolaborasi dengan berbagai aktor di luar birokrasi, termasuk sektor 

swasta, masyarakat sipil, komunitas lokal, perguruan tinggi, dan media. 

Pergeseran tersebut didorong oleh meningkatnya kompleksitas persoalan 

pembangunan yang tidak lagi dapat diselesaikan melalui pendekatan birokrasi 

yang bersifat hierarkis dan sektoral, melainkan memerlukan mekanisme tata 

kelola yang partisipatif, adaptif, dan kolaboratif (Emerson & Nabatchi, 2015; 

Torfing et al., 2021). 

Dalam konteks tersebut, Collaborative Governance Theory berkembang 

sebagai salah satu pendekatan utama dalam administrasi publik modern yang 

menjelaskan bagaimana aktor pemerintah dan nonpemerintah bekerja bersama 

untuk menghasilkan keputusan publik yang lebih efektif, inklusif, dan 

berkelanjutan. Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan Collaborative Governance 

sebagai suatu pengaturan tata kelola di mana satu atau lebih lembaga publik 

secara langsung melibatkan pemangku kepentingan nonpemerintah dalam proses 

pengambilan keputusan yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan 

deliberatif untuk merumuskan maupun melaksanakan kebijakan publik. Definisi 

tersebut kemudian dikembangkan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) 

yang memandang Collaborative Governance sebagai proses pengambilan 

keputusan bersama yang berlangsung melalui dinamika kolaboratif (collaborative 

dynamics), kapasitas tindakan bersama (capacity for joint action), dan tindakan 

kolaboratif (collaborative actions). 

Perkembangan teori ini menunjukkan adanya pergeseran dari model 

kolaborasi yang semula berorientasi pada penyelesaian konflik menuju 
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pendekatan yang lebih adaptif dalam menghadapi persoalan pembangunan yang 

kompleks (wicked problems). Emerson dan Nabatchi (2015) menegaskan bahwa 

keberhasilan kolaborasi tidak hanya bergantung pada terbentuknya konsensus, 

tetapi juga pada kemampuan aktor membangun kepercayaan (trust), 

kepemimpinan kolaboratif (collaborative leadership), komitmen bersama (shared 

motivation), pembelajaran kolektif (joint learning), serta kapasitas kelembagaan 

untuk menghasilkan tindakan bersama (joint capacity). Dengan demikian, 

Collaborative Governance Theory berkembang dari sekadar mekanisme 

koordinasi menjadi kerangka teoritis yang menjelaskan bagaimana tata kelola 

multipihak mampu menciptakan nilai publik (public value) melalui interaksi yang 

berkelanjutan. 

Perkembangan literatur mutakhir semakin memperluas ruang lingkup 

Collaborative Governance Theory. Torfing, Sørensen, dan Ansell (2021) 

menjelaskan bahwa kolaborasi antarpemangku kepentingan tidak lagi hanya 

bertujuan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, tetapi juga menjadi 

instrumen penting dalam mendorong inovasi sektor publik, meningkatkan 

legitimasi kebijakan, memperkuat kapasitas adaptif institusi, serta menghasilkan 

solusi yang lebih responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan. 

Penelitian-penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif 

memainkan peran penting dalam transformasi sistem pangan, pengelolaan sumber 

daya alam, pembangunan wilayah, adaptasi perubahan iklim, serta pencapaian 

Sustainable Development Goals (Hustad & Brogaard, 2026; Torfing et al., 2026). 

Dalam pembangunan pertanian, pendekatan Collaborative Governance 

menjadi semakin relevan karena sistem agrifood melibatkan banyak aktor dengan 

kepentingan, sumber daya, dan kewenangan yang berbeda. Pemerintah tidak lagi 

berperan sebagai satu-satunya pengambil keputusan, tetapi bertindak sebagai 

fasilitator, orkestrator, dan penghubung yang mampu menyinergikan kontribusi 

petani, pelaku usaha, koperasi, perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga 

keuangan, organisasi masyarakat, dan media dalam membangun sistem pertanian 

yang berdaya saing dan berkelanjutan. Oleh karena itu, teori ini dipilih sebagai 

Grand Theory dalam penelitian karena mampu menjelaskan mekanisme tata 

kelola yang mendasari hubungan antara Social Entrepreneurship, Pentahelix 
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Collaboration, Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, dan 

Pertanian Berkelanjutan. 

Berdasarkan perkembangan teoritis tersebut, Collaborative Governance 

Theory merupakan teori yang paling relevan untuk menjelaskan dinamika tata 

kelola pembangunan pertanian modern yang bercirikan kompleksitas, 

interdependensi, dan keterlibatan multipemangku kepentingan. Teori ini tidak 

hanya menjelaskan proses koordinasi antaraktor, tetapi juga memberikan landasan 

konseptual mengenai bagaimana kepemimpinan kolaboratif, kepercayaan, 

komitmen bersama, kapasitas kelembagaan, dan aksi kolektif dapat menghasilkan 

nilai publik yang berkelanjutan. Dalam penelitian ini, Collaborative Governance 

Theory diposisikan sebagai Grand Theory karena menyediakan kerangka utama 

untuk menjelaskan mekanisme hubungan antarkonstruk penelitian dalam 

perspektif Agrifood System, sehingga menjadi dasar pengembangan model empiris 

yang diuji melalui pendekatan Sequential Explanatory Mixed Methods. 

b. Konsep dan Definisi Collaborative Governance  

Konsep Collaborative Governance berkembang sebagai respons terhadap 

keterbatasan pendekatan birokrasi tradisional dalam mengatasi persoalan publik 

yang semakin kompleks. Berbeda dengan model pemerintahan yang bersifat 

hierarkis (government), Collaborative Governance menempatkan pemerintah, 

sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya 

sebagai mitra yang bekerja secara bersama dalam proses perumusan, 

implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Pendekatan ini berangkat dari 

asumsi bahwa penyelesaian wicked problems memerlukan integrasi sumber daya, 

pengetahuan, dan kapasitas dari berbagai aktor yang memiliki kepentingan serta 

kewenangan yang berbeda (Ansell & Gash, 2008; Emerson & Nabatchi, 2015). 

Definisi Collaborative Governance yang paling banyak dijadikan rujukan 

dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), yang mendefinisikannya sebagai suatu 

pengaturan tata kelola di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung 

melibatkan aktor nonpemerintah dalam proses pengambilan keputusan yang 

bersifat formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif untuk merumuskan 

maupun melaksanakan kebijakan publik. Definisi tersebut menekankan lima 

karakteristik utama, yaitu adanya inisiatif dari lembaga publik, keterlibatan 
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pemangku kepentingan nonpemerintah, proses dialog tatap muka (face-to-face 

dialogue), orientasi pada konsensus, serta tanggung jawab bersama terhadap hasil 

kebijakan. Definisi ini menjadi fondasi awal perkembangan teori Collaborative 

Governance dan masih menjadi acuan utama dalam berbagai penelitian 

administrasi publik. 

Seiring berkembangnya kompleksitas tata kelola publik, Emerson, 

Nabatchi, dan Balogh (2012) memperluas konsep tersebut melalui kerangka 

Collaborative Governance Regime (CGR). Mereka mendefinisikan Collaborative 

Governance sebagai proses pengambilan keputusan dan pengelolaan publik yang 

melibatkan berbagai aktor lintas sektor secara kolektif melalui dinamika 

kolaboratif (collaborative dynamics), kapasitas tindakan bersama (capacity for 

joint action), dan aksi kolaboratif (collaborative actions). Berbeda dengan Ansell 

dan Gash (2008) yang berfokus pada proses konsensus, Emerson et al. (2012) 

menempatkan kolaborasi sebagai suatu sistem adaptif yang dipengaruhi oleh 

konteks kelembagaan, kepemimpinan, sumber daya, serta dinamika hubungan 

antarpemangku kepentingan. 

Perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa Collaborative Governance 

tidak lagi dipahami hanya sebagai mekanisme koordinasi kebijakan, tetapi sebagai 

instrumen strategis untuk menciptakan inovasi publik dan meningkatkan kapasitas 

adaptif institusi. Torfing, Sørensen, dan Ansell (2021) menegaskan bahwa 

kolaborasi antarpemangku kepentingan mampu menghasilkan solusi yang lebih 

inovatif karena mengintegrasikan berbagai perspektif, pengetahuan, pengalaman, 

dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap aktor. Dalam perspektif ini, 

keberhasilan kolaborasi tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan, tetapi 

juga dari kemampuan menghasilkan public value, memperkuat legitimasi 

kebijakan, meningkatkan kapasitas pembelajaran bersama (collaborative 

learning), serta membangun ketahanan institusional dalam menghadapi perubahan 

lingkungan yang dinamis. 

Kajian-kajian mutakhir juga menunjukkan bahwa Collaborative 

Governance semakin relevan dalam transformasi sistem pangan dan 

pembangunan pertanian berkelanjutan. Kompleksitas sistem agrifood yang 

melibatkan petani, pemerintah, sektor swasta, koperasi, lembaga penelitian, 
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perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan masyarakat menuntut adanya 

mekanisme tata kelola yang mampu menyinergikan berbagai kepentingan tersebut 

ke dalam tujuan pembangunan yang sama. Dalam konteks ini, Collaborative 

Governance tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme koordinasi, tetapi juga 

sebagai proses membangun kepercayaan, menyelaraskan kepentingan, 

mengintegrasikan sumber daya, dan menciptakan aksi kolektif untuk 

meningkatkan keberlanjutan sistem agrifood (Emerson & Nabatchi, 2015; Torfing 

et al., 2021). 

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, penelitian ini mendefinisikan 

Collaborative Governance sebagai suatu mekanisme tata kelola publik yang 

mengintegrasikan pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, dan 

pemangku kepentingan lainnya melalui proses kolaboratif yang ditandai oleh 

kepemimpinan bersama, dialog, kepercayaan, komitmen, pembagian sumber daya, 

dan aksi kolektif untuk menghasilkan nilai publik serta mencapai tujuan 

pembangunan yang berkelanjutan. Definisi ini mengintegrasikan perspektif Ansell 

dan Gash (2008) mengenai proses kolaborasi yang berbasis konsensus, kerangka 

Collaborative Governance Regime dari Emerson et al. (2012) yang menekankan 

dinamika dan kapasitas kolaboratif, serta perspektif Torfing et al. (2021) yang 

memandang kolaborasi sebagai sarana penciptaan inovasi dan nilai publik. Dalam 

penelitian ini, definisi tersebut menjadi landasan konseptual untuk menjelaskan 

bagaimana Social Entrepreneurship, Pentahelix Collaboration, dan 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan berinteraksi dalam 

mewujudkan Pertanian Berkelanjutan. 

c. Dimensi Collaborative Governance  

Seiring berkembangnya Collaborative Governance Theory, berbagai pakar 

mengembangkan model konseptual yang menjelaskan dimensi-dimensi utama 

yang menentukan keberhasilan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Meskipun 

memiliki penekanan yang berbeda, seluruh model tersebut menempatkan 

kolaborasi sebagai proses dinamis yang dibangun melalui interaksi antaraktor, 

kepemimpinan, kepercayaan, kapasitas kelembagaan, serta aksi kolektif untuk 

mencapai tujuan bersama. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa 

Collaborative Governance tidak hanya dipahami sebagai mekanisme koordinasi, 
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tetapi sebagai suatu sistem tata kelola yang mengintegrasikan proses, struktur, dan 

hubungan sosial dalam penyelenggaraan kebijakan publik. 

Ansell dan Gash (2008) mengembangkan model awal Collaborative 

Governance yang terdiri atas empat komponen utama, yaitu starting conditions, 

institutional design, facilitative leadership, dan collaborative process. Starting 

conditions menjelaskan kondisi awal yang memengaruhi keberhasilan kolaborasi, 

seperti distribusi sumber daya, sejarah hubungan antarpihak, dan tingkat 

kepercayaan. Institutional design berkaitan dengan aturan, prosedur, dan 

mekanisme yang mengatur proses kolaborasi. Facilitative leadership menekankan 

pentingnya kepemimpinan yang mampu memfasilitasi dialog, membangun 

komitmen, dan menyelesaikan konflik. Sementara itu, collaborative process 

meliputi dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan (trust building), komitmen 

terhadap proses, pemahaman bersama (shared understanding), dan pencapaian 

hasil antara (intermediate outcomes) yang memperkuat keberlanjutan kolaborasi. 

Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) kemudian memperluas model 

tersebut melalui konsep Collaborative Governance Regime (CGR). Dalam model 

ini, keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh tiga dimensi utama, yaitu principled 

engagement, shared motivation, dan capacity for joint action. Principled 

engagement menggambarkan proses dialog yang memungkinkan para aktor 

membangun pemahaman bersama terhadap permasalahan publik. Shared 

motivation mencakup kepercayaan, legitimasi, komitmen, dan rasa saling 

memiliki terhadap tujuan kolaborasi. Adapun capacity for joint action meliputi 

struktur kelembagaan, kepemimpinan, sumber daya, pengetahuan, dan mekanisme 

koordinasi yang memungkinkan para aktor melaksanakan tindakan bersama 

secara efektif. 

Perkembangan teori berikutnya semakin menekankan dimensi inovasi dan 

penciptaan nilai publik. Torfing, Sørensen, dan Ansell (2021) menjelaskan bahwa 

keberhasilan Collaborative Governance tidak hanya ditentukan oleh kualitas 

proses kolaborasi, tetapi juga oleh kemampuan menghasilkan public value, 

memperkuat kapasitas inovasi, meningkatkan pembelajaran bersama 

(collaborative learning), serta membangun kemampuan adaptif dalam menghadapi 

perubahan lingkungan. Dengan demikian, tata kelola kolaboratif dipandang 
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sebagai mekanisme yang mampu meningkatkan efektivitas kebijakan sekaligus 

memperkuat legitimasi pemerintahan melalui keterlibatan aktif berbagai 

pemangku kepentingan. 

Apabila ketiga model tersebut dibandingkan, terlihat adanya 

perkembangan fokus teori dari pendekatan yang berorientasi pada proses 

kolaborasi menuju pendekatan yang lebih komprehensif yang mengintegrasikan 

dinamika hubungan antaraktor, kapasitas kelembagaan, kepemimpinan 

kolaboratif, inovasi, dan penciptaan nilai publik. Ansell dan Gash (2008) 

memberikan fondasi mengenai proses pembentukan kolaborasi, Emerson et al. 

(2012) memperluasnya dengan menjelaskan dinamika internal dan kapasitas 

tindakan bersama, sedangkan Torfing et al. (2021) mengembangkan perspektif 

bahwa kolaborasi merupakan instrumen untuk menciptakan inovasi sektor publik 

dan memperkuat kemampuan adaptif tata kelola. 

Dalam konteks pembangunan pertanian, dimensi-dimensi tersebut 

memiliki relevansi yang tinggi karena transformasi Agrifood System melibatkan 

berbagai aktor dengan sumber daya, kewenangan, dan kepentingan yang berbeda. 

Keberhasilan pengembangan kawasan pertanian tidak hanya bergantung pada 

kemampuan pemerintah dalam mengoordinasikan program, tetapi juga pada 

kemampuannya membangun kepercayaan, menyelaraskan tujuan, 

mengintegrasikan sumber daya, memperkuat kelembagaan, serta memfasilitasi 

aksi kolektif yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dimensi Collaborative 

Governance menjadi landasan teoritis yang menjelaskan mekanisme hubungan 

antara Social Entrepreneurship, Pentahelix Collaboration, Pengembangan 

Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, dan Pertanian Berkelanjutan. 

Berdasarkan sintesis berbagai model Collaborative Governance, penelitian 

ini berpandangan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif dalam pembangunan 

pertanian ditentukan oleh lima dimensi utama, yaitu: 

1. Kepemimpinan Kolaboratif (Collaborative Leadership), yaitu kemampuan 

memfasilitasi dialog, membangun visi bersama, dan menyelesaikan 

konflik antarpemangku kepentingan.  

2. Keterlibatan dan Dialog Multipihak (Principled Engagement), yaitu proses 

komunikasi, partisipasi, dan perumusan tujuan bersama secara inklusif.  
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3. Kepercayaan dan Komitmen Bersama (Shared Motivation), yang 

mencerminkan tingkat kepercayaan, legitimasi, komitmen, dan rasa 

memiliki terhadap tujuan kolaborasi.  

4. Kapasitas Tindakan Bersama (Capacity for Joint Action), yang meliputi 

kelembagaan, sumber daya, pengetahuan, mekanisme koordinasi, dan 

dukungan kebijakan untuk melaksanakan aksi kolektif.  

5. Aksi Kolaboratif dan Penciptaan Nilai Publik (Collaborative Action and 

Public Value), yaitu implementasi kegiatan bersama yang menghasilkan 

inovasi, meningkatkan efektivitas kebijakan, memperkuat keberlanjutan 

sistem agrifood, dan menciptakan manfaat bagi masyarakat.  

Kelima dimensi tersebut merupakan hasil sintesis dari model Ansell dan 

Gash (2008), Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), serta Torfing, Sørensen, dan 

Ansell (2021). Dalam penelitian ini, dimensi-dimensi tersebut digunakan sebagai 

landasan teoritis untuk menjelaskan mekanisme tata kelola kolaboratif dalam 

pembangunan pertanian berbasis Agrifood System, sekaligus menjadi dasar 

konseptual dalam menjelaskan hubungan antarkonstruk penelitian. 

Meskipun memiliki tujuan yang sama dalam menjelaskan mekanisme tata 

kelola kolaboratif, setiap model Collaborative Governance dikembangkan dengan 

fokus dan penekanan konseptual yang berbeda. Ansell dan Gash (2008) 

menitikberatkan pada proses pembentukan kolaborasi melalui dialog, 

kepemimpinan fasilitatif, dan pencapaian konsensus. Emerson, Nabatchi, dan 

Balogh (2012) memperluas perspektif tersebut melalui konsep Collaborative 

Governance Regime (CGR) yang menekankan pentingnya dinamika kolaboratif, 

motivasi bersama, dan kapasitas tindakan kolektif. Selanjutnya, Torfing, 

Sørensen, dan Ansell (2021) mengembangkan pendekatan yang lebih adaptif 

dengan menempatkan kolaborasi sebagai instrumen untuk mendorong inovasi 

sektor publik, pembelajaran bersama, dan penciptaan public value. Perbedaan 

fokus tersebut menunjukkan bahwa teori Collaborative Governance mengalami 

perkembangan dari model yang berorientasi pada proses menuju pendekatan yang 

lebih komprehensif dan adaptif. 

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai 

perkembangan tersebut, Tabel 2.1 menyajikan perbandingan dimensi utama 
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Collaborative Governance menurut beberapa model yang paling berpengaruh 

dalam literatur. Perbandingan ini menjadi dasar bagi penulis dalam menyusun 

sintesis konseptual yang digunakan sebagai landasan teoritis penelitian, 

khususnya dalam menjelaskan mekanisme tata kelola kolaboratif pada 

pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan dalam perspektif Agrifood 

System. 

Tabel 2. 1.  Perbandingan Dimensi Collaborative Governance Menurut 

Ansell dan Gash (2008), Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), 

serta Torfing, Sørensen, dan Ansell (2021)  

Penulis Dimensi Utama Fokus 

Ansell & 

Gash (2008) 

Starting Conditions, Institutional 

Design, Facilitative Leadership, 

Collaborative Process 

Menjelaskan proses 

pembentukan kolaborasi dan 

pencapaian konsensus. 

Emerson, 

Nabatchi & 

Balogh 

(2012) 

Principled Engagement, Shared 

Motivation, Capacity for Joint Action 

Menjelaskan dinamika 

kolaboratif dan kapasitas 

kelembagaan untuk 

bertindak bersama. 

Torfing, 

Sørensen & 

Ansell 

(2021) 

Collaborative Innovation, Public 

Value, Collaborative Learning, 

Adaptive Capacity 

Menjelaskan kolaborasi 

sebagai mekanisme inovasi, 

pembelajaran, dan 

penciptaan nilai publik. 

Sintesis 

Penulis 

Kepemimpinan Kolaboratif; 

Keterlibatan dan Dialog Multipihak; 

Kepercayaan dan Komitmen Bersama; 

Kapasitas Tindakan Bersama; Aksi 

Kolaboratif dan Penciptaan Nilai 

Publik 

Menjadi kerangka 

konseptual tata kelola 

kolaboratif dalam 

transformasi sistem agrifood 

menuju pertanian 

berkelanjutan. 

  

Berdasarkan perbandingan model Collaborative Governance yang 

dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008), Emerson, Nabatchi, dan Balogh 

(2012), Emerson dan Nabatchi (2015), serta Torfing, Sørensen, dan Ansell (2021), 

penelitian ini menyusun suatu model integratif yang menggambarkan hubungan 

antardimensi utama Collaborative Governance. Model tersebut menunjukkan 

bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif tidak hanya ditentukan oleh proses 

dialog dan koordinasi, tetapi juga oleh kepemimpinan kolaboratif, motivasi 
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bersama, kapasitas kelembagaan, serta aksi kolektif yang menghasilkan nilai 

publik. Model integratif tersebut disajikan pada Gambar 2.2. 

Sumber : Disintesis oleh penulis berdasarkan Ansell dan Gash (2008), Emerson, 

Nabatchi, dan Balogh (2012), Emerson dan Nabatchi (2015), serta Torfing, 

Sørensen, dan Ansell (2021). 

Gambar 2. 2. Model Integratif Dimensi Collaboration Governance 

 Gambar 2.2 menggambarkan hasil sintesis perkembangan Collaborative 

Governance Theory dari berbagai literatur utama. Model ini menunjukkan bahwa 

Collaborative Leadership berperan sebagai penggerak utama yang memfasilitasi 

Principled Engagement melalui dialog dan keterlibatan multipihak. Proses 

tersebut membangun Shared Motivation berupa kepercayaan, legitimasi, dan 

komitmen bersama yang selanjutnya memperkuat Capacity for Joint Action 

melalui pengembangan kelembagaan, koordinasi, sumber daya, dan mekanisme 

kolaborasi. Kapasitas tersebut diwujudkan dalam Collaborative Action berupa 

implementasi program bersama, inovasi, pembelajaran kolektif, serta penyelesaian 

masalah secara kolaboratif yang pada akhirnya menghasilkan Public Value, yaitu 

peningkatan efektivitas kebijakan, kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan 

pembangunan, dan ketahanan sistem. Hubungan antardimensi bersifat dinamis 

dan siklikal melalui mekanisme umpan balik (feedback loop) yang 



34 
 

memungkinkan proses pembelajaran berkelanjutan dan penyempurnaan tata kelola 

kolaboratif. 

Dalam penelitian ini, model integratif tersebut menjadi landasan teoritis 

untuk menjelaskan mekanisme tata kelola kolaboratif dalam pengembangan 

kawasan pertanian tanaman pangan. Selanjutnya, model ini menjadi dasar 

konseptual dalam menganalisis bagaimana Social Entrepreneurship dan 

Pentahelix Collaboration berinteraksi melalui mekanisme kolaboratif untuk 

mewujudkan Pertanian Berkelanjutan dalam perspektif Agrifood System. 

d. Kritik dan Perkembangan Collaborative Governance Theory 

Meskipun Collaborative Governance Theory telah menjadi salah satu teori 

utama dalam administrasi publik dan tata kelola pembangunan, berbagai 

penelitian menunjukkan bahwa model-model awal masih memiliki sejumlah 

keterbatasan konseptual maupun empiris. Kritik tersebut tidak dimaksudkan untuk 

melemahkan teori, melainkan menunjukkan bahwa teori ini terus berkembang 

sebagai respons terhadap meningkatnya kompleksitas persoalan publik. 

Perkembangan tersebut menjadikan Collaborative Governance sebagai teori yang 

bersifat dinamis, adaptif, dan terus mengalami penyempurnaan sesuai dengan 

perubahan konteks tata kelola modern. 

Model yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008) merupakan 

fondasi penting dalam perkembangan Collaborative Governance. Namun, 

sejumlah penelitian mengemukakan bahwa model tersebut masih berorientasi 

pada proses kolaborasi yang relatif linear dan mengasumsikan bahwa para aktor 

memiliki kesempatan yang seimbang untuk berpartisipasi dalam proses 

pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, hubungan antaraktor sering kali 

dipengaruhi oleh ketimpangan kekuasaan (power asymmetry), perbedaan 

kapasitas kelembagaan, konflik kepentingan, keterbatasan sumber daya, serta 

dinamika politik yang menyebabkan proses kolaborasi tidak selalu berlangsung 

secara deliberatif dan berbasis konsensus. Selain itu, model ini belum memberikan 

perhatian yang memadai terhadap kemampuan institusi untuk beradaptasi 

terhadap perubahan lingkungan yang berlangsung secara cepat. 

Menanggapi berbagai keterbatasan tersebut, Emerson, Nabatchi, dan 

Balogh (2012) mengembangkan konsep Collaborative Governance Regime 
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(CGR) yang memandang kolaborasi sebagai suatu sistem tata kelola yang 

dipengaruhi oleh konteks kelembagaan, dinamika hubungan antarpemangku 

kepentingan, dan kapasitas tindakan bersama. Model ini tidak lagi melihat 

kolaborasi sebagai tahapan yang bersifat linear, tetapi sebagai proses yang 

berlangsung secara dinamis melalui interaksi berulang antara principled 

engagement, shared motivation, dan capacity for joint action. Dengan demikian, 

keberhasilan kolaborasi dipahami sebagai hasil dari kemampuan aktor 

membangun hubungan yang adaptif dan berkelanjutan dalam menghadapi 

perubahan lingkungan. 

Perkembangan teori selanjutnya semakin memperluas ruang lingkup 

Collaborative Governance. Torfing, Sørensen, dan Ansell (2021) menegaskan 

bahwa kolaborasi tidak hanya bertujuan mencapai konsensus, tetapi juga menjadi 

mekanisme untuk menghasilkan inovasi sektor publik, memperkuat kapasitas 

adaptif, meningkatkan pembelajaran kolaboratif, serta menciptakan public value. 

Dalam perspektif ini, keberhasilan kolaborasi tidak diukur semata-mata dari 

efektivitas proses, tetapi juga dari kemampuan menghasilkan solusi inovatif, 

meningkatkan legitimasi kebijakan, memperkuat kepercayaan publik, serta 

menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Perkembangan 

tersebut memperluas fungsi Collaborative Governance dari sekadar instrumen 

koordinasi menjadi pendekatan strategis dalam menghadapi wicked problems 

yang melibatkan banyak aktor dan kepentingan. 

Literatur mutakhir juga menunjukkan bahwa tantangan baru, seperti 

transformasi digital, perubahan iklim, krisis pangan, dan ketidakpastian global, 

menuntut pengembangan teori Collaborative Governance yang lebih adaptif. 

Hustad dan Brogaard (2026) menunjukkan bahwa praktik kepemimpinan yang 

bersifat lincah (agile leadership) berperan penting dalam meningkatkan 

efektivitas kolaborasi pada tata kelola perubahan iklim. Sementara itu, Torfing et 

al. (2026) melalui tinjauan sistematis mengenai konflik dalam Collaborative 

Governance menegaskan bahwa konflik tidak selalu menjadi hambatan, tetapi 

dapat menjadi sumber pembelajaran dan inovasi apabila dikelola melalui 

mekanisme kolaboratif yang efektif. Temuan-temuan tersebut menunjukkan 
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bahwa teori Collaborative Governance terus berkembang untuk menjawab 

tantangan tata kelola yang semakin kompleks. 

Dalam konteks pembangunan pertanian, berbagai kritik dan perkembangan 

tersebut memiliki implikasi yang penting. Transformasi Agrifood System 

melibatkan interaksi antara pemerintah, petani, pelaku usaha, koperasi, akademisi, 

lembaga keuangan, dan masyarakat dalam suatu sistem yang dinamis. Oleh karena 

itu, pendekatan kolaboratif yang hanya berorientasi pada konsensus tidak lagi 

memadai. Sebaliknya, dibutuhkan tata kelola yang mampu mengelola perbedaan 

kepentingan, membangun kapasitas kelembagaan, mendorong inovasi, 

memperkuat pembelajaran bersama, dan menciptakan nilai publik secara 

berkelanjutan. 

Berdasarkan perkembangan literatur tersebut, penelitian ini berpandangan 

bahwa Collaborative Governance Theory tetap merupakan teori yang paling 

relevan sebagai Grand Theory, namun penerapannya tidak dibatasi pada model 

awal Ansell dan Gash (2008). Penelitian ini mengadopsi perspektif yang lebih 

integratif dengan menggabungkan proses kolaboratif, dinamika hubungan 

antarpemangku kepentingan, kapasitas tindakan bersama, inovasi, kepemimpinan 

kolaboratif, dan penciptaan public value sebagaimana dikembangkan oleh 

Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), Emerson dan Nabatchi (2015), serta 

Torfing, Sørensen, dan Ansell (2021). Pendekatan tersebut dinilai lebih sesuai 

untuk menjelaskan tata kelola pembangunan pertanian dalam perspektif Agrifood 

System, yang ditandai oleh kompleksitas aktor, interdependensi kelembagaan, dan 

kebutuhan akan transformasi sistem menuju Pertanian Berkelanjutan. 

Meskipun Collaborative Governance Theory telah berkembang menjadi 

salah satu teori utama dalam administrasi publik, berbagai model yang 

dikembangkan para ahli memiliki fokus, keunggulan, dan keterbatasan yang 

berbeda. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa teori ini tidak bersifat statis, 

tetapi terus mengalami penyempurnaan seiring dengan meningkatnya 

kompleksitas tata kelola publik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap 

perkembangan teori tidak cukup hanya melalui uraian naratif, tetapi juga 

memerlukan analisis komparatif yang memperlihatkan bagaimana setiap model 
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memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep Collaborative 

Governance. 

Dalam penelitian ini, analisis komparatif dilakukan terhadap tiga model 

yang paling berpengaruh, yaitu model Ansell dan Gash (2008), Collaborative 

Governance Regime (CGR) yang dikembangkan oleh Emerson, Nabatchi, dan 

Balogh (2012) serta disempurnakan oleh Emerson dan Nabatchi (2015), dan 

perspektif Collaborative Governance yang dikembangkan oleh Torfing, Sørensen, 

dan Ansell (2021). Perbandingan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi 

perkembangan konseptual teori, mengevaluasi keterbatasan masing-masing 

model, serta menjelaskan alasan pemilihan perspektif yang digunakan dalam 

penelitian ini. Hasil analisis komparatif tersebut disajikan pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Perbandingan Kritik dan Perkembangan Collaborative Governance 

Theory Menurut Ansell dan Gash (2008), Emerson, Nabatchi, dan 

Balogh (2012), Emerson dan Nabatchi (2015), serta Torfing, 

Sørensen, dan Ansell (2021) 

Aspek 
Ansell & Gash 

(2008) 

Emerson et al. 

(2012); 

Emerson & 

Nabatchi (2015) 

Torfing et al. 

(2021) 

Implikasi 

bagi 

Penelitian 

Fokus 

Proses 

kolaborasi dan 

konsensus 

Dinamika 

kolaboratif dan 

kapasitas 

tindakan 

bersama 

Inovasi, kapasitas 

adaptif, dan 

public value 

Menggunakan 

perspektif 

integratif. 

Keterbatasan 

Linear, kurang 

memperhatikan 

dinamika 

kekuasaan 

Memperluas 

dinamika tetapi 

masih 

memerlukan 

kontekstualisasi 

sektor 

Menekankan 

inovasi dan 

adaptasi dalam 

tata kelola 

Relevan untuk 

sistem 

agrifood yang 

kompleks. 

Kontribusi Fondasi teori 

Memperkuat 

dimensi 

kelembagaan 

dan motivasi 

Menghubungkan 

kolaborasi 

dengan inovasi 

dan nilai publik 

Menjadi dasar 

sintesis 

konseptual 

penelitian. 

 

Sumber: Disusun oleh penulis berdasarkan Ansell dan Gash (2008), Emerson, 

Nabatchi, dan Balogh (2012), Emerson dan Nabatchi (2015), serta Torfing, 

Sørensen, dan Ansell (2021). 
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e. Relevansi Collaborative Governance Theory dalam Penelitian 

Pemilihan suatu Grand Theory dalam penelitian harus didasarkan pada 

kemampuannya menjelaskan fenomena yang diteliti secara komprehensif. Dalam 

penelitian ini, Collaborative Governance Theory dipilih sebagai Grand Theory 

karena mampu menjelaskan mekanisme tata kelola yang mendasari interaksi 

berbagai aktor dalam pembangunan pertanian. Berbeda dengan pendekatan yang 

berorientasi pada hubungan antarvariabel secara parsial, Collaborative 

Governance Theory memberikan kerangka konseptual yang menjelaskan 

bagaimana pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, media, dan 

berbagai pemangku kepentingan lainnya membangun kolaborasi, menyelaraskan 

kepentingan, mengintegrasikan sumber daya, serta menghasilkan tindakan 

kolektif untuk mencapai tujuan pembangunan bersama (Ansell & Gash, 2008; 

Emerson & Nabatchi, 2015). 

Relevansi teori ini semakin kuat ketika dikaitkan dengan Agrifood System 

sebagai paradigma penelitian. Paradigma Agrifood System memandang 

pembangunan pertanian sebagai suatu sistem yang melibatkan interaksi berbagai 

subsistem, mulai dari penyediaan sarana produksi, kegiatan budidaya, pengolahan 

hasil, distribusi, pemasaran, konsumsi, hingga pengelolaan limbah dalam satu 

rantai nilai yang saling terhubung. Kompleksitas sistem tersebut menyebabkan 

keberhasilan pembangunan pertanian tidak lagi ditentukan oleh kapasitas satu 

institusi, tetapi oleh efektivitas tata kelola yang mampu mengintegrasikan 

berbagai aktor, kelembagaan, sumber daya, dan kebijakan dalam mencapai tujuan 

bersama. Dalam konteks inilah Collaborative Governance Theory memberikan 

penjelasan mengenai mekanisme koordinasi, kepemimpinan kolaboratif, 

pembangunan kepercayaan, dan aksi kolektif yang menjadi fondasi transformasi 

sistem agrifood (FAO, 2024; Emerson & Nabatchi, 2015). 

Penelitian ini mengkaji hubungan antara Social Entrepreneurship, 

Pentahelix Collaboration, Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, 

dan Pertanian Berkelanjutan. Keempat konstruk tersebut pada hakikatnya tidak 

berdiri sendiri, tetapi saling berinteraksi dalam suatu sistem pembangunan 

pertanian yang kompleks. Social Entrepreneurship mendorong inovasi sosial, 

pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan nilai ekonomi; Pentahelix 
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Collaboration memperkuat sinergi lintas aktor; Pengembangan Kawasan 

Pertanian Tanaman Pangan menjadi ruang integrasi aktivitas ekonomi, 

kelembagaan, infrastruktur, dan rantai nilai; sedangkan Pertanian Berkelanjutan 

merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai. Hubungan antarkonstruk tersebut 

hanya dapat dijelaskan secara utuh apabila dipahami melalui perspektif tata kelola 

kolaboratif yang menekankan interaksi, koordinasi, dan aksi bersama. 

Dalam konteks pembangunan kawasan pertanian tanaman pangan, 

keberhasilan program tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah atau 

kemampuan petani sebagai pelaku utama, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas 

koordinasi antarorganisasi, keterlibatan perguruan tinggi, dukungan sektor swasta, 

akses pembiayaan, penguatan kelembagaan ekonomi petani, pemanfaatan 

teknologi, serta partisipasi masyarakat. Kompleksitas tersebut menunjukkan 

bahwa pendekatan pembangunan yang bersifat sektoral tidak lagi memadai. 

Sebaliknya, diperlukan suatu mekanisme tata kelola yang mampu 

menghubungkan berbagai aktor dalam satu proses kolaboratif yang berorientasi 

pada pencapaian tujuan bersama. Perspektif inilah yang menjadi inti dari 

Collaborative Governance Theory. 

Selain relevan secara konseptual, Collaborative Governance Theory juga 

memiliki kesesuaian dengan pendekatan metodologis yang digunakan dalam 

penelitian ini. Melalui Sequential Explanatory Mixed Methods, hubungan 

antarvariabel diuji secara kuantitatif menggunakan SEM-PLS, kemudian 

diperdalam melalui analisis kualitatif untuk menjelaskan mekanisme kolaboratif 

yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya 

mengidentifikasi kekuatan hubungan antarvariabel, tetapi juga memahami proses 

interaksi, dinamika kelembagaan, serta faktor-faktor yang memengaruhi 

keberhasilan tata kelola kolaboratif dalam pengembangan kawasan pertanian 

tanaman pangan. 

Dengan demikian, Collaborative Governance Theory tidak hanya 

berfungsi sebagai landasan teoritis untuk menjelaskan hubungan antaraktor, tetapi 

juga menjadi kerangka analitis dalam memahami bagaimana kolaborasi dapat 

memperkuat inovasi sosial, memperluas sinergi multipihak, mengintegrasikan 
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pengembangan kawasan, dan pada akhirnya mendukung terwujudnya Pertanian 

Berkelanjutan dalam perspektif Agrifood System. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menempatkan Collaborative 

Governance Theory sebagai Grand Theory karena memiliki kemampuan 

menjelaskan mekanisme tata kelola yang menghubungkan berbagai aktor, 

kelembagaan, sumber daya, dan proses kolaboratif dalam pembangunan pertanian. 

Dalam perspektif Agrifood System, teori ini menjadi fondasi konseptual untuk 

memahami bagaimana Social Entrepreneurship dan Pentahelix Collaboration 

memperkuat proses Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, 

sehingga mampu mendorong terwujudnya Pertanian Berkelanjutan. Oleh karena 

itu, Collaborative Governance Theory tidak hanya menjadi dasar pengembangan 

hipotesis penelitian, tetapi juga menjadi kerangka interpretasi terhadap hasil 

analisis kuantitatif dan kualitatif, sehingga memberikan penjelasan yang lebih 

komprehensif mengenai dinamika pembangunan pertanian berbasis kawasan. 

Meskipun Collaborative Governance Theory telah menjelaskan 

mekanisme tata kelola kolaboratif melalui berbagai dimensi seperti kepemimpinan 

kolaboratif, keterlibatan multipihak, motivasi bersama, kapasitas tindakan 

kolektif, dan penciptaan public value, teori tersebut perlu ditempatkan dalam 

kerangka penelitian yang lebih luas agar hubungan antara paradigma, teori, dan 

konstruk penelitian dapat dipahami secara sistematis. Dalam penelitian ini, 

Agrifood System berfungsi sebagai paradigma yang memberikan perspektif 

holistik mengenai pembangunan pertanian, sedangkan Collaborative Governance 

Theory menjadi grand theory yang menjelaskan mekanisme interaksi antaraktor 

dalam sistem tersebut. Selanjutnya, mekanisme tata kelola kolaboratif tersebut 

menjadi landasan konseptual dalam menjelaskan hubungan antara Social 

Entrepreneurship, Pentahelix Collaboration, Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan, dan Pertanian Berkelanjutan. 

Untuk memperjelas keterkaitan antara paradigma penelitian, grand theory, 

konstruk konseptual, dan tujuan akhir penelitian, hubungan tersebut disajikan 

secara visual pada Gambar 2.3. Gambar ini memberikan gambaran mengenai 

posisi Collaborative Governance Theory sebagai landasan teoritis yang 
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menjembatani paradigma Agrifood System dengan model konseptual penelitian, 

sehingga alur berpikir penelitian dapat dipahami secara lebih utuh dan sistematis. 

 

Sumber: Disusun penulis berdasarkan sintesis Ansell dan Gash (2008); Emerson, 

Nabatchi, dan Balogh (2012); Bryson, Crosby, dan Stone (2015); Ansell, 

Sørensen, dan Torfing (2020); Torfing, Ansell, dan Sørensen (2021); Emerson 

dan Nabatchi (2023); Schneider et al. (2025); serta Awokuse et al. (2024). 

Gambar 2. 3. Relevansi Collaborative Governance Theory dalam Kerangka 

Penelitian 

Gambar 2.3 menunjukkan relevansi Collaborative Governance Theory 

sebagai Grand Theory dalam kerangka konseptual penelitian yang berlandaskan 

paradigma Agrifood System. Paradigma Agrifood System memandang 

pembangunan pertanian sebagai suatu sistem yang terintegrasi, mencakup 

interaksi antaraktor, kelembagaan, inovasi, sumber daya, proses bisnis, dan rantai 

nilai dari hulu hingga hilir. Dalam konteks tersebut, Collaborative Governance 

Theory berfungsi sebagai landasan teoritis yang menjelaskan mekanisme tata 

kelola kolaboratif melalui kepemimpinan, koordinasi, dialog, pembangunan 
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kepercayaan, penyelarasan kepentingan, serta aksi kolektif dalam 

penyelenggaraan pembangunan pertanian. 

Selanjutnya, teori tersebut menjadi dasar untuk menjelaskan hubungan 

antara Social Entrepreneurship dan Pentahelix Collaboration sebagai faktor 

pendorong yang memperkuat Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman 

Pangan melalui integrasi aktor, kelembagaan, inovasi, dan rantai nilai agribisnis. 

Sinergi antarvariabel tersebut diarahkan untuk mewujudkan Pertanian 

Berkelanjutan yang tidak hanya meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor 

pertanian, tetapi juga menghasilkan keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial, 

dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, gambar ini memperlihatkan alur 

logis penelitian, mulai dari paradigma, grand theory, konstruk konseptual, hingga 

outcome penelitian, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan model 

empiris dan pengembangan hipotesis penelitian. 

Berdasarkan uraian mengenai evolusi, konsep, dimensi, kritik, dan 

relevansi Collaborative Governance Theory, dapat dipahami bahwa teori ini 

memberikan landasan utama dalam menjelaskan mekanisme tata kelola 

kolaboratif pada pembangunan pertanian. Namun demikian, keberhasilan tata 

kelola kolaboratif juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendorong inovasi, 

pemberdayaan, dan penciptaan nilai sosial. Salah satu faktor tersebut adalah 

Social Entrepreneurship, yang dalam penelitian ini diposisikan sebagai konstruk 

konseptual pertama yang memperkuat proses kolaborasi dalam pengembangan 

kawasan pertanian tanaman pangan. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya 

difokuskan pada teori Social Entrepreneurship sebagai salah satu supporting 

theory dalam penelitian ini. 

2. Social Entrepreneurship Theory 

a. Evolusi Social Entrepreneurship 

Perkembangan Social Entrepreneurship tidak dapat dilepaskan dari 

perubahan paradigma pembangunan yang semakin menekankan keseimbangan 

antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. 

Pada awalnya, kewirausahaan dipahami sebagai aktivitas ekonomi yang 

berorientasi pada penciptaan keuntungan melalui inovasi dan pemanfaatan 

peluang pasar. Namun, meningkatnya berbagai persoalan sosial, seperti 
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kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, kerusakan lingkungan, dan terbatasnya 

akses masyarakat terhadap sumber daya produktif, mendorong munculnya 

pendekatan kewirausahaan yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, 

tetapi juga menciptakan nilai sosial (social value creation). Perubahan orientasi 

tersebut melahirkan konsep Social Entrepreneurship sebagai pendekatan 

kewirausahaan yang mengintegrasikan tujuan ekonomi dan misi sosial dalam 

menciptakan perubahan yang berkelanjutan (Dees, 1998; Mair & Martí, 2006). 

Pada fase awal perkembangannya, Social Entrepreneurship dipandang 

sebagai aktivitas individu atau organisasi yang memanfaatkan prinsip-prinsip 

kewirausahaan untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial melalui inovasi. 

Dees (1998) mendefinisikan social entrepreneur sebagai agen perubahan (change 

agent) yang mampu mengidentifikasi peluang, mengembangkan inovasi sosial, 

memobilisasi sumber daya, serta menghasilkan dampak sosial yang berkelanjutan. 

Perspektif ini menempatkan inovasi, kepemimpinan, dan orientasi terhadap 

perubahan sosial sebagai karakteristik utama kewirausahaan sosial. 

Perkembangan selanjutnya memperluas konsep tersebut dari perspektif 

individual menuju perspektif organisasi dan ekosistem. Mair dan Martí (2006) 

menjelaskan bahwa Social Entrepreneurship merupakan proses yang 

mengombinasikan sumber daya ekonomi, sosial, dan kelembagaan untuk 

menghasilkan solusi inovatif terhadap berbagai persoalan publik yang tidak 

mampu diselesaikan secara optimal oleh mekanisme pasar maupun pemerintah. 

Dengan demikian, keberhasilan kewirausahaan sosial tidak hanya ditentukan oleh 

kapasitas individu, tetapi juga oleh kemampuan membangun jejaring kolaborasi, 

mengembangkan kelembagaan, serta mengintegrasikan berbagai sumber daya 

lintas sektor. 

Kajian mutakhir menunjukkan bahwa Social Entrepreneurship telah 

berkembang menjadi salah satu instrumen penting dalam transformasi 

pembangunan berkelanjutan. Klarin dan Suseno (2023), melalui kajian integratif 

terhadap ribuan publikasi ilmiah, menunjukkan bahwa penelitian mengenai Social 

Entrepreneurship telah bergeser dari perdebatan mengenai definisi menuju 

pembahasan mengenai dampak sosial, inovasi, kebijakan publik, pembangunan 

komunitas, pendidikan kewirausahaan sosial, dan transformasi kelembagaan. 
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Mereka juga mengidentifikasi bahwa penelitian masa depan perlu lebih banyak 

mengkaji hubungan antara kewirausahaan sosial, lingkungan yang terbatas 

sumber daya (resource-constrained environments), transformasi teknologi, serta 

pembangunan berkelanjutan.  

Perkembangan tersebut diperkuat oleh García-Jurado, Pérez-Barea, dan 

Nova (2021) yang menunjukkan bahwa Social Entrepreneurship merupakan 

bidang ilmu yang berkembang dari dua arus utama, yaitu tradisi organisasi sosial 

(non-governmental organizations) dan perkembangan etika bisnis serta corporate 

social responsibility. Kajian tersebut menegaskan bahwa isu yang kini menjadi 

perhatian utama bukan lagi definisi kewirausahaan sosial, melainkan bagaimana 

mengukur dampak sosial, mengembangkan organisasi hibrida, dan memperkuat 

model bisnis yang mampu menciptakan nilai ekonomi sekaligus nilai sosial.  

Dalam konteks pembangunan pertanian, perkembangan Social 

Entrepreneurship semakin relevan dengan munculnya paradigma Agrifood 

System. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa inovasi sosial dan 

kewirausahaan berkelanjutan mampu meningkatkan ketahanan sosial-ekologis 

masyarakat pedesaan melalui penguatan kelembagaan lokal, diversifikasi usaha, 

akses pasar, pemberdayaan kelompok rentan, serta kolaborasi lintas sektor. 

Keberhasilan praktik-praktik tersebut sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan 

lokal, tata kelola kolaboratif, serta lingkungan kelembagaan yang mendukung 

inovasi sosial.  

Selain itu, penelitian mengenai lingkungan kelembagaan menunjukkan 

bahwa keberhasilan Social Entrepreneurship tidak hanya dipengaruhi oleh 

karakteristik individu pelaku usaha, tetapi juga oleh kualitas institusi, kebijakan 

publik, dukungan pembiayaan, jejaring kolaborasi, dan tingkat pembangunan 

ekonomi suatu wilayah. Lingkungan kelembagaan yang kondusif akan 

memperbesar peluang lahirnya inovasi sosial dan memperkuat keberlanjutan 

organisasi kewirausahaan sosial.  

Berdasarkan perkembangan tersebut, Social Entrepreneurship tidak lagi 

dipahami sebagai aktivitas kewirausahaan yang memiliki misi sosial semata, 

tetapi telah berkembang menjadi mekanisme transformasi yang menghubungkan 

inovasi, pemberdayaan masyarakat, kolaborasi multipihak, dan pembangunan 
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berkelanjutan. Dalam perspektif Agrifood System, kewirausahaan sosial berperan 

sebagai penggerak perubahan yang memperkuat kapasitas petani, meningkatkan 

integrasi rantai nilai, memperluas akses terhadap pasar dan teknologi, serta 

menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan secara simultan. Oleh karena 

itu, Social Entrepreneurship menjadi salah satu konstruk konseptual yang sangat 

relevan dalam menjelaskan transformasi pembangunan pertanian menuju 

Pertanian Berkelanjutan. 

Berdasarkan evolusi teoritis dan perkembangan empiris tersebut, penelitian 

ini memandang Social Entrepreneurship sebagai suatu pendekatan kewirausahaan 

yang mengintegrasikan inovasi sosial, pemberdayaan masyarakat, kolaborasi 

kelembagaan, dan keberlanjutan dalam menciptakan nilai publik. Dalam 

perspektif Agrifood System, Social Entrepreneurship tidak hanya menghasilkan 

peluang ekonomi bagi petani dan pelaku usaha, tetapi juga memperkuat kapasitas 

kelembagaan, memperluas jejaring kolaborasi, serta meningkatkan ketahanan 

sistem pangan melalui inovasi yang berorientasi pada keberlanjutan. Oleh karena 

itu, dalam penelitian ini Social Entrepreneurship diposisikan sebagai salah satu 

faktor strategis yang memperkuat proses Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan melalui mekanisme tata kelola kolaboratif, sehingga 

berkontribusi terhadap terwujudnya Pertanian Berkelanjutan. 

b. Konsep dan Definisi Social Entrepreneurship  

Konsep Social Entrepreneurship berkembang seiring dengan 

meningkatnya perhatian terhadap penciptaan nilai sosial (social value creation) 

melalui pendekatan kewirausahaan. Berbeda dengan kewirausahaan konvensional 

yang berorientasi utama pada penciptaan keuntungan ekonomi (economic value), 

Social Entrepreneurship mengintegrasikan tujuan ekonomi dan tujuan sosial 

secara simultan. Oleh karena itu, konsep ini tidak hanya dipandang sebagai 

aktivitas bisnis yang menghasilkan keuntungan, tetapi juga sebagai mekanisme 

untuk mengatasi berbagai persoalan sosial melalui inovasi, pemberdayaan 

masyarakat, dan pembangunan kelembagaan yang berkelanjutan. 

Konseptualisasi awal mengenai Social Entrepreneurship dikemukakan 

oleh Dees (1998) yang mendefinisikan social entrepreneur sebagai agen 

perubahan (change agent) yang memiliki misi utama menciptakan nilai sosial 
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melalui inovasi, keberanian mengambil risiko, pembelajaran berkelanjutan, serta 

kemampuan memobilisasi sumber daya untuk menjawab berbagai tantangan 

masyarakat. Dalam perspektif ini, orientasi utama kewirausahaan sosial bukan 

terletak pada besarnya keuntungan ekonomi, melainkan pada besarnya dampak 

sosial yang dihasilkan. Oleh karena itu, inovasi sosial (social innovation) menjadi 

karakteristik utama yang membedakan Social Entrepreneurship dari 

kewirausahaan bisnis konvensional. 

Selanjutnya, Mair dan Martí (2006) memperluas konsep tersebut dengan 

menempatkan Social Entrepreneurship sebagai suatu proses yang melibatkan 

kombinasi sumber daya ekonomi, sosial, dan kelembagaan untuk menghasilkan 

solusi inovatif terhadap berbagai kegagalan pasar (market failure) maupun 

keterbatasan intervensi pemerintah (government failure). Perspektif ini 

menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial tidak hanya dipengaruhi oleh 

karakteristik individu, tetapi juga oleh lingkungan kelembagaan, jejaring 

kolaborasi, dan kemampuan membangun kemitraan lintas sektor. 

Perkembangan literatur mutakhir menunjukkan bahwa definisi Social 

Entrepreneurship semakin bergeser dari pendekatan individual menuju 

pendekatan sistemik. Klarin dan Suseno (2023) menjelaskan bahwa penelitian 

kontemporer memandang Social Entrepreneurship sebagai mekanisme 

transformasi sosial yang menghubungkan inovasi, kolaborasi, keberlanjutan, dan 

penciptaan nilai publik. Dalam perspektif ini, keberhasilan kewirausahaan sosial 

tidak hanya diukur berdasarkan keberlanjutan organisasi, tetapi juga berdasarkan 

kemampuannya menghasilkan dampak sosial (social impact), memperkuat 

kapasitas masyarakat, membangun ketahanan komunitas, serta berkontribusi 

terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Perubahan orientasi 

tersebut menunjukkan bahwa Social Entrepreneurship telah berkembang menjadi 

bagian penting dari tata kelola pembangunan berkelanjutan. 

Pandangan tersebut diperkuat oleh García-Jurado, Pérez-Barea, dan Nova 

(2021) yang menyatakan bahwa Social Entrepreneurship merupakan organisasi 

hibrida (hybrid organization) yang mengombinasikan orientasi ekonomi dan 

orientasi sosial secara seimbang. Organisasi kewirausahaan sosial tidak hanya 

menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai ekonomi, tetapi juga berfungsi 
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sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, 

penguatan modal sosial, dan pembangunan komunitas. Oleh karena itu, 

keberhasilan organisasi kewirausahaan sosial tidak dapat diukur hanya melalui 

indikator finansial, tetapi juga melalui besarnya nilai sosial (social value), 

keberlanjutan kelembagaan, serta dampak yang dihasilkan terhadap masyarakat. 

Dalam konteks pembangunan pertanian, konsep Social Entrepreneurship 

memiliki relevansi yang semakin kuat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa 

kewirausahaan sosial mampu meningkatkan kapasitas petani melalui inovasi 

kelembagaan, penguatan koperasi, pengembangan usaha kolektif, hilirisasi produk 

pertanian, akses terhadap pembiayaan, pemanfaatan teknologi digital, serta 

perluasan akses pasar. Dengan demikian, Social Entrepreneurship berfungsi 

sebagai katalisator yang memperkuat daya saing kawasan pertanian sekaligus 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui mekanisme 

pemberdayaan dan inovasi sosial. 

Berdasarkan berbagai perspektif tersebut, dapat dipahami bahwa Social 

Entrepreneurship bukan sekadar aktivitas bisnis yang memiliki tujuan sosial, 

melainkan suatu pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan inovasi sosial, 

kewirausahaan, pemberdayaan masyarakat, kolaborasi kelembagaan, dan 

penciptaan nilai publik dalam satu sistem yang berorientasi pada keberlanjutan. 

Konsep ini sejalan dengan paradigma Agrifood System yang menempatkan 

pembangunan pertanian sebagai suatu sistem yang memerlukan sinergi antaraktor, 

inovasi, dan tata kelola kolaboratif untuk mencapai keberlanjutan ekonomi, sosial, 

dan lingkungan. 

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, penelitian ini mendefinisikan 

Social Entrepreneurship sebagai pendekatan kewirausahaan yang 

mengintegrasikan inovasi sosial, pemberdayaan masyarakat, kolaborasi 

multipihak, dan keberlanjutan usaha untuk menciptakan nilai ekonomi dan nilai 

sosial secara simultan dalam mendukung transformasi sistem agrifood. Dalam 

penelitian ini, Social Entrepreneurship diposisikan sebagai konstruk konseptual 

yang menjelaskan kemampuan aktor lokal dalam mengembangkan inovasi, 

memperkuat kelembagaan ekonomi petani, memperluas jejaring kemitraan, serta 
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meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai prasyarat terwujudnya 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Pertanian Berkelanjutan. 

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai 

perkembangan konsep tersebut, berbagai definisi yang dikemukakan oleh para 

ahli dibandingkan berdasarkan fokus utama, karakteristik, dan orientasi 

konseptualnya. Perbandingan ini bertujuan mengidentifikasi persamaan, 

perbedaan, serta evolusi pemikiran mengenai Social Entrepreneurship sehingga 

dapat dirumuskan definisi operasional yang paling sesuai dengan konteks 

penelitian ini. Ringkasan perbandingan konsep dan definisi Social 

Entrepreneurship disajikan pada Tabel 2.3. 

Tabel 2. 3. Perbandingan Konsep dan Definisi Social Entrepreneurship 

No Penulis Fokus Definisi Kata Kunci Utama 
Implikasi dalam 

Penelitian 

1 
Dees 

(1998) 

Agen perubahan 

sosial 

Social value, 

innovation, 

opportunity, change 

agent 

Menjelaskan inovasi 

sosial sebagai penggerak 

transformasi 

2 

Mair & 

Martí 

(2006) 

Proses 

penyelesaian 

masalah sosial 

Resource 

mobilization, 

institutional 

innovation 

Menjelaskan pentingnya 

kelembagaan dan 

kolaborasi 

3 

García-

Jurado et 

al. (2021) 

Organisasi hibrida 

Economic value, 

social value, hybrid 

organization 

Menjelaskan integrasi 

tujuan ekonomi dan sosial 

4 

Klarin & 

Suseno 

(2023) 

Mekanisme 

transformasi 

pembangunan 

Social impact, 

sustainability, 

ecosystem, SDGs 

Menjelaskan keterkaitan 

dengan pembangunan 

berkelanjutan 

5 
Sintesis 

Penulis 

Pendekatan 

kewirausahaan 

dalam Agrifood 

System 

Inovasi sosial, 

pemberdayaan, 

kolaborasi, 

keberlanjutan 

Menjadi dasar konseptual 

variabel Social 

Entrepreneurship dalam 

penelitian 

Sumber: Disintesis oleh penulis berdasarkan Dees (1998), Mair dan Martí (2006), 

García-Jurado et al. (2021), dan Klarin dan Suseno (2023). 
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c. Dimensi Social Entrepreneurship  

Perkembangan konsep Social Entrepreneurship diikuti oleh 

berkembangnya berbagai pendekatan dalam mengidentifikasi dimensi yang 

membentuk karakteristik kewirausahaan sosial. Meskipun para ahli memiliki 

penekanan yang berbeda, terdapat kesamaan pandangan bahwa Social 

Entrepreneurship merupakan suatu konstruk multidimensional yang 

mengintegrasikan orientasi sosial, inovasi, pemberdayaan masyarakat, 

keberlanjutan organisasi, dan kemampuan membangun kolaborasi. Oleh karena 

itu, pemahaman terhadap dimensi Social Entrepreneurship menjadi penting 

sebagai dasar dalam mengembangkan indikator penelitian dan menjelaskan 

mekanisme kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan. 

Dees (1998) menempatkan misi sosial (social mission) sebagai dimensi 

utama yang membedakan Social Entrepreneurship dari kewirausahaan bisnis 

konvensional. Menurutnya, seorang social entrepreneur tidak hanya berorientasi 

pada penciptaan keuntungan, tetapi juga memiliki komitmen untuk menghasilkan 

perubahan sosial melalui inovasi, keberanian mengambil peluang, pembelajaran 

berkelanjutan, dan akuntabilitas terhadap masyarakat. Perspektif ini menunjukkan 

bahwa penciptaan nilai sosial (social value) merupakan esensi utama 

kewirausahaan sosial. 

Mair dan Martí (2006) memperluas perspektif tersebut dengan 

menekankan bahwa keberhasilan Social Entrepreneurship tidak hanya ditentukan 

oleh orientasi sosial, tetapi juga oleh kemampuan mengombinasikan berbagai 

sumber daya, membangun jejaring kolaborasi, dan menciptakan inovasi 

kelembagaan. Dalam pandangan ini, inovasi sosial, mobilisasi sumber daya, dan 

kolaborasi merupakan dimensi yang saling melengkapi dalam menghasilkan 

solusi terhadap berbagai persoalan publik. 

Perkembangan penelitian mutakhir menunjukkan bahwa dimensi Social 

Entrepreneurship semakin mengarah pada pendekatan yang lebih sistemik. Klarin 

dan Suseno (2023) menjelaskan bahwa kewirausahaan sosial berkembang sebagai 

mekanisme penciptaan social impact, penguatan kapasitas komunitas, 

keberlanjutan organisasi, dan transformasi kelembagaan melalui inovasi sosial. 

Sejalan dengan itu, García-Jurado et al. (2021) menekankan pentingnya 
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kemampuan organisasi kewirausahaan sosial dalam menyeimbangkan penciptaan 

nilai ekonomi dan nilai sosial, sehingga keberhasilan organisasi tidak hanya 

diukur dari kinerja finansial, tetapi juga dari dampak sosial yang dihasilkan. 

Dalam sektor pertanian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa Social 

Entrepreneurship berperan dalam memperkuat kapasitas petani melalui inovasi 

teknologi, pengembangan kelembagaan ekonomi, peningkatan akses pasar, serta 

kolaborasi antaraktor dalam rantai nilai agribisnis. Kewirausahaan sosial mampu 

mendorong munculnya model bisnis inklusif yang meningkatkan kesejahteraan 

petani sekaligus memperkuat keberlanjutan kawasan pertanian. Dengan demikian, 

dimensi Social Entrepreneurship dalam konteks pembangunan pertanian tidak 

hanya mencerminkan kemampuan berwirausaha, tetapi juga kemampuan 

membangun inovasi, memberdayakan masyarakat, mengembangkan jejaring 

kemitraan, dan menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan. 

Berdasarkan sintesis berbagai perspektif tersebut, penelitian ini 

memandang bahwa Social Entrepreneurship terdiri atas lima dimensi utama, yaitu 

(1) Social value creation, (2) Social Innovation, (3) Community Empowerment, 

(4) Collaborative Networking, dan (5) Sustainable Enterprise Orientation. Kelima 

dimensi tersebut saling berhubungan dalam menjelaskan kemampuan pelaku 

kewirausahaan sosial menciptakan perubahan yang tidak hanya memberikan 

manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat, kelembagaan, 

dan keberlanjutan sistem agrifood. 

Berdasarkan kajian teoritis dan perkembangan penelitian terkini, Social 

Entrepreneurship dalam penelitian ini dipahami sebagai konstruk 

multidimensional yang dibentuk oleh lima dimensi utama, yaitu penciptaan nilai 

sosial (social value creation), inovasi sosial (social innovation), pemberdayaan 

masyarakat (community empowerment), jejaring kolaboratif (collaborative 

networking), dan orientasi keberlanjutan usaha (sustainable enterprise 

orientation). Kelima dimensi tersebut dipilih karena mampu menjelaskan secara 

komprehensif bagaimana kewirausahaan sosial mendorong transformasi sistem 

agrifood melalui penguatan kapasitas aktor lokal, inovasi kelembagaan, 

kolaborasi multipihak, dan penciptaan nilai ekonomi, sosial, serta lingkungan 

secara berkelanjutan. 
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Meskipun para ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai dimensi 

Social Entrepreneurship, pada dasarnya terdapat kesamaan bahwa kewirausahaan 

sosial merupakan konstruk yang bersifat multidimensional dan tidak dapat 

dijelaskan hanya melalui satu aspek. Perbedaan tersebut lebih banyak terletak 

pada titik penekanan, mulai dari orientasi penciptaan nilai sosial, inovasi, 

pemberdayaan masyarakat, mobilisasi sumber daya, hingga keberlanjutan 

organisasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap berbagai dimensi yang 

dikemukakan dalam literatur menjadi penting sebagai dasar untuk menyusun 

konstruk penelitian yang komprehensif. 

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih sistematis, berbagai dimensi 

Social Entrepreneurship yang dikemukakan oleh para ahli dibandingkan dan 

dianalisis secara kritis. Perbandingan ini tidak dimaksudkan untuk menentukan 

dimensi yang paling unggul, tetapi untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang 

konsisten muncul dalam berbagai perspektif teoritis sebagai dasar penyusunan 

dimensi Social Entrepreneurship yang digunakan dalam penelitian ini.  

Berdasarkan sintesis terhadap berbagai konsep dan definisi Social 

Entrepreneurship, dapat dipahami bahwa kewirausahaan sosial tidak hanya 

berorientasi pada penciptaan nilai ekonomi, tetapi juga pada penciptaan nilai 

sosial melalui inovasi, pemberdayaan masyarakat, keberlanjutan organisasi, dan 

kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Beragam dimensi yang 

dikemukakan dalam literatur menunjukkan bahwa Social Entrepreneurship 

merupakan konsep multidimensional yang mencerminkan kemampuan individu 

maupun organisasi dalam mengidentifikasi permasalahan sosial, mengembangkan 

solusi inovatif, memobilisasi sumber daya, serta menciptakan dampak sosial yang 

berkelanjutan. 

Dalam penelitian ini, dimensi Social Entrepreneurship dirumuskan melalui 

proses sintesis teoritis dengan mempertimbangkan relevansi terhadap konteks 

pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan dan pencapaian pertanian 

berkelanjutan. Dimensi-dimensi tersebut menjadi landasan dalam penyusunan 

indikator penelitian sekaligus kerangka operasional untuk mengukur tingkat 

implementasi Social Entrepreneurship pada objek penelitian. 

Hasil sintesis tersebut disajikan pada Tabel 2.4. 
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Tabel 2.4. Perbandingan Dimensi Social Entrepreneurship Menurut Berbagai 

Ahli 

Penulis Dimensi Utama Implikasi terhadap Penelitian 

Dees 

(1998) 

Social mission, 

innovation, 

accountability 

Menegaskan orientasi penciptaan nilai 

sosial sebagai karakter utama 

kewirausahaan sosial. 

Mair & 

Martí 

(2006) 

Resource mobilization, 

institutional innovation 

Menjelaskan pentingnya mobilisasi 

sumber daya dan inovasi kelembagaan 

dalam mengatasi kegagalan pasar dan 

pemerintah. 

García-

Jurado et 

al. (2021) 

Hybrid value creation, 

organizational 

sustainability 

Menunjukkan integrasi nilai ekonomi 

dan nilai sosial sebagai dasar 

organisasi hibrida. 

Klarin & 

Suseno 

(2023) 

Social impact, 

community capacity, 

sustainability 

Memperkuat peran kewirausahaan 

sosial sebagai mekanisme transformasi 

pembangunan berkelanjutan. 

Sintesis 

Penulis 

Social value creation, 

Social Innovation, 

Community 

Empowerment, 

Collaborative 

Networking, Sustainable 

Enterprise Orientation 

Menjadi dasar konseptual penyusunan 

dimensi dan indikator variabel Social 

Entrepreneurship dalam penelitian. 

Sumber: Disintesis oleh penulis berdasarkan Dees (1998), Mair dan Martí (2006), 

García-Jurado et al. (2021), dan Klarin dan Suseno (2023). 

Model dimensi Social Entrepreneurship yang digunakan dalam penelitian 

ini disajikan pada Gambar 2.4. 
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Sumber: Disintesis oleh penulis berdasarkan Dees (1998), Mair dan Martí (2006), 

García-Jurado et al. (2021), Klarin dan Suseno (2023), serta berbagai literatur 

mutakhir mengenai Social Entrepreneurship. 

Gambar 2. 4. Model Dimensi Social Entrepreneurship dalam Penelitian 

Gambar 2.4 menggambarkan model konseptual Social Entrepreneurship 

yang digunakan dalam penelitian ini sebagai hasil sintesis berbagai perspektif 

teoritis. Model tersebut menunjukkan bahwa Social Entrepreneurship merupakan 

konstruk multidimensional yang dibangun oleh lima dimensi utama, yaitu Social 

value creation, Social Innovation, Community Empowerment, Collaborative 

Networking, dan Sustainable Enterprise Orientation. Kelima dimensi tersebut 

saling melengkapi dalam menjelaskan kemampuan individu, kelompok, maupun 

organisasi untuk menciptakan nilai sosial melalui inovasi, pemberdayaan 

masyarakat, penguatan jejaring kolaboratif, dan pengelolaan usaha yang 

berorientasi pada keberlanjutan. 

Lebih lanjut, gambar tersebut menjelaskan bahwa interaksi kelima dimensi 

Social Entrepreneurship menjadi penggerak transformasi Agrifood System melalui 

penguatan kapasitas aktor lokal, pengembangan inovasi, perluasan kolaborasi 

multipihak, serta peningkatan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

Dalam konteks penelitian ini, Social Entrepreneurship diposisikan sebagai salah 
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satu konstruk utama yang mendukung Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan, sehingga berkontribusi terhadap terwujudnya Pertanian 

Berkelanjutan melalui mekanisme tata kelola kolaboratif. 

d. Kritik dan Perkembangan Social Entrepreneurship  

Meskipun Social Entrepreneurship telah berkembang menjadi salah satu 

pendekatan penting dalam pembangunan berkelanjutan, konsep ini masih menjadi 

perdebatan dalam literatur karena belum terdapat kesepakatan mengenai definisi, 

dimensi, maupun batasannya. Perbedaan perspektif tersebut menyebabkan Social 

Entrepreneurship berkembang sebagai konsep yang bersifat multidisiplin dan 

multidimensional, sehingga interpretasinya sangat dipengaruhi oleh disiplin ilmu, 

konteks kelembagaan, serta tujuan pembangunan yang menjadi fokus kajian. 

Salah satu kritik utama terhadap literatur awal Social Entrepreneurship 

adalah dominannya pendekatan normatif yang menempatkan kewirausahaan 

sosial sebagai aktivitas yang berorientasi pada misi sosial tanpa memberikan 

batasan konseptual yang jelas. Definisi yang dikemukakan oleh Dees (1998), 

misalnya, lebih menekankan karakteristik individu sebagai change agent yang 

mampu menciptakan nilai sosial melalui inovasi. Meskipun pendekatan tersebut 

memberikan fondasi penting bagi perkembangan teori, beberapa peneliti menilai 

bahwa konsep tersebut masih terlalu luas sehingga sulit dibedakan dari kegiatan 

filantropi, tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility), 

organisasi nirlaba, maupun kewirausahaan konvensional yang memiliki program 

sosial. 

Kritik berikutnya berkaitan dengan belum adanya konsensus mengenai 

indikator keberhasilan Social Entrepreneurship. Berbeda dengan kewirausahaan 

bisnis yang relatif mudah diukur melalui pertumbuhan usaha, keuntungan, atau 

produktivitas, keberhasilan kewirausahaan sosial lebih banyak diukur melalui 

dampak sosial (social impact) yang bersifat multidimensional dan sering kali sulit 

diukur secara kuantitatif. Akibatnya, berbagai penelitian menggunakan indikator 

yang berbeda-beda, mulai dari penciptaan nilai sosial, pemberdayaan masyarakat, 

inovasi sosial, keberlanjutan organisasi, hingga perubahan kelembagaan. 

Perbedaan tersebut menyebabkan pengukuran Social Entrepreneurship belum 

sepenuhnya terstandarisasi. 
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Perkembangan penelitian selanjutnya mulai mengatasi keterbatasan 

tersebut dengan memperluas perspektif Social Entrepreneurship dari pendekatan 

individual menuju pendekatan organisasi dan ekosistem. Mair dan Martí (2006) 

menjelaskan bahwa kewirausahaan sosial merupakan proses inovasi yang 

dipengaruhi oleh interaksi antara aktor, kelembagaan, sumber daya, dan 

lingkungan kebijakan. Dengan demikian, keberhasilan Social Entrepreneurship 

tidak hanya ditentukan oleh kapasitas individu, tetapi juga oleh kemampuan 

membangun jejaring kolaboratif, memobilisasi sumber daya, dan menciptakan 

inovasi kelembagaan yang mampu menjawab berbagai tantangan sosial. 

Perkembangan literatur mutakhir menunjukkan bahwa fokus penelitian 

Social Entrepreneurship telah bergeser dari perdebatan konseptual menuju kajian 

mengenai mekanisme penciptaan dampak sosial (social impact mechanism), 

inovasi sosial, pembangunan komunitas, organisasi hibrida, dan keberlanjutan. 

Klarin dan Suseno (2023) menunjukkan bahwa agenda penelitian kontemporer 

semakin menekankan hubungan antara kewirausahaan sosial, transformasi digital, 

inovasi, keberlanjutan, serta pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). 

Pergeseran tersebut memperlihatkan bahwa kewirausahaan sosial tidak lagi 

dipahami sebagai fenomena yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari sistem 

pembangunan yang lebih luas. 

Di sisi lain, García-Jurado, Pérez-Barea, dan Nova (2021) menegaskan 

bahwa Social Entrepreneurship berkembang sebagai organisasi hibrida (hybrid 

organization) yang mampu mengintegrasikan tujuan ekonomi dan tujuan sosial 

secara simultan. Pendekatan ini menjawab kritik terhadap dikotomi antara 

organisasi bisnis dan organisasi sosial, karena organisasi kewirausahaan sosial 

dipandang mampu menciptakan nilai ekonomi sekaligus menghasilkan manfaat 

sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan organisasi tidak lagi 

hanya diukur melalui profitabilitas, tetapi juga melalui kemampuan menciptakan 

dampak sosial, memperkuat kapasitas masyarakat, dan menjaga keberlanjutan 

organisasi. 

Dalam konteks pembangunan pertanian, perkembangan konsep Social 

Entrepreneurship semakin menekankan pentingnya kolaborasi multipihak, inovasi 

teknologi, penguatan kelembagaan petani, serta integrasi rantai nilai agribisnis. 
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Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial mampu 

memperkuat kapasitas petani dalam mengakses teknologi, pembiayaan, informasi, 

dan pasar melalui pengembangan koperasi, usaha kolektif, kemitraan agribisnis, 

serta pemanfaatan teknologi digital. Dengan demikian, Social Entrepreneurship 

berkembang dari sekadar aktivitas ekonomi yang memiliki misi sosial menjadi 

mekanisme transformasi sistem agrifood yang mendukung pembangunan 

pertanian berkelanjutan. 

Berdasarkan berbagai kritik dan perkembangan tersebut, dapat dipahami 

bahwa Social Entrepreneurship telah berevolusi dari konsep yang berfokus pada 

karakteristik individu menjadi pendekatan pembangunan yang bersifat sistemik, 

kolaboratif, dan berorientasi pada penciptaan nilai publik. Perkembangan tersebut 

menunjukkan bahwa keberhasilan kewirausahaan sosial tidak hanya ditentukan 

oleh kemampuan menghasilkan inovasi, tetapi juga oleh kapasitas membangun 

jejaring kolaborasi, memberdayakan masyarakat, memperkuat kelembagaan, serta 

menciptakan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan.  

Dalam penelitian ini, perspektif tersebut menjadi landasan untuk 

menjelaskan bagaimana Social Entrepreneurship berperan sebagai penggerak 

transformasi Agrifood System melalui penguatan Pengembangan Kawasan 

Pertanian Tanaman Pangan, sehingga mampu mendukung terwujudnya Pertanian 

Berkelanjutan. Perkembangan Social Entrepreneurship menunjukkan adanya 

pergeseran paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada karakteristik 

individu menuju pendekatan yang menekankan inovasi sosial, penguatan 

kelembagaan, kolaborasi multipihak, dan penciptaan dampak sosial yang 

berkelanjutan. Untuk memperjelas kontribusi masing-masing perspektif terhadap 

perkembangan konsep Social Entrepreneurship, dilakukan analisis komparatif 

terhadap berbagai pandangan yang berkembang dalam literatur. 

Analisis terhadap kritik dan perkembangan tersebut juga diperlukan untuk 

mengidentifikasi bagaimana konsep Social Entrepreneurship berevolusi dari 

pendekatan yang berorientasi pada karakteristik individu menjadi pendekatan 

yang menekankan inovasi sosial, penguatan kelembagaan, kolaborasi multipihak, 

penciptaan dampak sosial, dan keberlanjutan. Melalui analisis tersebut dapat 

dipahami kontribusi masing-masing perspektif terhadap perkembangan teori 



57 
 

sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan konstruk Social Entrepreneurship 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

Ringkasan kritik, perkembangan konsep, serta implikasinya terhadap 

penelitian disajikan pada Tabel 2.5. 

Tabel 2. 5. Kritik Perkembangan Social Entrepreneurship Menurut Berbagai 

Ahli 

Perspektif Kritik/Keterbatasan Perkembangan Konsep 
Implikasi terhadap 

Penelitian 

Dees 

(1998) 

Berorientasi pada 

karakteristik individu 

(change agent); batas 

dengan filantropi dan 

CSR belum tegas 

Menjadi fondasi 

konseptual 

kewirausahaan sosial 

Menegaskan 

pentingnya misi 

sosial dan inovasi 

sebagai karakter 

dasar variabel. 

Mair & 

Martí 

(2006) 

Belum menjelaskan 

dinamika ekosistem 

secara menyeluruh 

Memperluas konsep ke 

inovasi kelembagaan 

dan mobilisasi sumber 

daya 

Menunjukkan 

pentingnya jejaring, 

kelembagaan, dan 

kolaborasi. 

García-

Jurado et 

al. (2021) 

Pengukuran dampak 

sosial masih beragam 

Mengembangkan konsep 

organisasi hibrida yang 

menyeimbangkan nilai 

ekonomi dan sosial 

Memperkuat dimensi 

keberlanjutan 

organisasi dan 

penciptaan nilai 

ganda (shared 

value). 

Klarin & 

Suseno 

(2023) 

Belum ada standar 

universal pengukuran 

social impact 

Menempatkan 

kewirausahaan sosial 

sebagai mekanisme 

transformasi menuju 

pembangunan 

berkelanjutan 

Menguatkan 

hubungan Social 

Entrepreneurship 

dengan SDGs dan 

transformasi 

Agrifood System. 

Sintesis 

Penulis 

Berbagai perspektif 

memiliki fokus yang 

berbeda 

Social Entrepreneurship 

dipahami sebagai 

pendekatan sistemik 

yang mengintegrasikan 

inovasi sosial, 

pemberdayaan 

masyarakat, kolaborasi 

multipihak, dan 

keberlanjutan 

Menjadi landasan 

konseptual 

penyusunan variabel 

Social 

Entrepreneurship 

dalam penelitian. 

Sumber: Disintesis oleh penulis berdasarkan Dees (1998), Mair dan Martí (2006), 

García-Jurado et al. (2021), Klarin dan Suseno (2023), serta berbagai literatur 

mutakhir mengenai Social Entrepreneurship. 
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e. Relevansi Social Entrepreneurship dalam Penelitian 

Pemilihan Social Entrepreneurship sebagai salah satu supporting theory 

dalam penelitian ini didasarkan pada kemampuannya menjelaskan mekanisme 

penciptaan nilai sosial (social value creation) melalui inovasi, pemberdayaan 

masyarakat, dan penguatan kelembagaan dalam pembangunan pertanian. Berbeda 

dengan pendekatan kewirausahaan konvensional yang berorientasi pada 

penciptaan keuntungan ekonomi, Social Entrepreneurship menempatkan 

keseimbangan antara tujuan ekonomi dan tujuan sosial sebagai landasan utama 

dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Perspektif tersebut menjadikan 

kewirausahaan sosial relevan untuk menjelaskan transformasi pembangunan 

pertanian yang tidak hanya bertujuan meningkatkan produktivitas, tetapi juga 

memperkuat kesejahteraan petani, kapasitas kelembagaan, dan keberlanjutan 

sistem agrifood (Dees, 1998; Mair & Martí, 2006). 

Dalam perspektif Agrifood System, pembangunan pertanian dipandang 

sebagai suatu sistem yang melibatkan interaksi berbagai aktor, kelembagaan, 

rantai nilai, sumber daya, teknologi, dan kebijakan. Kompleksitas tersebut 

menuntut hadirnya aktor-aktor yang mampu mendorong inovasi, memperkuat 

kapasitas masyarakat, membangun jejaring kolaborasi, serta menciptakan model 

bisnis yang mampu menghasilkan nilai ekonomi sekaligus nilai sosial. Dalam 

konteks tersebut, Social Entrepreneurship berfungsi sebagai mekanisme 

transformasi yang menghubungkan inovasi sosial dengan penguatan sistem 

agrifood melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan 

lokal. 

Relevansi Social Entrepreneurship dalam penelitian ini semakin kuat 

ketika dikaitkan dengan Collaborative Governance Theory sebagai Grand 

Theory. Tata kelola kolaboratif menjelaskan bagaimana berbagai aktor 

membangun dialog, kepercayaan, koordinasi, dan aksi kolektif dalam mencapai 

tujuan bersama, sedangkan Social Entrepreneurship menjelaskan bagaimana 

inovasi sosial, kepemimpinan kewirausahaan, dan pemberdayaan masyarakat 

menjadi penggerak yang memperkuat proses kolaborasi tersebut. Dengan 

demikian, kedua perspektif tersebut saling melengkapi. Collaborative Governance 

Theory menjelaskan mekanisme tata kelola kolaboratif, sedangkan Social 
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Entrepreneurship menjelaskan kapasitas inovatif dan pemberdayaan aktor dalam 

menghasilkan perubahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. 

Dalam konteks Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, 

Social Entrepreneurship memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas 

petani dan kelembagaan ekonomi pedesaan melalui pengembangan koperasi, 

kelompok tani, usaha kolektif, inovasi teknologi, hilirisasi produk, akses 

pembiayaan, digitalisasi pemasaran, serta kemitraan agribisnis. Berbagai inisiatif 

tersebut tidak hanya meningkatkan produktivitas dan nilai tambah komoditas 

pertanian, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan 

melalui penciptaan peluang usaha, diversifikasi pendapatan, dan peningkatan daya 

saing kawasan. 

Lebih lanjut, Social Entrepreneurship berkontribusi terhadap pencapaian 

Pertanian Berkelanjutan melalui integrasi dimensi ekonomi, sosial, dan 

lingkungan. Dari sisi ekonomi, kewirausahaan sosial mendorong peningkatan 

produktivitas, efisiensi usaha, dan nilai tambah hasil pertanian. Dari sisi sosial, 

kewirausahaan sosial memperkuat pemberdayaan masyarakat, meningkatkan 

partisipasi petani, serta memperkuat modal sosial dan kelembagaan lokal. Dari sisi 

lingkungan, inovasi yang dikembangkan dalam kewirausahaan sosial mendorong 

penggunaan teknologi yang lebih efisien, praktik budidaya yang ramah 

lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan. 

Dengan demikian, Social Entrepreneurship menjadi salah satu instrumen penting 

dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang inklusif dan berkelanjutan. 

Selain itu, hasil berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa 

keberhasilan transformasi sistem agrifood tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan 

pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam menciptakan inovasi, 

mengembangkan model bisnis yang inklusif, membangun jejaring kemitraan, dan 

mengintegrasikan berbagai sumber daya lokal. Oleh karena itu, Social 

Entrepreneurship menjadi salah satu pendekatan yang mampu menjembatani 

tujuan pembangunan ekonomi dengan pemberdayaan masyarakat, sehingga 

memiliki relevansi yang tinggi dalam menjelaskan transformasi kawasan 

pertanian menuju sistem agrifood yang lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan. 
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Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menempatkan Social 

Entrepreneurship sebagai salah satu supporting theory karena mampu 

menjelaskan bagaimana inovasi sosial, penciptaan nilai sosial, pemberdayaan 

masyarakat, jejaring kolaboratif, dan orientasi keberlanjutan usaha menjadi 

penggerak transformasi pembangunan pertanian. Dalam kerangka penelitian ini, 

Social Entrepreneurship tidak dipahami semata sebagai aktivitas kewirausahaan, 

tetapi sebagai mekanisme yang memperkuat kapasitas aktor lokal dalam 

mengembangkan Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan melalui 

inovasi, penguatan kelembagaan, dan kemitraan multipihak. Oleh karena itu, 

Social Entrepreneurship menjadi landasan konseptual yang menjelaskan 

bagaimana kapasitas inovatif masyarakat berkontribusi terhadap terwujudnya 

Pertanian Berkelanjutan dalam perspektif Agrifood System, serta melengkapi 

penjelasan Collaborative Governance Theory mengenai mekanisme tata kelola 

kolaboratif. 

Untuk memperjelas posisi Social Entrepreneurship dalam kerangka 

konseptual penelitian, hubungan antara dimensi-dimensi kewirausahaan sosial 

dengan transformasi Agrifood System, Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan, dan Pertanian Berkelanjutan disajikan secara visual pada 

Gambar 2.5. Gambar tersebut menunjukkan bahwa Social Entrepreneurship 

berfungsi sebagai penggerak inovasi sosial dan pemberdayaan masyarakat yang 

memperkuat proses pengembangan kawasan melalui kolaborasi, penguatan 

kelembagaan, dan penciptaan nilai bersama, sehingga mendukung tercapainya 

pembangunan pertanian yang berkelanjutan. 
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Sumber: Disintesis oleh penulis berdasarkan Dees (1998), Mair dan Martí (2006), 

García-Jurado, Pérez-Barea, dan Nova (2021), Klarin dan Suseno (2023), serta 

berbagai literatur mutakhir mengenai Social Entrepreneurship dan pembangunan 

berkelanjutan. 

Gambar 2. 5. Relevansi Social Entrepreneurship dalam Kerangka Penelitian 

3. Pentahelic Collaboration Theory 

a. Evolusi Pentahelix Collaboration 

Konsep kolaborasi multipihak (multi-stakeholder collaboration) dalam 

pembangunan mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan 

meningkatnya kompleksitas permasalahan publik dan tuntutan terhadap tata kelola 

yang lebih partisipatif, adaptif, serta inovatif. Pendekatan pembangunan yang 

selama ini bersifat sektoral dan berpusat pada pemerintah (government-centered) 

dinilai tidak lagi mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan yang 

bersifat multidimensional, seperti ketahanan pangan, perubahan iklim, 

kemiskinan, transformasi ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Kondisi 

tersebut mendorong berkembangnya paradigma baru yang menempatkan 
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kolaborasi antaraktor sebagai prasyarat utama dalam menciptakan inovasi dan 

menghasilkan solusi yang lebih efektif terhadap berbagai persoalan pembangunan. 

Perkembangan konsep kolaborasi multipihak diawali oleh lahirnya Triple 

Helix yang dikemukakan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff (2000). Model ini 

menekankan pentingnya interaksi antara tiga aktor utama, yaitu pemerintah 

(government), perguruan tinggi (academia), dan dunia usaha (business/industry) 

sebagai motor penggerak inovasi. Dalam perspektif Triple Helix, inovasi tidak 

lagi dipandang sebagai hasil kerja satu institusi, tetapi merupakan hasil interaksi 

dan pertukaran pengetahuan di antara ketiga aktor tersebut. Pemerintah berperan 

sebagai regulator dan fasilitator, perguruan tinggi sebagai penghasil ilmu 

pengetahuan dan teknologi, sedangkan dunia usaha berfungsi sebagai pelaku 

komersialisasi inovasi dan penggerak pertumbuhan ekonomi. 

Meskipun memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan teori 

inovasi, model Triple Helix memperoleh kritik karena belum mengakomodasi 

peran masyarakat sebagai penerima sekaligus pencipta inovasi. Model tersebut 

dinilai masih berorientasi pada hubungan kelembagaan formal dan belum 

sepenuhnya menjelaskan pentingnya partisipasi publik dalam proses 

pembangunan. Sebagai respons terhadap keterbatasan tersebut, Carayannis dan 

Campbell (2009, 2012) mengembangkan konsep Quadruple Helix dengan 

menambahkan masyarakat (community/civil society) sebagai aktor keempat. 

Kehadiran masyarakat memperluas perspektif inovasi menjadi lebih demokratis 

karena proses penciptaan pengetahuan tidak hanya berlangsung di lingkungan 

akademik dan industri, tetapi juga melalui pengalaman, partisipasi, budaya lokal, 

dan kebutuhan masyarakat. 

Perkembangan selanjutnya melahirkan konsep Pentahelix, yaitu model 

kolaborasi yang menambahkan media sebagai aktor kelima dalam ekosistem 

inovasi. Penambahan media didasarkan pada perannya yang semakin strategis 

dalam era digital sebagai penyebar informasi, pembentuk opini publik, 

penghubung antaraktor, serta penguat transparansi dan akuntabilitas 

pembangunan. Melalui fungsi komunikasi, edukasi, dan diseminasi informasi, 

media mampu mempercepat penyebaran inovasi, meningkatkan partisipasi 

masyarakat, serta memperkuat legitimasi kebijakan publik. Dengan demikian, 
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Pentahelix memperluas ruang lingkup kolaborasi dari sekadar hubungan 

antarlembaga menjadi ekosistem pembangunan yang melibatkan pemerintah, 

akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media secara sinergis. 

Perkembangan literatur mutakhir menunjukkan bahwa Pentahelix 

Collaboration tidak lagi dipahami hanya sebagai konfigurasi lima aktor 

pembangunan, tetapi berkembang menjadi ekosistem inovasi kolaboratif 

(collaborative innovation ecosystem). Dalam perspektif ini, efektivitas kolaborasi 

tidak ditentukan oleh jumlah aktor yang terlibat, melainkan oleh kualitas interaksi, 

kemampuan berbagi pengetahuan (knowledge sharing), integrasi sumber daya 

(resource integration), pengambilan keputusan bersama (joint decision making), 

serta penciptaan inovasi bersama (innovation co-creation). Pendekatan tersebut 

menempatkan kolaborasi sebagai proses yang dinamis dan adaptif dalam 

menghasilkan nilai publik (public value) melalui sinergi lintas sektor. 

Dalam konteks pembangunan pertanian, perkembangan konsep Pentahelix 

Collaboration menjadi semakin relevan karena sistem agrifood menghadapi 

tantangan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu aktor secara mandiri. 

Transformasi pertanian menuju sistem yang produktif, inklusif, tangguh, dan 

berkelanjutan memerlukan sinergi antara pemerintah sebagai penyusun kebijakan, 

perguruan tinggi sebagai sumber inovasi dan teknologi, dunia usaha sebagai 

penggerak investasi dan pasar, masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, 

serta media sebagai sarana komunikasi, edukasi, dan diseminasi inovasi. 

Kolaborasi kelima aktor tersebut menjadi fondasi dalam membangun kawasan 

pertanian yang mampu meningkatkan daya saing, memperkuat rantai nilai, dan 

mendorong keberlanjutan pembangunan. 

Dalam perspektif Agrifood System, Pentahelix Collaboration tidak hanya 

berfungsi sebagai model koordinasi antarpemangku kepentingan, tetapi juga 

sebagai mekanisme integrasi pengetahuan, kelembagaan, sumber daya, teknologi, 

dan inovasi sepanjang rantai nilai pangan. Oleh karena itu, kolaborasi multipihak 

menjadi salah satu elemen penting dalam mewujudkan sistem pangan yang adaptif 

terhadap perubahan lingkungan, mampu meningkatkan kesejahteraan petani, serta 

mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya 
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tujuan mengakhiri kelaparan, mengurangi kemiskinan, membangun kemitraan, 

dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. 

Berdasarkan perkembangan tersebut, Pentahelix Collaboration telah 

berevolusi dari model inovasi yang semula menitikberatkan pada interaksi antara 

pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha menjadi suatu ekosistem 

kolaboratif yang melibatkan lima aktor utama, yaitu government, academia, 

business, community, dan media. Evolusi tersebut menunjukkan pergeseran 

paradigma dari pembangunan yang bersifat sektoral menuju pembangunan yang 

kolaboratif, partisipatif, adaptif, dan berbasis inovasi. Dalam penelitian ini, 

Pentahelix Collaboration dipandang sebagai supporting theory yang menjelaskan 

bagaimana sinergi multipihak mampu memperkuat proses Pengembangan 

Kawasan Pertanian Tanaman Pangan melalui integrasi pengetahuan, sumber daya, 

inovasi, dan tata kelola kolaboratif, sehingga berkontribusi terhadap terwujudnya 

Pertanian Berkelanjutan dalam perspektif Agrifood System. 

Sebelum berkembang menjadi konsep Pentahelix Collaboration, model 

kolaborasi inovasi telah mengalami evolusi dari pendekatan yang semula berfokus 

pada hubungan antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah (Triple Helix) 

menuju model yang melibatkan masyarakat (Quadruple Helix) dan akhirnya 

mengintegrasikan dimensi lingkungan dalam Quintuple Helix. Perkembangan 

tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian permasalahan pembangunan yang 

semakin kompleks memerlukan keterlibatan berbagai aktor dalam suatu ekosistem 

inovasi yang kolaboratif. Dalam konteks transformasi Agrifood System, konsep 

tersebut berkembang menjadi Pentahelix Collaboration, yang menempatkan 

pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media sebagai aktor 

strategis dalam mendorong inovasi, memperkuat tata kelola, serta mewujudkan 

pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Evolusi konsep kolaborasi 

multipihak tersebut disajikan pada Gambar 2.6.  
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Sumber: Diadaptasi dan disintesis oleh penulis berdasarkan Etzkowitz dan 

Leydesdorff (2000), Carayannis dan Campbell (2009), Carayannis et al. (2012), 

OECD (2008), Lindberg et al. (2019), Ratten (2021), Kuckertz et al. (2023), FAO 

(2021, 2023), serta Ansell et al. (2020) dan Bryson et al. (2015). 

Gambar 2. 6. Evolusi Konsep Kolaborasi Multipihak: Dari Triple Helix 

Menuju Pentahelix Collaboration 

b. Konsep Pentahelix Collaboration 

Konsep Pentahelix Collaboration berkembang sebagai respons terhadap 

meningkatnya kompleksitas tantangan pembangunan yang tidak lagi dapat 

diselesaikan oleh satu aktor atau satu institusi secara mandiri. Perubahan 

paradigma dari pendekatan pembangunan yang bersifat sektoral menuju 

pendekatan kolaboratif mendorong munculnya model kerja sama yang melibatkan 

berbagai pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan, 

implementasi program, penciptaan inovasi, hingga evaluasi pembangunan. Dalam 

konteks tersebut, Pentahelix Collaboration dipandang sebagai pendekatan 

kolaboratif yang mengintegrasikan kapasitas pemerintah, akademisi, dunia usaha, 

masyarakat, dan media dalam menghasilkan solusi pembangunan yang lebih 

efektif, inklusif, dan berkelanjutan. 

Konsep awal kolaborasi multipihak berakar pada Triple Helix yang 

dikembangkan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff (2000). Model ini menekankan 
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bahwa inovasi merupakan hasil interaksi dinamis antara government, academia, 

dan business. Pemerintah berperan menciptakan kebijakan dan regulasi yang 

kondusif, perguruan tinggi menghasilkan pengetahuan dan inovasi, sedangkan 

dunia usaha berfungsi mengembangkan dan mengkomersialisasikan inovasi 

tersebut. Model ini berhasil menjelaskan hubungan antara inovasi dan 

pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan, namun masih terbatas karena 

belum mengakomodasi keterlibatan masyarakat sebagai pengguna sekaligus 

pencipta inovasi. 

Sebagai penyempurnaan, Carayannis dan Campbell (2009, 2012) 

memperkenalkan konsep Quadruple Helix dengan menambahkan unsur 

masyarakat (civil society/community) sebagai aktor keempat. Dalam perspektif 

ini, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai 

subjek yang berperan aktif dalam menghasilkan pengetahuan, menyampaikan 

kebutuhan, serta menciptakan inovasi berbasis pengalaman dan kearifan lokal. 

Kehadiran masyarakat memperluas orientasi inovasi dari sekadar peningkatan 

daya saing ekonomi menuju penciptaan nilai publik (public value) yang lebih 

inklusif. 

Perkembangan berikutnya melahirkan Pentahelix Collaboration, yaitu 

model kolaborasi yang memasukkan media sebagai aktor kelima. Media memiliki 

fungsi strategis sebagai penghubung informasi, penyebar inovasi, pembangun 

opini publik, serta penguat transparansi dan akuntabilitas dalam proses 

pembangunan. Dengan demikian, Pentahelix Collaboration tidak hanya 

menekankan sinergi antarlembaga, tetapi juga membangun komunikasi publik 

yang mampu mempercepat adopsi inovasi dan meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan. 

Literatur mutakhir menunjukkan bahwa Pentahelix Collaboration tidak 

lagi dipahami hanya sebagai konfigurasi lima aktor pembangunan, tetapi sebagai 

ekosistem kolaborasi yang menekankan kualitas interaksi di antara para 

pemangku kepentingan. Dalam perspektif ini, efektivitas kolaborasi ditentukan 

oleh kemampuan para aktor dalam membangun kepercayaan (trust), berbagi 

pengetahuan (knowledge sharing), mengintegrasikan sumber daya (resource 

integration), mengambil keputusan secara bersama (joint decision making), serta 
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menciptakan inovasi secara kolektif (co-creation). Oleh karena itu, fokus utama 

Pentahelix Collaboration bergeser dari "siapa yang terlibat" menuju "bagaimana 

para aktor berkolaborasi" untuk menghasilkan nilai publik dan pembangunan 

berkelanjutan. 

Dalam konteks pembangunan pertanian, Pentahelix Collaboration menjadi 

pendekatan yang sangat relevan karena pengembangan kawasan pertanian tidak 

hanya memerlukan dukungan kebijakan pemerintah, tetapi juga inovasi dari 

perguruan tinggi, investasi dan akses pasar dari dunia usaha, partisipasi aktif 

masyarakat sebagai pelaku utama, serta dukungan media dalam penyebarluasan 

informasi dan edukasi. Kolaborasi kelima aktor tersebut membentuk ekosistem 

pembangunan yang mampu memperkuat kelembagaan petani, meningkatkan 

produktivitas, memperluas akses terhadap teknologi dan pembiayaan, serta 

mempercepat hilirisasi dan integrasi rantai nilai pertanian. 

Dengan demikian, Pentahelix Collaboration merupakan pendekatan 

kolaboratif yang menempatkan lima aktor pembangunan sebagai mitra yang 

saling melengkapi dalam menghasilkan inovasi, memperkuat tata kelola, dan 

menciptakan nilai publik. Konsep ini memiliki keterkaitan yang erat dengan 

Collaborative Governance Theory, karena keberhasilan kolaborasi tidak hanya 

ditentukan oleh keberadaan lima aktor tersebut, tetapi juga oleh kualitas proses 

tata kelola kolaboratif yang menghubungkan seluruh aktor dalam mencapai tujuan 

bersama. 

Berdasarkan berbagai perspektif tersebut, penelitian ini mendefinisikan 

Pentahelix Collaboration sebagai suatu pendekatan kolaboratif yang 

mengintegrasikan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media 

dalam proses berbagi pengetahuan, mengintegrasikan sumber daya, membangun 

inovasi bersama, serta mengambil keputusan secara kolektif untuk menciptakan 

nilai publik dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dalam penelitian 

ini, Pentahelix Collaboration diposisikan sebagai konstruk konseptual yang 

menjelaskan sinergi multipihak dalam memperkuat Pengembangan Kawasan 

Pertanian Tanaman Pangan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas, 

memperkuat kelembagaan, mengintegrasikan rantai nilai, dan mewujudkan 

Pertanian Berkelanjutan dalam perspektif Agrifood System. 
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Meskipun konsep Pentahelix Collaboration berkembang dari model Triple 

Helix dan Quadruple Helix, berbagai literatur menunjukkan adanya perbedaan 

dalam penekanan konsep, ruang lingkup aktor, serta orientasi kolaborasi. Oleh 

karena itu, diperlukan analisis komparatif untuk memahami perkembangan 

konseptual tersebut sekaligus mengidentifikasi unsur-unsur yang menjadi 

landasan penyusunan variabel Pentahelix Collaboration dalam penelitian ini. 

Perbandingan berbagai konsep tersebut disajikan pada Tabel 2.6. 

Tabel 2. 6. Perbandingan Konsep dan Definisi Pentahelix Collaboration 

Menurut berbagai Perspektif 

Perspektif 
Konsep 

Utama 
Fokus 

Implikasi terhadap 

Penelitian 

Etzkowitz & 

Leydesdorff 

(2000) 

Triple Helix 
Sinergi Government–

Academia–Business 

Menjelaskan kolaborasi 

sebagai penggerak inovasi 

berbasis pengetahuan. 

Carayannis & 

Campbell 

(2009, 2012) 

Quadruple 

Helix 

Penambahan 

Community/Civil 

Society 

Menekankan partisipasi 

masyarakat dalam 

penciptaan inovasi dan nilai 

publik. 

Lindberg et al. 

(2019) 
Pentahelix 

Government–

Academia–Business–

Community–Media 

Memperluas aktor 

kolaborasi melalui peran 

media dalam komunikasi, 

transparansi, dan diseminasi 

inovasi. 

Ratten (2021); 

Kuckertz et al. 

(2023) 

Collaborative 

Innovation 

Ecosystem 

Kolaborasi adaptif, 

integrasi sumber 

daya, co-creation 

Menunjukkan bahwa 

kualitas proses kolaborasi 

lebih penting daripada 

jumlah aktor yang terlibat. 

Sintesis Penulis 
Pentahelix 

Collaboration 

Sinergi lima aktor 

melalui berbagi 

pengetahuan, 

integrasi sumber 

daya, pengambilan 

keputusan bersama, 

dan inovasi 

kolaboratif 

Menjadi dasar konseptual 

penyusunan variabel 

Pentahelix Collaboration 

dalam penelitian. 

Sumber: Disintesis oleh penulis berdasarkan Etzkowitz dan Leydesdorff (2000), 

Carayannis dan Campbell (2009, 2012), Lindberg et al. (2019), Ratten (2021), 

Kuckertz et al. (2023), serta berbagai literatur mengenai Collaborative Innovation 

Ecosystem. 
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c. Dimensi Pentahelix Collaboration 

Perkembangan Pentahelix Collaboration tidak hanya memperluas jumlah 

aktor yang terlibat dalam pembangunan, tetapi juga mengubah cara pandang 

mengenai kualitas kolaborasi. Literatur awal lebih banyak menekankan 

konfigurasi lima aktor utama, yaitu government, academia, business, community, 

dan media, sebagai unsur pembentuk ekosistem inovasi. Namun, perkembangan 

penelitian mutakhir menunjukkan bahwa efektivitas Pentahelix Collaboration 

tidak ditentukan oleh keberadaan aktor semata, melainkan oleh kualitas interaksi, 

koordinasi, dan sinergi yang terbangun di antara para pemangku kepentingan. 

Etzkowitz dan Leydesdorff (2000) menjelaskan bahwa keberhasilan model 

Triple Helix ditentukan oleh intensitas interaksi antara pemerintah, perguruan 

tinggi, dan dunia usaha dalam menghasilkan inovasi berbasis pengetahuan. 

Perspektif tersebut kemudian dikembangkan oleh Carayannis dan Campbell 

(2009; 2012) melalui Quadruple Helix dan Pentahelix, yang menambahkan 

masyarakat dan media sebagai aktor strategis dalam proses penciptaan 

pengetahuan dan inovasi. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi 

multipihak tidak hanya membutuhkan keterlibatan berbagai aktor, tetapi juga 

memerlukan mekanisme koordinasi yang mampu menghubungkan pengetahuan, 

sumber daya, dan kepentingan yang berbeda. 

Literatur mutakhir menegaskan bahwa Pentahelix Collaboration 

merupakan suatu proses kolaboratif yang ditandai oleh kemampuan para aktor 

dalam berbagi pengetahuan (knowledge sharing), mengintegrasikan sumber daya 

(resource integration), membangun komitmen bersama, dan menghasilkan 

inovasi secara kolektif (co-creation). Oleh karena itu, kualitas kolaborasi lebih 

ditentukan oleh bagaimana para aktor berinteraksi dibandingkan dengan 

banyaknya institusi yang terlibat. Pendekatan ini menempatkan Pentahelix 

Collaboration sebagai suatu mekanisme yang menghubungkan berbagai sumber 

daya, kompetensi, dan kepentingan untuk menghasilkan solusi pembangunan yang 

lebih inovatif, adaptif, dan berkelanjutan. 

Dalam konteks pembangunan pertanian, dimensi Pentahelix Collaboration 

menjadi semakin penting karena pengembangan kawasan pertanian melibatkan 

berbagai institusi yang memiliki fungsi dan kepentingan yang berbeda. 
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Pemerintah menyediakan regulasi dan fasilitasi pembangunan, perguruan tinggi 

menghasilkan inovasi dan teknologi, dunia usaha memperkuat investasi dan akses 

pasar, masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, sedangkan media 

memperkuat komunikasi publik dan penyebarluasan inovasi. Sinergi kelima aktor 

tersebut hanya dapat berjalan secara efektif apabila didukung oleh proses 

kolaborasi yang mampu membangun kepercayaan, memperkuat koordinasi, 

mengintegrasikan sumber daya, dan menghasilkan inovasi bersama. 

Berdasarkan sintesis berbagai literatur, penelitian ini memandang bahwa 

Pentahelix Collaboration dibangun oleh lima dimensi utama, yaitu Collaborative 

Governance, Knowledge Sharing, Resource Integration, Stakeholder 

Participation, dan Innovation Co-Creation. Kelima dimensi tersebut 

menggambarkan kualitas proses kolaborasi yang memungkinkan lima aktor 

Pentahelix bekerja secara sinergis dalam mendukung pembangunan kawasan 

pertanian tanaman pangan. 

Dimensi Collaborative Governance menjelaskan kemampuan para aktor 

dalam membangun koordinasi, menyusun tujuan bersama, menciptakan 

mekanisme pengambilan keputusan yang partisipatif, serta memperkuat 

akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Dimensi ini menjadi 

fondasi terbentuknya kolaborasi yang efektif karena menentukan bagaimana 

hubungan antarpemangku kepentingan dikelola secara kolektif. 

Dimensi Knowledge Sharing menggambarkan proses pertukaran 

informasi, pengalaman, teknologi, dan pembelajaran antaraktor. Melalui 

pertukaran pengetahuan, inovasi dapat berkembang lebih cepat, kapasitas 

kelembagaan meningkat, dan berbagai praktik baik dapat direplikasi pada 

berbagai wilayah pembangunan. 

Dimensi Resource Integration menunjukkan kemampuan berbagai aktor 

dalam menggabungkan sumber daya yang dimiliki, baik berupa pendanaan, 

teknologi, sumber daya manusia, jaringan kelembagaan, maupun infrastruktur. 

Integrasi sumber daya memungkinkan pembangunan kawasan dilaksanakan 

secara lebih efisien karena setiap aktor memberikan kontribusi sesuai dengan 

kapasitas dan keunggulannya. 
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Dimensi Stakeholder Participation menjelaskan tingkat keterlibatan aktif 

para pemangku kepentingan dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi program. Partisipasi yang 

tinggi menciptakan rasa memiliki (ownership), meningkatkan legitimasi 

kebijakan, serta memperkuat keberlanjutan hasil pembangunan. 

Selanjutnya, dimensi Innovation Co-Creation menggambarkan 

kemampuan para aktor untuk menghasilkan inovasi secara bersama melalui 

kolaborasi lintas sektor. Inovasi yang dihasilkan tidak hanya berupa teknologi, 

tetapi juga inovasi kelembagaan, model bisnis, kebijakan, maupun sistem 

pelayanan publik yang mampu meningkatkan efektivitas pembangunan kawasan 

pertanian. 

Berdasarkan kajian teoritis tersebut, penelitian ini memandang Pentahelix 

Collaboration sebagai konstruk multidimensional yang dibentuk oleh lima 

dimensi utama, yaitu Collaborative Governance, Knowledge Sharing, Resource 

Integration, Stakeholder Participation, dan Innovation Co-Creation. Kelima 

dimensi tersebut menjelaskan kualitas proses kolaborasi yang menghubungkan 

pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media dalam 

mengintegrasikan pengetahuan, sumber daya, inovasi, dan partisipasi untuk 

mendukung Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan. Dengan 

demikian, Pentahelix Collaboration dalam penelitian ini tidak dipahami hanya 

sebagai keberadaan lima aktor pembangunan, tetapi sebagai mekanisme sinergi 

multipihak yang menghasilkan nilai publik dan memperkuat transformasi 

Agrifood System menuju Pertanian Berkelanjutan. 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dimensi Pentahelix 

Collaboration berkembang dari pendekatan yang berorientasi pada konfigurasi 

aktor menuju pendekatan yang menekankan kualitas proses kolaborasi. Oleh 

karena itu, diperlukan analisis komparatif terhadap berbagai perspektif untuk 

mengidentifikasi dimensi yang paling relevan sebagai dasar penyusunan konstruk 

penelitian. Perbandingan tersebut disajikan pada Tabel 2.7. 
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Tabel 2.7. Perbandingan Dimensi Pentahelix Collaboration Menurut 

Berbagai Perspektif 

Perspektif Dimensi/Fokus 
Implikasi terhadap 

Penelitian 

Etzkowitz & 

Leydesdorff 

(2000) 

Sinergi Government–Academia–

Business 

Menjelaskan kolaborasi 

sebagai penggerak inovasi 

berbasis pengetahuan. 

Carayannis & 

Campbell 

(2009; 2012) 

Government–Academia–

Business–Community–Media 

Memperluas aktor kolaborasi 

menuju ekosistem inovasi. 

Lindberg et al. 

(2019) 

Komunikasi, transparansi, dan 

sinergi multipihak 

Menegaskan pentingnya peran 

media dan partisipasi publik. 

Ratten (2021); 

Kuckertz et al. 

(2023) 

Knowledge Sharing, Resource 

Integration, Innovation Co-

Creation 

Menekankan kualitas proses 

kolaborasi sebagai penentu 

keberhasilan inovasi. 

Sintesis Penulis 

Collaborative Governance, 

Knowledge Sharing, Resource 

Integration, Stakeholder 

Participation, Innovation Co-

Creation 

Menjadi dasar konseptual 

penyusunan dimensi dan 

indikator variabel Pentahelix 

Collaboration dalam 

penelitian. 

Sumber: Disintesis oleh penulis berdasarkan Etzkowitz dan Leydesdorff (2000), 

Carayannis dan Campbell (2009, 2012), Lindberg et al. (2019), Ratten (2021), 

Kuckertz et al. (2023), serta berbagai literatur mengenai Collaborative Innovation 

Ecosystem dan Pentahelix Collaboration. 

d. Kritik dan Perkembangan Pentahelix Collaboration 

Meskipun Pentahelix Collaboration telah menjadi salah satu pendekatan 

yang banyak digunakan dalam pembangunan berbasis inovasi, konsep ini masih 

menghadapi berbagai kritik, baik dari sisi konseptual maupun implementasi. 

Sebagian besar kritik menyoroti bahwa Pentahelix lebih banyak menjelaskan 

siapa aktor yang terlibat daripada bagaimana proses kolaborasi berlangsung. 

Akibatnya, keberhasilan kolaborasi sering kali diasumsikan terjadi hanya karena 

adanya keterlibatan lima aktor, tanpa mempertimbangkan kualitas interaksi, 

distribusi peran, mekanisme koordinasi, maupun kapasitas kelembagaan yang 

mendukung proses kolaboratif. 

Kritik lainnya berkaitan dengan kecenderungan Pentahelix Collaboration 

yang bersifat normatif. Model ini mengasumsikan bahwa pemerintah, akademisi, 
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dunia usaha, masyarakat, dan media memiliki tujuan yang sama serta mampu 

bekerja secara harmonis dalam mencapai kepentingan bersama. Padahal, dalam 

praktik pembangunan, setiap aktor memiliki kepentingan, sumber daya, 

kewenangan, dan tingkat pengaruh yang berbeda. Perbedaan tersebut berpotensi 

menimbulkan konflik kepentingan, ketimpangan kekuasaan, maupun dominasi 

aktor tertentu, sehingga kolaborasi tidak selalu berlangsung secara seimbang dan 

efektif. 

Selain itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa model Pentahelix 

belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai mekanisme pengambilan 

keputusan, penyelesaian konflik, distribusi manfaat, serta pengukuran 

keberhasilan kolaborasi. Sebagian besar kajian masih berfokus pada identifikasi 

aktor dan bentuk kemitraan, sementara aspek-aspek seperti pembangunan 

kepercayaan (trust building), kepemimpinan kolaboratif, akuntabilitas, 

pembelajaran bersama (collaborative learning), dan penciptaan nilai publik 

(public value) masih relatif terbatas. Akibatnya, model ini sering digunakan 

sebagai kerangka konseptual umum tanpa memberikan panduan operasional 

mengenai bagaimana kolaborasi dapat dikelola secara efektif. 

Perkembangan literatur mutakhir berupaya menjawab berbagai kritik 

tersebut dengan menggeser fokus Pentahelix Collaboration dari pendekatan yang 

berorientasi pada konfigurasi aktor menuju pendekatan yang menekankan kualitas 

proses kolaborasi. Dalam perspektif Collaborative Innovation Ecosystem, 

keberhasilan kolaborasi ditentukan oleh kemampuan para aktor dalam 

membangun kepercayaan, berbagi pengetahuan (knowledge sharing), 

mengintegrasikan sumber daya (resource integration), mengambil keputusan 

secara partisipatif (joint decision making), serta menghasilkan inovasi secara 

bersama (innovation co-creation). Dengan demikian, nilai utama Pentahelix tidak 

lagi terletak pada jumlah aktor yang terlibat, tetapi pada efektivitas interaksi yang 

mampu menghasilkan solusi inovatif terhadap berbagai persoalan pembangunan. 

Perkembangan tersebut juga menunjukkan semakin kuatnya integrasi 

antara Pentahelix Collaboration dengan Collaborative Governance Theory. Jika 

Pentahelix menjelaskan konfigurasi dan peran para aktor dalam ekosistem 

pembangunan, maka Collaborative Governance memberikan penjelasan 
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mengenai mekanisme tata kelola yang menghubungkan aktor-aktor tersebut 

melalui dialog, kepemimpinan kolaboratif, penyelarasan kepentingan, 

pengambilan keputusan bersama, dan pembentukan aksi kolektif. Dengan 

demikian, kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan 

bagaimana kolaborasi multipihak dapat menghasilkan inovasi dan menciptakan 

nilai publik. 

Dalam konteks pembangunan pertanian, perkembangan konsep Pentahelix 

Collaboration juga menunjukkan pergeseran dari pola kerja sama sektoral menuju 

pembentukan ekosistem agrifood yang terintegrasi. Kolaborasi tidak lagi 

dipahami sebagai hubungan administratif antarlembaga, tetapi sebagai proses 

sinergi yang menghubungkan pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha, petani, 

koperasi, lembaga keuangan, media, dan masyarakat dalam memperkuat inovasi, 

hilirisasi, digitalisasi, ketahanan pangan, serta keberlanjutan rantai nilai pertanian. 

Pergeseran tersebut menjadikan Pentahelix Collaboration semakin relevan 

sebagai pendekatan pembangunan kawasan pertanian yang adaptif terhadap 

perubahan lingkungan strategis dan dinamika pasar. 

Berdasarkan berbagai kritik dan perkembangan tersebut, dapat dipahami 

bahwa Pentahelix Collaboration telah berevolusi dari model yang menekankan 

konfigurasi lima aktor menjadi suatu mekanisme kolaborasi yang berorientasi 

pada kualitas interaksi, integrasi sumber daya, inovasi bersama, dan penciptaan 

nilai publik. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi 

tidak hanya ditentukan oleh keterlibatan pemerintah, akademisi, dunia usaha, 

masyarakat, dan media, tetapi juga oleh kemampuan membangun tata kelola 

kolaboratif, memperkuat kepercayaan, mengintegrasikan pengetahuan, dan 

menghasilkan inovasi secara kolektif. Dalam penelitian ini, perspektif tersebut 

menjadi landasan konseptual untuk menjelaskan bagaimana Pentahelix 

Collaboration memperkuat Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 

melalui sinergi multipihak, sehingga mendukung terwujudnya Pertanian 

Berkelanjutan dalam perspektif Agrifood System. Ringkasan kritik, 

perkembangan, dan implikasi konseptual tersebut disajikan pada Tabel 2.8. 
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Tabel 2. 8. Perbandingan Kritik, Perkembangan, dan Implikasi Konseptual 

Pentahelix Collaboration 

Perspektif 
Kritik/Keter-

batasan 

Perkembangan 

Konsep 

Implikasi terhadap 

Penelitian 

Etzkowitz & 

Leydesdorff 

(2000) 

Fokus pada tiga 

aktor inovasi; 

belum melibatkan 

masyarakat dan 

media 

Triple Helix sebagai 

dasar kolaborasi 

berbasis pengetahuan 

Menjelaskan 

pentingnya sinergi 

pemerintah, 

akademisi, dan dunia 

usaha dalam inovasi. 

Carayannis & 

Campbell 

(2009, 2012) 

Belum 

menjelaskan 

kualitas proses 

kolaborasi secara 

rinci 

Menambahkan 

masyarakat dan media 

melalui Quadruple dan 

Pentahelix 

Memperluas 

kolaborasi menuju 

ekosistem inovasi 

yang lebih inklusif. 

Lindberg et al. 

(2019) 

Penekanan masih 

pada konfigurasi 

aktor 

Memperkuat peran 

media dalam 

komunikasi, 

transparansi, dan 

legitimasi 

Menunjukkan 

pentingnya 

komunikasi publik 

dalam efektivitas 

kolaborasi. 

Ratten (2021); 

Kuckertz et al. 

(2023) 

Kolaborasi tidak 

cukup hanya 

melibatkan banyak 

aktor 

Menekankan knowledge 

sharing, resource 

integration, co-

creation, dan inovasi 

kolaboratif 

Menggeser fokus dari 

jumlah aktor menuju 

kualitas proses 

kolaborasi. 

Sintesis 

Penulis 
 

 

 
 

Konfigurasi aktor 

perlu didukung 

tata kelola yang 

efektif 

Pentahelix 

Collaboration dipahami 

sebagai mekanisme 

sinergi multipihak yang 

berorientasi pada 

inovasi, integrasi 

sumber daya, dan 

penciptaan nilai publik 

Menjadi landasan 

konseptual 

penyusunan variabel 

Pentahelix 

Collaboration dalam 

penelitian. 

Sumber: Disintesis oleh penulis berdasarkan Etzkowitz dan Leydesdorff (2000), 

Carayannis dan Campbell (2009, 2012), Lindberg et al. (2019), Ratten (2021), 

Kuckertz et al. (2023), serta berbagai literatur mengenai Collaborative Innovation 

Ecosystem dan Pentahelix Collaboration. 

Perkembangan Pentahelix Collaboration menunjukkan adanya pergeseran 

paradigma dari model kolaborasi yang berorientasi pada aktor menuju model yang 

menekankan kualitas proses kolaborasi dan penciptaan nilai publik. Untuk 

memperjelas arah perkembangan tersebut, dilakukan analisis komparatif terhadap 

berbagai kritik dan penyempurnaan konsep yang dikemukakan dalam literatur. 

Analisis ini bertujuan mengidentifikasi kontribusi masing-masing perspektif 
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dalam memperkuat landasan konseptual Pentahelix Collaboration yang 

digunakan dalam penelitian 

e. Relevansi Pentahelix Collaboration dalam Kerangka Penelitian 

Pemilihan Pentahelix Collaboration sebagai salah satu supporting theory 

dalam penelitian ini didasarkan pada kemampuannya menjelaskan bagaimana 

kolaborasi multipihak dapat memperkuat proses pembangunan pertanian melalui 

sinergi sumber daya, pengetahuan, inovasi, dan partisipasi berbagai pemangku 

kepentingan. Berbeda dengan pendekatan pembangunan sektoral yang 

menempatkan pemerintah sebagai aktor utama, Pentahelix Collaboration 

menempatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media 

sebagai mitra strategis yang memiliki fungsi saling melengkapi dalam 

menghasilkan solusi pembangunan yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan. 

Perspektif tersebut menjadikan Pentahelix Collaboration relevan dalam 

menjelaskan transformasi pembangunan pertanian yang semakin kompleks dan 

membutuhkan kerja sama lintas sektor. 

Dalam perspektif Agrifood System, pembangunan pertanian tidak lagi 

dipahami sebagai proses peningkatan produksi semata, tetapi sebagai sistem yang 

menghubungkan berbagai aktor, kelembagaan, teknologi, rantai nilai, dan 

kebijakan dalam satu ekosistem yang saling berinteraksi. Kompleksitas sistem 

tersebut memerlukan mekanisme kolaborasi yang mampu mengintegrasikan 

pengetahuan, sumber daya, investasi, inovasi, serta partisipasi masyarakat. Dalam 

konteks tersebut, Pentahelix Collaboration menjadi pendekatan yang mampu 

menjelaskan bagaimana sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, 

masyarakat, dan media mendukung transformasi sistem agrifood menuju 

pembangunan pertanian yang lebih produktif, inklusif, tangguh, dan 

berkelanjutan. 

Relevansi Pentahelix Collaboration dalam penelitian ini semakin kuat 

ketika dikaitkan dengan Collaborative Governance Theory sebagai Grand 

Theory. Collaborative Governance Theory menjelaskan mekanisme tata kelola 

kolaboratif melalui kepemimpinan, dialog, pembangunan kepercayaan, 

koordinasi, dan pengambilan keputusan bersama. Sementara itu, Pentahelix 

Collaboration menjelaskan konfigurasi aktor dan bentuk sinergi multipihak yang 
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menjadi pelaku dalam mekanisme tata kelola tersebut. Dengan demikian, kedua 

perspektif tersebut saling melengkapi. Collaborative Governance Theory 

menjelaskan bagaimana proses kolaborasi dikelola, sedangkan Pentahelix 

Collaboration menjelaskan siapa aktor yang berkolaborasi dan bagaimana 

kontribusi masing-masing aktor dalam menciptakan inovasi serta nilai publik. 

Dalam konteks Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, 

Pentahelix Collaboration memberikan kerangka konseptual untuk memahami 

bagaimana kolaborasi antaraktor dapat memperkuat pengembangan kawasan 

secara terpadu. Pemerintah berperan dalam penyusunan kebijakan, penyediaan 

regulasi, dan fasilitasi pembangunan. Perguruan tinggi menghasilkan inovasi, 

teknologi, dan pendampingan ilmiah. Dunia usaha memperkuat investasi, akses 

pasar, dan hilirisasi produk pertanian. Masyarakat, khususnya petani dan 

kelembagaan petani, menjadi pelaku utama dalam implementasi inovasi dan 

pengelolaan usaha tani. Sementara itu, media berperan dalam menyebarluaskan 

informasi, membangun literasi publik, memperkuat transparansi, serta mendorong 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan. Sinergi kelima aktor 

tersebut membentuk ekosistem kolaboratif yang mampu meningkatkan efektivitas 

pembangunan kawasan pertanian. 

Lebih lanjut, Pentahelix Collaboration berkontribusi terhadap pencapaian 

Pertanian Berkelanjutan melalui penguatan tiga dimensi utama pembangunan. 

Dari dimensi ekonomi, kolaborasi multipihak meningkatkan produktivitas, 

efisiensi usaha, akses pembiayaan, dan daya saing produk pertanian. Dari dimensi 

sosial, kolaborasi memperkuat pemberdayaan petani, kelembagaan lokal, 

partisipasi masyarakat, dan pembangunan modal sosial. Dari dimensi lingkungan, 

sinergi antaraktor mendorong adopsi inovasi teknologi, praktik budidaya yang 

ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta 

peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim. Dengan demikian, Pentahelix 

Collaboration menjadi salah satu pendekatan strategis dalam mewujudkan 

pembangunan pertanian yang berorientasi pada keberlanjutan. 

Selain itu, berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa keberhasilan 

transformasi sistem agrifood sangat dipengaruhi oleh kualitas kolaborasi 

antaraktor. Peningkatan produktivitas, inovasi, digitalisasi pertanian, hilirisasi, 
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penguatan rantai pasok, hingga ketahanan pangan memerlukan koordinasi yang 

efektif antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media. Oleh 

karena itu, Pentahelix Collaboration tidak hanya menjadi model kemitraan, tetapi 

juga menjadi mekanisme integrasi pengetahuan, sumber daya, dan inovasi yang 

memperkuat implementasi pembangunan kawasan pertanian berbasis Agrifood 

System. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menempatkan Pentahelix 

Collaboration sebagai salah satu supporting theory karena mampu menjelaskan 

bagaimana sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan 

media menghasilkan kolaborasi yang efektif dalam pembangunan pertanian. 

Dalam kerangka penelitian ini, Pentahelix Collaboration tidak dipahami hanya 

sebagai model kemitraan antaraktor, tetapi sebagai mekanisme integrasi 

pengetahuan, sumber daya, inovasi, dan partisipasi yang memperkuat 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan. Dengan demikian, 

Pentahelix Collaboration menjadi landasan konseptual yang menjelaskan 

bagaimana kualitas kolaborasi multipihak berkontribusi terhadap terwujudnya 

Pertanian Berkelanjutan dalam perspektif Agrifood System, sekaligus melengkapi 

Collaborative Governance Theory sebagai teori yang menjelaskan proses tata 

kelola kolaboratif dan Social Entrepreneurship sebagai teori yang menjelaskan 

kapasitas inovasi sosial dalam pembangunan. 

Untuk memperjelas posisi Pentahelix Collaboration dalam kerangka 

konseptual penelitian, hubungan antara lima aktor utama, proses tata kelola 

kolaboratif, Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, dan Pertanian 

Berkelanjutan disajikan secara visual pada Gambar 2.7. Gambar tersebut 

menunjukkan bahwa Pentahelix Collaboration berfungsi sebagai mekanisme 

sinergi multipihak yang mengintegrasikan pengetahuan, sumber daya, inovasi, 

dan partisipasi dalam mendukung transformasi Agrifood System. Melalui proses 

kolaborasi yang efektif, kelima aktor pembangunan mampu memperkuat 

pengembangan kawasan pertanian, meningkatkan daya saing agribisnis, serta 

mewujudkan sistem pertanian yang berkelanjutan. 
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Sumber: Disusun penulis berdasarkan Carayannis dan Campbell (2009); 

Carayannis et al. (2012); Bryson et al. (2015); Ansell et al. (2020); Cai dan Lattu 

(2022); Cronin et al. (2021); Awokuse et al. (2024); Schneider et al. (2025); dan 

Sukarli et al. (2025). 

Gambar 2.7. Relevanasi Pentahelix Collaboration dalam Kerangka Penelitian 

4. Regional Development Theory (Teori Pengembangan Wilayah) 

a. Evolusi Regional Development Theory  

Pemikiran mengenai Regional Development Theory berkembang seiring 

dengan perubahan paradigma pembangunan dari pendekatan yang berorientasi 

pada pertumbuhan ekonomi menuju pembangunan wilayah yang lebih 

terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan. Pada tahap awal, pembangunan wilayah 

dipandang sebagai upaya mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi melalui 

pemanfaatan keunggulan lokasi (location advantage) dan konsentrasi aktivitas 

ekonomi pada pusat-pusat pertumbuhan (growth centers). Dalam perspektif ini, 
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wilayah diposisikan sebagai ruang geografis yang menjadi lokasi berlangsungnya 

aktivitas produksi, distribusi, dan investasi, sehingga keberhasilan pembangunan 

diukur terutama dari peningkatan output ekonomi dan efisiensi spasial. 

Perkembangan awal teori pembangunan wilayah banyak dipengaruhi oleh 

pemikiran Von Thünen (1826) melalui Theory of Agricultural Location, yang 

menjelaskan bahwa lokasi kegiatan pertanian ditentukan oleh biaya transportasi, 

nilai ekonomi komoditas, dan jarak terhadap pasar. Selanjutnya, Weber (1909) 

mengembangkan Theory of Industrial Location yang menekankan efisiensi biaya 

produksi dan transportasi sebagai dasar penentuan lokasi industri. Kedua teori 

tersebut menjadi fondasi analisis spasial dalam pembangunan wilayah, meskipun 

masih berorientasi pada efisiensi ekonomi dan belum memperhatikan aspek 

kelembagaan maupun interaksi antaraktor. 

Perkembangan berikutnya ditandai oleh munculnya Central Place Theory 

yang dikemukakan oleh Christaller (1933). Teori ini menjelaskan bahwa 

pembangunan wilayah dipengaruhi oleh hierarki pusat-pusat pelayanan yang 

menyediakan barang dan jasa bagi wilayah sekitarnya. Konsep tersebut kemudian 

diperkuat oleh Perroux (1955) melalui Growth Pole Theory, yang menyatakan 

bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara merata, melainkan 

terkonsentrasi pada pusat-pusat pertumbuhan yang memiliki kapasitas inovasi, 

investasi, dan industri unggulan. Melalui mekanisme spread effect, pusat 

pertumbuhan diharapkan mampu mendorong perkembangan wilayah di 

sekitarnya. Namun, berbagai pengalaman pembangunan menunjukkan bahwa efek 

penyebaran tersebut tidak selalu terjadi secara optimal, bahkan dalam banyak 

kasus justru memunculkan kesenjangan antarwilayah. 

Kritik terhadap pendekatan pertumbuhan yang berorientasi pada pusat 

ekonomi mendorong berkembangnya paradigma Regional Development yang 

lebih menekankan pembangunan endogen (endogenous regional development). 

Dalam perspektif ini, pembangunan wilayah dipahami sebagai proses yang 

bertumpu pada potensi lokal, kapasitas kelembagaan, modal sosial, inovasi, serta 

partisipasi masyarakat. Wilayah tidak lagi dipandang hanya sebagai lokasi 

aktivitas ekonomi, tetapi sebagai suatu sistem yang mengintegrasikan sumber 
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daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, budaya, infrastruktur, dan 

jaringan ekonomi dalam menciptakan daya saing yang berkelanjutan. 

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa Regional Development 

Theory semakin dipengaruhi oleh konsep territorial development, regional 

innovation system, dan place-based development. Pendekatan ini menekankan 

bahwa keberhasilan pembangunan wilayah tidak hanya ditentukan oleh 

ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kemampuan berbagai aktor dalam 

membangun kolaborasi, menciptakan inovasi, memperkuat kelembagaan, dan 

mengintegrasikan berbagai sektor pembangunan. OECD (2009, 2020) 

menegaskan bahwa pembangunan wilayah modern harus berorientasi pada 

karakteristik spesifik wilayah (territorial approach), sehingga kebijakan 

pembangunan disusun berdasarkan potensi, tantangan, dan kebutuhan lokal, 

bukan melalui pendekatan yang seragam. 

Dalam sektor pertanian, perkembangan tersebut melahirkan pendekatan 

Agricultural Regional Development, yaitu pembangunan pertanian berbasis 

kawasan yang mengintegrasikan kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran, 

kelembagaan petani, infrastruktur, serta dukungan kebijakan dalam satu sistem 

pembangunan wilayah. Pendekatan kawasan tidak lagi dimaknai sebagai 

pengelompokan lokasi produksi semata, tetapi sebagai mekanisme integrasi 

berbagai sumber daya dan aktor pembangunan yang mampu meningkatkan 

produktivitas, nilai tambah, daya saing, serta keberlanjutan sistem pertanian. 

Dalam konteks Agrifood System, pembangunan kawasan pertanian 

memiliki makna yang lebih luas karena menghubungkan seluruh subsistem 

pangan, mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, pengolahan, distribusi, 

pemasaran, hingga konsumsi. Oleh karena itu, pengembangan kawasan pertanian 

tidak hanya memerlukan perencanaan spasial, tetapi juga membutuhkan tata 

kelola kolaboratif, inovasi, penguatan kelembagaan, dan sinergi multipihak agar 

mampu menciptakan sistem pangan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. 

Perspektif ini menunjukkan bahwa Regional Development Theory telah 

berkembang dari teori lokasi menjadi teori pembangunan wilayah yang 

menempatkan kawasan sebagai ruang integrasi ekonomi, sosial, kelembagaan, dan 

lingkungan. 
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Berdasarkan evolusi tersebut, Regional Development Theory telah 

mengalami transformasi dari pendekatan yang menitikberatkan pada lokasi dan 

pertumbuhan ekonomi menuju paradigma pembangunan wilayah berbasis potensi 

lokal, inovasi, kelembagaan, dan kolaborasi. Dalam penelitian ini, teori tersebut 

menjadi landasan konseptual untuk menjelaskan Pengembangan Kawasan 

Pertanian Tanaman Pangan sebagai suatu sistem pembangunan wilayah yang 

mengintegrasikan sumber daya, aktor, kelembagaan, rantai nilai, dan inovasi 

dalam perspektif Agrifood System. Dengan demikian, kawasan pertanian dipahami 

bukan sekadar sebagai ruang geografis, tetapi sebagai ruang kolaborasi yang 

mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan pertanian. 

Evolusi Regional Development Theory menunjukkan perubahan mendasar 

dalam cara memandang wilayah, dari sekadar lokasi aktivitas ekonomi menuju 

suatu sistem pembangunan yang terintegrasi. Perubahan paradigma tersebut 

menjadi dasar konseptual bagi pengembangan kawasan pertanian dalam penelitian 

ini.  

Untuk memperjelas tahapan evolusi tersebut, Gambar 2.8 menyajikan 

perkembangan pemikiran mulai dari Location Theory, Central Place Theory, 

Growth Pole Theory, Endogenous Regional Development, Place-Based 

Development, hingga Agrifood System-Oriented Regional Development, yang 

menjadi landasan konseptual Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman 

Pangan.  

Gambar 2.8 menunjukkan evolusi pemikiran Regional Development 

Theory dari pendekatan yang berorientasi pada efisiensi lokasi (Location Theory), 

hierarki pusat pelayanan (Central Place Theory), dan pusat pertumbuhan (Growth 

Pole Theory), menuju paradigma pembangunan wilayah yang menekankan 

potensi lokal (Endogenous Regional Development), pendekatan berbasis 

karakteristik wilayah (Place-Based Development), hingga Agrifood System-

Oriented Regional Development. Perkembangan tersebut mencerminkan 

pergeseran paradigma dari pembangunan yang berorientasi pada lokasi dan 

pertumbuhan ekonomi menuju pembangunan kawasan yang mengintegrasikan 

sumber daya, inovasi, kelembagaan, tata kelola kolaboratif, serta keberlanjutan 

ekonomi, sosial, dan lingkungan. 
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Sumber: Diadaptasi dan disintesis oleh penulis berdasarkan Von Thünen (1826); 

Weber (1909); Christaller (1933); Perroux (1955); OECD (2009, 2020); Boschma 

(2015); Pike, Rodríguez-Pose, dan Tomaney (2017); FAO (2021, 2023). 

Gambar 2. 8. Evolusi Regional Development Theory: Dari Location Theory 

Menuju Agrifood System-Oriented Regional Development  

Dalam penelitian ini, evolusi tersebut menjadi landasan konseptual bagi 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, yang dipahami sebagai 

suatu sistem pembangunan wilayah berbasis Agrifood System. Kawasan pertanian 

tidak hanya diposisikan sebagai ruang produksi, tetapi sebagai ekosistem yang 

menghubungkan aktor pembangunan, rantai nilai, teknologi, kelembagaan, dan 

kolaborasi multipihak untuk meningkatkan produktivitas, daya saing agribisnis, 

ketahanan pangan, serta mewujudkan Pertanian Berkelanjutan. 

b. Konsep dan Definisi Pengembangan Kawasan 

Konsep pengembangan kawasan merupakan salah satu pendekatan utama 

dalam Regional Development Theory yang memandang wilayah tidak sekadar 

sebagai ruang geografis, tetapi sebagai suatu sistem yang mengintegrasikan 

sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, aktivitas ekonomi, 

infrastruktur, serta hubungan antarpelaku pembangunan dalam mencapai tujuan 

pembangunan yang berkelanjutan. Pendekatan ini berkembang sebagai respons 

terhadap keterbatasan paradigma pembangunan sektoral yang cenderung 
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menghasilkan fragmentasi kebijakan, ketimpangan antarwilayah, serta rendahnya 

efektivitas pemanfaatan sumber daya lokal. 

Dalam literatur pembangunan wilayah, pengembangan kawasan 

didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pemanfaatan, 

dan pengelolaan potensi wilayah secara terpadu untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat serta memperkuat daya saing wilayah. Friedmann 

(1966) menjelaskan bahwa pembangunan wilayah harus berorientasi pada 

integrasi antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan penguatan 

kapasitas lokal. Pendekatan tersebut menekankan bahwa keberhasilan 

pembangunan tidak hanya ditentukan oleh investasi fisik, tetapi juga oleh 

kemampuan wilayah dalam mengembangkan kelembagaan, sumber daya manusia, 

dan jejaring ekonomi. 

Selanjutnya, Rondinelli (1985) memandang pengembangan kawasan 

sebagai proses pembangunan yang menghubungkan berbagai sektor ekonomi, 

sistem pelayanan publik, serta organisasi pemerintahan dalam suatu wilayah 

tertentu. Pendekatan ini menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan 

lintas wilayah agar pembangunan mampu menghasilkan manfaat yang lebih luas 

dibandingkan apabila setiap sektor bekerja secara terpisah. Oleh karena itu, 

pengembangan kawasan menjadi instrumen untuk meningkatkan efisiensi 

pembangunan sekaligus memperkuat keterpaduan kebijakan. 

Perkembangan teori pembangunan wilayah kemudian menggeser fokus 

pengembangan kawasan dari pendekatan fisik menuju pendekatan berbasis 

potensi lokal (place-based development). OECD (2009, 2020) menjelaskan bahwa 

setiap wilayah memiliki karakteristik ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan 

kelembagaan yang berbeda sehingga strategi pembangunan harus disesuaikan 

dengan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif masing-masing 

wilayah. Dalam perspektif ini, kawasan dipandang sebagai ruang yang memiliki 

identitas, kapasitas inovasi, serta jaringan aktor yang unik sehingga memerlukan 

pendekatan pembangunan yang bersifat kontekstual. 

Dalam sektor pertanian, konsep pengembangan kawasan mengalami 

perkembangan yang lebih spesifik melalui pendekatan Agricultural Regional 

Development atau pengembangan kawasan pertanian. FAO (2021, 2023) 



85 
 

menjelaskan bahwa pengembangan kawasan pertanian merupakan pendekatan 

pembangunan yang mengintegrasikan seluruh subsistem agrifood, mulai dari 

penyediaan input produksi, kegiatan budidaya, pengolahan hasil, distribusi, 

pemasaran, hingga konsumsi, dalam suatu wilayah yang memiliki keterkaitan 

spasial dan fungsional. Dengan demikian, kawasan pertanian tidak hanya 

dipahami sebagai konsentrasi lahan produksi, tetapi sebagai suatu ekosistem 

pembangunan yang menghubungkan berbagai aktor, kelembagaan, teknologi, dan 

rantai nilai pertanian. 

Dalam konteks Indonesia, konsep Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan memperoleh landasan kebijakan melalui pendekatan kawasan 

sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi Kementerian Pertanian, yang 

menempatkan kawasan sebagai basis peningkatan produktivitas, efisiensi usaha 

tani, penguatan kelembagaan petani, pengembangan agribisnis, dan peningkatan 

daya saing komoditas. Pendekatan kawasan juga menjadi instrumen untuk 

mengintegrasikan pembangunan infrastruktur, penyuluhan, inovasi teknologi, 

pembiayaan, serta pemasaran hasil pertanian dalam satu sistem pembangunan 

yang terpadu. 

Dalam perspektif Agrifood System, konsep pengembangan kawasan 

mengalami perluasan makna. Kawasan tidak lagi hanya dipandang sebagai ruang 

produksi pertanian, tetapi sebagai ekosistem agrifood yang menghubungkan 

seluruh rantai nilai pangan (farm-to-fork), mulai dari penyediaan sarana produksi, 

budidaya, pengolahan, logistik, pemasaran, hingga konsumsi. Pengembangan 

kawasan juga mencakup penguatan tata kelola, inovasi, digitalisasi, kemitraan, 

keberlanjutan lingkungan, serta peningkatan ketahanan pangan. Oleh karena itu, 

keberhasilan pengembangan kawasan sangat ditentukan oleh kemampuan 

berbagai aktor dalam membangun kolaborasi, mengintegrasikan sumber daya, dan 

menciptakan inovasi yang berkelanjutan. 

Berdasarkan perkembangan tersebut, konsep Pengembangan Kawasan 

Pertanian Tanaman Pangan dalam penelitian ini dipahami sebagai suatu 

pendekatan pembangunan wilayah yang mengintegrasikan potensi sumber daya, 

kelembagaan, rantai nilai, inovasi, dan kolaborasi multipihak dalam satu kawasan 

pertanian untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, daya saing, serta 
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keberlanjutan sistem pertanian. Pendekatan ini tidak hanya menekankan aspek 

spasial, tetapi juga menempatkan kawasan sebagai ruang koordinasi kebijakan, 

sinergi antaraktor, dan integrasi subsistem agrifood. 

Perbandingan tersebut disajikan pada Tabel 2.9. 

Tabel 2. 9. Perbandingan Konsep dan Definisi Pengembangan Kawasan 

Menurut Berbagai Perspektif 

Perspektif Konsep Utama Fokus 
Implikasi terhadap 

Penelitian 

Friedmann 

(1966) 

Regional 

Development 

Integrasi 

pertumbuhan 

ekonomi, pemerataan, 

dan kapasitas lokal 

Menekankan 

pembangunan kawasan 

sebagai sistem 

pembangunan wilayah. 

Rondinelli 

(1985) 

Integrated 

Regional 

Development 

Keterpaduan sektor, 

wilayah, dan 

kelembagaan 

Menjadi dasar koordinasi 

lintas sektor dalam 

pengembangan kawasan. 

OECD 

(2009, 

2020) 

Place-Based 

Development 

Pemanfaatan potensi 

lokal dan 

karakteristik wilayah 

Menegaskan pentingnya 

strategi pembangunan 

berbasis keunggulan 

wilayah. 

FAO (2021, 

2023) 

Agrifood System-

Oriented Regional 

Development 

Integrasi subsistem 

agrifood dan rantai 

nilai pangan 

Menjadi dasar konseptual 

pengembangan kawasan 

pertanian dalam perspektif 

agrifood. 

Sintesis 

Penulis 

Pengembangan 

Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan 

Integrasi potensi 

lokal, kelembagaan, 

rantai nilai, inovasi, 

dan kolaborasi 

multipihak 

Menjadi definisi 

konseptual variabel 

Pengembangan Kawasan 

Pertanian Tanaman 

Pangan (Z) dalam 

penelitian. 

Sumber: Disintesis oleh penulis berdasarkan Friedmann (1966), Rondinelli 

(1985), OECD (2009, 2020), FAO (2021, 2023), serta berbagai literatur mengenai 

Regional Development dan Agrifood System. 

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, penelitian ini mendefinisikan 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan sebagai proses 

pembangunan wilayah berbasis agrifood yang mengintegrasikan potensi lokal, 

sumber daya, kelembagaan, inovasi, rantai nilai, serta kolaborasi multipihak 

dalam suatu kawasan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, 

kesejahteraan petani, dan keberlanjutan pertanian. Definisi ini menegaskan bahwa 

kawasan tidak hanya berfungsi sebagai unit spasial pembangunan, tetapi juga 
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sebagai ruang integrasi ekonomi, sosial, kelembagaan, dan tata kelola kolaboratif 

yang mendukung transformasi sistem pertanian menuju Pertanian Berkelanjutan. 

Meskipun konsep pengembangan kawasan telah berkembang dalam 

berbagai perspektif pembangunan wilayah, terdapat perbedaan penekanan 

mengenai tujuan, ruang lingkup, dan mekanisme pengembangannya. Oleh karena 

itu, diperlukan analisis komparatif terhadap berbagai definisi yang dikemukakan 

dalam literatur untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif sekaligus 

menyusun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini.  

c. Dimensi Pengembangan Kawasan 

Perkembangan Regional Development Theory menunjukkan bahwa 

keberhasilan pembangunan kawasan tidak lagi ditentukan semata-mata oleh 

keberadaan sumber daya alam atau lokasi geografis, tetapi oleh kemampuan suatu 

wilayah dalam mengintegrasikan berbagai potensi yang dimiliki menjadi sistem 

pembangunan yang produktif, adaptif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, konsep 

pengembangan kawasan berkembang dari pendekatan yang berorientasi pada 

ruang (space-oriented development) menuju pendekatan yang menempatkan 

kawasan sebagai suatu sistem pembangunan terintegrasi (integrated territorial 

development system). 

Literatur pembangunan wilayah menunjukkan bahwa dimensi 

pengembangan kawasan mengalami perubahan yang cukup mendasar. Pada 

pendekatan klasik, perhatian utama diberikan pada lokasi, aksesibilitas, pusat 

pelayanan, dan konsentrasi aktivitas ekonomi. Namun, perkembangan teori 

pembangunan wilayah modern memperluas dimensi tersebut dengan memasukkan 

kapasitas kelembagaan, inovasi, modal sosial, tata kelola, serta kemampuan 

wilayah dalam membangun jejaring ekonomi dan menciptakan nilai tambah. 

Dengan demikian, pembangunan kawasan tidak lagi dipahami hanya sebagai 

pembangunan fisik, tetapi sebagai proses penguatan kapasitas wilayah secara 

menyeluruh. 

Dalam konteks pembangunan pertanian, kawasan dipandang sebagai suatu 

sistem agrifood yang menghubungkan seluruh subsistem pangan mulai dari 

penyediaan input, budidaya, pengolahan hasil, distribusi, pemasaran, hingga 

konsumsi. Oleh karena itu, efektivitas pengembangan kawasan sangat dipengaruhi 
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oleh kualitas integrasi antar subsistem, koordinasi antarpemangku kepentingan, 

serta kemampuan kawasan dalam menghasilkan inovasi dan meningkatkan daya 

saing. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa dimensi pengembangan kawasan 

harus mampu menjelaskan keterpaduan aspek ekonomi, sosial, kelembagaan, 

spasial, dan lingkungan secara bersamaan. 

Berdasarkan sintesis berbagai teori dan perkembangan literatur, penelitian 

ini memandang bahwa Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 

dibangun oleh lima dimensi utama, yaitu Potensi Wilayah (Regional Potential), 

Konektivitas dan Infrastruktur (Regional Connectivity), Kelembagaan dan Tata 

Kelola Kawasan (Institutional and Governance Capacity), Integrasi Rantai Nilai 

Agrifood (Agrifood Value Chain Integration), serta Keberlanjutan dan Daya Saing 

Kawasan (Regional Sustainability and Competitiveness). Kelima dimensi tersebut 

menggambarkan kemampuan suatu kawasan dalam mengelola sumber daya, 

membangun kolaborasi, meningkatkan nilai tambah, dan menciptakan 

pembangunan pertanian yang berkelanjutan. 

Dimensi Potensi Wilayah (Regional Potential) menggambarkan 

kemampuan kawasan dalam memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya 

manusia, karakteristik agroekologi, serta komoditas unggulan sebagai dasar 

pembangunan wilayah. Potensi lokal menjadi modal utama yang menentukan arah 

pengembangan kawasan sekaligus membentuk keunggulan komparatif wilayah. 

Dimensi Konektivitas dan Infrastruktur (Regional Connectivity) 

menunjukkan tingkat keterhubungan antarwilayah melalui jaringan transportasi, 

irigasi, logistik, infrastruktur produksi, dan teknologi informasi. Konektivitas 

yang baik memperlancar arus barang, jasa, informasi, serta meningkatkan efisiensi 

sistem agrifood dari hulu hingga hilir. 

Dimensi Kelembagaan dan Tata Kelola Kawasan (Institutional and 

Governance Capacity) menjelaskan kemampuan berbagai lembaga pemerintah, 

kelembagaan petani, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam 

membangun koordinasi, menyusun kebijakan, serta mengelola pembangunan 

kawasan secara kolaboratif. Dimensi ini menempatkan tata kelola sebagai faktor 

strategis dalam keberhasilan pembangunan kawasan. 
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Dimensi Integrasi Rantai Nilai Agrifood (Agrifood Value Chain 

Integration) menggambarkan keterpaduan hubungan antara produksi, pengolahan, 

distribusi, pemasaran, dan konsumsi dalam satu sistem kawasan. Integrasi rantai 

nilai memungkinkan peningkatan efisiensi, penciptaan nilai tambah, penguatan 

posisi tawar petani, serta peningkatan daya saing komoditas pangan. 

Selanjutnya, dimensi Keberlanjutan dan Daya Saing Kawasan (Regional 

Sustainability and Competitiveness) menjelaskan kemampuan kawasan dalam 

meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan melalui inovasi, efisiensi 

pemanfaatan sumber daya, perlindungan lingkungan, adaptasi terhadap perubahan 

iklim, serta penguatan daya saing ekonomi kawasan. Dimensi ini menegaskan 

bahwa pembangunan kawasan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi 

juga memperhatikan keberlanjutan sosial dan lingkungan. 

Berdasarkan kajian teoritis tersebut, penelitian ini memandang bahwa 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan merupakan konstruk 

multidimensional yang dibentuk oleh lima dimensi utama, yaitu Potensi Wilayah, 

Konektivitas dan Infrastruktur, Kelembagaan dan Tata Kelola Kawasan, Integrasi 

Rantai Nilai Agrifood, serta Keberlanjutan dan Daya Saing Kawasan. Kelima 

dimensi tersebut mencerminkan kemampuan kawasan dalam mengintegrasikan 

potensi lokal, sumber daya, kelembagaan, dan rantai nilai agrifood melalui tata 

kelola kolaboratif sehingga mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat 

daya saing, serta mendukung terwujudnya Pertanian Berkelanjutan. Dalam 

penelitian ini, dimensi-dimensi tersebut menjadi dasar konseptual penyusunan 

variabel Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan (Z). 

Berbagai teori pembangunan wilayah menunjukkan bahwa dimensi 

pengembangan kawasan berkembang dari orientasi spasial menuju pendekatan 

yang menekankan integrasi potensi lokal, kelembagaan, rantai nilai, dan 

keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan analisis komparatif untuk 

mengidentifikasi dimensi yang paling relevan sebagai dasar penyusunan konstruk 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dalam penelitian ini. 

Ringkasan perkembangan dimensi tersebut disajikan pada Tabel 2.10. 
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Tabel 2.10. Perbandingan Dimensi Pengembangan Kawasan Menurut 

Berbagai Perspektif 

Perspektif Dimensi/Fokus Implikasi terhadap Penelitian 

Friedmann 

(1966) 

Potensi wilayah, pemerataan, 

pembangunan teritorial 

Menempatkan wilayah sebagai 

sistem pembangunan yang 

memanfaatkan sumber daya 

lokal. 

Rondinelli 

(1985) 

Integrasi sektor, koordinasi 

kelembagaan, pelayanan wilayah 

Menjadi dasar pentingnya 

konektivitas dan koordinasi 

lintas sektor. 

OECD 

(2009, 

2020) 

Place-based development, 

karakteristik wilayah, tata kelola 

Menegaskan pembangunan 

berbasis potensi dan kapasitas 

wilayah. 

FAO (2021, 

2023) 

Integrasi sistem agrifood, rantai 

nilai, keberlanjutan 

Menjadi dasar pengembangan 

kawasan pertanian berbasis 

Agrifood System. 

Sintesis 

Penulis 

Potensi Wilayah; Konektivitas dan 

Infrastruktur; Kelembagaan dan 

Tata Kelola Kawasan; Integrasi 

Rantai Nilai Agrifood; 

Keberlanjutan dan Daya Saing 

Kawasan 

Menjadi dimensi konseptual 

variabel Pengembangan 

Kawasan Pertanian Tanaman 

Pangan (Z) yang akan 

dioperasionalkan dalam 

penelitian. 

Sumber: Disintesis oleh penulis berdasarkan Friedmann (1966), Rondinelli 

(1985), OECD (2009, 2020), Boschma (2015), Pike, Rodríguez-Pose, dan 

Tomaney (2017), serta FAO (2021, 2023). 

d. Kritik dan Perkembangan Regional Development Theory 

Perkembangan Regional Development Theory menunjukkan bahwa teori 

pembangunan wilayah mengalami transformasi yang signifikan sebagai respons 

terhadap perubahan dinamika ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan. 

Meskipun teori-teori klasik seperti Location Theory, Central Place Theory, dan 

Growth Pole Theory memberikan kontribusi besar dalam menjelaskan pola spasial 

pembangunan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan tersebut 

memiliki keterbatasan dalam menjelaskan kompleksitas pembangunan wilayah 

modern. Kritik terhadap teori klasik inilah yang mendorong lahirnya paradigma 

pembangunan wilayah yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada 

keberlanjutan. 
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Kritik pertama ditujukan kepada Location Theory yang dikembangkan 

oleh Von Thünen (1826) dan Weber (1909). Teori ini berasumsi bahwa keputusan 

lokasi kegiatan ekonomi terutama ditentukan oleh efisiensi biaya transportasi, 

biaya produksi, dan kedekatan dengan pasar. Pendekatan tersebut sangat relevan 

pada masa industrialisasi awal, tetapi kurang mampu menjelaskan faktor-faktor 

non-ekonomi yang kini memengaruhi pembangunan wilayah, seperti kualitas 

kelembagaan, inovasi, modal sosial, kapasitas sumber daya manusia, serta 

kebijakan publik. Dalam era ekonomi berbasis pengetahuan, keunggulan wilayah 

tidak lagi semata-mata ditentukan oleh lokasi geografis, tetapi juga oleh 

kemampuan wilayah membangun jejaring kolaboratif dan menghasilkan inovasi. 

Kritik berikutnya diarahkan kepada Central Place Theory (Christaller, 

1933) dan Growth Pole Theory (Perroux, 1955). Kedua teori tersebut 

menempatkan pusat pertumbuhan sebagai penggerak utama pembangunan 

wilayah melalui mekanisme penyebaran (spread effect). Namun, berbagai studi 

empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu menyebar secara 

merata. Dalam banyak kasus justru terjadi backwash effect, yaitu penarikan 

sumber daya, tenaga kerja, investasi, dan aktivitas ekonomi menuju pusat 

pertumbuhan sehingga memperlebar kesenjangan antarwilayah. Kritik ini 

menunjukkan bahwa pembangunan wilayah memerlukan pendekatan yang tidak 

hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan, inklusivitas, 

dan penguatan kapasitas wilayah lokal. 

Sebagai respons terhadap berbagai keterbatasan tersebut, berkembang 

paradigma Endogenous Regional Development yang menempatkan potensi lokal 

sebagai motor utama pembangunan wilayah. Pendekatan ini menekankan bahwa 

daya saing wilayah dibangun melalui pemanfaatan sumber daya lokal, inovasi, 

kewirausahaan, modal sosial, serta kapasitas kelembagaan. Boschma (2015) 

menegaskan bahwa kemampuan wilayah untuk belajar (regional learning), 

membangun jejaring (networking), dan menciptakan inovasi menjadi faktor yang 

lebih menentukan dibandingkan keunggulan lokasi semata. Dengan demikian, 

pembangunan wilayah tidak lagi dipandang sebagai proses yang digerakkan oleh 

investasi eksternal, tetapi sebagai proses transformasi yang berasal dari kekuatan 

internal wilayah. 
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Perkembangan lebih lanjut melahirkan pendekatan Place-Based 

Development yang dipromosikan oleh OECD (2009, 2020) dan Pike, Rodríguez-

Pose, dan Tomaney (2017). Pendekatan ini mengkritik kebijakan pembangunan 

yang bersifat seragam (one-size-fits-all) dan menekankan bahwa setiap wilayah 

memiliki karakteristik, tantangan, peluang, serta kapasitas yang berbeda. Oleh 

karena itu, strategi pembangunan harus disusun berdasarkan kondisi spesifik 

wilayah melalui integrasi kebijakan lintas sektor, penguatan kelembagaan lokal, 

dan partisipasi para pemangku kepentingan. Paradigma ini memperkuat 

pergeseran dari pembangunan yang berorientasi pada ruang (space-based 

development) menuju pembangunan yang berorientasi pada karakteristik wilayah 

(place-based development). 

Dalam dekade terakhir, perkembangan teori pembangunan wilayah 

semakin dipengaruhi oleh paradigma Agrifood System dan pembangunan 

berkelanjutan. FAO (2021, 2023) menegaskan bahwa pembangunan kawasan 

pertanian tidak dapat dipisahkan dari integrasi seluruh subsistem pangan, mulai 

dari penyediaan sarana produksi, budidaya, pengolahan, distribusi, pemasaran, 

hingga konsumsi. Dengan demikian, kawasan dipahami sebagai suatu ekosistem 

agrifood yang menghubungkan berbagai aktor, kelembagaan, teknologi, pasar, 

dan kebijakan dalam satu sistem yang saling berinteraksi. Pendekatan ini 

memperluas cakupan Regional Development Theory dari perspektif spasial 

menjadi perspektif sistemik yang menekankan keterpaduan ekonomi, sosial, 

lingkungan, dan tata kelola. 

Perkembangan tersebut juga menunjukkan semakin kuatnya hubungan 

antara Regional Development Theory dan Collaborative Governance Theory. Jika 

teori pembangunan wilayah menjelaskan bagaimana kawasan dikembangkan 

sebagai suatu sistem pembangunan, maka Collaborative Governance menjelaskan 

mekanisme tata kelola yang memungkinkan berbagai aktor bekerja sama dalam 

mengelola kawasan tersebut. Dengan kata lain, pembangunan kawasan modern 

tidak lagi hanya membutuhkan perencanaan spasial dan investasi fisik, tetapi juga 

memerlukan kepemimpinan kolaboratif, koordinasi lintas sektor, integrasi 

kebijakan, serta partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha. Oleh karena itu, 

pengembangan kawasan dalam perspektif Agrifood System tidak dapat dipisahkan 
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dari kualitas tata kelola kolaboratif yang mendukung keberhasilan 

implementasinya. 

Berdasarkan berbagai kritik dan perkembangan tersebut, Regional 

Development Theory telah berevolusi dari pendekatan yang menitikberatkan pada 

lokasi dan pertumbuhan ekonomi menuju paradigma pembangunan kawasan yang 

menekankan potensi lokal, inovasi, kelembagaan, kolaborasi, integrasi rantai nilai, 

dan keberlanjutan. Dalam penelitian ini, perkembangan tersebut menjadi dasar 

konseptual untuk memahami Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 

sebagai suatu sistem agrifood berbasis wilayah yang mengintegrasikan sumber 

daya, aktor, kebijakan, dan rantai nilai melalui Collaborative Governance, Social 

Entrepreneurship, dan Pentahelix Collaboration. Dengan demikian, kawasan 

pertanian tidak hanya dipahami sebagai ruang produksi, tetapi sebagai ekosistem 

pembangunan kolaboratif yang mendukung peningkatan produktivitas, daya 

saing, ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan keberlanjutan pertanian. 

Perkembangan Regional Development Theory menunjukkan adanya 

perubahan paradigma yang mendasar, dari pendekatan yang berorientasi pada 

efisiensi lokasi dan pusat pertumbuhan menuju pembangunan wilayah yang 

berbasis potensi lokal, tata kelola kolaboratif, integrasi rantai nilai, dan 

keberlanjutan. Untuk memperjelas arah perkembangan tersebut, dilakukan analisis 

komparatif terhadap kritik, penyempurnaan, dan implikasi konseptual dari 

berbagai perspektif teori pembangunan wilayah. Hasil sintesis tersebut disajikan 

pada Tabel 2.11. 
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Tabel 2. 11. Perbandingan Kritik, Perkembangan, dan Implikasi Konseptual Regional Development Theory 

Perspektif Kritik/Keterbatasan Perkembangan Konsep Implikasi terhadap Penelitian 

Location Theory 

(Von Thünen; 

Weber) 

Terlalu menekankan efisiensi lokasi 

dan biaya transportasi; 

mengabaikan kelembagaan, inovasi, 

dan modal sosial 

Wilayah dipahami sebagai 

sistem yang dipengaruhi oleh 

faktor ekonomi dan non-

ekonomi 

Menunjukkan bahwa pengembangan kawasan 

memerlukan lebih dari sekadar keunggulan 

lokasi. 

Central Place & 

Growth Pole 

Theory (Christaller; 

Perroux) 

Berpotensi menciptakan 

kesenjangan wilayah karena efek 

pertumbuhan tidak selalu menyebar 

Pergeseran menuju 

pembangunan yang lebih 

inklusif dan merata 

Menegaskan pentingnya pemerataan, 

konektivitas, dan penguatan kawasan lokal. 

Endogenous 

Regional 

Development 

Fokus internal wilayah belum 

sepenuhnya menjelaskan dinamika 

jaringan eksternal 

Penekanan pada inovasi, 

pembelajaran wilayah, 

kewirausahaan, dan kapasitas 

kelembagaan 

Menjadi dasar penguatan potensi lokal dan 

kelembagaan kawasan. 

Place-Based 

Development 

Menuntut koordinasi lintas sektor 

dan kapasitas tata kelola yang kuat 

Strategi pembangunan 

disesuaikan dengan 

Menjadi dasar pendekatan pengembangan 

kawasan berbasis potensi lokal. 
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Perspektif Kritik/Keterbatasan Perkembangan Konsep Implikasi terhadap Penelitian 

(OECD; Pike et al.) karakteristik spesifik wilayah 

Agrifood System-

Oriented Regional 

Development 

(FAO) 

Memerlukan integrasi lintas aktor 

dan lintas subsistem yang kompleks 

Kawasan dipahami sebagai 

ekosistem agrifood yang 

mengintegrasikan rantai nilai, 

inovasi, dan tata kelola 

Menjadi landasan konseptual variabel 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman 

Pangan (Z) dalam penelitian. 

Penelitian ini 

(Sintesis 

Konseptual) 

Pendekatan pembangunan kawasan 

perlu mengintegrasikan dimensi 

spasial, kelembagaan, tata kelola, 

dan sistem agrifood 

Pengembangan kawasan 

dipahami sebagai sistem 

pembangunan wilayah berbasis 

kolaborasi, inovasi, dan 

keberlanjutan 

Menjelaskan posisi Pengembangan Kawasan 

Pertanian Tanaman Pangan sebagai mekanisme 

yang menghubungkan Social Entrepreneurship, 

Pentahelix Collaboration, dan Pertanian 

Berkelanjutan dalam perspektif Agrifood System. 

Sumber: Disintesis oleh penulis berdasarkan Von Thünen (1826), Weber (1909), Christaller (1933), Perroux (1955), Boschma (2015), 

OECD (2009, 2020), Pike, Rodríguez-Pose, dan Tomaney (2017), serta FAO (2021, 2023). 
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e. Relevansi Regional Development Theory dalam Penelitian 

Pemilihan Regional Development Theory sebagai salah satu supporting 

theory dalam penelitian ini didasarkan pada kemampuannya menjelaskan 

bagaimana suatu wilayah dapat dikembangkan secara terintegrasi melalui 

pemanfaatan potensi lokal, penguatan kelembagaan, peningkatan konektivitas, 

serta pengembangan rantai nilai yang mampu menciptakan pertumbuhan 

ekonomi, pemerataan pembangunan, dan keberlanjutan wilayah. Berbeda dengan 

pendekatan pembangunan sektoral yang memandang setiap sektor bekerja secara 

terpisah, Regional Development Theory memandang kawasan sebagai suatu 

sistem yang menghubungkan berbagai sumber daya, aktor, kebijakan, dan 

aktivitas ekonomi dalam satu kesatuan pembangunan yang saling berkaitan. 

Perspektif tersebut sangat relevan dengan karakteristik pembangunan pertanian 

modern yang menuntut integrasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku 

kepentingan. 

Dalam perspektif Agrifood System, pembangunan pertanian tidak lagi 

dipahami sebagai peningkatan produksi di tingkat usaha tani semata, tetapi 

sebagai transformasi seluruh sistem pangan yang mencakup penyediaan sarana 

produksi, budidaya, pengolahan, distribusi, pemasaran, konsumsi, serta 

pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Transformasi tersebut hanya 

dapat diwujudkan apabila seluruh subsistem agrifood dihubungkan melalui suatu 

kawasan yang memiliki keterkaitan spasial, ekonomi, sosial, kelembagaan, dan 

lingkungan. Oleh karena itu, Regional Development Theory memberikan 

kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana kawasan berfungsi sebagai 

ruang integrasi berbagai komponen sistem agrifood sehingga mampu 

meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, dan daya saing pertanian. 

Relevansi Regional Development Theory dalam penelitian ini semakin 

kuat ketika dihubungkan dengan Collaborative Governance Theory sebagai 

Grand Theory. Jika Collaborative Governance Theory menjelaskan bagaimana 

proses tata kelola kolaboratif dibangun, maka Regional Development Theory 

menjelaskan di mana proses tersebut diimplementasikan, yaitu pada suatu 

kawasan yang memiliki karakteristik, potensi, dan tantangan tertentu. Dengan 

demikian, kawasan bukan sekadar unit administratif atau ruang geografis, tetapi 
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menjadi arena implementasi tata kelola kolaboratif yang mengintegrasikan 

kebijakan, kelembagaan, sumber daya, dan aktor pembangunan dalam mencapai 

tujuan bersama. 

Hubungan tersebut semakin diperkuat oleh Social Entrepreneurship dan 

Pentahelix Collaboration sebagai dua supporting theory lainnya. Social 

Entrepreneurship menyediakan mekanisme inovasi sosial, pemberdayaan 

masyarakat, dan penciptaan nilai ekonomi yang memperkuat kapasitas internal 

kawasan. Sementara itu, Pentahelix Collaboration menjelaskan sinergi antara 

pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media dalam membangun 

inovasi, mengintegrasikan sumber daya, serta memperluas jejaring pembangunan. 

Dengan demikian, Regional Development Theory menjadi wadah konseptual 

yang menghubungkan kedua pendekatan tersebut ke dalam suatu sistem 

pembangunan kawasan yang terpadu. 

Dalam konteks Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, teori 

pembangunan wilayah memberikan dasar konseptual untuk memahami bahwa 

keberhasilan kawasan tidak hanya ditentukan oleh luas lahan atau produktivitas 

pertanian, tetapi juga oleh kualitas konektivitas, kapasitas kelembagaan, integrasi 

rantai nilai, inovasi, investasi, dan tata kelola. Kawasan yang berkembang dengan 

baik mampu menghubungkan petani, koperasi, penyuluh, perguruan tinggi, pelaku 

usaha, lembaga keuangan, pemerintah daerah, serta berbagai institusi pendukung 

dalam satu sistem agrifood yang saling menguatkan. Melalui pendekatan tersebut, 

pembangunan kawasan mampu meningkatkan efisiensi distribusi, memperkuat 

hilirisasi, memperluas akses pasar, serta meningkatkan kesejahteraan petani secara 

berkelanjutan. 

Lebih lanjut, Regional Development Theory memiliki relevansi yang 

sangat kuat terhadap pencapaian Pertanian Berkelanjutan. Pembangunan kawasan 

yang terintegrasi mampu memperkuat tiga dimensi keberlanjutan secara simultan. 

Dari aspek ekonomi, kawasan meningkatkan produktivitas, efisiensi, nilai tambah, 

dan daya saing agribisnis. Dari aspek sosial, kawasan memperkuat kelembagaan 

petani, memperluas partisipasi masyarakat, menciptakan kesempatan kerja, dan 

meningkatkan kesejahteraan rumah tangga pertanian. Dari aspek lingkungan, 

kawasan mendorong pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien, konservasi 



98 

 

lahan, adaptasi terhadap perubahan iklim, serta penerapan teknologi pertanian 

yang ramah lingkungan. Dengan demikian, pengembangan kawasan menjadi 

instrumen strategis untuk mewujudkan sistem pertanian yang tangguh, inklusif, 

dan berkelanjutan. 

Dalam penelitian ini, Regional Development Theory tidak diposisikan 

sebagai teori yang berdiri sendiri, tetapi sebagai teori yang menjembatani 

hubungan antara Collaborative Governance, Social Entrepreneurship, Pentahelix 

Collaboration, dan Pertanian Berkelanjutan. Melalui perspektif ini, kawasan 

dipahami sebagai ruang integrasi kebijakan, inovasi, kelembagaan, serta rantai 

nilai agrifood yang memungkinkan berbagai aktor bekerja secara kolaboratif 

dalam menciptakan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menempatkan Regional 

Development Theory sebagai supporting theory yang memberikan landasan 

konseptual bagi variabel Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan (Z). 

Teori ini menjelaskan bahwa kawasan merupakan sistem pembangunan wilayah 

yang mengintegrasikan potensi lokal, infrastruktur, kelembagaan, rantai nilai 

agrifood, dan tata kelola kolaboratif dalam satu kesatuan pembangunan. Dalam 

kerangka penelitian ini, Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 

diposisikan sebagai mekanisme implementasi yang menghubungkan Social 

Entrepreneurship dan Pentahelix Collaboration dengan Pertanian Berkelanjutan. 

Dengan demikian, Regional Development Theory tidak hanya menjelaskan aspek 

spasial pembangunan, tetapi juga memperkuat argumentasi bahwa transformasi 

Agrifood System hanya dapat diwujudkan melalui pengembangan kawasan yang 

inovatif, kolaboratif, adaptif, dan berkelanjutan. 

Untuk memperjelas posisi Regional Development Theory dalam kerangka 

konseptual penelitian, hubungan antara pembangunan wilayah, tata kelola 

kolaboratif, inovasi sosial, kolaborasi multipihak, Pengembangan Kawasan 

Pertanian Tanaman Pangan, dan Pertanian Berkelanjutan disajikan secara visual 

pada Gambar 2.9.  
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Sumber: Diadaptasi dan disintesis oleh penulis berdasarkan Ansell dan Gash 

(2008), Emerson et al. (2012), Dees (1998), Mair dan Martí (2006), Etzkowitz dan 

Leydesdorff (2000), Carayannis dan Campbell (2009, 2012), Friedmann (1966), 

Rondinelli (1985), OECD (2009, 2020), Gliessman (2015), dan FAO (2021, 

2023). 

Gambar 2.9. Relevansi Regional Development Theory dalam kerangka 

Penelitian 

Gambar 2.9 menunjukkan bahwa Regional Development Theory berfungsi 

sebagai landasan konseptual yang menjelaskan kawasan sebagai ruang integrasi 

berbagai aktor, sumber daya, dan rantai nilai agrifood. Dalam ruang tersebut, 

Collaborative Governance, Social Entrepreneurship, dan Pentahelix 

Collaboration menjadi mekanisme yang memperkuat proses pengembangan 

kawasan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas, daya saing, ketahanan 

pangan, kesejahteraan petani, dan keberlanjutan sistem pertanian. 
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5. Sustainable Agriculture Theory (Supporting Theory IV/Outcome 

Theory) 

a. Evolusi Sustainable Theory 

Konsep Sustainable Agriculture berkembang sebagai respons terhadap 

perubahan paradigma pembangunan pertanian yang semakin dipengaruhi oleh 

dinamika pertumbuhan penduduk, kebutuhan pangan, perubahan iklim, degradasi 

lingkungan, dan meningkatnya tuntutan terhadap sistem pangan yang lebih 

tangguh dan berkelanjutan. Pada tahap awal, pembangunan pertanian lebih 

berorientasi pada peningkatan produksi melalui intensifikasi penggunaan 

teknologi, varietas unggul, pupuk kimia, pestisida, dan mekanisasi. Pendekatan 

tersebut dikenal sebagai Green Revolution, yang berhasil meningkatkan 

produktivitas pangan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, namun 

juga menimbulkan berbagai dampak ekologis dan sosial yang semakin dirasakan 

dalam jangka panjang. 

Keberhasilan Green Revolution dalam meningkatkan produksi pangan 

pada dekade 1960–1980 menjadi tonggak penting pembangunan pertanian 

modern. Pendekatan ini menitikberatkan pada efisiensi produksi melalui inovasi 

teknologi dan penggunaan input eksternal secara intensif. Meskipun mampu 

meningkatkan produksi padi dan memperkuat ketahanan pangan pada masanya, 

berbagai penelitian menunjukkan bahwa sistem tersebut juga memicu degradasi 

kesuburan tanah, pencemaran air akibat residu pupuk dan pestisida, penurunan 

keanekaragaman hayati, ketergantungan petani terhadap input kimia, serta 

meningkatnya kesenjangan sosial di wilayah pedesaan. Kondisi tersebut 

memunculkan kritik bahwa keberhasilan produksi belum tentu mencerminkan 

keberlanjutan sistem pertanian. 

Perkembangan berikutnya dipengaruhi oleh munculnya konsep 

Sustainable Development yang diperkenalkan melalui laporan Our Common 

Future oleh World Commission on Environment and Development (WCED) pada 

tahun 1987. Laporan tersebut menegaskan bahwa pembangunan harus mampu 

memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi 

mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Prinsip keberlanjutan ini kemudian 

menjadi landasan bagi pengembangan konsep Sustainable Agriculture, yang 
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menempatkan keseimbangan antara produktivitas ekonomi, kesejahteraan sosial, 

dan kelestarian lingkungan sebagai tujuan utama pembangunan pertanian. 

Memasuki dekade 1990-an hingga awal 2000-an, konsep Sustainable 

Agriculture berkembang melalui pendekatan Agroecology dan Ecological 

Agriculture. Gliessman (2015) menegaskan bahwa sistem pertanian harus 

dirancang berdasarkan prinsip-prinsip ekologi, sehingga produktivitas dapat 

ditingkatkan tanpa merusak fungsi ekosistem. Pada periode yang sama, Pretty 

(2008) mengembangkan perspektif bahwa keberlanjutan pertanian tidak hanya 

ditentukan oleh praktik budidaya yang ramah lingkungan, tetapi juga oleh inovasi, 

pembelajaran sosial, pemberdayaan petani, dan penguatan kelembagaan lokal. 

Dengan demikian, dimensi sosial mulai memperoleh perhatian yang sama 

pentingnya dengan dimensi ekonomi dan lingkungan. 

Perubahan iklim, meningkatnya frekuensi bencana alam, serta tekanan 

terhadap sistem pangan global mendorong berkembangnya konsep Climate-Smart 

Agriculture (CSA) yang dipromosikan oleh FAO sejak awal dekade 2010-an. 

Pendekatan ini menekankan tiga tujuan utama, yaitu meningkatkan produktivitas 

pertanian secara berkelanjutan, memperkuat kemampuan adaptasi terhadap 

perubahan iklim, serta mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian. 

Selanjutnya, berkembang pula konsep Regenerative Agriculture, Nature-Positive 

Agriculture, dan Circular Agriculture yang menempatkan pemulihan ekosistem, 

efisiensi sumber daya, ekonomi sirkular, serta konservasi keanekaragaman hayati 

sebagai bagian integral dari pembangunan pertanian. 

Perkembangan paling mutakhir menunjukkan bahwa Sustainable 

Agriculture tidak lagi dipahami sebagai praktik budidaya di tingkat usaha tani 

semata, tetapi sebagai bagian dari transformasi Agrifood System. FAO (2021, 

2023) menjelaskan bahwa keberlanjutan pertanian hanya dapat dicapai apabila 

seluruh subsistem pangan—mulai dari penyediaan input, produksi, pengolahan, 

distribusi, pemasaran, konsumsi, hingga pengelolaan limbah—dikelola secara 

terpadu. Dalam perspektif ini, keberhasilan pertanian berkelanjutan tidak hanya 

diukur dari peningkatan hasil panen, tetapi juga dari efisiensi rantai nilai, 

ketahanan pangan, inklusivitas sosial, kualitas tata kelola, inovasi teknologi, serta 

keberlanjutan lingkungan. 
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Dalam konteks Indonesia, evolusi tersebut tercermin pada pergeseran 

kebijakan pembangunan pertanian dari orientasi swasembada pangan menuju 

ketahanan pangan, nilai tambah agribisnis, keberlanjutan sumber daya alam, dan 

transformasi sistem pangan. Pendekatan pengembangan kawasan, digitalisasi 

pertanian, hilirisasi produk, penguatan kelembagaan petani, serta kolaborasi 

multipihak semakin menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan 

pertanian nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pertanian modern 

membutuhkan integrasi antara inovasi, tata kelola kolaboratif, pengembangan 

wilayah, dan sistem agrifood. 

Berdasarkan evolusi tersebut, Sustainable Agriculture Theory telah 

berkembang dari paradigma yang berorientasi pada peningkatan produksi menuju 

paradigma transformasi sistem agrifood yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, 

sosial, lingkungan, kelembagaan, dan tata kelola kolaboratif. Dalam penelitian ini, 

Pertanian Berkelanjutan dipahami sebagai outcome dari interaksi antara Social 

Entrepreneurship, Pentahelix Collaboration, dan Pengembangan Kawasan 

Pertanian Tanaman Pangan, yang dilaksanakan dalam kerangka Collaborative 

Governance dan paradigma Agrifood System. Dengan demikian, keberlanjutan 

pertanian tidak hanya diukur dari produktivitas, tetapi juga dari kemampuan 

sistem pertanian menciptakan kesejahteraan petani, menjaga kelestarian 

lingkungan, memperkuat kelembagaan, meningkatkan ketahanan pangan, dan 

membangun daya saing agribisnis secara berkelanjutan. 

Evolusi Sustainable Agriculture Theory menunjukkan adanya perubahan 

paradigma yang mendasar, dari pendekatan yang berfokus pada peningkatan 

produksi melalui intensifikasi menuju sistem pertanian yang mengintegrasikan 

keberlanjutan ekonomi, sosial, lingkungan, inovasi, serta tata kelola dalam 

perspektif Agrifood System.  

Untuk memperjelas perkembangan tersebut, Gambar 2.10 menyajikan 

tahapan evolusi pemikiran mulai dari Green Revolution, Sustainable 

Development, Agroecology, Climate-Smart Agriculture, Regenerative 

Agriculture, hingga Agrifood System-Oriented Sustainable Agriculture. 

Visualisasi ini menunjukkan bahwa teori pertanian berkelanjutan berkembang dari 
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pendekatan produksi menuju paradigma pembangunan sistem pangan yang 

terintegrasi, tangguh, dan berkelanjutan. 

 

Sumber: Diadaptasi dan disintesis oleh penulis berdasarkan WCED (1987); 

Pretty (2008); Gliessman (2015); FAO (2014, 2021, 2023); Lal (2020); United 

Nations (2015); serta berbagai literatur mengenai Climate-Smart Agriculture, 

Regenerative Agriculture, dan Agrifood System.  

Gambar 2.10.  Evolusi Sustainable Agriculture Theory: Dari Green Revolution 

Menuju Agrifood System-Oriented Sustainable Agriculture 

Gambar 2.10 menggambarkan evolusi Sustainable Agriculture Theory 

yang menunjukkan perubahan paradigma pembangunan pertanian dari pendekatan 

yang berorientasi pada peningkatan produksi melalui intensifikasi (Green 

Revolution) menuju sistem pertanian yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, 

sosial, lingkungan, inovasi, ketahanan iklim, dan tata kelola dalam perspektif 

Agrifood System. Evolusi tersebut terdiri atas enam tahapan utama, yaitu Green 

Revolution, Sustainable Development, Agroecology, Climate-Smart Agriculture, 

Regenerative/Circular Agriculture, dan Agrifood System-Oriented Sustainable 

Agriculture. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pertanian berkelanjutan tidak 

lagi dipahami hanya sebagai praktik budidaya yang ramah lingkungan, tetapi 
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sebagai transformasi menyeluruh terhadap sistem pangan dari hulu hingga hilir 

yang bertujuan meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, kesejahteraan 

petani, dan keberlanjutan sumber daya alam. 

b. Konsep dan Definisi Sustainable Agriculture 

Konsep Sustainable Agriculture berkembang sebagai respons terhadap 

berbagai dampak negatif sistem pertanian konvensional yang berorientasi pada 

peningkatan produksi tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan, 

kesejahteraan petani, maupun keberlanjutan sumber daya alam. Intensifikasi 

pertanian yang didorong oleh Revolusi Hijau memang berhasil meningkatkan 

produktivitas pangan di berbagai negara, tetapi juga menimbulkan berbagai 

persoalan, seperti degradasi lahan, pencemaran lingkungan, penurunan 

keanekaragaman hayati, ketergantungan terhadap input eksternal, serta 

meningkatnya kerentanan sistem pertanian terhadap perubahan iklim. Kondisi 

tersebut mendorong berkembangnya paradigma Sustainable Agriculture, yang 

menempatkan keseimbangan antara produktivitas, keberlanjutan lingkungan, dan 

kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan pertanian. 

Secara konseptual, landasan Sustainable Agriculture tidak dapat 

dipisahkan dari konsep Sustainable Development yang diperkenalkan oleh World 

Commission on Environment and Development (WCED) melalui laporan Our 

Common Future (1987). WCED mendefinisikan pembangunan berkelanjutan 

sebagai pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa 

mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya 

sendiri. Prinsip tersebut kemudian menjadi dasar pengembangan berbagai 

pendekatan pembangunan sektor pertanian yang menekankan keseimbangan 

antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

Dalam konteks pertanian, Food and Agriculture Organization (FAO) 

mendefinisikan Sustainable Agriculture sebagai sistem pengelolaan sumber daya 

alam yang mampu memenuhi kebutuhan pangan dan kesejahteraan masyarakat 

saat ini tanpa mengurangi kapasitas sumber daya alam bagi generasi mendatang. 

Pendekatan ini menekankan pengelolaan tanah, air, keanekaragaman hayati, serta 

teknologi pertanian secara efisien, sekaligus memperhatikan aspek kelayakan 
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ekonomi, penerimaan sosial, dan keberlanjutan lingkungan (FAO, 2014; FAO, 

2021). 

Menurut Gliessman (2015), Sustainable Agriculture merupakan sistem 

pertanian yang menerapkan prinsip-prinsip ekologi dalam seluruh proses produksi 

sehingga mampu menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus meningkatkan 

produktivitas dan kesejahteraan petani. Pendekatan agroekologi tersebut 

menempatkan pertanian sebagai bagian dari sistem ekologis yang saling 

berinteraksi dengan faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, 

keberhasilan pertanian tidak hanya diukur dari hasil produksi, tetapi juga dari 

kemampuannya menjaga fungsi ekosistem dan meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat. 

Sementara itu, Pretty (2008) memandang Sustainable Agriculture sebagai 

proses transformasi sistem pertanian melalui pemanfaatan inovasi, partisipasi 

masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien. Dalam 

perspektif ini, keberlanjutan tidak hanya ditentukan oleh konservasi lingkungan, 

tetapi juga oleh kemampuan petani dalam meningkatkan kapasitas, membangun 

kelembagaan, serta mengembangkan inovasi yang sesuai dengan kondisi lokal. 

Dengan demikian, keberlanjutan menjadi hasil dari interaksi antara teknologi, 

kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat. 

Perkembangan literatur mutakhir menunjukkan bahwa konsep Sustainable 

Agriculture semakin terintegrasi dengan paradigma Agrifood System. FAO (2021, 

2023) menegaskan bahwa keberlanjutan pertanian tidak hanya bergantung pada 

praktik budidaya di tingkat usaha tani, tetapi juga pada keberlanjutan seluruh 

rantai nilai pangan, mulai dari penyediaan input, produksi, pengolahan, distribusi, 

pemasaran, konsumsi, hingga pengelolaan limbah. Oleh karena itu, pembangunan 

pertanian berkelanjutan memerlukan integrasi antara inovasi teknologi, tata kelola 

kolaboratif, penguatan kelembagaan, efisiensi rantai nilai, ketahanan pangan, dan 

pengelolaan lingkungan secara terpadu. 

Dalam penelitian ini, Sustainable Agriculture dipahami sebagai tujuan 

akhir (outcome) dari proses pembangunan pertanian berbasis Agrifood System. 

Keberlanjutan tidak hanya diukur dari peningkatan produktivitas atau 

pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan sistem pertanian dalam 
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meningkatkan kesejahteraan petani, menjaga kualitas lingkungan, memperkuat 

kelembagaan, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, serta 

menciptakan sistem pangan yang tangguh dan inklusif. Perspektif tersebut sejalan 

dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development 

Goals/SDGs), khususnya SDG 2 (Zero Hunger), SDG 12 (Responsible 

Consumption and Production), SDG 13 (Climate Action), dan SDG 15 (Life on 

Land). 

Berdasarkan berbagai perspektif tersebut, penelitian ini mendefinisikan 

Sustainable Agriculture sebagai suatu sistem pembangunan pertanian berbasis 

Agrifood System yang mengintegrasikan produktivitas ekonomi, kesejahteraan 

sosial, kelestarian lingkungan, penguatan kelembagaan, serta kemampuan adaptasi 

terhadap perubahan lingkungan melalui tata kelola kolaboratif, inovasi, dan 

integrasi rantai nilai pangan. Dalam penelitian ini, Sustainable Agriculture 

diposisikan sebagai variabel outcome (Y) yang mencerminkan keberhasilan 

implementasi Social Entrepreneurship, Pentahelix Collaboration, dan 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dalam mewujudkan sistem 

pertanian yang produktif, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. 

Konsep Sustainable Agriculture telah mengalami perkembangan yang 

signifikan, dari pendekatan yang semula berorientasi pada konservasi sumber 

daya alam menjadi paradigma pembangunan yang mengintegrasikan dimensi 

ekonomi, sosial, lingkungan, kelembagaan, dan tata kelola dalam suatu sistem 

pangan yang berkelanjutan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa 

keberlanjutan pertanian tidak lagi dipahami semata-mata sebagai upaya menjaga 

produktivitas lahan, tetapi juga sebagai kemampuan sistem pertanian untuk 

menciptakan keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat, 

pelestarian lingkungan, ketahanan pangan, serta penguatan kapasitas kelembagaan 

dalam menghadapi berbagai tantangan Pembangunan. 

Berbagai organisasi internasional dan para ahli memberikan penekanan 

yang berbeda mengenai konsep Sustainable Agriculture, sesuai dengan 

perspektif dan tujuan analisis masing-masing. Perbedaan tersebut memperkaya 

pemahaman mengenai karakteristik pertanian berkelanjutan sekaligus menjadi 

dasar dalam merumuskan definisi konseptual yang relevan dengan konteks 
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penelitian ini. Oleh karena itu, dilakukan analisis komparatif terhadap berbagai 

konsep dan definisi Sustainable Agriculture untuk mengidentifikasi persamaan, 

perbedaan, serta perkembangan paradigma yang menjadi landasan dalam 

penyusunan variabel Pertanian Berkelanjutan (Y).  

Hasil perbandingan konsep dan definisi tersebut disajikan pada Tabel 

2.12. 

Tabel 2.12. Perbandingan Konsep dan Definisi Sustainable Agriculture 

Menurut Berbagai Perspektif 

Perspektif Konsep Utama Fokus 
Implikasi terhadap 

Penelitian 

WCED (1987) 
Sustainable 

Development 

Memenuhi kebutuhan 

saat ini tanpa 

mengorbankan 

generasi mendatang 

Menjadi landasan 

normatif keberlanjutan 

pembangunan pertanian. 

FAO (2014; 

2021; 2023) 

Sustainable 

Agriculture 

Keseimbangan 

produktivitas, 

kesejahteraan, dan 

kelestarian sumber 

daya 

Menjadi dasar 

pembangunan pertanian 

berbasis Agrifood 

System. 

Pretty (2008) 
Sustainable 

Agriculture 

Inovasi, partisipasi 

masyarakat, dan 

efisiensi pengelolaan 

sumber daya 

Menekankan pentingnya 

pemberdayaan dan 

inovasi dalam 

keberlanjutan pertanian. 

Gliessman 

(2015) 

Agroecological 

Agriculture 

Integrasi prinsip 

ekologi dalam sistem 

pertanian 

Menjelaskan hubungan 

antara produktivitas dan 

fungsi ekosistem. 

Penelitian ini 

(Sintesis 

Konseptual) 

Sustainable 

Agriculture 

Integrasi ekonomi, 

sosial, lingkungan, 

kelembagaan, dan 

adaptasi melalui tata 

kelola kolaboratif 

serta sistem agrifood 

Menjadi definisi 

konseptual variabel 

Pertanian Berkelanjutan 

(Y) dalam penelitian. 

Sumber: Disintesis oleh penulis berdasarkan WCED (1987), Pretty (2008), FAO 

(2014, 2021, 2023), Gliessman (2015), serta literatur mutakhir mengenai Agrifood 

System dan Sustainable Agriculture. 

c. Dimensi Sustainable Agriculture 

Perkembangan Sustainable Agriculture Theory menunjukkan bahwa 

keberlanjutan pertanian tidak lagi dipahami hanya sebagai kemampuan 
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mempertahankan produktivitas lahan, tetapi sebagai kemampuan sistem pertanian 

dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan 

sosial, kelestarian lingkungan, penguatan kelembagaan, serta kemampuan 

beradaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis. Dengan demikian, konsep 

pertanian berkelanjutan berkembang dari pendekatan yang berorientasi pada 

konservasi sumber daya menjadi suatu sistem pembangunan pertanian yang 

bersifat multidimensional. 

Literatur awal mengenai Sustainable Agriculture lebih banyak 

menekankan tiga dimensi utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang 

dikenal sebagai triple bottom line. Ketiga dimensi tersebut menjadi dasar dalam 

berbagai kebijakan pembangunan berkelanjutan setelah diterbitkannya laporan 

Our Common Future oleh WCED (1987). Namun, perkembangan literatur 

mutakhir menunjukkan bahwa keberhasilan pertanian berkelanjutan juga 

dipengaruhi oleh kualitas kelembagaan, tata kelola, inovasi, serta kemampuan 

sistem pertanian dalam menghadapi perubahan iklim dan dinamika pasar global. 

Menurut FAO (2021, 2023), pertanian berkelanjutan merupakan bagian 

dari Agrifood System, sehingga keberlanjutan harus diukur berdasarkan 

kemampuan seluruh sistem pangan dalam menghasilkan pangan yang aman, 

bergizi, inklusif, efisien, dan ramah lingkungan. Perspektif ini memperluas 

dimensi keberlanjutan dari praktik budidaya menuju integrasi rantai nilai, inovasi 

teknologi, tata kelola, serta ketahanan sistem pangan. Dengan demikian, dimensi 

pertanian berkelanjutan tidak lagi terbatas pada aspek produksi, tetapi mencakup 

seluruh proses pembangunan pertanian dari hulu hingga hilir. 

Berdasarkan sintesis berbagai teori dan perkembangan literatur, penelitian 

ini memandang bahwa Pertanian Berkelanjutan dibangun oleh lima dimensi 

utama, yaitu Keberlanjutan Ekonomi (Economic Sustainability), Keberlanjutan 

Sosial (Social Sustainability), Keberlanjutan Lingkungan (Environmental 

Sustainability), Keberlanjutan Kelembagaan dan Tata Kelola (Institutional and 

Governance Sustainability), serta Resiliensi dan Adaptasi Sistem Pertanian 

(Agricultural Resilience and Adaptation). Kelima dimensi tersebut 

menggambarkan kemampuan sistem pertanian dalam menghasilkan pembangunan 

yang produktif, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. 
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Dimensi Keberlanjutan Ekonomi (Economic Sustainability) 

menggambarkan kemampuan sistem pertanian dalam menciptakan produktivitas 

yang tinggi, meningkatkan pendapatan petani, memperkuat efisiensi usaha tani, 

menciptakan nilai tambah agribisnis, serta meningkatkan daya saing komoditas 

pertanian. Keberlanjutan ekonomi menjadi prasyarat utama agar kegiatan 

pertanian mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi petani dan pelaku 

usaha agribisnis. 

Dimensi Keberlanjutan Sosial (Social Sustainability) menunjukkan 

kemampuan sistem pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani, 

memperkuat kelembagaan masyarakat, meningkatkan partisipasi, mendorong 

inklusi sosial, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat modal sosial di 

kawasan pertanian. Dimensi ini menempatkan manusia sebagai pusat 

pembangunan pertanian yang berkelanjutan. 

Dimensi Keberlanjutan Lingkungan (Environmental Sustainability) 

menjelaskan kemampuan sistem pertanian dalam menjaga kualitas tanah, air, 

keanekaragaman hayati, efisiensi penggunaan sumber daya alam, serta 

mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pengelolaan lingkungan yang 

baik menjadi dasar keberlanjutan produksi pertanian dalam jangka panjang. 

Dimensi Keberlanjutan Kelembagaan dan Tata Kelola (Institutional and 

Governance Sustainability) menggambarkan kapasitas kelembagaan, efektivitas 

kebijakan, koordinasi antaraktor, kualitas tata kelola, serta kemampuan 

membangun kolaborasi dalam mendukung pembangunan pertanian. Dalam 

perspektif Agrifood System, dimensi ini menjadi semakin penting karena 

keberhasilan sistem pangan sangat dipengaruhi oleh integrasi kelembagaan dan 

tata kelola lintas sektor. 

Dimensi Resiliensi dan Adaptasi Sistem Pertanian (Agricultural Resilience 

and Adaptation) menunjukkan kemampuan sistem pertanian dalam menghadapi 

perubahan iklim, fluktuasi pasar, gangguan rantai pasok, bencana alam, serta 

berbagai risiko lainnya melalui inovasi, digitalisasi, diversifikasi usaha, dan 

penguatan kapasitas adaptif. Dimensi ini menjadi salah satu ciri utama pertanian 

berkelanjutan modern yang menekankan ketangguhan sistem terhadap perubahan 

lingkungan strategis. 
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Berdasarkan kajian teoritis tersebut, penelitian ini memandang bahwa 

Pertanian Berkelanjutan merupakan konstruk multidimensional yang dibentuk 

oleh lima dimensi utama, yaitu Keberlanjutan Ekonomi, Keberlanjutan Sosial, 

Keberlanjutan Lingkungan, Keberlanjutan Kelembagaan dan Tata Kelola, serta 

Resiliensi dan Adaptasi Sistem Pertanian. Kelima dimensi tersebut mencerminkan 

kemampuan sistem pertanian dalam mengintegrasikan produktivitas ekonomi, 

kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan, efektivitas tata kelola, dan 

ketahanan sistem pangan dalam perspektif Agrifood System. Dalam penelitian ini, 

dimensi-dimensi tersebut menjadi dasar konseptual penyusunan variabel Pertanian 

Berkelanjutan (Y). 

Perkembangan teori Sustainable Agriculture menunjukkan adanya 

pergeseran paradigma dari pendekatan yang semula menitikberatkan pada 

keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan (triple bottom line) 

menuju pendekatan yang lebih komprehensif berbasis Agrifood System. Dalam 

paradigma yang lebih mutakhir, keberlanjutan pertanian tidak hanya ditentukan 

oleh produktivitas dan kelestarian sumber daya alam, tetapi juga oleh efektivitas 

kelembagaan, kualitas tata kelola, ketahanan rantai nilai, serta kemampuan sistem 

pertanian untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim, dinamika pasar, dan 

berbagai risiko pembangunan. Pergeseran tersebut mencerminkan bahwa 

pertanian berkelanjutan merupakan suatu sistem yang bersifat multidimensional, 

dinamis, dan memerlukan integrasi berbagai aspek pembangunan. 

Berbagai organisasi internasional dan para ahli mengemukakan dimensi 

Sustainable Agriculture dengan penekanan yang berbeda sesuai dengan 

perkembangan teori dan konteks penerapannya. Oleh karena itu, dilakukan 

analisis komparatif terhadap berbagai perspektif untuk mengidentifikasi dimensi-

dimensi yang memiliki relevansi teoritis dan empiris sebagai dasar penyusunan 

konstruk Pertanian Berkelanjutan (Y) dalam penelitian ini. Sintesis tersebut 

menjadi landasan dalam menetapkan dimensi operasional yang akan digunakan 

pada tahap pengukuran variabel penelitian. Hasil perbandingan dimensi 

Sustainable Agriculture menurut berbagai perspektif disajikan pada Tabel 2.13. 
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Tabel 2.13. Perbandingan Dimensi Sustainable Agriculture Menurut 

Berbagai Perspektif 

Perspektif Dimensi/Fokus 
Implikasi terhadap 

Penelitian 

WCED (1987) Ekonomi, sosial, lingkungan 
Menjadi dasar normatif 

pembangunan berkelanjutan. 

Pretty (2008) 

Produktivitas, efisiensi 

sumber daya, partisipasi 

masyarakat 

Menekankan inovasi dan 

pemberdayaan sebagai 

bagian dari keberlanjutan. 

Gliessman 

(2015) 

Prinsip ekologi, 

keseimbangan ekosistem, 

agroekologi 

Memperkuat dimensi 

lingkungan dan keberlanjutan 

sistem produksi. 

FAO (2021, 

2023) 

Sistem agrifood, rantai nilai, 

ketahanan pangan, tata 

kelola 

Menunjukkan bahwa 

keberlanjutan mencakup 

seluruh sistem pangan. 

Penelitian ini 

(Sintesis 

Konseptual) 

Keberlanjutan Ekonomi; 

Keberlanjutan Sosial; 

Keberlanjutan Lingkungan; 

Keberlanjutan Kelembagaan 

dan Tata Kelola; Resiliensi 

dan Adaptasi Sistem 

Pertanian 

Menjadi dimensi konseptual 

variabel Pertanian 

Berkelanjutan (Y) yang akan 

dioperasionalkan dalam 

penelitian. 

Sumber: Disintesis oleh penulis berdasarkan WCED (1987), Pretty (2008), 

Gliessman (2015), FAO (2021, 2023), United Nations (2015), serta berbagai 

literatur mutakhir mengenai Sustainable Agriculture dan Agrifood System. 

d. Kritik dan Perkembangan Sustaonable Agriculture Theory 

Konsep Sustainable Agriculture telah menjadi salah satu paradigma utama 

dalam pembangunan pertanian selama lebih dari tiga dekade. Meskipun demikian, 

berbagai literatur menunjukkan bahwa konsep ini terus mengalami kritik dan 

penyempurnaan seiring dengan berkembangnya tantangan global, seperti 

perubahan iklim, degradasi sumber daya alam, ketahanan pangan, transformasi 

sistem pangan, serta meningkatnya tuntutan terhadap pembangunan yang lebih 

inklusif dan berkelanjutan. Kritik tersebut tidak menunjukkan kelemahan konsep 

Sustainable Agriculture, melainkan menjadi pendorong lahirnya berbagai 

pendekatan baru yang memperluas cakupan dan relevansinya. 

Kritik pertama berkaitan dengan sifat normatif dari konsep Sustainable 

Agriculture. Sejak diperkenalkan sebagai turunan dari konsep Sustainable 
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Development, keberlanjutan sering dipahami sebagai tujuan ideal yang 

menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, berbagai 

penelitian menunjukkan bahwa konsep tersebut masih bersifat umum dan belum 

memberikan pedoman operasional yang jelas mengenai bagaimana keberlanjutan 

diukur dan diimplementasikan pada berbagai sistem pertanian. Akibatnya, definisi 

dan indikator Sustainable Agriculture sangat bervariasi antarnegara maupun 

antarpenelitian sehingga menyulitkan proses evaluasi dan perbandingan hasil. 

Kritik kedua menyoroti adanya trade-off antara produktivitas ekonomi dan 

keberlanjutan lingkungan. Pendekatan pertanian berkelanjutan sering dianggap 

berpotensi menurunkan produktivitas jangka pendek karena membatasi 

penggunaan pupuk kimia, pestisida sintetis, atau intensifikasi produksi. 

Sebaliknya, pendekatan yang berorientasi pada peningkatan produksi sering kali 

mengabaikan dampak lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan pertanian tidak dapat dipahami 

sebagai pilihan antara produktivitas dan konservasi, tetapi harus mampu 

mengintegrasikan keduanya melalui inovasi teknologi, efisiensi penggunaan 

sumber daya, serta tata kelola yang adaptif. 

Kritik berikutnya berkaitan dengan kecenderungan Sustainable Agriculture 

yang terlalu berfokus pada tingkat usaha tani (farm level). Banyak penelitian 

masih memandang keberlanjutan hanya sebagai praktik budidaya yang ramah 

lingkungan, seperti konservasi tanah, efisiensi air, atau penggunaan pupuk 

organik. Pendekatan tersebut dinilai belum mampu menjelaskan kompleksitas 

sistem pangan modern yang melibatkan rantai nilai, logistik, pengolahan, 

pemasaran, konsumsi, serta hubungan antarpemangku kepentingan. Oleh karena 

itu, berbagai literatur mutakhir menekankan bahwa keberlanjutan harus dipahami 

sebagai karakteristik seluruh sistem pangan, bukan hanya kegiatan produksi di 

tingkat petani. 

Sebagai respons terhadap berbagai kritik tersebut, berkembang pendekatan 

Climate-Smart Agriculture (CSA) yang diperkenalkan FAO sebagai strategi untuk 

meningkatkan produktivitas, memperkuat adaptasi terhadap perubahan iklim, dan 

mengurangi emisi gas rumah kaca secara bersamaan. Pendekatan ini menunjukkan 

bahwa keberlanjutan pertanian harus mempertimbangkan risiko perubahan iklim 
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sebagai salah satu faktor utama yang memengaruhi sistem produksi pangan. 

Selanjutnya berkembang pula konsep Regenerative Agriculture, Nature-Positive 

Agriculture, dan Circular Agriculture, yang menekankan pemulihan fungsi 

ekosistem, konservasi keanekaragaman hayati, efisiensi penggunaan sumber daya, 

serta penerapan prinsip ekonomi sirkular dalam pembangunan pertanian. 

Perkembangan paling mutakhir menunjukkan bahwa Sustainable 

Agriculture semakin terintegrasi ke dalam paradigma Agrifood System. Dalam 

perspektif ini, keberlanjutan tidak lagi hanya diukur berdasarkan praktik budidaya 

atau produktivitas lahan, tetapi berdasarkan kemampuan seluruh sistem pangan 

dalam menyediakan pangan yang aman, bergizi, inklusif, efisien, tangguh, dan 

ramah lingkungan. Pendekatan Agrifood System menghubungkan aspek produksi, 

pengolahan, distribusi, konsumsi, tata kelola, inovasi, kelembagaan, digitalisasi, 

serta ketahanan terhadap perubahan global dalam satu sistem yang saling 

berinteraksi. Dengan demikian, keberlanjutan pertanian dipahami sebagai hasil 

dari transformasi sistem pangan secara menyeluruh. 

Perkembangan tersebut juga memperlihatkan semakin eratnya hubungan 

antara Sustainable Agriculture Theory dengan Collaborative Governance Theory, 

Social Entrepreneurship, Pentahelix Collaboration, dan Regional Development 

Theory. Keberlanjutan pertanian tidak lagi dapat dicapai hanya melalui inovasi 

teknologi atau peningkatan produksi, tetapi memerlukan tata kelola kolaboratif, 

pemberdayaan masyarakat, sinergi multipihak, serta pengembangan kawasan yang 

mampu mengintegrasikan seluruh subsistem agrifood. Oleh karena itu, 

pendekatan Agrifood System-Oriented Sustainable Agriculture menjadi paradigma 

yang lebih komprehensif dibandingkan konsep pertanian berkelanjutan 

konvensional. 

Perkembangan Sustainable Agriculture Theory menunjukkan adanya 

pergeseran paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada praktik budidaya 

menuju pendekatan sistem yang mengintegrasikan seluruh subsistem pangan. 

Untuk memperjelas arah perkembangan tersebut, dilakukan analisis komparatif 

terhadap berbagai kritik, penyempurnaan, dan implikasi konseptual yang 

dikemukakan dalam literatur. Hasil sintesis tersebut disajikan pada Tabel 2.14. 
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Tabel 2. 14.  Perbandingan Kritik, Perkembangan, dan Implikasi Konseptual Sustainable Agriculture Theory 

Perspektif Kritik/Keterbatasan Perkembangan Konsep Implikasi terhadap Penelitian 

Sustainable Development 

(WCED, 1987) 

Bersifat normatif dan belum 

operasional untuk sektor 

pertanian 

Menjadi dasar konseptual pembangunan 

berkelanjutan lintas sektor 

Memberikan kerangka normatif 

bagi pembangunan pertanian 

berkelanjutan. 

Sustainable Agriculture 

(Pretty, 2008; Gliessman, 

2015) 

Fokus utama masih pada 

tingkat usaha tani dan praktik 

budidaya 

Penguatan dimensi sosial, agroekologi, 

inovasi, dan pemberdayaan petani 

Menjelaskan pentingnya 

keseimbangan produktivitas, 

lingkungan, dan masyarakat. 

Climate-Smart Agriculture 

(FAO) 

Belum sepenuhnya 

mengintegrasikan tata kelola 

dan rantai nilai 

Menambahkan adaptasi perubahan iklim, 

mitigasi emisi, dan produktivitas 

berkelanjutan 

Memperkuat dimensi resiliensi 

sistem pertanian. 

Regenerative/Circular 

Agriculture 

Implementasi memerlukan 

perubahan sistem produksi 

dan investasi jangka panjang 

Penekanan pada regenerasi ekosistem, 

ekonomi sirkular, dan efisiensi sumber 

daya 

Memperluas keberlanjutan 

menuju pemulihan fungsi 

ekosistem. 

Agrifood System-Oriented 

Sustainable Agriculture 

(FAO, 2021, 2023) 

Memerlukan koordinasi lintas 

sektor, tata kelola yang kuat, 

dan integrasi rantai nilai 

Keberlanjutan dipahami sebagai 

transformasi seluruh sistem pangan 

Menjadi landasan konseptual 

variabel Pertanian Berkelanjutan 

(Y) dalam penelitian. 
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Perspektif Kritik/Keterbatasan Perkembangan Konsep Implikasi terhadap Penelitian 

Penelitian ini (Sintesis 

Konseptual) 

Keberlanjutan tidak cukup 

diukur pada tingkat produksi 

atau usaha tani 

Pertanian berkelanjutan dipahami sebagai 

outcome transformasi sistem agrifood 

yang didukung tata kelola kolaboratif, 

kewirausahaan sosial, kolaborasi 

multipihak, dan pengembangan kawasan 

Menjelaskan posisi Pertanian 

Berkelanjutan sebagai variabel 

outcome dalam model 

penelitian. 

Sumber: Disintesis oleh penulis berdasarkan WCED (1987), Pretty (2008), Gliessman (2015), FAO (2014, 2021, 2023), Lal (2020), 

United Nations (2015), serta berbagai literatur mutakhir mengenai Climate-Smart Agriculture, Regenerative Agriculture, Circular 

Agriculture, dan Agrifood System. 
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Berdasarkan berbagai kritik dan perkembangan tersebut, Sustainable 

Agriculture Theory telah berevolusi dari konsep yang berorientasi pada praktik 

budidaya berkelanjutan menuju paradigma transformasi sistem agrifood yang 

mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, kelembagaan, inovasi, 

tata kelola, dan ketahanan sistem pangan.  

Dalam penelitian ini, Pertanian Berkelanjutan dipahami sebagai outcome 

yang dihasilkan melalui interaksi antara Collaborative Governance, Social 

Entrepreneurship, Pentahelix Collaboration, dan Pengembangan Kawasan 

Pertanian Tanaman Pangan. Dengan demikian, keberlanjutan pertanian tidak 

hanya mencerminkan keberhasilan produksi, tetapi juga menunjukkan 

kemampuan sistem agrifood dalam menciptakan kesejahteraan, menjaga 

kelestarian lingkungan, memperkuat kelembagaan, serta meningkatkan ketahanan 

pangan secara berkelanjutan. 

e. Relevansi Sustainable Agriculture Theory dalam Penelitian 

Sustainable Agriculture Theory dipilih sebagai salah satu supporting 

theory dalam penelitian ini karena memberikan landasan konseptual mengenai 

tujuan akhir (outcome) pembangunan pertanian, yaitu terwujudnya sistem 

pertanian yang produktif, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Berbeda dengan 

teori-teori sebelumnya yang menjelaskan mekanisme tata kelola, inovasi sosial, 

kolaborasi multipihak, dan pembangunan kawasan, Sustainable Agriculture 

Theory menjelaskan kondisi yang ingin dicapai melalui proses pembangunan 

tersebut. Dengan demikian, teori ini menjadi dasar konseptual bagi variabel 

Pertanian Berkelanjutan (Y) yang diposisikan sebagai variabel dependen dalam 

penelitian. 

Dalam perspektif Agrifood System, pertanian berkelanjutan tidak lagi 

dipahami sebagai sekadar penerapan praktik budidaya yang ramah lingkungan, 

tetapi sebagai kemampuan seluruh sistem pangan dalam menghasilkan pangan 

yang cukup, aman, bergizi, inklusif, efisien, dan berkelanjutan. FAO (2021; 2023) 

menegaskan bahwa keberlanjutan hanya dapat dicapai apabila terdapat integrasi 

antara aspek produksi, pengolahan, distribusi, konsumsi, tata kelola, inovasi, serta 

pengelolaan sumber daya alam dalam satu sistem yang saling berinteraksi. Oleh 

karena itu, keberhasilan pembangunan pertanian tidak lagi diukur hanya 
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berdasarkan peningkatan produksi, tetapi juga berdasarkan kemampuan sistem 

agrifood dalam menciptakan nilai ekonomi, memperkuat kesejahteraan sosial, 

menjaga kelestarian lingkungan, serta meningkatkan ketahanan terhadap 

perubahan global. 

Relevansi Sustainable Agriculture Theory dalam penelitian ini semakin 

kuat ketika dihubungkan dengan Collaborative Governance Theory sebagai 

Grand Theory. Collaborative Governance menjelaskan bagaimana tata kelola 

kolaboratif dibangun melalui kepemimpinan, dialog, pembangunan kepercayaan, 

koordinasi, dan aksi kolektif. Mekanisme tersebut menjadi prasyarat agar berbagai 

aktor dapat bekerja secara sinergis dalam mencapai tujuan pembangunan 

pertanian. Dengan demikian, keberlanjutan pertanian tidak hanya merupakan hasil 

dari inovasi teknologi, tetapi juga merupakan hasil dari kualitas tata kelola 

kolaboratif yang mampu menyatukan kepentingan berbagai pemangku 

kepentingan dalam sistem agrifood. 

Hubungan tersebut semakin diperkuat oleh Social Entrepreneurship yang 

berkontribusi melalui inovasi sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan 

nilai ekonomi; Pentahelix Collaboration yang menjelaskan sinergi antara 

pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media; serta Regional 

Development Theory yang memberikan kerangka pembangunan kawasan sebagai 

ruang integrasi berbagai sumber daya, kelembagaan, dan rantai nilai agrifood. 

Ketiga teori tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana 

transformasi pembangunan pertanian dapat berlangsung secara sistematis menuju 

keberlanjutan. 

Dalam konteks penelitian ini, Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman 

Pangan diposisikan sebagai mekanisme implementasi yang menghubungkan 

Social Entrepreneurship dan Pentahelix Collaboration dengan Pertanian 

Berkelanjutan. Kawasan menjadi ruang integrasi berbagai sumber daya, 

kelembagaan, infrastruktur, inovasi, dan rantai nilai yang memungkinkan proses 

kolaborasi berjalan secara efektif. Melalui pendekatan kawasan, berbagai program 

pembangunan pertanian dapat disinergikan sehingga menghasilkan peningkatan 

produktivitas, efisiensi usaha tani, penguatan kelembagaan petani, hilirisasi 

produk, serta peningkatan daya saing agribisnis secara berkelanjutan. 



118 
 

Lebih lanjut, Sustainable Agriculture Theory memberikan dasar 

konseptual untuk memahami bahwa keberhasilan pembangunan pertanian harus 

dinilai secara multidimensional. Keberlanjutan tidak hanya tercermin pada 

peningkatan produksi atau pendapatan petani, tetapi juga pada peningkatan 

kualitas hidup masyarakat, pelestarian lingkungan, efektivitas kelembagaan, 

penguatan ketahanan pangan, serta kemampuan sistem pertanian beradaptasi 

terhadap perubahan iklim, dinamika pasar, dan perkembangan teknologi. 

Perspektif ini sejalan dengan paradigma Agrifood System yang menjadi landasan 

utama penelitian. 

Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan Pertanian Berkelanjutan 

sebagai outcome yang mencerminkan keberhasilan transformasi sistem agrifood 

melalui tata kelola kolaboratif, inovasi sosial, kolaborasi multipihak, dan 

pengembangan kawasan. Posisi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan 

merupakan hasil dari satu faktor tunggal, melainkan merupakan konsekuensi dari 

interaksi berbagai aktor, kebijakan, sumber daya, dan kelembagaan yang bekerja 

secara terpadu dalam suatu sistem pembangunan pertanian. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menempatkan Sustainable 

Agriculture Theory sebagai supporting theory yang memberikan landasan 

konseptual bagi variabel Pertanian Berkelanjutan (Y). Dalam penelitian ini, 

pertanian berkelanjutan dipahami sebagai outcome transformasi Agrifood System 

yang dicapai melalui penerapan Collaborative Governance, penguatan Social 

Entrepreneurship, sinergi Pentahelix Collaboration, serta Pengembangan 

Kawasan Pertanian Tanaman Pangan. Dengan demikian, keberlanjutan pertanian 

tidak hanya mencerminkan peningkatan produktivitas, tetapi juga menunjukkan 

keberhasilan sistem agrifood dalam mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, 

lingkungan, kelembagaan, dan resiliensi secara berkelanjutan. 

Untuk memperjelas posisi Sustainable Agriculture Theory dalam kerangka 

konseptual penelitian, hubungan antara paradigma Agrifood System, Collaborative 

Governance Theory, teori-teori pendukung, mekanisme Pengembangan Kawasan 

Pertanian Tanaman Pangan, dan Pertanian Berkelanjutan disajikan secara visual 

pada Gambar 2.11. Gambar tersebut menunjukkan bahwa Pertanian Berkelanjutan 

merupakan outcome dari proses transformasi sistem agrifood yang dibangun 
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melalui tata kelola kolaboratif, inovasi sosial, kolaborasi multipihak, dan 

pembangunan kawasan yang terintegrasi. 

 

Sumber: Diadaptasi dan disintesis oleh penulis berdasarkan Ansell dan Gash 

(2008); Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012); Dees (1998); Mair dan Martí 

(2006); Etzkowitz dan Leydesdorff (2000); Carayannis dan Campbell (2009, 

2012); Friedmann (1966); Rondinelli (1985); WCED (1987); Gliessman (2015); 

FAO (2021, 2023); OECD (2020); dan United Nations (2015). 

Gambar 2.11. Posisi Sustainable Agriculture Theory dalam Kerangka 

Konseptual Penelitian Berbasis Agrifood System.  

Gambar 2.11 menunjukkan keterkaitan antara paradigma Agrifood System, 

Collaborative Governance Theory sebagai grand theory, serta Social 

Entrepreneurship, Pentahelix Collaboration, dan Regional Development Theory 

sebagai supporting theories dalam menjelaskan proses transformasi pembangunan 

pertanian. Ketiga teori pendukung tersebut berkontribusi terhadap Pengembangan 

Kawasan Pertanian Tanaman Pangan melalui integrasi potensi wilayah, penguatan 

kelembagaan, pembangunan infrastruktur, inovasi, dan pengembangan rantai nilai 

agrifood. Selanjutnya, pengembangan kawasan menjadi mekanisme implementasi 

yang mendukung terwujudnya Sustainable Agriculture, yang diukur melalui 
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dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, kelembagaan, dan resiliensi. Keseluruhan 

proses tersebut bermuara pada tercapainya Pertanian Berkelanjutan sebagai 

outcome penelitian yang mencerminkan keberhasilan transformasi sistem agrifood 

secara produktif, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. 

C. Penelitian Terdahulu dan Research Gap 

1. Penelitian Mengenai Social Entrepreneurship 

a. Perkembangan Penelitian 

Penelitian mengenai Social Entrepreneurship berkembang secara pesat 

dalam dua dekade terakhir seiring meningkatnya perhatian terhadap peran inovasi 

sosial dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan berkelanjutan. Pada 

awal perkembangannya, Social Entrepreneurship dipahami sebagai pendekatan 

kewirausahaan yang berorientasi pada penciptaan nilai sosial melalui inovasi, 

mobilisasi sumber daya, dan pengembangan model organisasi yang mampu 

memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan sosial dan ekonomi 

masyarakat. Dees (2018) menjelaskan bahwa Social Entrepreneurship merupakan 

bentuk kepemimpinan perubahan sosial yang menerapkan prinsip-prinsip 

kewirausahaan untuk menghasilkan dampak sosial yang berkelanjutan.  

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa Social Entrepreneurship 

tidak lagi dipandang semata sebagai aktivitas filantropi atau organisasi nirlaba, 

melainkan sebagai organisasi hibrida yang mengintegrasikan tujuan sosial dengan 

mekanisme pasar. Defourny dan Nyssens (2021) menjelaskan bahwa social 

enterprise berkembang sebagai model organisasi yang mengombinasikan orientasi 

ekonomi dan misi sosial dalam suatu kerangka kelembagaan yang memungkinkan 

terciptanya nilai sosial secara berkelanjutan. Pergeseran paradigma ini 

memperluas ruang lingkup Social Entrepreneurship sebagai instrumen 

pembangunan yang mampu menghubungkan dimensi ekonomi, sosial, dan 

kelembagaan secara simultan.  

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan penelitian semakin 

mengarah pada kontribusi Social Entrepreneurship terhadap pencapaian 

Sustainable Development Goals (SDGs) dan transformasi Agrifood System. Kajian 

sistematis Bonfanti et al. (2024) menunjukkan bahwa Social Entrepreneurship 

dan Sustainable Entrepreneurship semakin terintegrasi dalam agenda 
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pembangunan berkelanjutan melalui penciptaan nilai sosial, inovasi kelembagaan, 

keberlanjutan lingkungan, dan model bisnis yang adaptif. Perkembangan ini 

diperkuat oleh berbagai studi bibliometrik yang menunjukkan peningkatan 

publikasi mengenai Social Entrepreneurship dalam konteks inovasi sosial, 

transformasi sistem pangan, digitalisasi, dan pembangunan komunitas lokal. 

b. Temuan Utama 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Social Entrepreneurship 

memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan 

lingkungan. Al-Qudah et al. (2022) menemukan bahwa Social Entrepreneurship 

mampu meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui penciptaan 

lapangan kerja, penguatan kapasitas masyarakat, dan pengembangan ekonomi 

lokal. Sementara itu, Hietschold et al. (2023) menegaskan bahwa Social 

Entrepreneurship mendorong inovasi sosial melalui pengembangan model 

organisasi baru, penguatan jejaring kolaboratif, dan mobilisasi sumber daya yang 

sebelumnya belum terintegrasi dalam sistem pembangunan konvensional.  

Penelitian-penelitian mutakhir juga menunjukkan bahwa Social 

Entrepreneurship memiliki keterkaitan yang erat dengan transformasi sistem 

agrifood. Bonfanti et al. (2024), Salam et al. (2025), Pérez-Barea (2025), dan 

Avelar et al. (2024) menunjukkan bahwa inovasi sosial, digitalisasi, orientasi 

keberlanjutan, serta penguatan jejaring menjadi elemen penting dalam 

meningkatkan kapasitas komunitas lokal menghadapi perubahan ekonomi, sosial, 

dan lingkungan. Dengan demikian, Social Entrepreneurship semakin dipandang 

sebagai instrumen strategis dalam mendukung pembangunan pertanian 

berkelanjutan berbasis komunitas. 

c. Keterbatasan Penelitian 

Meskipun berkembang pesat, literatur mengenai Social Entrepreneurship 

masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Chliova et al. (2020) menunjukkan 

adanya persistent category ambiguity, yaitu belum adanya batas konseptual yang 

tegas antara Social Entrepreneurship, organisasi bisnis sosial, organisasi nirlaba, 

dan kewirausahaan konvensional. Kondisi tersebut menyebabkan variasi definisi, 

dimensi, dan indikator yang digunakan dalam berbagai penelitian. Klarin dan 

Suseno (2023) juga menunjukkan bahwa penelitian Social Entrepreneurship 
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masih menggunakan pendekatan metodologis yang sangat beragam sehingga hasil 

penelitian belum sepenuhnya dapat dibandingkan secara konsisten.  

Selain keterbatasan konseptual, sebagian besar penelitian masih berfokus 

pada sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan 

kemiskinan di wilayah perkotaan. Penelitian yang mengkaji Social 

Entrepreneurship dalam konteks sektor agrifood, pembangunan kawasan 

pertanian, dan transformasi sistem pangan masih relatif terbatas sehingga belum 

mampu menjelaskan kontribusi Social Entrepreneurship terhadap pembangunan 

pertanian secara komprehensif 

d. Research Gap  

Berdasarkan telaah literatur, terdapat tiga kesenjangan penelitian yang 

masih memerlukan pengembangan. Pertama, penelitian mengenai Social 

Entrepreneurship masih didominasi oleh konteks pembangunan sosial 

nonpertanian sehingga bukti empiris pada sektor pertanian dan agrifood masih 

terbatas. Kedua, sebagian besar penelitian hanya mengkaji pengaruh langsung 

Social Entrepreneurship terhadap pembangunan ekonomi atau sosial, tanpa 

mempertimbangkan mekanisme pembangunan kawasan sebagai media 

transformasi menuju pertanian berkelanjutan. Ketiga, penelitian terdahulu belum 

banyak mengintegrasikan Social Entrepreneurship dengan Pentahelix 

Collaboration dalam kerangka Agrifood System untuk menjelaskan proses 

pembangunan pertanian berkelanjutan secara sistemik. Temuan-temuan tersebut 

menunjukkan adanya ruang penelitian yang masih terbuka untuk mengembangkan 

model konseptual yang lebih integratif. 

e. Posisi Penelitian  

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini 

menempatkan Social Entrepreneurship sebagai kapasitas inovasi sosial yang 

berperan dalam mendorong Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 

dan Pertanian Berkelanjutan melalui perspektif Agrifood System. Penelitian ini 

tidak hanya menguji pengaruh langsung Social Entrepreneurship terhadap 

pertanian berkelanjutan, tetapi juga menganalisis bagaimana pengaruh tersebut 

diperkuat melalui pengembangan kawasan dan sinergi dengan Pentahelix 

Collaboration. Dengan demikian, penelitian ini memperluas penerapan konsep 
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Social Entrepreneurship dari konteks kewirausahaan sosial umum menjadi 

instrumen transformasi tata kelola pembangunan pertanian berbasis kawasan yang 

berkelanjutan. 

2. Penelitian Mengenai Pentahelix Collaboration 

a. Perkembangan Penelitian 

Penelitian mengenai Pentahelix Collaboration berkembang seiring 

meningkatnya kompleksitas permasalahan pembangunan yang tidak lagi dapat 

diselesaikan oleh satu aktor secara mandiri. Perubahan iklim, ketahanan pangan, 

transformasi sistem agrifood, dan pembangunan wilayah menuntut adanya sinergi 

antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, dan media dalam 

suatu mekanisme kolaboratif yang mampu mengintegrasikan sumber daya, 

pengetahuan, dan kapasitas kelembagaan. Dalam konteks tersebut, Pentahelix 

Collaboration berkembang sebagai pendekatan yang menekankan pentingnya 

kolaborasi lintas aktor dalam menghasilkan inovasi dan pembangunan yang 

berkelanjutan. 

Secara konseptual, Pentahelix merupakan pengembangan dari model 

Triple Helix yang diperkenalkan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff melalui 

kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri. Model tersebut 

kemudian dikembangkan menjadi Quadruple Helix dengan memasukkan 

masyarakat sebagai aktor penting dalam proses inovasi (Carayannis & Campbell, 

2009). Selanjutnya, Carayannis et al. (2012) mengembangkan Quintuple Helix 

dengan menambahkan dimensi lingkungan sebagai bagian integral dari sistem 

inovasi berkelanjutan. Dalam praktik pembangunan di berbagai negara, konsep 

tersebut berkembang menjadi Pentahelix Collaboration, yaitu kolaborasi antara 

pemerintah, akademisi, sektor bisnis, masyarakat, dan media sebagai aktor utama 

pembangunan. 

Perkembangan literatur mutakhir menunjukkan bahwa Pentahelix 

Collaboration tidak hanya dipandang sebagai model inovasi, tetapi juga sebagai 

mekanisme tata kelola kolaboratif (Collaborative Governance) yang mampu 

memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi persoalan pembangunan 

yang kompleks. Berbagai penelitian tahun 2022–2026 semakin menempatkan 
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Pentahelix sebagai pendekatan strategis dalam transformasi sistem agrifood, 

pembangunan wilayah, dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). 

b. Temuan Utama 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Pentahelix Collaboration 

berkontribusi positif terhadap peningkatan efektivitas pembangunan melalui 

penguatan koordinasi, integrasi sumber daya, pertukaran pengetahuan, dan inovasi 

lintas sektor. Bryson et al. (2015) menjelaskan bahwa kolaborasi lintas sektor 

memungkinkan organisasi dari berbagai bidang menggabungkan kapasitas, 

keahlian, dan jejaring untuk mencapai tujuan pembangunan yang tidak dapat 

dicapai secara individual. Demikian pula, Cai dan Lattu (2022) serta Capetillo et 

al. (2021) menunjukkan bahwa kolaborasi multiaktor mempercepat proses inovasi 

melalui integrasi pengetahuan, teknologi, investasi, dan partisipasi masyarakat. 

Dalam sektor pertanian, Cronin et al. (2021) menemukan bahwa inovasi 

agrifood berkembang melalui interaksi antara petani, pemerintah, lembaga 

penelitian, dan sektor bisnis dalam suatu sistem inovasi yang kolaboratif. 

Maryono et al. (2024) juga menunjukkan bahwa multi-stakeholder partnerships 

meningkatkan efektivitas pembangunan pertanian melalui penguatan inovasi, 

peningkatan kapasitas petani, dan koordinasi antarpemangku kepentingan. 

Penelitian Schneider et al. (2025) semakin menegaskan bahwa transformasi sistem 

pangan memerlukan integrasi kebijakan lintas sektor dan tata kelola kolaboratif 

yang adaptif dalam menghadapi kompleksitas sistem agrifood. 

c. Keterbatasan Penelitian 

Meskipun berbagai penelitian menunjukkan manfaat Pentahelix 

Collaboration, implementasinya masih menghadapi berbagai keterbatasan. Ansell 

et al. (2020) menjelaskan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh 

tingkat kepercayaan, keseimbangan kekuasaan, komitmen aktor, dan keberadaan 

mekanisme koordinasi yang efektif. Tanpa prasyarat tersebut, kolaborasi sering 

kali hanya menghasilkan forum koordinasi formal tanpa memberikan dampak 

nyata terhadap pembangunan. 

Selain itu, Awokuse et al. (2024) menunjukkan bahwa transformasi sistem 

agrifood masih menghadapi fragmentasi kebijakan, lemahnya koordinasi lintas 

sektor, serta konflik kepentingan antaraktor. Sebagian besar penelitian juga masih 
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berfokus pada struktur kolaborasi, peran masing-masing aktor, atau aspek tata 

kelola secara umum, sementara kajian yang menghubungkan kolaborasi 

multiaktor dengan mekanisme pembangunan kawasan pertanian masih relatif 

terbatas. 

d. Reseacrh Gap 

Telaah terhadap penelitian terdahulu menunjukkan adanya beberapa 

kesenjangan penelitian. Pertama, sebagian besar penelitian mengenai Pentahelix 

Collaboration masih menitikberatkan pada proses kolaborasi atau tata kelola 

inovasi tanpa menguji pengaruhnya terhadap pembangunan pertanian 

berkelanjutan. Kedua, penelitian terdahulu umumnya menganalisis kolaborasi 

sebagai variabel yang berdiri sendiri, belum mengintegrasikannya dengan Social 

Entrepreneurship dan Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dalam 

satu model konseptual. Ketiga, masih terbatas penelitian yang menjelaskan 

bagaimana kolaborasi lintas aktor dapat memperkuat transformasi Agrifood 

System melalui mekanisme pembangunan kawasan sebagai penghubung antara 

inovasi sosial dan keberlanjutan pertanian. 

e. Posisi Penelitian 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menempatkan 

Pentahelix Collaboration sebagai kapabilitas kolaboratif yang memperkuat 

pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan sekaligus mendorong 

terwujudnya pertanian berkelanjutan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji 

hubungan langsung antara Pentahelix Collaboration dan pertanian berkelanjutan, 

tetapi juga menguji peran Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 

sebagai variabel mediasi dalam perspektif Agrifood System. Dengan demikian, 

penelitian ini memperluas penerapan konsep Pentahelix Collaboration dari 

sekadar model kolaborasi antaraktor menjadi mekanisme implementatif dalam 

pembangunan pertanian berbasis kawasan yang berkelanjutan. 

3. Penelitian Mengenai Pengembangan Kawasan Pertanian 

a Perkembangan Penelitian 

Penelitian mengenai Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 

berkembang seiring perubahan paradigma pembangunan pertanian dari 
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pendekatan sektoral menuju pendekatan berbasis wilayah (territorial approach). 

Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan pembangunan 

pertanian yang selama ini berorientasi pada peningkatan produksi tanpa 

memperhatikan keterkaitan antara kegiatan budidaya, pengolahan, distribusi, 

pemasaran, serta penguatan kelembagaan di tingkat wilayah. Akibatnya, berbagai 

program pembangunan pertanian sering berjalan secara parsial sehingga belum 

mampu menciptakan nilai tambah dan daya saing yang berkelanjutan.  

Dalam perkembangan literatur modern, pengembangan kawasan dipahami 

sebagai strategi untuk mengintegrasikan potensi sumber daya, infrastruktur, 

kelembagaan, dan aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah sehingga mampu 

memperkuat rantai nilai agrifood. Gómez et al. (2020) menjelaskan bahwa 

pendekatan kawasan memungkinkan terbentuknya keterkaitan yang lebih erat 

antara kegiatan produksi di tingkat petani dengan sistem pengolahan, distribusi, 

dan pemasaran dalam suatu sistem ekonomi wilayah yang terintegrasi. Pendekatan 

ini tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga memperluas akses 

pasar dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian.  

Perkembangan penelitian mutakhir juga menunjukkan bahwa 

pengembangan kawasan semakin diposisikan sebagai instrumen transformasi 

Agrifood System. Rockström et al. (2020), OECD (2023), Awokuse et al. (2024), 

dan Trevenen-Jones et al. (2025) menegaskan bahwa pembangunan pertanian 

berkelanjutan memerlukan pendekatan wilayah yang mampu mengintegrasikan 

dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola dalam satu sistem 

pembangunan yang adaptif. Dengan demikian, pengembangan kawasan tidak lagi 

dipahami sebagai pengelompokan spasial semata, tetapi sebagai strategi 

pembangunan yang menghubungkan berbagai aktor dan sumber daya dalam 

mencapai keberlanjutan sistem pangan. 

b Temuan Utama 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kawasan 

memberikan kontribusi penting terhadap peningkatan produktivitas, efisiensi 

rantai nilai, daya saing wilayah, dan keberlanjutan pembangunan pertanian. 

Gómez et al. (2020) menemukan bahwa integrasi rantai nilai agribisnis dalam 

suatu kawasan mampu meningkatkan efisiensi distribusi, memperluas akses pasar, 
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serta meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi petani. Loizou et al. (2019) juga 

menunjukkan bahwa pembangunan kawasan memperkuat keterkaitan antara 

sektor pertanian dan sektor ekonomi lainnya sehingga mendorong pertumbuhan 

ekonomi wilayah pedesaan.  

Dalam konteks transformasi sistem agrifood, Cronin et al. (2021) 

menjelaskan bahwa kawasan pertanian dapat berfungsi sebagai ruang interaksi 

berbagai aktor pembangunan untuk mendorong inovasi, pembelajaran bersama, 

dan penguatan kapasitas kelembagaan. Sementara itu, Schneider et al. (2025) serta 

Trevenen-Jones et al. (2025) menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan 

kawasan sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola wilayah, integrasi kebijakan, 

dan koordinasi lintas sektor. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa 

pengembangan kawasan memiliki fungsi strategis sebagai wahana integrasi 

ekonomi, sosial, kelembagaan, dan lingkungan dalam pembangunan pertanian 

berkelanjutan.  

c Keterbatasan Penelitian 

Meskipun berbagai penelitian menunjukkan manfaat pengembangan 

kawasan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. OECD (2023) 

mengidentifikasi bahwa pembangunan kawasan di berbagai negara sering 

terkendala oleh fragmentasi kebijakan, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta 

keterbatasan kapasitas kelembagaan lokal. Kondisi tersebut menyebabkan 

berbagai program pembangunan kawasan belum mampu menghasilkan integrasi 

pembangunan yang optimal.  

Dalam konteks Indonesia, Sudaryanto et al. (2021) menunjukkan bahwa 

pembangunan pertanian masih menghadapi keterbatasan akses teknologi, 

lemahnya kelembagaan ekonomi petani, dan belum terintegrasinya rantai nilai 

agribisnis. Selain itu, sebagian besar penelitian mengenai pengembangan kawasan 

masih berfokus pada aspek spasial, kebijakan wilayah, atau penguatan rantai nilai, 

sementara keterkaitan antara pengembangan kawasan dengan Social 

Entrepreneurship, Pentahelix Collaboration, dan pertanian berkelanjutan masih 

belum banyak dikaji secara empiris.  
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d Research Gap 

Telaah terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih terdapat 

beberapa kesenjangan penelitian. Pertama, sebagian besar penelitian 

menempatkan pengembangan kawasan sebagai kebijakan pembangunan wilayah 

atau instrumen peningkatan produktivitas, belum sebagai mekanisme yang 

menghubungkan inovasi sosial, kolaborasi multiaktor, dan keberlanjutan 

pertanian. Kedua, penelitian terdahulu masih cenderung menganalisis 

pengembangan kawasan secara terpisah dari dinamika Social Entrepreneurship 

dan Pentahelix Collaboration. Ketiga, masih terbatas penelitian yang menguji 

secara empiris peran pengembangan kawasan sebagai variabel mediasi dalam 

hubungan antara kapasitas inovasi sosial, kolaborasi multiaktor, dan pencapaian 

pertanian berkelanjutan dalam perspektif Agrifood System. 

e Posisi Penelitian 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menempatkan 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan sebagai variabel mediasi 

yang menjembatani pengaruh Social Entrepreneurship dan Pentahelix 

Collaboration terhadap Pertanian Berkelanjutan. Dalam penelitian ini, 

pengembangan kawasan dipahami sebagai mekanisme integratif yang 

menghubungkan potensi wilayah, kelembagaan, rantai nilai agrifood, dan 

kolaborasi para pemangku kepentingan dalam satu sistem pembangunan berbasis 

kawasan. Dengan perspektif Agrifood System, penelitian ini memperluas 

pemahaman mengenai fungsi pengembangan kawasan, tidak hanya sebagai 

pendekatan spasial, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat 

transformasi pembangunan pertanian menuju keberlanjutan. 

4. Penelitian Mengenai Pertanian Berkelanjutan 

a Perkembangan Penelitian 

Penelitian mengenai Pertanian Berkelanjutan mengalami perkembangan 

yang signifikan seiring meningkatnya perhatian dunia terhadap ketahanan pangan, 

perubahan iklim, degradasi sumber daya alam, dan kesejahteraan petani. Pada 

tahap awal, konsep pertanian berkelanjutan lebih banyak berorientasi pada upaya 

menjaga produktivitas lahan melalui pemanfaatan sumber daya alam secara 
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efisien dan ramah lingkungan. Seiring berkembangnya paradigma pembangunan 

berkelanjutan, konsep tersebut tidak lagi hanya menekankan aspek ekologis, tetapi 

juga mencakup dimensi ekonomi, sosial, kelembagaan, dan tata kelola dalam 

sistem pertanian. 

Perkembangan literatur mutakhir menunjukkan bahwa pertanian 

berkelanjutan semakin dipahami dalam perspektif Agrifood System, yaitu suatu 

sistem yang mengintegrasikan produksi, pengolahan, distribusi, konsumsi, tata 

kelola, serta pengelolaan sumber daya alam dalam satu kesatuan yang saling 

berkaitan. Rockström et al. (2020) menegaskan bahwa sistem pangan dunia harus 

mampu menyediakan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk tanpa 

melampaui batas-batas ekologis planet. Sejalan dengan itu, FAO (2022) 

menekankan bahwa transformasi sistem agrifood memerlukan integrasi inovasi, 

kelembagaan, teknologi, dan kebijakan untuk mewujudkan sistem pangan yang 

inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. 

Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian mengenai pertanian 

berkelanjutan juga berkembang ke arah penguatan resilience, inovasi sistem 

pertanian, tata kelola pangan, dan transformasi wilayah pedesaan. Berbagai kajian 

menunjukkan bahwa keberlanjutan pertanian tidak hanya ditentukan oleh 

peningkatan produktivitas, tetapi juga oleh kemampuan sistem pertanian 

beradaptasi terhadap perubahan iklim, dinamika pasar, perkembangan teknologi, 

serta perubahan sosial ekonomi masyarakat 

b Temuan Utama 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pertanian berkelanjutan hanya 

dapat dicapai melalui integrasi dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan 

kelembagaan. Pretty et al. (2018) menjelaskan bahwa transformasi sistem 

produksi diperlukan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga 

keberlanjutan sumber daya alam. Darnhofer (2021) menambahkan bahwa 

ketahanan (resilience) sistem pertanian merupakan faktor penting dalam 

menghadapi ketidakpastian akibat perubahan iklim dan dinamika pasar. 

Penelitian lain menunjukkan bahwa transformasi sistem agrifood 

memerlukan penguatan tata kelola, inovasi, dan kolaborasi lintas aktor. Barrett et 

al. (2022), Awokuse et al. (2024), Wang et al. (2024), dan Schneider et al. (2025) 
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menegaskan bahwa keberlanjutan sistem pangan tidak dapat dicapai hanya 

melalui peningkatan produksi, tetapi membutuhkan integrasi kebijakan, penguatan 

rantai nilai, koordinasi antarpemangku kepentingan, dan pengembangan 

kelembagaan yang adaptif. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa 

pertanian berkelanjutan merupakan hasil dari interaksi berbagai subsistem dalam 

Agrifood System, bukan sekadar capaian teknis di tingkat usahatani. 

c Keterbatasan Penelitian 

Meskipun literatur mengenai pertanian berkelanjutan berkembang sangat 

pesat, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek produktivitas, 

konservasi lingkungan, atau inovasi teknologi pertanian. Kajian yang 

mengintegrasikan dimensi tata kelola, kewirausahaan sosial, kolaborasi 

multiaktor, dan pembangunan kawasan dalam satu kerangka konseptual masih 

relatif terbatas. 

Selain itu, sebagian besar penelitian menganalisis faktor-faktor yang 

memengaruhi pertanian berkelanjutan secara parsial, misalnya hanya dari aspek 

teknologi, kebijakan, atau lingkungan. Pendekatan tersebut belum sepenuhnya 

mampu menjelaskan bagaimana interaksi antara kapasitas sosial, kelembagaan, 

kolaborasi multipihak, dan pembangunan kawasan secara bersama-sama 

memengaruhi keberhasilan pembangunan pertanian berkelanjutan, khususnya 

pada kawasan tanaman pangan di negara berkembang.  

d Research Gap 

Telaah terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih terdapat 

beberapa kesenjangan penelitian. Pertama, sebagian besar penelitian mengenai 

pertanian berkelanjutan masih menempatkan keberlanjutan sebagai outcome yang 

dipengaruhi oleh faktor-faktor teknis atau lingkungan, sementara dimensi tata 

kelola dan inovasi sosial belum memperoleh perhatian yang memadai. Kedua, 

penelitian terdahulu belum banyak mengintegrasikan Social Entrepreneurship, 

Pentahelix Collaboration, dan Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman 

Pangan dalam satu model empiris untuk menjelaskan pencapaian pertanian 

berkelanjutan. Ketiga, masih terbatas penelitian yang menguji hubungan 

antarvariabel tersebut dalam perspektif Agrifood System, khususnya pada konteks 

pembangunan kawasan tanaman pangan di Indonesia. 
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e Posisi Penelitian 

Telaah terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih terdapat 

beberapa kesenjangan penelitian. Pertama, sebagian besar penelitian mengenai 

pertanian berkelanjutan masih menempatkan keberlanjutan sebagai outcome yang 

dipengaruhi oleh faktor-faktor teknis atau lingkungan, sementara dimensi tata 

kelola dan inovasi sosial belum memperoleh perhatian yang memadai. Kedua, 

penelitian terdahulu belum banyak mengintegrasikan Social Entrepreneurship, 

Pentahelix Collaboration, dan Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman 

Pangan dalam satu model empiris untuk menjelaskan pencapaian pertanian 

berkelanjutan. Ketiga, masih terbatas penelitian yang menguji hubungan 

antarvariabel tersebut dalam perspektif Agrifood System, khususnya pada konteks 

pembangunan kawasan tanaman pangan di Indonesia. 

5. Sintesis Penelitian Terdahulu dan Research Gap 

Hasil telaah terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Social 

Entrepreneurship, Pentahelix Collaboration, Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan, dan Pertanian Berkelanjutan merupakan empat bidang kajian 

yang berkembang pesat dalam literatur pembangunan selama dua dekade terakhir. 

Masing-masing variabel telah memperoleh perhatian luas baik dari perspektif 

konseptual maupun empiris. Penelitian mengenai Social Entrepreneurship 

menegaskan pentingnya inovasi sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan 

nilai sosial sebagai instrumen pembangunan yang berkelanjutan. Sementara itu, 

penelitian mengenai Pentahelix Collaboration menunjukkan bahwa kolaborasi 

antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media mampu 

meningkatkan efektivitas tata kelola pembangunan melalui integrasi sumber daya, 

pengetahuan, dan inovasi lintas sektor. 

Di sisi lain, penelitian mengenai Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan menunjukkan bahwa pendekatan berbasis wilayah mampu 

meningkatkan efisiensi rantai nilai agribisnis, memperkuat keterkaitan antar 

pelaku dalam sistem agrifood, serta mendorong pembangunan ekonomi wilayah 

secara lebih terintegrasi. Adapun penelitian mengenai Pertanian Berkelanjutan 

berkembang dari pendekatan yang semula berorientasi pada peningkatan 

produktivitas menuju paradigma Agrifood System, yang menempatkan 
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keberlanjutan sebagai hasil interaksi antara dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, 

kelembagaan, dan tata kelola dalam sistem pangan yang terpadu. 

Meskipun demikian, hasil sintesis literatur juga menunjukkan bahwa 

sebagian besar penelitian masih dilakukan secara parsial, yaitu mengkaji masing-

masing variabel secara terpisah. Penelitian mengenai Social Entrepreneurship 

umumnya berfokus pada inovasi sosial, kewirausahaan komunitas, dan 

pembangunan ekonomi lokal, tanpa mengaitkannya dengan pengembangan 

kawasan pertanian. Penelitian mengenai Pentahelix Collaboration lebih banyak 

menekankan struktur kolaborasi antaraktor dan tata kelola inovasi, tetapi belum 

menjelaskan bagaimana kolaborasi tersebut diterjemahkan ke dalam mekanisme 

pembangunan kawasan. Sementara itu, penelitian mengenai Pengembangan 

Kawasan Pertanian Tanaman Pangan masih didominasi oleh perspektif spasial, 

pengembangan wilayah, dan integrasi rantai nilai, sedangkan penelitian mengenai 

Pertanian Berkelanjutan sebagian besar menitikberatkan pada aspek produktivitas, 

konservasi lingkungan, atau inovasi teknologi pertanian. 

Selain itu, telaah literatur menunjukkan bahwa masih sangat terbatas 

penelitian yang mengintegrasikan Social Entrepreneurship, Pentahelix 

Collaboration, Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, dan 

Pertanian Berkelanjutan dalam satu model empiris yang utuh. Keterbatasan 

tersebut menyebabkan belum adanya penjelasan yang komprehensif mengenai 

bagaimana inovasi sosial dan kolaborasi multiaktor dapat mendorong 

pembangunan kawasan sebagai media transformasi menuju pertanian 

berkelanjutan. Dengan demikian, hubungan antarvariabel tersebut masih 

memerlukan pengujian empiris, khususnya dalam konteks pembangunan kawasan 

tanaman pangan di Indonesia. 

Hasil sintesis terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Social 

Entrepreneurship, Pentahelix Collaboration, Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan, dan Pertanian Berkelanjutan telah berkembang sebagai bidang 

kajian yang saling berkaitan dalam literatur pembangunan pertanian. Meskipun 

demikian, sebagian besar penelitian masih mengkaji masing-masing variabel 

secara terpisah sesuai dengan fokus disiplin ilmu dan konteks penelitian yang 

berbeda. Kondisi tersebut menyebabkan belum terbentuk suatu model konseptual 
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yang mampu menjelaskan keterkaitan antara inovasi sosial, kolaborasi multipihak, 

pembangunan kawasan, dan keberlanjutan pertanian dalam satu kerangka analisis 

yang utuh. 

Berdasarkan hasil telaah literatur, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah 

kesenjangan konseptual dan empiris yang menjadi dasar pengembangan model 

penelitian. Model tersebut menempatkan Social Entrepreneurship dan Pentahelix 

Collaboration sebagai variabel eksogen, Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan sebagai variabel mediasi, serta Pertanian Berkelanjutan sebagai 

variabel endogen. Keseluruhan hubungan antarvariabel dibangun dalam perspektif 

Agrifood System dengan Collaborative Governance Theory sebagai grand theory 

yang menjelaskan mekanisme tata kelola kolaboratif dalam pembangunan 

pertanian. Sintesis mengenai research gap dan posisi penelitian dibandingkan 

dengan penelitian terdahulu disajikan pada Tabel 2.15. 

Tabel 2.15 menunjukkan bahwa penelitian terdahulu telah memberikan 

kontribusi penting dalam menjelaskan hubungan antara Social Entrepreneurship, 

Pentahelix Collaboration, Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, 

dan Pertanian Berkelanjutan. Namun demikian, kajian-kajian tersebut masih 

didominasi oleh pendekatan yang bersifat parsial, baik dari sisi variabel yang 

dianalisis maupun hubungan antarvariabel yang diuji. Akibatnya, belum terdapat 

model empiris yang mampu mengintegrasikan keempat variabel tersebut dalam 

satu kerangka konseptual yang komprehensif untuk menjelaskan transformasi 

pembangunan pertanian. 

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan model 

konseptual yang mengintegrasikan Social Entrepreneurship sebagai kapasitas 

inovasi sosial, Pentahelix Collaboration sebagai mekanisme kolaborasi 

multipihak, Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan sebagai 

mekanisme mediasi pembangunan berbasis wilayah, dan Pertanian Berkelanjutan 

sebagai outcome pembangunan. Model tersebut dikembangkan dalam perspektif 

Agrifood System dengan Collaborative Governance Theory sebagai grand theory, 

sehingga diharapkan memberikan kontribusi teoretis melalui penguatan hubungan 

antarkonsep serta kontribusi praktis sebagai dasar perumusan kebijakan 

pembangunan pertanian berbasis kawasan yang kolaboratif, adaptif, dan 

berkelanjutan. 
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Tabel 2. 15. Sintesis Research Gap dan Posisi Penelitian 

Aspek Penelitian Terdahulu Research Gap Posisi Penelitian 

Social 

Entrepreneurship 

Berfokus pada inovasi sosial, 

pemberdayaan masyarakat, 

dan pembangunan ekonomi 

lokal. 

Belum banyak dikaji dalam konteks 

kawasan tanaman pangan dan 

transformasi agrifood. 

Menempatkan Social Entrepreneurship sebagai 

kapasitas inovasi sosial yang memengaruhi 

pengembangan kawasan dan pertanian berkelanjutan. 

Pentahelix 

Collaboration 

Menekankan struktur 

kolaborasi dan tata kelola 

antaraktor. 

Belum menjelaskan bagaimana 

kolaborasi dioperasionalkan melalui 

pembangunan kawasan pertanian. 

Menguji pengaruh Pentahelix Collaboration terhadap 

pengembangan kawasan dan pertanian berkelanjutan. 

Pengembangan 

Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan 

Dipahami sebagai pendekatan 

pembangunan wilayah dan 

integrasi rantai nilai. 

Belum banyak diposisikan sebagai 

variabel mediasi dalam model 

pembangunan pertanian. 

Menempatkan pengembangan kawasan sebagai 

variabel mediasi yang menghubungkan inovasi sosial 

dan kolaborasi multipihak dengan pertanian 

berkelanjutan. 

Pertanian 

Berkelanjutan 

Didominasi aspek 

produktivitas, lingkungan, 

dan teknologi. 

Belum banyak dianalisis sebagai 

outcome dari interaksi inovasi sosial, 

kolaborasi, dan pembangunan 

kawasan. 

Menguji pertanian berkelanjutan sebagai outcome dari 

integrasi Social Entrepreneurship, Pentahelix 

Collaboration, dan Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan. 

Model Penelitian 

Sebagian besar menguji 

hubungan antarvariabel 

secara parsial. 

Belum terdapat model empiris yang 

mengintegrasikan keempat variabel 

dalam perspektif Agrifood System. 

Mengembangkan model empiris berbasis Agrifood 

System dengan Collaborative Governance Theory 

sebagai grand theory untuk menjelaskan 

pembangunan pertanian berkelanjutan. 

Sumber: Disusun oleh penulis berdasarkan sintesis berbagai penelitian terdahulu mengenai Social Entrepreneurship, Pentahelix 

Collaboration, Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, dan Pertanian Berkelanjutan, antara lain Ansell dan Gash (2008); 

Bryson et al. (2015); Carayannis dan Campbell (2009); Carayannis et al. (2012); Emerson dan Nabatchi (2023); FAO (2021, 2023); 

Awokuse et al. (2024); Schneider et al. (2025); serta berbagai referensi yang dianalisis pada Bab II.  
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2. Kerangka Berfikir Penelitian 

1. Paradigma Hubungan Natar Variabel 

Paradigma hubungan antarvariabel dalam penelitian ini dibangun 

berdasarkan paradigma Agrifood System yang memandang pembangunan 

pertanian sebagai suatu sistem yang mengintegrasikan berbagai subsistem mulai 

dari penyediaan input, produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran, konsumsi, 

hingga tata kelola kelembagaan dalam satu ekosistem yang saling berinteraksi. 

Dalam perspektif ini, keberhasilan pembangunan pertanian tidak lagi ditentukan 

oleh peningkatan produktivitas semata, tetapi oleh kemampuan berbagai aktor, 

sumber daya, kelembagaan, dan kebijakan untuk bekerja secara terpadu dalam 

menghasilkan sistem pangan yang produktif, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan 

(FAO, 2021; 2023). 

Berlandaskan paradigma tersebut, penelitian ini menggunakan 

Collaborative Governance Theory sebagai grand theory untuk menjelaskan 

mekanisme tata kelola yang memungkinkan berbagai pemangku kepentingan 

membangun tujuan bersama, memperkuat koordinasi, berbagi sumber daya, serta 

menghasilkan aksi kolektif dalam pembangunan pertanian. Tata kelola kolaboratif 

dipandang sebagai fondasi yang memungkinkan integrasi berbagai kepentingan 

pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media dalam mendukung 

transformasi sistem agrifood. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan 

pertanian berkelanjutan tidak hanya bergantung pada kapasitas individu atau 

organisasi, tetapi juga pada kualitas kolaborasi antarpemangku kepentingan. 

Selanjutnya, penelitian ini memposisikan Social Entrepreneurship dan 

Pentahelix Collaboration sebagai variabel eksogen yang berperan sebagai 

pendorong transformasi pembangunan pertanian. Social Entrepreneurship 

berkontribusi melalui inovasi sosial, pemberdayaan masyarakat, penciptaan nilai 

ekonomi, dan penguatan kapasitas kelembagaan petani. Sementara itu, Pentahelix 

Collaboration memperkuat sinergi antaraktor melalui integrasi peran pemerintah, 

akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan pertanian. Kedua variabel tersebut 

mencerminkan faktor-faktor strategis yang mampu meningkatkan efektivitas tata 

kelola agrifood secara kolaboratif. 
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Dalam penelitian ini, Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 

diposisikan sebagai variabel mediasi yang menghubungkan faktor-faktor 

pendorong dengan tujuan akhir pembangunan pertanian. Pendekatan kawasan 

dipandang sebagai mekanisme implementasi yang mengintegrasikan potensi 

wilayah, kelembagaan, infrastruktur, inovasi, jaringan pemasaran, serta rantai nilai 

agrifood ke dalam satu sistem pembangunan yang terkoordinasi. Dengan 

demikian, kawasan tidak hanya berfungsi sebagai ruang geografis, tetapi juga 

sebagai wahana integrasi kebijakan, sumber daya, dan aktor pembangunan dalam 

mewujudkan sistem pertanian yang lebih efisien dan berdaya saing. 

Adapun Pertanian Berkelanjutan diposisikan sebagai variabel endogen 

atau outcome penelitian yang mencerminkan keberhasilan transformasi sistem 

agrifood. Keberlanjutan dalam penelitian ini dipahami sebagai kondisi yang 

dicapai melalui keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, 

kelembagaan, dan resiliensi sistem pertanian. Oleh karena itu, pertanian 

berkelanjutan tidak hanya menunjukkan peningkatan produktivitas dan 

pendapatan petani, tetapi juga mencerminkan kemampuan sistem pertanian dalam 

menjaga keberlanjutan sumber daya alam, memperkuat kesejahteraan masyarakat, 

meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta beradaptasi terhadap perubahan 

lingkungan strategis. 

Berdasarkan paradigma tersebut, hubungan antarvariabel dalam penelitian 

ini dibangun atas asumsi bahwa Social Entrepreneurship dan Pentahelix 

Collaboration tidak hanya berpengaruh langsung terhadap Pertanian 

Berkelanjutan, tetapi juga memberikan pengaruh tidak langsung melalui 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan sebagai mekanisme integrasi 

pembangunan. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan 

pembangunan pertanian berkelanjutan merupakan hasil interaksi antara inovasi 

sosial, kolaborasi multipihak, penguatan kawasan, dan tata kelola kolaboratif 

dalam kerangka Agrifood System. 

Paradigma hubungan antarvariabel dalam penelitian ini menempatkan 

Agrifood System sebagai paradigma penelitian, Collaborative Governance Theory 

sebagai grand theory, serta Social Entrepreneurship, Pentahelix Collaboration, 

Regional Development Theory, dan Sustainable Agriculture Theory sebagai teori 
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pendukung yang saling melengkapi. Dalam kerangka tersebut, Social 

Entrepreneurship dan Pentahelix Collaboration diposisikan sebagai faktor 

penggerak transformasi, Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 

sebagai mekanisme integrasi pembangunan, dan Pertanian Berkelanjutan sebagai 

outcome yang mencerminkan keberhasilan transformasi sistem agrifood. 

Paradigma ini menjadi landasan konseptual bagi penyusunan model penelitian dan 

pengujian hubungan antarvariabel pada bab selanjutnya. 

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai 

keterkaitan antarvariabel dalam penelitian, paradigma hubungan antarvariabel 

divisualisasikan dalam Gambar 2.12. Gambar tersebut menunjukkan alur logis 

penelitian, mulai dari paradigma Agrifood System, Collaborative Governance 

Theory sebagai grand theory, pengaruh Social Entrepreneurship dan Pentahelix 

Collaboration, peran mediasi Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman 

Pangan, hingga tercapainya Pertanian Berkelanjutan sebagai outcome penelitian. 

Visualisasi ini menjadi dasar konseptual bagi penyusunan model penelitian dan 

perumusan hipotesis yang akan diuji secara empiris. 

Gambar 2.12 menggambarkan paradigma hubungan antarvariabel yang 

menjadi dasar konseptual penelitian ini. Paradigma penelitian dibangun dengan 

menempatkan Agrifood System sebagai paradigma utama yang memandang 

pembangunan pertanian sebagai suatu sistem yang mengintegrasikan seluruh 

subsistem pangan dari hulu hingga hilir. Dalam paradigma tersebut, Collaborative 

Governance Theory berperan sebagai grand theory yang menjelaskan mekanisme 

tata kelola kolaboratif dalam mengoordinasikan berbagai aktor dan sumber daya 

pembangunan pertanian. 

Selanjutnya, Social Entrepreneurship (X₁) dan Pentahelix Collaboration 

(X₂) diposisikan sebagai variabel eksogen yang mendorong transformasi 

pembangunan pertanian, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan (Z) sebagai variabel mediasi. 

Pendekatan kawasan berfungsi sebagai mekanisme integrasi potensi wilayah, 

kelembagaan, infrastruktur, inovasi, serta rantai nilai agrifood sehingga mampu 

meningkatkan efektivitas pembangunan pertanian. 
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Proses tersebut selanjutnya menghasilkan Pertanian Berkelanjutan (Y) 

sebagai outcome penelitian yang mencerminkan keberhasilan pembangunan 

pertanian dalam dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, kelembagaan, dan 

resiliensi. Dengan demikian, gambar ini menunjukkan bahwa pertanian 

berkelanjutan merupakan hasil transformasi sistem agrifood yang dibangun 

melalui tata kelola kolaboratif, inovasi sosial, kolaborasi multipihak, dan 

pengembangan kawasan pertanian secara terintegrasi. 

 

Sumber: Diadaptasi dan disintesis oleh penulis berdasarkan Ansell dan Gash 

(2008); Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012); Dees (1998); Mair dan Martí 

(2006); Etzkowitz dan Leydesdorff (2000); Carayannis dan Campbell (2009, 

2012); Friedmann (1966); Rondinelli (1985); WCED (1987); Pretty (2008); 

Gliessman (2015); FAO (2021, 2023); OECD (2020); dan United Nations (2015). 

Gambar 2. 12. Paradigma Hubungan Antarvariabel dalam Penelitian  

2. Argumentasi Hubungan Antarvariabel 

Hubungan antarvariabel dalam penelitian ini dibangun berdasarkan sintesis 

paradigma Agrifood System, Collaborative Governance Theory, serta teori-teori 
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pendukung yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Paradigma tersebut 

memandang bahwa keberhasilan pembangunan pertanian tidak ditentukan oleh 

satu faktor secara terpisah, tetapi merupakan hasil interaksi berbagai aktor, 

kelembagaan, sumber daya, inovasi, dan tata kelola yang bekerja secara terpadu 

dalam suatu sistem agrifood. Oleh karena itu, hubungan antarvariabel dalam 

penelitian ini disusun secara sistematis untuk menjelaskan mekanisme 

transformasi pembangunan pertanian menuju pertanian berkelanjutan. 

Secara konseptual, Social Entrepreneurship berperan sebagai kekuatan 

penggerak (driving force) yang mendorong inovasi sosial, pemberdayaan 

masyarakat, penciptaan nilai ekonomi, dan penguatan kapasitas kelembagaan 

petani. Sementara itu, Pentahelix Collaboration memperkuat koordinasi dan 

sinergi antaraktor melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, 

komunitas, dan media. Kedua variabel tersebut diyakini mampu meningkatkan 

efektivitas pembangunan kawasan pertanian melalui penguatan integrasi potensi 

wilayah, pengembangan infrastruktur, inovasi, serta penguatan rantai nilai 

agrifood. 

Dalam penelitian ini, Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 

diposisikan sebagai mekanisme implementasi yang menjembatani pengaruh 

Social Entrepreneurship dan Pentahelix Collaboration terhadap Pertanian 

Berkelanjutan. Pendekatan kawasan memungkinkan berbagai program 

pembangunan pertanian diintegrasikan secara spasial, kelembagaan, dan ekonomi 

sehingga menghasilkan sistem produksi yang lebih efisien, berdaya saing, dan 

berkelanjutan. Oleh karena itu, selain memiliki pengaruh langsung terhadap 

keberlanjutan pertanian, kedua variabel eksogen tersebut juga diperkirakan 

memiliki pengaruh tidak langsung melalui pengembangan kawasan. 

Berdasarkan argumentasi tersebut, hubungan antarvariabel dalam 

penelitian ini terdiri atas hubungan langsung dan hubungan tidak langsung. 

Hubungan langsung menjelaskan pengaruh Social Entrepreneurship dan 

Pentahelix Collaboration terhadap Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman 

Pangan maupun Pertanian Berkelanjutan, sedangkan hubungan tidak langsung 

menjelaskan peran mediasi Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 

dalam mentransformasikan pengaruh kedua variabel eksogen terhadap tercapainya 
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Pertanian Berkelanjutan. Hubungan-hubungan tersebut dirumuskan berdasarkan 

sintesis teori dan hasil penelitian terdahulu sebagaimana diuraikan pada bagian 

berikut. 

a. Argumentasi Pengaruh Social Entrepreneurship terhadap 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 

Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan pada dasarnya 

merupakan proses integrasi berbagai sumber daya, aktor, dan aktivitas ekonomi ke 

dalam suatu sistem pembangunan wilayah yang mampu menghasilkan nilai 

tambah secara berkelanjutan. Keberhasilan proses tersebut tidak hanya ditentukan 

oleh ketersediaan sumber daya fisik maupun dukungan kebijakan, tetapi juga oleh 

kemampuan masyarakat dalam menciptakan inovasi, membangun kelembagaan, 

dan mengembangkan jejaring usaha yang memperkuat daya saing kawasan. 

Dalam konteks ini, Social Entrepreneurship dipandang sebagai faktor yang 

mampu mempercepat transformasi kawasan karena mengombinasikan orientasi 

ekonomi dengan penciptaan nilai sosial (Dees, 1998; Mair & Martí, 2006).. 

Dalam perspektif penelitian ini, pengaruh Social Entrepreneurship 

terhadap pengembangan kawasan tidak semata-mata terjadi melalui aktivitas 

kewirausahaan, tetapi melalui kemampuannya membangun kapasitas kolektif 

masyarakat. Wirausaha sosial mendorong lahirnya inovasi yang sesuai dengan 

kebutuhan lokal, memperkuat organisasi petani, memperluas akses terhadap 

teknologi dan pasar, serta membangun kemitraan yang memungkinkan berbagai 

sumber daya dimanfaatkan secara lebih efektif. Dengan demikian, Social 

Entrepreneurship berfungsi sebagai penggerak perubahan (agent of change) yang 

memperkuat fondasi sosial dan ekonomi kawasan. 

Lebih jauh, dalam paradigma Agrifood System, pembangunan kawasan 

tidak lagi dipahami sebagai pengembangan sentra produksi semata, tetapi sebagai 

upaya membangun keterhubungan antara produksi, pengolahan, distribusi, 

pemasaran, dan kelembagaan dalam satu ekosistem yang saling mendukung. 

Kondisi tersebut menuntut adanya pelaku-pelaku yang mampu menghubungkan 

berbagai subsistem agrifood melalui inovasi, kolaborasi, dan pemberdayaan 

masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan Social Entrepreneurship menjadi penting 
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karena mampu menjembatani kepentingan ekonomi, sosial, dan kelembagaan 

sehingga proses integrasi kawasan berlangsung lebih efektif.. 

Argumentasi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan Social 

Entrepreneurship akan memperkuat kapasitas kawasan dalam mengelola potensi 

wilayah secara terpadu. Semakin tinggi kemampuan masyarakat menciptakan 

inovasi sosial, membangun kelembagaan ekonomi, mengembangkan jejaring 

kemitraan, dan menciptakan nilai tambah, semakin besar pula peluang kawasan 

berkembang menjadi pusat pertumbuhan agrifood yang produktif dan berdaya 

saing. Sebaliknya, apabila kapasitas kewirausahaan sosial masih rendah, maka 

pengembangan kawasan cenderung berlangsung secara parsial karena integrasi 

antaraktor dan antar subsistem agrifood belum terbentuk secara optimal.. 

Penelitian ini memandang bahwa Social Entrepreneurship bukan hanya 

berperan sebagai aktivitas ekonomi berbasis sosial, tetapi sebagai penggerak 

transformasi kawasan yang memperkuat integrasi potensi wilayah, kelembagaan, 

inovasi, dan jejaring agrifood. Dengan demikian, semakin tinggi kapasitas Social 

Entrepreneurship, semakin kuat pula Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan sebagai ruang integrasi pembangunan. Atas dasar argumentasi 

tersebut, penelitian ini menempatkan Social Entrepreneurship sebagai faktor yang 

diperkirakan berpengaruh positif terhadap Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan. 

b. Argumentasi Pengaruh Pentahelix Collaboration terhadap 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 

Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan merupakan proses 

yang melibatkan berbagai aktor dengan fungsi, sumber daya, dan kepentingan 

yang berbeda. Karakteristik pembangunan pertanian yang bersifat multidimensi 

menyebabkan keberhasilan suatu kawasan tidak dapat dicapai hanya melalui 

intervensi pemerintah, tetapi memerlukan keterlibatan aktif dunia usaha, 

perguruan tinggi, masyarakat, dan media. Oleh karena itu, Pentahelix 

Collaboration menjadi pendekatan yang mampu mengintegrasikan berbagai 

kapasitas tersebut ke dalam suatu proses pembangunan yang kolaboratif dan 

berorientasi pada tujuan bersama (Carayannis & Campbell, 2012; Ansell & Gash, 

2008). 
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Dalam penelitian ini, Pentahelix Collaboration dipahami bukan sekadar 

sebagai keberadaan lima aktor pembangunan, melainkan sebagai mekanisme 

sinergi yang memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan, integrasi sumber 

daya, koordinasi kebijakan, dan penyelarasan kepentingan. Melalui mekanisme 

tersebut, setiap aktor memberikan kontribusi sesuai dengan kompetensinya 

sehingga proses pengembangan kawasan tidak berjalan secara sektoral, tetapi 

menjadi bagian dari sistem pembangunan yang saling terhubung. 

Paradigma Agrifood System semakin menegaskan pentingnya kolaborasi 

tersebut. Pengembangan kawasan pertanian tidak hanya berorientasi pada 

peningkatan produksi, tetapi juga pada penguatan seluruh rantai nilai agrifood, 

mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, pengolahan, distribusi, 

pemasaran, hingga konsumsi. Integrasi subsistem tersebut memerlukan koordinasi 

lintas sektor yang berkelanjutan agar inovasi, investasi, teknologi, pembiayaan, 

dan akses pasar dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, kualitas 

pengembangan kawasan sangat dipengaruhi oleh kemampuan para pemangku 

kepentingan dalam membangun kolaborasi yang efektif. 

Argumentasi tersebut menunjukkan bahwa Pentahelix Collaboration 

berkontribusi terhadap pengembangan kawasan melalui penciptaan kapasitas 

kolektif. Kolaborasi yang kuat memungkinkan pemanfaatan sumber daya menjadi 

lebih efisien, mempercepat difusi inovasi, memperkuat kelembagaan petani, 

memperluas jejaring kemitraan, serta meningkatkan efektivitas implementasi 

kebijakan pembangunan pertanian. Sebaliknya, lemahnya kolaborasi akan 

menyebabkan fragmentasi program, duplikasi kegiatan, dan rendahnya integrasi 

antar subsistem agrifood sehingga pengembangan kawasan sulit mencapai hasil 

yang optimal. 

Penelitian ini memandang bahwa Pentahelix Collaboration merupakan 

kapabilitas kolaboratif yang memperkuat Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan melalui integrasi peran pemerintah, akademisi, dunia usaha, 

masyarakat, dan media dalam satu ekosistem pembangunan agrifood. Semakin 

tinggi kualitas kolaborasi yang terbangun, semakin besar kemampuan kawasan 

dalam mengintegrasikan sumber daya, memperkuat kelembagaan, mempercepat 

inovasi, dan mengembangkan rantai nilai agrifood. Atas dasar argumentasi 
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tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa Pentahelix Collaboration berpengaruh 

positif terhadap Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan. 

c. Argumentasi Pengaruh Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman 

Pangan terhadap Pertanian Berkelanjutan 

Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan merupakan pendekatan 

pembangunan yang menempatkan kawasan sebagai unit integrasi berbagai sumber 

daya, aktivitas ekonomi, kelembagaan, dan infrastruktur dalam mencapai tujuan 

pembangunan pertanian. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada 

peningkatan produksi, tetapi juga pada pembentukan sistem agrifood yang mampu 

menghubungkan proses produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran, hingga 

konsumsi secara terpadu. Dengan demikian, pengembangan kawasan menjadi 

instrumen strategis untuk meningkatkan efisiensi sistem pertanian sekaligus 

memperkuat daya saing wilayah (FAO, 2023; OECD, 2020). 

Dalam penelitian ini, Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 

dipandang sebagai mekanisme yang memungkinkan berbagai potensi wilayah 

dimanfaatkan secara optimal melalui penguatan kelembagaan, penyediaan 

infrastruktur, pengembangan inovasi, dan integrasi rantai nilai agrifood. Ketika 

seluruh komponen tersebut berjalan secara sinergis, kawasan tidak hanya 

menghasilkan peningkatan produktivitas, tetapi juga menciptakan nilai tambah, 

memperluas kesempatan ekonomi, meningkatkan efisiensi distribusi, dan 

memperkuat kapasitas adaptasi terhadap berbagai perubahan lingkungan strategis. 

Paradigma Agrifood System memperlihatkan bahwa keberlanjutan 

pertanian tidak dapat dicapai apabila pembangunan hanya berfokus pada kegiatan 

budidaya. Sebaliknya, keberlanjutan memerlukan keterhubungan antar subsistem 

yang memungkinkan aliran informasi, teknologi, investasi, logistik, dan pasar 

berlangsung secara efisien. Dalam konteks tersebut, pengembangan kawasan 

berfungsi sebagai ruang integrasi yang menghubungkan seluruh subsistem 

agrifood sehingga proses pembangunan tidak berjalan secara parsial, melainkan 

sebagai satu kesatuan sistem yang saling mendukung. 

Argumentasi tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pengembangan 

kawasan dilakukan, semakin besar pula peluang tercapainya Pertanian 

Berkelanjutan. Kawasan yang memiliki kelembagaan kuat, infrastruktur yang 
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memadai, inovasi yang berkembang, serta rantai nilai yang terintegrasi akan lebih 

mampu meningkatkan produktivitas, kesejahteraan petani, efisiensi pemanfaatan 

sumber daya, dan ketahanan terhadap perubahan iklim maupun dinamika pasar. 

Sebaliknya, kawasan yang berkembang secara parsial cenderung menghadapi 

berbagai hambatan, seperti rendahnya koordinasi, lemahnya akses pasar, dan 

belum optimalnya pemanfaatan potensi wilayah, sehingga tujuan pembangunan 

berkelanjutan sulit diwujudkan. 

Penelitian ini memandang bahwa Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan merupakan mekanisme integrasi pembangunan yang 

menghubungkan potensi wilayah, kelembagaan, infrastruktur, inovasi, dan rantai 

nilai agrifood dalam satu sistem yang saling mendukung. Semakin efektif 

pengembangan kawasan dilaksanakan, semakin besar kemampuannya dalam 

menciptakan sistem pertanian yang produktif, efisien, inklusif, tangguh, dan 

berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini berargumentasi bahwa 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan berpengaruh positif terhadap 

Pertanian Berkelanjutan. 

d. Argumentasi Pengaruh Social Entrepreneurship terhadap Pertanian 

Berkelanjutan 

Pertanian berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh peningkatan 

produktivitas atau penerapan teknologi budidaya, tetapi juga oleh kemampuan 

pelaku pertanian dalam menciptakan inovasi, memperkuat kapasitas kelembagaan, 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengelola sumber daya secara 

bertanggung jawab. Dalam konteks tersebut, Social Entrepreneurship menjadi 

salah satu faktor yang mampu mendorong transformasi sistem pertanian melalui 

penciptaan nilai ekonomi yang sejalan dengan tujuan sosial dan lingkungan. 

Pendekatan ini memungkinkan aktivitas ekonomi pertanian tidak hanya 

berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam (Dees, 1998; FAO, 2023). 

Dalam penelitian ini, Social Entrepreneurship dipahami sebagai 

kemampuan pelaku pembangunan pertanian untuk menghasilkan inovasi sosial 

yang memperkuat kapasitas petani, memperluas akses terhadap sumber daya, serta 

menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan. Inovasi tersebut mendorong 



145 
 

perubahan perilaku, meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat 

kelembagaan ekonomi lokal, dan memperbesar kemampuan petani dalam 

beradaptasi terhadap dinamika pasar maupun perubahan lingkungan. Dengan 

demikian, dampak Social Entrepreneurship tidak hanya dirasakan pada aspek 

ekonomi, tetapi juga pada dimensi sosial dan lingkungan yang menjadi pilar 

utama pertanian berkelanjutan. 

Dalam perspektif Agrifood System, keberlanjutan pertanian memerlukan 

transformasi yang melibatkan seluruh rantai nilai pangan. Perubahan tersebut 

tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah atau kemajuan teknologi, 

tetapi juga pada munculnya aktor-aktor yang mampu menginisiasi inovasi, 

membangun jejaring kolaboratif, dan menciptakan nilai tambah bagi seluruh 

pelaku agrifood. Social Entrepreneurship memiliki karakteristik tersebut karena 

mampu menghubungkan kepentingan ekonomi dengan pemberdayaan 

masyarakat, sehingga mendorong terbentuknya sistem agrifood yang lebih 

inklusif, adaptif, dan berdaya saing. 

Argumentasi tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan 

Social Entrepreneurship, semakin besar peluang tercapainya Pertanian 

Berkelanjutan. Kemampuan menciptakan inovasi sosial, memperkuat kapasitas 

masyarakat, membangun kelembagaan ekonomi, serta mengembangkan usaha 

yang berorientasi pada keberlanjutan akan meningkatkan produktivitas, 

kesejahteraan petani, efisiensi pemanfaatan sumber daya, dan ketahanan sistem 

pertanian terhadap berbagai tantangan. Oleh karena itu, Social Entrepreneurship 

dipandang tidak hanya sebagai faktor ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen 

transformasi menuju pembangunan pertanian yang berkelanjutan. 

Penelitian ini memandang bahwa Social Entrepreneurship memiliki 

pengaruh langsung terhadap Pertanian Berkelanjutan karena mampu mendorong 

inovasi sosial, memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, dan mengembangkan aktivitas ekonomi yang selaras dengan prinsip 

keberlanjutan. Dalam perspektif Agrifood System, kewirausahaan sosial menjadi 

penggerak transformasi yang memperkuat dimensi ekonomi, sosial, dan 

lingkungan secara simultan. Oleh karena itu, penelitian ini berargumentasi bahwa 

Social Entrepreneurship berpengaruh positif terhadap Pertanian Berkelanjutan.  
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e. Argumentasi Pengaruh Pentahelix Collaboration terhadap Pertanian 

Berkelanjutan 

Pertanian berkelanjutan merupakan tujuan pembangunan yang hanya dapat 

dicapai melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki 

peran, sumber daya, dan kapasitas yang saling melengkapi. Tantangan 

pembangunan pertanian, seperti perubahan iklim, keterbatasan akses teknologi, 

rendahnya nilai tambah produk, lemahnya kelembagaan petani, dan dinamika 

pasar, tidak dapat diatasi oleh satu aktor secara sendiri. Oleh karena itu, 

Pentahelix Collaboration menjadi pendekatan yang memungkinkan terbangunnya 

sinergi antaraktor dalam menghasilkan solusi yang lebih inovatif, adaptif, dan 

berkelanjutan (Ansell & Gash, 2008; Carayannis & Campbell, 2012). 

Dalam penelitian ini, Pentahelix Collaboration dipahami sebagai 

kapabilitas kolaboratif yang mendorong terjadinya pertukaran pengetahuan, 

integrasi sumber daya, koordinasi kebijakan, dan pengambilan keputusan secara 

partisipatif. Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah dapat menyediakan regulasi 

yang kondusif, perguruan tinggi menghasilkan inovasi, dunia usaha memperkuat 

investasi dan akses pasar, masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, serta 

media memperluas diseminasi informasi dan edukasi publik. Sinergi tersebut 

menciptakan lingkungan yang mendukung percepatan transformasi menuju sistem 

pertanian yang lebih berkelanjutan. 

Dalam perspektif Agrifood System, keberlanjutan tidak hanya ditentukan 

oleh keberhasilan proses produksi, tetapi juga oleh efektivitas hubungan antar 

subsistem yang membentuk sistem pangan secara keseluruhan. Kolaborasi 

multipihak memungkinkan setiap subsistem saling terhubung melalui 

pengembangan inovasi, peningkatan efisiensi rantai pasok, penguatan 

kelembagaan, serta perluasan akses terhadap teknologi dan pasar. Dengan 

demikian, Pentahelix Collaboration berkontribusi langsung terhadap peningkatan 

produktivitas, efisiensi, inklusivitas, dan resiliensi sistem agrifood. 

Argumentasi tersebut menunjukkan bahwa semakin baik kualitas 

Pentahelix Collaboration, semakin besar peluang tercapainya Pertanian 

Berkelanjutan. Kolaborasi yang efektif akan mempercepat adopsi inovasi, 

meningkatkan koordinasi antaraktor, memperkuat kelembagaan, mengoptimalkan 

pemanfaatan sumber daya, dan meningkatkan kemampuan sistem pertanian dalam 
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menghadapi perubahan lingkungan maupun dinamika ekonomi. Sebaliknya, 

lemahnya kolaborasi akan menyebabkan fragmentasi kebijakan, rendahnya 

efisiensi program pembangunan, serta terbatasnya kemampuan sistem pertanian 

untuk berkembang secara berkelanjutan. 

Penelitian ini memandang bahwa Pentahelix Collaboration memiliki 

pengaruh langsung terhadap Pertanian Berkelanjutan karena mampu membangun 

sinergi antaraktor, mengintegrasikan sumber daya, mempercepat inovasi, serta 

meningkatkan efektivitas tata kelola sistem agrifood. Kolaborasi yang kuat tidak 

hanya memperbaiki proses pembangunan pertanian, tetapi juga memperkuat 

dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, kelembagaan, dan resiliensi yang menjadi 

karakteristik utama pertanian berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini 

berargumentasi bahwa Pentahelix Collaboration berpengaruh positif terhadap 

Pertanian Berkelanjutan. 

f. Argumentasi Peran Mediasi Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan pada Hubungan Social Entrepreneurship terhadap 

Pertanian Berkelanjutan 

Hubungan antara Social Entrepreneurship dan Pertanian Berkelanjutan 

tidak hanya berlangsung secara langsung, tetapi juga melalui proses transformasi 

pembangunan kawasan. Dalam konteks pembangunan pertanian, berbagai inovasi 

sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kelembagaan yang dihasilkan 

oleh Social Entrepreneurship memerlukan suatu wadah yang mampu 

mengintegrasikan berbagai potensi wilayah ke dalam sistem pembangunan yang 

terarah. Oleh karena itu, Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 

dipandang sebagai mekanisme yang memungkinkan berbagai inisiatif 

kewirausahaan sosial berkembang menjadi perubahan yang berdampak pada 

keberlanjutan sistem pertanian. 

Dalam penelitian ini, Social Entrepreneurship berperan sebagai penggerak 

inovasi sosial yang memperkuat kapasitas masyarakat, kelembagaan ekonomi, dan 

jejaring kemitraan. Namun, peningkatan kapasitas tersebut belum tentu 

menghasilkan keberlanjutan apabila masih berlangsung secara parsial dan terpisah 

antarwilayah maupun antarpelaku agrifood. Agar inovasi sosial mampu 

memberikan dampak yang lebih luas, diperlukan suatu mekanisme yang 
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menghubungkan berbagai sumber daya, infrastruktur, kelembagaan, dan rantai 

nilai ke dalam suatu sistem pembangunan kawasan yang terintegrasi. 

Pendekatan Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 

menyediakan ruang integrasi tersebut. Melalui pendekatan kawasan, inovasi sosial 

yang dikembangkan oleh masyarakat dapat diperluas menjadi penguatan sistem 

agrifood melalui peningkatan konektivitas produksi, pengolahan, pemasaran, 

kelembagaan, dan dukungan infrastruktur. Dengan demikian, kawasan tidak 

hanya menjadi lokasi implementasi program, tetapi berfungsi sebagai media yang 

mentransformasikan berbagai inisiatif kewirausahaan sosial menjadi peningkatan 

produktivitas, efisiensi, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat secara 

berkelanjutan. 

Dalam perspektif Agrifood System, proses mediasi tersebut menunjukkan 

bahwa keberlanjutan pertanian merupakan hasil dari interaksi antara inovasi sosial 

dan mekanisme integrasi kawasan. Semakin kuat kapasitas Social 

Entrepreneurship, semakin besar peluang terbentuknya kawasan pertanian yang 

terorganisasi, inovatif, dan memiliki rantai nilai yang terintegrasi. Selanjutnya, 

kawasan yang berkembang secara terpadu akan memperkuat dimensi ekonomi, 

sosial, lingkungan, kelembagaan, dan resiliensi yang menjadi karakteristik utama 

Pertanian Berkelanjutan. 

Argumentasi tersebut menunjukkan bahwa Pengembangan Kawasan 

Pertanian Tanaman Pangan tidak hanya menjadi variabel yang dipengaruhi oleh 

Social Entrepreneurship, tetapi juga menjadi mekanisme yang memperkuat 

pengaruh kewirausahaan sosial terhadap Pertanian Berkelanjutan. Dengan kata 

lain, keberhasilan Social Entrepreneurship dalam mendorong keberlanjutan akan 

semakin besar apabila diwujudkan melalui pengembangan kawasan yang mampu 

mengintegrasikan seluruh subsistem agrifood secara efektif. 

Penelitian ini memandang bahwa Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan berperan sebagai mekanisme mediasi yang mentransformasikan 

pengaruh Social Entrepreneurship terhadap Pertanian Berkelanjutan. Inovasi 

sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kelembagaan yang dihasilkan 

oleh Social Entrepreneurship akan memberikan dampak yang lebih besar 

terhadap keberlanjutan apabila diintegrasikan melalui pembangunan kawasan 
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yang menghubungkan potensi wilayah, infrastruktur, kelembagaan, dan rantai 

nilai agrifood. Oleh karena itu, penelitian ini berargumentasi bahwa 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan memediasi pengaruh positif 

Social Entrepreneurship terhadap Pertanian Berkelanjutan. 

g. Argumentasi Peran Mediasi Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan pada Hubungan Pentahelix Collaboration terhadap 

Pertanian Berkelanjutan 

Pembangunan pertanian berkelanjutan memerlukan kolaborasi yang 

mampu mengintegrasikan berbagai aktor, sumber daya, dan kebijakan ke dalam 

suatu sistem pembangunan yang saling mendukung. Meskipun Pentahelix 

Collaboration berkontribusi dalam memperkuat koordinasi, pertukaran 

pengetahuan, dan sinergi antar pemangku kepentingan, kolaborasi tersebut belum 

secara otomatis menghasilkan pertanian yang berkelanjutan apabila tidak 

diwujudkan dalam bentuk pembangunan yang terintegrasi pada tingkat kawasan. 

Oleh karena itu, Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dipandang 

sebagai mekanisme yang mentransformasikan kapasitas kolaboratif menjadi 

perubahan yang nyata dalam sistem agrifood (Ansell & Gash, 2008; Carayannis & 

Campbell, 2012). 

Dalam penelitian ini, Pentahelix Collaboration menghasilkan berbagai 

bentuk modal pembangunan, seperti penyelarasan kebijakan, integrasi sumber 

daya, pengembangan inovasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta perluasan 

akses terhadap teknologi dan pasar. Namun, manfaat dari kolaborasi tersebut akan 

lebih optimal apabila seluruh potensi tersebut diimplementasikan melalui 

pendekatan kawasan yang mampu menghubungkan berbagai subsistem agrifood 

dalam satu sistem pembangunan yang terpadu. Dengan demikian, pengembangan 

kawasan menjadi media yang memperkuat efektivitas kolaborasi multipihak 

dalam menghasilkan keberlanjutan pertanian. 

Pendekatan Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 

memungkinkan hasil kolaborasi diterjemahkan menjadi program dan kegiatan 

yang terintegrasi, mulai dari penyediaan sarana produksi, peningkatan 

produktivitas, penguatan kelembagaan petani, pengembangan infrastruktur, 

hilirisasi produk, hingga perluasan akses pasar. Integrasi tersebut menciptakan 

keterkaitan antarsubsistem agrifood sehingga manfaat kolaborasi tidak berhenti 
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pada tingkat koordinasi, tetapi berkembang menjadi peningkatan kinerja kawasan 

secara menyeluruh. 

Dalam perspektif Agrifood System, hubungan tersebut menunjukkan 

bahwa kolaborasi multipihak merupakan modal pembangunan, sedangkan 

pengembangan kawasan merupakan mekanisme implementasi yang 

menghubungkan modal tersebut dengan tujuan pembangunan pertanian 

berkelanjutan. Semakin baik kualitas Pentahelix Collaboration, semakin besar 

kemampuan kawasan dalam mengintegrasikan berbagai sumber daya dan 

kepentingan pembangunan. Selanjutnya, kawasan yang berkembang secara 

terpadu akan meningkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing, kesejahteraan 

petani, serta keberlanjutan ekonomi, sosial, lingkungan, kelembagaan, dan 

resiliensi sistem pertanian. 

Argumentasi tersebut mengindikasikan bahwa Pengembangan Kawasan 

Pertanian Tanaman Pangan tidak hanya dipengaruhi oleh Pentahelix 

Collaboration, tetapi juga memperkuat pengaruh kolaborasi tersebut terhadap 

Pertanian Berkelanjutan. Dengan kata lain, keberhasilan kolaborasi multipihak 

dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang berkelanjutan akan semakin 

besar apabila diwujudkan melalui pembangunan kawasan yang mampu 

mengintegrasikan seluruh komponen sistem agrifood secara efektif. 

Penelitian ini memandang bahwa Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan berfungsi sebagai mekanisme mediasi yang mentransformasikan 

pengaruh Pentahelix Collaboration terhadap Pertanian Berkelanjutan. Sinergi 

antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media akan 

memberikan dampak yang lebih signifikan apabila diwujudkan melalui 

pembangunan kawasan yang mampu mengintegrasikan potensi wilayah, 

kelembagaan, infrastruktur, inovasi, dan rantai nilai agrifood. Oleh karena itu, 

penelitian ini berargumentasi bahwa Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman 

Pangan memediasi pengaruh positif Pentahelix Collaboration terhadap Pertanian 

Berkelanjutan. 

3. Model Konseptual Penelitian 

Model konseptual penelitian merupakan representasi sistematis mengenai 

hubungan antarvariabel yang dibangun berdasarkan sintesis paradigma, teori, dan 
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argumentasi konseptual yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Model ini 

disusun untuk menjelaskan mekanisme hubungan antara Social Entrepreneurship, 

Pentahelix Collaboration, Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, 

dan Pertanian Berkelanjutan dalam perspektif Agrifood System. 

Paradigma Agrifood System menjadi landasan konseptual penelitian 

dengan memandang pembangunan pertanian sebagai suatu sistem yang 

mengintegrasikan seluruh subsistem pangan, mulai dari penyediaan sarana 

produksi, budidaya, pengolahan, distribusi, pemasaran, hingga konsumsi. Dalam 

paradigma tersebut, keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya ditentukan 

oleh peningkatan produksi, tetapi juga oleh kemampuan berbagai aktor, 

kelembagaan, inovasi, dan tata kelola dalam membangun sistem agrifood yang 

produktif, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. 

Sebagai grand theory, Collaborative Governance Theory menjelaskan 

bahwa keberhasilan pembangunan pertanian memerlukan tata kelola kolaboratif 

yang mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan dan sumber daya melalui 

proses dialog, koordinasi, pembangunan kepercayaan, serta aksi kolektif. 

Selanjutnya, Social Entrepreneurship dan Pentahelix Collaboration diposisikan 

sebagai faktor penggerak (driving forces) yang memperkuat inovasi sosial, sinergi 

multipihak, dan kapasitas pembangunan pertanian. 

Dalam model penelitian ini, Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman 

Pangan diposisikan sebagai mekanisme integrasi pembangunan yang 

menghubungkan pengaruh Social Entrepreneurship dan Pentahelix Collaboration 

terhadap Pertanian Berkelanjutan. Pendekatan kawasan memungkinkan integrasi 

potensi wilayah, kelembagaan, infrastruktur, inovasi, dan rantai nilai agrifood 

sehingga berbagai sumber daya pembangunan dapat dimanfaatkan secara lebih 

efektif dan efisien. 

Adapun Pertanian Berkelanjutan merupakan variabel outcome yang 

menggambarkan keberhasilan transformasi sistem agrifood melalui keseimbangan 

dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, kelembagaan, dan resiliensi. Berdasarkan 

argumentasi konseptual tersebut, penelitian ini mengembangkan model yang 

memuat hubungan langsung antara Social Entrepreneurship dan Pentahelix 

Collaboration terhadap Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 
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maupun Pertanian Berkelanjutan, serta hubungan tidak langsung melalui peran 

mediasi Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan. 

Model konseptual ini menjadi dasar dalam penyusunan hipotesis penelitian 

dan selanjutnya akan diuji secara empiris menggunakan pendekatan Mixed 

Methods Sequential Explanatory, dengan analisis kuantitatif menggunakan 

Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) yang 

diperdalam melalui analisis kualitatif. 

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai hubungan 

antarvariabel yang akan diuji, model konseptual penelitian divisualisasikan pada 

Gambar 2.13.  

Sumber: Disusun oleh penulis berdasarkan sintesis paradigma Agrifood System, 

Collaborative Governance Theory, Social Entrepreneurship, Pentahelix 

Collaboration, Regional Development Theory, dan Sustainable Agriculture 

Theory. 

Gambar 2. 13. Model Konseptual Penelitian 

Gambar 2.13. menunjukkan bahwa Social Entrepreneurship (X₁) dan 

Pentahelix Collaboration (X₂) berperan sebagai variabel eksogen yang 

memengaruhi Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan (Z) sebagai 
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variabel mediasi, serta Pertanian Berkelanjutan (Y) sebagai variabel endogen. 

Model ini juga menunjukkan adanya pengaruh langsung maupun pengaruh tidak 

langsung melalui mekanisme mediasi, sehingga memberikan kerangka konseptual 

yang komprehensif dalam menjelaskan transformasi pembangunan pertanian 

menuju sistem agrifood yang berkelanjutan. 

3. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara mengenai hubungan 

antarvariabel yang disusun berdasarkan sintesis paradigma Agrifood System, 

Collaborative Governance Theory, teori Social Entrepreneurship, Pentahelix 

Collaboration, Regional Development Theory, serta Sustainable Agriculture 

Theory. Hipotesis ini menjadi dasar pengujian empiris menggunakan Structural 

Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) untuk mengetahui arah 

dan besarnya pengaruh antarvariabel dalam model penelitian. 

Berdasarkan kerangka konseptual dan argumentasi hubungan antarvariabel 

yang telah diuraikan, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut. 

H1:  Social Entrepreneurship berpengaruh positif terhadap Pengembangan 

Kawasan Pertanian Tanaman Pangan. 

Hipotesis ini didasarkan pada argumentasi bahwa semakin tinggi 

kemampuan pelaku pembangunan dalam menciptakan inovasi sosial, 

memberdayakan masyarakat, memperkuat kelembagaan, membangun 

jejaring kolaboratif, dan mengembangkan orientasi usaha berkelanjutan, 

semakin efektif proses pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan. 

H2:  Pentahelix Collaboration berpengaruh positif terhadap Pengembangan 

Kawasan Pertanian Tanaman Pangan. 

Hipotesis ini didasarkan pada argumentasi bahwa kolaborasi yang efektif 

antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media akan 

meningkatkan sinergi kebijakan, integrasi sumber daya, pertukaran 

pengetahuan, serta koordinasi pembangunan kawasan pertanian. 

H3: Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan berpengaruh positif 

terhadap Pertanian Berkelanjutan. 

Hipotesis ini didasarkan pada argumentasi bahwa pengembangan kawasan 

yang terintegrasi akan meningkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing, 
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kesejahteraan petani, serta keberlanjutan ekonomi, sosial, lingkungan, 

kelembagaan, dan resiliensi sistem pertanian. 

H4:  Social Entrepreneurship berpengaruh positif terhadap Pertanian 

Berkelanjutan. 

Hipotesis ini didasarkan pada argumentasi bahwa kewirausahaan sosial 

mampu mendorong inovasi, memperkuat kapasitas masyarakat, 

meningkatkan nilai tambah ekonomi, serta mempercepat transformasi 

menuju sistem pertanian yang berkelanjutan. 

H5: Pentahelix Collaboration berpengaruh positif terhadap Pertanian 

Berkelanjutan. 

Hipotesis ini didasarkan pada argumentasi bahwa sinergi multipihak 

meningkatkan efektivitas tata kelola, inovasi, pemanfaatan sumber daya, 

dan koordinasi pembangunan sehingga mempercepat terwujudnya 

pertanian berkelanjutan. 

H6: Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan memediasi pengaruh 

positif Social Entrepreneurship terhadap Pertanian Berkelanjutan. 

Hipotesis ini didasarkan pada argumentasi bahwa inovasi sosial dan 

pemberdayaan masyarakat yang dihasilkan oleh Social Entrepreneurship 

akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap keberlanjutan apabila 

diimplementasikan melalui pengembangan kawasan yang 

mengintegrasikan seluruh subsistem agrifood. 

H7: Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan memediasi pengaruh 

positif Pentahelix Collaboration terhadap Pertanian Berkelanjutan. 

Hipotesis ini didasarkan pada argumentasi bahwa kolaborasi multipihak 

akan lebih efektif dalam mendorong pertanian berkelanjutan apabila 

diwujudkan melalui pengembangan kawasan yang mengintegrasikan 

kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, inovasi, dan rantai nilai agrifood. 

  



155 
 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori (explanatory research) 

yang bertujuan menjelaskan hubungan kausal antarvariabel dalam model 

pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan menuju pertanian 

berkelanjutan. Penelitian eksplanatori digunakan untuk menguji hubungan sebab-

akibat antarvariabel berdasarkan model konseptual dan hipotesis yang telah 

dirumuskan sebelumnya (Creswell & Creswell, 2023). 

Penelitian ini menguji pengaruh Social Entrepreneurship, Pentahelix 

Collaboration, dan Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan terhadap 

Pertanian Berkelanjutan, baik melalui pengaruh langsung maupun tidak langsung 

melalui mekanisme mediasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian 

menggunakan pendekatan Mixed Methods dengan desain Sequential Explanatory, 

yang mengintegrasikan analisis kuantitatif dan kualitatif secara berurutan guna 

memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang 

diteliti (Creswell & Plano Clark, 2018). 

2. Pendekatan Mixed Methods 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Mixed Methods, yaitu pendekatan 

penelitian yang mengintegrasikan metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu 

desain penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif 

terhadap fenomena yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti 

mengombinasikan kekuatan kedua metode, sehingga hasil penelitian tidak hanya 

memberikan bukti empiris mengenai hubungan antarvariabel, tetapi juga mampu 

menjelaskan konteks, proses, dan dinamika yang melatarbelakangi hubungan 

tersebut (Creswell & Plano Clark, 2018). 

Dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji 

model konseptual dan hipotesis penelitian melalui Structural Equation Modeling–

Partial Least Squares (SEM-PLS), sedangkan pendekatan kualitatif digunakan 

untuk memperdalam dan menjelaskan hasil analisis kuantitatif melalui wawancara 

mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Integrasi kedua pendekatan tersebut 
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diharapkan menghasilkan temuan yang lebih utuh, valid, dan kontekstual 

mengenai hubungan antara Social Entrepreneurship, Pentahelix Collaboration, 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, dan Pertanian 

Berkelanjutan. 

3. Desain Sequential Explanatory 

Penelitian ini menggunakan desain Sequential Explanatory, yaitu salah 

satu desain dalam pendekatan Mixed Methods yang dilaksanakan melalui dua 

tahap penelitian secara berurutan. Tahap pertama merupakan penelitian kuantitatif 

yang bertujuan menguji model konseptual dan hipotesis penelitian, sedangkan 

tahap kedua merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan menjelaskan, 

memperdalam, dan menginterpretasikan temuan kuantitatif (Creswell & Plano 

Clark, 2018). 

Pada tahap kuantitatif, data dikumpulkan melalui survei terhadap petani 

padi sawah dan dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling–Partial 

Least Squares (SEM-PLS) untuk menguji hubungan langsung, hubungan tidak 

langsung, dan pengaruh mediasi antarvariabel penelitian. Selanjutnya, hasil 

analisis kuantitatif menjadi dasar dalam menentukan fokus pendalaman pada 

tahap kualitatif, termasuk pemilihan informan, penyusunan pedoman wawancara, 

dan eksplorasi isu-isu yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. 

Desain Sequential Explanatory dipilih karena penelitian ini telah memiliki 

kerangka konseptual, konstruk, variabel, indikator, dan hipotesis yang disusun 

berdasarkan sintesis teori dan penelitian terdahulu pada Bab II. Oleh karena itu, 

penelitian kualitatif tidak digunakan untuk membangun teori atau konstruk baru, 

melainkan untuk memberikan penjelasan kontekstual terhadap hasil pengujian 

kuantitatif. Integrasi kedua pendekatan tersebut diharapkan menghasilkan temuan 

yang tidak hanya memiliki kekuatan empiris, tetapi juga mampu menjelaskan 

mekanisme dan konteks pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan 

menuju pertanian berkelanjutan. 
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Sumber: Diadaptasi dari Creswell dan Plano Clark (2018), kemudian 

dikembangkan oleh penulis (2026). 

 

Gambar 3.1. Desain Penelitian Mixed Methods dengan Pendekatan 

Sequential Explanatory 

4. Justifikasi Penggunaan Structural Equation Modeling–Partial Least 

Squares SEM-PLS 

Penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeling–Partial Least 

Squares (SEM-PLS) sebagai teknik analisis kuantitatif untuk menguji hubungan 

kausal antarvariabel dalam model penelitian. SEM-PLS dipilih karena mampu 

menganalisis hubungan yang kompleks antara konstruk laten yang diukur melalui 

beberapa indikator secara simultan, termasuk pengujian pengaruh langsung, 

pengaruh tidak langsung, dan efek mediasi dalam satu model analisis (Hair et al., 

2022). 

Pemilihan SEM-PLS didasarkan pada karakteristik model penelitian yang 

melibatkan empat konstruk laten, yaitu Social Entrepreneurship, Pentahelix 

Collaboration, Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, dan 
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Pertanian Berkelanjutan, yang masing-masing diukur menggunakan sejumlah 

indikator reflektif. Selain itu, model penelitian juga menguji peran mediasi 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dalam menjelaskan 

pengaruh Social Entrepreneurship dan Pentahelix Collaboration terhadap 

Pertanian Berkelanjutan, sehingga memerlukan pendekatan analisis yang mampu 

mengestimasi hubungan struktural secara simultan. 

Penggunaan SEM-PLS juga sesuai dengan karakteristik data penelitian. 

Jumlah sampel sebanyak 342 responden telah memenuhi persyaratan analisis 

SEM-PLS, sementara metode ini tidak mensyaratkan asumsi normalitas 

multivariat yang ketat serta memiliki kemampuan yang baik dalam menganalisis 

model penelitian yang bersifat prediktif dan berorientasi pada pengembangan teori 

(Hair et al., 2022; Sarstedt et al., 2022). Oleh karena itu, SEM-PLS dinilai sebagai 

pendekatan yang paling tepat untuk menguji model konseptual yang 

dikembangkan dalam penelitian ini. 

Analisis SEM-PLS dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan 

utama, yaitu evaluasi model pengukuran (outer model) untuk menguji validitas 

dan reliabilitas konstruk, serta evaluasi model struktural (inner model) untuk 

menguji hubungan antarvariabel, kemampuan prediksi model, dan pengujian 

hipotesis penelitian. Tahapan analisis tersebut menghasilkan dasar empiris yang 

selanjutnya diperdalam melalui penelitian kualitatif pada tahap kedua dalam 

desain Sequential Explanatory Mixed Methods. 

5. Paradigma Penelitian 

Penelitian ini berlandaskan pada paradigma pragmatisme (pragmatism) 

sebagai landasan filosofis dalam penerapan Mixed Methods. Paradigma 

pragmatisme memandang bahwa pemilihan metode penelitian tidak didasarkan 

pada dikotomi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif, melainkan pada 

kemampuan metode tersebut dalam menjawab rumusan masalah penelitian secara 

komprehensif. Paradigma ini memberikan fleksibilitas kepada peneliti untuk 

mengombinasikan berbagai pendekatan, metode, dan teknik analisis sesuai dengan 

tujuan penelitian (Creswell & Creswell, 2023). 

Dalam penelitian ini, paradigma pragmatisme diimplementasikan melalui 

desain Sequential Explanatory Mixed Methods, yaitu penelitian yang diawali 
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dengan pendekatan kuantitatif untuk menguji model konseptual dan hipotesis 

menggunakan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS), 

kemudian dilanjutkan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara 

mendalam, observasi, dan dokumentasi untuk menjelaskan serta memperdalam 

temuan kuantitatif (Creswell & Plano Clark, 2018). 

Penerapan paradigma pragmatisme dipandang sesuai dengan karakteristik 

penelitian ini karena tujuan penelitian tidak hanya menguji hubungan kausal 

antarvariabel, tetapi juga menjelaskan konteks, proses, dan mekanisme yang 

melatarbelakangi hubungan tersebut. Integrasi temuan kuantitatif dan kualitatif 

melalui proses meta-inference diharapkan menghasilkan pemahaman yang lebih 

komprehensif sebagai dasar pengembangan Model Pengembangan Kawasan 

Pertanian Tanaman Pangan menuju Pertanian Berkelanjutan. 

Hubungan antara paradigma pragmatisme, pendekatan Mixed Methods, 

desain Sequential Explanatory, dan integrasi hasil penelitian melalui proses meta-

inference disajikan pada Gambar 3.2. 

 

Sumber: Diadaptasi dari Creswell dan Plano Clark (2018), Creswell dan Creswell 

(2023), kemudian dikembangkan oleh penulis (2026). 

 

Gambar 3. 2. Paradigma Penelitian Mixed Methods dengan Pendekatan 

Sequential Explanatory 

Gambar 3.2 memperlihatkan alur paradigma penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini. Paradigma pragmatisme menjadi landasan filosofis dalam 
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penerapan Mixed Methods dengan desain Sequential Explanatory. Penelitian 

diawali melalui pengujian model konseptual secara kuantitatif menggunakan 

SEM-PLS, kemudian dilanjutkan dengan penelitian kualitatif untuk memberikan 

penjelasan yang lebih mendalam terhadap temuan empiris. Integrasi kedua 

pendekatan melalui proses meta-inference menghasilkan sintesis temuan sebagai 

dasar penyusunan Model Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 

menuju Pertanian Berkelanjutan. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

1. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi 

Sumatera Barat. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive 

berdasarkan pertimbangan akademik, empiris, dan kebijakan. Secara akademik, 

Kabupaten Pasaman Barat memiliki karakteristik yang sesuai dengan fokus 

penelitian mengenai pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan menuju 

pertanian berkelanjutan melalui implementasi Social Entrepreneurship dan 

Pentahelix Collaboration. Secara empiris, sektor pertanian merupakan salah satu 

sektor unggulan yang berperan penting dalam perekonomian daerah, didukung 

oleh keberadaan kawasan sentra produksi padi, kelembagaan petani, serta aktivitas 

agribisnis yang berkembang. Sementara itu, dari aspek kebijakan, Kabupaten 

Pasaman Barat telah ditetapkan sebagai kawasan pengembangan pertanian 

tanaman pangan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten sehingga 

memberikan konteks yang relevan untuk mengkaji implementasi pembangunan 

pertanian berbasis kawasan. 

Pada tingkat nasional, Kabupaten Pasaman Barat ditetapkan sebagai salah 

satu kawasan pengembangan komoditas padi melalui Keputusan Menteri 

Pertanian Republik Indonesia Nomor 830/Kpts/RC.040/2016 dan Keputusan 

Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan 

Pertanian Nasional. Selanjutnya, pada tingkat provinsi ditetapkan empat kawasan 

pertanian tanaman pangan komoditas padi melalui Keputusan Gubernur Sumatera 

Barat Nomor 521-849-2019 yang kemudian diperbarui dengan Keputusan 

Gubernur Sumatera Barat Nomor 525-757-2021. Pada tingkat kabupaten, 

penetapan kawasan mengacu pada Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, 
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Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Nomor 

188.46/204/DTPHP-III/2021 tentang Penetapan Kawasan Tanaman Pangan, 

Hortikultura, dan Peternakan.  

Berdasarkan penetapan kawasan tersebut, penelitian difokuskan pada 

empat kawasan pertanian tanaman pangan komoditas padi, yaitu Kawasan 

Talamau, Kawasan Kinali, Kawasan Lembah Malintang, dan Kawasan Ranah 

Batahan. Keempat kawasan tersebut dipilih karena mewakili variasi karakteristik 

pengembangan kawasan pertanian, baik dari aspek agroekologi, kelembagaan 

petani, dukungan infrastruktur, maupun pengembangan agribisnis. Keberagaman 

karakteristik tersebut memberikan konteks empiris yang memadai untuk 

menganalisis hubungan antara Social Entrepreneurship, Pentahelix 

Collaboration, Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, dan 

Pertanian Berkelanjutan dalam perspektif Agrifood System. 

Sebaran lokasi penelitian pada masing-masing kawasan disajikan pada 

Gambar 3.3, sedangkan karakteristik singkat setiap kawasan penelitian disajikan 

pada Gambar 3.4 sebagai dasar pemahaman terhadap konteks empiris penelitian. 

 

Gambar 3. 3. Peta Lokasi Penelitian Kabupaten Pasaman Barat 
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Gambar 3. 4. Karakteristik Kawasan Penelitian di Kabupaten Pasaman 

Barat 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama Januari 2025 sampai dengan Juli 2026. 

Pelaksanaan penelitian mengikuti desain Sequential Explanatory Mixed Methods, 

yang diawali dengan pengumpulan dan analisis data kuantitatif, kemudian 

dilanjutkan dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif sebagai pendalaman 

terhadap hasil penelitian kuantitatif. 

Tahapan penelitian meliputi studi pendahuluan, kajian literatur, 

penyusunan dan uji instrumen, pengumpulan serta analisis data kuantitatif 

menggunakan Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM–PLS), 

penentuan informan penelitian, pengumpulan dan analisis data kualitatif, integrasi 

hasil (meta-inference), serta penyusunan laporan penelitian dan disertasi 

3. Tahapan pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilakukan secara bertahap sesuai dengan desain 

Sequential Explanatory Mixed Methods untuk memastikan proses pengumpulan 

data, analisis, dan integrasi hasil berjalan secara sistematis. Tahapan penelitian 

yang dilaksanakan disajikan pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3. 1. Tahapan pelaksanaan Penelitian 

Tahap Uraian Kegiatan 

1 Studi pendahuluan, identifikasi masalah, dan penetapan fokus penelitian 

2 
Kajian literatur, penyusunan kerangka konseptual, dan perumusan 

hipotesis 

3 Penyusunan serta uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian 

4 Pengumpulan data kuantitatif melalui survei terhadap responden 

5 Analisis data kuantitatif menggunakan SEM–PLS 

6 
Penentuan informan penelitian secara purposif berdasarkan hasil 

analisis kuantitatif 

7 
Pengumpulan data kualitatif melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi 

8 Analisis data kualitatif menggunakan analisis tematik 

9 Integrasi hasil kuantitatif dan kualitatif (meta-inference) 

10 Penyusunan laporan penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan disertasi 

C. Populasi, Sampel, dan Informan Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi penelitian adalah seluruh petani padi sawah yang tergabung 

dalam kelompok tani pada kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten 

Pasaman Barat. Populasi ini dipilih karena petani merupakan unit analisis yang 

secara langsung terlibat dalam aktivitas produksi pertanian, pengembangan 

kawasan, implementasi program pembangunan pertanian, serta penerapan praktik 

pertanian berkelanjutan yang menjadi fokus penelitian.  

Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan 

Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, jumlah populasi penelitian sebanyak 

2.545 petani yang tersebar pada empat kawasan pertanian tanaman pangan, yaitu 

Kawasan Talamau, Kawasan Kinali, Kawasan Lembah Malintang, dan Kawasan 

Ranah Batahan. Sebaran populasi penelitian disajikan pada Tabel 3.2. 
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Tabel 3. 2. Populasi Petani di Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 

No Nama Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Jumlah Petani (Ni) 

1 Kawasan padi Sawah Nagari Sungai Janiah, 

Nagari Tabek Sirah, Nagari Talu, dan Nagari 

Sinuruik Kecamatan Talamau 

1.532 

2 Kawasan Sawah Sialang Nagari Bunuik 

Kecamatan Kinali 

265 

3 Kawasan Sawah Nagari Saroha Kecamatan 

Lembah malintang 

301 

4 Kawasan Sawah Salak Laweh Nagari Desa Baru 

Kecamatan Ranah Batahan 

447 

 Jumlah  2.545 

Sumber: Diolah dari Data Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten 

Pasaman Barat (2024) 

2. Sampel Penelitian Kuantitatif 

Sampel penelitian merupakan bagian dari populasi yang dipilih untuk 

mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan. Penentuan sampel dilakukan 

untuk memperoleh data yang representatif sehingga hasil penelitian dapat 

menggambarkan kondisi populasi secara objektif dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

a. Teknik Penentuan Sampel 

Penelitian ini menggunakan probability sampling dengan teknik 

proportionate stratified random sampling. Teknik ini dipilih karena populasi 

penelitian tersebar pada empat kawasan pertanian tanaman pangan yang memiliki 

jumlah anggota berbeda. Stratifikasi dilakukan berdasarkan kawasan penelitian, 

yaitu Kawasan Talamau, Kawasan Kinali, Kawasan Lembah Malintang, dan 

Kawasan Ranah Batahan, sedangkan pemilihan responden pada setiap strata 

dilakukan secara acak sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang 

sama untuk menjadi responden. 

b. Kriteria Responden 

Responden penelitian ditetapkan berdsarkan kriteria sebagai berikut: 

1) Petani padi sawah yang aktif berusahatani; 

2) Tergabung dalam kelompok tani; 

3) Terlibat dalam kegiatan pertanian pada kawasan penelitian; 
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4) Pernah menerima program, pendampingan, atau terlibat dalam aktivitas 

pengembangan kawasan pertanian; dan 

5) Bersedia menjadi responden penelitian. 

Kriteria tersebut ditetapkan untuk memastikan bahwa responden memiliki 

pengalaman dan pengetahuan yang relevan terhadap variabel yang diteliti. 

c. Ukuran Sampel 

Ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus Cochran (1977) karena 

sesuai untuk penelitian survei dengan populasi berhingga. Perhitungan dilakukan 

menggunakan tingkat kepercayaan 95% (Z = 1,96), proporsi 0,50, dan tingkat 

kesalahan (margin of error) sebesar 5%. 

Hasil perhitungan menghasilkan ukuran sampel awal sebanyak 385 

responden. Karena populasi penelitian hanya berjumlah 2.545 orang, dilakukan 

koreksi populasi terbatas (finite population correction) sehingga diperoleh ukuran 

sampel minimum sebanyak 334 responden. Untuk meningkatkan keterwakilan 

responden, mengantisipasi data yang tidak lengkap, serta memperkuat stabilitas 

estimasi model SEM–PLS, jumlah sampel operasional ditetapkan sebanyak 342 

responden. Jumlah tersebut telah memenuhi persyaratan minimum untuk analisis 

Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM–PLS) (Hair & 

Alamer, 2022). 

1) Penghitungan Ukuran Sampel 

Ukuran sampel awal (n₀) dihitung dengan rumus Cochran: 

 

Dengan parameter penelitian sebagai berikut: 

Z = 1,96 

P = 0,50 

q = 0,50 

e = 0,05 

Sehingga diperoleh: 



166 
 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, ukuran sampel awal (n₀) adalah 

sebanyak 385 responden. 

2) Koreksi Populasi Terbatas 

Karena jumlah populasi penelitian bersifat terbatas, yaitu sebanyak 2.545 

petani, maka dilakukan koreksi ukuran sampel menggunakan rumus finite 

population correction sebagai berikut: 

 

Maka diperoleh: 

 

Selain memenuhi hasil perhitungan menggunakan rumus Cochran, jumlah 

sampel sebanyak 342 responden juga telah melampaui ukuran minimum 

yang direkomendasikan untuk analisis SEM–PLS, sehingga dinilai 

memadai untuk menghasilkan estimasi parameter yang stabil dan memiliki 

daya prediksi yang baik. 

d. Distribusi Sampel Penelitian 

Distribusi sampel dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah 

populasi petani pada setiap kawasan penelitian menggunakan teknik 

proportionate stratified random sampling. Pendekatan ini bertujuan menjaga 

keterwakilan masing-masing kawasan sehingga hasil penelitian dapat 

menggambarkan kondisi populasi secara lebih akurat. 

Jumlah sampel pada setiap strata dihitung menggunakan persamaan: 

 

di mana: 

= jumlah sampel pada strata ke-i 

= jumlah populasi pada strata ke-i 

= jumlah populasi total 

= jumlah sampel keseluruhan 
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Hasil distribusi sampel pada masing-masing kawasan penelitian disajikan 

pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3. Distribusi Sampel Penelitian per Kawasan 

No Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 
Jumlah 

Petani (Ni) 

Sampel 

(ni) 

1 

Kawasan Sawah Nagari Sungai Janiah, 

Nagari Tabek Sirah, Nagari Talu, dan 

Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau 

1.532 205 

2 
Kawasan Sawah Sialang Nagari Bunuik 

Kecamatan Kinali 
265 36  

3 
Kawasan Sawah Nagari Saroha Kecamatan 

Lembah malintang 
301 41 

4 
Kawasan Sawah Salak Laweh Nagari Desa 

Baru Kecamatan Ranah Batahan 
447 60 

 Jumlah 2.545 342 

Sumber: Diolah dari Data Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten 

Pasaman Barat (2024). 

Distribusi sampel secara proporsional tersebut memastikan keterwakilan 

setiap kawasan penelitian sehingga hasil analisis dapat merepresentasikan kondisi 

empiris pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten 

Pasaman Barat.. 

3. Informan Penelitian Kualitatif 

Informan penelitian kualitatif dipilih untuk memberikan pemahaman yang 

lebih mendalam mengenai hasil penelitian kuantitatif sesuai dengan desain 

Sequential Explanatory Mixed Methods. Berbeda dengan responden penelitian 

kuantitatif yang dipilih untuk mewakili populasi secara statistik, informan 

penelitian kualitatif dipilih berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan 

keterlibatan langsung dalam pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan di 

Kabupaten Pasaman Barat. Oleh karena itu, pemilihan informan bertujuan untuk 

menjelaskan mekanisme hubungan antarvariabel, dinamika kolaborasi antaraktor, 

serta implementasi pengembangan kawasan pertanian menuju pertanian 

berkelanjutan 
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Pemilihan informan dilakukan menggunakan purposive sampling, yaitu 

memilih individu yang dinilai memiliki informasi yang relevan dengan fokus 

penelitian. Dalam proses pengumpulan data, teknik snowball sampling digunakan 

secara terbatas apabila diperlukan untuk memperoleh informan tambahan yang 

direkomendasikan oleh informan sebelumnya dan memiliki kompetensi yang 

sesuai. Penentuan informan dilakukan setelah analisis data kuantitatif selesai 

sehingga proses wawancara dapat difokuskan pada temuan-temuan yang 

memerlukan penjelasan lebih lanjut. 

Informan penelitian dipilih berdasarkan kriteria: (1) memiliki pengetahuan 

mengenai pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan; (2) terlibat 

langsung dalam pembangunan pertanian atau pengembangan kawasan; (3) 

memiliki pengalaman dalam program pertanian, kelembagaan petani, atau 

kolaborasi antaraktor; (4) memahami kondisi kawasan penelitian; dan (5) bersedia 

menjadi informan penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, informan berasal dari 

unsur Pentahelix, yang meliputi pemerintah daerah, penyuluh pertanian, ketua 

kelompok tani atau gabungan kelompok tani, pelaku usaha pertanian, akademisi, 

tokoh masyarakat, serta media atau pihak lain yang relevan dengan penelitian. 

Jumlah informan tidak ditetapkan sejak awal, tetapi ditentukan 

berdasarkan prinsip data saturation, yaitu ketika proses wawancara tidak lagi 

menghasilkan informasi, tema, atau kategori baru yang relevan dengan tujuan 

penelitian. Saturasi data ditandai oleh berulangnya informasi yang diperoleh, tidak 

munculnya tema baru yang substantif, konsistensi penjelasan mengenai hubungan 

antarvariabel, serta tercapainya kesesuaian hasil wawancara dengan temuan 

penelitian kuantitatif melalui proses triangulasi. Berdasarkan proses tersebut, 

penelitian ini melibatkan 34 informan kunci yang dinilai telah memadai untuk 

menjelaskan dan memperdalam hasil analisis kuantitatif. 
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Tabel 3. 4. Informan Penelitian Kualitatif 

No 
Kelompok 

Informan 
Jumlah Keterangan 

1 Pemerintah Daerah 4 OPD terkait 

2 Penyuluh Pertanian 8 PPL/PPS/P4S 

3 
Ketua 

Poktan/Gapoktan 
8 Perwakilan kawasan 

4 Pelaku Usaha 6 
RMU/Offtaker/Koperasi/Kios/ 

Penangkar benih/UPJA 

5 Akademisi 2 Perguruan Tinggi 

6 Tokoh Masyarakat 4 Tokoh lokal 

7 Media 2 Media lokal 

Jumlah 
 

34 
 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan tiga jenis data, yaitu data kuantitatif, data 

kualitatif, dan data sekunder, yang saling melengkapi sesuai dengan desain 

Sequential Explanatory Mixed Methods. Data kuantitatif digunakan sebagai data 

utama untuk menguji model konseptual dan hipotesis penelitian, sedangkan data 

kualitatif digunakan untuk memperdalam, menjelaskan, dan menginterpretasikan 

hasil analisis kuantitatif. Data sekunder dimanfaatkan untuk mendukung analisis 

empiris, memberikan konteks terhadap wilayah penelitian, serta melakukan 

triangulasi dalam proses interpretasi hasil penelitian.. 

1. Jenis Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas: 

a Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh melalui survei menggunakan 

kuesioner terstruktur kepada petani padi sawah yang menjadi responden 

penelitian. Data ini digunakan untuk mengukur variabel Social 

Entrepreneurship (X₁), Pentahelix Collaboration (X₂), Pengembangan 

Kawasan Pertanian Tanaman Pangan (Z), dan Pertanian Berkelanjutan 

(Y), yang selanjutnya dianalisis menggunakan Structural Equation 

Modeling–Partial Least Squares (SEM–PLS).  
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b Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, 

observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap para informan penelitian. 

Data ini digunakan untuk menjelaskan mekanisme hubungan 

antarvariabel, dinamika implementasi pengembangan kawasan pertanian, 

serta faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi pembangunan pertanian 

berkelanjutan.  

c Data sekunder, yaitu data yang berasal dari berbagai dokumen, publikasi, 

dan basis data resmi yang digunakan untuk mendukung analisis, 

memperkuat interpretasi hasil penelitian, serta memberikan gambaran 

mengenai kondisi wilayah penelitian.Teknik Pengumpulan Data  

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data 

sekunder. 

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui survei 

terhadap petani padi sawah, wawancara mendalam dengan informan penelitian, 

observasi lapangan, serta dokumentasi. Survei menghasilkan data kuantitatif, 

sedangkan wawancara, observasi, dan dokumentasi menghasilkan data kualitatif. 

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber resmi, antara lain Badan 

Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Pemerintah 

Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Tanaman 

Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat, Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dokumen RPJMD, dokumen 

penetapan kawasan pertanian, data kelembagaan petani, laporan pembangunan 

pertanian, serta berbagai jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu. 

Data sekunder yang digunakan meliputi data luas lahan pertanian, produksi 

dan produktivitas tanaman pangan, jumlah petani dan kelembagaan pertanian, 

kondisi sosial ekonomi masyarakat, infrastruktur pertanian, kebijakan 

pembangunan pertanian, serta berbagai data lain yang relevan dengan 

pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan dan pertanian berkelanjutan. 

3. Integrasi Data 

Sesuai dengan desain Sequential Explanatory Mixed Methods, integrasi 

data dilakukan pada tahap interpretasi hasil penelitian. Data kuantitatif digunakan 
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untuk menguji hubungan antarvariabel secara empiris, sedangkan data kualitatif 

digunakan untuk menjelaskan temuan statistik yang diperoleh. Data sekunder 

berfungsi sebagai informasi pendukung untuk memperkuat analisis, memberikan 

konteks terhadap wilayah penelitian, dan melakukan triangulasi terhadap temuan 

penelitian. 

Integrasi ketiga jenis data tersebut menghasilkan pemahaman yang lebih 

komprehensif mengenai hubungan antara Social Entrepreneurship, Pentahelix 

Collaboration, Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, dan 

Pertanian Berkelanjutan, sehingga meningkatkan validitas dan kedalaman 

interpretasi hasil penelitian. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sesuai dengan desain 

Sequential Explanatory Mixed Methods, yaitu melalui tahapan kuantitatif yang 

dilanjutkan dengan tahapan kualitatif. Teknik pengumpulan data disesuaikan 

dengan karakteristik masing-masing jenis data sehingga mampu menghasilkan 

informasi yang komprehensif untuk menjawab tujuan penelitian. Teknik yang 

digunakan meliputi survei, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. 

1. Survei  

Survei digunakan sebagai teknik utama dalam pengumpulan data 

kuantitatif. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner terstruktur kepada 342 

petani padi sawah yang menjadi responden penelitian. Kuesioner disusun 

berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian, yaitu Social 

Entrepreneurship (X₁), Pentahelix Collaboration (X₂), Pengembangan Kawasan 

Pertanian Tanaman Pangan (Z), dan Pertanian Berkelanjutan (Y). Seluruh 

pernyataan diukur menggunakan skala Likert lima tingkat, mulai dari sangat tidak 

setuju sampai sangat setuju. 

2. Wawancara Mendalam 

Wawancara mendalam dilakukan pada tahap kualitatif untuk memperoleh 

penjelasan yang lebih komprehensif terhadap hasil analisis kuantitatif. Wawancara 

menggunakan pedoman semi-terstruktur sehingga memungkinkan peneliti 

menggali informasi secara mendalam mengenai implementasi Social 

Entrepreneurship, Pentahelix Collaboration, pengembangan kawasan pertanian 
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tanaman pangan, serta faktor-faktor yang memengaruhi pertanian berkelanjutan. 

Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan 

mereka terhadap fokus penelitian. 

3. Observasi 

Observasi dilakukan secara langsung di kawasan penelitian untuk 

memperoleh informasi mengenai kondisi fisik kawasan pertanian, aktivitas usaha 

tani, kelembagaan petani, sarana dan prasarana pertanian, serta bentuk kolaborasi 

antaraktor pembangunan. Hasil observasi digunakan sebagai data pendukung 

untuk memverifikasi informasi yang diperoleh melalui survei dan wawancara. 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang 

berkaitan dengan pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, antara lain 

dokumen kebijakan, laporan program, data statistik, foto kegiatan, peta kawasan, 

dan arsip kelembagaan pertanian. Data dokumentasi digunakan untuk melengkapi 

data primer, memperkuat analisis, serta mendukung proses triangulasi dalam 

penelitian. 

Tabel 3. 5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Jenis Data Sumber Data Tujuan 

Survei Kuantitatif 342 petani Mengukur variabel penelitian 

Wawancara 

mendalam 
Kualitatif 15 informan Menjelaskan hasil kuantitatif 

Observasi Kualitatif Lokasi penelitian Memverifikasi kondisi lapangan 

Dokumentasi Sekunder Dokumen dan arsip 
Mendukung analisis dan 

triangulasi 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh 

data secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Penyusunan instrumen 

dilakukan berdasarkan kerangka konseptual, hipotesis penelitian, serta definisi 

operasional variabel yang telah disusun pada Bab II.  
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Dalam penelitian ini, instrumen digunakan untuk mengumpulkan data 

kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan desain Sequential Explanatory Mixed 

Methods, di mana instrumen kuantitatif digunakan pada tahap awal untuk menguji 

model penelitian, sedangkan instrumen kualitatif digunakan untuk memperdalam 

dan menjelaskan hasil analisis kuantitatif. 

1. Instrumen Penelitian Kuantitatif 

Instrumen penelitian kuantitatif berupa kuesioner terstruktur yang disusun 

berdasarkan indikator variabel penelitian, yaitu Social Entrepreneurship (X1), 

Pentahelix Collaboration (X2), Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman 

Pangan (Z), dan Pertanian Berkelanjutan (Y). 

Penyusunan instrumen dilakukan melalui tahapan: 

a Identifikasi dimensi dan indikator berdasarkan sintesis teori;  

b Penyusunan item pernyataan sesuai indikator;  

c Penyesuaian bahasa dengan karakteristik responden;  

d Uji keterbacaan awal.  

Seluruh item diukur menggunakan skala Likert lima tingkat. 

Skala pengukuran yang digunakan adalah: 

 

 

Penggunaan skala Likert ini sesuai untuk mengukur persepsi responden 

serta mendukung analisis menggunakan SEM–PLS. 

2. Instrumen Penelitian Kualitatif 

Instrumen penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang 

bersifat mendalam dan kontekstual guna menjelaskan hasil analisis kuantitatif. 

Instrumen yang digunakan meliputi: 

Skor Kategori 

1 Sangat Tidak Setuju 

2 Tidak Setuju 

3 Cukup Setuju 

4 Setuju 

5 Sangat Setuju 
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a. Pedoman wawancara mendalam 

Digunakan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi terkait:  

1) Social Entrepreneurship  

2) Pentahelix Collaboration  

3) Pengembangan kawasan  

4) Pertanian berkelanjutan  

b. Lembar observasi 

Digunakan untuk mencatat kondisi empiris di lapangan, meliputi:  

1) Aktivitas usaha tani  

2) Kelembagaan petani  

3) Infrastruktur pertanian  

4) Kolaborasi antaraktor  

c. Format dokumentasi 

Digunakan untuk mengelola dokumen seperti:  

1) Kebijakan pertanian  

2) Data statistik  

3) Laporan program  

4) Foto dan arsip kegiatan  

Ketiga instrumen tersebut digunakan secara komplementer untuk 

mendukung proses triangulasi data. 

3. Uji Kelayakan Instrumen 

Sebelum digunakan, instrumen penelitian diuji untuk memastikan validitas 

dan keterbacaan. 

Uji yang dilakukan meliputi: 

a Uji validitas isi (content validity) 

Dilakukan melalui expert judgement untuk menilai kesesuaian indikator 

dengan konstruk penelitian.  

b Uji keterbacaan 

Dilakukan pada responden terbatas untuk memastikan kejelasan dan 

pemahaman item.  

c Uji coba instrumen (pilot test) 

Dilakukan untuk mengevaluasi:  
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1) Kejelasan pertanyaan  

2) Konsistensi jawaban  

3) Kelayakan instrumen  

Hasil uji digunakan untuk menyempurnakan instrumen sebelum survei 

utama. 

4. Evaluasi Instrumen dalam SEM-PLS 

Kualitas instrumen kuantitatif selanjutnya diuji melalui evaluasi model 

pengukuran (outer model) dalam SEM–PLS. 

Pengujian meliputi: 

a. Validitas Konvergen 

1) Outer loading ≥ 0,70  

2) AVE ≥ 0,50  

b. Validitas Diskriminan 

1) Fornell-Larcker Criterion  

2) HTMT < 0,90  

c. Reliabilitas Konstruk 

1) Cronbach‘s Alpha ≥ 0,70  

2) Composite Reliability ≥ 0,70  

Pengujian ini memastikan bahwa setiap konstruk diukur secara valid dan 

reliabel sebelum dilakukan analisis model struktural. 

G. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel disusun untuk menerjemahkan konsep 

teoritis ke dalam indikator yang dapat diukur secara empiris sesuai dengan 

kerangka konseptual, hipotesis penelitian, dan model struktural SEM–PLS. 

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini disusun berdasarkan sintesis teori, 

penelitian empiris, serta perspektif Agrifood System yang memandang 

pembangunan pertanian sebagai sistem terintegrasi yang mencakup aspek 

ekonomi, sosial, kelembagaan, tata kelola, agribisnis, dan keberlanjutan 

lingkungan.  

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini disusun berdasarkan 

sintesis teori pada Bab II, kerangka konseptual penelitian, hipotesis penelitian, 

model struktural SEM–PLS, serta indikator konstruk penelitian. Operasionalisasi 
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variabel juga disusun berdasarkan perspektif Agrifood System yang memandang 

pembangunan pertanian sebagai sistem terintegrasi yang mencakup dimensi 

ekonomi, sosial, kelembagaan, tata kelola, agribisnis, serta keberlanjutan 

lingkungan. 

Penelitian ini menggunakan empat variabel utama, yaitu: Social 

Entrepreneurship (X1), Pentahelix Collaboration (X2), pengembangan kawasan 

pertanian tanaman pangan (Z), dan pertanian berkelanjutan (Y). Seluruh indikator 

diukur menggunakan skala Likert lima tingkat dan dianalisis menggunakan 

Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM–PLS). 

1. Definisi Operasional Variabel Social Entrepreneurship (X1) 

Social Entrepreneurship (X1) diartikan sebagai kapasitas aktor lokal 

dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang untuk menciptakan inovasi 

sosial, memberdayakan komunitas, membangun jejaring dan kolaborasi, 

menciptakan nilai sosial-ekonomi, serta mengembangkan kemampuan adaptasi 

dan keberlanjutan dalam mendukung pembangunan kawasan pertanian tanaman 

pangan dan pertanian berkelanjutan. 

Dalam penelitian ini, Social Entrepreneurship diposisikan sebagai 

kapasitas agen perubahan (agency) yang berperan dalam mendorong transformasi 

pembangunan pertanian melalui kombinasi tujuan ekonomi dan tujuan sosial. 

Konsep ini tidak hanya menekankan kemampuan menghasilkan keuntungan 

ekonomi, tetapi juga kemampuan menciptakan nilai sosial, memperkuat kapasitas 

masyarakat, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mengembangkan inovasi 

yang mampu menjawab berbagai permasalahan pembangunan pertanian secara 

berkelanjutan. 

Variabel Social Entrepreneurship terdiri atas lima dimensi, yaitu: 

a. Inovasi Sosial (X1-1); 

b. Pemberdayaan Komunitas (X1-2); 

c. Jejaring dan Kolaborasi (X1-3); 

d. Penciptaan Nilai Sosial-Ekonomi (X1-4); dan 

e. Adaptasi dan Keberlanjutan (X1-5). 

Variabel ini diukur berdasarkan persepsi responden terhadap kemampuan 

aktor lokal, kelompok tani, kelembagaan petani, dan pelaku agribisnis dalam 
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mengembangkan inovasi sosial, memperkuat partisipasi masyarakat, membangun 

jejaring kerja sama, menciptakan manfaat ekonomi dan sosial, serta meningkatkan 

kemampuan adaptasi dalam pembangunan pertanian berbasis kawasan. 

Operasionalisasi variabel disusun berdasarkan sintesis Social 

Entrepreneurship Theory yang dikembangkan oleh Mair & Martí (2006a), Bacq 

& Janssen (2011), Dacin et al.(2010), serta Saebi et al. (2019). Sintesis teori 

tersebut memandang Social Entrepreneurship sebagai proses penciptaan nilai 

sosial melalui inovasi, pemberdayaan masyarakat, pengembangan jejaring 

kolaboratif, penciptaan manfaat sosial-ekonomi, serta kemampuan adaptasi untuk 

menghadapi perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Definisi 

operasional variabel Social Entrepreneurship (X1) disajikan pada Tabel 3.6.
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Tabel 3.6. Definisi Operasional Variabel Social Entrepreneurship  (X1) 

Variabel 
Kode 

Dimensi 
Dimensi Variabel Definisi Operasional Dimensi 

Kode 

Indikator 
Indikator Penelitian 

Social 

Entrepreneurship 

(X1) 

X1-1 Inovasi Sosial 
Kemampuan menciptakan inovasi dan 

solusi sosial dalam pembangunan pertanian 
X1-1.1 

Kemampuan menciptakan inovasi 

usaha tani 

    
X1-1.2 

Kemampuan menciptakan solusi 

terhadap permasalahan pertanian 

 
X1-2 

Pemberdayaan 

Komunitas 

Kemampuan memperkuat kapasitas dan 

partisipasi komunitas pertanian 
X1-2.1 Penguatan kapasitas kelompok tani 

    
X1-2.2 

Partisipasi komunitas dalam 

pembangunan pertanian 

 
X1-3 

Jejaring dan 

Kolaborasi 

Kemampuan membangun kerja sama dan 

jaringan agribisnis 
X1-3.1 Kerja sama antar pelaku pertanian 

    
X1-3.2 Penguatan jaringan agribisnis 

 
X1-4 

Penciptaan Nilai 

Sosial Ekonomi 

Kemampuan menciptakan manfaat ekonomi 

dan sosial bagi masyarakat pertanian 
X1-4.1 

Peningkatan manfaat ekonomi 

masyarakat 

    
X1-4.2 Peningkatan kesejahteraan petani 

 
X1-5 

Adaptasi dan 

Keberlanjutan 

Kemampuan mempertahankan 

keberlanjutan usaha dan adaptasi terhadap 

perubahan 

X1-5.1 Kemampuan menghadapi perubahan 

    
X1-5.2 Keberlanjutan usaha pertanian 

Sumber: Disusun oleh peneliti berdasarkan sintesis Social Entrepreneurship Theory dari Mair dan Martí (2006), Dacin et al. (2010), Bacq 

dan Janssen (2011), serta Saebi et al. (2019). 
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2. Definisi Operasional Variabel Pentahelix Collaboration (X2) 

Pentahelix Collaboration (X2) diartikan sebagai tingkat efektivitas 

kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media 

dalam mendukung pembangunan kawasan pertanian tanaman pangan untuk 

mewujudkan pertanian berkelanjutan. Kolaborasi tersebut mencerminkan 

kemampuan para aktor pembangunan dalam membangun koordinasi, pertukaran 

pengetahuan, kemitraan, partisipasi, dan tata kelola kolaboratif untuk mencapai 

tujuan pembangunan pertanian. 

Dalam penelitian ini, Pentahelix Collaboration diposisikan sebagai 

mekanisme tata kelola kolaboratif yang mengintegrasikan sumber daya, 

pengetahuan, teknologi, dan dukungan kelembagaan antaraktor pembangunan 

dalam sistem pertanian berbasis kawasan.  

Variabel Pentahelix Collaboration terdiri atas lima dimensi, yaitu: 

a. Koordinasi dan sinergi aktor (X2-1);  

b. Pertukaran pengetahuan dan informasi (X2-2);  

c. Kemitraan dan dukungan sumber daya (X2-3);  

d. Partisipasi dan keterlibatan multipihak (X2-4); dan  

e. Tata kelola kolaboratif (X2-5).  

f. Variabel Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan (Z) 

Variabel ini diukur berdasarkan persepsi responden terhadap tingkat 

koordinasi antaraktor, pertukaran informasi dan teknologi, dukungan sumber 

daya, keterlibatan multipihak, serta efektivitas tata kelola kolaboratif dalam 

mendukung pembangunan pertanian berbasis kawasan. 

Operasionalisasi variabel disusun berdasarkan sintesis Collaborative 

Governance Theory (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012; Ansell et al., 

2020) dan Pentahelix Innovation Ecosystem Theory (Carayannis & Campbell, 

2009; Carayannis et al., 2022). Sintesis kedua pendekatan tersebut memandang 

kolaborasi sebagai proses interaksi multipihak yang melibatkan koordinasi, 

pertukaran pengetahuan, kemitraan sumber daya, partisipasi aktor, dan tata kelola 

bersama untuk menghasilkan pembangunan yang lebih efektif, inklusif, dan 

berkelanjutan. Definisi operasional variabel Pentahelix Collaboration (X2) 

disajikan pada Tabel 3.7. 
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Tabel 3.7. Definisi Operasional Variabel Pentahelix Collaboration (X2) 

Variabel 
Kode 

Dimensi 
Dimensi Variabel Definisi Operasional Dimensi 

Kode 

Indikator 
Indikator Penelitian 

Pentahelix 

Collaboration (X2) 
X2-1 Koordinasi dan Sinergi  

Tingkat koordinasi dan sinkronisasi 

antaraktor pembangunan pertanian 
X2-1.1 Koordinasi antaraktor pembangunan 

  
Aktor 

 
X2-1.2 Sinkronisasi program pertanian 

 
X2-2 Pertukaran Pengetahuan  Tingkat pertukaran informasi dan  X2-2.1 Pertukaran informasi pertanian 

  
dan Informasi transfer teknologi pertanian X2-2.2 Transfer teknologi pertanian 

 
X2-3 

Kemitraan dan Dukungan 

Sumber  

Tingkat dukungan sumber daya dan 

penguatan kemitraan agribisnis 
X2-3.1 

Dukungan sumber daya 

pembangunan 

  
Daya 

 
X2-3.2 Kemitraan agribisnis 

 
X2-4 Partisipasi dan  Tingkat keterlibatan aktor n  X2-4.1 Keterlibatan pemerintah 

  

Keterlibatan actor 

Pentahelix 
pembangunan dalam pembanguna X2-4.2 Keterlibatan akademisi 

   
pertanian X2-4.3 Keterlibatan dunia usaha 

    
X2-4.4 Keterlibatan komunitas dan media 

 X2-5 Tata Kelola Kolaboratif 
Efektivitas tata kelola dan pengambilan 

keputusan kolaboratif 
X2-5.1 Efektivitas tata kelola pembangunan 

    X2-5.2 Pengambilan keputusan bersama 

    
X2-5.3 Kejelasan peran antaraktor 

    
X2-5.4 Kejelasan peran antaraktor 

    
X2-5.5 Kejelasan peran antaraktor 

Sumber: Disusun oleh peneliti berdasarkan sintesis Collaborative Governance Theory (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2012; Ansell 

et al., 2020) dan Pentahelix Innovation Ecosystem Theory (Carayannis & Campbell, 2009; Carayannis et al., 2022). 
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3. Definisi Operasional Variabel Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan (Z) 

Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan (Z) diartikan sebagai 

tingkat integrasi pembangunan kawasan pertanian yang mencakup sistem 

produksi, agribisnis, infrastruktur, kelembagaan, konektivitas pasar, dan 

pembangunan wilayah untuk mendukung pertanian berkelanjutan. 

Variabel ini terdiri atas lima dimensi, yaitu: 

a. Integrasi produksi dan agribisnis (Z1);  

b. Infrastruktur dan dukungan kawasan (Z2);  

c. Kelembagaan dan tata kelola kawasan (Z3);  

d. Konektivitas pasar dan rantai nilai (Z4); dan  

e. Keberlanjutan dan pengembangan wilayah (Z5).  

Variabel ini diukur berdasarkan persepsi responden terhadap tingkat 

keberfungsian kawasan sebagai sistem pembangunan agrifood berbasis wilayah. 

Operasionalisasi variabel disusun berdasarkan sintesis Territorial 

Development Theory yang menekankan integrasi sumber daya, aktivitas ekonomi, 

dan pembangunan berbasis wilayah (Friedmann, 1972; Barca et al., 2012; OECD, 

2020), Agrifood System Theory yang memandang pembangunan pertanian sebagai 

sistem yang terintegrasi dari produksi hingga pemasaran dan konsumsi (Ericksen, 

2008; FAO, 2023; Herrero et al., 2021), Value Chain Development Theory yang 

menekankan pentingnya keterhubungan rantai nilai agribisnis dan akses pasar 

dalam meningkatkan daya saing kawasan (Kaplinsky & Morris, 2001; Humphrey 

& Schmitz, 2002; Porter, 1998), serta Collaborative Governance Theory yang 

menempatkan tata kelola kolaboratif dan kelembagaan sebagai faktor penting 

dalam pengembangan kawasan pertanian (Ansell & Gash, 2008; Emerson & 

Nabatchi, 2015). 

Definisi variabel pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan (Z) 

disajikan pada Tabel 3.8. 
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Tabel 3.8. Definisi Operasional Variabel Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 

Variabel 
Kode 

Dimensi 
Dimensi Variabel 

Definisi Operasional 

Dimensi 

Kode 

Indikator 
Indikator Penelitian 

Pengembangan Kawasan 

Pertanian Tanaman Pangan  
Z1 

Integrasi Produksi 

dan Agribisnis 

Tingkat keterpaduan sistem 

produksi dan  
Z1.1 

Integrasi kegiatan produksi dan 

pemasaran 

(Z) 
  

agribisnis  kawasan Z1.2 Keterkaitan rantai agribisnis hulu–hilir 

 
Z2 Infrastruktur dan  Ketersediaan infrastruktur  Z2.1 Ketersediaan infrastruktur pertanian 

  
Dukungan Kawasan 

dan layanan pendukung 

kawasan 
Z2.2 

Dukungan teknologi, penyuluhan, dan 

sarana produksi 

 
Z3 

Kelembagaan dan 

Tata Kelola Kawasan 

Keberfungsian kelembagaan 

dan tata  
Z3.1 Fungsi kelembagaan kawasan 

   
kelola kawasan Pertanian Z3.2 Tata kelola kawasan pertanian 

 
Z4 Konektivitas Pasar  Tingkat keterhubungan  Z4.1 Akses pasar hasil pertanian 

  
dan Rantai Nilai 

Pasar dan rantai nilai 

agribisnis 
Z4.2 Kemitraan pemasaran dan agribisnis 

 
Z5 

Keberlanjutan dan 

Pengembangan  

Tingkat integrasi 

pembangunan wilayah  
Z5.1 

Integrasi pembangunan wilayah 

pertanian 

  
wilayah Penguatan Kawasan Z5.2 

Penguatan ekonomi dan sosial 

kawasan 

Sumber: Sintesis peneliti berdasarkan teori pengembangan kawasan pertanian, Agrifood System, dan pembangunan wilayah berbasis 

kawasan. 
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4. Definisi Operasional Variabel Pertanian Berkelanjutan (Y) 

Pertanian Berkelanjutan (Y) diartikan sebagai kondisi sistem pertanian 

yang mampu menjaga keseimbangan dan keberlanjutan aspek ekonomi, sosial, 

lingkungan, kelembagaan, serta resiliensi sistem pertanian dalam mendukung 

pembangunan Agrifood System berbasis kawasan secara berkelanjutan. Pertanian 

berkelanjutan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan 

produktivitas, tetapi juga pada kemampuan sistem pertanian untuk meningkatkan 

kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan, menjaga kelestarian sumber 

daya alam, meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan, serta menjamin 

keberlanjutan tata kelola pembangunan pertanian dalam jangka panjang. 

Dalam penelitian ini, pertanian berkelanjutan diposisikan sebagai variabel 

outcome yang mencerminkan keberhasilan pembangunan pertanian secara 

multidimensional. Konsep ini memandang keberlanjutan sebagai hasil interaksi 

antara aspek ekonomi, sosial, lingkungan, kelembagaan, dan kapasitas sistem 

pertanian dalam menghadapi berbagai perubahan dan ketidakpastian yang 

memengaruhi pembangunan pertanian. Variabel pertanian berkelanjutan terdiri 

atas lima dimensi, yaitu: Keberlanjutan ekonomi (Y1), Keberlanjutan sosial (Y2), 

Keberlanjutan lingkungan (Y3), Resiliensi sistem pertanian (Y4), dan 

Keberlanjutan kelembagaan (Y5).  

Variabel ini diukur berdasarkan persepsi responden terhadap tingkat 

keberlanjutan sistem pertanian tanaman pangan di Kabupaten Pasaman Barat yang 

mencakup keberlanjutan usaha tani, penguatan sosial masyarakat tani, kelestarian 

lingkungan, kemampuan adaptasi terhadap risiko dan perubahan, serta 

keberlanjutan tata kelola dan kelembagaan pertanian. 

Operasionalisasi variabel disusun berdasarkan sintesis Sustainable 

Agriculture Theory (Pretty, 2018), Agrifood System Framework (FAO, 2019; 

HLPE, 2019), dan Resilience Theory dalam sistem pertanian (Darnhofer, 2021). 

Sintesis ketiga pendekatan tersebut memandang pertanian berkelanjutan sebagai 

sistem pembangunan pertanian yang menghasilkan manfaat ekonomi, 

keberlanjutan sosial, lingkungan, dan kelembagaan, serta meningkatkan kapasitas 

adaptif sistem pertanian dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian.  
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Tabel 3.9. Definisi Operasional Variabel Pertanian Berkelanjutan (Y) 

Variabel 
Kode 

Dimensi 
Dimensi Variabel Definisi Operasional Dimensi 

Kode 

Indikator 
Indikator Penelitian 

Pertanian 

Berkelanjutan (Y) 
Y1 

Keberlanjutan 

Ekonomi 

Tingkat keberlanjutan dan stabilitas 

ekonomi usaha tani 
Y1.1 Stabilitas pendapatan petani 

    
Y1.2 Keberlanjutan usaha tani 

 
Y2 

Keberlanjutan 

Sosial 

Tingkat partisipasi dan penguatan 

kelembagaan sosial petani 
Y2.1 

Partisipasi petani dalam 

pembangunan pertanian 

    
Y2.2 

Penguatan kelembagaan sosial 

petani 

 
Y3 

Keberlanjutan 

Lingkungan 

Tingkat penerapan praktik pertanian 

ramah lingkungan 
Y3.1 

Penerapan praktik pertanian 

ramah lingkungan 

    
Y3.2 Konservasi sumber daya alam 

 
Y4 

Resiliensi Sistem 

Pertanian 

Tingkat kemampuan sistem pertanian 

menghadapi risiko dan perubahan 
Y4.1 

Kemampuan adaptasi terhadap 

perubahan iklim 

    
Y4.2 Ketahanan produksi pertanian 

 
Y5 

Keberlanjutan 

Kelembagaan 

Tingkat keberlanjutan tata kelola dan 

kelembagaan pertanian 
Y5.1 

Konsistensi kebijakan 

pembangunan pertanian 

    
Y5.2 

Koordinasi dan keberlanjutan 

kelembagaan pertanian 

Sumber: Disusun peneliti berdasarkan sintesis Sustainable Agriculture Theory (Pretty, 2018), Agrifood System Framework (FAO, 2019; 

HLPE, 2019), dan Resilience Theory (Darnhofer, 2021). 
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Setelah seluruh variabel, dimensi, dan indikator penelitian 

dioperasionalkan, hubungan antara konstruk dan indikator pengukurannya perlu 

disajikan secara visual untuk memperjelas spesifikasi model yang akan diuji. 

Model penelitian terdiri atas Social Entrepreneurship (X1) dan Pentahelix 

Collaboration (X2) sebagai variabel eksogen, Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan (Z) sebagai variabel intervening, serta Pertanian Berkelanjutan 

(Y) sebagai variabel endogen. Model tersebut menggambarkan hubungan 

pengukuran antara setiap konstruk dengan indikatornya serta hubungan struktural 

antarvariabel yang selanjutnya dianalisis menggunakan Structural Equation 

Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS). Operasionalisasi dan hubungan 

antarvariabel tersebut disajikan pada Gambar 3.5. 

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan operasionalisasi variabel penelitian, 

2026. 

Gambar 3. 5.  Model Operasional Hubungan Variabel dan Indikator 

Penelitian 
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H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan 

menginterpretasikan data guna menjawab tujuan penelitian. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan Sequential Explanatory Mixed Methods yang 

mengintegrasikan analisis kuantitatif dan kualitatif secara berurutan. Tahap 

pertama dilakukan analisis kuantitatif menggunakan SEM-PLS untuk menguji 

model dan hipotesis penelitian. Tahap berikutnya menggunakan analisis kualitatif 

untuk menjelaskan dan memperdalam temuan kuantitatif. Integrasi kedua 

pendekatan dilakukan pada tahap akhir untuk menghasilkan pemahaman yang 

lebih komprehensif mengenai hubungan antara Social Entrepreneurship, 

Pentahelix Collaboration, Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, 

dan Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Pasaman Barat. 

1. Pendekatan Analisis Data Mixed Methods 

Penelitian ini menggunakan desain Sequential Explanatory Mixed 

Methods, yaitu pendekatan penelitian yang mengintegrasikan analisis kuantitatif 

dan analisis kualitatif secara berurutan. Pada tahap pertama dilakukan 

pengumpulan dan analisis data kuantitatif untuk menguji hubungan antarvariabel 

penelitian. Tahap kedua dilakukan pengumpulan dan analisis data kualitatif untuk 

menjelaskan dan memperdalam hasil penelitian kuantitatif. 

Integrasi kedua pendekatan dilakukan pada tahap interpretasi hasil 

penelitian. Dalam penelitian ini, hasil analisis kuantitatif digunakan untuk 

mengidentifikasi hubungan antarvariabel, sedangkan hasil analisis kualitatif 

digunakan untuk menjelaskan mekanisme hubungan tersebut, faktor-faktor 

kontekstual yang memengaruhi hasil penelitian, serta dinamika pembangunan 

kawasan pertanian tanaman pangan yang tidak dapat dijelaskan secara memadai 

melalui analisis statistik. 

Pendekatan Mixed Methods memungkinkan penelitian menghasilkan 

temuan yang lebih komprehensif karena menggabungkan kekuatan pendekatan 

kuantitatif dalam menjelaskan hubungan kausal dan kekuatan pendekatan 

kualitatif dalam memahami konteks, proses, dan makna dari fenomena yang 

diteliti. 
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2. Analisis Data Kuantitatif  

Analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan Structural Equation 

Modeling–Partial Least Squares (SEM–PLS) dengan bantuan perangkat lunak 

SmartPLS. Metode SEM–PLS dipilih karena mampu menguji hubungan yang 

kompleks antarvariabel laten, mengakomodasi model dengan indikator yang 

banyak, serta memiliki kemampuan prediktif yang baik dalam penelitian sosial 

dan pembangunan. 

Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu analisis statistik 

deskriptif, evaluasi model pengukuran (outer model), evaluasi model struktural 

(inner model), pengujian hipotesis, analisis mediasi, dan pengujian common 

method bias. 

a. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum 

mengenai karakteristik responden dan distribusi jawaban responden terhadap 

variabel penelitian. Analisis ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi empiris 

responden sebelum dilakukan pengujian model SEM–PLS. 

Karakteristik responden dianalisis berdasarkan umur, tingkat pendidikan, 

pengalaman berusahatani, luas lahan, dan karakteristik lain yang relevan dengan 

penelitian. Selain itu, dilakukan analisis deskriptif terhadap setiap indikator 

variabel penelitian untuk mengetahui kecenderungan persepsi responden terhadap 

Social Entrepreneurship, Pentahelix Collaboration, pengembangan kawasan 

pertanian tanaman pangan, dan pertanian berkelanjutan. 

Hasil analisis deskriptif disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, 

persentase, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi. 

b. Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) 

Evaluasi model pengukuran dilakukan untuk memastikan bahwa indikator 

yang digunakan mampu mengukur konstruk penelitian secara valid dan reliabel. 

Pengujian outer model meliputi validitas konvergen, validitas diskriminan, dan 

reliabilitas konstruk. 

Validitas konvergen dievaluasi menggunakan nilai outer loading dan 

Average Variance Extracted (AVE). Indikator dinyatakan memenuhi validitas 
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konvergen apabila memiliki nilai outer loading ≥ 0,70 dan nilai AVE ≥ 0,50 (Hair 

et al., 2022). 

Validitas diskriminan dievaluasi menggunakan Fornell-Larcker Criterion 

dan Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT). Konstruk dinyatakan memiliki validitas 

diskriminan yang baik apabila nilai akar kuadrat AVE lebih besar dibandingkan 

dengan korelasi antarkonstruk dan nilai HTMT berada di bawah batas yang 

direkomendasikan. 

Reliabilitas konstruk dievaluasi menggunakan Cronbach’s Alpha dan 

Composite Reliability. Konstruk dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai 

Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability ≥ 0,70. 

c. Analisis Model Struktural (inner Model) 

Analisis model struktural dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan 

model dalam menjelaskan hubungan antarvariabel penelitian. Evaluasi inner 

model meliputi pengujian multikolinearitas, koefisien determinasi (R²), effect size 

(f²), predictive relevance (Q²), dan goodness of fit model. 

Multikolinearitas dievaluasi menggunakan nilai Variance Inflation Factor 

(VIF). Model dinyatakan bebas dari masalah multikolinearitas apabila nilai VIF 

berada di bawah 5,00. 

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur kemampuan 

variabel eksogen dalam menjelaskan variasi variabel endogen. Menurut Hair et al. 

(2022), nilai R² sebesar 0,75 menunjukkan kategori kuat, 0,50 kategori sedang, 

dan 0,25 kategori lemah. 

Effect size (f²) digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi masing-

masing variabel eksogen terhadap variabel endogen. Nilai f² sebesar 0,02 

menunjukkan pengaruh kecil, 0,15 menunjukkan pengaruh sedang, dan 0,35 

menunjukkan pengaruh besar. 

Predictive relevance (Q²) digunakan untuk mengevaluasi kemampuan 

prediksi model. Nilai Q² > 0 menunjukkan bahwa model memiliki relevansi 

prediktif yang memadai. 

Selain itu, kelayakan model dievaluasi menggunakan Standardized Root 

Mean Square Residual (SRMR). Model dinyatakan memiliki tingkat kesesuaian 

yang baik apabila nilai SRMR < 0,08. 
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d. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui signifikansi hubungan 

antarvariabel dalam model penelitian. Pengujian dilakukan menggunakan 

prosedur bootstrapping dengan 5.000 subsamples untuk memperoleh nilai 

koefisien jalur (path coefficient), t-statistik, dan p-value. 

Hipotesis penelitian diterima apabila nilai t-statistik lebih besar dari 1,96 

dan nilai p-value lebih kecil dari 0,05 pada tingkat signifikansi 5 persen. Selain 

signifikansi statistik, interpretasi hasil juga mempertimbangkan arah dan besarnya 

koefisien jalur yang dihasilkan. 

Pengujian hipotesis dilakukan terhadap seluruh hubungan langsung yang 

terdapat dalam model penelitian sesuai dengan kerangka konseptual dan hipotesis 

yang telah dirumuskan. 

e. Analisis Mediasi 

Analisis mediasi dilakukan untuk menguji peran variabel pengembangan 

kawasan pertanian tanaman pangan sebagai variabel mediasi dalam hubungan 

antara Social Entrepreneurship dan Pentahelix Collaboration terhadap pertanian 

berkelanjutan. 

Pengujian mediasi dilakukan melalui analisis indirect effect menggunakan 

prosedur bootstrapping pada SEM–PLS. Efek mediasi dinyatakan signifikan 

apabila nilai indirect effect memiliki nilai p-value < 0,05. 

Untuk mengetahui kekuatan mediasi, penelitian ini menggunakan 

pendekatan Variance Accounted For (VAF) yang dihitung dengan 

membandingkan pengaruh tidak langsung terhadap total pengaruh.Kriteria VAF 

yang digunakan : 

1) VAF < 20 persen menunjukkan tidak terjadi mediasi; 

2) VAF 20–80 persen menunjukkan mediasi parsial (partial mediation); 

3) VAF > 80 persen menunjukkan mediasi penuh (full mediation). 

Analisis mediasi dilakukan untuk memahami mekanisme hubungan 

antarvariabel serta menjelaskan bagaimana pengembangan kawasan pertanian 

tanaman pangan berperan dalam memperkuat pertanian berkelanjutan. 
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f. Uji Common Method Bias  

Data kuantitatif diperoleh melalui kuesioner dengan sumber data yang 

sama (single source). Penelitian ini melakukan pengujian common method bias 

(CMB) untuk memastikan bahwa hasil penelitian tidak dipengaruhi oleh bias 

metode pengukuran. 

Pengujian common method bias dilakukan menggunakan pendekatan Full 

Collinearity Variance Inflation Factor (Full Collinearity VIF) sebagaimana 

direkomendasikan oleh Kock (2015). Model dinyatakan bebas dari common 

method bias apabila seluruh nilai Full Collinearity VIF berada di bawah batas 

3,30. 

Selain itu, dilakukan pemeriksaan terhadap pola jawaban responden dan 

desain instrumen penelitian untuk meminimalkan potensi bias yang berasal dari 

metode pengukuran. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mencerminkan 

hubungan empiris yang sesungguhnya antarvariabel penelitian dan bukan 

merupakan akibat dari bias pengukuran. 

2. Analisis Data Kualitatif  

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memperdalam, 

menjelaskan, dan menginterpretasikan hasil analisis kuantitatif sesuai dengan 

desain Sequential Explanatory Mixed Methods. Analisis dilakukan terhadap data 

yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan 

dokumentasi untuk memahami mekanisme hubungan antarvariabel, dinamika 

pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, pola kolaborasi antaraktor, 

serta faktor-faktor yang memengaruhi pertanian berkelanjutan di Kabupaten 

Pasaman Barat. 

Proses analisis data kualitatif dilakukan secara sistematis dan berlangsung 

secara simultan sejak pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Dalam 

penelitian ini, analisis data kualitatif mengadopsi pendekatan tematik melalui 

tahapan transkripsi data, reduksi dan kondensasi data, proses coding, penyajian 

data, penarikan kesimpulan dan verifikasi, serta pengujian keabsahan data. 

a. Transkripsi Data 

Tahap pertama dalam analisis data kualitatif adalah transkripsi data. 

Seluruh hasil wawancara mendalam yang telah direkam ditranskripsikan secara 
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verbatim ke dalam bentuk teks tertulis. Proses transkripsi dilakukan untuk 

memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan oleh informan dapat 

terdokumentasikan secara lengkap dan akurat. 

Selain hasil wawancara, data yang diperoleh dari observasi lapangan dan 

dokumentasi juga dicatat secara sistematis dalam bentuk catatan lapangan (field 

notes). Seluruh data yang telah ditranskripsikan kemudian disusun berdasarkan 

kategori informan, tema wawancara, waktu pelaksanaan wawancara, dan fokus 

penelitian sehingga memudahkan proses analisis selanjutnya. 

b. Reduksi dan Kondensasi 

Setelah proses transkripsi selesai, dilakukan reduksi dan kondensasi data. 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, pemusatan perhatian, 

dan pengorganisasian data yang relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, 

data yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan penelitian disisihkan, sedangkan 

data yang relevan dipertahankan untuk dianalisis lebih lanjut. 

Kondensasi data dilakukan dengan merangkum, mengelompokkan, dan 

menyederhanakan informasi yang memiliki kesamaan makna tanpa 

menghilangkan substansi utama dari data tersebut. Tahap ini bertujuan untuk 

mempermudah identifikasi tema, pola hubungan, dan kategori yang muncul dari 

hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Melalui proses reduksi dan kondensasi, data yang semula bersifat 

kompleks dan beragam dapat diorganisasikan menjadi informasi yang lebih 

terstruktur dan mudah dianalisis. 

c. Proses Coding 

Proses coding dilakukan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan 

menghubungkan berbagai tema yang muncul dari data penelitian. Coding 

merupakan tahapan penting dalam analisis data kualitatif karena menjadi dasar 

dalam membangun kategori, tema, dan interpretasi penelitian. 

Dalam penelitian ini, proses coding dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: 

1) Open Coding 

Open Coding merupakan tahap identifikasi awal terhadap berbagai 

konsep, isu, fenomena, dan informasi penting yang muncul dari data 

lapangan. Pada tahap ini, peneliti memberikan kode terhadap berbagai 
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pernyataan, pengalaman, pandangan, dan informasi yang relevan dengan 

fokus penelitian. 

2) Axial Coding 

Axial coding dilakukan dengan menghubungkan berbagai kode yang telah 

terbentuk pada tahap sebelumnya ke dalam kategori yang memiliki 

keterkaitan makna. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola 

hubungan antarkategori serta menjelaskan faktor-faktor yang 

memengaruhi fenomena yang diteliti. 

3) Selective Coding 

Selective coding merupakan tahap integrasi berbagai kategori dan tema 

utama ke dalam suatu kerangka penjelasan yang lebih komprehensif. Pada 

tahap ini, peneliti mengidentifikasi tema-tema sentral yang mampu 

menjelaskan hubungan antara Social Entrepreneurship, Pentahelix 

Collaboration, pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, dan 

pertanian berkelanjutan. 

Melalui tahapan coding tersebut, diperoleh tema-tema utama yang menjadi 

dasar dalam interpretasi hasil penelitian kualitatif. 

d. Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan untuk mengorganisasikan hasil analisis sehingga 

mudah dipahami dan diinterpretasikan. Data yang telah dikategorikan dan 

dianalisis disajikan dalam bentuk narasi tematik, matriks analisis, tabel 

kategorisasi, diagram hubungan antar tema, serta kutipan langsung dari informan 

yang relevan dengan fokus penelitian. 

Penyajian data bertujuan untuk menunjukkan pola, hubungan, dan 

kecenderungan yang muncul dari data lapangan. Selain itu, penyajian data juga 

berfungsi untuk memperkuat interpretasi hasil penelitian kuantitatif melalui bukti 

empiris yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Dalam penelitian ini, penyajian data difokuskan pada tema-tema yang 

berkaitan dengan Social Entrepreneurship, Pentahelix Collaboration, 

pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, dan pertanian berkelanjutan. 
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e. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Tahap penarikan kesimpulan dilakukan setelah seluruh data dianalisis dan 

disajikan secara sistematis. Kesimpulan disusun berdasarkan pola hubungan, 

tema-tema utama, dan interpretasi terhadap data yang diperoleh selama penelitian. 

Proses penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan terus-menerus selama 

penelitian berlangsung.  

Kesimpulan awal yang diperoleh dari analisis data akan terus diverifikasi 

melalui pengumpulan data tambahan, pengecekan silang antarsumber informasi, 

dan proses triangulasi hingga diperoleh kesimpulan yang konsisten dan dapat 

dipercaya. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa interpretasi yang 

dihasilkan benar-benar didukung oleh data empiris dan sesuai dengan kondisi 

lapangan. 

f. Uji Keabsahan Data 

Untuk menjamin kredibilitas, validitas, dan keandalan hasil penelitian 

kualitatif, dilakukan pengujian keabsahan data. Pengujian keabsahan data 

bertujuan memastikan bahwa temuan penelitian mencerminkan kondisi empiris 

yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Uji keabsahan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu: 

1) Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang 

diperoleh dari berbagai informan yang berasal dari unsur pemerintah, petani, 

kelompok tani, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan aktor pembangunan 

lainnya. 

2) Triangulasi Metode 

Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil yang 

diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi 

untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh. 

3) Member Checking 

Member checking dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil 

wawancara, interpretasi data, dan temuan penelitian kepada informan yang 

bersangkutan guna memastikan bahwa informasi yang digunakan telah sesuai 

dengan maksud dan pengalaman informan. 
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4) Kecukupan Referensial 

Kecukupan referensial dilakukan dengan memanfaatkan dokumen, arsip, 

data statistik, laporan kebijakan, dan berbagai sumber pendukung lainnya untuk 

memperkuat interpretasi hasil penelitian. 

Melalui proses uji keabsahan tersebut, data kualitatif yang digunakan 

dalam penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas, dependabilitas, 

konfirmabilitas, dan transferabilitas yang memadai sehingga mampu memberikan 

penjelasan yang kuat terhadap hasil penelitian kuantitatif dalam kerangka 

Sequential Explanatory Mixed Methods. 

3. Integrasi Hasil Mixed Methods 

Integrasi hasil penelitian merupakan tahapan penting dalam desain 

Sequential Explanatory Mixed Methods karena menjadi proses penggabungan 

hasil analisis kuantitatif dan kualitatif untuk menghasilkan pemahaman yang lebih 

komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, integrasi 

dilakukan setelah seluruh proses analisis kuantitatif dan kualitatif selesai 

dilaksanakan. 

Integrasi hasil penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana temuan 

kuantitatif yang diperoleh melalui analisis SEM–PLS dapat dipahami secara lebih 

mendalam melalui temuan kualitatif yang berasal dari wawancara mendalam, 

observasi lapangan, dan dokumentasi. Melalui integrasi tersebut, penelitian tidak 

hanya menjelaskan hubungan statistik antarvariabel, tetapi juga mampu 

mengungkap mekanisme, konteks, dan dinamika empiris yang melatarbelakangi 

hubungan tersebut. Dalam penelitian ini, integrasi hasil Mixed Methods dilakukan 

melalui strategi integrasi data, connecting analysis, triangulasi temuan, joint 

interpretation data, dan meta-inference. 

a. Strategi Integrasi Data 

Penelitian ini menggunakan strategi integrasi bertahap (sequential 

integration) yang sesuai dengan desain Sequential Explanatory Mixed Methods. 

Pada strategi ini, hasil penelitian kuantitatif menjadi dasar dalam pelaksanaan 

penelitian kualitatif. Data kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi pola 

hubungan antarvariabel, tingkat signifikansi pengaruh, dan mekanisme hubungan 

dalam model penelitian. Selanjutnya, data kualitatif digunakan untuk 
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menjelaskan, memperdalam, dan menginterpretasikan hasil tersebut berdasarkan 

kondisi empiris yang ditemukan di lapangan. Integrasi dilakukan pada tahap 

interpretasi hasil penelitian sehingga temuan kuantitatif dan kualitatif dapat saling 

melengkapi dalam menjelaskan hubungan antara Social Entrepreneurship, 

Pentahelix Collaboration, pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, 

dan pertanian berkelanjutan. 

b. Connecting Analysis 

Connecting analysis merupakan proses menghubungkan hasil penelitian 

kuantitatif dengan tahap penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, hasil analisis 

SEM–PLS digunakan sebagai dasar untuk menentukan fokus wawancara, 

pemilihan informan, serta tema-tema yang akan dieksplorasi lebih lanjut pada 

tahap penelitian kualitatif. Hubungan yang signifikan maupun yang tidak 

signifikan dalam model kuantitatif menjadi dasar untuk mengidentifikasi aspek-

aspek yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Dengan demikian, proses 

pengumpulan data kualitatif tidak dilakukan secara terpisah, tetapi secara 

langsung terhubung dengan temuan kuantitatif yang telah diperoleh sebelumnya. 

Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan penjelasan yang lebih 

mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi hubungan antarvariabel 

serta kondisi empiris yang melatarbelakangi hasil analisis statistik. 

c. Triangulasi Data  

Penelitian ini menerapkan triangulasi data untuk meningkatkan 

kredibilitas, konsistensi, dan keabsahan temuan penelitian. Dalam desain 

Sequential Explanatory Mixed Methods, triangulasi tidak hanya dilakukan melalui 

penggunaan berbagai teknik pengumpulan data, tetapi juga melalui perbandingan 

berbagai sumber informasi serta integrasi hasil analisis kuantitatif dan kualitatif. 

Triangulasi dilakukan dalam tiga bentuk. Pertama, triangulasi sumber, 

yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang 

mewakili unsur pemerintah, penyuluh pertanian, kelompok tani, pelaku usaha, 

akademisi, dan tokoh masyarakat. Kedua, triangulasi metode, yaitu 

membandingkan hasil yang diperoleh melalui survei, wawancara mendalam, 

observasi lapangan, dan dokumentasi. Ketiga, triangulasi hasil, yaitu 

mengintegrasikan temuan kuantitatif dan kualitatif pada tahap meta-inference 



196 
 

untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan 

antara Social Entrepreneurship, Pentahelix Collaboration, Pengembangan 

Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, dan Pertanian Berkelanjutan. 

Melalui triangulasi tersebut, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat 

kredibilitas, validitas, dan keterpercayaan yang lebih tinggi karena setiap temuan 

dikonfirmasi melalui berbagai sumber, metode, dan pendekatan analisis sebelum 

ditarik sebagai kesimpulan penelitian. 

 

Gambar 3. 6. Trianggulasi Data dalam Penelitian Mixed Methods 

d. Joint Interpretation Data 

Joint interpretation data merupakan proses interpretasi terpadu antara hasil 

analisis kuantitatif dan hasil analisis kualitatif. Pada tahap ini, peneliti tidak 

menafsirkan kedua hasil penelitian secara terpisah, tetapi mengintegrasikan 

keduanya dalam satu kerangka interpretasi yang utuh. Hasil analisis kuantitatif 

digunakan untuk menunjukkan pola hubungan, arah pengaruh, dan tingkat 

signifikansi antarvariabel. Sementara itu, hasil analisis kualitatif digunakan untuk 

menjelaskan mengapa hubungan tersebut terjadi, bagaimana prosesnya 

berlangsung, serta faktor-faktor kontekstual yang memengaruhinya. 

Melalui joint interpretation data, penelitian mampu menghasilkan 

pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran Social Entrepreneurship dan 

Pentahelix Collaboration dalam mendorong pengembangan kawasan pertanian 
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tanaman pangan serta kontribusinya terhadap pertanian berkelanjutan di 

Kabupaten Pasaman Barat. 

e. Meta-inference 

Joint interpretation data merupakan proses interpretasi terpadu antara hasil 

analisis kuantitatif dan hasil analisis kualitatif. Pada tahap ini, peneliti tidak 

menafsirkan kedua hasil penelitian secara terpisah, tetapi menafsirkan dalam satu 

kerangka yang utuh. Hasil analisis kuantitatif digunakan untuk menunjukkan pola 

hubungan, arah pengaruh, dan tingkat signifikansi antarvariabel. Sementara itu, 

hasil analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan mengapa hubungan tersebut 

terjadi, bagaimana prosesnya berlangsung, serta faktor-faktor kontekstual yang 

memengaruhinya. Melalui joint interpretation data, penelitian ini mampu 

menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran Social 

Entrepreneurship dan Pentahelix Collaboration dalam mendorong pengembangan 

kawasan pertanian tanaman pangan serta kontribusinya terhadap pertanian 

berkelanjutan di Kabupaten Pasaman Barat. 

I. Posisi Peneliti (Reseacher Positionality), Refleksivitas, dan Mitigasi 

Bias 

Dalam penelitian Mixed Methods, khususnya pada tahap penelitian 

kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama (human instrument) yang berperan 

dalam proses pengumpulan data, analisis, interpretasi, hingga integrasi hasil 

penelitian. Oleh karena itu, posisi peneliti (researcher positionality) dan 

refleksivitas (researcher reflexivity) merupakan bagian penting dalam menjamin 

kualitas penelitian, karena keduanya berkaitan dengan bagaimana latar belakang, 

pengalaman, pengetahuan, dan posisi sosial peneliti dapat memengaruhi proses 

penelitian maupun interpretasi terhadap temuan yang diperoleh. Kesadaran 

terhadap posisi tersebut diperlukan agar penelitian tetap memenuhi prinsip 

trustworthiness, yang meliputi credibility, dependability, confirmability, dan 

transferability. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Barat, yaitu wilayah 

yang memiliki keterkaitan profesional dengan peneliti. Peneliti pernah menjabat 

sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten 

Pasaman Barat pada periode 2018–2022. Pengalaman tersebut memberikan 
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pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan pembangunan pertanian 

daerah, karakteristik kawasan pertanian tanaman pangan, dinamika kelembagaan 

petani, implementasi program pemerintah, serta pola interaksi antaraktor 

pembangunan pertanian di daerah penelitian. Posisi tersebut juga memberikan 

kemudahan bagi peneliti dalam memahami konteks sosial, kelembagaan, dan 

kebijakan yang menjadi latar belakang penelitian. 

Di sisi lain, pengalaman profesional tersebut berpotensi menimbulkan 

berbagai bentuk bias penelitian apabila tidak dikelola secara cermat. Potensi bias 

yang mungkin muncul meliputi bias konfirmasi (confirmation bias), yaitu 

kecenderungan menafsirkan data sesuai pengalaman atau keyakinan yang telah 

dimiliki sebelumnya; bias hubungan personal, karena adanya hubungan 

profesional dengan sebagian informan; bias relasi kekuasaan (power relation 

bias), yang dapat memengaruhi keterbukaan informan dalam menyampaikan 

pendapat; serta bias interpretasi, yaitu kecenderungan menafsirkan temuan 

berdasarkan pengalaman birokrasi yang pernah dimiliki peneliti. 

Untuk menjaga objektivitas dan meminimalkan potensi bias tersebut, 

penelitian ini menerapkan beberapa strategi mitigasi. 

Pertama, peneliti secara tegas memisahkan peran sebagai peneliti dengan 

pengalaman profesional yang pernah dijalankan. Pada setiap proses wawancara, 

peneliti menjelaskan bahwa seluruh kegiatan dilakukan semata-mata untuk 

kepentingan penelitian akademik dan tidak berkaitan dengan pelaksanaan program 

pemerintah, evaluasi kinerja, maupun kepentingan kelembagaan tertentu. Langkah 

ini dilakukan untuk menciptakan suasana wawancara yang lebih terbuka sehingga 

informan merasa bebas menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka. 

Kedua, pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan 

relevansi informasi yang dibutuhkan sesuai tujuan penelitian, bukan berdasarkan 

hubungan kedinasan maupun kedekatan personal. Informan dipilih dari berbagai 

unsur Pentahelix, yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas petani, 

dan media, sehingga memungkinkan diperolehnya perspektif yang beragam dan 

saling melengkapi. 

Ketiga, penelitian menerapkan triangulasi sumber, triangulasi metode, dan 

triangulasi data. Informasi yang diperoleh melalui wawancara dibandingkan 
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dengan hasil observasi lapangan, dokumen kebijakan, data statistik, serta hasil 

analisis kuantitatif menggunakan SEM-PLS. Strategi ini dilakukan untuk 

mengurangi subjektivitas dalam proses interpretasi dan meningkatkan konsistensi 

temuan penelitian. 

Keempat, analisis data kualitatif dilakukan secara sistematis melalui 

tahapan Open Coding, Axial Coding, dan Selective Coding. Proses identifikasi 

kategori, penyusunan tema, dan pembentukan konsep dilakukan berdasarkan pola 

yang muncul dari data empiris, sehingga interpretasi penelitian dibangun secara 

induktif dan tidak semata-mata didasarkan pada pengalaman ataupun asumsi awal 

peneliti. 

Kelima, penelitian menggunakan desain Sequential Explanatory Mixed 

Methods, sehingga hasil penelitian kualitatif tidak berdiri sendiri, melainkan 

digunakan untuk menjelaskan (explaining) dan memperdalam temuan kuantitatif. 

Integrasi kedua pendekatan dilakukan melalui joint display dan meta-inference, 

sehingga kesimpulan akhir merupakan hasil sintesis antara bukti kuantitatif, 

temuan kualitatif, landasan teori, dan penelitian terdahulu. Pendekatan ini menjadi 

mekanisme penting dalam mengendalikan bias interpretasi serta meningkatkan 

validitas inferensi penelitian. 

Keenam, selama keseluruhan proses penelitian, peneliti menerapkan 

refleksivitas (researcher reflexivity) dengan secara berkelanjutan mengevaluasi 

bagaimana pengalaman profesional, pengetahuan, nilai, serta posisi sosial peneliti 

dapat memengaruhi proses pengumpulan data, analisis, maupun penarikan 

kesimpulan. Refleksivitas dilakukan melalui pencatatan proses penelitian, 

evaluasi terhadap interpretasi yang muncul, serta perbandingan secara terus-

menerus antara hasil analisis kuantitatif, temuan kualitatif, teori, dan penelitian 

terdahulu. Dengan demikian, interpretasi yang dihasilkan tidak semata-mata 

merupakan refleksi pengalaman peneliti, tetapi merupakan sintesis yang dibangun 

berdasarkan bukti empiris yang konsisten. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Konteks Empiris dan Tipologi Kawasan Penelitian 

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu wilayah agraris di 

Provinsi Sumatera Barat dengan sektor pertanian sebagai penopang utama 

perekonomian daerah. Pada tahun 2024, sektor pertanian memberikan kontribusi 

sekitar Rp8,50 triliun atau 40,25 persen terhadap Produk Domestik Regional 

Bruto Kabupaten Pasaman Barat. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan 

bahwa kinerja pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh keberlanjutan sektor 

pertanian, baik sebagai sumber pendapatan masyarakat, penyerap tenaga kerja, 

penyedia pangan, maupun penggerak perekonomian perdesaan. 

Kabupaten Pasaman Barat memiliki luas wilayah sekitar 3.887,77 km² 

yang terbagi ke dalam sebelas kecamatan. Struktur penggunaan lahan didominasi 

oleh lahan pertanian bukan sawah, sedangkan luas lahan sawah tercatat sekitar 

8.873 hektare atau 2,28 persen dari total wilayah. Proporsi tersebut menunjukkan 

bahwa lahan sawah merupakan sumber daya strategis yang jumlahnya relatif 

terbatas dibandingkan dengan lahan perkebunan dan penggunaan lahan lainnya. 

Kondisi ini menempatkan perlindungan lahan sawah, peningkatan nilai ekonomi 

usaha tani, serta penguatan kelembagaan pengelola kawasan sebagai bagian 

penting dalam pembangunan pertanian berkelanjutan.  

Penelitian difokuskan pada empat kawasan pertanian tanaman pangan 

komoditas padi, yaitu Talamau, Kinali, Lembah Malintang, dan Ranah Batahan. 

Keempat kawasan tersebut memiliki perbedaan kondisi topografi, sistem irigasi, 

pola penguasaan lahan, mekanisasi, kapasitas kelembagaan, struktur sosial 

budaya, serta tingkat perkembangan agribisnis. Perbedaan tersebut menjadi dasar 

penting untuk menjelaskan bahwa penerapan model pengembangan kawasan tidak 

dapat dilakukan secara seragam.  

Dalam penelitian ini, kondisi wilayah tidak diposisikan sebagai variabel 

yang diuji dalam model struktural. Kondisi wilayah digunakan sebagai konteks 

untuk menjelaskan bagaimana Social Entrepreneurship, Pentahelix 

Collaboration, dan pengembangan kawasan bekerja pada karakteristik wilayah 

yang berbeda. Dengan demikian, Subbab A tidak diarahkan untuk menyajikan 
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seluruh data administratif Kabupaten Pasaman Barat, tetapi memilih data yang 

secara langsung membantu memahami kapasitas, hambatan, dan kebutuhan 

pengembangan keempat kawasan penelitian. 

1. Posisi Strategis Pertanian dalam Pembangunan Kabupaten Pasaman 

Barat 

Struktur perekonomian Kabupaten Pasaman Barat masih memperlihatkan 

ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertanian. Dominasi sektor tersebut 

memberikan peluang sekaligus risiko bagi pembangunan daerah. Peluangnya 

terletak pada besarnya potensi pertanian dalam menciptakan kesempatan kerja, 

pendapatan rumah tangga, nilai tambah, ketahanan pangan, dan pertumbuhan 

ekonomi wilayah. Risikonya adalah bahwa fluktuasi produksi, kerusakan sumber 

daya, lemahnya kelembagaan, serta rendahnya harga hasil pertanian dapat secara 

langsung memengaruhi kesejahteraan masyarakat perdesaan. 

Tabel 4. 1. Kontribusi Lapangan Usaha Utama terhadap PDRB Kabupaten 

Pasaman Barat Tahun 2023-2024 

Lapangan Usaha 

Utama 

PDRB 2023 

(Rp miliar) 

PDRB 2024 

(Rp miliar) 

Pertumbuhan 

2024 (%) 

Kontribusi 

2024 (%) 

Pertanian, Kehutanan, 

dan Perikanan 
7.599,74 8.499,11 3,44 40,25 

Perdagangan Besar dan 

Eceran; Reparasi 

Mobil dan Sepeda 

Motor 

2.586,28 2.759,58 4,87 13,07 

Industri Pengolahan 2.584,94 2.708,80 2,55 12,83 

Konstruksi 1.541,22 1.627,06 4,61 7,71 

Informasi dan 

Komunikasi 
1.164,04 1.227,51 4,84 5,81 

Lapangan usaha 

lainnya 
4.068,58 4.293,60 — 20,33 

Total PDRB 19.544,80 21.115,66 4,08 100,00 

Sumber: BPS Kabupaten Pasaman Barat (2025), Produk Domestik Regional Bruto 

Kabupaten Pasaman Barat Menurut Lapangan Usaha 2020–2024, diolah.. 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Pasaman 

Barat masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Pada 

tahun 2024, sektor ini menghasilkan PDRB sebesar Rp8.499,11 miliar atau 

40,25% dari total PDRB Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp21.115,66 miliar. 
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Kontribusi tersebut meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 38,88%, 

sementara secara riil sektor pertanian tumbuh sebesar 3,44%. Posisi ini 

menegaskan bahwa pertanian bukan hanya merupakan basis produksi, tetapi juga 

menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah. Namun, besarnya 

kontribusi sektor pertanian belum dengan sendirinya menunjukkan kuatnya 

integrasi sistem agribisnis di tingkat kawasan. Oleh karena itu, pengembangan 

kawasan pertanian tanaman pangan perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan 

produksi, tetapi juga pada penguatan kelembagaan ekonomi petani, peningkatan 

nilai tambah, pengembangan hilirisasi, akses pembiayaan dan pasar, serta 

kolaborasi antaraktor pembangunan.. 

2. Dinamika Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi 

Luas panen, produksi, dan produktivitas merupakan tiga indikator yang 

berbeda dan harus tetap ditampilkan dalam grafik terpisah. Masukan para penguji 

tentang pentingnya tabel dan grafik sangat tepat karena pola perkembangan 

tanaman pangan lebih mudah terlihat melalui visualisasi daripada melalui uraian 

panjang. 

 

Gambar 4.1. Perkembangan Luas Panen Padi Kabupaten Pasaman Barat 

Tahun 2020-2024 

Gambar 4.1 memperlihatkan bahwa luas panen padi selama periode 2020–

2024 belum menunjukkan perkembangan yang stabil. Perubahan luas panen 

mencerminkan adanya tekanan terhadap kapasitas produksi kawasan, baik yang 

berasal dari kondisi iklim, ketersediaan air, perubahan pola tanam, maupun 

tekanan alih fungsi lahan. Kondisi tersebut penting karena penurunan atau 
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ketidakstabilan luas panen tidak selalu dapat dikompensasi hanya melalui 

peningkatan produktivitas. 

 

Gambar 4.2. Perkembangan Produksi Padi Kabupaten Pasaman Barat 

Tahun 2020-2024 

Perkembangan produksi padi mengikuti perubahan luas panen, tetapi tidak 

selalu bergerak dalam besaran yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa produksi 

tidak hanya ditentukan oleh luas areal, tetapi juga oleh produktivitas, ketersediaan 

air, penggunaan input, serangan organisme pengganggu tanaman, ketepatan waktu 

tanam, mekanisasi, dan kapasitas petani dalam mengelola usaha tani. 

 

Gambar 4.3. Perkembangan Produktivitas Padi Kabupaten Pasaman barat 

Tahun 2020-2024 
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Produktivitas padi selama periode pengamatan juga memperlihatkan 

perubahan yang belum konsisten. Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan 

pembangunan tanaman pangan tidak cukup dijawab dengan menambah input 

produksi. Peningkatan produktivitas membutuhkan dukungan kelembagaan, 

penyuluhan, pengelolaan irigasi, penggunaan teknologi, akses pembiayaan, 

pengorganisasian mekanisasi, serta koordinasi antaraktor pada tingkat kawasan. 

Draf penelitian juga menunjukkan bahwa penurunan atau ketidakstabilan luas 

panen, produksi, dan produktivitas menjadi salah satu konteks penting bagi 

penguatan tata kelola kawasan. 

3. Kondisi Sosial Ekonomi dan relevansinya terhadap Pertanian 

Berkelanjutan 

Bagian kondisi sosial-ekonomi harus dipadatkan. Data jumlah penduduk 

seluruh kecamatan, komposisi pendidikan yang sangat rinci, serta luas setiap 

kecamatan tidak perlu diberi uraian satu per satu. Data tersebut hanya 

dipertahankan apabila mempunyai hubungan langsung dengan pembahasan 

keberlanjutan. 

Kabupaten Pasaman Barat memiliki penduduk sebanyak 456.470 jiwa 

pada tahun 2024. Sebaran penduduk terbesar antara lain terdapat di Kecamatan 

Pasaman, Kinali, dan Lembah Malintang. Kondisi ini menunjukkan tersedianya 

sumber daya manusia yang cukup besar, tetapi belum menggambarkan kualitas 

regenerasi tenaga kerja pertanian. Data usia responden pada Subbab B selanjutnya 

akan digunakan untuk menjelaskan bahwa partisipasi petani muda masih relatif 

terbatas. 

 

Gambar 4.4. Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Pasaman 

Barat Tahun 2020-2023 
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Indeks Ketahanan Pangan memberikan gambaran agregat mengenai 

ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Meskipun bukan variabel 

yang diuji dalam model, indikator ini menunjukkan bahwa keberhasilan 

pembangunan tanaman pangan tidak dapat hanya diukur dari produksi. 

Keberlanjutan memerlukan keterhubungan antara produksi, pendapatan petani, 

akses pangan, kelembagaan, pasar, dan pengelolaan sumber daya. 

 

Gambar 4.5. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pasaman 

Barat Tahun 2020-2024 

Perkembangan kemiskinan penting dibaca dalam konteks dominannya 

sektor pertanian dalam perekonomian daerah. Besarnya kontribusi pertanian 

terhadap PDRB belum selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan 

petani. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya perubahan dari orientasi 

produksi primer menuju peningkatan nilai tambah, penguatan posisi tawar, 

kelembagaan ekonomi, pembiayaan, dan kepastian pasar. 

4. Karakteristik Empiris Empat Kawasan Penelitian 

Populasi penelitian pada empat kawasan berjumlah 2.545 petani, terdiri 

atas 1.532 petani di Talamau, 265 petani di Kinali, 301 petani di Lembah 

Malintang, dan 447 petani di Ranah Batahan. Perbedaan jumlah populasi tersebut 

telah diakomodasi melalui proportionate stratified random sampling. 
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Tabel 4.2. Tipologi Empiris Empat Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 

Kabupaten Pasaman Barat 

Dimensi Kinali Talamau 
Lembah 

Malintang 

Ranah 

Batahan 

Bentuk lahan 
Hamparan 

relatif datar 

Petak sawah 

kecil dan sawah 

dalam 

Datar–

bergelombang, 

sebagian 

bergantung 

hujan 

Hamparan 

relatif datar 

Irigasi 
Relatif lebih 

baik/teknis 

Semi teknis dan 

spesifik lokal 

Tadah hujan 

dan semi teknis 

Teknis–semi 

teknis, tetapi 

rentan 

gangguan 

Mekanisasi 

Traktor dan 

Combine 

Harvester 

relatif 

memungkinkan 

Minihandtractor, 

hydrotiller, sabit, 

mesin panen 

kecil, power 

thresher 

Penggunaan 

mesin 

dipengaruhi air 

dan kondisi 

lahan 

Alsintan besar 

relatif 

memungkinkan 

Sistem sosial 

Masyarakat 

majemuk dan 

komitmen 

menjaga sawah 

Masyarakat 

Minangkabau, 

peran ninik 

mamak kuat 

Dominan 

Mandailing dan 

Melayu 

Masyarakat 

majemuk 

dengan 

komitmen sosial 

terhadap sawah 

Penguasaan 

lahan 

Individual dan 

kelembagaan 

lokal 

Tanah adat, hak 

garap, 

pembayaran 

sasiah 

Kepemilikan 

individual 

dengan tekanan 

konversi 

Kepemilikan 

individual dan 

pengelolaan 

kelompok 

Kelembagaan 

P3A, Gapoktan, 

LKMA, 

koperasi, RMU, 

alsintan relatif 

lengkap 

Kelompok tani 

dan modal sosial 

kuat; 

kelembagaan 

ekonomi terbatas 

Kelompok tani, 

Gapoktan, 

RMU dan 

alsintan; 

kelembagaan 

ekonomi lemah 

Gapoktan, 

koperasi, P3A, 

BUMNag, 

RMU, alsintan 

dan penangkar 

benih 

Masalah 

dominan 

Hilirisasi, 

pembiayaan, 

dan pasar 

Pengolahan, 

kelembagaan 

ekonomi dan 

kesesuaian 

mekanisasi 

Irigasi, alih 

fungsi lahan 

dan lemahnya 

nilai ekonomi 

sawah 

Banjir, 

sedimentasi, 

kerusakan 

irigasi dan 

fungsi offtaker 

Prioritas 

Nilai tambah 

dan kemitraan 

pasar 

Transformasi 

modal sosial 

menjadi usaha 

ekonomi 

Perlindungan 

lahan dan 

peningkatan 

daya tarik 

usaha tani 

Tata kelola air, 

mitigasi risiko 

dan penguatan 

pemasaran 

Sumber: Data Sekunder, Observasi, dan hasil wawancara, diolah peneliti 
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a. Kawasan Kinali 

Kinali merepresentasikan kawasan dengan tingkat konsolidasi produksi, 

kelembagaan, dan mekanisasi yang relatif lebih maju. Kawasan ini memiliki 

dukungan irigasi, P3A, kelompok tani, Gapoktan, LKMA, koperasi, RMU, dan 

alsintan. Pola tanam, pengelolaan air, dan pemanfaatan mesin pertanian juga 

relatif lebih terorganisasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas dasar 

pengembangan kawasan telah tersedia.  

Namun, kekuatan produksi belum sepenuhnya terhubung dengan kegiatan 

hilir. Keterbatasan pengolahan bernilai tambah, akses pembiayaan, kontrak usaha, 

pengembangan merek, dan kepastian pasar menyebabkan kelembagaan yang ada 

masih lebih dominan menjalankan fungsi produksi daripada fungsi ekonomi 

kawasan. Karena itu, arah pengembangan Kinali perlu bergeser dari penguatan 

produksi menuju konsolidasi usaha, pengolahan, pembiayaan, dan kemitraan 

pasar. 

Karakter Social Entrepreneurship di Kinali dapat dikembangkan melalui 

pengelolaan jasa alsintan, pengadaan input bersama, pengolahan hasil, dan 

pemasaran kolektif. Pentahelix Collaboration diperlukan untuk menghubungkan 

kapasitas tersebut dengan teknologi, pembiayaan, dunia usaha, informasi pasar, 

dan dukungan kebijakan. 

b. Kawasan Talamau 

Kawasan Talamau mempunyai jumlah petani dan luas kawasan terbesar 

dalam populasi penelitian. Kawasan ini memiliki modal sosial yang kuat, terutama 

melalui kelembagaan adat, peran ninik mamak, hubungan kekerabatan, dan sistem 

penguasaan lahan adat. Petani memperoleh hak garap dan membayar sasiah, 

sehingga keputusan tentang penggunaan lahan tidak sepenuhnya bersifat 

individual. Kondisi tersebut dapat membantu mempertahankan fungsi sawah dari 

transaksi atau konversi yang tidak terkendali.  

Topografi dan bentuk petak sawah yang relatif kecil serta kondisi sawah 

dalam membatasi penggunaan mesin berukuran besar. Mekanisasi harus 

disesuaikan melalui minihandtractor, hydrotiller, mesin panen berukuran kecil, 

dan power thresher. Temuan ini penting karena kebijakan mekanisasi tidak dapat 

diseragamkan antarkawasan. 
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Kekuatan sosial Talamau belum sepenuhnya berubah menjadi kekuatan 

ekonomi. Kelompok tani telah berkembang, tetapi kelembagaan pengolahan, 

pembiayaan, pemasaran, dan usaha kolektif masih terbatas. Karena itu, penguatan 

Social Entrepreneurship di Talamau diarahkan pada transformasi modal sosial 

menjadi kelembagaan ekonomi yang mampu mengelola jasa pertanian, 

pengolahan, pembiayaan, dan pasar. 

c. Kawasan Lembah Malintang 

Lembah Malintang merupakan kawasan yang memiliki potensi produksi, 

tetapi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan air dan tekanan perubahan 

penggunaan lahan. Sebagian lahan menggunakan irigasi semi teknis dan sebagian 

bergantung pada curah hujan. Infrastruktur irigasi yang direncanakan belum 

sepenuhnya berfungsi, sehingga pola tanam dan produktivitas rentan terhadap 

musim. 

Tekanan alih fungsi lahan menjadi perkebunan menunjukkan bahwa 

keberlanjutan sawah tidak cukup dijaga melalui larangan administratif. Petani 

akan mempertahankan sawah apabila usaha tani memberikan pendapatan dan 

prospek ekonomi yang kompetitif. Karena itu, strategi kawasan harus 

menghubungkan perlindungan lahan dengan efisiensi produksi, penguatan 

kelembagaan, pengolahan hasil, serta peningkatan nilai ekonomi sawah. 

Social Entrepreneurship diperlukan untuk mengembangkan inovasi usaha 

yang meningkatkan daya tarik ekonomi pertanian tanaman pangan. Kolaborasi 

Pentahelix diperlukan untuk memperbaiki sistem irigasi, perlindungan lahan, 

pembiayaan, teknologi, pengolahan, dan akses pasar. 

d. Kawasan Ranah Batahan 

Ranah Batahan memiliki hamparan sawah yang relatif datar, dukungan 

kelembagaan petani, P3A, koperasi, BUMNag, RMU, alsintan, dan fasilitas 

perbenihan. Kapasitas tersebut menunjukkan bahwa unsur dasar pembangunan 

kawasan telah tersedia. 

Namun, kawasan menghadapi persoalan banjir, sedimentasi, kerusakan 

bangunan pengambilan air, dan gangguan jaringan irigasi. Permasalahan tersebut 

berada di luar kemampuan kelompok tani atau dinas pertanian secara sendiri-

sendiri. Penyelesaiannya memerlukan keterlibatan pemerintah nagari, pemerintah 
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kabupaten, pengelola sumber daya air, masyarakat wilayah hulu, akademisi, serta 

kelembagaan petani. 

BUMNag yang dirancang sebagai offtaker juga belum berfungsi optimal. 

Karena itu, prioritas Ranah Batahan adalah mengintegrasikan tata kelola air, 

mitigasi risiko lingkungan, rehabilitasi infrastruktur, penguatan BUMNag, 

pengolahan, dan pemasaran hasil. 

5. Sintesis Kapasitas dan Permasalahan Kawasan 

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa keempat kawasan memiliki 

fondasi yang relatif sama berupa lahan, kelompok tani, aktivitas produksi, 

penyuluhan, dan dukungan sarana pertanian. Namun, kapasitas dan hambatan 

setiap kawasan berbeda. Kinali relatif lebih maju dalam kelembagaan dan 

mekanisasi, tetapi masih lemah pada hilirisasi. Talamau memiliki modal sosial 

yang kuat, tetapi belum berkembang menjadi kelembagaan ekonomi. Lembah 

Malintang menghadapi masalah air dan tekanan alih fungsi lahan. Ranah Batahan 

mempunyai sarana dan kelembagaan relatif lengkap, tetapi menghadapi risiko 

ekologis dan lemahnya integrasi pasar. Draf lama juga telah menunjukkan variasi 

tingkat perkembangan dan masalah tersebut, tetapi masih menggunakan istilah 

governance integration mechanism yang perlu dihapus. 

 Temuan tersebut menghasilkan tiga kesimpulan kontekstual. 

Pertama, potensi produksi tidak otomatis menghasilkan pertanian 

berkelanjutan. Keberlanjutan memerlukan keterhubungan antara produksi, 

kelembagaan, infrastruktur, pembiayaan, pengolahan, pasar, serta pengelolaan 

lingkungan. 

Kedua, modal sosial tidak identik dengan Social Entrepreneurship. Modal 

sosial berupa kepercayaan, norma, jaringan, adat, dan gotong royong menjadi 

fondasi. Modal tersebut menjadi Social Entrepreneurship ketika diorganisasikan 

menjadi inovasi, pelayanan, usaha kolektif, atau solusi yang memberikan manfaat 

sosial-ekonomi secara berkelanjutan. 

Ketiga, kehadiran aktor Pentahelix belum identik dengan kolaborasi 

operasional. Kolaborasi baru bekerja apabila terdapat masalah bersama, pembagia 

peran n, integrasi sumber daya, target, pembiayaan, pelaksanaan, dan akuntabilitas 

bersama. 
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Atas dasar itu, empat kawasan tidak memerlukan paket kebijakan yang 

sama. Model penelitian harus diterapkan melalui strategi yang berbeda sesuai 

karakteristik masing-masing kawasan. Perbedaan konteks tersebut menjadi dasar 

interpretasi hasil deskriptif, hasil SEM-PLS, temuan kualitatif, dan pembahasan 

pada bagian selanjutnya. 

B. Profil Responden, Informan, dan Gambaran Variabel Penelitian  

1. Karakteristik Responden Kuantitatif 

Karakteristik responden meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, 

pengalaman berusaha tani, luas lahan, pendapatan, status penguasaan lahan, 

keterlibatan kelembagaan, akses penyuluhan, dan sumber pembiayaan. 

Karakteristik tersebut tidak dimasukkan sebagai variabel dalam model struktural, 

tetapi digunakan untuk membaca kapasitas dasar petani serta konteks sosial-

ekonomi yang melatarbelakangi persepsi terhadap Social Entrepreneurship, 

Pentahelix Collaboration, pengembangan kawasan, dan pertanian berkelanjutan. 

Karakteristik responden dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai 

kondisi demografis dan kapasitas dasar petani yang menjadi sampel penelitian. 

Karakteristik tersebut mencakup jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan 

pengalaman berusaha tani. Meskipun tidak dimasukkan sebagai variabel dalam 

model struktural, informasi ini penting untuk menjelaskan konteks sosial-ekonomi 

yang melatarbelakangi persepsi responden terhadap Social Entrepreneurship, 

Pentahelix Collaboration, Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, 

dan Pertanian Berkelanjutan. Distribusi karakteristik demografis dan kapasitas 

dasar responden disajikan pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden didominasi laki-laki sebesar 

69,30 persen, sedangkan perempuan mencapai 30,70 persen. Komposisi tersebut 

menggambarkan pengelola usaha tani yang menjadi responden penelitian, tetapi 

tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa kontribusi perempuan dalam 

keseluruhan sistem pertanian lebih kecil. Perempuan tetap menjalankan peran 

dalam produksi, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengelolaan ekonomi 

rumah tangga.  
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Tabel 4. 3. Karakteristik Demografis dan Kapasitas Dasar Responden 

Karakteristik Kategori Jumlah 
Persentase 

(%) 

Jenis kelamin Laki-laki 237 69,30 

 
Perempuan 105 30,70 

Usia ≤30 tahun 48 14,04 

 
31–40 tahun 86 25,15 

 
41–50 tahun 104 30,41 

 
51–60 tahun 72 21,05 

 
>60 tahun 32 9,36 

Pendidikan Tidak tamat SD 36 10,53 

 
SD/sederajat 98 28,65 

 
SLTP/sederajat 72 21,05 

 
SLTA/sederajat 104 30,41 

 
Perguruan tinggi 32 9,36 

Pengalaman bertani ≤5 tahun 38 11,11 

 
6–10 tahun 76 22,22 

 
11–20 tahun 128 37,43 

 
>20 tahun 100 29,24 

Total responden 
 

342 100,00 

Sumber: Data primer diolah, 2025. 

Sebanyak 238 responden atau 69,59 persen berusia paling tinggi 50 tahun. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih berada dalam 

kelompok usia produktif. Namun, petani berusia paling tinggi 30 tahun hanya 

berjumlah 48 orang atau 14,04 persen. Proporsi tersebut memperlihatkan bahwa 

regenerasi petani masih menjadi persoalan strategis. Data ini dapat digunakan 

untuk mengakomodasi masukan penguji mengenai pentingnya Generasi Z, tetapi 

tidak cukup hanya dengan menempatkan generasi muda sebagai pengguna media 

sosial. Peran mereka perlu diarahkan sebagai agropreneur, pengelola teknologi 

dan data, penyedia jasa pertanian, pengolah hasil, serta pemasar digital. 
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Distribusi responden berdasarkan kelompok usia dianalisis untuk 

menggambarkan struktur umur petani yang menjadi sampel penelitian. Informasi 

ini penting untuk melihat komposisi petani usia muda, usia produktif, dan usia 

lanjut, sekaligus membaca tantangan regenerasi sumber daya manusia pertanian. 

Perbandingan jumlah dan persentase responden pada setiap kelompok usia 

disajikan pada Gambar 4.6. 

 

Sumber: Data primer penelitian, diolah dan divisualisasikan oleh peneliti, 2026. 

Gambar 4. 6. Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Usia 

Dari sisi pendidikan, sebanyak 206 responden atau 60,23 persen 

berpendidikan SLTP ke bawah, sedangkan lulusan perguruan tinggi hanya 9,36 

persen. Kondisi tersebut tidak berarti petani tidak mampu menerima inovasi, 

karena sebagian besar memiliki pengalaman praktis yang panjang. Namun, variasi 

pendidikan menunjukkan perlunya metode penyuluhan yang mudah dipahami, 

demonstratif, berbasis praktik, dan memanfaatkan petani pelopor serta 

kelembagaan lokal sebagai media pembelajaran.  

Sebanyak 228 responden atau 66,67 persen telah berusaha tani lebih dari 

sepuluh tahun. Pengalaman tersebut merupakan modal pengetahuan praktis dan 
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adaptasi lokal. Namun, pengalaman panjang tidak otomatis menjamin keterbukaan 

terhadap perubahan teknologi, tuntutan lingkungan, pengembangan usaha, dan 

sistem pasar baru. Karena itu, pengalaman perlu dipertemukan dengan 

pengetahuan baru melalui penyuluhan, pembelajaran antarpelaku, inovasi 

kelembagaan, dan kolaborasi dengan akademisi serta dunia usaha.  

2. Karakteristik Usaha Tani Responden 

Struktur usaha tani dianalisis melalui luas lahan, pendapatan, dan status 

penguasaan lahan. Ketiga aspek tersebut memberikan konteks mengenai skala 

ekonomi usaha tani, kemampuan investasi, dan insentif petani dalam 

mempertahankan keberlanjutan usaha. 

Karakteristik usaha tani responden dianalisis untuk memberikan gambaran 

mengenai struktur ekonomi dan penguasaan sumber daya usaha tani. Aspek yang 

dikaji meliputi luas lahan, tingkat pendapatan bulanan, dan status penguasaan 

lahan. Ketiga karakteristik tersebut penting untuk menjelaskan skala usaha, 

kemampuan investasi, tingkat kemandirian ekonomi, serta insentif petani dalam 

mempertahankan keberlanjutan usaha tani. Distribusi karakteristik usaha tani 

responden disajikan pada Tabel 4.4. 

Tabel 4. 4. Karakteristik Usaha Tani Responden 

Karakteristik Kategori Jumlah Persentase (%) 

Luas lahan ≤0,5 ha 72 21,05 

 
0,6–1,0 ha 138 40,35 

 
1,1–2,0 ha 96 28,07 

 
>2,0 ha 36 10,53 

Pendapatan per bulan ≤Rp2.000.000 96 28,07 

 
Rp2.000.001–Rp3.500.000 124 36,26 

 
Rp3.500.001–Rp5.000.000 78 22,81 

 
>Rp5.000.000 44 12,87 

Status penguasaan lahan Milik sendiri 215 62,87 

 
Sewa 86 25,15 

 
Bagi hasil 31 9,06 

 
Lainnya 10 2,92 

Total responden 
 

342 100,00 

Sumber: Data primer diolah, 2025 
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Sebanyak 210 responden atau 61,40 persen mengelola lahan paling luas 

satu hektare. Struktur tersebut menunjukkan bahwa usaha tani padi didominasi 

skala kecil. Temuan ini memberikan dasar empiris bagi pentingnya pendekatan 

kolektif, terutama dalam pengadaan input, penggunaan alsintan, pengelolaan air, 

pembiayaan, pengolahan, dan pemasaran. Namun, data luas lahan tidak dapat 

langsung digunakan untuk menyatakan bahwa petani berlahan kecil memiliki 

produktivitas lebih rendah karena hubungan tersebut tidak diuji dalam model 

penelitian.  

Sebanyak 220 responden atau 64,33 persen memiliki pendapatan paling 

tinggi Rp3,5 juta per bulan, sedangkan petani berpendapatan di atas Rp5 juta 

hanya 12,87 persen. Kondisi ini menunjukkan masih terbatasnya kemampuan 

usaha tani tanaman pangan dalam menghasilkan pendapatan tinggi bagi sebagian 

besar responden. Pembahasannya harus diarahkan pada rendahnya skala ekonomi 

dan nilai tambah, bukan langsung menyatakan bahwa petani berada dalam 

kategori miskin karena penelitian tidak menguji status kemiskinan rumah tangga.  

Mayoritas responden mengusahakan lahan milik sendiri sebesar 62,87 

persen. Sementara itu, 37,13 persen lainnya mengelola lahan melalui sewa, bagi 

hasil, atau bentuk penguasaan lain. Kepemilikan lahan dapat memberikan 

kepastian yang lebih besar untuk investasi jangka panjang, tetapi hubungan antara 

status penguasaan lahan dan penerapan inovasi tidak diuji secara inferensial dalam 

penelitian ini. Karena itu, status lahan diposisikan sebagai konteks, bukan faktor 

penyebab yang telah dibuktikan. 

3. Profil Kelembagaan dan Akses Layanan Pertanian 

Keterlibatan petani dalam kelompok tani, kelembagaan ekonomi, 

penyuluhan, dan pembiayaan memberikan gambaran mengenai akses petani 

terhadap pembelajaran, dukungan program, sumber daya, dan pengembangan 

usaha kolektif. 

Profil kelembagaan dan akses layanan pertanian dianalisis untuk 

menggambarkan tingkat keterhubungan responden dengan kelompok tani, 

kelembagaan ekonomi, kegiatan penyuluhan, dan sumber pembiayaan usaha. 

Aspek-aspek tersebut penting karena mencerminkan akses petani terhadap proses 

pembelajaran, dukungan program, sumber daya ekonomi, serta peluang 
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pengembangan usaha secara kolektif. Distribusi profil kelembagaan dan akses 

layanan pertanian responden disajikan pada Tabel 4.5. 

Tabel 4. 5. Profil Kelembagaan dan Akses Layanan Pertanian Responden 

Aspek Kategori Jumlah Persentase (%) 

Posisi dalam kelompok tani Anggota 227 66,37 

 
Pengurus 115 33,63 

Kelembagaan ekonomi Gapoktan 170 49,71 

 
Koperasi 35 10,23 

 
LKMA 43 12,57 

 
Belum menjadi anggota 94 27,49 

Akses penyuluhan Rutin 238 69,59 

 
Kadang-kadang 61 17,84 

 
Jarang 43 12,57 

 
Tidak pernah 0 0,00 

Sumber pembiayaan Modal sendiri 304 88,89 

 
Kredit perbankan 13 3,81 

 
Koperasi/LKMA 18 5,26 

 
Kombinasi sumber 7 2,04 

Total responden 
 

342 100,00 

Sumber: Data primer diolah, 2025-2026 

Seluruh responden tercatat sebagai anggota atau pengurus kelompok tani. 

Namun, hasil tersebut harus dibaca secara hati-hati karena populasi dan kerangka 

sampel penelitian memang dibatasi pada petani yang tergabung dalam kelompok 

tani. Dengan demikian, data tersebut tidak boleh digunakan untuk menyimpulkan 

bahwa seluruh petani di Kabupaten Pasaman Barat telah aktif dalam kelompok 

tani. 

Keterlibatan dalam kelembagaan ekonomi menunjukkan kondisi yang 

berbeda. Sebanyak 27,49 persen responden belum menjadi anggota Gapoktan, 

koperasi, atau LKMA, sedangkan keterlibatan dalam koperasi hanya 10,23 persen 

dan LKMA 12,57 persen. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kelembagaan 

sosial dan produksi relatif lebih berkembang daripada kelembagaan ekonomi 

petani. Kelompok tani telah menjadi media koordinasi dan akses program, tetapi 
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belum seluruhnya berkembang menjadi organisasi yang menjalankan pembiayaan, 

pengolahan, pemasaran, dan usaha kolektif.  

Akses penyuluhan relatif luas karena 69,59 persen responden mengikuti 

penyuluhan secara rutin dan tidak terdapat responden yang menyatakan tidak 

pernah memperoleh penyuluhan. Namun, frekuensi keikutsertaan belum 

menggambarkan kualitas, relevansi materi, kemampuan penyuluh 

menghubungkan petani dengan pasar, atau efektivitas penyuluhan dalam 

mendorong inovasi. Temuan ini menjadi dasar untuk membahas perubahan fungsi 

penyuluhan dari transfer teknologi menuju fasilitasi sistem inovasi dan 

pengembangan kawasan. 

Sebaliknya, akses pembiayaan formal sangat terbatas. Sebanyak 88,89 

persen responden masih menggunakan modal sendiri, sedangkan penggunaan 

kredit perbankan hanya 3,81 persen dan pembiayaan koperasi atau LKMA 5,26 

persen. Pola tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kuatnya akses 

petani terhadap kelompok dan penyuluhan dengan lemahnya akses terhadap 

pembiayaan usaha. Kesenjangan ini menjadi salah satu penjelasan mengapa 

aktivitas pertanian masih lebih kuat pada tahap produksi daripada pengembangan 

usaha, hilirisasi, dan penciptaan nilai tambah.  

 

Gambar 4.7. Perbandingan Akses Kelembagaan, Penyuluhan, dan 

Pembiayaan 
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4. Karakteristik Informan Kualitatif 

Informan kualitatif dipilih secara purposif berdasarkan kemampuan, 

pengalaman, dan kedudukannya dalam memberikan informasi yang relevan untuk 

menjelaskan serta memperdalam hasil kuantitatif. Pemilihan informan 

mempertimbangkan keberagaman aktor, fungsi dalam pembangunan pertanian, 

keterlibatan dalam pengembangan kawasan, serta keterwakilan empat kawasan 

penelitian. Komposisi informan kualitatif menurut kelompok dan representasinya 

disajikan pada Tabel 4.6. 

Tabel 4. 6. Komposisi Informan Kualitatif 

Kelompok 

informan 
Jumlah 

Persentase 

(%) 
Representasi 

Pemerintah daerah 4 11,76 OPD terkait pembangunan pertanian 

Penyuluh pertanian 8 23,53 PPL, PPS, dan P4S 

Ketua 

Poktan/Gapoktan 
8 23,53 Perwakilan empat kawasan 

Pelaku usaha 6 17,65 
RMU, offtaker, koperasi, kios, 

penangkar benih, dan UPJA 

Akademisi 2 5,88 Perguruan tinggi/peneliti 

Tokoh masyarakat 4 11,76 Tokoh adat dan masyarakat kawasan 

Media 2 5,88 Media massa/media digital 

Total 34 100,00 
 

Sumber: Data primer diolah, 2025 

Berdasarkan Tabel 4.6, penelitian kualitatif melibatkan 34 informan yang 

mewakili berbagai aktor dalam pembangunan pertanian. Komposisi terbesar 

berasal dari penyuluh pertanian dan ketua Poktan/Gapoktan, masing-masing 

sebanyak delapan orang atau 23,53 persen. Dominasi kedua kelompok ini relevan 

karena penyuluh memiliki pengetahuan mengenai pelaksanaan program, 

pendampingan, dan kondisi teknis di lapangan, sedangkan ketua Poktan/Gapoktan 

memahami dinamika kelembagaan petani, kebutuhan anggota, serta praktik usaha 

tani pada masing-masing kawasan. 

Pelaku usaha berjumlah enam orang atau 17,65 persen. Kelompok ini 

mewakili berbagai mata rantai usaha, mulai dari penyedia sarana produksi, 

penangkar benih, jasa alat dan mesin pertanian, pengolahan hasil, kelembagaan 
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ekonomi, hingga pemasaran. Kehadiran pelaku usaha penting untuk menjelaskan 

keterhubungan antara produksi, pengolahan, pembiayaan, dan akses pasar dalam 

pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan. 

Informan dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat masing-masing 

berjumlah empat orang atau 11,76 persen. Pemerintah daerah memberikan 

informasi mengenai kebijakan, program, koordinasi lintas sektor, dukungan 

sumber daya, dan tata kelola pembangunan pertanian. Sementara itu, tokoh 

masyarakat memberikan perspektif mengenai kondisi sosial, nilai adat, 

penerimaan masyarakat, konflik kepentingan, dan keberlanjutan pengelolaan 

kawasan. 

Akademisi dan media masing-masing berjumlah dua orang atau 5,88 

persen. Akademisi memberikan pandangan ilmiah dan analitis mengenai 

pengembangan kawasan, kolaborasi multipihak, serta pertanian berkelanjutan. 

Media memberikan informasi mengenai penyebarluasan pengetahuan, 

pembentukan opini publik, promosi inovasi, dan visibilitas program pembangunan 

pertanian. 

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa informan tidak hanya berasal dari 

pemerintah dan petani, tetapi juga mencakup aktor usaha, akademisi, tokoh 

masyarakat, dan media. Dengan demikian, data kualitatif mampu 

merepresentasikan perspektif multipihak yang diperlukan untuk menjelaskan 

hubungan antara Social Entrepreneurship, Pentahelix Collaboration, 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, dan Pertanian 

Berkelanjutan. 

Secara metodologis, distribusi informan ini mendukung tahap penjelasan 

dalam desain Sequential Explanatory Mixed Methods. Informasi dari berbagai 

kelompok digunakan untuk menjelaskan mengapa hubungan kuantitatif tertentu 

relatif kuat atau lemah, bagaimana kapasitas aktor dan kolaborasi diterapkan di 

lapangan, serta kondisi kontekstual yang memengaruhi pengembangan kawasan 

dan keberlanjutan pertanian. 
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5. Gambaran Umum Variabel Penelitian 

Analisis deskriptif dilakukan untuk memperoleh gambaran awal mengenai 

kecenderungan persepsi responden terhadap Social Entrepreneurship, Pentahelix 

Collaboration, Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, dan 

Pertanian Berkelanjutan. Statistik yang digunakan meliputi nilai minimum, 

maksimum, rata-rata, dan standar deviasi sebagai dasar untuk melihat tingkat 

capaian serta keragaman jawaban responden pada setiap konstruk. 

Hasil analisis deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan kondisi empiris 

variabel sebelum dilakukan evaluasi model pengukuran dan model struktural. 

Nilai rata-rata yang tinggi hanya menunjukkan kecenderungan penilaian 

responden terhadap suatu konstruk dan tidak secara langsung mencerminkan 

besarnya pengaruh konstruk tersebut dalam model SEM-PLS. Ringkasan statistik 

deskriptif konstruk penelitian disajikan pada Tabel 4.7. 

Tabel 4. 7. Statistik Deskriptif Konstruk Penelitian 

Konstruk Minimum Maksimum Mean 
Standar 

deviasi 
Kategori 

Social Entrepreneurship 2,30 5,00 3,74 0,60 Tinggi 

Pentahelix Collaboration 3,23 5,00 3,90 0,37 Tinggi 

Pengembangan Kawasan 

Pertanian Tanaman Pangan 
2,10 5,00 3,54 0,67 Tinggi 

Pertanian Berkelanjutan 2,00 4,90 3,39 0,87 Sedang 

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian, 2026 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa Pentahelix Collaboration memperoleh skor 

rata-rata tertinggi, diikuti Social Entrepreneurship dan pengembangan kawasan. 

Pertanian berkelanjutan memperoleh rata-rata terendah dan berada dalam kategori 

sedang. Pola tersebut memberikan indikasi bahwa tingginya persepsi terhadap 

kapasitas pelaku dan dukungan kolaborasi belum sepenuhnya diikuti oleh 

pencapaian keberlanjutan yang merata. 

Nilai standar deviasi menunjukkan bahwa sebaran jawaban Pentahelix 

Collaboration relatif lebih terbatas dibandingkan konstruk lainnya, sedangkan 

Pertanian Berkelanjutan memperlihatkan variasi persepsi yang lebih besar di 

antara responden. 
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Untuk memberikan gambaran komparatif mengenai kondisi keempat 

konstruk penelitian, nilai rata-rata setiap konstruk disajikan dalam bentuk grafik 

batang dengan menggunakan skala pengukuran yang sama, yaitu 1–5. Penyajian 

ini memudahkan pembaca mengidentifikasi konstruk yang memiliki capaian 

relatif lebih tinggi maupun lebih rendah. Perbandingan nilai rata-rata Social 

Entrepreneurship, Pentahelix Collaboration, Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan, dan Pertanian Berkelanjutan disajikan pada Gambar 4.8. 

 

Sumber: Data primer penelitian, diolah dan divisualisasikan oleh peneliti, 2026. 

Gambar 4. 8. Perbandingan Nilai rata-rata Konstruk Penelitian 

6. Gambaran Dimensi Variabel 

Analisis deskriptif pada tingkat dimensi dilakukan untuk memperoleh 

gambaran yang lebih rinci mengenai kekuatan dan kelemahan setiap variabel 

penelitian. Nilai rata-rata masing-masing dimensi menunjukkan bagaimana 

responden menilai aspek-aspek pembentuk Social Entrepreneurship, Pentahelix 

Collaboration, Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, dan 

Pertanian Berkelanjutan. Melalui perbandingan ini dapat diidentifikasi dimensi 

yang relatif kuat, dimensi yang masih perlu diperkuat, serta kesenjangan antara 

kapasitas pelaku, kualitas kolaborasi, pengembangan kawasan, dan capaian 

keberlanjutan. Hasil pengolahan nilai rata-rata setiap dimensi disajikan pada Tabel 

4.8. 
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Tabel 4. 8. Nilai Rata-rata Dimensi Variabel Penelitian 

Variabel Dimensi Mean Kategori 

Social Entrepreneurship Inovasi social 3,79 Tinggi 

 
Pemberdayaan komunitas 3,81 Tinggi 

 
Jejaring dan kolaborasi 3,81 Tinggi 

 
Penciptaan nilai sosial-ekonomi 3,78 Tinggi 

 
Adaptasi dan keberlanjutan 3,53 Tinggi 

Pentahelix 

Collaboration 
Koordinasi dan sinergi aktor 4,06 Tinggi 

 
Pertukaran pengetahuan dan informasi 4,08 Tinggi 

 
Kemitraan dan dukungan sumber daya 4,08 Tinggi 

 
Partisipasi dan keterlibatan aktor 3,74 Tinggi 

 
Tata kelola kolaboratif 3,78 Tinggi 

Pengembangan 

Kawasan 
Integrasi produksi dan agribisnis 3,54 Tinggi 

 
Infrastruktur dan dukungan kawasan 3,48 Tinggi 

 
Kelembagaan dan tata kelola kawasan 3,57 Tinggi 

 
Konektivitas pasar dan rantai nilai 3,63 Tinggi 

 

Keberlanjutan dan pengembangan 

wilayah 
3,50 Tinggi 

Pertanian Berkelanjutan Keberlanjutan ekonomi 3,45 Tinggi 

 
Keberlanjutan sosial 3,40 Sedang 

 
Keberlanjutan lingkungan 3,31 Sedang 

 
Resiliensi sistem pertanian 3,34 Sedang 

 
Keberlanjutan kelembagaan 3,45 Tinggi 

Sumber: hasil pengolahan data penelitian, 2026. 

a. Social Entrepreneurship 

Social Entrepreneurship memperoleh nilai rata-rata 3,74. Dimensi 

pemberdayaan komunitas serta jejaring dan kolaborasi memperoleh skor tertinggi, 

masing-masing 3,81, sedangkan adaptasi dan keberlanjutan memperoleh skor 

terendah, yaitu 3,53. Hasil ini menunjukkan adanya kapasitas dan praktik 

kewirausahaan sosial pada petani dan kelembagaan pertanian, terutama melalui 

aktivitas kelompok, kerja sama, pembelajaran, dan penciptaan manfaat bersama.  
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Rendahnya skor relatif pada adaptasi dan keberlanjutan menunjukkan 

bahwa kemampuan menghadapi perubahan iklim, teknologi, harga, pasar, dan 

regenerasi petani belum sekuat kapasitas kerja sama dan pemberdayaan. Bagian 

pembahasan selanjutnya harus menjelaskan bentuk konkret karakteristik tersebut 

dan bagaimana karakter Social Entrepreneurship masuk ke dalam tindakan aktor 

Pentahelix. 

b. Pentahelix Collaboration 

Pentahelix Collaboration memperoleh skor konstruk sebesar 3,90. 

Pertukaran pengetahuan serta kemitraan dan dukungan sumber daya memperoleh 

skor tertinggi, masing-masing 4,08. Sebaliknya, partisipasi dan keterlibatan aktor 

memperoleh skor 3,74 dan tata kelola kolaboratif 3,78. Pola tersebut 

menunjukkan bahwa manfaat penyuluhan, informasi, bantuan, dan koordinasi 

telah dirasakan petani, tetapi keterlibatan yang seimbang, pembagian peran, 

pengambilan keputusan bersama, dan akuntabilitas kolaborasi masih relatif lebih 

lemah. 

c. Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 

Pengembangan kawasan memperoleh nilai rata-rata 3,54. Konektivitas 

pasar dan rantai nilai memperoleh skor tertinggi sebesar 3,63, sedangkan 

infrastruktur dan dukungan kawasan memperoleh skor terendah sebesar 3,48. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa unsur pengembangan kawasan telah tersedia, 

tetapi kualitasnya belum merata, terutama terkait irigasi, jalan usaha tani, 

pascapanen, penyuluhan, teknologi, dan sarana pendukung. 

d. Pertanian Berkelanjutan 

Pertanian berkelanjutan memperoleh nilai rata-rata 3,39 dan berada pada 

kategori sedang. Keberlanjutan ekonomi dan kelembagaan memperoleh nilai 

tertinggi, masing-masing 3,45. Keberlanjutan lingkungan memperoleh skor 

terendah sebesar 3,31, disusul resiliensi sistem pertanian sebesar 3,34. 

Pola tersebut menunjukkan bahwa persepsi petani terhadap keberlanjutan 

masih lebih kuat pada keberlangsungan usaha, pendapatan, dan kelembagaan 

dibandingkan penerapan praktik ramah lingkungan serta kemampuan sistem 

menghadapi perubahan iklim dan risiko. Temuan ini menunjukkan bahwa 

pembangunan tanaman pangan cenderung ditempatkan pada peningkatan 
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produksi. Penelitian ini juga menegaskan bahwa produksi perlu ditopang oleh 

keberlanjutan ekonomi, sosial, lingkungan, kelembagaan, dan resiliensi. 

 

Gambar 4. 9. Profil Dimensi Empat Variabel Penelitian 

7. Sintesis Profil Responden dan Variabel Penelitian 

Profil responden memperlihatkan bahwa kawasan penelitian memiliki 

petani yang relatif berpengalaman, aktif dalam kelompok tani, dan memperoleh 

akses penyuluhan yang cukup luas. Namun, usaha tani masih didominasi skala 

kecil, pendapatan sebagian besar responden relatif terbatas, regenerasi petani 

muda belum kuat, akses pembiayaan formal rendah, dan keterlibatan dalam 

koperasi serta LKMA masih terbatas. 

Pada tingkat variabel, kapasitas Social Entrepreneurship dan persepsi 

terhadap Pentahelix Collaboration berada pada kategori tinggi, sedangkan 
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pengembangan kawasan belum sepenuhnya diikuti pencapaian pertanian 

berkelanjutan yang optimal. Kesenjangan tersebut mengindikasikan bahwa 

keberadaan kapasitas pelaku dan dukungan multipihak belum otomatis 

menghasilkan keberlanjutan. Kapasitas tersebut perlu diterjemahkan melalui 

pengorganisasian produksi, infrastruktur, kelembagaan ekonomi, pembiayaan, 

pengolahan, pasar, perlindungan lingkungan, dan pengelolaan risiko pada tingkat 

kawasan. 

C. Hasil Analisis Kuantitatif, Kualitatif, dan Integrasi Mixed Method 

Analisis penelitian dilakukan dalam dua tahap sesuai desain Sequential 

Explanatory Mixed Methods. Tahap pertama menggunakan SEM-PLS untuk 

mengevaluasi model pengukuran, model struktural, hubungan langsung, serta 

peran mediasi Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan. Tahap kedua 

menggunakan data kualitatif untuk menjelaskan mekanisme, kondisi, dan variasi 

konteks yang melatarbelakangi hasil kuantitatif. 

Hasil kedua tahap kemudian diintegrasikan melalui joint display dan meta-

inference. Dengan struktur tersebut, analisis kuantitatif menunjukkan pola dan 

kekuatan hubungan antarvariabel, sedangkan analisis kualitatif menjelaskan 

bagaimana dan dalam kondisi apa hubungan tersebut berlangsung. 

1. Hasil Analisis Kuantitatif 

a. Evaluasi Model Pengukuran 

Evaluasi model pengukuran dilakukan untuk memastikan bahwa setiap 

indikator mampu merepresentasikan konstruk Social Entrepreneurship, 

Pentahelix Collaboration, Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, 

dan Pertanian Berkelanjutan secara valid dan reliabel. Model awal terdiri atas 43 

indikator. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap nilai outer loading, Average 

Variance Extracted (AVE), reliabilitas konstruk, dan keterwakilan teoretis, 

dilakukan pemurnian model dengan mengeliminasi indikator yang belum 

memenuhi kriteria kualitas pengukuran. Perubahan jumlah indikator dari model 

awal hingga model akhir disajikan pada Tabel 4.9. 
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Tabel 4. 9. Perubahan Jumlah Indikator Model Pengukuran 

Konstruk 
Indikator 

awal 

Indikator 

dieliminasi 

Indikator 

akhir 

Social Entrepreneurship 10 3 7 

Pentahelix Collaboration 13 7 6 

Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan 
10 3 7 

Pertanian Berkelanjutan 10 2 8 

Total 43 15 28 

Sumber: Output SmartPLS, diolah peneliti, 2026. 

. 

 

Sumber: Hasil pengolahan data primer menggunakan SmartPLS, divisualisasikan 

kembali oleh peneliti, 2026. 

Gambar 4.10. Model Pengukuran Final SEM-PLS setelah Eliminasi 

Indikator 
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Model pengukuran final menunjukkan bahwa nilai outer loading indikator 

yang dipertahankan berada pada rentang 0,693–0,954. Sebagian besar indikator 

memiliki nilai di atas 0,70. Satu indikator Pentahelix Collaboration memiliki nilai 

0,693 dan dipertahankan karena mendekati batas yang direkomendasikan, 

memiliki relevansi teoretis, serta tidak menurunkan AVE dan reliabilitas konstruk 

secara keseluruhan. 

Setelah proses pemurnian indikator, evaluasi model pengukuran 

dilanjutkan dengan menilai validitas konvergen dan reliabilitas konstruk. 

Pengujian dilakukan menggunakan nilai outer loading, Average Variance 

Extracted (AVE), Cronbach‘s Alpha, rho_A, dan Composite Reliability untuk 

memastikan bahwa indikator yang dipertahankan mampu merepresentasikan 

konstruk secara memadai dan konsisten. Ringkasan hasil pengujian validitas 

konvergen dan reliabilitas konstruk pada model akhir disajikan pada Tabel 4.10. 

Tabel 4. 10. Validitas Konvergen dan Reliabilitas Konstruk Model Akhir 

Konstruk 
Cronbach’s 

Alpha 
rho_A 

Composite 

Reliability 
AVE Keputusan 

Social 

Entrepreneurship 
0,893 0,915 0,906 0,520 

Valid dan 

reliabel 

Pentahelix 

Collaboration 
0,899 0,949 0,913 0,637 

Valid dan 

reliabel 

Pengembangan 

Kawasan 
0,928 0,933 0,943 0,678 

Valid dan 

reliabel 

Pertanian 

Berkelanjutan 
0,958 0,959 0,965 0,776 

Valid dan 

reliabel 

Sumber: Output SmartPLS Model 2, diolah peneliti, 2026. 

Seluruh konstruk memiliki AVE di atas 0,50, Cronbach‘s Alpha di atas 

0,70, dan Composite Reliability di atas 0,70. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

model memenuhi validitas konvergen dan konsistensi internal. Composite 

Reliability Pertanian Berkelanjutan sebesar 0,965 berada sedikit di atas 0,95. 

Kondisi ini perlu dicatat secara hati-hati karena dapat menunjukkan kemiripan 

yang tinggi antarindikator, tetapi belum otomatis membatalkan reliabilitas 

konstruk. 
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Selanjutnya, validitas diskriminan diuji untuk memastikan bahwa setiap 

konstruk memiliki perbedaan empiris yang memadai dan tidak mengalami 

tumpang tindih secara berlebihan dengan konstruk lainnya. Pengujian dilakukan 

menggunakan Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT), dengan nilai di bawah 0,90 

sebagai kriteria pemenuhan validitas diskriminan. Hasil pengujian HTMT antar 

konstruk disajikan pada Tabel 4.11. 

Tabel 4. 11. Validitas Diskriminan Berdasarkan HTMT 

Hubungan konstruk HTMT Kriteria Keputusan 

Pentahelix Collaboration ↔ Social 

Entrepreneurship 
0,262 <0,90 Memenuhi 

Pertanian Berkelanjutan ↔ Social 

Entrepreneurship 
0,533 <0,90 Memenuhi 

Pertanian Berkelanjutan ↔ Pentahelix 

Collaboration 
0,251 <0,90 Memenuhi 

Pengembangan Kawasan ↔ Social 

Entrepreneurship 
0,246 <0,90 Memenuhi 

Pengembangan Kawasan ↔ Pentahelix 

Collaboration 
0,236 <0,90 Memenuhi 

Pengembangan Kawasan ↔ Pertanian 

Berkelanjutan 
0,507 <0,90 Memenuhi 

Sumber: Output SmartPLS Model 2, diolah peneliti, 2026. 

Seluruh nilai HTMT berada di bawah 0,90. Dengan demikian, keempat 

konstruk mempunyai validitas diskriminan yang memadai dan merepresentasikan 

konsep yang berbeda. Tabel Fornell–Larcker dapat tetap berada dalam lampiran 

karena HTMT sudah menjadi bukti utama validitas diskriminan. Nilai Fornell–

Larcker dan HTMT dalam draf juga menunjukkan tidak adanya tumpang tindih 

konstruk yang berlebihan.  

Berdasarkan nilai outer loading, AVE, reliabilitas, dan HTMT, model 

pengukuran final memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan pada evaluasi model 

struktural. Kesimpulan ini hanya menyatakan bahwa konstruk telah diukur secara 

memadai, bukan bahwa seluruh hipotesis hubungan antarvariabel telah terbukti. 
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b. Evaluasi Model Struktiral 

1) Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk menilai kemampuan variabel 

eksogen dalam menjelaskan variasi pada variabel endogen dalam model 

struktural. Nilai R² menunjukkan proporsi varians variabel endogen yang dapat 

dijelaskan oleh konstruk-konstruk prediktor, sedangkan Adjusted R² telah 

memperhitungkan jumlah prediktor yang digunakan dalam model. Semakin tinggi 

nilai R², semakin besar kemampuan penjelasan model terhadap variabel endogen. 

Hasil pengujian koefisien determinasi pada model struktural disajikan pada Tabel 

4.12. 

Tabel 4. 12. Koefisien Determinasi Model Struktural 

Variabel endogen R² 
Adjusted 

R² 
Interpretasi 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman 

Pangan 
0,191 0,185 

Relatif 

rendah 

Pertanian Berkelanjutan 0,454 0,449 Moderat 

Sumber: Output SmartPLS Model 2, diolah peneliti, 2026. 

Social Entrepreneurship dan Pentahelix Collaboration secara bersama-

sama menjelaskan 19,1 persen variasi Pengembangan Kawasan. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa pengembangan kawasan merupakan fenomena kompleks 

yang sebagian besar juga dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke 

dalam model, seperti kebijakan, infrastruktur, pembiayaan, agroekologi, 

penguasaan lahan, kapasitas pemerintahan daerah, dan kondisi pasar. 

Social Entrepreneurship, Pentahelix Collaboration, dan Pengembangan 

Kawasan menjelaskan 45,4 persen variasi Pertanian Berkelanjutan. Daya jelas 

tersebut lebih tinggi dibandingkan terhadap Pengembangan Kawasan, tetapi tetap 

menyisakan 54,6 persen variasi yang berhubungan dengan faktor lain di luar 

model.  

2) Relevansi Prediktif Model 

Relevansi prediktif model dievaluasi menggunakan nilai Q² untuk 

mengetahui kemampuan model dalam memprediksi variabel endogen. Nilai Q² 

yang lebih besar dari nol menunjukkan bahwa model memiliki relevansi prediktif 
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terhadap konstruk endogen yang dianalisis. Semakin tinggi nilai Q², semakin baik 

kemampuan model dalam merekonstruksi dan memprediksi nilai observasi. Hasil 

pengujian relevansi prediktif model disajikan pada Tabel 4.13. 

Tabel 4. 13. Relevansi Prediksi Model 

Variabel endogen Q² Keputusan 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 0,320 Q² > 0 

Pertanian Berkelanjutan 0,410 Q² > 0 

Sumber: Output SmartPLS Model 2, diolah peneliti, 2026. 

Berdasarkan Tabel 4.13, seluruh nilai Q² berada di atas nol, yang 

menunjukkan bahwa model memiliki relevansi prediktif terhadap variabel 

endogen yang diteliti. Nilai Q² untuk Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman 

Pangan sebesar 0,320 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi 

pada kategori sedang. Hasil ini mengindikasikan bahwa Social Entrepreneurship 

dan Pentahelix Collaboration mampu memberikan kontribusi dalam memprediksi 

pengembangan kawasan, meskipun masih terdapat faktor-faktor lain di luar model 

yang turut memengaruhi dinamika pengembangan kawasan pertanian tanaman 

pangan. 

Sementara itu, nilai Q² Pertanian Berkelanjutan sebesar 0,410 

menunjukkan kemampuan prediksi yang kuat. Temuan ini menunjukkan bahwa 

kombinasi Social Entrepreneurship, Pentahelix Collaboration, dan 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan memiliki kemampuan yang 

baik dalam memprediksi tingkat keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pasaman 

Barat. 

Jika dibandingkan dengan hasil koefisien determinasi (R²), terlihat bahwa 

Pertanian Berkelanjutan tidak hanya memiliki kemampuan penjelasan model yang 

lebih tinggi (R² = 0,454), tetapi juga memiliki kemampuan prediksi yang lebih 

kuat (Q² = 0,410) dibandingkan Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman 

Pangan (R² = 0,191; Q² = 0,320). Temuan ini menunjukkan bahwa model 

penelitian lebih efektif dalam menjelaskan dan memprediksi outcome  pertanian 

berkelanjutan dibandingkan mekanisme pengembangan kawasan itu sendiri. 
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Secara keseluruhan, hasil pengujian Q² mengindikasikan bahwa model 

penelitian memiliki relevansi prediktif yang memadai. Dengan demikian, model 

yang dikembangkan tidak hanya mampu menjelaskan hubungan antarvariabel 

secara statistik, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memprediksi fenomena 

empiris yang berkaitan dengan pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan 

dan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Pasaman Barat. Temuan ini semakin 

memperkuat kelayakan model untuk digunakan pada tahap pengujian hipotesis 

dan analisis mediasi. 

3) Ukuran Efek 

Ukuran efek atau effect size f2f²f2 digunakan untuk menilai besarnya 

kontribusi substantif masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogen 

dalam model struktural. Nilai f2f²f2 menunjukkan perubahan kemampuan 

penjelasan model apabila suatu variabel prediktor dikeluarkan dari model. Dengan 

demikian, pengujian ini melengkapi koefisien jalur dan signifikansi statistik 

karena tidak hanya menunjukkan apakah hubungan antarvariabel signifikan, tetapi 

juga seberapa besar kontribusinya terhadap daya jelas model. Hasil pengujian 

ukuran efek hubungan struktural disajikan pada Tabel 4.14. 

Tabel 4. 14. Ukuran Efek Hubungan Struktural 

Hubungan f² Interpretasi 

Social Entrepreneurship → 

Pengembangan Kawasan 
0,028 Kecil 

Pentahelix Collaboration → 

Pengembangan Kawasan 
0,046 Kecil 

Social Entrepreneurship → Pertanian 

Berkelanjutan 
0,345 Sedang, mendekati besar 

Pentahelix Collaboration → Pertanian 

Berkelanjutan 
0,009 

Dapat diabaikan atau tidak 

berarti 

Pengembangan Kawasan → Pertanian 

Berkelanjutan 
0,224 Sedang 

Sumber: Output bootstrapping SmartPLS Model 2, diolah peneliti, 2026. 
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Berdasarkan Tabel 4.14, Social Entrepreneurship dan Pentahelix 

Collaboration masing-masing memiliki ukuran efek kecil terhadap 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, yaitu sebesar 0,028 dan 

0,046. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penghilangan salah satu variabel 

tersebut hanya menimbulkan perubahan yang relatif terbatas terhadap kemampuan 

model dalam menjelaskan variasi pengembangan kawasan. Meskipun kedua 

hubungan terbukti signifikan, kontribusi substantif masing-masing variabel 

terhadap pengembangan kawasan masih kecil. 

Kondisi tersebut sejalan dengan nilai R2R²R2 Pengembangan Kawasan 

sebesar 0,191. Artinya, pengembangan kawasan tidak hanya ditentukan oleh 

kapasitas Social Entrepreneurship dan kolaborasi Pentahelix, tetapi juga oleh 

berbagai faktor kontekstual lain yang tidak dimasukkan dalam model, seperti 

kondisi agroekologi, ketersediaan dan kualitas infrastruktur, tata kelola irigasi, 

pembiayaan, perlindungan lahan, kapasitas pemerintahan daerah, pengolahan 

hasil, serta akses pasar. 

Social Entrepreneurship mempunyai ukuran efek sebesar 0,345 terhadap 

Pertanian Berkelanjutan. Nilai tersebut berada pada kategori sedang, tetapi sangat 

dekat dengan batas kategori besar sebesar 0,35. Temuan ini menunjukkan bahwa 

Social Entrepreneurship memberikan kontribusi substantif yang relatif kuat 

terhadap kemampuan model dalam menjelaskan pertanian berkelanjutan. 

Kapasitas inovasi sosial, pemberdayaan komunitas, pengembangan jejaring, 

penciptaan nilai sosial-ekonomi, serta adaptasi dan keberlanjutan menjadi faktor 

penting dalam mempertahankan keberlangsungan usaha tani, memperkuat 

kapasitas petani, dan mendukung pencapaian keberlanjutan. 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan memiliki ukuran efek 

sedang sebesar 0,224 terhadap Pertanian Berkelanjutan. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa pengembangan kawasan memberikan kontribusi substantif 

dalam menghubungkan produksi, kelembagaan, infrastruktur, teknologi, 

pembiayaan, pengolahan, pasar, dan pengelolaan sumber daya pada tingkat 

wilayah. Dengan demikian, kawasan tidak hanya berfungsi sebagai lokasi 

produksi, tetapi sebagai ruang implementasi yang membantu menerjemahkan 

kapasitas pelaku dan dukungan antaraktor menjadi pencapaian keberlanjutan. 
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Sebaliknya, Pentahelix Collaboration mempunyai ukuran efek sebesar 

0,009 terhadap Pertanian Berkelanjutan, sehingga kontribusi langsungnya dapat 

dianggap tidak berarti secara substantif, meskipun hubungan tersebut signifikan 

secara statistik. Temuan ini menunjukkan bahwa signifikansi statistik tidak selalu 

diikuti oleh besarnya kontribusi praktis. Kehadiran pemerintah, komunitas, dunia 

usaha, akademisi, dan media belum secara langsung menghasilkan perubahan 

besar pada pertanian berkelanjutan apabila hubungan antarpelaku masih terbatas 

pada koordinasi, bantuan program, atau pertukaran informasi. 

Hasil tersebut menjadi penting ketika dibaca bersama pengaruh tidak 

langsung Pentahelix Collaboration melalui Pengembangan Kawasan. Koefisien 

pengaruh tidak langsung sebesar 0,078 lebih besar daripada pengaruh 

langsungnya sebesar 0,074. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi kolaborasi 

Pentahelix terhadap pertanian berkelanjutan lebih banyak diterjemahkan melalui 

penguatan proses pembangunan berbasis kawasan daripada melalui pengaruh 

langsung. 

Secara keseluruhan, analisis ukuran efek menunjukkan tiga pola utama. 

Pertama, Social Entrepreneurship merupakan variabel yang memberikan 

kontribusi substantif paling kuat terhadap Pertanian Berkelanjutan. Kedua, 

Pengembangan Kawasan memberikan kontribusi sedang dan menjadi jalur 

penting dalam menerjemahkan kapasitas pelaku serta kolaborasi menjadi hasil 

pembangunan. Ketiga, Pentahelix Collaboration mempunyai kontribusi langsung 

yang sangat terbatas terhadap Pertanian Berkelanjutan, tetapi menjadi lebih 

bermakna ketika dioperasionalkan melalui pengembangan kawasan. 

4) Kelayakam Model 

Dalam penelitian ini, kelayakan model dievaluasi secara komprehensif 

melalui beberapa kriteria, yaitu: 

a) Collinearity statistics atau Variance Inflation Factor (VIF) untuk 

memastikan tidak terdapat masalah kolinearitas yang dapat mengganggu 

estimasi hubungan struktural;  

b) Koefisien determinasi (R²) untuk menilai kemampuan variabel eksogen 

dalam menjelaskan variasi variabel endogen;  
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c) Ukuran efek (f²) untuk mengetahui besarnya kontribusi substantif masing-

masing variabel eksogen terhadap variabel endogen;  

d) Predictive relevance (Q²) untuk menilai relevansi prediktif model terhadap 

variabel endogen;  

e) Koefisien jalur, nilai t, p-value, dan interval kepercayaan hasil 

bootstrapping untuk menilai arah, besaran, dan signifikansi hubungan 

antarvariabel;  

f) PLSpredict, apabila dilakukan, untuk mengevaluasi kemampuan prediksi 

model terhadap data di luar sampel estimasi.  

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, model penelitian memiliki 

kemampuan penjelasan yang berbeda pada setiap variabel endogen. Nilai R² 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan sebesar 0,191 menunjukkan 

bahwa Social Entrepreneurship dan Pentahelix Collaboration menjelaskan 19,1 

persen variasi pengembangan kawasan. Nilai ini memperlihatkan bahwa 

pengembangan kawasan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain di luar model, 

seperti kondisi agroekologi, infrastruktur, pengelolaan irigasi, pembiayaan, 

kebijakan perlindungan lahan, kapasitas pemerintah daerah, hilirisasi, serta 

kondisi pasar. 

Sementara itu, nilai R² Pertanian Berkelanjutan sebesar 0,454 

menunjukkan bahwa Social Entrepreneurship, Pentahelix Collaboration, dan 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan secara bersama-sama 

mampu menjelaskan 45,4 persen variasi Pertanian Berkelanjutan. Nilai tersebut 

menunjukkan kemampuan penjelasan model yang lebih kuat terhadap Pertanian 

Berkelanjutan dibandingkan terhadap Pengembangan Kawasan. 

Hasil analisis ukuran efek memperlihatkan bahwa Social Entrepreneurship 

memberikan kontribusi substantif paling kuat terhadap Pertanian Berkelanjutan 

dengan nilai f² sebesar 0,345. Pengembangan Kawasan juga memberikan 

kontribusi sedang dengan nilai f² sebesar 0,224. Sebaliknya, pengaruh langsung 

Pentahelix Collaboration terhadap Pertanian Berkelanjutan memiliki ukuran efek 

sebesar 0,009, sehingga kontribusi langsungnya secara substantif dapat diabaikan 

meskipun hubungan tersebut signifikan secara statistik. 

 



234 
 

Tabel 4. 15. Ringkasan Evaluasi Model Struktural 

Aspek 

evaluasi 
Indikator Nilai Interpretasi 

Daya jelas 

model 

R² Pengembangan 

Kawasan 
0,191 Relatif lemah 

 

Adjusted R² 

Pengembangan Kawasan 
0,185 Relatif lemah 

 

R² Pertanian 

Berkelanjutan 
0,454 Mendekati sedang 

 

Adjusted R² Pertanian 

Berkelanjutan 
0,449 Mendekati sedang 

Relevansi 

prediktif 

Q² Pengembangan 

Kawasan 
0,320 

Q² > 0; memiliki 

relevansi prediktif 

 

Q² Pertanian 

Berkelanjutan 
0,410 

Q² > 0; memiliki 

relevansi prediktif 

Ukuran efek X1 → Z 0,028 Kecil 

 
X2 → Z 0,046 Kecil 

 
X1 → Y 0,345 

Sedang, mendekati 

besar 

 
X2 → Y 0,009 Dapat diabaikan 

 
Z → Y 0,224 Sedang 

Hubungan 

langsung 
X1 → Y 

β=0,456; 

p<0,001 
Positif dan signifikan 

 
X1 → Z 

β=0,166; 

p=0,002 
Positif dan signifikan 

 
X2 → Y 

β=0,074; 

p=0,002 
Positif dan signifikan 

 
X2 → Z 

β=0,212; 

p<0,001 
Positif dan signifikan 

 
Z → Y 

β=0,367; 

p<0,001 
Positif dan signifikan 

Efek mediasi X1 → Z → Y 
β=0,061; 

p=0,002 
Signifikan 

 
X2 → Z → Y 

β=0,078; 

p<0,001 
Signifikan 

Sumber: Output SmartPLS Model 2 dan hasil bootstrapping, diolah peneliti, 2026. 
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Nilai Q² Pengembangan Kawasan dan Pertanian Berkelanjutan yang lebih 

besar dari nol menunjukkan bahwa model memiliki relevansi prediktif terhadap 

kedua variabel endogen. Namun, interpretasi Q² perlu disesuaikan dengan 

prosedur yang digunakan, apakah berasal dari analisis blindfolding atau 

PLSpredict. Oleh karena itu, nilai Q² lebih tepat digunakan sebagai bukti bahwa 

model mempunyai relevansi prediktif, bukan sebagai satu-satunya dasar untuk 

menyatakan bahwa kemampuan prediksinya kuat. 

b. Pengujian Hubungan Langsung 

Pengujian hubungan langsung dilakukan untuk mengetahui arah, besaran, 

dan signifikansi pengaruh antarvariabel dalam model struktural. Pengujian 

menggunakan prosedur bootstrapping pada SmartPLS dengan memperhatikan 

nilai koefisien jalur (β)(β)(β), t-statistik, dan p-value. Hubungan dinyatakan 

signifikan apabila nilai t-statistik lebih besar dari 1,96 dan p-value lebih kecil dari 

0,05. Hasil pengujian hubungan langsung antarvariabel disajikan pada Tabel 4.16. 

Tabel 4. 16. Hasil Pengujian Hubungan Langsung 

Hipotesis Hubungan β 
t-

statistik 

p-

value 
Keputusan 

H1 
Social Entrepreneurship → 

Pengembangan Kawasan 
0,166 2,940 0,002 Diterima 

H2 
Pentahelix Collaboration → 

Pengembangan Kawasan 
0,212 5,153 <0,001 Diterima 

H3 
Social Entrepreneurship → 

Pertanian Berkelanjutan 
0,456 11,237 <0,001 Diterima 

H4 
Pentahelix Collaboration → 

Pertanian Berkelanjutan 
0,074 2,900 0,002 Diterima 

H5 
Pengembangan Kawasan → 

Pertanian Berkelanjutan 
0,367 8,430 <0,001 Diterima 

Sumber: Output bootstrapping SmartPLS Model 2, diolah peneliti, 2026. 

Hasil menunjukkan bahwa: 

1) Social Entrepreneurship mempunyai koefisien langsung terbesar terhadap 

Pertanian Berkelanjutan;  
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2) Pengembangan Kawasan mempunyai koefisien positif terhadap Pertanian 

Berkelanjutan;  

3) Pentahelix Collaboration mempunyai hubungan positif dengan 

Pengembangan Kawasan;  

4) pengaruh langsung Pentahelix Collaboration terhadap Pertanian 

Berkelanjutan positif dan signifikan, tetapi besarnya relatif kecil. 

c. Pengujian Peran Mediasi 

Pengujian peran mediasi dilakukan untuk mengetahui apakah 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan menjadi jalur yang 

meneruskan pengaruh Social Entrepreneurship dan Pentahelix Collaboration 

terhadap Pertanian Berkelanjutan. Pengujian dilakukan melalui analisis specific 

indirect effects dengan prosedur bootstrapping pada SmartPLS Model 2. 

Pengaruh tidak langsung dinyatakan signifikan apabila nilai t-statistik 

lebih besar dari 1,96 dan p-value lebih kecil dari 0,05. Penentuan jenis mediasi 

selanjutnya dilakukan dengan membandingkan signifikansi dan arah pengaruh 

langsung dengan pengaruh tidak langsung. Hasil pengujian pengaruh tidak 

langsung disajikan pada Tabel 4.17. 

Tabel 4. 17. Hasil Pengujian Pengaruh Tidak Langsung 

Hipotesis Jalur tidak langsung β 
t-

statistik 

p-

value 
Keputusan 

H6 

Social Entrepreneurship → 

Pengembangan Kawasan → 

Pertanian Berkelanjutan 

0,061 2,895 0,002 Signifikan 

H7 

Pentahelix Collaboration → 

Pengembangan Kawasan → 

Pertanian Berkelanjutan 

0,078 4,513 <0,001 Signifikan 

Keterangan: 

β = koefisien pengaruh tidak langsung; t-statistik = nilai statistik hasil 

bootstrapping; p-value = tingkat signifikansi. Pengaruh tidak langsung dinyatakan 

signifikan apabila t-statistik > 1,96 dan p-value < 0,05. 

Sumber: Output bootstrapping SmartPLS Model 2, diolah peneliti, 2026. 
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Berdasarkan Tabel 4.17, pengaruh tidak langsung Social Entrepreneurship 

terhadap Pertanian Berkelanjutan melalui Pengembangan Kawasan mempunyai 

koefisien sebesar 0,061, t-statistik sebesar 2,895, dan p-value sebesar 0,002. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa Pengembangan Kawasan secara signifikan 

memediasi hubungan antara Social Entrepreneurship dan Pertanian 

Berkelanjutan. 

Temuan ini menunjukkan bahwa kapasitas inovasi sosial, pemberdayaan, 

pengembangan jejaring, penciptaan nilai sosial-ekonomi, serta kemampuan 

adaptasi tidak hanya berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan pertanian, 

tetapi juga bekerja melalui penguatan sistem kawasan. Sebagian pengaruh Social 

Entrepreneurship diterjemahkan melalui kelembagaan petani, infrastruktur, sistem 

produksi, pengolahan hasil, pembiayaan, dan akses pasar pada tingkat kawasan. 

Pengaruh tidak langsung Pentahelix Collaboration terhadap Pertanian 

Berkelanjutan melalui Pengembangan Kawasan mempunyai koefisien sebesar 

0,078, t-statistik sebesar 4,513, dan p-value kurang dari 0,001. Hasil ini 

menunjukkan bahwa Pengembangan Kawasan juga secara signifikan memediasi 

hubungan antara Pentahelix Collaboration dan Pertanian Berkelanjutan. 

Secara substantif, hasil tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi 

pemerintah, komunitas, dunia usaha, akademisi, dan media menjadi lebih 

bermakna ketika diwujudkan melalui tindakan operasional berbasis kawasan. 

Kolaborasi perlu diterjemahkan ke dalam pembagian peran, integrasi program dan 

sumber daya, penguatan irigasi, kelembagaan, teknologi, pembiayaan, pengolahan 

hasil, serta akses pasar agar menghasilkan dampak terhadap keberlanjutan 

pertanian. 

Pada kedua hubungan tersebut, pengaruh langsung tetap signifikan dan 

mempunyai arah positif yang sama dengan pengaruh tidak langsung. Oleh karena 

itu, Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan menunjukkan pola 

mediasi parsial komplementer. Disebut mediasi parsial karena pengaruh langsung 

Social Entrepreneurship dan Pentahelix Collaboration terhadap Pertanian 

Berkelanjutan tetap signifikan setelah mediator dimasukkan ke dalam model. 

Disebut komplementer karena pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung 

sama-sama positif serta saling memperkuat. 



238 
 

Untuk memperjelas besarnya kontribusi jalur langsung dan tidak langsung, 

hasil pengujian selanjutnya diringkas dalam bentuk pengaruh total dan proporsi 

pengaruh tidak langsung sebagaimana disajikan pada Tabel 4.18. 

Tabel 4. 18. Ringkasan Pengaruh Langsung, Tidak Langsung, dan Total  

Hubungan Langsung 
Tidak 

langsung 
Total 

Proporsi tidak 

langsung 

Social Entrepreneurship → 

Pertanian Berkelanjutan 
0,456 0,061 0,517 11,8% 

Pentahelix Collaboration → 

Pertanian Berkelanjutan 
0,074 0,078 0,152 51,3% 

Keterangan: 

Pengaruh total merupakan penjumlahan antara pengaruh langsung dan pengaruh 

tidak langsung. Proporsi pengaruh tidak langsung dihitung dengan membagi 

koefisien pengaruh tidak langsung dengan pengaruh total, kemudian dikalikan 100 

persen. Persentase tersebut digunakan sebagai informasi deskriptif mengenai 

kontribusi jalur mediasi dan bukan sebagai satu-satunya dasar penentuan jenis 

mediasi. 

Sumber: Output bootstrapping SmartPLS Model 2, diolah peneliti, 2026. 

Proporsi tidak langsung Social Entrepreneurship relatif kecil dibandingkan 

pengaruh langsungnya. Sebaliknya, kontribusi tidak langsung Pentahelix 

Collaboration melalui Pengembangan Kawasan sedikit lebih besar daripada 

pengaruh langsungnya. 

2. Hasil Analisis Kualitatif 

a. Tema Social Entrepreneurship 

Temuan kualitatif menunjukkan lima manifestasi utama: 

1) Inovasi sosial melalui mekanisasi, jasa alsintan, pengolahan, dan solusi 

kolektif;  

2) Pemberdayaan melalui kelompok tani, penyuluhan, sekolah lapang, dan 

P4S;  

3) Jejaring melalui Poktan, Gapoktan, P3A, koperasi, LKMA, RMU, kios, 

dan offtaker;  

4) Penciptaan nilai sosial-ekonomi melalui akses bersama terhadap input, 

teknologi, jasa, pengolahan, dan pasar;  
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5) Adaptasi melalui penyesuaian teknologi, pola tanam, pengelolaan air, dan 

strategi menghadapi risiko.  

Social Entrepreneurship dalam temuan ini bukan aktor baru dan bukan 

bukti bahwa seluruh petani merupakan social entrepreneur. Temuan 

menunjukkan adanya kapasitas dan praktik kewirausahaan sosial pada petani serta 

kelembagaan pertanian dengan tingkat yang berbeda-beda. 

b. Tema Pentahelix Collaboration 

Kelima unsur Pentahelix telah ditemukan dalam pembangunan kawasan, 

tetapi intensitas dan perannya tidak seimbang. 

1) Pemerintah dan penyuluh relatif dominan;  

2) Komunitas petani menjadi pelaksana utama;  

3) Dunia usaha terlibat pada input, pengolahan, dan pasar, tetapi belum 

konsisten;  

4) Akademisi berkontribusi melalui teknologi dan pendampingan, tetapi 

masih episodik;  

5) Media belum berfungsi optimal dalam penyebaran informasi, edukasi, 

promosi, dan akuntabilitas.  

Temuan tersebut menunjukkan perbedaan antara kehadiran aktor dan 

kolaborasi operasional. Aktor telah ada, tetapi pembagian peran, sumber daya, 

target, data, pembiayaan, dan pertanggungjawaban bersama belum terbentuk 

secara kuat. 

c. Tema Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman pangan 

Temuan kualitatif menunjukkan bahwa pengembangan kawasan ditopang 

oleh: 

1) Lahan produksi;  

2) Irigasi dan jalan usaha tani;  

3) Kelembagaan petani;  

4) Penyuluhan;  

5) Alsintan;  

6) RMU;  

7) Sarana perbenihan; serta 

8) Kebijakan kawasan.  
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Keterbatasan utamanya berada pada: 

1) Hilirisasi;  

2) Pergudangan;  

3) Pembiayaan;  

4) Kelembagaan ekonomi;  

5) Pengelolaan lingkungan;  

6) Kepastian pasar;  

7) Fungsi offtaker; dan  

8) Koordinasi lintas sektor.  

Pengembangan kawasan dalam hasil penelitian diposisikan sebagai ruang 

implementasi berbasis wilayah, bukan sebagai konstruk baru di luar model. 

d. Tema Pertanian Berkelanjutan 

Petani masih lebih kuat memaknai keberlanjutan melalui: 

1) Keberlangsungan produksi;  

2) Pendapatan;  

3) Ketersediaan sarana;  

4) Keberadaan kelompok;  

5) dan kesinambungan usaha tani.  

Aspek yang relatif lebih lemah meliputi: 

1) Praktik ramah lingkungan;  

2) Konservasi sumber daya;  

3) Adaptasi perubahan iklim;  

4) Regenerasi petani; serta 

5) Resiliensi terhadap gangguan air, banjir, harga, dan pasar.  

Temuan tersebut sejalan dengan skor deskriptif yang menunjukkan bahwa 

keberlanjutan lingkungan dan resiliensi memperoleh nilai relatif lebih rendah 

dibandingkan dimensi ekonomi dan kelembagaan. 

Analisis kualitatif menghasilkan sejumlah tema yang menjelaskan 

kapasitas, keterbatasan, dan kondisi kontekstual dari setiap konstruk penelitian. 

Temuan tersebut diperoleh melalui proses reduksi data, pengodean, 

pengelompokan kategori, serta penarikan tema dari wawancara, observasi, dan 

dokumen pendukung. Sintesis tema kualitatif digunakan untuk menjelaskan hasil 
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kuantitatif dan menjadi dasar integrasi dalam desain Sequential Explanatory 

Mixed Methods. Ringkasan hasil analisis kualitatif disajikan pada Tabel 4.20. 

Tabel 4. 19. Sintesis Tema Kualitatif 

Fokus 
Kapasitas yang 

ditemukan 

Keterbatasan 

utama 

Makna bagi tahap 

integrasi 

Social 

Entrepreneurship 

Inovasi lokal, 

pemberdayaan, 

jejaring, usaha 

kolektif 

Adaptasi, 

kesinambungan 

usaha, akses modal 

Kapasitas tindakan 

telah ada, tetapi 

belum 

terlembagakan 

merata 

Pentahelix 

Collaboration 

Pemerintah, 

komunitas, usaha, 

akademisi, dan 

media telah hadir 

Dominasi 

pemerintah; 

akademisi, bisnis, 

dan media belum 

konsisten 

Kolaborasi masih 

lebih prosedural 

daripada operasional 

Pengembangan 

Kawasan 

Produksi, irigasi, 

kelembagaan, 

alsintan, RMU 

Hilirisasi, 

pembiayaan, 

lingkungan, dan 

pasar 

Kawasan belum 

menghubungkan 

seluruh subsistem 

secara optimal 

Pertanian 

Berkelanjutan 

Keberlangsungan 

usaha, produksi, 

kelompok dan 

pendapatan 

Lingkungan, 

resiliensi, 

regenerasi, dan 

risiko 

Keberlanjutan masih 

lebih kuat dimaknai 

secara ekonomi-

produktif 

Keterangan: 

Sintesis disusun berdasarkan tema-tema utama hasil wawancara mendalam, 

observasi lapangan, dan analisis dokumen. Kolom ―makna bagi tahap integrasi‖ 

menunjukkan bagaimana temuan kualitatif digunakan untuk menjelaskan, 

memperkuat, atau memberikan konteks terhadap hasil analisis kuantitatif. 

Sumber: Data primer hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, diolah 

peneliti, 2026. 

Tabel 4.19 menunjukkan bahwa setiap konstruk penelitian telah memiliki 

kapasitas dasar yang mendukung pembangunan kawasan pertanian, tetapi masih 

menghadapi keterbatasan dalam penerapannya. Social Entrepreneurship telah 

termanifestasi melalui inovasi lokal, pemberdayaan, jejaring, dan usaha kolektif. 

Namun, kemampuan adaptasi, kesinambungan usaha, serta akses terhadap modal 

belum berkembang secara merata. 

Pada Pentahelix Collaboration, kelima unsur aktor telah ditemukan dalam 

pembangunan kawasan, tetapi intensitas keterlibatan dan kontribusinya belum 
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seimbang. Pemerintah dan komunitas petani masih menjadi aktor dominan, 

sedangkan keterlibatan akademisi, dunia usaha, dan media cenderung belum 

konsisten. Kondisi ini menunjukkan bahwa kolaborasi masih lebih banyak 

berlangsung melalui koordinasi program dan bantuan daripada pembagian peran, 

sumber daya, target, serta akuntabilitas bersama. 

Pengembangan kawasan telah didukung oleh aktivitas produksi, irigasi, 

kelembagaan petani, alsintan, dan RMU. Meskipun demikian, keterhubungan 

dengan pembiayaan, hilirisasi, pengelolaan lingkungan, dan pasar masih terbatas. 

Temuan ini menunjukkan bahwa kawasan belum sepenuhnya berfungsi sebagai 

ruang yang mengintegrasikan seluruh subsistem pembangunan pertanian. 

Pada Pertanian Berkelanjutan, keberlanjutan lebih kuat dipahami melalui 

keberlangsungan produksi, pendapatan, dan kelembagaan kelompok. Sementara 

itu, aspek lingkungan, resiliensi, regenerasi petani, dan pengelolaan risiko masih 

relatif lemah. Sintesis tersebut selanjutnya digunakan untuk menjelaskan pola 

hubungan yang ditemukan melalui SEM-PLS dalam tahap integrasi hasil 

kuantitatif dan kualitatif. 

3. Integrasi Hasil Kuantitatif dan Kualitatif 

Integrasi hasil penelitian dilakukan dengan menghubungkan temuan 

kuantitatif dari analisis SEM-PLS dengan tema-tema yang diperoleh melalui 

analisis kualitatif. Dalam desain Sequential Explanatory Mixed Methods, hasil 

kuantitatif digunakan untuk menunjukkan arah, kekuatan, dan signifikansi 

hubungan antarvariabel, sedangkan temuan kualitatif digunakan untuk 

menjelaskan mekanisme, konteks, dan kondisi yang melatarbelakangi hubungan 

tersebut. 

Proses integrasi dilakukan pada tingkat hubungan struktural, yaitu dengan 

membandingkan koefisien jalur dan pengaruh tidak langsung dengan hasil 

wawancara, observasi lapangan, serta analisis dokumen. Integrasi ini 

menghasilkan kesimpulan yang tidak hanya menunjukkan apakah suatu hubungan 

signifikan secara statistik, tetapi juga menjelaskan mengapa hubungan tersebut 

terjadi dan dalam kondisi seperti apa pengaruhnya menjadi lebih kuat atau 

terbatas. Hasil integrasi kuantitatif dan kualitatif disajikan pada Tabel 4.20. 
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Tabel 4. 20. Joint Display Hasil Kuantitatif dan Kualitatif 

Hubungan Hasil kuantitatif Penjelasan kualitatif Kesimpulan integratif 

SE → 

Kawasan 
β=0,166; p=0,002 

Inovasi, kelompok, 

jejaring dan usaha 

kolektif telah ada, tetapi 

pembiayaan, hilirisasi 

dan pelembagaan masih 

terbatas 

Kapasitas SE 

memperkuat kawasan, 

tetapi pengaruhnya 

tergantung kemampuan 

mengubah praktik lokal 

menjadi sistem kawasan 

PH → 

Kawasan 
β=0,212; p<0,001 

Aktor telah hadir, tetapi 

pembagian peran, 

sumber daya dan target 

bersama belum kuat 

Kolaborasi berkontribusi 

ketika diwujudkan 

dalam tindakan 

operasional berbasis 

kawasan 

SE → PB β=0,456; p<0,001 

Inovasi, pemberdayaan, 

jejaring dan nilai 

bersama langsung 

membantu 

keberlangsungan usaha 

petani 

SE menjadi kapasitas 

tindakan yang paling 

kuat berkaitan dengan 

keberlanjutan 

PH → PB β=0,074; p=0,002 

Kolaborasi masih 

dominan berupa 

program, bantuan dan 

koordinasi administratif 

Kehadiran aktor saja 

belum cukup 

menghasilkan outcome 

keberlanjutan 

Kawasan → 

PB 
β=0,367; p<0,001 

Infrastruktur, 

kelembagaan, teknologi, 

produksi dan pasar perlu 

dihubungkan pada 

tingkat wilayah 

Kawasan menjadi ruang 

implementasi yang 

menerjemahkan 

kapasitas dan dukungan 

menjadi hasil 

pembangunan 

SE → 

Kawasan → 

PB 

β tidak 

langsung=0,061; 

p=0,002 

Sebagian kapasitas SE 

bekerja melalui 

kelembagaan, 

infrastruktur dan sistem 

usaha kawasan 

Terjadi mediasi parsial 

komplementer dengan 

kontribusi tidak 

langsung relatif kecil 

PH → 

Kawasan → 

PB 

β tidak 

langsung=0,078; 

p<0,001 

Kolaborasi lebih 

bermakna ketika 

diarahkan pada irigasi, 

kelembagaan, 

pengolahan, pembiayaan 

dan pasar 

Kawasan menjadi jalur 

penting yang 

menerjemahkan 

kolaborasi menjadi 

keberlanjutan 

Sumber: Hasil analisis SEM-PLS Model 2 dan analisis tematik data wawancara, 

observasi, serta dokumentasi, diintegrasikan dan diolah peneliti, 2026. 
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Tabel 4.20 menunjukkan bahwa integrasi hasil kuantitatif dan kualitatif 

menghasilkan pola yang saling menguatkan. Secara umum, temuan kuantitatif 

menunjukkan bahwa seluruh hubungan langsung dan tidak langsung dalam model 

memiliki arah positif dan signifikan. Temuan kualitatif kemudian menjelaskan 

bahwa besarnya pengaruh setiap variabel ditentukan oleh tingkat pelembagaan, 

pembagian peran, keterhubungan subsistem, dan kemampuan aktor 

menerjemahkan kapasitas yang dimiliki menjadi tindakan operasional. 

Hubungan Social Entrepreneurship terhadap Pengembangan Kawasan 

memiliki koefisien sebesar 0,166 dan signifikan pada p = 0,002. Hasil kualitatif 

menjelaskan bahwa petani dan kelembagaan lokal telah memiliki kapasitas 

inovasi, jejaring, pemberdayaan, serta praktik usaha kolektif. Namun, kapasitas 

tersebut belum sepenuhnya terhubung dengan pembiayaan, pengolahan hasil, 

hilirisasi, dan pasar. Hal ini menjelaskan mengapa pengaruh Social 

Entrepreneurship terhadap pengembangan kawasan bersifat positif, tetapi 

kekuatannya relatif terbatas. Kapasitas tindakan lokal telah tersedia, tetapi belum 

seluruhnya berubah menjadi sistem kelembagaan kawasan yang terintegrasi. 

Pentahelix Collaboration memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap 

Pengembangan Kawasan, yaitu β = 0,212 dengan p < 0,001. Temuan ini 

menunjukkan bahwa pengembangan kawasan membutuhkan kontribusi dan 

keterhubungan antarpelaku. Namun, hasil kualitatif memperlihatkan bahwa 

keberadaan lima unsur Pentahelix belum disertai pembagian peran, komitmen 

sumber daya, target bersama, dan akuntabilitas yang kuat. Dengan demikian, 

kolaborasi baru memberikan dampak yang lebih nyata apabila diubah dari 

hubungan prosedural menjadi kerja operasional berbasis kebutuhan kawasan. 

Pengaruh paling kuat dalam model terdapat pada hubungan Social 

Entrepreneurship terhadap Pertanian Berkelanjutan, dengan koefisien sebesar 

0,456 dan p < 0,001. Temuan kualitatif menunjukkan bahwa inovasi, 

pemberdayaan, jejaring, usaha kolektif, dan penciptaan nilai sosial-ekonomi 

secara langsung membantu petani mempertahankan produksi, pendapatan, 

kelembagaan kelompok, dan keberlangsungan usaha. Hasil ini memperlihatkan 

bahwa Social Entrepreneurship bukan hanya orientasi usaha, tetapi merupakan 



245 
 

kapasitas pelaku dan kelembagaan petani untuk beradaptasi, memecahkan 

masalah, dan menciptakan manfaat ekonomi serta sosial. 

Sebaliknya, Pentahelix Collaboration memiliki pengaruh langsung paling 

kecil terhadap Pertanian Berkelanjutan, yaitu β = 0,074 dengan p = 0,002. 

Meskipun signifikan secara statistik, kontribusi langsungnya relatif terbatas. 

Penjelasan kualitatif menunjukkan bahwa kolaborasi masih dominan berbentuk 

bantuan program, rapat koordinasi, fasilitasi, dan kegiatan administratif. 

Keberadaan berbagai aktor belum selalu menghasilkan keputusan bersama, 

integrasi anggaran, kesinambungan pendampingan, atau penyelesaian masalah 

pada tingkat petani. Temuan ini menegaskan bahwa kolaborasi tidak cukup dinilai 

dari kehadiran aktor, tetapi dari kualitas tindakan bersama yang dihasilkan. 

Pengembangan Kawasan memberikan pengaruh yang relatif kuat terhadap 

Pertanian Berkelanjutan, yaitu β = 0,367 dengan p < 0,001. Temuan kualitatif 

menjelaskan bahwa kawasan berfungsi sebagai ruang yang menghubungkan 

produksi, irigasi, kelembagaan, teknologi, pembiayaan, pengolahan hasil, dan 

pasar. Ketika subsistem tersebut berjalan secara terpisah, manfaat program 

pembangunan menjadi terbatas. Sebaliknya, ketika diintegrasikan pada tingkat 

wilayah, pengembangan kawasan dapat menerjemahkan kapasitas petani dan 

dukungan multipihak menjadi hasil ekonomi, sosial, kelembagaan, dan 

lingkungan yang lebih berkelanjutan. 

Hasil integrasi juga memperlihatkan peran mediasi Pengembangan 

Kawasan. Pengaruh tidak langsung Social Entrepreneurship terhadap Pertanian 

Berkelanjutan melalui Pengembangan Kawasan sebesar 0,061 dan signifikan pada 

p = 0,002. Karena pengaruh langsung Social Entrepreneurship terhadap Pertanian 

Berkelanjutan juga positif dan signifikan, pola ini menunjukkan mediasi parsial 

komplementer. Artinya, Social Entrepreneurship mendorong keberlanjutan 

melalui dua jalur, yaitu secara langsung melalui kapasitas tindakan petani dan 

secara tidak langsung melalui penguatan sistem pembangunan kawasan. 

Pola yang sama ditemukan pada hubungan Pentahelix Collaboration 

terhadap Pertanian Berkelanjutan melalui Pengembangan Kawasan. Pengaruh 

tidak langsung sebesar 0,078 dengan p < 0,001 menunjukkan bahwa kolaborasi 

menjadi lebih efektif ketika diterjemahkan ke dalam kegiatan konkret pada tingkat 
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kawasan. Nilai pengaruh tidak langsung tersebut bahkan sedikit lebih besar 

dibandingkan pengaruh langsung Pentahelix Collaboration terhadap Pertanian 

Berkelanjutan sebesar 0,074. Temuan ini menunjukkan bahwa peran utama 

kolaborasi multipihak bukan semata-mata menghasilkan keberlanjutan secara 

langsung, melainkan memperkuat pengembangan kawasan sebagai ruang integrasi 

pembangunan. 

Secara keseluruhan, joint display menghasilkan tiga kesimpulan utama. 

Pertama, Social Entrepreneurship merupakan kapasitas tindakan yang paling kuat 

dalam mendorong Pertanian Berkelanjutan. Kedua, Pentahelix Collaboration 

menjadi lebih bermakna apabila diwujudkan melalui pembagian peran dan 

tindakan operasional berbasis kawasan. Ketiga, Pengembangan Kawasan 

Pertanian Tanaman Pangan berfungsi sebagai ruang implementasi yang 

menghubungkan kapasitas pelaku, kolaborasi multipihak, infrastruktur, 

kelembagaan, dan rantai nilai dengan pencapaian Pertanian Berkelanjutan. 

Dengan demikian, integrasi hasil kuantitatif dan kualitatif menegaskan 

bahwa keberlanjutan pertanian tidak hanya ditentukan oleh kekuatan masing-

masing variabel secara terpisah. Keberlanjutan terbentuk melalui hubungan antara 

kapasitas tindakan pelaku, kualitas relasi antarpemangku kepentingan, dan 

kemampuan kawasan mengintegrasikan berbagai sumber daya serta proses 

pembangunan dalam satu sistem yang terkoordinasi. 

i. Meta Inference 

Meta-inference merupakan kesimpulan menyeluruh yang dibangun melalui 

integrasi hasil kuantitatif dan kualitatif. Kesimpulan ini tidak hanya merangkum 

arah dan signifikansi hubungan antarvariabel, tetapi juga menjelaskan mekanisme 

substantif yang mendasari hubungan tersebut dalam konteks pengembangan 

kawasan pertanian tanaman pangan. Berdasarkan hasil integrasi, diperoleh empat 

meta-inference utama. 

Pertama, Social Entrepreneurship merupakan kapasitas dan karakter 

tindakan, bukan aktor tersendiri dalam model pembangunan pertanian. Kapasitas 

tersebut melekat pada petani, kelembagaan petani, pelaku usaha, pemerintah, 

akademisi, media, dan aktor lain yang terlibat dalam pembangunan kawasan. 

Manifestasinya terlihat melalui kemampuan menciptakan inovasi sosial, 
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melakukan pemberdayaan, membangun jejaring, mengembangkan usaha kolektif, 

menciptakan nilai sosial-ekonomi, serta melakukan adaptasi terhadap perubahan 

lingkungan usaha. Temuan kuantitatif yang menunjukkan kuatnya pengaruh 

Social Entrepreneurship terhadap Pertanian Berkelanjutan menegaskan bahwa 

keberlanjutan sangat ditentukan oleh kapasitas aktor dalam bertindak, berinovasi, 

dan memecahkan persoalan secara kolektif. 

Kedua, Pentahelix Collaboration merepresentasikan struktur hubungan 

antaraktor dalam proses pembangunan kawasan. Kelima unsur Pentahelix, yaitu 

pemerintah, komunitas, dunia usaha, akademisi, dan media, telah hadir dalam 

berbagai kegiatan pembangunan pertanian. Namun, keberadaan aktor belum 

sepenuhnya diikuti oleh pembagian peran, integrasi sumber daya, penetapan target 

bersama, mekanisme koordinasi yang berkelanjutan, serta akuntabilitas kolektif. 

Kondisi tersebut menjelaskan mengapa Pentahelix Collaboration memiliki 

pengaruh positif dan signifikan, tetapi kontribusi langsungnya terhadap Pertanian 

Berkelanjutan relatif kecil. Dengan demikian, kualitas kolaborasi tidak cukup 

diukur berdasarkan kehadiran aktor, tetapi berdasarkan kemampuan mereka 

membangun tindakan bersama yang operasional dan berkelanjutan. 

Ketiga, Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan berperan 

sebagai variabel mediasi sekaligus ruang implementasi pembangunan berbasis 

wilayah. Kawasan menjadi arena tempat kapasitas Social Entrepreneurship dan 

hubungan Pentahelix Collaboration diterjemahkan ke dalam proses pembangunan 

yang konkret. Proses tersebut mencakup integrasi produksi, infrastruktur, irigasi, 

teknologi, kelembagaan, pembiayaan, pengolahan hasil, akses pasar, dan 

pengelolaan lingkungan. Peran mediasi yang signifikan menunjukkan bahwa 

kapasitas pelaku dan kolaborasi antaraktor akan menghasilkan dampak 

keberlanjutan yang lebih kuat ketika diwujudkan melalui sistem kawasan yang 

terhubung. Dengan demikian, kawasan tidak hanya dipahami sebagai lokasi 

geografis, tetapi sebagai ruang integrasi berbagai subsistem pembangunan 

pertanian. 

Keempat, Pertanian Berkelanjutan lebih mungkin dicapai ketika karakter 

Social Entrepreneurship diinternalisasikan ke dalam tindakan aktor Pentahelix 

dan diterapkan secara kontekstual melalui pengembangan kawasan. Social 
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Entrepreneurship menjelaskan kapasitas aktor dalam bertindak, Pentahelix 

Collaboration menjelaskan pola hubungan antaraktor, sedangkan Pengembangan 

Kawasan menyediakan ruang implementasi yang menghubungkan kapasitas dan 

hubungan tersebut dengan proses pembangunan. Keberlanjutan tidak dihasilkan 

oleh salah satu unsur secara terpisah, melainkan melalui interaksi antara kapasitas 

tindakan, kualitas kolaborasi, dan efektivitas integrasi wilayah. 

Secara konseptual, meta-inference penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

Pertanian Berkelanjutan terbentuk melalui internalisasi kapasitas Social 

Entrepreneurship ke dalam tindakan aktor Pentahelix, yang kemudian 

dioperasionalkan secara terintegrasi melalui Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan sebagai ruang implementasi berbasis wilayah. 

Rumusan tersebut menegaskan adanya tiga lapisan utama dalam model 

penelitian. Social Entrepreneurship berfungsi sebagai kapasitas tindakan aktor, 

Pentahelix Collaboration sebagai kapasitas relasional antaraktor, dan 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan sebagai kapasitas 

implementasi teritorial. Interaksi ketiganya menghasilkan kondisi yang lebih 

memungkinkan bagi pencapaian Pertanian Berkelanjutan. 

Dengan demikian, nilai tambah utama hasil integrasi tidak terletak hanya 

pada diterimanya seluruh hubungan struktural, tetapi pada penjelasan bahwa 

kapasitas pelaku, struktur kolaborasi, dan sistem kawasan memiliki fungsi yang 

berbeda tetapi saling melengkapi. Kapasitas tanpa kolaborasi cenderung 

terfragmentasi, kolaborasi tanpa tindakan operasional cenderung prosedural, 

sedangkan pengembangan kawasan tanpa kapasitas pelaku dan dukungan 

antaraktor berisiko menjadi pendekatan pembangunan yang bersifat administratif. 

Pertanian Berkelanjutan akan lebih mungkin dicapai apabila ketiga unsur tersebut 

bekerja secara terpadu, kontekstual, dan berkesinambungan. 
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D. Pembahasan  

1. Pengaruh Social Entrepreneurship  Memperkuat Pengembangan 

Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Mendukung Pertanian 

Berkelanjutan di Kabupaten Pasaman Barat 

a. Temuan Kuantitatif 

Hasil analisis Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-

PLS) menunjukkan bahwa Social Entrepreneurship berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan di 

Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan hasil pengujian model struktural, 

diperoleh koefisien jalur (path coefficient) sebesar 0,166, dengan nilai t-statistic 

sebesar 2,940 dan p-value sebesar 0,002. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 

hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh positif Social Entrepreneurship 

terhadap Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan diterima. Artinya, 

semakin tinggi tingkat kewirausahaan sosial yang berkembang dalam masyarakat, 

maka semakin kuat pula pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan 

sebagai fondasi menuju pertanian berkelanjutan. 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa Social Entrepreneurship merupakan 

salah satu determinan penting dalam pembangunan kawasan pertanian. 

Keberadaan individu maupun kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan 

mengenali permasalahan, menciptakan inovasi, membangun kerja sama, serta 

menggerakkan partisipasi masyarakat memberikan kontribusi nyata terhadap 

penguatan kawasan pertanian tanaman pangan. Dengan demikian, pembangunan 

kawasan tidak hanya ditentukan oleh intervensi pemerintah atau ketersediaan 

sumber daya fisik, tetapi juga oleh kapasitas masyarakat dalam membangun 

inovasi sosial dan aksi kolektif. 

Selain memberikan pengaruh terhadap pengembangan kawasan, hasil 

analisis SEM-PLS juga menunjukkan bahwa Social Entrepreneurship memiliki 

pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap Pertanian Berkelanjutan. 

Di samping itu, pengujian efek mediasi memperlihatkan bahwa Pengembangan 

Kawasan Pertanian Tanaman Pangan mampu memediasi pengaruh Social 

Entrepreneurship terhadap Pertanian Berkelanjutan. Temuan tersebut 

mengindikasikan bahwa keberhasilan mewujudkan pertanian berkelanjutan tidak 

hanya dipengaruhi oleh kapasitas kewirausahaan sosial masyarakat secara 
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langsung, tetapi juga oleh kemampuan kewirausahaan sosial tersebut dalam 

memperkuat pembangunan kawasan sebagai sistem yang mengintegrasikan 

berbagai komponen pembangunan pertanian. 

Meskipun demikian, hasil analisis kuantitatif pada dasarnya hanya 

menunjukkan adanya hubungan kausal antarvariabel, tanpa mampu menjelaskan 

secara mendalam bagaimana proses pengaruh tersebut berlangsung, siapa aktor 

yang berperan, mengapa inovasi dapat diterima atau ditolak masyarakat, serta 

bagaimana dinamika sosial yang terjadi di tingkat kawasan. Dengan kata lain, 

hasil SEM-PLS memberikan jawaban atas pertanyaan "apa yang terjadi" (what 

happened), tetapi belum sepenuhnya mampu menjelaskan "mengapa dan 

bagaimana hal itu terjadi" (why and how it happened). 

Dalam perspektif Sequential Explanatory Mixed Methods, keterbatasan 

tersebut dilengkapi melalui analisis kualitatif yang bertujuan memberikan 

penjelasan kontekstual terhadap hasil kuantitatif. Oleh karena itu, dilakukan 

wawancara mendalam dengan berbagai informan yang mewakili unsur 

pemerintah, penyuluh pertanian, ketua kelompok tani, pelaku usaha agribisnis, 

tokoh adat, local champion, dan petani, sehingga diperoleh pemahaman yang 

lebih komprehensif mengenai mekanisme pengaruh Social Entrepreneurship 

terhadap Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengaruh Social Entrepreneurship 

tidak berlangsung secara otomatis sebagai konsekuensi dari keberadaan individu 

yang inovatif, tetapi berkembang melalui proses pembelajaran sosial, 

pembentukan kepercayaan (trust building), penguatan kelembagaan ekonomi 

petani, difusi inovasi, kepemimpinan lokal (local champion), serta penguatan 

modal sosial yang tumbuh dari interaksi antaraktor pembangunan di tingkat 

kawasan. Oleh karena itu, pembahasan pada bagian berikut akan menguraikan 

secara lebih mendalam bagaimana mekanisme tersebut berlangsung berdasarkan 

hasil wawancara mendalam, sehingga hasil analisis kuantitatif dapat dipahami 

secara lebih utuh dalam konteks pembangunan kawasan pertanian tanaman 

pangan di Kabupaten Pasaman Barat. 
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b. Hasil Wawancara Mendalam 

1) Local champion sebagai Penggerak Inovasi Pertanian 

Temuan lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan 

kawasan pertanian tanaman pangan tidak selalu diawali oleh program pemerintah, 

tetapi sering kali berawal dari inisiatif masyarakat yang mampu mengidentifikasi 

persoalan, mencari solusi, dan menggerakkan masyarakat untuk menerima 

perubahan. Dalam konteks tersebut, keberadaan local champion menjadi faktor 

penting yang menjembatani inovasi dengan perubahan sosial di tingkat kawasan. 

Salah satu contoh nyata adalah pengalaman Wikarta, petani di Kecamatan 

Kinali yang menjadi pelopor penggunaan Combine Harvester dalam kegiatan 

panen padi. Berdasarkan hasil wawancara, pada tahun 2018 Wikarta melihat 

bahwa petani mulai mengalami kesulitan memperoleh tenaga kerja panen. Kondisi 

tersebut menyebabkan biaya panen semakin tinggi, proses panen berlangsung 

lebih lama, serta meningkatkan risiko kehilangan hasil (harvest loss). 

Melihat kondisi tersebut, Wikarta berinisiatif mencari informasi mengenai 

penggunaan mesin panen ke Kabupaten Dharmasraya. Ia tidak hanya mengamati 

proses panen, tetapi juga belajar mengoperasikan mesin secara langsung dan 

mendokumentasikan proses tersebut dalam bentuk video sebagai bahan 

pembelajaran bagi petani di Kecamatan Kinali. 

Sebagaimana disampaikan oleh Wikarta: 

"Saya melihat di Dharmasraya panennya sudah menggunakan Combine 

Harvester. Saya datang ke sana untuk belajar langsung mengoperasikan mesin 

dan merekam proses panennya. Saya berpikir kalau alat ini bisa digunakan di 

Kinali, pekerjaan petani akan jauh lebih ringan."(Wawancara dengan Wikarta, 

2024). 

Namun demikian, inovasi tersebut tidak langsung diterima oleh 

masyarakat. Ketika mesin panen pertama kali dibawa ke kawasan persawahan 

Sialang, sebagian masyarakat menolak karena khawatir penggunaan mesin akan 

mengurangi kesempatan kerja buruh panen lokal. Penolakan tersebut bahkan 

menyebabkan Wikarta dipanggil untuk mengikuti musyawarah di balai desa 

bersama pemerintah nagari, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan kelompok 

tani. 
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Wikarta menjelaskan: 

"Waktu mesin pertama datang banyak yang menolak. Saya dipanggil ke balai 

desa. Saya jelaskan bahwa tujuan saya bukan menghilangkan pekerjaan orang, 

tetapi membantu petani supaya panen lebih cepat, biaya lebih murah, dan 

kehilangan hasil bisa dikurangi. Setelah dijelaskan, akhirnya masyarakat setuju 

dilakukan uji coba." (Wawancara dengan Wikarta, 2025). 

Proses tersebut menunjukkan bahwa inovasi teknologi tidak diterima 

secara otomatis, tetapi memerlukan proses dialog, negosiasi, dan pembangunan 

kepercayaan (trust building) di tingkat masyarakat. Setelah masyarakat melihat 

manfaat penggunaan Combine Harvester, inovasi tersebut berkembang pesat. 

Wikarta kemudian mampu membeli mesin panennya sendiri dan memperluas 

layanan mekanisasi hingga ke kawasan pertanian Salak Laweh, Desa Baru, 

Kecamatan Ranah Batahan. 

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi bukan semata-mata 

karena adanya teknologi baru, melainkan karena adanya individu yang mampu 

menjadi agen perubahan (change agent), membangun kepercayaan masyarakat, 

serta menjembatani proses adopsi inovasi melalui komunikasi dan pembelajaran 

bersama. 

2) Inovasi Kelembagaan sebagai Wujud Social Entrepreneurship 

Selain inovasi teknologi, hasil wawancara menunjukkan bahwa Social 

Entrepreneurship juga berkembang melalui inovasi kelembagaan. Hal ini terlihat 

dari pengalaman Karno Fahrudin, pelopor berdirinya Gapoktan Albasiko II, 

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA), dan Koperasi Albasiko II di 

Kecamatan Kinali. 

Karno Fahrudin menceritakan bahwa pada awal pembentukan 

kelembagaan, sebagian besar petani enggan bergabung karena belum melihat 

manfaat nyata yang diperoleh dari keberadaan kelompok tani maupun koperasi. 

Sebagaimana disampaikan oleh Karno Fahrudin: 

"Awalnya sulit sekali mengajak petani bergabung. Mereka menganggap kelompok 

tani hanya tempat rapat dan koperasi hanya tempat pinjam uang. Kami kemudian 
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mengubah strategi dengan mencari tahu apa yang benar-benar dibutuhkan 

petani." (Wawancara dengan Karno Fahrudin, 2025). 

Berdasarkan identifikasi kebutuhan anggota, diketahui bahwa 

permasalahan utama petani bukan hanya akses permodalan, tetapi juga 

keterbatasan memperoleh kebutuhan pokok rumah tangga dan sarana produksi 

pertanian. Oleh karena itu, Gapoktan, LKMA, dan Koperasi Albasiko II 

mengembangkan berbagai unit usaha, antara lain penyediaan pupuk, benih, 

pestisida, warung serba ada (waserda), hingga layanan pengantaran barang 

langsung ke rumah anggota. 

Karno Fahrudin menjelaskan: 

"Kalau anggota butuh pupuk, benih, beras, atau minyak goreng, koperasi siap 

menyediakan. Bahkan kalau mereka memesan, barang bisa kami antar ke rumah. 

Setelah masyarakat merasakan manfaatnya, mereka mulai percaya dan mau 

bergabung." (Wawancara dengan Karno Fahrudin, 2025). 

Pendekatan tersebut terbukti efektif. Sejak berdiri pada tahun 2012, 

Koperasi Albasiko II berkembang menjadi salah satu koperasi agribisnis terbesar 

di Kabupaten Pasaman Barat dengan aset sekitar Rp 65 miliar. Temuan ini 

menunjukkan bahwa keberhasilan kelembagaan petani tidak hanya ditentukan 

oleh struktur organisasi, tetapi oleh kemampuan memahami kebutuhan 

masyarakat dan menciptakan inovasi pelayanan yang memberikan manfaat nyata. 

3) Pembelajaran Kolektif sebagai Proses Difusi Inovasi 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proses pembelajaran di tingkat 

kawasan tidak hanya berlangsung melalui penyuluh pertanian, tetapi juga melalui 

pembelajaran antarpetani (farmer-to-farmer learning). Dalam kondisi 

keterbatasan intensitas pendampingan penyuluh, muncul petani-petani inovatif 

yang menjadi rujukan belajar bagi petani lainnya. 

Salah satu contoh adalah Nurhasyim, seorang pensiunan perusahaan 

perkebunan yang kemudian mengembangkan usaha tani padi secara profesional. 

Dengan pengelolaan lahan seluas sekitar 1,5 hektare, pencatatan biaya yang rinci, 

dan penerapan teknologi budidaya secara disiplin, ia mampu menghasilkan sekitar 

12 ton gabah setiap musim tanam. 
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Nurhasyim menjelaskan: 

"Semua biaya saya catat. Modal satu musim sekitar dua belas juta rupiah. 

Dengan hasil sekitar dua belas ton dan harga gabah rata-rata tujuh ribu rupiah 

per kilogram, keuntungan bersih bisa mencapai sekitar tujuh puluh dua juta 

rupiah setiap musim." (Wawancara dengan Nurhasyim, 2025). 

Keberhasilan tersebut menjadikan Nurhasyim sebagai tempat belajar bagi 

petani lain yang ingin meningkatkan produktivitas usaha taninya. Temuan ini 

menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan kawasan juga dipengaruhi oleh 

berkembangnya komunitas belajar yang mempercepat penyebaran pengetahuan 

dan inovasi di tingkat petani. 

4) Penguatan Modal Sosial sebagai Fondasi Pengembangan Kawasan 

Selain kepemimpinan dan inovasi, hasil wawancara menunjukkan bahwa 

keberhasilan pengembangan kawasan sangat dipengaruhi oleh keberadaan modal 

sosial yang berkembang dalam masyarakat. Di Kecamatan Kinali dan Desa Baru 

Ranah Batahan, misalnya, petani masih mempertahankan tradisi gotong royong 

dalam membersihkan saluran irigasi sebelum musim tanam. Selain itu, 

berkembang pula kesepakatan tidak tertulis bahwa petani yang melakukan 

pembajakan lahan akan memperoleh kesempatan memanen lahan tersebut ketika 

musim panen tiba. 

Di sisi lain, masyarakat juga membangun kesepakatan sosial untuk 

mempertahankan keberadaan lahan sawah. Berdasarkan hasil wawancara, apabila 

terdapat warga yang berencana mengalihfungsikan lahan sawah menjadi kebun 

kelapa sawit atau permukiman, tokoh masyarakat bersama pemerintah nagari dan 

kelompok tani akan melakukan pendekatan secara persuasif melalui musyawarah. 

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan kawasan 

tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh norma sosial, rasa 

saling percaya, dan kemampuan masyarakat membangun aksi kolektif dalam 

menjaga keberlanjutan kawasan pertanian. 

c. Intesis Hasil Sequential Explanatory Mixed Methods 

Integrasi hasil analisis kuantitatif dan kualitatif menunjukkan bahwa 

pengaruh Social Entrepreneurship terhadap Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan tidak berlangsung secara langsung, tetapi melalui proses 
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transformasi sosial yang dibangun oleh aktor-aktor lokal dalam mengembangkan 

inovasi, memperkuat kelembagaan, membangun kepercayaan masyarakat, dan 

mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan. Dengan demikian, hasil 

penelitian tidak hanya membuktikan adanya hubungan yang signifikan secara 

statistik, tetapi juga menjelaskan mekanisme sosial yang melatarbelakangi 

hubungan tersebut. 

Hasil analisis SEM-PLS menunjukkan bahwa Social Entrepreneurship 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan. Akan tetapi, hasil wawancara memperlihatkan bahwa besarnya 

pengaruh tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh karakter kewirausahaan 

individu, melainkan oleh kemampuan local champion dalam mengidentifikasi 

persoalan, memperkenalkan inovasi, membangun legitimasi sosial, dan 

menggerakkan partisipasi masyarakat. Dengan kata lain, Social Entrepreneurship 

berkembang sebagai proses kolektif yang melibatkan interaksi antara individu, 

kelompok tani, pemerintah nagari, penyuluh, kelembagaan ekonomi petani, dan 

masyarakat. 

Pengalaman Wikarta menunjukkan bahwa inovasi mekanisasi panen tidak 

langsung diterima oleh masyarakat. Resistensi muncul karena adanya 

kekhawatiran terhadap hilangnya kesempatan kerja bagi buruh panen. Namun 

melalui dialog, musyawarah, demonstrasi manfaat, dan uji coba lapangan, inovasi 

tersebut akhirnya diterima dan berkembang ke kawasan lain. Temuan ini 

menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi tidak hanya ditentukan oleh keunggulan 

teknologi, tetapi juga oleh kemampuan membangun kepercayaan (trust) dan 

memperoleh legitimasi sosial di tengah masyarakat. 

Demikian pula pengalaman Karno memperlihatkan bahwa penguatan 

kelembagaan ekonomi petani tidak diawali oleh pembentukan organisasi semata, 

tetapi oleh kemampuan memahami kebutuhan riil masyarakat. Gapoktan, LKMA, 

dan Koperasi Albasiko II berkembang karena mampu menjawab kebutuhan 

sehari-hari petani melalui penyediaan sarana produksi, kebutuhan pokok rumah 

tangga, layanan distribusi, dan akses pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa 

inovasi kelembagaan akan memperoleh dukungan masyarakat apabila mampu 
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menciptakan nilai sosial (social value) yang dirasakan secara langsung oleh 

anggota. 

Sementara itu, pengalaman Nurhasyim dan Suyono memperlihatkan 

bahwa proses pembelajaran dalam pembangunan kawasan tidak hanya 

berlangsung melalui penyuluh formal, tetapi juga berkembang melalui farmer-to-

farmer learning dan community-based innovation. Keberhasilan Nurhasyim dalam 

meningkatkan produktivitas usaha tani menjadikannya sebagai sumber belajar 

bagi petani lain, sedangkan inovasi pupuk organik yang dikembangkan Suyono 

menunjukkan bahwa perubahan menuju pertanian berkelanjutan dapat lahir dari 

kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya lokal. Temuan ini 

memperlihatkan bahwa inovasi sosial berkembang melalui proses pembelajaran 

kolektif yang memperkuat kapasitas masyarakat secara berkelanjutan. 

Di sisi lain, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa keberhasilan Social 

Entrepreneurship tidak terlepas dari dukungan modal sosial yang berkembang di 

tingkat kawasan. Tradisi gotong royong dalam pemeliharaan jaringan irigasi, 

kesepakatan masyarakat untuk mempertahankan lahan sawah, serta norma tidak 

tertulis mengenai pembagian pekerjaan dalam pengolahan dan panen merupakan 

bentuk modal sosial yang memperkuat aksi kolektif masyarakat. Sebaliknya, pada 

kawasan yang mengalami penurunan partisipasi sosial atau menghadapi tekanan 

alih fungsi lahan, proses pengembangan kawasan berjalan lebih lambat meskipun 

berbagai program pembangunan telah dilaksanakan. Temuan ini menunjukkan 

bahwa keberhasilan pembangunan kawasan tidak hanya bergantung pada 

intervensi pemerintah, tetapi juga pada kemampuan masyarakat membangun 

komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan kawasan pertanian. 

Berdasarkan integrasi kedua pendekatan tersebut, penelitian ini 

menghasilkan meta-inference bahwa Social Entrepreneurship berfungsi sebagai 

penggerak transformasi sosial (social transformation driver) yang memperkuat 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan melalui lima mekanisme 

utama, yaitu: 

1. Kepemimpinan lokal (local champion), yang berperan mengidentifikasi 

permasalahan, memperkenalkan inovasi, membangun kepercayaan, dan 

menggerakkan perubahan sosial di tingkat kawasan.  
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2. Inovasi kelembagaan, yang diwujudkan melalui penguatan Gapoktan, 

LKMA, koperasi, dan organisasi petani sebagai wadah pemberdayaan 

ekonomi masyarakat.  

3. Pembelajaran kolektif (collective learning), yang berlangsung melalui 

interaksi antarpetani, penyuluh, pemerintah nagari, dan organisasi petani 

dalam proses penyebaran inovasi.  

4. Penguatan modal sosial (social capital), yang tercermin dalam tradisi 

gotong royong, musyawarah, kepercayaan, dan norma sosial yang 

mendukung pengelolaan kawasan secara kolektif.  

5. Penciptaan nilai sosial (social value creation), yaitu kemampuan 

kewirausahaan sosial dalam menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan 

kelembagaan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.  

Kelima mekanisme tersebut selanjutnya membentuk proses integrasi aktor, 

integrasi kelembagaan, integrasi sumber daya, dan integrasi inovasi yang menjadi 

fondasi terbentuknya Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi. Dengan 

demikian, pengembangan kawasan tidak lagi dipahami hanya sebagai pendekatan 

spasial atau administratif, tetapi sebagai mekanisme integrasi pembangunan yang 

menghubungkan kapasitas masyarakat, kelembagaan lokal, tata kelola kolaboratif, 

serta sistem agrifood menuju pertanian berkelanjutan. 

Hasil sintesis ini juga memperlihatkan bahwa Sequential Explanatory 

Mixed Methods memberikan nilai tambah dibandingkan penggunaan pendekatan 

kuantitatif atau kualitatif secara terpisah. Analisis kuantitatif mampu 

membuktikan adanya pengaruh Social Entrepreneurship terhadap Pengembangan 

Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, sedangkan analisis kualitatif menjelaskan 

mengapa dan bagaimana pengaruh tersebut terjadi melalui dinamika sosial yang 

berkembang di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, integrasi kedua pendekatan 

menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai mekanisme pembangunan 

kawasan sekaligus memperkuat validitas dan kedalaman interpretasi hasil 

penelitian. 

Sebagai implikasi dari sintesis tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa 

Social Entrepreneurship dalam perspektif Studi Pembangunan tidak hanya 

dipahami sebagai aktivitas kewirausahaan yang berorientasi pada penyelesaian 
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masalah sosial, tetapi sebagai mekanisme transformasi pembangunan yang 

menghubungkan aktor lokal, kelembagaan, inovasi, sumber daya, dan sistem 

agrifood dalam membangun Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi 

menuju Pertanian Berkelanjutan. Sintesis ini menjadi dasar konseptual untuk 

membahas temuan penelitian dalam perspektif teori dan penelitian terdahulu pada 

bagian berikutnya. 

d. Pembahasan dalam Perspektif Teori dan Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Social Entrepreneurship 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan. Temuan ini tidak hanya mengonfirmasi hasil analisis 

kuantitatif, tetapi juga diperkuat oleh hasil wawancara mendalam yang 

menjelaskan bahwa pengaruh tersebut berlangsung melalui kepemimpinan lokal 

(local champion), inovasi kelembagaan, pembelajaran kolektif, penguatan modal 

sosial, serta penciptaan nilai sosial (social value creation). Dengan demikian, 

penelitian ini menunjukkan bahwa Social Entrepreneurship merupakan 

mekanisme transformasi sosial yang memperkuat pembangunan kawasan 

pertanian, bukan sekadar aktivitas kewirausahaan yang berorientasi pada 

keuntungan ekonomi. 

Temuan tersebut sejalan dengan Social Entrepreneurship Theory yang 

dikemukakan oleh Dees (1998), yang menyatakan bahwa kewirausahaan sosial 

merupakan proses penciptaan nilai sosial melalui inovasi, keberanian mengambil 

peluang, kepemimpinan, serta pemanfaatan sumber daya secara kreatif untuk 

menyelesaikan persoalan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, nilai sosial 

tersebut tercermin dari kemampuan para local champion mengidentifikasi 

persoalan nyata yang dihadapi petani, kemudian mengembangkan solusi yang 

mampu diterima oleh masyarakat. 

Pengalaman Wikarta, misalnya, memperlihatkan bahwa inovasi 

mekanisasi panen tidak lahir dari program pemerintah, tetapi dari kepekaan 

seorang petani terhadap persoalan kelangkaan tenaga kerja panen. Wikarta tidak 

hanya memperkenalkan teknologi baru, tetapi juga membangun kepercayaan 

masyarakat melalui dialog, demonstrasi lapangan, dan musyawarah bersama 

pemerintah nagari serta kelompok tani. Demikian pula Karno, yang 
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mengembangkan Gapoktan, LKMA, dan Koperasi Albasiko II bukan dengan 

pendekatan administratif, tetapi dengan memahami kebutuhan riil petani dan 

menghadirkan solusi yang memberikan manfaat langsung bagi kehidupan 

masyarakat. Kedua pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa Social 

Entrepreneurship dalam penelitian ini berkembang melalui social value creation, 

sebagaimana dikemukakan oleh Dees (1998), tetapi nilai sosial yang dihasilkan 

tidak hanya berupa peningkatan kesejahteraan individu, melainkan juga penguatan 

kelembagaan ekonomi petani dan pembangunan kawasan pertanian secara 

kolektif. 

Temuan penelitian ini juga mendukung pandangan Mair dan Marti (2006) 

yang menjelaskan bahwa kewirausahaan sosial merupakan proses inovasi yang 

bertujuan menciptakan perubahan sosial melalui pembentukan institusi baru 

maupun penguatan institusi yang telah ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

inovasi kelembagaan yang dikembangkan melalui Gapoktan, LKMA, koperasi, 

P4S, maupun kelompok tani tidak hanya meningkatkan akses petani terhadap 

sarana produksi dan pembiayaan, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat 

dalam mengelola pembangunan kawasan secara mandiri. Dengan demikian, 

inovasi kelembagaan menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan 

kawasan pertanian tanaman pangan. 

Lebih lanjut, hasil penelitian memperluas pemikiran Austin, Stevenson, 

dan Wei-Skillern (2006) yang menekankan bahwa perbedaan utama antara 

kewirausahaan sosial dan kewirausahaan bisnis terletak pada orientasi penciptaan 

manfaat sosial (social mission). Dalam penelitian ini, orientasi sosial tersebut 

tidak hanya diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, tetapi 

berkembang menjadi mekanisme integrasi pembangunan kawasan. Keberhasilan 

Wikarta memperkenalkan mekanisasi panen, Karno membangun koperasi, 

Nurhasyim menjadi pusat pembelajaran petani, maupun Suyono mengembangkan 

pupuk organik menunjukkan bahwa misi sosial diwujudkan melalui perubahan 

perilaku masyarakat, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kapasitas kolektif 

petani. Dengan demikian, penelitian ini memperluas konsep social mission dari 

tingkat individu menuju misi pembangunan kawasan. 
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Dalam perspektif Collaborative Governance Theory yang dikemukakan 

oleh Ansell dan Gash (2008), hasil penelitian memperlihatkan bahwa keberhasilan 

Social Entrepreneurship tidak dapat dipisahkan dari proses kolaborasi antaraktor 

pembangunan. Pengalaman Wikarta menunjukkan bahwa inovasi teknologi baru 

memperoleh legitimasi setelah melalui proses dialog, musyawarah, dan 

pembentukan kepercayaan antara petani, pemerintah nagari, kelompok tani, dan 

masyarakat. Demikian pula keberhasilan pengembangan kelembagaan ekonomi 

petani berlangsung melalui interaksi antara Gapoktan, penyuluh, pemerintah 

daerah, serta masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa inovasi sosial akan 

berkembang secara berkelanjutan apabila didukung oleh tata kelola kolaboratif 

yang mampu membangun kepercayaan (trust), komitmen bersama (commitment), 

dan pembelajaran bersama (shared learning). Dengan demikian, hasil penelitian 

ini memperkuat argumentasi Ansell dan Gash (2008) bahwa keberhasilan 

kolaborasi tidak hanya bergantung pada struktur kelembagaan, tetapi juga pada 

kualitas interaksi sosial di antara para aktor. 

Temuan penelitian juga sejalan dengan konsep Area-Based Agricultural 

Development, yang menempatkan kawasan sebagai satuan pembangunan yang 

mengintegrasikan sumber daya, kelembagaan, infrastruktur, dan masyarakat 

dalam suatu sistem pembangunan wilayah. Akan tetapi, penelitian ini 

memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan kawasan tidak hanya 

ditentukan oleh aspek spasial maupun infrastruktur, tetapi juga oleh keberadaan 

Social Entrepreneurship yang mampu menghubungkan aktor, kelembagaan, 

sumber daya, serta inovasi dalam satu sistem pembangunan kawasan. Oleh karena 

itu, kawasan pertanian tanaman pangan tidak lagi dipahami sebagai batas 

administratif semata, tetapi sebagai ruang sosial-ekonomi yang dibangun melalui 

interaksi masyarakat dan kolaborasi antaraktor pembangunan. 

Dalam perspektif Sustainable Development Theory (WCED, 1987), hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Social Entrepreneurship juga berkontribusi 

terhadap pencapaian keberlanjutan melalui penguatan dimensi ekonomi, sosial, 

dan lingkungan. Keberhasilan pengembangan koperasi petani meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi masyarakat, penguatan modal sosial memperkuat kohesi 

sosial masyarakat, sedangkan inovasi pupuk organik yang dikembangkan oleh 
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Suyono menunjukkan kontribusi terhadap pengelolaan lingkungan yang lebih 

berkelanjutan. Dengan demikian, kewirausahaan sosial tidak hanya berkontribusi 

terhadap peningkatan produktivitas pertanian, tetapi juga mendukung terciptanya 

sistem agrifood yang lebih berkelanjutan. 

Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini 

memiliki beberapa persamaan sekaligus perbedaan yang memperkaya kajian 

Social Entrepreneurship. Penelitian Mair dan Marti (2006), Austin et al. (2006), 

serta berbagai penelitian mengenai kewirausahaan sosial umumnya menempatkan 

Social Entrepreneurship sebagai mekanisme pemberdayaan masyarakat dan 

penciptaan nilai sosial. Penelitian ini mengonfirmasi temuan tersebut, namun 

sekaligus memperluasnya dengan menunjukkan bahwa Social Entrepreneurship 

juga berfungsi sebagai penggerak Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman 

Pangan. Dengan kata lain, kewirausahaan sosial dalam penelitian ini tidak 

berhenti pada pemberdayaan masyarakat, tetapi berkembang menjadi mekanisme 

integrasi pembangunan kawasan yang menghubungkan inovasi, kelembagaan, tata 

kelola kolaboratif, serta sistem agrifood menuju pertanian berkelanjutan. 

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan kontribusi teoritis 

terhadap pengembangan Social Entrepreneurship Theory dengan menunjukkan 

bahwa kewirausahaan sosial dalam konteks pembangunan pertanian berbasis 

kawasan memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan yang dijelaskan dalam 

teori sebelumnya. Social Entrepreneurship tidak hanya menghasilkan social 

value, tetapi juga membentuk kapasitas kolektif masyarakat untuk 

mengembangkan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi sebagai 

mekanisme pembangunan wilayah menuju pertanian berkelanjutan. Temuan ini 

sekaligus memperkaya penerapan Collaborative Governance Theory dalam 

konteks pembangunan pertanian, karena memperlihatkan bahwa keberhasilan tata 

kelola kolaboratif sangat dipengaruhi oleh keberadaan aktor-aktor lokal yang 

mampu menginisiasi perubahan, membangun kepercayaan, dan menggerakkan 

aksi kolektif masyarakat. 

e. Sintesis dalam Perspektif Studi Pembangunan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Social Entrepreneurship dalam 

konteks pembangunan pertanian tidak dapat dipahami hanya sebagai aktivitas 
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kewirausahaan yang berorientasi pada penciptaan nilai sosial (social value 

creation), tetapi merupakan mekanisme transformasi pembangunan yang mampu 

menggerakkan perubahan sosial, memperkuat kelembagaan lokal, membangun 

kolaborasi multipihak, serta mengintegrasikan berbagai sumber daya 

pembangunan dalam satu sistem kawasan pertanian. 

Integrasi hasil analisis kuantitatif dan kualitatif memperlihatkan bahwa 

pembangunan kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Pasaman Barat 

tidak berlangsung secara linear melalui intervensi pemerintah, melainkan 

berkembang sebagai proses transformasi sosial yang digerakkan oleh interaksi 

antara masyarakat, pemerintah, kelembagaan petani, tokoh adat, penyuluh, pelaku 

usaha, dan berbagai aktor pembangunan lainnya. Dalam proses tersebut, local 

champion berperan sebagai penggerak perubahan (change agent) yang 

menjembatani inovasi dengan kebutuhan masyarakat, membangun kepercayaan 

sosial, serta mendorong terbentuknya aksi kolektif dalam pengembangan 

kawasan. 

Temuan lapangan menunjukkan bahwa transformasi tersebut terjadi 

melalui berbagai bentuk inovasi sosial. Wikarta memperlihatkan bagaimana 

keberanian mengadopsi teknologi baru mampu mengubah sistem panen 

masyarakat melalui proses dialog dan pembelajaran bersama. Karno menunjukkan 

bahwa penguatan kelembagaan ekonomi petani berhasil berkembang karena 

dibangun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar pembentukan 

organisasi. Nurhasyim membuktikan bahwa keberhasilan usaha tani dapat 

menjadi media pembelajaran bagi petani lain melalui mekanisme farmer-to-farmer 

learning, sedangkan Suyono memperlihatkan bahwa inovasi lingkungan dapat 

tumbuh dari kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya lokal 

menjadi pupuk organik. Keseluruhan pengalaman tersebut menunjukkan bahwa 

perubahan pembangunan tidak semata-mata dipengaruhi oleh kebijakan formal, 

tetapi juga oleh kapasitas masyarakat dalam menciptakan inovasi dan membangun 

kelembagaan yang adaptif terhadap perubahan. 

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa proses 

transformasi pembangunan menghadapi berbagai tantangan struktural. Alih fungsi 

lahan pertanian di Ujung Gading akibat belum tersedianya jaringan irigasi, 
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lemahnya sistem pemasaran gabah, keterbatasan kapasitas Rice Milling Unit 

(RMU), belum optimalnya fungsi media dalam diseminasi inovasi pertanian, 

terbatasnya pendampingan akademisi yang berkelanjutan, rendahnya penggunaan 

pupuk organik, menurunnya semangat gotong royong di beberapa kawasan, serta 

rendahnya regenerasi petani menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan 

kawasan masih dipengaruhi oleh berbagai faktor kelembagaan, ekonomi, sosial, 

dan lingkungan yang saling berkaitan. 

temuan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan kawasan pertanian 

tidak cukup dipahami sebagai proses peningkatan produksi maupun pembangunan 

infrastruktur semata. Pembangunan kawasan merupakan proses integrasi 

pembangunan yang menghubungkan dimensi ekonomi, sosial, kelembagaan, 

budaya, dan lingkungan dalam satu sistem yang saling memengaruhi. Oleh karena 

itu, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi 

pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan membangun kapasitas kolektif 

masyarakat (collective capacity) melalui penguatan kepemimpinan lokal, 

kelembagaan ekonomi petani, modal sosial, inovasi, dan tata kelola kolaboratif. 

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan Terintegrasi bukan sekadar konsep spasial atau pengelompokan 

wilayah produksi, tetapi merupakan mekanisme pembangunan yang 

menghubungkan Actor Integration, Institutional Integration, Collaborative 

Integration, Resource Integration, dan Agrifood Value Chain Integration dalam 

satu sistem pembangunan pertanian. Melalui mekanisme tersebut, Social 

Entrepreneurship berfungsi sebagai energi penggerak yang mendorong 

masyarakat untuk berinovasi, membangun kelembagaan, memperkuat kolaborasi, 

serta mengembangkan rantai nilai agrifood secara berkelanjutan. 

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperluas perspektif 

pembangunan pertanian dari pendekatan yang selama ini lebih berorientasi pada 

peningkatan produksi menuju pendekatan sistem pembangunan kawasan yang 

menempatkan masyarakat sebagai aktor utama pembangunan. Dalam perspektif 

ini, pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya pelaku pembangunan, tetapi 

berperan sebagai fasilitator yang menciptakan ruang kolaborasi bagi 

berkembangnya inovasi dan pemberdayaan masyarakat. Sebaliknya, masyarakat 
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tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek 

yang memiliki kapasitas untuk menciptakan solusi atas persoalan yang dihadapi 

melalui kewirausahaan sosial dan kolaborasi multipihak. 

Implikasi konseptual dari temuan ini adalah bahwa Social 

Entrepreneurship dalam konteks pembangunan pertanian berbasis kawasan 

memiliki makna yang lebih luas dibandingkan pengertian konvensional. 

Kewirausahaan sosial tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial, 

tetapi juga membangun kapasitas transformasi kawasan (territorial transformative 

capacity), yaitu kemampuan suatu kawasan untuk mengorganisasi aktor, 

memperkuat kelembagaan, mengintegrasikan sumber daya, serta mengembangkan 

sistem agrifood secara adaptif dan berkelanjutan. Kapasitas transformasi inilah 

yang selanjutnya menjadi fondasi bagi terwujudnya Pertanian Berkelanjutan. 

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan kawasan 

pertanian tanaman pangan merupakan proses transformasi sosial yang dibangun 

melalui integrasi antara Social Entrepreneurship, tata kelola kolaboratif, 

kelembagaan lokal, modal sosial, inovasi, dan sistem agrifood. Sintesis ini 

sekaligus memperkuat argumentasi bahwa pembangunan pertanian yang 

berkelanjutan memerlukan perubahan paradigma dari pendekatan sektoral menuju 

pendekatan pembangunan kawasan yang terintegrasi, di mana keberhasilan 

pembangunan diukur bukan hanya dari peningkatan produksi, tetapi juga dari 

meningkatnya kapasitas masyarakat, kualitas kelembagaan, keberlanjutan sumber 

daya, dan ketahanan sistem agrifood. 

2. Pengaruh Pentahelix Collaboration terhadap Pengembangan Kawasan 

Pertanian Tanaman Pangan dan Mendukung Pertanian 

Berkelanjutan  

a Temuan Kuantitatif 

Hasil analisis Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-

PLS) menunjukkan bahwa Pentahelix Collaboration berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan di 

Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan hasil pengujian model struktural, 

diperoleh koefisien jalur (path coefficient) sebesar 0,587, dengan nilai t-statistic 

sebesar 10,583 dan p-value < 0,001. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 
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penelitian yang menyatakan bahwa Pentahelix Collaboration berpengaruh positif 

terhadap Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dapat diterima. 

Besarnya koefisien jalur tersebut menunjukkan bahwa Pentahelix 

Collaboration merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dibandingkan variabel 

eksogen lainnya dalam model penelitian. Temuan ini mengindikasikan bahwa 

keberhasilan pengembangan kawasan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas 

individu atau kelembagaan petani, tetapi sangat dipengaruhi oleh kualitas 

kolaborasi antara berbagai aktor pembangunan yang terlibat dalam sistem 

agrifood. 

Dalam konteks penelitian ini, Pentahelix Collaboration dipahami sebagai 

sinergi antara pemerintah (government), akademisi (academia), dunia usaha 

(business), komunitas (community), dan media (media) dalam merencanakan, 

melaksanakan, serta mengembangkan kawasan pertanian tanaman pangan secara 

terpadu. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi 

pembangunan, memperluas akses terhadap sumber daya, meningkatkan 

pertukaran pengetahuan, mempercepat adopsi inovasi, serta membangun 

kemitraan yang mendukung keberlanjutan pembangunan kawasan. 

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa semakin baik kualitas 

kolaborasi antaraktor, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan 

pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan. Temuan tersebut menguatkan 

pandangan bahwa pembangunan pertanian modern tidak lagi dapat dilakukan 

secara sektoral maupun oleh satu institusi saja, tetapi memerlukan keterlibatan 

berbagai aktor yang memiliki sumber daya, kapasitas, dan kewenangan yang 

saling melengkapi. 

Selain memberikan pengaruh terhadap pengembangan kawasan, hasil 

analisis juga menunjukkan bahwa Pentahelix Collaboration memiliki pengaruh 

langsung terhadap Pertanian Berkelanjutan, serta memberikan pengaruh tidak 

langsung melalui Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan sebagai 

variabel mediasi. Dengan demikian, kolaborasi multipihak tidak hanya 

berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas kawasan, tetapi juga menjadi salah 

satu mekanisme penting dalam mewujudkan sistem pertanian yang berkelanjutan. 
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Meskipun demikian, hasil analisis kuantitatif hanya menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara Pentahelix Collaboration dan 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan. Analisis statistik belum 

mampu menjelaskan bagaimana bentuk kolaborasi tersebut berlangsung di 

lapangan, aktor mana yang berperan dominan, bagaimana kualitas interaksi 

antaraktor, maupun kendala yang dihadapi dalam membangun kolaborasi 

pembangunan kawasan. 

Dalam desain Sequential Explanatory Mixed Methods, hasil kuantitatif 

tersebut selanjutnya diperdalam melalui analisis kualitatif untuk menjelaskan 

mekanisme yang melatarbelakangi hubungan antarvariabel. Wawancara 

mendalam dilakukan terhadap informan yang mewakili unsur pemerintah, 

pemerintah nagari, penyuluh pertanian, akademisi, pelaku usaha, organisasi 

petani, tokoh adat, media, serta local champion yang terlibat dalam 

pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Pasaman Barat. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun secara umum Pentahelix 

Collaboration memberikan pengaruh yang kuat terhadap pengembangan kawasan, 

kontribusi masing-masing aktor tidak berlangsung secara seimbang. Beberapa 

aktor, seperti pemerintah daerah, pemerintah nagari, komunitas petani, kelompok 

tani, Gapoktan, KTNA, dan para local champion, berperan sangat aktif dalam 

menggerakkan pembangunan kawasan. Sebaliknya, kontribusi akademisi dan 

media masih relatif terbatas serta cenderung bersifat programatik dan belum 

berkelanjutan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi 

tidak hanya ditentukan oleh keberadaan lima unsur Pentahelix, tetapi juga oleh 

kapasitas kolaboratif (collaborative capacity) yang berkembang di antara para 

aktor pembangunan. 

Oleh karena itu, pembahasan pada bagian berikut akan menguraikan secara 

lebih mendalam mengenai bagaimana masing-masing aktor Pentahelix 

menjalankan perannya dalam pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, 

bentuk-bentuk kolaborasi yang berkembang di tingkat lokal, faktor-faktor yang 

mendukung maupun menghambat kolaborasi, serta bagaimana dinamika tersebut 

menjelaskan hasil analisis SEM-PLS. Pendekatan ini diharapkan dapat 

memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme 
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kolaborasi pembangunan kawasan dalam perspektif Sequential Explanatory 

Mixed Methods. 

b Hasil Wawancara Mendalam: Dinamika Kolaborasi Pentahelix dalam 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 

Hasil analisis SEM-PLS menunjukkan bahwa Pentahelix Collaboration 

merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Pasaman 

Barat. Namun demikian, hasil kuantitatif tersebut belum mampu menjelaskan 

bagaimana kolaborasi tersebut dibangun, aktor mana yang berperan dominan, 

bagaimana hubungan antarpemangku kepentingan berkembang, serta berbagai 

tantangan yang dihadapi dalam implementasi kolaborasi di tingkat kawasan. 

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, penelitian ini 

melakukan wawancara mendalam terhadap informan yang mewakili unsur 

government, academia, business, community, dan media, serta para local 

champion yang selama ini berperan aktif dalam pengembangan kawasan pertanian 

tanaman pangan. Analisis hasil wawancara menunjukkan bahwa kolaborasi 

multipihak memang berkembang dalam pembangunan kawasan pertanian di 

Kabupaten Pasaman Barat, namun kontribusi masing-masing aktor tidak 

berlangsung secara seimbang. Pemerintah daerah, pemerintah nagari, komunitas 

petani, Gapoktan, KTNA, dan para local champion tampil sebagai aktor utama 

yang menggerakkan pembangunan kawasan. Sebaliknya, kontribusi akademisi 

dan media masih relatif terbatas dan belum berlangsung secara berkelanjutan. 

Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas kolaborasi lebih ditentukan oleh 

kapasitas kolaboratif (collaborative capacity) yang dibangun di antara para aktor 

daripada sekadar keterlibatan formal lima unsur Pentahelix. 

1) Government sebagai Fasilitator Pengembangan Kawasan 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah tetap menjadi aktor 

utama dalam memfasilitasi pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan. 

Peran tersebut tidak hanya dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas 

Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, tetapi juga oleh pemerintah 

nagari, penyuluh pertanian, serta lembaga pemerintah lainnya yang terlibat dalam 

pembangunan pertanian. Pemerintah berperan dalam penyusunan kebijakan, 
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penyediaan bantuan sarana produksi, pembangunan infrastruktur, pendampingan 

petani, serta memfasilitasi terbentuknya kemitraan antaraktor pembangunan. 

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas peran 

pemerintah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah membangun 

kolaborasi dengan masyarakat. Dalam kondisi keterbatasan anggaran pemerintah 

daerah, pemerintah nagari justru tampil sebagai aktor yang lebih adaptif dalam 

menjawab kebutuhan petani melalui berbagai kegiatan pembelajaran di tingkat 

lokal. 

Salah satu bentuk nyata adalah penyelenggaraan temu lapang (field day), 

demonstrasi teknologi, serta pertemuan rutin kelompok tani yang difasilitasi oleh 

pemerintah nagari bersama penyuluh pertanian. Kegiatan tersebut menjadi ruang 

pembelajaran bersama bagi petani untuk mengenal teknologi baru, berdiskusi 

mengenai permasalahan usaha tani, serta membangun komunikasi dengan 

berbagai pemangku kepentingan. 

Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang informan: 

"Kalau menunggu program dari atas kadang lama. Nagari berinisiatif 

mengadakan temu lapang supaya petani tetap bisa belajar. Dari situ petani saling 

bertukar pengalaman dan melihat langsung hasil teknologi yang diterapkan." 

(Wawancara dengan informan pemerintah nagari, 2025). 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah nagari tidak hanya 

menjalankan fungsi administratif, tetapi berkembang sebagai fasilitator kolaborasi 

yang mampu mempertemukan berbagai aktor pembangunan dalam satu ruang 

pembelajaran bersama. Peran ini menjadi penting karena proses adopsi inovasi 

pertanian lebih mudah diterima ketika petani memperoleh kesempatan melihat 

secara langsung hasil penerapan teknologi di lapangan. 

Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pemerintah 

menghadapi berbagai keterbatasan dalam mempercepat pembangunan kawasan 

pertanian. Beberapa informan menyampaikan bahwa berbagai program strategis 

telah direncanakan, terutama pembangunan jaringan irigasi, rehabilitasi 

infrastruktur pertanian, penguatan kelembagaan ekonomi petani, dan 

pengembangan pascapanen. Akan tetapi, keterbatasan alokasi Anggaran 
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Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menyebabkan sebagian program belum 

dapat direalisasikan secara optimal. 

Kondisi tersebut dirasakan oleh petani di kawasan Ujung Gading, yang 

sejak lama mengharapkan pembangunan jaringan irigasi. Keterlambatan 

pembangunan irigasi menyebabkan sebagian petani memilih mengalihfungsikan 

lahan sawah menjadi kebun kelapa sawit maupun kawasan permukiman karena 

usaha tani padi dianggap semakin tidak memberikan kepastian ekonomi. 

Akibatnya, luas lahan sawah terus mengalami penurunan sehingga pasokan gabah 

bagi kawasan juga semakin berkurang. 

Salah seorang informan menjelaskan: 

"Petani sebenarnya ingin tetap menanam padi, tetapi tanpa irigasi hasilnya tidak 

menentu. Akhirnya banyak sawah yang berubah menjadi kebun sawit atau dijual 

untuk perumahan." (Wawancara dengan informan Kecamatan Lembah 

Melintang, 2025). 

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan 

kawasan tidak hanya dipengaruhi oleh kapasitas masyarakat, tetapi juga 

memerlukan dukungan infrastruktur dasar yang memadai. Tanpa dukungan 

kebijakan dan investasi publik, upaya pemberdayaan masyarakat akan 

menghadapi keterbatasan dalam menjaga keberlanjutan kawasan pertanian. 

Peran pemerintah juga terlihat dalam upaya menjaga stabilitas harga gabah 

melalui kerja sama dengan Bulog. Para local champion bersama pemerintah 

berupaya mengundang Badan usaha Logistik (Bulog) untuk membeli gabah petani 

ketika harga pasar mengalami penurunan. Tujuannya adalah meningkatkan posisi 

tawar petani dan mengurangi ketergantungan terhadap pedagang pengumpul. 

Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa kerja sama 

tersebut belum berjalan optimal karena mekanisme pembayaran Bulog dilakukan 

melalui transfer ke rekening petani, sedangkan sebagian besar petani lebih 

menghendaki pembayaran secara tunai pada saat gabah diangkut dari sawah. 

Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang ketua kelompok tani: 

"Bulog mau membeli gabah petani, tetapi pembayaran dilakukan lewat rekening. 

Petani maunya langsung dibayar di tempat karena mereka butuh uang untuk 
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membayar ongkos panen dan kebutuhan lainnya." (Wawancara dengan Ketua 

Kelompok Tani, 2025). 

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pemerintah tidak 

hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi juga oleh kesesuaian 

mekanisme implementasi dengan karakteristik sosial-ekonomi petani. Dalam 

konteks ini, fleksibilitas sistem pelayanan menjadi faktor penting dalam 

meningkatkan efektivitas kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. 

Selain menghadapi keterbatasan anggaran, pembangunan kawasan juga 

dipengaruhi oleh tantangan lingkungan yang berada di luar kendali petani. 

Informan dari kawasan Ranah Batahan menyampaikan bahwa meningkatnya 

kejadian banjir serta aktivitas penambangan ilegal di hulu Sungai Batahan 

menyebabkan sedimentasi saluran irigasi dan menurunkan kualitas lingkungan 

pertanian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan 

kawasan memerlukan koordinasi lintas sektor yang tidak hanya melibatkan 

instansi pertanian, tetapi juga sektor lingkungan hidup, sumber daya air, dan 

penegakan hukum. 

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah 

telah memainkan peran penting sebagai fasilitator pembangunan kawasan, namun 

efektivitas peran tersebut sangat dipengaruhi oleh kapasitas fiskal daerah, kualitas 

implementasi kebijakan, serta kemampuan membangun kolaborasi dengan 

masyarakat dan aktor pembangunan lainnya. Dengan demikian, pemerintah tidak 

lagi diposisikan sebagai satu-satunya pelaku pembangunan, tetapi sebagai enabler 

yang menciptakan ruang kolaborasi bagi berkembangnya inovasi dan partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan kawasan pertanian tanaman pangan. 

2) Academia sebagai Penyedia Pengetahuan, Inovasi, dan Pendampingan 

Teknologi 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa unsur akademisi (academia) telah 

berkontribusi dalam pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, terutama 

melalui introduksi inovasi teknologi, pengembangan varietas unggul, kegiatan 

penelitian, serta penyebarluasan hasil-hasil kajian pertanian. Kehadiran akademisi 

memberikan alternatif teknologi baru yang diharapkan mampu meningkatkan 

produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Namun demikian, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kontribusi tersebut belum berlangsung secara berkelanjutan, 
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sehingga sebagian inovasi yang diperkenalkan belum berkembang menjadi praktik 

budidaya yang diterapkan secara luas oleh petani. 

Salah satu contoh yang banyak disampaikan oleh informan adalah 

introduksi beberapa varietas padi unggul, seperti IPB 3S dan Padi Nutrizinc. Pada 

tahap awal, varietas tersebut diperkenalkan kepada petani melalui kegiatan 

demonstrasi dan program pengembangan inovasi. Petani memberikan respons 

yang cukup baik karena varietas tersebut memiliki potensi produktivitas yang 

tinggi serta menawarkan nilai tambah dari aspek kualitas pangan. 

Namun demikian, setelah program berakhir, adopsi teknologi tersebut 

tidak berlanjut secara optimal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak 

adanya pendampingan lanjutan, terbatasnya pembinaan terhadap petani, serta 

belum tersedianya jaminan pasar menyebabkan sebagian besar petani kembali 

menggunakan varietas yang telah lama mereka budidayakan. 

Sebagaimana disampaikan oleh Marino, salah seorang penangkar benih di 

Kecamatan Kinali: 

"Waktu itu kami pernah menanam IPB 3S dan Nutrizinc. Hasilnya cukup 

baik, tetapi setelah program selesai tidak ada lagi pendampingan. Pasarnya juga 

tidak jelas, sehingga petani akhirnya kembali menanam varietas yang sudah 

biasa mereka gunakan." (Wawancara dengan Marino, 2025). 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi pertanian tidak 

cukup hanya melalui introduksi teknologi, tetapi memerlukan proses 

pendampingan yang berkelanjutan agar inovasi dapat diadopsi dan berkembang 

menjadi praktik yang melembaga di tingkat petani. Dalam konteks ini, akademisi 

tidak hanya berperan sebagai penghasil teknologi (knowledge producer), tetapi 

juga diharapkan berfungsi sebagai knowledge broker, yaitu pihak yang 

menjembatani proses alih pengetahuan dari hasil penelitian menuju praktik 

pembangunan pertanian. 

Permasalahan lain yang diungkapkan oleh informan adalah lemahnya 

keterkaitan antara inovasi teknologi dengan sistem agribisnis kawasan. Meskipun 

teknologi baru diperkenalkan kepada petani, aspek hilirisasi seperti penyediaan 

benih, jaminan pemasaran, pengembangan kelembagaan usaha, dan pembinaan 

pascapanen belum menjadi bagian yang terintegrasi dari program inovasi. 
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Akibatnya, inovasi yang dihasilkan cenderung berhenti pada tahap demonstrasi 

teknologi tanpa mampu berkembang menjadi sistem usaha yang berkelanjutan. 

Kondisi tersebut juga dialami oleh para penangkar benih lokal. Marino dan 

Hery Sutejo menjelaskan bahwa meskipun mereka telah mampu memproduksi 

benih padi bersertifikat sesuai dengan kebutuhan kawasan, sebagian petani justru 

lebih memilih membeli benih dari luar daerah yang dipasarkan melalui media 

sosial. Keputusan petani tersebut tidak selalu didasarkan pada kualitas benih, 

tetapi juga dipengaruhi oleh promosi, akses informasi, dan persepsi terhadap 

varietas baru. 

Sebagaimana disampaikan oleh Marino: 

"Kami sudah memproduksi benih sendiri, tetapi petani banyak membeli benih dari 

luar daerah yang mereka lihat di media sosial. Padahal belum tentu benih itu 

lebih sesuai dengan kondisi lahan di sini." (Wawancara dengan Marino, 2025). 

Menghadapi kondisi tersebut, penyuluh pertanian bersama penangkar 

benih mulai menyusun tabel informasi varietas benih yang berisi karakteristik, 

produktivitas, umur panen, serta kesesuaian varietas dengan kondisi agroekologi 

setempat. Informasi tersebut digunakan sebagai media edukasi agar petani 

memperoleh informasi yang lebih objektif dalam menentukan pilihan varietas. 

Temuan ini menunjukkan bahwa proses inovasi tidak hanya bergantung 

pada penciptaan teknologi baru, tetapi juga memerlukan sistem komunikasi 

inovasi yang mampu membangun kepercayaan petani terhadap teknologi lokal. 

Oleh karena itu, sinergi antara akademisi, penyuluh, penangkar benih, dan 

kelompok tani menjadi sangat penting dalam memperkuat difusi inovasi di tingkat 

kawasan. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa kontribusi 

akademisi dalam pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan masih 

didominasi oleh pendekatan berbasis proyek (project-based innovation), yaitu 

inovasi diperkenalkan ketika program berlangsung, tetapi belum sepenuhnya 

diikuti oleh mekanisme pendampingan, penguatan kelembagaan, dan 

pengembangan pasar yang menjamin keberlanjutan inovasi tersebut. Kondisi ini 

menyebabkan sebagian inovasi yang sebenarnya memiliki potensi besar belum 

mampu berkembang menjadi bagian dari sistem agrifood kawasan. 
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Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran akademisi 

dalam model Pentahelix Collaboration perlu diperkuat melalui transformasi 

fungsi dari sekadar penghasil inovasi (innovation producer) menjadi mitra 

pembelajaran (learning partner) yang mendampingi proses adopsi teknologi, 

memperkuat kapasitas kelembagaan petani, membangun jejaring dengan dunia 

usaha, serta mendukung hilirisasi inovasi hingga memberikan manfaat ekonomi 

yang nyata bagi masyarakat. 

3) Business sebagai Penggerak Agrifood Value Chain dan Penguatan 

Ekonomi Kawasan 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa unsur dunia usaha (business) 

memiliki peran strategis dalam memperkuat pengembangan kawasan pertanian 

tanaman pangan, terutama melalui penyediaan sarana produksi, pengembangan 

kelembagaan ekonomi petani, mekanisasi pertanian, pengolahan hasil, serta 

pemasaran komoditas pertanian. Dalam konteks Kabupaten Pasaman Barat, peran 

dunia usaha tidak hanya dijalankan oleh perusahaan besar, tetapi juga oleh 

koperasi, Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA), Rice Milling Unit 

(RMU), pengusaha alsintan, penangkar benih, dan pelaku usaha lokal yang 

tumbuh dari masyarakat sendiri. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa salah satu bentuk kolaborasi yang 

berkembang dengan baik adalah penguatan kelembagaan ekonomi petani melalui 

Gapoktan Albasiko II, LKMA, dan Koperasi Albasiko II di Kecamatan Kinali. 

Kelembagaan tersebut tidak hanya menyediakan akses pembiayaan, tetapi juga 

mengembangkan berbagai unit usaha yang mendukung kebutuhan petani, mulai 

dari penyediaan benih, pupuk, pestisida, warung serba ada (waserda), hingga 

distribusi kebutuhan anggota secara langsung ke rumah. 

Sebagaimana disampaikan oleh Karno, pelopor berdirinya Gapoktan 

Albasiko II dan Koperasi Albasiko II: 

"Kami tidak hanya memikirkan pinjaman modal. Kami melihat kebutuhan 

petani lebih luas. Karena itu koperasi menyediakan pupuk, benih, pestisida, 

beras, minyak goreng, bahkan kalau anggota memesan, barang kami antar 

langsung ke rumah." (Wawancara dengan Karno, 2025). 
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Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan usaha tidak 

hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga membangun pelayanan 

yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Keberhasilan tersebut terbukti 

dari perkembangan Koperasi Albasiko II, yang sejak berdiri pada tahun 2012 

mampu berkembang menjadi koperasi agribisnis dengan aset sekitar Rp 65 miliar. 

Temuan ini memperlihatkan bahwa kelembagaan ekonomi lokal dapat 

berkembang menjadi motor penggerak pembangunan kawasan apabila dibangun 

berdasarkan kebutuhan masyarakat dan didukung oleh kepemimpinan yang 

inovatif. 

Selain penguatan kelembagaan ekonomi, dunia usaha juga berperan dalam 

mempercepat modernisasi pertanian melalui pengembangan mekanisasi. 

Pengalaman Wikarta menunjukkan bahwa investasi masyarakat terhadap Combine 

Harvester tidak hanya meningkatkan efisiensi panen, tetapi juga membuka 

peluang usaha jasa alsintan yang melayani berbagai kawasan pertanian di 

Kabupaten Pasaman Barat. Kehadiran pelaku usaha alsintan mempercepat proses 

panen, mengurangi kehilangan hasil (harvest loss), serta meningkatkan efisiensi 

penggunaan tenaga kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa investasi masyarakat 

dalam mekanisasi tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga 

menciptakan peluang ekonomi baru di kawasan pertanian. 

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan dunia 

usaha masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek hilirisasi hasil 

pertanian. Beberapa informan menjelaskan bahwa pada saat musim panen raya, 

produksi gabah meningkat secara signifikan sehingga pasokan di pasar melimpah. 

Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh sebagian pedagang pengumpul untuk 

menurunkan harga gabah, sehingga posisi tawar petani menjadi lemah. 

Salah seorang ketua kelompok tani menjelaskan: 

"Kalau panen serentak, gabah banyak. Tengkulak mulai memainkan 

harga. Kadang gabah dibawa dulu, pembayarannya menyusul. Petani tidak punya 

pilihan karena butuh uang segera." (Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani, 

2025). 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama pembangunan 

kawasan tidak lagi berada pada aspek produksi, tetapi telah bergeser pada 
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penguatan sistem pemasaran dan rantai nilai agrifood. Meningkatnya produksi 

belum secara otomatis meningkatkan kesejahteraan petani apabila tidak diikuti 

oleh sistem pemasaran yang adil, akses pembiayaan yang memadai, serta 

kelembagaan ekonomi yang mampu menyerap hasil panen masyarakat. 

Permasalahan tersebut juga terlihat pada pengelolaan Rice Milling Unit 

(RMU) milik kelompok tani maupun masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan 

bahwa beberapa RMU telah berupaya membeli gabah petani sebagai bagian dari 

penguatan usaha agribisnis kawasan. Namun kemampuan RMU masih terbatas 

karena keterbatasan modal kerja untuk membeli gabah dalam jumlah besar, 

kapasitas gudang penyimpanan yang belum memadai, serta belum tersedianya 

lantai jemur yang mampu menampung hasil panen pada saat produksi meningkat. 

Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang pengelola RMU di Desa 

Baru: 

"Kami sebenarnya ingin membeli lebih banyak gabah petani, tetapi modal 

kami terbatas. Gudang juga kecil dan lantai jemur tidak cukup. Akibatnya tidak 

semua gabah petani bisa kami tampung." (Wawancara dengan Pengelola RMU 

Desa Baru, 2025). 

Keterbatasan tersebut menyebabkan sebagian RMU justru harus membeli 

gabah dari luar daerah untuk menjaga keberlangsungan usaha penggilingan ketika 

produksi lokal menurun. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan RMU 

belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi sebagai off-taker utama hasil 

panen petani, sehingga penguatan kelembagaan usaha pascapanen masih menjadi 

agenda penting dalam pembangunan kawasan. 

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan adanya karakteristik sosial 

yang menarik dalam perilaku ekonomi petani. Di Desa Baru Ranah Batahan, 

sebagian petani tidak langsung menjual seluruh hasil panennya setelah panen 

selesai. Sebagian gabah disimpan terlebih dahulu sebagai cadangan pangan rumah 

tangga maupun sebagai strategi menunggu harga gabah yang lebih baik. Pola 

tersebut menunjukkan bahwa keputusan ekonomi petani tidak semata-mata 

didasarkan pada mekanisme pasar, tetapi juga mempertimbangkan aspek 

ketahanan pangan keluarga dan strategi pengelolaan risiko usaha tani. 
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Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa dunia usaha 

telah memberikan kontribusi penting dalam memperkuat pengembangan kawasan 

melalui penyediaan sarana produksi, pembiayaan, mekanisasi pertanian, dan 

pengolahan hasil. Namun demikian, mata rantai agrifood dari aspek pascapanen, 

penyimpanan, pembiayaan perdagangan, hingga pemasaran masih menjadi titik 

lemah dalam pembangunan kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten 

Pasaman Barat. 

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan Pentahelix Collaboration 

tidak cukup hanya membangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, 

tetapi juga memerlukan penguatan Agrifood Value Chain Integration, sehingga 

hubungan antara produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran, dan konsumsi dapat 

berjalan secara lebih terintegrasi. Dengan demikian, dunia usaha tidak hanya 

berfungsi sebagai pelaku ekonomi, tetapi sebagai penghubung (bridging actor) 

yang mengintegrasikan aktivitas produksi petani dengan sistem pasar dan industri 

pangan dalam satu ekosistem pembangunan kawasan. 

4) Community sebagai Penggerak Utama Pengembangan Kawasan 

Pertanian Tanaman Pangan 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa unsur community merupakan aktor 

yang paling dominan dalam mendorong pengembangan kawasan pertanian 

tanaman pangan di Kabupaten Pasaman Barat. Komunitas yang dimaksud tidak 

hanya terbatas pada kelompok tani, tetapi juga meliputi Gapoktan, KTNA, Pusat 

Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S), Lembaga Keuangan Mikro 

Agribisnis (LKMA), koperasi, tokoh adat (ninik mamak), penyuluh swadaya, 

penangkar benih, serta para local champion yang tumbuh dari masyarakat. 

Berbagai kelembagaan tersebut menjadi ruang kolektif yang memperkuat proses 

pembelajaran, inovasi, pemberdayaan, dan kolaborasi dalam pembangunan 

kawasan. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan 

kawasan pertanian di Kabupaten Pasaman Barat lebih banyak digerakkan oleh 

inisiatif masyarakat dibandingkan oleh intervensi program yang bersifat top-

down. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi 

berkembang menjadi aktor yang mampu mengidentifikasi persoalan, mencari 
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solusi, mengorganisasi sumber daya, serta membangun kelembagaan ekonomi 

yang mendukung keberlanjutan kawasan. 

a) Kepemimpinan Local champion sebagai Motor Perubahan Sosial 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa proses transformasi pembangunan 

kawasan sangat dipengaruhi oleh keberadaan local champion yang mampu 

menjadi penggerak perubahan di tingkat masyarakat. Para local champion tidak 

hanya memperkenalkan inovasi baru, tetapi juga membangun kepercayaan, 

mengorganisasi masyarakat, serta menjadi jembatan antara pemerintah, penyuluh, 

dunia usaha, dan petani. 

Salah satu contoh nyata adalah Karno, pelopor Gapoktan Albasiko II, 

LKMA, dan Koperasi Albasiko II. Keberhasilan Karno tidak hanya terletak pada 

kemampuan membangun organisasi, tetapi pada kemampuannya memahami 

kebutuhan masyarakat dan menerjemahkannya menjadi pelayanan yang dirasakan 

manfaatnya oleh anggota. Melalui pendekatan tersebut, kelembagaan petani 

berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang mampu 

menyediakan sarana produksi, kebutuhan pokok rumah tangga, layanan keuangan, 

hingga distribusi barang kepada anggota. 

Demikian pula Wikarta, yang memperlihatkan bahwa inovasi mekanisasi 

panen dapat diterima masyarakat karena dilakukan melalui proses dialog, 

demonstrasi lapangan, dan pembelajaran bersama. Keberhasilan tersebut 

menunjukkan bahwa perubahan sosial lebih mudah diterima ketika dipimpin oleh 

individu yang memiliki legitimasi sosial di tengah masyarakat. 

Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan kawasan 

sangat dipengaruhi oleh keberadaan aktor lokal yang memiliki kapasitas 

kepemimpinan, kemampuan membangun jaringan, serta komitmen untuk 

mendorong perubahan secara kolektif. 

b) Komunitas sebagai Pusat Pembelajaran dan Difusi Inovasi 

Selain sebagai penggerak perubahan, komunitas juga berfungsi sebagai 

pusat pembelajaran masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses 

belajar petani tidak hanya berlangsung melalui penyuluh formal, tetapi 

berkembang melalui farmer-to-farmer learning, yaitu proses saling belajar 

antarpetani berdasarkan pengalaman nyata di lapangan. 



278 
 

Pengalaman Nurhasyim, misalnya, menunjukkan bahwa keberhasilan 

mengelola usaha tani secara efisien menjadikannya sebagai rujukan bagi petani 

lain yang ingin meningkatkan produktivitas. Dengan pencatatan usaha tani yang 

disiplin serta penerapan teknologi budidaya yang tepat, Nurhasyim mampu 

menunjukkan bahwa usaha tani padi masih memberikan keuntungan yang layak 

apabila dikelola secara profesional. 

Sebagaimana disampaikan oleh Nurhasyim: 

"Semua biaya saya catat. Petani harus tahu berapa biaya yang dikeluarkan dan 

berapa keuntungan yang diperoleh. Kalau dikelola dengan baik, bertani masih 

memberikan keuntungan yang cukup besar." (Wawancara dengan Nurhasyim, 

2025). 

Keberhasilan tersebut mendorong petani lain datang untuk belajar secara 

langsung. Temuan ini menunjukkan bahwa proses difusi inovasi lebih efektif 

ketika masyarakat belajar dari pengalaman petani yang berhasil dibandingkan 

hanya melalui penyuluhan formal. 

Peran serupa juga dilakukan oleh Suyono, seorang petani sekaligus 

Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) yang mengembangkan pupuk organik 

berbasis limbah pertanian dan kotoran sapi. Meskipun pemerintah telah 

menyediakan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pemanfaatannya belum optimal. Dalam kondisi tersebut, 

Suyono secara mandiri memproduksi pupuk organik dan membagikan 

pengetahuan kepada petani lain mengenai teknik pengolahan serta manfaat 

penggunaan pupuk organik. 

Sebagaimana disampaikan oleh Suyono: 

"Saya memanfaatkan limbah pertanian dan kotoran sapi untuk membuat 

pupuk organik. Memang produksinya belum banyak, tetapi saya ingin 

menunjukkan kepada petani bahwa limbah juga bisa menjadi sumber pupuk yang 

baik." 

(Wawancara dengan Suyono, 2025). 

Inovasi tersebut bahkan mengantarkan Suyono menjadi inovator tingkat 

nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Temuan ini menunjukkan bahwa inovasi 
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pertanian berkelanjutan dapat tumbuh dari kreativitas masyarakat, bukan hanya 

dari program pemerintah. 

c) Organisasi Petani sebagai Penguat Modal Sosial 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa organisasi petani memiliki 

peran penting dalam membangun modal sosial masyarakat. KTNA dan P4S, 

misalnya, berkembang sebagai ruang pembelajaran yang memperkuat kapasitas 

petani, khususnya generasi muda. 

Melalui P4S, Pak Lageri secara aktif memberikan pelatihan mengenai 

manajemen usaha tani, pengelolaan agribisnis, serta pengembangan 

kewirausahaan pertanian. Di sisi lain, Pak Edi terus membangun komunikasi 

melalui organisasi KTNA untuk memperkuat jejaring antarpetani dan memperluas 

pertukaran pengalaman antarwilayah. 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa organisasi petani tidak hanya 

menjadi wadah administrasi, tetapi berkembang menjadi komunitas belajar 

(learning community) yang memperkuat kemampuan masyarakat dalam 

menghadapi perubahan. 

d) Modal Sosial sebagai Perekat Kolaborasi Masyarakat 

Keberhasilan pembangunan kawasan juga didukung oleh kuatnya modal 

sosial yang berkembang di beberapa kawasan pertanian. Di Kecamatan Kinali dan 

Desa Baru Ranah Batahan, misalnya, masyarakat masih mempertahankan tradisi 

gotong royong dalam membersihkan saluran irigasi sebelum musim tanam 

dimulai. Selain itu, berkembang pula kesepakatan tidak tertulis bahwa petani yang 

melakukan pembajakan lahan akan memperoleh kesempatan memanen lahan 

tersebut ketika musim panen tiba. Kesepakatan tersebut terbukti mampu 

mengurangi konflik sekaligus memperkuat kerja sama di antara petani. 

Masyarakat juga memiliki kesepakatan sosial untuk menjaga keberadaan 

lahan sawah. Berdasarkan hasil wawancara, apabila terdapat warga yang akan 

mengalihfungsikan sawah menjadi kebun kelapa sawit atau kawasan permukiman, 

tokoh masyarakat bersama pemerintah nagari, kelompok tani, dan pemangku 

kepentingan lainnya akan melakukan pendekatan persuasif agar lahan sawah tetap 

dipertahankan sebagai lahan pangan. 
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Berbeda dengan Kinali dan Desa Baru, hasil wawancara menunjukkan 

bahwa semangat gotong royong di beberapa nagari di Kecamatan Talamau mulai 

mengalami penurunan akibat perubahan sosial dan berkurangnya partisipasi 

masyarakat. Meskipun demikian, peran ninik mamak masih sangat kuat dalam 

memengaruhi keputusan masyarakat. Salah satu contohnya adalah keberhasilan 

ninik mamak mendorong petani di Nagari Talu, Tabek Sirah, dan Sinuruik untuk 

meningkatkan indeks pertanaman menjadi dua kali tanam sejak tahun 2019. 

Keberhasilan tersebut dicapai melalui musyawarah adat dan pendekatan 

sosial yang mampu menyelesaikan persoalan tingginya biaya sewa lahan (sasiah) 

yang sebelumnya menyebabkan banyak sawah tidak diusahakan dan menjadi 

sarang hama tikus. Temuan ini menunjukkan bahwa kelembagaan adat masih 

memiliki posisi yang sangat strategis dalam membangun konsensus masyarakat 

dan mendukung keberhasilan pembangunan kawasan. 

e) Tantangan Komunitas dalam Mewujudkan Keberlanjutan 

Meskipun komunitas menunjukkan kapasitas yang kuat dalam 

menggerakkan pembangunan kawasan, hasil penelitian juga menemukan berbagai 

tantangan yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya adalah rendahnya 

regenerasi petani. Sebagian besar informan menyampaikan bahwa generasi muda 

masih kurang tertarik menekuni sektor pertanian karena menganggap usaha tani 

belum mampu memberikan pendapatan yang menarik dibandingkan pekerjaan di 

sektor lain. 

Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan juga 

masih perlu ditingkatkan. Beberapa informan menyampaikan bahwa masih 

terdapat masyarakat yang membuang sampah rumah tangga ke saluran irigasi, 

sementara penggunaan pupuk organik masih relatif rendah meskipun berbagai 

program pemerintah telah dilaksanakan. 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan pembangunan 

kawasan tidak hanya bergantung pada keberhasilan produksi dan kelembagaan, 

tetapi juga pada kemampuan komunitas membangun perubahan perilaku, 

memperkuat kepedulian lingkungan, serta menyiapkan regenerasi petani sebagai 

pelaku utama pembangunan pertanian di masa depan. 
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Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa unsur 

community merupakan aktor yang paling menentukan dalam keberhasilan 

Pentahelix Collaboration di Kabupaten Pasaman Barat. Komunitas tidak hanya 

menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi berkembang menjadi penggerak 

perubahan sosial yang mampu membangun inovasi, memperkuat kelembagaan, 

mengembangkan modal sosial, serta mengintegrasikan berbagai aktor dalam 

pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan. Temuan ini sekaligus 

menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan kawasan sangat ditentukan oleh 

kapasitas kolektif masyarakat (collective community capacity) sebagai fondasi 

utama pembangunan pertanian yang berkelanjutan. 

5) Media sebagai Penghubung Informasi dan Pembelajaran dalam 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa unsur media memiliki peran yang 

relatif berbeda dibandingkan aktor Pentahelix lainnya dalam pengembangan 

kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Pasaman Barat. Secara 

konseptual, media diharapkan berfungsi sebagai sarana penyebarluasan informasi, 

edukasi publik, promosi inovasi, serta penghubung komunikasi antara pemerintah, 

akademisi, dunia usaha, dan masyarakat. Namun demikian, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa peran media konvensional dalam pembangunan kawasan 

pertanian masih relatif terbatas. 

Sebagian besar informan menyampaikan bahwa pemberitaan mengenai 

sektor pertanian di media cetak maupun media daring lokal masih sangat minim. 

Informasi mengenai inovasi pertanian, keberhasilan petani, perkembangan 

teknologi, maupun dinamika pembangunan kawasan jarang menjadi perhatian 

utama media. Akibatnya, media belum mampu menjalankan fungsi sebagai 

saluran komunikasi publik yang mendorong percepatan penyebaran inovasi di 

sektor pertanian. 

Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang informan: 

"Kalau berita pertanian di media sangat jarang. Yang sering muncul 

justru berita politik atau kriminal. Padahal petani juga membutuhkan informasi 

tentang teknologi, harga gabah, atau pengalaman petani yang berhasil." 

(Wawancara dengan informan kelompok tani, 2025). 
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Keterbatasan peran media tersebut menyebabkan petani mencari alternatif 

sumber informasi lain yang lebih mudah diakses. Hasil wawancara menunjukkan 

bahwa sebagian besar petani kini lebih banyak memanfaatkan media sosial 

sebagai sumber pembelajaran mengenai budidaya tanaman, penggunaan varietas 

unggul, pengendalian organisme pengganggu tanaman, harga gabah, maupun 

perkembangan teknologi pertanian. 

Informan menjelaskan bahwa berbagai platform seperti WhatsApp, 

Facebook, YouTube, dan media sosial lainnya telah menjadi ruang belajar baru 

bagi petani. Melalui media tersebut, petani dapat melihat secara langsung 

pengalaman petani dari daerah lain, berdiskusi mengenai teknik budidaya, hingga 

memperoleh informasi mengenai inovasi alat dan mesin pertanian. 

Fenomena tersebut juga terlihat pada pengalaman Wikarta ketika 

memperkenalkan penggunaan Combine Harvester. Sebelum membawa mesin 

panen ke Kecamatan Kinali, Wikarta terlebih dahulu mendokumentasikan proses 

panen di Kabupaten Dharmasraya dalam bentuk video sebagai bahan sosialisasi 

kepada masyarakat. Dokumentasi tersebut menjadi media komunikasi yang 

membantu petani memahami manfaat teknologi baru sebelum diterapkan di 

lapangan. 

Demikian pula pada kasus penangkar benih. Marino menjelaskan bahwa 

sebagian petani memilih membeli benih dari luar daerah setelah memperoleh 

informasi melalui media sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media 

digital memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap keputusan petani dalam 

memilih teknologi maupun sarana produksi pertanian. 

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa informasi 

yang diperoleh melalui media sosial tidak selalu sesuai dengan kondisi 

agroekologi Kabupaten Pasaman Barat. Beberapa varietas yang dipromosikan 

melalui media sosial belum tentu sesuai dengan karakteristik lahan setempat. Oleh 

karena itu, penyuluh pertanian bersama penangkar benih mulai menyusun tabel 

informasi varietas benih yang berisi karakteristik varietas, umur panen, potensi 

hasil, serta kesesuaian dengan kondisi lokal. Informasi tersebut digunakan sebagai 

media edukasi agar petani dapat membandingkan berbagai varietas secara lebih 

objektif. 
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Temuan ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah 

mengubah pola pembelajaran petani. Jika sebelumnya proses penyebaran inovasi 

lebih banyak dilakukan melalui penyuluh atau media konvensional, saat ini media 

sosial berkembang menjadi salah satu sumber informasi utama bagi masyarakat 

pertanian. Perubahan tersebut memberikan peluang yang besar bagi percepatan 

difusi inovasi, namun pada saat yang sama juga memerlukan mekanisme 

penyaringan informasi agar teknologi yang diadopsi benar-benar sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi lokal. 

Dalam perspektif Pentahelix Collaboration, kondisi tersebut menunjukkan 

bahwa fungsi media tidak lagi terbatas pada lembaga pers konvensional, tetapi 

telah berkembang menjadi ekosistem komunikasi digital yang mempertemukan 

petani, penyuluh, akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah dalam ruang 

pembelajaran yang lebih terbuka. Dengan demikian, media sosial berperan 

sebagai knowledge-sharing platform yang mempercepat pertukaran informasi dan 

pengalaman antarpetani maupun antarpemangku kepentingan. 

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan 

media digital dalam pembangunan kawasan pertanian masih berlangsung secara 

individual dan belum dikelola secara sistematis sebagai bagian dari strategi 

pembangunan kawasan. Belum terdapat mekanisme kolaboratif yang 

mengintegrasikan pemerintah, akademisi, penyuluh, organisasi petani, dan media 

dalam menghasilkan serta menyebarluaskan informasi pertanian yang akurat, 

mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan petani. Kondisi ini menyebabkan 

potensi media digital sebagai sarana pembelajaran kolektif belum dimanfaatkan 

secara optimal. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa unsur media 

dalam model Pentahelix Collaboration masih menjadi aktor dengan kontribusi 

yang relatif paling lemah dibandingkan unsur lainnya. Namun demikian, 

penelitian ini menemukan bahwa media sosial telah mengambil alih sebagian 

fungsi media konvensional sebagai ruang pembelajaran, komunikasi, dan 

pertukaran informasi di kalangan petani. Temuan ini menunjukkan bahwa 

transformasi digital telah mengubah pola kolaborasi pembangunan pertanian, 

sehingga penguatan literasi digital, pengelolaan informasi pertanian, serta 



284 
 

integrasi media digital ke dalam sistem penyuluhan dan pembangunan kawasan 

menjadi kebutuhan penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan 

pertanian. 

c Sintesis Hasil Sequential Explanatory Mixed Methods 

Integrasi hasil analisis kuantitatif dan kualitatif menunjukkan bahwa 

Pentahelix Collaboration merupakan faktor yang paling dominan dalam 

memperkuat Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten 

Pasaman Barat. Hasil analisis SEM-PLS membuktikan bahwa Pentahelix 

Collaboration memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan 

Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dengan koefisien jalur terbesar 

dibandingkan variabel eksogen lainnya dalam model penelitian. Temuan tersebut 

menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan kawasan sangat dipengaruhi oleh 

kualitas kolaborasi antarpemangku kepentingan. 

Namun demikian, hasil analisis statistik hanya menjelaskan bahwa 

hubungan tersebut signifikan secara empiris, tanpa mampu menggambarkan 

bagaimana kolaborasi tersebut terbentuk, bagaimana masing-masing aktor 

menjalankan perannya, serta mengapa kolaborasi mampu menghasilkan 

perubahan pada tingkat kawasan. Oleh karena itu, hasil wawancara mendalam 

memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai mekanisme kolaborasi 

yang berkembang di lapangan. 

Integrasi kedua pendekatan menunjukkan bahwa keberhasilan 

pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan tidak ditentukan oleh 

banyaknya aktor yang terlibat, tetapi oleh kapasitas kolaboratif (collaborative 

capacity) yang mampu dibangun di antara para aktor tersebut. Hasil wawancara 

memperlihatkan bahwa masing-masing unsur Pentahelix menjalankan fungsi yang 

berbeda sesuai dengan sumber daya, kewenangan, dan kapasitas yang dimiliki. 

Pemerintah berperan sebagai fasilitator pembangunan, melalui penyusunan 

kebijakan, penyediaan program, pembangunan infrastruktur, pendampingan 

penyuluh, serta fasilitasi koordinasi antarpemangku kepentingan. Pemerintah 

nagari melengkapi peran tersebut melalui penyelenggaraan temu lapang, field day, 

musyawarah masyarakat, serta dukungan terhadap berbagai kegiatan 

pembelajaran petani. 
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Akademisi berkontribusi melalui introduksi inovasi, penelitian, dan 

pengembangan varietas unggul. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan 

bahwa peran tersebut masih didominasi oleh pendekatan berbasis proyek sehingga 

belum diikuti oleh pendampingan yang berkelanjutan maupun penguatan sistem 

agribisnis kawasan. Akibatnya, sebagian inovasi yang diperkenalkan belum 

berkembang menjadi praktik budidaya yang berkelanjutan. 

Dunia usaha berperan memperkuat aspek ekonomi kawasan melalui 

penyediaan sarana produksi, kelembagaan keuangan mikro, koperasi, mekanisasi 

pertanian, pengolahan hasil, serta pemasaran gabah. Akan tetapi, keterbatasan 

modal kerja, kapasitas gudang, lantai jemur, serta lemahnya sistem hilirisasi 

menyebabkan rantai nilai agrifood belum sepenuhnya terintegrasi. 

Sebaliknya, komunitas tampil sebagai aktor yang paling aktif dalam 

menggerakkan pembangunan kawasan. Keberadaan local champion, Gapoktan, 

KTNA, P4S, LKMA, koperasi, tokoh adat, dan penyuluh swadaya menunjukkan 

bahwa proses perubahan lebih banyak digerakkan oleh inisiatif masyarakat 

melalui inovasi, pembelajaran kolektif, penguatan kelembagaan, dan modal sosial 

yang berkembang di tingkat lokal. Sementara itu, media konvensional masih 

berperan relatif terbatas, namun fungsi penyebaran informasi mulai digantikan 

oleh media sosial yang dimanfaatkan petani sebagai ruang pembelajaran dan 

pertukaran pengetahuan. 

Berdasarkan integrasi tersebut, penelitian ini menemukan bahwa 

Pentahelix Collaboration di Kabupaten Pasaman Barat tidak berlangsung secara 

simetris, yaitu tidak semua aktor memberikan kontribusi yang sama besar 

terhadap pengembangan kawasan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 

community dan government merupakan aktor yang paling dominan dalam 

menggerakkan pembangunan kawasan, sedangkan business berperan memperkuat 

aspek ekonomi kawasan. Di sisi lain, kontribusi academia dan media masih relatif 

terbatas dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pembangunan kawasan. 

Dengan demikian, efektivitas kolaborasi tidak ditentukan oleh keseimbangan 

kontribusi setiap aktor, tetapi oleh kemampuan aktor-aktor utama membangun 

sinergi, saling melengkapi, dan menggerakkan aktor lainnya menuju tujuan 

bersama. 
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Temuan tersebut menghasilkan meta-inference bahwa Pentahelix 

Collaboration bekerja melalui mekanisme kapasitas kolaboratif (collaborative 

capacity) yang dibangun atas lima dimensi utama, yaitu: 

1) Shared Vision and Commitment, yaitu adanya kesamaan tujuan untuk 

mempertahankan kawasan pertanian tanaman pangan sebagai basis 

pembangunan wilayah dan ketahanan pangan daerah.  

2) Collaborative Leadership, yaitu munculnya kepemimpinan kolaboratif 

yang tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga dari local champion, 

ketua Gapoktan, pengurus koperasi, KTNA, penyuluh swadaya, dan tokoh 

adat yang mampu menggerakkan partisipasi masyarakat.  

3) Institutional Synergy, yaitu penguatan hubungan antara pemerintah, 

kelembagaan petani, koperasi, penyuluh, pemerintah nagari, serta 

organisasi masyarakat dalam mendukung pembangunan kawasan.  

4) Knowledge and Innovation Exchange, yaitu pertukaran pengetahuan yang 

berlangsung melalui penyuluhan, temu lapang, pembelajaran antarpetani 

(farmer-to-farmer learning), media sosial, dan pengalaman para local 

champion dalam memperkenalkan inovasi pertanian.  

5) Agrifood Value Chain Collaboration, yaitu kerja sama dalam penyediaan 

sarana produksi, mekanisasi, pembiayaan, pengolahan hasil, pemasaran, 

serta pengembangan kelembagaan ekonomi petani yang menghubungkan 

kegiatan hulu hingga hilir.  

Kelima dimensi tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi dalam 

pembangunan kawasan tidak berhenti pada koordinasi antarlembaga, tetapi 

berkembang menjadi mekanisme integrasi pembangunan yang menghubungkan 

aktor, kelembagaan, sumber daya, pengetahuan, inovasi, dan sistem agrifood 

dalam satu proses pembangunan kawasan. 

Dengan demikian, hasil integrasi kuantitatif dan kualitatif memperlihatkan 

bahwa Pentahelix Collaboration bukan sekadar model kerja sama lima aktor, 

tetapi merupakan kapasitas kolektif yang memungkinkan berbagai sumber daya 

pembangunan diintegrasikan secara efektif menuju pengembangan kawasan 

pertanian tanaman pangan yang berkelanjutan. Temuan ini sekaligus menjelaskan 

mengapa variabel Pentahelix Collaboration memiliki pengaruh yang paling kuat 
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dalam model SEM-PLS, yaitu karena keberhasilan pembangunan kawasan pada 

akhirnya ditentukan oleh kualitas hubungan, tingkat kepercayaan, pembagian 

peran, dan kemampuan membangun aksi kolektif di antara seluruh aktor 

pembangunan. 

Lebih lanjut, sintesis ini menghasilkan temuan konseptual bahwa 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan merupakan ruang integrasi 

kolaboratif (collaborative integration arena), yaitu arena tempat berbagai aktor 

Pentahelix membangun sinergi, menyelaraskan kepentingan, mengintegrasikan 

sumber daya, dan mengembangkan sistem agrifood secara bersama-sama. Dengan 

demikian, kawasan tidak lagi dipahami sebagai sekadar wilayah administratif atau 

lokasi produksi pertanian, tetapi sebagai mekanisme tata kelola kolaboratif yang 

mentransformasikan berbagai bentuk modal—modal sosial, modal kelembagaan, 

modal ekonomi, modal pengetahuan, dan modal lingkungan—menjadi fondasi 

bagi terwujudnya Pertanian Berkelanjutan. 

d Pembahasan dalam Perspektif Teori dan Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pentahelix Collaboration 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan di Kabupaten Pasaman Barat. Temuan ini didukung oleh hasil 

analisis kuantitatif yang menunjukkan bahwa Pentahelix Collaboration 

merupakan variabel dengan pengaruh paling besar terhadap pengembangan 

kawasan. Hasil tersebut kemudian diperdalam melalui wawancara mendalam yang 

menjelaskan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh 

keberadaan lima aktor pembangunan, tetapi oleh kemampuan masing-masing 

aktor membangun sinergi, saling melengkapi, serta mengintegrasikan sumber 

daya yang dimiliki dalam mendukung pembangunan kawasan pertanian. 

Temuan tersebut sejalan dengan Collaborative Governance Theory yang 

dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008), yang menyatakan bahwa penyelesaian 

persoalan publik yang kompleks memerlukan proses kolaborasi antara pemerintah 

dan para pemangku kepentingan melalui dialog tatap muka (face-to-face 

dialogue), pembangunan kepercayaan (trust building), komitmen terhadap proses 

(commitment to process), saling memahami (shared understanding), dan 

pencapaian hasil bersama (shared outcomes). Dalam penelitian ini, prinsip-prinsip 
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tersebut terlihat dalam berbagai bentuk kolaborasi yang berkembang di tingkat 

kawasan, seperti musyawarah masyarakat untuk mempertahankan lahan sawah, 

penyelenggaraan temu lapang (field day), pengembangan Gapoktan, LKMA, 

koperasi, serta keterlibatan pemerintah nagari dalam memfasilitasi berbagai proses 

pembelajaran masyarakat. 

Pengalaman Wikarta dalam memperkenalkan Combine Harvester 

merupakan ilustrasi nyata dari proses trust building sebagaimana dijelaskan 

Ansell dan Gash (2008). Penolakan masyarakat pada tahap awal tidak 

diselesaikan melalui pendekatan koersif, tetapi melalui musyawarah, demonstrasi 

lapangan, dan komunikasi yang intensif sehingga masyarakat memahami manfaat 

inovasi tersebut. Demikian pula keberhasilan Karno Fahrudin dalam 

mengembangkan Gapoktan, LKMA, dan Koperasi Albasiko II menunjukkan 

bahwa kolaborasi yang berkelanjutan dibangun melalui kemampuan memahami 

kebutuhan masyarakat, membangun kepercayaan anggota, serta menciptakan 

manfaat nyata bagi petani. Dengan demikian, hasil penelitian ini mengonfirmasi 

bahwa kepercayaan dan komitmen bersama merupakan prasyarat utama 

keberhasilan tata kelola kolaboratif. 

Lebih lanjut, hasil penelitian juga mendukung pemikiran Emerson, 

Nabatchi, dan Balogh (2012) mengenai Collaborative Governance Regime (CGR) 

yang menekankan bahwa keberhasilan kolaborasi ditentukan oleh tiga komponen 

utama, yaitu principled engagement, shared motivation, dan capacity for joint 

action. Ketiga komponen tersebut tercermin dalam temuan penelitian ini. 

Principled engagement terlihat melalui berbagai forum musyawarah, temu lapang, 

dan diskusi kelompok tani yang menjadi ruang dialog antarpemangku 

kepentingan. Shared motivation berkembang melalui kesamaan tujuan untuk 

mempertahankan kawasan pertanian tanaman pangan sebagai basis ketahanan 

pangan dan sumber penghidupan masyarakat. Sementara itu, capacity for joint 

action diwujudkan melalui penguatan kelembagaan petani, koperasi, pemerintah 

nagari, penyuluh, serta berbagai organisasi masyarakat yang mampu bekerja sama 

dalam mendukung pembangunan kawasan. 

Dalam perspektif Pentahelix Collaboration, hasil penelitian 

memperlihatkan bahwa kelima unsur Pentahelix memang hadir dalam 
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pembangunan kawasan pertanian tanaman pangan, namun kontribusi masing-

masing aktor tidak berlangsung secara proporsional. Pemerintah dan komunitas 

menjadi aktor yang paling dominan, sedangkan dunia usaha memberikan 

dukungan pada aspek ekonomi dan rantai nilai agrifood. Di sisi lain, kontribusi 

akademisi dan media masih relatif terbatas, terutama dalam pendampingan inovasi 

dan diseminasi informasi secara berkelanjutan. 

Temuan tersebut memberikan perspektif yang lebih luas terhadap konsep 

Pentahelix yang dikembangkan oleh Carayannis & Campbell (2009) serta 

dikembangkan lebih lanjut oleh Carayannis et al. (2018). Dalam literatur tersebut, 

pembangunan inovasi dipahami sebagai hasil interaksi lima aktor utama yang 

memiliki peran saling melengkapi. Namun hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa keberhasilan kolaborasi tidak mensyaratkan kontribusi yang sama besar 

dari seluruh aktor, melainkan ditentukan oleh kemampuan aktor-aktor utama 

membangun sinergi serta menggerakkan aktor lainnya dalam mencapai tujuan 

bersama. 

Dengan demikian, penelitian ini memperluas konsep Pentahelix dari 

pendekatan yang menekankan keberadaan lima aktor menuju pendekatan yang 

menekankan kualitas hubungan antaraktor. Temuan ini menunjukkan bahwa 

kapasitas kolaboratif (collaborative capacity) lebih menentukan keberhasilan 

pembangunan kawasan dibandingkan sekadar jumlah atau kelengkapan aktor yang 

terlibat. Dalam konteks Kabupaten Pasaman Barat, kapasitas kolaboratif tersebut 

dibangun melalui kepemimpinan lokal (local champion), penguatan kelembagaan 

petani, dukungan pemerintah nagari, pembelajaran bersama, serta pengembangan 

jejaring ekonomi kawasan. 

Hasil penelitian ini juga memperkaya kajian Area-Based Agricultural 

Development. Berbagai penelitian sebelumnya umumnya menempatkan kawasan 

sebagai unit spasial dalam pembangunan pertanian yang mengintegrasikan sumber 

daya alam, infrastruktur, dan kegiatan produksi. Penelitian ini mengonfirmasi 

pentingnya pendekatan kawasan, namun menunjukkan bahwa keberhasilan 

kawasan lebih banyak ditentukan oleh kemampuan mengintegrasikan aktor, 

kelembagaan, inovasi, dan rantai nilai agrifood daripada oleh batas administrasi 

kawasan itu sendiri. Dengan demikian, kawasan berkembang menjadi arena 
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kolaborasi (collaborative arena) tempat berlangsungnya proses pembelajaran, 

negosiasi, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat. 

Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini 

memiliki beberapa persamaan sekaligus perbedaan. Berbagai penelitian mengenai 

Collaborative Governance umumnya menyimpulkan bahwa kolaborasi 

meningkatkan efektivitas kebijakan publik, memperkuat partisipasi masyarakat, 

dan menghasilkan inovasi kelembagaan. Penelitian ini mengonfirmasi temuan 

tersebut. Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan 

menunjukkan bahwa kolaborasi dalam pembangunan kawasan pertanian 

berlangsung secara dinamis dan asimetris, di mana kontribusi masing-masing 

aktor berbeda sesuai dengan kapasitas, sumber daya, dan legitimasi sosial yang 

dimiliki. 

Temuan tersebut sekaligus menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan 

kawasan di Kabupaten Pasaman Barat lebih banyak ditopang oleh kuatnya peran 

community dan government, sementara business memperkuat aspek ekonomi 

kawasan, sedangkan academia dan media masih memerlukan penguatan agar 

mampu menjalankan fungsi sebagai pengembang inovasi dan penyebar 

pengetahuan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini memperlihatkan 

bahwa efektivitas Pentahelix tidak ditentukan oleh keseimbangan peran setiap 

aktor, tetapi oleh kemampuan membangun hubungan yang saling melengkapi 

dalam mencapai tujuan bersama. 

Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan Collaborative Governance Theory dengan menunjukkan bahwa 

dalam konteks pembangunan pertanian berbasis kawasan, kapasitas kolaboratif 

(collaborative capacity) merupakan faktor yang lebih menentukan daripada 

struktur kolaborasi itu sendiri. Kolaborasi menjadi efektif ketika aktor-aktor yang 

memiliki kapasitas paling kuat mampu menginisiasi perubahan, membangun 

kepercayaan, mengintegrasikan sumber daya, serta mendorong aktor lain untuk 

berpartisipasi secara aktif. Dengan demikian, penelitian ini memperluas penerapan 

teori Collaborative Governance dari konteks tata kelola kebijakan publik menuju 

konteks pembangunan kawasan pertanian berbasis sistem agrifood yang 

menempatkan kolaborasi sebagai mekanisme integrasi pembangunan. 
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e Sintesis dalam Perspektif Studi Pembangunan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pentahelix Collaboration dalam 

pembangunan kawasan pertanian tanaman pangan tidak hanya berfungsi sebagai 

mekanisme koordinasi antaraktor, tetapi berkembang menjadi mekanisme 

transformasi pembangunan yang mampu mengintegrasikan berbagai sumber daya, 

kelembagaan, pengetahuan, inovasi, dan kepentingan pembangunan dalam satu 

sistem kawasan. Integrasi hasil analisis kuantitatif dan kualitatif memperlihatkan 

bahwa keberhasilan pembangunan kawasan di Kabupaten Pasaman Barat tidak 

semata-mata ditentukan oleh besarnya investasi pemerintah ataupun kemampuan 

individu petani, melainkan oleh kapasitas berbagai aktor untuk membangun 

kolaborasi yang berkelanjutan dalam menghadapi persoalan pembangunan 

pertanian yang semakin kompleks. 

Temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan kawasan pertanian 

merupakan suatu proses transformasi sosial dan kelembagaan yang melibatkan 

interaksi berbagai aktor dengan fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi. 

Pemerintah menyediakan arah kebijakan dan fasilitasi pembangunan, akademisi 

menghasilkan pengetahuan dan inovasi, dunia usaha memperkuat sistem ekonomi 

dan rantai nilai agrifood, komunitas membangun aksi kolektif dan inovasi sosial, 

sedangkan media menjadi penghubung informasi dan pembelajaran. Dengan 

demikian, pembangunan kawasan tidak lagi dipahami sebagai akumulasi program 

sektoral, tetapi sebagai proses integrasi berbagai sistem sosial, ekonomi, 

kelembagaan, dan lingkungan yang bekerja secara simultan. 

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi tidak 

berlangsung secara simetris. Peran masing-masing aktor berkembang sesuai 

dengan kapasitas, legitimasi sosial, dan sumber daya yang dimiliki. Dalam 

konteks Kabupaten Pasaman Barat, komunitas petani, pemerintah daerah, 

pemerintah nagari, serta para local champion menjadi aktor utama yang 

menggerakkan perubahan, sedangkan akademisi, dunia usaha, dan media 

memberikan kontribusi yang berbeda sesuai dengan kapasitasnya. Kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kawasan tidak menuntut keseragaman 

peran setiap aktor, tetapi membutuhkan sinergi yang adaptif, di mana setiap aktor 

berkontribusi sesuai dengan keunggulan dan fungsi yang dimilikinya. 
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Temuan ini memperlihatkan bahwa kapasitas kolaboratif (collaborative 

capacity) menjadi modal pembangunan yang sangat penting. Kapasitas tersebut 

tidak hanya tercermin dalam kemampuan membangun koordinasi formal, tetapi 

juga dalam kemampuan membangun kepercayaan (trust), komitmen bersama, 

kepemimpinan kolaboratif, pembelajaran kolektif, serta kemampuan 

mengintegrasikan berbagai sumber daya yang tersebar di antara para aktor 

pembangunan. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan kawasan lebih 

banyak ditentukan oleh kualitas hubungan antaraktor daripada oleh banyaknya 

program atau institusi yang terlibat. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kolaborasi yang berkembang 

telah membentuk suatu mekanisme integrasi pembangunan yang menghubungkan 

berbagai komponen sistem agrifood. Melalui penguatan hubungan antara 

pemerintah, kelembagaan petani, koperasi, penyuluh, pelaku usaha, tokoh adat, 

organisasi petani, dan media sosial, pembangunan kawasan berkembang menjadi 

suatu ekosistem kolaboratif yang memungkinkan proses produksi, pengolahan, 

pemasaran, pembelajaran, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat berlangsung 

secara lebih terpadu. Dengan demikian, Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan berfungsi sebagai ruang integrasi (integration platform) yang 

mempertemukan seluruh aktor pembangunan dalam mencapai tujuan bersama. 

Dalam perspektif Ilmu Studi Pembangunan, hasil penelitian ini 

memperluas cara pandang terhadap pembangunan pertanian. Selama ini 

pembangunan pertanian sering dipahami melalui pendekatan sektoral yang 

berorientasi pada peningkatan produksi, penyediaan sarana produksi, atau 

pembangunan infrastruktur. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan 

tersebut belum cukup untuk menjawab tantangan pembangunan pertanian yang 

semakin kompleks. Keberhasilan pembangunan justru ditentukan oleh 

kemampuan mengintegrasikan dimensi kelembagaan, sosial, ekonomi, budaya, 

teknologi, dan lingkungan ke dalam satu sistem pembangunan kawasan yang 

saling mendukung. 

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan Terintegrasi bukan sekadar kawasan produksi pangan, tetapi 

merupakan arena collaborative development yang menghubungkan Actor 
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Integration, Institutional Integration, Collaborative Integration, Resource 

Integration, dan Agrifood Value Chain Integration. Kelima bentuk integrasi 

tersebut memungkinkan berbagai sumber daya pembangunan dimanfaatkan secara 

lebih efektif sehingga menghasilkan sistem pertanian yang lebih produktif, 

adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. 

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan local 

champion menjadi faktor yang sangat menentukan dalam memperkuat kapasitas 

kolaboratif kawasan. Tokoh-tokoh lokal seperti Wikarta, Karno, Nurhasyim, 

Suyono, Pak Lageri, dan Pak Edi tidak hanya berperan sebagai inovator, tetapi 

juga sebagai bridging actors, yaitu aktor yang mampu menghubungkan 

pemerintah, kelompok tani, dunia usaha, penyuluh, dan masyarakat dalam proses 

pembangunan kawasan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan 

pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan institusi formal, tetapi juga 

oleh kapasitas kepemimpinan lokal yang tumbuh dari masyarakat. 

Dengan demikian, hasil penelitian ini menghasilkan sintesis bahwa 

Pentahelix Collaboration dalam pembangunan kawasan pertanian tanaman 

pangan merupakan mekanisme transformasi pembangunan yang membangun 

kapasitas kolaboratif untuk mengintegrasikan aktor, kelembagaan, sumber daya, 

inovasi, dan sistem agrifood menuju Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 

Terintegrasi sebagai fondasi Pertanian Berkelanjutan. 

Sintesis tersebut sekaligus mempertegas kontribusi penelitian terhadap 

Ilmu Studi Pembangunan, yaitu memperluas perspektif pembangunan kawasan 

dari pendekatan yang berorientasi pada koordinasi program menjadi pendekatan 

yang berorientasi pada integrasi sistem pembangunan. Dalam perspektif ini, 

keberhasilan pembangunan kawasan tidak lagi diukur semata-mata dari 

peningkatan produksi atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari meningkatnya 

kapasitas kolaboratif masyarakat, menguatnya kelembagaan lokal, terintegrasinya 

rantai nilai agrifood, berkembangnya inovasi, serta meningkatnya kemampuan 

kawasan dalam mewujudkan pertanian yang berkelanjutan. 
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3. Pengaruh Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 

terhadap Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Pasaman Barat.  

a. Temuan Kuantitatif: Pengaruh Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan terhadap Pertanian Berkelanjutan 

Hasil analisis Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-

PLS) menunjukkan bahwa Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten 

Pasaman Barat. Berdasarkan hasil pengujian model struktural diperoleh nilai 

koefisien jalur (path coefficient) sebesar 0,367, dengan t-statistic sebesar 8,430 

dan p-value < 0,001. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis penelitian yang 

menyatakan bahwa Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 

berpengaruh positif terhadap Pertanian Berkelanjutan dapat diterima. 

Besarnya koefisien jalur tersebut menunjukkan bahwa pengembangan 

kawasan memiliki kontribusi yang kuat dalam meningkatkan keberlanjutan 

pembangunan pertanian. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik 

pengembangan kawasan dilakukan melalui penguatan kelembagaan petani, 

penyediaan infrastruktur pertanian, integrasi sistem agribisnis, pengembangan 

rantai nilai agrifood, serta pengelolaan sumber daya secara terpadu, maka semakin 

tinggi pula kemampuan kawasan dalam mewujudkan pertanian yang 

berkelanjutan dari dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

Hasil penelitian ini memberikan makna bahwa keberlanjutan pertanian 

tidak hanya ditentukan oleh peningkatan produktivitas usaha tani atau 

keberhasilan program pembangunan sektoral, tetapi sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan kawasan dalam mengintegrasikan berbagai komponen pembangunan 

pertanian ke dalam satu sistem yang saling mendukung. Dengan kata lain, 

pengembangan kawasan berfungsi sebagai penghubung (linkage mechanism) yang 

mempertemukan aktor pembangunan, kelembagaan, infrastruktur, inovasi, sumber 

daya, dan aktivitas agribisnis sehingga mampu menciptakan sistem pertanian yang 

lebih tangguh dan berkelanjutan. 

Selain memberikan pengaruh langsung terhadap Pertanian Berkelanjutan, 

hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan merupakan variabel mediasi yang menghubungkan pengaruh 

Social Entrepreneurship dan Pentahelix Collaboration terhadap keberlanjutan 
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pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan mewujudkan pertanian 

berkelanjutan tidak hanya dipengaruhi oleh kapasitas kewirausahaan sosial 

maupun kolaborasi multipihak secara langsung, tetapi juga oleh kemampuan 

kedua faktor tersebut dalam memperkuat pengembangan kawasan sebagai sistem 

pembangunan yang terintegrasi. 

Namun demikian, hasil analisis SEM-PLS hanya menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Pengembangan Kawasan 

Pertanian Tanaman Pangan dan Pertanian Berkelanjutan. Analisis statistik belum 

mampu menjelaskan bagaimana kawasan mampu memperkuat keberlanjutan 

pertanian, komponen apa saja yang terintegrasi di dalam kawasan, serta 

bagaimana proses integrasi tersebut berlangsung dalam praktik pembangunan di 

tingkat lokal. 

Dalam desain Sequential Explanatory Mixed Methods, hasil kuantitatif 

tersebut selanjutnya diperdalam melalui analisis kualitatif untuk memahami 

mekanisme yang melatarbelakangi hubungan antarvariabel. Wawancara 

mendalam dilakukan terhadap informan yang mewakili pemerintah daerah, 

pemerintah nagari, penyuluh pertanian, kelompok tani, Gapoktan, koperasi, 

penangkar benih, pelaku usaha, tokoh adat, local champion, dan petani di 

berbagai kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Pasaman Barat. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan tidak hanya meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, 

tetapi juga memperkuat keberlanjutan melalui tiga dimensi utama, yaitu 

keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. 

Pengembangan kawasan mampu memperkuat kelembagaan ekonomi petani, 

meningkatkan akses terhadap teknologi dan pasar, membangun aksi kolektif 

masyarakat, mempertahankan fungsi lahan pertanian, serta mendorong 

pengelolaan sumber daya yang lebih berkelanjutan. Temuan tersebut 

menunjukkan bahwa kawasan tidak lagi dipahami hanya sebagai satuan wilayah 

produksi, tetapi berkembang menjadi sistem pembangunan yang 

mengintegrasikan berbagai komponen agrifood menuju pertanian berkelanjutan. 

Oleh karena itu, pembahasan pada bagian berikut akan menguraikan secara 

lebih mendalam bagaimana Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 
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memperkuat keberlanjutan pertanian melalui dimensi ekonomi, sosial, dan 

lingkungan berdasarkan hasil wawancara mendalam. Pendekatan ini diharapkan 

mampu memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai mekanisme 

pengaruh pengembangan kawasan terhadap pertanian berkelanjutan dalam 

perspektif Sequential Explanatory Mixed Methods. 

b. Hasil Wawancara Mendalam: Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan sebagai Fondasi Pertanian Berkelanjutan 

Hasil analisis SEM-PLS menunjukkan bahwa Pengembangan Kawasan 

Pertanian Tanaman Pangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertanian 

Berkelanjutan. Namun demikian, hasil statistik tersebut belum mampu 

menjelaskan bagaimana pengembangan kawasan membentuk keberlanjutan di 

tingkat masyarakat, komponen apa saja yang berperan, serta bagaimana interaksi 

antaraktor berlangsung dalam praktik pembangunan kawasan. Oleh karena itu, 

dilakukan wawancara mendalam dengan pemerintah daerah, pemerintah nagari, 

penyuluh pertanian, kelompok tani, Gapoktan, koperasi, penangkar benih, pelaku 

usaha, tokoh adat, dan local champion pada berbagai kawasan pertanian tanaman 

pangan di Kabupaten Pasaman Barat. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan tidak hanya meningkatkan produktivitas usaha tani, tetapi juga 

membangun sistem pertanian yang lebih tangguh melalui penguatan dimensi 

ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga dimensi tersebut berkembang secara 

saling terkait sehingga membentuk fondasi bagi terwujudnya pertanian 

berkelanjutan. 

1) Pengembangan Kawasan Memperkuat Keberlanjutan Ekonomi 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengembangan kawasan telah 

meningkatkan keberlanjutan ekonomi petani melalui peningkatan produktivitas, 

efisiensi usaha tani, penguatan kelembagaan ekonomi, modernisasi pertanian, 

serta pengembangan rantai nilai agrifood. Kawasan pertanian yang memiliki 

dukungan irigasi, akses jalan usaha tani, kelembagaan petani yang aktif, serta 

dukungan koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) 

menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam meningkatkan pendapatan 

petani dibandingkan kawasan yang belum berkembang secara optimal. 
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Salah satu contoh nyata adalah berkembangnya Gapoktan Albasiko II, 

LKMA, dan Koperasi Albasiko II di Kecamatan Kinali. Kelembagaan tersebut 

tidak hanya memberikan akses pembiayaan kepada petani, tetapi juga 

menyediakan sarana produksi, kebutuhan pokok rumah tangga, hingga pelayanan 

distribusi barang kepada anggota. Keberadaan koperasi memperkuat posisi tawar 

petani serta mengurangi ketergantungan terhadap lembaga keuangan informal. 

Sebagaimana disampaikan oleh Karno: 

"Kami tidak hanya memberikan pinjaman modal. Kami melihat kebutuhan petani 

secara menyeluruh. Pupuk, benih, pestisida, sampai kebutuhan rumah tangga 

kami sediakan melalui koperasi sehingga anggota lebih mudah menjalankan 

usahanya." (Wawancara dengan Karno, 2024). 

Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan ekonomi tidak hanya 

ditentukan oleh peningkatan produksi, tetapi juga oleh berkembangnya 

kelembagaan ekonomi yang mampu mendukung seluruh aktivitas agribisnis 

petani. 

Keberlanjutan ekonomi juga diperkuat melalui modernisasi pertanian. 

Penggunaan Combine Harvester yang dipelopori oleh Wikarta mampu 

mempercepat proses panen, mengurangi kehilangan hasil (harvest loss), serta 

menekan biaya panen. Selain meningkatkan efisiensi usaha tani, penggunaan 

alsintan juga menciptakan peluang usaha baru berupa jasa pelayanan panen yang 

melayani beberapa kawasan pertanian di Kabupaten Pasaman Barat. 

Sementara itu, pengalaman Nurhasyim menunjukkan bahwa produktivitas 

yang tinggi dapat dicapai melalui pengelolaan usaha tani yang profesional. 

Dengan pencatatan biaya produksi yang rinci dan penerapan teknologi budidaya 

secara konsisten, Nurhasyim mampu memperoleh hasil panen sekitar 12 ton 

gabah dari lahan seluas 1,5 hektare dengan keuntungan bersih sekitar Rp 72 juta 

setiap musim tanam. 

Sebagaimana disampaikan oleh Nurhasyim: 

"Kalau semua biaya dicatat dan pekerjaan dilakukan tepat waktu, bertani masih 

sangat menguntungkan. Yang penting petani harus mengelola usaha taninya 

seperti mengelola sebuah usaha." (Wawancara dengan Nurhasyim, 2025). 
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Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberlanjutan 

ekonomi masih menghadapi tantangan pada aspek hilirisasi. Keterbatasan 

kapasitas Rice Milling Unit (RMU), gudang penyimpanan, lantai jemur, serta 

lemahnya akses pembiayaan perdagangan menyebabkan sebagian besar petani 

masih menjual gabah segera setelah panen dengan harga yang relatif rendah. Pada 

saat panen raya, meningkatnya pasokan gabah sering dimanfaatkan oleh pedagang 

pengumpul untuk menekan harga sehingga posisi tawar petani menjadi lemah. 

Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan ekonomi kawasan sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan mengintegrasikan seluruh mata rantai agrifood, 

mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, mekanisasi, pengolahan hasil, 

hingga pemasaran. 

2) Pengembangan Kawasan Memperkuat Keberlanjutan Sosial 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengembangan kawasan tidak 

hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat dimensi sosial 

pembangunan pertanian. Penguatan tersebut tercermin melalui berkembangnya 

kelembagaan petani, meningkatnya partisipasi masyarakat, tumbuhnya 

kepemimpinan lokal, serta menguatnya modal sosial yang mendukung 

pengelolaan kawasan secara kolektif. 

Di Kecamatan Kinali dan Desa Baru Ranah Batahan, masyarakat masih 

mempertahankan budaya gotong royong dalam membersihkan jaringan irigasi 

sebelum musim tanam dimulai. Selain itu berkembang pula kesepakatan sosial 

untuk mempertahankan lahan sawah dari alih fungsi menjadi perkebunan kelapa 

sawit atau kawasan permukiman. Apabila terdapat masyarakat yang akan 

mengubah fungsi sawahnya, tokoh masyarakat bersama pemerintah nagari dan 

kelompok tani melakukan pendekatan persuasif melalui musyawarah. 

Di Kecamatan Talamau, hasil penelitian menunjukkan bahwa ninik 

mamak masih memiliki peran yang sangat kuat dalam memengaruhi keputusan 

masyarakat. Melalui musyawarah adat, para ninik mamak berhasil mendorong 

petani di Nagari Talu, Tabek Sirah, dan Sinuruik meningkatkan indeks 

pertanaman menjadi dua kali tanam sejak tahun 2019. Sebelumnya sebagian besar 

lahan tidak dimanfaatkan secara optimal karena tingginya biaya sewa lahan 
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(sasiah), sehingga banyak sawah menjadi bera dan berkembang menjadi habitat 

hama tikus. 

Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan sosial kawasan tidak hanya 

dibangun melalui organisasi formal, tetapi juga melalui kelembagaan adat, norma 

sosial, serta kepemimpinan lokal yang masih dipercaya oleh masyarakat. 

Selain itu, organisasi petani seperti KTNA, P4S, Gapoktan, dan LKMA 

berkembang menjadi ruang pembelajaran masyarakat. Para local champion seperti 

Pak Lageri, Pak Edi, Karno, Nurhasyim, dan Suyono tidak hanya menjadi pelaku 

usaha tani, tetapi juga menjadi agen pembelajaran yang mempercepat penyebaran 

inovasi di tingkat kawasan. 

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya tantangan 

sosial berupa menurunnya semangat gotong royong di beberapa kawasan serta 

rendahnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian. Kondisi 

tersebut menjadi tantangan penting bagi keberlanjutan pembangunan kawasan 

pada masa yang akan datang. 

3) Pengembangan Kawasan Memperkuat Keberlanjutan Lingkungan 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengembangan kawasan juga 

memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan melalui pengelolaan 

sumber daya alam, perlindungan lahan pertanian, pengelolaan irigasi, serta 

pemanfaatan teknologi pertanian yang lebih ramah lingkungan. 

Salah satu bentuk inovasi lingkungan dikembangkan oleh Suyono, yang 

memanfaatkan limbah pertanian dan kotoran sapi sebagai bahan baku pupuk 

organik. Meskipun kapasitas produksinya masih terbatas, inovasi tersebut 

memberikan alternatif bagi petani untuk mengurangi ketergantungan terhadap 

pupuk kimia sekaligus meningkatkan kesuburan tanah. 

Sebagaimana disampaikan oleh Suyono: 

"Limbah pertanian sebenarnya bisa dimanfaatkan menjadi pupuk organik. Saya 

ingin menunjukkan bahwa petani dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di 

sekitar mereka." (Wawancara dengan Suyono, 2025). 

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pupuk 

organik di sebagian besar kawasan pertanian masih relatif rendah meskipun 

pemerintah telah menyediakan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO). Selain itu, 
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beberapa kawasan masih menghadapi persoalan lingkungan berupa pembuangan 

sampah rumah tangga ke saluran irigasi, aktivitas penambangan ilegal di daerah 

hulu, banjir, serta meningkatnya alih fungsi lahan sawah. 

Khusus di kawasan Ujung Gading, keterbatasan jaringan irigasi 

menyebabkan sebagian besar petani mengubah lahan sawah menjadi perkebunan 

kelapa sawit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan lingkungan 

tidak hanya dipengaruhi oleh perilaku petani, tetapi juga oleh dukungan 

infrastruktur dan kebijakan pemerintah dalam menjaga fungsi kawasan pertanian 

pangan. 

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa Pengembangan 

Kawasan Pertanian Tanaman Pangan memberikan kontribusi nyata terhadap 

terwujudnya Pertanian Berkelanjutan melalui penguatan dimensi ekonomi, sosial, 

dan lingkungan. Ketiga dimensi tersebut berkembang secara saling terkait dan 

diperkuat oleh integrasi kelembagaan, kolaborasi multipihak, inovasi lokal, serta 

pengelolaan sistem agrifood berbasis kawasan. Temuan ini menunjukkan bahwa 

kawasan tidak hanya berfungsi sebagai lokasi produksi pertanian, tetapi telah 

berkembang menjadi sistem pembangunan yang mengintegrasikan berbagai 

komponen keberlanjutan dalam satu kesatuan pembangunan wilayah. 

4) Resiliensi Sistem Produksi 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas 

dan keberlanjutan usaha tani, tetapi juga memperkuat resiliensi sistem produksi 

pertanian, yaitu kemampuan kawasan dan masyarakat untuk beradaptasi, bertahan, 

serta melakukan pemulihan terhadap berbagai tekanan ekonomi, sosial, 

kelembagaan, dan lingkungan yang dihadapi. Temuan ini menunjukkan bahwa 

keberhasilan pembangunan kawasan tidak hanya diukur dari peningkatan hasil 

produksi, tetapi juga dari kemampuan sistem pertanian mempertahankan 

keberlangsungan produksi ketika menghadapi perubahan dan ketidakpastian. 

Salah satu bentuk resiliensi tersebut terlihat dari kemampuan masyarakat 

dalam mengatasi keterbatasan tenaga kerja panen melalui introduksi mekanisasi 

pertanian. Hasil wawancara dengan Wikarta menunjukkan bahwa inovasi 

penggunaan Combine Harvester pada awalnya mendapat penolakan dari 
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masyarakat karena dianggap mengurangi kesempatan kerja tenaga panen lokal. 

Bahkan, Wikarta sempat dipanggil dan diminta memberikan penjelasan dalam 

musyawarah di Balai Desa yang dihadiri perangkat desa dan berbagai pemangku 

kepentingan. 

Sebagaimana disampaikan oleh Wikarta: 

"Waktu pertama membawa Combine Harvester ke Kinali banyak yang menolak. 

Mereka khawatir tenaga panen tidak lagi dibutuhkan. Saya jelaskan keuntungan 

dan kerugiannya, termasuk panen yang lebih cepat dan kehilangan hasil yang 

lebih sedikit. Setelah dicoba, masyarakat mulai menerima. Sekarang justru 

banyak yang menggunakan mesin panen." (Wawancara dengan Wikarta, 2025). 

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa resiliensi sistem produksi tidak 

hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat 

membangun proses pembelajaran, dialog, dan adaptasi sosial terhadap inovasi. 

Penerimaan masyarakat terhadap mekanisasi menjadi bukti bahwa kawasan 

memiliki kapasitas untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi produksi, 

khususnya semakin terbatasnya tenaga kerja pertanian. 

Kemampuan adaptasi juga terlihat dalam menghadapi fluktuasi harga 

gabah pada saat panen raya. Informan menjelaskan bahwa meningkatnya produksi 

secara serentak sering menyebabkan harga gabah turun karena pasokan melimpah, 

sementara sebagian pedagang pengumpul memanfaatkan kondisi tersebut dengan 

menunda pembayaran atau menekan harga beli gabah petani. Dalam menghadapi 

situasi tersebut, pemerintah daerah bersama para local champion, kelompok tani, 

dan Gapoktan berupaya membangun komunikasi dengan Bulog agar dapat 

menyerap gabah petani ketika harga pasar mengalami penurunan. 

Namun demikian, mekanisme pembayaran Bulog yang dilakukan melalui 

transfer rekening belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan petani yang lebih 

menginginkan pembayaran tunai pada saat gabah diangkut dari sawah. 

Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang ketua kelompok tani: 

"Bulog sebenarnya membantu ketika harga turun, tetapi petani maunya langsung 

dibayar di tempat. Kalau menunggu transfer, petani kesulitan membayar ongkos 

panen dan kebutuhan lainnya." (Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani, 

2024). 
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Temuan tersebut menunjukkan bahwa resiliensi sistem produksi juga 

dipengaruhi oleh ketahanan sistem pemasaran. Kemampuan kawasan menghadapi 

gejolak harga tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada 

keberadaan kelembagaan ekonomi yang mampu menjaga stabilitas pasar dan 

meningkatkan posisi tawar petani. 

Resiliensi sistem produksi juga tercermin pada kemampuan masyarakat 

menghadapi ancaman perubahan penggunaan lahan. Di Kecamatan Ujung Gading, 

keterlambatan pembangunan jaringan irigasi menyebabkan sebagian petani 

mengalihfungsikan sawah menjadi kebun kelapa sawit maupun kawasan 

permukiman. Sebaliknya, di Kecamatan Kinali dan Desa Baru Ranah Batahan 

berkembang kesepakatan sosial yang kuat untuk mempertahankan lahan sawah 

sebagai kawasan produksi pangan. Apabila terdapat masyarakat yang akan 

mengubah fungsi sawahnya, tokoh masyarakat bersama pemerintah nagari, 

kelompok tani, dan pemangku kepentingan lainnya melakukan pendekatan 

persuasif agar lahan tetap dipertahankan. 

Praktik tersebut menunjukkan bahwa ketahanan sistem produksi tidak 

hanya ditentukan oleh faktor teknis, tetapi juga oleh keberadaan norma sosial dan 

komitmen kolektif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan kawasan pertanian. 

Di Kecamatan Talamau, resiliensi sistem produksi berkembang melalui 

penguatan kelembagaan adat. Sebelum tahun 2019, sebagian besar lahan sawah 

hanya ditanami satu kali dalam setahun karena tingginya biaya sasiah (sewa 

lahan), sehingga banyak lahan menjadi bera dan berkembang menjadi habitat 

tikus. Melalui peran ninik mamak, pemerintah nagari, dan tokoh masyarakat, 

dilakukan musyawarah untuk mencari solusi terhadap persoalan tersebut. 

Hasilnya, masyarakat sepakat meningkatkan indeks pertanaman menjadi dua kali 

tanam setiap tahun sehingga produktivitas kawasan meningkat dan serangan hama 

dapat dikendalikan. 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa resiliensi tidak hanya dibangun 

melalui inovasi teknologi, tetapi juga melalui kemampuan kelembagaan lokal 

menyelesaikan persoalan kolektif secara adaptif. 

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sistem produksi pertanian 

masih menghadapi berbagai ancaman lingkungan. Informan dari Kecamatan 
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Ranah Batahan menjelaskan bahwa banjir yang terjadi secara berkala serta 

aktivitas penambangan ilegal di daerah hulu sungai menyebabkan sedimentasi 

saluran irigasi dan menurunkan kualitas lahan pertanian. Di sisi lain, sebagian 

masyarakat masih membuang sampah rumah tangga ke saluran irigasi sehingga 

menghambat distribusi air ke lahan sawah. 

Meskipun demikian, masyarakat tetap menunjukkan kemampuan 

beradaptasi melalui kegiatan gotong royong membersihkan saluran irigasi 

sebelum musim tanam dimulai serta memperbaiki jaringan irigasi secara swadaya 

apabila terjadi kerusakan ringan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa modal 

sosial masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat ketahanan 

sistem produksi pertanian. 

Ancaman lain yang juga menjadi perhatian adalah rendahnya regenerasi 

petani. Sebagian besar informan menyampaikan bahwa generasi muda masih 

kurang tertarik menekuni sektor pertanian karena menganggap usaha tani belum 

memberikan pendapatan yang menjanjikan. Dalam menghadapi kondisi tersebut, 

berbagai organisasi petani seperti KTNA, P4S, Gapoktan, serta para local 

champion terus melakukan pembinaan kepada petani muda melalui pelatihan, 

demonstrasi usaha tani, dan pengembangan kewirausahaan pertanian. 

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa resiliensi sistem 

produksi pertanian di Kabupaten Pasaman Barat dibangun melalui kemampuan 

masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan teknologi, fluktuasi pasar, 

tekanan lingkungan, perubahan sosial, serta dinamika kelembagaan. Resiliensi 

tersebut diperkuat oleh keberadaan kelembagaan lokal, kepemimpinan local 

champion, modal sosial masyarakat, dukungan pemerintah, serta kolaborasi 

antarpemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan pertanian tanaman 

pangan. 

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa Pengembangan 

Kawasan Pertanian Tanaman Pangan tidak hanya meningkatkan produktivitas dan 

efisiensi usaha tani, tetapi juga membangun ketahanan sistem produksi 

(agricultural production resilience) yang memungkinkan kawasan 

mempertahankan keberlanjutan produksi di tengah berbagai tantangan ekonomi, 

sosial, dan lingkungan. Temuan ini memperluas pemahaman mengenai pertanian 
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berkelanjutan dengan menempatkan resiliensi sistem produksi sebagai salah satu 

prasyarat penting bagi keberlanjutan pembangunan pertanian berbasis kawasan. 

5) Keberlanjutan Kelembagaan berdasarkan Hasil Wawancara 

Mendalam 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan tidak hanya memperkuat aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan 

resiliensi sistem produksi, tetapi juga membangun keberlanjutan kelembagaan 

(institutional sustainability) sebagai fondasi utama bagi keberlanjutan 

pembangunan pertanian di Kabupaten Pasaman Barat. Temuan ini menunjukkan 

bahwa keberhasilan pembangunan kawasan sangat dipengaruhi oleh kemampuan 

berbagai kelembagaan lokal untuk mempertahankan fungsi, memperkuat kapasitas 

organisasi, membangun jejaring kolaborasi, serta beradaptasi terhadap perubahan 

lingkungan strategis. 

Berbagai kelembagaan yang berkembang di kawasan penelitian meliputi 

kelompok tani, Gapoktan, Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA), 

koperasi, KTNA, Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S), Rice 

Milling Unit (RMU), pemerintah nagari, kelembagaan adat (ninik mamak), 

penyuluh pertanian, penyuluh swadaya, serta berbagai komunitas petani yang 

tumbuh secara mandiri. Kelembagaan tersebut tidak bekerja secara sendiri-sendiri, 

tetapi saling terhubung dalam mendukung pembangunan kawasan pertanian 

tanaman pangan. 

Salah satu contoh keberhasilan kelembagaan lokal terlihat pada 

perkembangan Gapoktan Albasiko II, LKMA, dan Koperasi Albasiko II di 

Kecamatan Kinali. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keberhasilan 

kelembagaan tersebut tidak hanya disebabkan oleh dukungan program 

pemerintah, tetapi lebih karena kemampuannya menyesuaikan pelayanan dengan 

kebutuhan nyata masyarakat. Pada tahap awal pendiriannya, tidak mudah 

mengajak petani bergabung dalam organisasi. Namun setelah dilakukan 

identifikasi terhadap kebutuhan dasar petani, kelembagaan tersebut 

mengembangkan berbagai unit pelayanan yang secara langsung memberikan 

manfaat kepada anggota. 
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Sebagaimana disampaikan oleh Karno, pelopor berdirinya Gapoktan 

Albasiko II: 

"Awalnya sangat sulit mengajak petani bergabung. Setelah kami identifikasi 

kebutuhan mereka, koperasi mulai menyediakan pupuk, benih, pestisida, beras, 

minyak goreng, tepung, sampai kebutuhan rumah tangga lainnya. Bahkan kalau 

anggota memesan, barang kami antar ke rumah. Dari situlah kepercayaan 

masyarakat mulai tumbuh."(Wawancara dengan Karno, 2025). 

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan kelembagaan 

dibangun melalui kemampuan organisasi menjawab kebutuhan anggotanya, 

sehingga kehadiran kelembagaan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh 

masyarakat. Keberhasilan tersebut tercermin dari perkembangan Koperasi 

Albasiko II yang hingga saat ini telah memiliki aset sekitar Rp 65 miliar, 

sekaligus menjadi salah satu pusat pelayanan agribisnis di kawasan pertanian 

Kabupaten Pasaman Barat. 

Keberlanjutan kelembagaan juga tercermin pada kemampuan organisasi 

petani dalam membangun pembelajaran kolektif. Organisasi seperti KTNA, P4S, 

dan Gapoktan tidak hanya berfungsi sebagai wadah administrasi kelompok tani, 

tetapi berkembang menjadi ruang pembelajaran, pertukaran pengalaman, dan 

pengembangan inovasi. Melalui organisasi tersebut, petani memperoleh akses 

terhadap informasi teknologi, manajemen usaha tani, pemasaran hasil pertanian, 

hingga penguatan jejaring antarpetani. 

Sebagaimana dijelaskan oleh Pak Lageri, pengelola P4S: 

"Kami ingin petani muda belajar bahwa bertani harus dikelola sebagai usaha. 

Tidak cukup hanya bisa menanam, tetapi juga harus memahami manajemen 

usaha, pemasaran, dan pengembangan kelembagaan."(Wawancara dengan Pak 

Lageri, 2025). 

Peran serupa juga dijalankan oleh Pak Edi melalui organisasi KTNA, yang 

secara aktif membangun komunikasi antarpetani dan memperkuat jejaring 

pembelajaran di tingkat kawasan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan 

kelembagaan tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi, tetapi juga oleh 

kemampuan organisasi membangun proses belajar yang berkesinambungan. 
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Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kelembagaan adat masih 

memiliki posisi yang penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan 

kawasan, khususnya di Kecamatan Talamau. Peran ninik mamak tidak hanya 

terbatas pada penyelesaian persoalan adat, tetapi juga menjadi bagian dari proses 

pengambilan keputusan masyarakat dalam pengelolaan lahan pertanian. Melalui 

musyawarah adat, para ninik mamak berhasil membangun kesepakatan 

masyarakat untuk meningkatkan indeks pertanaman menjadi dua kali tanam setiap 

tahun, sehingga lahan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan secara optimal dapat 

kembali berproduksi. 

Di Kecamatan Kinali dan Desa Baru Ranah Batahan, keberlanjutan 

kelembagaan juga tercermin melalui kesepakatan sosial masyarakat dalam 

mempertahankan lahan sawah sebagai kawasan pangan. Apabila terdapat petani 

yang berencana mengalihfungsikan sawah menjadi perkebunan kelapa sawit atau 

kawasan permukiman, tokoh masyarakat bersama pemerintah nagari, kelompok 

tani, dan berbagai pemangku kepentingan melakukan pendekatan persuasif untuk 

menjaga keberlangsungan fungsi kawasan pertanian. Praktik tersebut 

menunjukkan bahwa kelembagaan lokal tidak hanya menjalankan fungsi 

administratif, tetapi juga berperan menjaga komitmen kolektif masyarakat 

terhadap keberlanjutan kawasan. 

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 

keberlanjutan kelembagaan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa 

kelembagaan petani masih bergantung pada dukungan program pemerintah 

sehingga aktivitas organisasi cenderung menurun ketika bantuan program 

berakhir. Selain itu, regenerasi kepemimpinan organisasi tani masih menjadi 

persoalan karena belum banyak generasi muda yang bersedia mengambil peran 

sebagai pengurus kelembagaan pertanian. 

Keterbatasan kapasitas kelembagaan juga terlihat pada pengelolaan Rice 

Milling Unit (RMU). Beberapa RMU kelompok tani telah berupaya memperkuat 

pemasaran gabah petani, namun keterbatasan modal kerja, kapasitas gudang 

penyimpanan, dan fasilitas pascapanen menyebabkan kemampuan RMU dalam 

menyerap hasil panen masyarakat masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa 
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keberlanjutan kelembagaan juga memerlukan dukungan penguatan kapasitas 

organisasi, pembiayaan, dan pengembangan jejaring usaha. 

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa keberlanjutan 

kelembagaan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam 

menjaga keberlanjutan pembangunan kawasan pertanian tanaman pangan. 

Kelembagaan yang adaptif, dipercaya masyarakat, mampu membangun 

pembelajaran bersama, mengembangkan pelayanan sesuai kebutuhan anggota, 

serta membangun jejaring kolaborasi akan memiliki kemampuan yang lebih besar 

dalam mempertahankan keberlanjutan sistem pertanian. 

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa Pengembangan 

Kawasan Pertanian Tanaman Pangan tidak hanya menghasilkan pembangunan 

fisik maupun peningkatan produktivitas, tetapi juga memperkuat Institutional 

sustainability, yaitu kemampuan kelembagaan lokal untuk terus berkembang, 

beradaptasi, dan mempertahankan fungsi pelayanan, pembelajaran, kolaborasi, 

serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Temuan ini memperlihatkan 

bahwa keberlanjutan pertanian tidak hanya dibangun melalui keberlanjutan 

sumber daya alam, tetapi juga melalui keberlanjutan kelembagaan yang menjadi 

penggerak utama transformasi pembangunan kawasan. 

c. Sintesis Hasil Sequential Explanatory Mixed Methods 

Integrasi hasil analisis kuantitatif dan kualitatif menunjukkan bahwa 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan merupakan determinan penting 

dalam mewujudkan Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Pasaman Barat. Hasil analisis 

Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) membuktikan bahwa 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Pertanian Berkelanjutan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin baik 

kualitas pengembangan kawasan, semakin tinggi pula tingkat keberlanjutan pertanian 

yang dicapai. Namun demikian, hasil statistik tersebut belum mampu menjelaskan 

mekanisme yang menyebabkan hubungan tersebut terjadi serta bagaimana kawasan 

membangun keberlanjutan pada tingkat masyarakat. 

Hasil wawancara mendalam memberikan penjelasan bahwa Pengembangan 

Kawasan Pertanian Tanaman Pangan tidak bekerja hanya melalui pembangunan fisik 

kawasan ataupun peningkatan produktivitas usaha tani, tetapi melalui proses integrasi 

berbagai komponen pembangunan yang saling memperkuat dalam satu sistem kawasan. 

Kawasan menjadi ruang yang mempertemukan pemerintah, kelembagaan petani, 
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penyuluh, dunia usaha, tokoh adat, local champion, organisasi masyarakat, serta berbagai 

sumber daya pembangunan dalam mendukung transformasi sistem pertanian menuju 

keberlanjutan. 

Berdasarkan hasil Open Coding, diperoleh berbagai kode awal yang 

menggambarkan dinamika pembangunan kawasan, antara lain pembangunan dan 

rehabilitasi jaringan irigasi, peningkatan jalan usaha tani, penggunaan alat dan mesin 

pertanian, penguatan kelompok tani, Gapoktan, LKMA, koperasi, pengembangan Rice 

Milling Unit (RMU), akses pembiayaan, penguatan pemasaran, pembelajaran petani, 

kepemimpinan local champion, gotong royong masyarakat, perlindungan lahan sawah, 

penggunaan pupuk organik, pengelolaan irigasi, adaptasi terhadap perubahan iklim, serta 

penguatan kelembagaan adat. 

Selanjutnya, pada tahap Axial Coding, berbagai kode tersebut dikelompokkan 

menjadi lima kategori utama, yaitu keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial, 

keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan kelembagaan, dan resiliensi sistem produksi 

pertanian. Kelima kategori tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan kawasan 

merupakan proses integrasi yang menghubungkan berbagai aspek pembangunan 

pertanian yang sebelumnya berjalan secara parsial. 

Pada tahap Selective Coding, seluruh kategori tersebut membentuk tema sentral 

berupa Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi, yaitu suatu sistem 

pembangunan kawasan yang mengintegrasikan aktor, kelembagaan, sumber daya, 

inovasi, infrastruktur, dan rantai nilai agrifood untuk mendukung keberlanjutan pertanian 

secara menyeluruh. 

Integrasi hasil kuantitatif dan kualitatif menunjukkan bahwa Pengembangan 

Kawasan Pertanian Tanaman Pangan memperkuat keberlanjutan ekonomi melalui 

peningkatan produktivitas usaha tani, modernisasi pertanian, pengembangan kelembagaan 

ekonomi petani, penguatan akses pembiayaan, serta pengembangan rantai nilai agrifood. 

Kawasan yang memiliki infrastruktur pertanian yang lebih baik, kelembagaan ekonomi 

yang aktif, dan dukungan pasar yang lebih kuat menunjukkan kemampuan yang lebih 

tinggi dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. 

Di sisi lain, pengembangan kawasan juga memperkuat keberlanjutan sosial 

melalui berkembangnya modal sosial, gotong royong, pembelajaran kolektif, 

kepemimpinan local champion, peran pemerintah nagari, serta kelembagaan adat dalam 

menjaga keberlangsungan kawasan pertanian. Keberhasilan pembangunan kawasan tidak 

hanya didukung oleh program pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat 
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membangun komitmen bersama dalam mempertahankan lahan pertanian dan memperkuat 

partisipasi masyarakat. 

Pada dimensi keberlanjutan lingkungan, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengembangan kawasan mendorong meningkatnya perhatian terhadap pengelolaan 

sumber daya alam melalui rehabilitasi jaringan irigasi, pemanfaatan pupuk organik, 

perlindungan lahan sawah, serta pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara 

lebih bijaksana. Meskipun demikian, berbagai tantangan seperti banjir, penambangan 

ilegal, rendahnya penggunaan pupuk organik, serta meningkatnya alih fungsi lahan masih 

menjadi isu strategis yang memerlukan penguatan tata kelola kawasan. 

Lebih lanjut, hasil wawancara menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan 

kawasan juga ditentukan oleh keberlanjutan kelembagaan (Institutional sustainability). 

Berbagai kelembagaan lokal seperti Gapoktan, LKMA, koperasi, KTNA, P4S, 

pemerintah nagari, kelembagaan adat, penyuluh pertanian, serta penyuluh swadaya 

berkembang menjadi institusi yang mampu menjaga keberlangsungan pelayanan, 

pembelajaran, inovasi, kolaborasi, dan pemberdayaan masyarakat. Keberlanjutan 

kelembagaan tersebut menjadi fondasi penting yang memungkinkan pembangunan 

kawasan tetap berlangsung meskipun menghadapi keterbatasan program maupun 

anggaran pemerintah. 

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa pengembangan kawasan 

berkontribusi terhadap terbentuknya resiliensi sistem produksi pertanian (Agricultural 

production system resilience). Resiliensi tersebut tercermin dari kemampuan masyarakat 

beradaptasi terhadap berbagai tekanan, seperti kekurangan tenaga kerja pertanian melalui 

mekanisasi panen, fluktuasi harga gabah melalui penguatan kelembagaan ekonomi, 

serangan hama melalui peningkatan indeks pertanaman, ancaman banjir melalui gotong 

royong pemeliharaan irigasi, serta perubahan sosial melalui penguatan pembelajaran dan 

inovasi masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa kawasan tidak hanya meningkatkan 

kapasitas produksi, tetapi juga meningkatkan kemampuan sistem pertanian dalam 

menghadapi berbagai risiko dan ketidakpastian. 

Berdasarkan integrasi tersebut, penelitian ini menghasilkan meta-inference bahwa 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi merupakan mekanisme 

integrasi pembangunan (development integration mechanism) yang menghubungkan lima 

dimensi utama keberlanjutan, yaitu keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial, 

keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan kelembagaan, dan resiliensi sistem produksi 

pertanian, melalui integrasi aktor, kelembagaan, sumber daya, inovasi, infrastruktur, serta 

rantai nilai agrifood. 



310 
 

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara Pengembangan 

Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Pertanian Berkelanjutan tidak berlangsung 

secara linear, tetapi melalui proses integrasi yang saling memperkuat. Infrastruktur 

mendukung produktivitas, kelembagaan memperkuat pembelajaran dan kolaborasi, 

inovasi meningkatkan efisiensi, rantai nilai agrifood meningkatkan kesejahteraan petani, 

sedangkan resiliensi memungkinkan sistem pertanian tetap mampu bertahan dan 

beradaptasi terhadap berbagai perubahan. Keseluruhan proses tersebut berlangsung secara 

simultan dalam sistem kawasan sehingga menghasilkan keberlanjutan yang lebih 

komprehensif. 

Dengan demikian, hasil Sequential Explanatory Mixed Methods memperlihatkan 

bahwa pertanian berkelanjutan dalam konteks pembangunan kawasan di Kabupaten 

Pasaman Barat tidak hanya diwujudkan melalui keseimbangan antara dimensi ekonomi, 

sosial, dan lingkungan sebagaimana paradigma pembangunan berkelanjutan klasik, tetapi 

juga diperkuat oleh keberlanjutan kelembagaan dan resiliensi sistem produksi pertanian 

yang berkembang dari praktik pembangunan kawasan. Temuan ini menunjukkan bahwa 

Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi merupakan fondasi pembangunan yang 

mampu mengintegrasikan seluruh dimensi keberlanjutan ke dalam satu sistem agrifood 

berbasis kawasan yang lebih adaptif, inklusif, produktif, dan berkelanjutan. 

d. Pembahasan dalam Perspektif Teori dan Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertanian 

Berkelanjutan di Kabupaten Pasaman Barat. Temuan ini menunjukkan bahwa 

semakin baik pengembangan kawasan dilakukan melalui penguatan infrastruktur, 

kelembagaan petani, kolaborasi multipihak, inovasi, serta pengembangan rantai 

nilai agrifood, maka semakin besar pula kemampuan kawasan dalam mewujudkan 

sistem pertanian yang produktif, inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Integrasi 

hasil kuantitatif dan kualitatif memperlihatkan bahwa kawasan tidak hanya 

berfungsi sebagai satuan wilayah produksi, tetapi berkembang menjadi sistem 

pembangunan yang menghubungkan berbagai komponen pembangunan pertanian 

dalam satu mekanisme yang saling mendukung. 

Temuan tersebut mengonfirmasi konsep Area-Based Agricultural 

Development, yang menempatkan kawasan sebagai pendekatan pembangunan 

untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, memperkuat keterkaitan 

antaraktivitas agribisnis, serta meningkatkan daya saing wilayah. Dalam 
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pendekatan ini, kawasan dipahami sebagai ruang yang memungkinkan integrasi 

antara produksi, infrastruktur, kelembagaan, dan pelayanan pembangunan 

sehingga tercipta pembangunan pertanian yang lebih efektif. 

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi kawasan di 

Kabupaten Pasaman Barat berkembang melampaui pendekatan spasial. Kawasan 

tidak hanya menjadi lokasi konsentrasi produksi pertanian, tetapi menjadi arena 

integrasi pembangunan yang menghubungkan pemerintah, kelembagaan petani, 

koperasi, penyuluh, pelaku usaha, tokoh adat, pemerintah nagari, dan local 

champion dalam satu sistem kolaboratif. Dengan demikian, penelitian ini 

memperluas pendekatan Area-Based Agricultural Development dengan 

menunjukkan bahwa efektivitas kawasan tidak hanya ditentukan oleh kedekatan 

geografis atau kesamaan komoditas, tetapi oleh kemampuan kawasan 

mengintegrasikan aktor, kelembagaan, sumber daya, inovasi, dan sistem agrifood 

secara terpadu. 

Hasil penelitian juga sejalan dengan Sustainable Development Theory 

yang diperkenalkan oleh World Commission on Environment and Development 

(WCED, 1987), yang menegaskan bahwa pembangunan harus mampu memenuhi 

kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang 

dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam konteks pertanian, prinsip tersebut 

diwujudkan melalui keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan 

lingkungan. 

Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa ketiga dimensi tersebut menjadi 

bagian penting dalam pembangunan kawasan pertanian tanaman pangan. 

Pengembangan kawasan meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani 

melalui penguatan kelembagaan ekonomi dan pengembangan rantai nilai 

agrifood; memperkuat modal sosial melalui gotong royong, kepemimpinan lokal, 

organisasi petani, serta kelembagaan adat; dan mendorong pengelolaan sumber 

daya alam melalui rehabilitasi irigasi, perlindungan lahan sawah, serta 

pengembangan pupuk organik. 

Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi 

pertanian berkelanjutan di tingkat kawasan tidak hanya ditentukan oleh 

keseimbangan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian ini 
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menemukan bahwa keberlanjutan kelembagaan (institutional sustainability) dan 

resiliensi sistem produksi pertanian (agricultural production system resilience) 

merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan kawasan. 

Kelembagaan lokal seperti Gapoktan, LKMA, koperasi, KTNA, P4S, pemerintah 

nagari, dan kelembagaan adat berperan menjaga keberlangsungan proses 

pembelajaran, pelayanan, kolaborasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pada saat 

yang sama, kemampuan petani beradaptasi terhadap perubahan teknologi, 

fluktuasi harga, kekurangan tenaga kerja, ancaman banjir, alih fungsi lahan, 

maupun dinamika pasar menunjukkan bahwa resiliensi menjadi bagian penting 

dalam menjaga keberlanjutan sistem pertanian. 

Temuan tersebut tidak mengubah paradigma Sustainable Development, 

tetapi memperkaya implementasinya dalam konteks pembangunan kawasan 

pertanian. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan 

pertanian berbasis kawasan memerlukan penguatan dimensi kelembagaan dan 

kapasitas adaptif masyarakat sebagai prasyarat untuk menjaga keberlanjutan 

pembangunan dalam jangka panjang. 

Hasil penelitian ini juga memperkuat perspektif Agrifood System 

sebagaimana dikembangkan oleh FAO (2021) dan HLPE (2020), yang 

memandang pertanian sebagai suatu sistem yang mencakup seluruh rangkaian 

kegiatan mulai dari penyediaan input, produksi, pengolahan, distribusi, 

pemasaran, konsumsi, hingga pengelolaan limbah dan sumber daya alam. Dalam 

perspektif ini, keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya diukur dari 

peningkatan produksi, tetapi dari kemampuan sistem mengintegrasikan seluruh 

mata rantai agrifood secara berkelanjutan. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kawasan mampu 

memperkuat integrasi sistem agrifood melalui pengembangan kelembagaan 

ekonomi petani, mekanisasi pertanian, penguatan akses pembiayaan, 

pengembangan RMU, pemasaran gabah, pembelajaran petani, serta kolaborasi 

antarpemangku kepentingan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan 

bahwa rantai nilai agrifood masih menghadapi berbagai tantangan, seperti 

keterbatasan fasilitas pascapanen, kapasitas gudang, lantai jemur, pembiayaan 

perdagangan, serta lemahnya integrasi pemasaran hasil pertanian. Oleh karena itu, 
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pembangunan kawasan perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan produksi, 

tetapi juga pada penguatan integrasi agrifood dari hulu hingga hilir. 

Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu, sebagian besar 

penelitian mengenai pengembangan kawasan pertanian menitikberatkan pada 

peningkatan produktivitas, efisiensi usaha tani, atau pengembangan komoditas 

unggulan. Penelitian lain mengenai pertanian berkelanjutan umumnya 

menekankan pentingnya keseimbangan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

Sementara itu, penelitian mengenai sistem agrifood lebih banyak membahas 

integrasi rantai nilai pangan dari aspek produksi hingga konsumsi. 

Penelitian ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif dengan 

menunjukkan bahwa pengembangan kawasan merupakan mekanisme yang 

mengintegrasikan seluruh dimensi tersebut secara simultan. Keberhasilan kawasan 

tidak hanya ditentukan oleh produktivitas atau efisiensi usaha tani, tetapi juga oleh 

kemampuan membangun kelembagaan yang adaptif, memperkuat kapasitas 

masyarakat, mengembangkan kolaborasi multipihak, meningkatkan resiliensi 

sistem produksi, serta mengintegrasikan rantai nilai agrifood dalam satu sistem 

pembangunan kawasan. 

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap 

pengembangan konsep Area-Based Agricultural Development dengan 

memperluas pemahaman kawasan dari pendekatan spasial menjadi mekanisme 

integrasi pembangunan. Penelitian ini juga memperkaya implementasi Sustainable 

Development Theory dengan menunjukkan pentingnya keberlanjutan 

kelembagaan dan resiliensi sistem produksi dalam mendukung pertanian 

berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini memperkuat perspektif Agrifood System 

dengan menempatkan Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 

Terintegrasi sebagai ruang yang menghubungkan aktor, kelembagaan, sumber 

daya, inovasi, dan rantai nilai agrifood menuju pembangunan pertanian yang 

berkelanjutan. 

e. Pembahasan dalam Perspektif Teori dan Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertanian 

Berkelanjutan di Kabupaten Pasaman Barat. Temuan ini menunjukkan bahwa 
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semakin baik pengembangan kawasan dilakukan melalui penguatan infrastruktur, 

kelembagaan petani, kolaborasi multipihak, inovasi, serta pengembangan rantai 

nilai agrifood, maka semakin besar pula kemampuan kawasan dalam mewujudkan 

sistem pertanian yang produktif, inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Integrasi 

hasil kuantitatif dan kualitatif memperlihatkan bahwa kawasan tidak hanya 

berfungsi sebagai satuan wilayah produksi, tetapi berkembang menjadi sistem 

pembangunan yang menghubungkan berbagai komponen pembangunan pertanian 

dalam satu mekanisme yang saling mendukung. 

Temuan tersebut mengonfirmasi konsep Area-Based Agricultural 

Development, yang menempatkan kawasan sebagai pendekatan pembangunan 

untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, memperkuat keterkaitan 

antaraktivitas agribisnis, serta meningkatkan daya saing wilayah. Dalam 

pendekatan ini, kawasan dipahami sebagai ruang yang memungkinkan integrasi 

antara produksi, infrastruktur, kelembagaan, dan pelayanan pembangunan 

sehingga tercipta pembangunan pertanian yang lebih efektif. 

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi kawasan di 

Kabupaten Pasaman Barat berkembang melampaui pendekatan spasial. Kawasan 

tidak hanya menjadi lokasi konsentrasi produksi pertanian, tetapi menjadi arena 

integrasi pembangunan yang menghubungkan pemerintah, kelembagaan petani, 

koperasi, penyuluh, pelaku usaha, tokoh adat, pemerintah nagari, dan local 

champion dalam satu sistem kolaboratif. Dengan demikian, penelitian ini 

memperluas pendekatan Area-Based Agricultural Development dengan 

menunjukkan bahwa efektivitas kawasan tidak hanya ditentukan oleh kedekatan 

geografis atau kesamaan komoditas, tetapi oleh kemampuan kawasan 

mengintegrasikan aktor, kelembagaan, sumber daya, inovasi, dan sistem agrifood 

secara terpadu. 

Hasil penelitian juga sejalan dengan Sustainable Development Theory 

yang diperkenalkan oleh World Commission on Environment and Development 

(WCED, 1987), yang menegaskan bahwa pembangunan harus mampu memenuhi 

kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang 

dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam konteks pertanian, prinsip tersebut 
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diwujudkan melalui keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan 

lingkungan. 

Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa ketiga dimensi tersebut menjadi 

bagian penting dalam pembangunan kawasan pertanian tanaman pangan. 

Pengembangan kawasan meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani 

melalui penguatan kelembagaan ekonomi dan pengembangan rantai nilai 

agrifood; memperkuat modal sosial melalui gotong royong, kepemimpinan lokal, 

organisasi petani, serta kelembagaan adat; dan mendorong pengelolaan sumber 

daya alam melalui rehabilitasi irigasi, perlindungan lahan sawah, serta 

pengembangan pupuk organik. 

Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi 

pertanian berkelanjutan di tingkat kawasan tidak hanya ditentukan oleh 

keseimbangan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian ini 

menemukan bahwa keberlanjutan kelembagaan (institutional sustainability) dan 

resiliensi sistem produksi pertanian (agricultural production system resilience) 

merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan kawasan. 

Kelembagaan lokal seperti Gapoktan, LKMA, koperasi, KTNA, P4S, pemerintah 

nagari, dan kelembagaan adat berperan menjaga keberlangsungan proses 

pembelajaran, pelayanan, kolaborasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pada saat 

yang sama, kemampuan petani beradaptasi terhadap perubahan teknologi, 

fluktuasi harga, kekurangan tenaga kerja, ancaman banjir, alih fungsi lahan, 

maupun dinamika pasar menunjukkan bahwa resiliensi menjadi bagian penting 

dalam menjaga keberlanjutan sistem pertanian. 

Temuan tersebut tidak mengubah paradigma Sustainable Development, 

tetapi memperkaya implementasinya dalam konteks pembangunan kawasan 

pertanian. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan 

pertanian berbasis kawasan memerlukan penguatan dimensi kelembagaan dan 

kapasitas adaptif masyarakat sebagai prasyarat untuk menjaga keberlanjutan 

pembangunan dalam jangka panjang. 

Hasil penelitian ini juga memperkuat perspektif Agrifood System 

sebagaimana dikembangkan oleh FAO (2021) dan HLPE (2020), yang 

memandang pertanian sebagai suatu sistem yang mencakup seluruh rangkaian 
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kegiatan mulai dari penyediaan input, produksi, pengolahan, distribusi, 

pemasaran, konsumsi, hingga pengelolaan limbah dan sumber daya alam. Dalam 

perspektif ini, keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya diukur dari 

peningkatan produksi, tetapi dari kemampuan sistem mengintegrasikan seluruh 

mata rantai agrifood secara berkelanjutan. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kawasan mampu 

memperkuat integrasi sistem agrifood melalui pengembangan kelembagaan 

ekonomi petani, mekanisasi pertanian, penguatan akses pembiayaan, 

pengembangan RMU, pemasaran gabah, pembelajaran petani, serta kolaborasi 

antarpemangku kepentingan. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan 

bahwa rantai nilai agrifood masih menghadapi berbagai tantangan, seperti 

keterbatasan fasilitas pascapanen, kapasitas gudang, lantai jemur, pembiayaan 

perdagangan, serta lemahnya integrasi pemasaran hasil pertanian. Oleh karena itu, 

pembangunan kawasan perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan produksi, 

tetapi juga pada penguatan integrasi agrifood dari hulu hingga hilir. 

Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu, sebagian besar 

penelitian mengenai pengembangan kawasan pertanian menitikberatkan pada 

peningkatan produktivitas, efisiensi usaha tani, atau pengembangan komoditas 

unggulan. Penelitian lain mengenai pertanian berkelanjutan umumnya 

menekankan pentingnya keseimbangan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

Sementara itu, penelitian mengenai sistem agrifood lebih banyak membahas 

integrasi rantai nilai pangan dari aspek produksi hingga konsumsi. 

Penelitian ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif dengan 

menunjukkan bahwa pengembangan kawasan merupakan mekanisme yang 

mengintegrasikan seluruh dimensi tersebut secara simultan. Keberhasilan kawasan 

tidak hanya ditentukan oleh produktivitas atau efisiensi usaha tani, tetapi juga oleh 

kemampuan membangun kelembagaan yang adaptif, memperkuat kapasitas 

masyarakat, mengembangkan kolaborasi multipihak, meningkatkan resiliensi 

sistem produksi, serta mengintegrasikan rantai nilai agrifood dalam satu sistem 

pembangunan kawasan. 

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap 

pengembangan konsep Area-Based Agricultural Development dengan 
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memperluas pemahaman kawasan dari pendekatan spasial menjadi mekanisme 

integrasi pembangunan. Penelitian ini juga memperkaya implementasi Sustainable 

Development Theory dengan menunjukkan pentingnya keberlanjutan 

kelembagaan dan resiliensi sistem produksi dalam mendukung pertanian 

berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini memperkuat perspektif Agrifood System 

dengan menempatkan Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 

Terintegrasi sebagai ruang yang menghubungkan aktor, kelembagaan, sumber 

daya, inovasi, dan rantai nilai agrifood menuju pembangunan pertanian yang 

berkelanjutan. 

4. Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Social Entrepreneurship, 

Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Social Entrepreneurship dan 

Pentahelix Collaboration terhadap Pertanian Berkelanjutan melalui 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 

a. Temuan Kuantitatif 

Hasil analisis Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-

PLS) menunjukkan bahwa Social Entrepreneurship, Pentahelix Collaboration, 

dan Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap Pertanian Berkelanjutan, baik melalui pengaruh langsung 

maupun pengaruh tidak langsung. Social Entrepreneurship memberikan pengaruh 

langsung terbesar terhadap Pertanian Berkelanjutan (β = 0,456; t = 11,237; p < 

0,001), diikuti oleh Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan (β = 

0,367; t = 8,430; p < 0,001), sedangkan Pentahelix Collaboration juga 

berpengaruh positif dan signifikan (β = 0,074; t = 2,900; p = 0,002). 

Analisis mediasi menunjukkan bahwa Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan berperan sebagai variabel intervening yang memperkuat 

hubungan antara kedua variabel eksogen dengan Pertanian Berkelanjutan. 

Pengaruh tidak langsung Social Entrepreneurship melalui Pengembangan 

Kawasan sebesar 0,061 (t = 2,895; p = 0,002), sedangkan pengaruh tidak langsung 

Pentahelix Collaboration sebesar 0,078 (t = 4,513; p < 0,001). Temuan ini 

menunjukkan bahwa pengembangan kawasan bukan hanya menjadi sasaran 

pembangunan, tetapi juga merupakan mekanisme yang memperkuat transformasi 

pengaruh kewirausahaan sosial dan kolaborasi menuju pertanian berkelanjutan. 
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b. Sintesis Hasil Sequential Explanatory Mixed Methods 

Hasil wawancara mendalam memperjelas bahwa hubungan tidak langsung 

tersebut berlangsung melalui Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 

Terintegrasi. Temuan pada pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa Social 

Entrepreneurship membangun kapasitas transformasi sosial melalui 

kepemimpinan lokal, inovasi, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan 

kelembagaan ekonomi petani. Di sisi lain, Pentahelix Collaboration membangun 

kapasitas kolaboratif melalui koordinasi lintas aktor, pertukaran pengetahuan, 

dukungan kebijakan, kemitraan usaha, serta akses terhadap teknologi dan pasar. 

Integrasi kedua kapasitas tersebut terjadi dalam proses Pengembangan 

Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, yang menjadi ruang bertemunya berbagai 

aktor, kelembagaan, sumber daya, inovasi, dan sistem agrifood. Melalui kawasan, 

inovasi sosial tidak berhenti pada tingkat individu, tetapi berkembang menjadi 

perubahan kelembagaan dan pembelajaran kolektif. Demikian pula kolaborasi 

multipihak tidak hanya menghasilkan koordinasi program, tetapi diwujudkan 

dalam penguatan infrastruktur, kelembagaan ekonomi petani, hilirisasi hasil 

pertanian, serta pengembangan rantai nilai agrifood. 

Dengan demikian, hasil integrasi kuantitatif dan kualitatif menunjukkan 

bahwa Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi tidak 

hanya berfungsi sebagai variabel mediasi secara statistik, tetapi merupakan 

mekanisme integrasi pembangunan (development integration mechanism) yang 

mentransformasikan kapasitas transformasi sosial dan kapasitas kolaboratif 

menjadi Pertanian Berkelanjutan yang ditandai oleh keberlanjutan ekonomi, 

sosial, lingkungan, kelembagaan, serta resiliensi sistem produksi. 

c. Pembahasan dalam Perspektif Teori dan Penelitian Terdahulu 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara Social 

Entrepreneurship, Pentahelix Collaboration, dan Pertanian Berkelanjutan tidak 

berlangsung secara langsung, tetapi diperkuat melalui Pengembangan Kawasan 

Pertanian Tanaman Pangan. Hasil ini mengonfirmasi Social Entrepreneurship 

Theory (Dees, 1998) yang menempatkan inovasi sosial sebagai penggerak 

perubahan masyarakat, Collaborative Governance Theory (Ansell & Gash, 2008) 

yang menekankan pentingnya tata kelola kolaboratif dalam menyelesaikan 
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persoalan publik, serta pendekatan Area-Based Agricultural Development yang 

memandang kawasan sebagai basis pembangunan pertanian. 

Namun demikian, penelitian ini memperluas kajian terdahulu dengan 

menunjukkan bahwa efektivitas ketiga pendekatan tersebut bergantung pada 

kemampuan kawasan mengintegrasikan berbagai komponen pembangunan. 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menguji pengaruh 

langsung antarvariabel, penelitian ini menunjukkan bahwa Pengembangan 

Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi merupakan mekanisme yang 

menghubungkan inovasi sosial, kolaborasi multipihak, kelembagaan, sumber 

daya, dan sistem agrifood sehingga menghasilkan pertanian yang berkelanjutan. 

Temuan ini juga memperkuat perspektif Agrifood System, yang 

memandang pembangunan pertanian sebagai sistem yang menghubungkan 

seluruh mata rantai pangan dari hulu hingga hilir. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa integrasi tersebut menjadi lebih efektif ketika difasilitasi melalui 

pendekatan kawasan yang mampu menyinergikan berbagai aktor dan sumber daya 

pembangunan. 

d. Sintesis dalam Perspektif Studi Pembangunan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan merupakan mekanisme yang mentransformasikan kapasitas 

transformasi sosial yang dibangun melalui Social Entrepreneurship dan kapasitas 

kolaboratif yang dibangun melalui Pentahelix Collaboration menjadi sistem 

pembangunan pertanian yang berkelanjutan. 

Dengan demikian, Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi tidak 

lagi dipahami sebagai satuan spasial atau lokasi produksi, tetapi sebagai platform 

integrasi pembangunan yang menghubungkan aktor, kelembagaan, sumber daya, 

inovasi, dan rantai nilai agrifood dalam satu sistem pembangunan yang saling 

memperkuat. Melalui mekanisme tersebut, kawasan mampu meningkatkan 

produktivitas, memperkuat kelembagaan lokal, mendorong kolaborasi multipihak, 

meningkatkan kapasitas adaptif masyarakat, serta mewujudkan pertanian yang 

berkelanjutan. 

Sintesis ini menegaskan bahwa mediasi Pengembangan Kawasan 

Pertanian Tanaman Pangan bukan hanya merupakan temuan statistik, tetapi 
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merupakan temuan konseptual utama penelitian. Kawasan menjadi mekanisme 

yang menghubungkan inovasi sosial dan tata kelola kolaboratif dengan lima 

dimensi pertanian berkelanjutan, yaitu keberlanjutan ekonomi, sosial, lingkungan, 

kelembagaan, dan resiliensi sistem produksi. Oleh karena itu, Pengembangan 

Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi merupakan kontribusi 

konseptual yang memperkaya kajian Studi Pembangunan, khususnya dalam 

menjelaskan bagaimana transformasi sosial dan kolaborasi multipihak dapat 

diintegrasikan menjadi model pembangunan pertanian berbasis kawasan yang 

produktif, inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. 

5. Model Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan yang 

mengintegrasikan Social Entrepreneurship dan Pentahelix 

Collaboration dalm mewujudkan pertanian berkelanjutan. 

Penelitian ini tidak hanya menghasilkan bukti empiris mengenai hubungan 

antara Social Entrepreneurship, Pentahelix Collaboration, Pengembangan 

Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, dan Pertanian Berkelanjutan, tetapi juga 

menghasilkan suatu model pembangunan kawasan yang disusun melalui sintesis 

hasil analisis kuantitatif dan kualitatif menggunakan pendekatan Sequential 

Explanatory Mixed Methods. Model ini merupakan integrasi dari temuan statistik 

SEM-PLS dengan hasil wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis 

dokumen sehingga mampu menjelaskan tidak hanya hubungan antarvariabel, 

tetapi juga mekanisme pembangunan yang berlangsung dalam konteks Kabupaten 

Pasaman Barat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Social Entrepreneurship membentuk 

kapasitas transformasi sosial (social transformation capacity) melalui inovasi 

sosial, kepemimpinan lokal, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan 

kelembagaan ekonomi petani. Pada saat yang sama, Pentahelix Collaboration 

membangun kapasitas kolaboratif (collaborative capacity) melalui sinergi 

pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media dalam mendukung 

pembangunan pertanian berbasis kawasan. 

Kedua kapasitas tersebut tidak bekerja secara independen, tetapi 

berinteraksi melalui Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, yang 

berfungsi sebagai mekanisme integrasi pembangunan. Dalam mekanisme ini 

terjadi integrasi aktor, kelembagaan, sumber daya, inovasi, infrastruktur, dan 
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rantai nilai agrifood sehingga berbagai potensi pembangunan dapat dimanfaatkan 

secara sinergis. 

Berdasarkan sintesis hasil penelitian, mekanisme integrasi tersebut 

membentuk Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi, yaitu suatu sistem 

pembangunan kawasan yang menghubungkan lima bentuk integrasi, yaitu: 

1. Actor Integration, yaitu keterpaduan peran pemerintah, akademisi, dunia 

usaha, komunitas, media, dan local champion dalam pembangunan 

kawasan.  

2. Institutional Integration, yaitu penguatan hubungan antara kelompok tani, 

Gapoktan, LKMA, koperasi, KTNA, P4S, pemerintah nagari, penyuluh, 

dan kelembagaan adat sebagai institusi pendukung pembangunan kawasan.  

3. Collaborative Integration, yaitu berkembangnya koordinasi, kepercayaan, 

pembelajaran bersama, dan kemitraan antaraktor dalam pelaksanaan 

pembangunan kawasan.  

4. Resource Integration, yaitu keterpaduan pemanfaatan sumber daya 

manusia, sumber daya alam, teknologi, infrastruktur, pembiayaan, dan 

informasi dalam mendukung pembangunan pertanian.  

5. Agrifood Value Chain Integration, yaitu keterhubungan seluruh rantai nilai 

agrifood mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, mekanisasi, 

pascapanen, pengolahan, pemasaran, hingga konsumsi.  

Kelima bentuk integrasi tersebut menghasilkan Pertanian Berkelanjutan 

yang tidak hanya diwujudkan melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi 

usaha tani, tetapi juga melalui penguatan keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan 

sosial, keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan kelembagaan, serta resiliensi 

sistem produksi pertanian. Dengan demikian, keberlanjutan dipahami sebagai 

hasil dari proses integrasi pembangunan yang berlangsung secara berkelanjutan di 

tingkat kawasan. 
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Sumber: Hasil sintesis peneliti berdasarkan analisis SEM-PLS, wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen (2025). 

Gambar 4. 11.   Model Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi Berbasis Social Entrepreneurship dan 

Pentahelix Collaboration menuju Pertanian Berkelanjutan.
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E. Kebaruan (Novelty) 

Model yang dihasilkan dalam penelitian ini memiliki beberapa kebaruan 

dibandingkan model pembangunan pertanian yang telah berkembang sebelumnya. 

1 Penelitian ini menempatkan Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman 

Pangan bukan hanya sebagai pendekatan spasial, tetapi sebagai 

mekanisme integrasi pembangunan (development integration mechanism) 

yang menghubungkan berbagai aktor, kelembagaan, sumber daya, inovasi, 

dan sistem agrifood dalam satu kerangka pembangunan kawasan. 

2 Penelitian ini mengintegrasikan Social Entrepreneurship dan Pentahelix 

Collaboration ke dalam satu model pembangunan kawasan. Penelitian 

terdahulu umumnya menguji kedua konsep tersebut secara terpisah, 

sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa keduanya saling melengkapi 

dan bekerja melalui mekanisme pengembangan kawasan. 

3 Penelitian ini memperluas implementasi konsep Pertanian Berkelanjutan 

dengan menunjukkan bahwa keberlanjutan kawasan tidak hanya ditopang 

oleh dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, tetapi juga oleh 

keberlanjutan kelembagaan dan resiliensi sistem produksi pertanian yang 

muncul dari hasil sintesis analisis kualitatif. 

4 Penelitian ini menghasilkan konsep Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 

Terintegrasi, yaitu sistem pembangunan yang menghubungkan Actor 

Integration, Institutional Integration, Collaborative Integration, Resource 

Integration, dan Agrifood Value Chain Integration sebagai fondasi menuju 

pertanian berkelanjutan. 

F. Kontribusi terhadap Ilmu Studi Pembangunan 

Dalam perspektif Ilmu Studi Pembangunan, model ini memberikan 

kontribusi konseptual dengan memperluas pendekatan pembangunan kawasan 

dari orientasi spasial dan sektoral menjadi pendekatan sistem pembangunan 

terintegrasi. Pembangunan kawasan dipahami sebagai proses transformasi yang 

menghubungkan dimensi sosial, ekonomi, kelembagaan, lingkungan, dan tata 

kelola melalui kolaborasi multipihak yang berkelanjutan. 
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Model ini juga memperkaya penerapan Collaborative Governance 

Theory, Social Entrepreneurship Theory, Area-Based Agricultural Development, 

dan Sustainable Development Theory dengan menunjukkan bahwa efektivitas 

masing-masing pendekatan sangat ditentukan oleh kemampuan mengintegrasikan 

berbagai komponen pembangunan dalam satu sistem kawasan. Dengan demikian, 

model yang dihasilkan tidak hanya relevan bagi pembangunan pertanian tanaman 

pangan di Kabupaten Pasaman Barat, tetapi juga dapat menjadi kerangka 

konseptual bagi pengembangan kawasan pertanian di daerah lain dengan tetap 

memperhatikan karakteristik sosial, kelembagaan, dan sumber daya lokal. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN   

A. Kesimpulan 

1. Social Entrepreneurship berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten 

Pasaman Barat. Integrasi hasil kuantitatif dan kualitatif menunjukkan 

bahwa pengaruh tersebut berlangsung melalui penguatan kelembagaan 

ekonomi petani, inovasi lokal, kepemimpinan komunitas, pembelajaran 

kolektif, dan pemberdayaan masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa 

kewirausahaan sosial menjadi penggerak transformasi sosial yang 

memperkuat pembangunan kawasan pertanian secara terpadu. 

2. Pentahelix Collaboration berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten 

Pasaman Barat. Sintesis hasil Mixed Methods menunjukkan bahwa 

pengaruh tersebut diwujudkan melalui koordinasi, komunikasi, 

kepercayaan, pembagian peran, dan kemitraan antaraktor pembangunan. 

Temuan ini menegaskan bahwa tata kelola kolaboratif menjadi prasyarat 

penting dalam pembangunan kawasan pertanian berbasis agrifood.. 

3. Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Pertanian Berkelanjutan. Pengembangan kawasan 

berfungsi sebagai sistem integrasi yang memperkuat kelembagaan, rantai 

nilai agrifood, akses teknologi, dan akses pasar. Temuan ini menunjukkan 

bahwa kawasan tidak hanya merupakan pendekatan spasial, tetapi juga 

menjadi sistem pembangunan yang mendukung keberlanjutan ekonomi, 

sosial, dan lingkungan. 

4. Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan memediasi pengaruh 

Social Entrepreneurship dan Pentahelix Collaboration terhadap Pertanian 

Berkelanjutan. Integrasi hasil penelitian menunjukkan bahwa proses 

mediasi berlangsung melalui penguatan kelembagaan, kolaborasi 

multipihak, integrasi sumber daya, inovasi, dan pengembangan rantai nilai 

agrifood. Temuan ini menegaskan bahwa pengembangan kawasan 

merupakan mekanisme integrasi dalam pembangunan pertanian 
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berkelanjutan., kolaborasi, integrasi sumber daya, inovasi, serta 

pengembangan rantai nilai agrifood. Temuan ini menegaskan bahwa 

pembangunan kawasan bukan sekadar pendekatan spasial, tetapi menjadi 

mekanisme pembangunan yang menghubungkan berbagai komponen 

sistem agrifood secara terpadu.. 

5. Penelitian ini menghasilkan Model Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan Berkelanjutan sebagai kontribusi ilmiah utama dalam 

pengembangan Ilmu Studi Pembangunan. Model tersebut menempatkan 

Kawasan Pertanian Tanaman Pangan sebagai sistem pembangunan yang 

menghubungkan Social Entrepreneurship, Pentahelix Collaboration, serta 

lima dimensi integrasi menuju Pertanian Berkelanjutan. Model ini 

memperluas penerapan Collaborative Governance Theory dalam konteks 

pembangunan pertanian berbasis kawasan. 

B. Saran  

1.  Penguatan Social Entrepreneurship 

Pemerintah daerah perlu menjadikan penguatan Social Entrepreneurship 

sebagai prioritas pembangunan pertanian melalui peningkatan kapasitas 

kewirausahaan petani, pengembangan kepemimpinan komunitas, 

penguatan kelembagaan ekonomi petani, serta pemberdayaan inovasi 

lokal. Upaya tersebut penting karena hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Social Entrepreneurship merupakan faktor yang berpengaruh positif 

terhadap pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan dan secara 

tidak langsung memperkuat pertanian berkelanjutan melalui 

pengembangan kawasan. 

2.  Penguatan Pentahelix Collaboration  

Pemerintah daerah perlu memperkuat Pentahelix Collaboration melalui 

pembentukan forum kolaborasi yang melibatkan pemerintah, perguruan 

tinggi, pelaku usaha, komunitas petani, dan media secara berkelanjutan. 

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan koordinasi program, 

integrasi sumber daya, pertukaran pengetahuan, pengembangan inovasi, 

dan kemitraan agribisnis sehingga pembangunan kawasan dapat 

dilaksanakan secara lebih efektif dan berkelanjutan. 
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3.  Implementasi Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 

Terintegrasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengembangan Kawasan Pertanian 

Tanaman Pangan merupakan mekanisme integrasi yang memperkuat 

hubungan antara Social Entrepreneurship, Pentahelix Collaboration, dan 

Pertanian Berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan pertanian daerah 

disarankan menggunakan pendekatan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 

Terintegrasi sebagai strategi pembangunan yang menghubungkan aktor, 

kelembagaan, sumber daya, inovasi, dan rantai nilai agrifood dalam satu 

sistem pembangunan yang terpadu. 

2. Implementasi Model dalam Kebijakan Pembangunan 

Model Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan 

yang dihasilkan dalam penelitian ini disarankan menjadi salah satu 

referensi dalam penyusunan kebijakan pembangunan pertanian berbasis 

kawasan, baik di Kabupaten Pasaman Barat maupun pada daerah lain yang 

memiliki karakteristik serupa. Implementasi model perlu disesuaikan 

dengan kondisi sosial, kelembagaan, kapasitas daerah, dan karakteristik 

sistem agrifood masing-masing wilayah. 

3. Pengembangan Penelitian Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya disarankan menguji model pada wilayah, 

komoditas, dan karakteristik sosial yang berbeda untuk menguji validitas 

eksternal model. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengembangkan 

model dengan memasukkan variabel lain, seperti transformasi digital 

pertanian, kepemimpinan daerah, pembiayaan pertanian, adaptasi 

perubahan iklim, dan inovasi teknologi, sehingga model pembangunan 

pertanian berkelanjutan menjadi lebih komprehensif. 

C. Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini dilakukan pada empat kawasan pertanian tanaman pangan di 

Kabupaten Pasaman Barat. Oleh karena itu, hasil penelitian tidak 

dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara statistik ke seluruh wilayah 

Indonesia, tetapi lebih diarahkan pada generalisasi analitik, yaitu pada 
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wilayah yang memiliki karakteristik sosial, kelembagaan, dan sistem 

agrifood yang relatif serupa. 

2. Penelitian menggunakan desain survei dengan pendekatan cross-sectional, 

sehingga hubungan antarvariabel yang ditemukan menggambarkan kondisi 

pada waktu penelitian dilakukan. Perubahan dinamika kebijakan, 

kelembagaan, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat pada periode 

berikutnya berpotensi memengaruhi hubungan antarvariabel. 

3. Model penelitian hanya memasukkan Social Entrepreneurship, Pentahelix 

Collaboration, dan Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 

sebagai variabel penjelas pertanian berkelanjutan. Masih terdapat faktor 

lain yang berpotensi memengaruhi pertanian berkelanjutan, seperti 

kepemimpinan daerah, kapasitas kelembagaan pemerintah, akses 

pembiayaan, transformasi digital pertanian, perubahan iklim, dan 

kebijakan nasional yang belum dianalisis dalam penelitian ini 

4. Tahap kualitatif melibatkan informan yang dipilih secara purposive untuk 

menjelaskan hasil kuantitatif. Meskipun telah dilakukan triangulasi 

sumber, metode, dan data, interpretasi hasil tetap dipengaruhi oleh konteks 

lokal Kabupaten Pasaman Barat sehingga implementasi model pada daerah 

lain memerlukan penyesuaian terhadap kondisi sosial, kelembagaan, dan 

karakteristik wilayah masing-masing. 
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Lampiran 1. Data Sosial Ekonomi Kabupaten Pasaman Barat 

Tabel. Luas Daerah Menurut Kecamatan Tahun 2024 

Kecamatan Total Luas Daerah  

(Km
2
) 

Sungai Baremas 440,48 

Ranah Batahan 354,88 

Koto Balingga 340,78 

Sungai Aur 420,16 

Lembah Malintang 263,77 

Gunung Tuleh 453,97 

Talamau 324,24 

Pasaman 508,93 

Luhak Nan Duo 174,21 

Sasak Ranah Pasisie 123,71 

Kinali 482,64 

Pasaman Barat 3.887,77 

Sumber: BPS Kabupaten Pasaman Barat, 2024 

Tabel. Luas Lahan Berdasarkan Penggunaan Tahun 2024 

Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentase (%) 

Lahan Sawah 8.873 2,28 

Lahan Pertanian Bukan Sawah 320.698 82,49 

Lahan Bukan Pertanian 59.206 15,23 

Total 388.777 100,00 

Sumber: BPS Kabupaten Pasaman Barat, 2024 
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Tabel Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasakan Kecamatan di 

Kabupaten Pasaman Barat 2024 

Kecamatan   Pertumbuhan 

 (%) 

Sungai Baremas 29.610 1,91 

Ranah Batahan 28.940 1,39 

Koto Balingga 32.200 1,41 

Sungai Aur 37.920 1,37 

Lembah Malintang 52.000 1,44 

Gunung Tuleh 25.610 1,55 

Talamau 31.200 1,24 

Pasaman 82.690 1,85 

Luhak Nan Duo 46.550 1,46 

Sasak Ranah Pasisie 15.530 1,04 

Kinali 74.220 1,32 

Pasaman Barat 456.470 1,49 

Sumber: BPS Kabupaten Pasaman Barat, 2024 

 

Tabel.  Komposisi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten 

Pasaman Barat Tahun 2024 

Tingkat Pendidikan Bekerja 

(Jiwa) 

Persentase (%) 

< SD 69.023 32,88 

SLTP 39.196 18,67 

SLTA 71.368 33,99 

Perguruan Tinggi 30.347 14,46 

Jumlah Total 209.934 100,00 

Sumber: BPS Kabupaten Pasaman Barat, 2024 
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Tabel PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023-2024 (Milyar Rp) 

Lapangan Usaha 

2024 (Miliar 

Rp) 

Kontribusi 

(%) 

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 8.499,11 40,25 

Perdagangan 2.759,58 13,07 

Industri Pengolahan 2.708,80 12,83 

Konstruksi 1.627,06 7,70 

Informasi dan Komunikasi 1.227,51 5,81 

Lapangan usaha lainnya 4.293,60 20,34 

Total PDRB 21.115,66 100,00 

Sumber: BPS Kabupaten Pasaman Barat, 2024 

 

Tabel. Kelembagaan pada Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Talamau 

No Uraian Jumlah 

Kelom 

pok Tani 

Jumlah 

Anggota 

Kelompok 

(Orang) 

Luas 

Lahan 

(Ha) 

Luas lahan 

dengan 

Indeks 

Pertanaman 

(IP) 2 (Ha) 

Produktiv

itas 

(Ton/Ha) 

GKP 

1 WKPP 

Tabek Sirah 

18 548 313 68 5,1  

2 WKPP 

Sungai 

Janih 

11 498 282 110 5,1  

3 WKPP 

Kemajuan 

8 244 127 38 5,1  

4 WKPP 

Kemakmu 

an 

5 242 107 48 5,1  

  36 1.532 829 264  

Keterangan:  

WKPP = Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian 

GKP  =  Gabah Kering Panen 

Sumber:  Diolah dari data Kelompok Tani Kecamatan Talamau.(2025) 
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Tabel Potret Kawasan Padi di WKPP BUNUIK Nagari Bunut Kecamatan 

Kinali 

No Nama 

Kelompok Tani 

Jumlah 

Anggota 

Kelompok 

(Orang) 

Luas 

Lahan 

(Ha) 

Luas lahan 

dengan 

Indeks 

Pertanaman 

(IP) > 2 (Ha) 

Produktivitas 

(Ton/Ha) 

GKP 

 WKPP Bunuik 265 269,8   

1 Usaha Maju 33 25,00 25,00 5,5 

2 Hidup Baru 26 27,66 27,66 5,5  

3 Tanas Baru 25.  35,11 35,11 5,5  

4 Sialang Jaya 1 37 35,40 35,40 5,5  

5 Sialang Jaya 2 37 34,99 34,99 5,5  

6 Sialang Jaya 3 33 29,17 29,17 5,5  

7 Sialang Jaya 4 42 27,11 27,11 5,5  

8 Sialang Jaya 5 50 35,40 35,40 5,5  

9 Sialang Jaya  6 19 19,96 19,96 5,5  

Keterangan:  

WKPP = Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian 

GKP  =  Gabah Kering Panen 

 

Tabel Potret Kelembagaan pada Kawasan Padi WKPP Saroha di Nagari 

Saroha Kecamatan Lembah Malintang 

No Nama WKPP dan 

Kelompok Tani 

Jumlah 

Anggota 

Kelompok 

(Orang) 

Luas 

Lahan 

(Ha) 

Luas lahan 

dengan 

Indeks 

Pertanaman 

(IP) >2 (Ha) 

Produktivitas 

(Ton/Ha) 

GKP 

 WKPP Saroha 301 325,49 325,49  

1 Gemilang 20 35,11 35,11 5,1 

2 Karsa Pemuda 

Manambin 

23 35,11 35,11 5,1 

3 Manambin Nauli 32 29,00 29,00 5,1 

4 Pelita Jaya 21 35,40 35,40 5,1 

5 Sahabat Salido 22 24,99 24,99 5,1 

6 Sakinah 27 29,17 29,17 5,1 

7 Tanjung Harapan 21 27,11 27,11 5,1 

8 Tanjung Jaya 20 25,10 25,10 5,1 

9 Banjar Baru 29 19,96 19,96 5,1 

10 Berkah 23 25,12 25,12 5,1 

11 Karsa Pemuda Sijanih 17 17,67 17,67 5,1 

12 Maju Saroha 46 29,30 29,30 5,1 
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13 Manambin Saiyo 16 15,40 15,40 5,1 

14 Prima Mandiri 23 24,09 24,09 5,1 

15 Subur Jaya 21 18,71 18,71 5,1 

16 Waspada 22 16,11 16,11 5,1 

Keterangan: WKPP = Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian 

Sumber: Diolah dari data Kelompok Tani Kecamatan Lembag Malintang, DTPH 

Pasaman Barat (2025). 
 

Tabel. Potret Kelembagaan pada Kawasan Padi di Sawah Salak Laweh 

Nagari Desa Baru Kecamatan Ranah Batahan 

No Nama 

Kelompok 

Tani 

Jumlah 

Anggota 

Kelompok 

(Orang) 

Luas 

Lahan 

(Ha) 

Luas lahan 

dengan Indeks 

Pertanaman (IP)  

> 2 (Ha) 

Produktivitas 

(Ton/Ha) 

GKP 

 WKPP Desa 

Baru 

447 389,94   

1 Sri Rejeki 42 28,91 28,91 5,5 

2 Jalan Lurus 32 29,26 29,26 5,5 

3 Sri Murni 42 42,06 42,06 5,5 

4 Sri Mulya 56 25,89 25,89 5,5 

5 Sawahan 41 35,40 35,40 5,5 

6 Suwok Wongsi 33 27,29 27,29 5,5 

7 Gunung Sari 28 27,1 27,1 5,5 

8 Sri Raharjo 12 13,75 13,75 5,5 

9 Salak Laweh 

Barat 

21 22,10 22,10 5,5 

10 Sido Rukun 28 27,60 27,60 5,5 

11 Jalur Tengah 35 38,20 38,20 5,5 

12 Karya Mukti 47 37,52 37,52 5,5 

13 Karya Mandiri 30 34,86 34,86 5,5 

Keterangan: WKPP = Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian 

Sumber:  Diolah dari data Kelompok Tani Kecamatan Kinali, DTPH Pasaman 

Barat (2025). 
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Lampiran 2. Kuesioner Penelitian Kuantitative 

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i 

Responden Penelitian 

di Tempat 

Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama :  Sukarli 

Kelembagaan :   Universitas Andalas 

Program Studi :  Program Doktor Studi Pembangunan  

Judul Penelitian : Model Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman 

Pangan untuk Mewujudkan Pertanian 

Berkelanjutan melalui Implementasi Social 

Entrepreneurship  dan Pentahelix Collaboration 

Mengadakan penelitian untuk tujuan akademik, yaitu dalam rangka penelitian 

studi Doktoral/Disertasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis peran Social Entrepreneurship  dalam mewujudkan 

kawasan pertanian berkelanjutan, 

2. Menganalisis peran kolaborasi Pentahelix dalam mendukung pertanian 

berkelanjutan, dan 

3. Mengintegrasikan Social Entrepreneurship  dan Pentahelix ke dalam 

model kawasan pertanian tanaman pangan yang berkelanjutan. 

Kuesioner ini disusun untuk menggali persepsi dan pengalaman 

Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam 

pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan. 

a. Petunjuk Pengisian Kuesioner: 

1. Bacalah setiap pernyataan dengan cermat. 

2. Beri tanda (✔) pada salah satu angka yang sesuai dengan pendapat 

Bapak/Ibu/Saudara/i berdasarkan skala berikut: 

Nilai 
eterangan 

1 Sangat Tidak Setuju (STS) 

2 Tidak Setuju (TS) 
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3 Ragu-ragu / Netral (N) 

4 Setuju (S) 

5 Sangat Setuj
 (SS) 

3. Tidak ada jawaban benar atau salah. Jawablah sesuai dengan pendapat 

dan pengalaman pribadi. 

4. Semua jawaban akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk 

kepentingan penelitian akademik. 

b. Pernyataan Etika Penelitian 

Dengan mengisi kuesioner ini, Bapak/Ibu/Saudara/i telah 

memberikan persetujuan sukarela (informed consent) untuk berpartisipasi 

dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan tidak akan digunakan untuk 

kepentingan lain selain analisis ilmiah. 

c. Ucapan Terima Kasih 

Kami sangat berterima kasih atas waktu, perhatian, dan kesediaan 

Bapak/Ibu/Saudara/i untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. 

Partisipasi Anda sangat berharga dalam upaya mewujudkan model kawasan 

pertanian berkelanjutan di daerah kita. 

Hormat saya, 

Peneliti, 

(ttd) 

SUKARLI 

Email: sukarlisumarjo2@gmail.com 

HP/WA: 081277880255 
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KUESIONER PENELITIAN 

Judul Penelitian 

Model Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dalam 

Mewujudkan Pertanian Berkelanjutan melalui Implementasi Social 

Entrepreneurship dan Pentahelix Collaboration di Kabupaten Pasaman Barat 

Identitas Responden 

1. Nama Responden : ....................................................  

2. Umur : .......... Tahun  

3. Jenis Kelamin : 

☐ Laki-laki 

☐ Perempuan  

4. Pendidikan Terakhir : 

☐ Tidak Sekolah 

☐ SD/Sederajat 

☐ SMP/Sederajat 

☐ SMA/Sederajat 

☐ Diploma 

☐ Sarjana 

☐ Pascasarjana  

5. Pekerjaan Utama : 

☐ Petani 

☐ Buruh Tani 

☐ Pedagang 

☐ Wiraswasta 

☐ ASN 

☐ Lainnya: ............................  

6. Lama Berusaha Tani Padi Sawah : .......... Tahun  

7. Luas Lahan Usahatani : .......... Ha  

8. Nama Kelompok Tani : ....................................................  

9. Nagari/Kecamatan : ....................................................  

Petunjuk Pengisian 

Bapak/Ibu diminta memberikan jawaban sesuai dengan kondisi dan pengalaman 

yang dirasakan dalam kegiatan pengembangan kawasan pertanian tanaman 

pangan di Kabupaten Pasaman Barat. 
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Berikan tanda centang (✓) pada salah satu pilihan jawaban berikut: 

Skor Kategori Jawaban 

1 Sangat Tidak Setuju (STS) 

2 Tidak Setuju (TS) 

3 Cukup Setuju (CS) 

4 Setuju (S) 

5 Sangat Setuju (SS) 

A. Social Entrepreneurship (X1) 

No Kode Pernyataan 1 2 3 4 5 

1 X1-1.1 
Petani atau kelompok tani di kawasan ini mampu 

menciptakan inovasi dalam kegiatan usaha tani. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2 X1-1.2 

Petani atau kelompok tani mampu menemukan 

solusi terhadap permasalahan pertanian yang 

dihadapi. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3 X1-2.1 
Kegiatan pembangunan pertanian di kawasan ini 

memperkuat kapasitas kelompok tani. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4 X1-2.2 
Komunitas petani terlibat aktif dalam pembangunan 

pertanian di kawasan ini. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5 X1-3.1 
Kerja sama antar pelaku pertanian di kawasan ini 

berjalan dengan baik. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6 X1-3.2 
Jaringan agribisnis petani di kawasan ini semakin 

kuat. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7 X1-4.1 
Kegiatan pertanian di kawasan ini memberikan 

manfaat ekonomi bagi masyarakat. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8 X1-4.2 
Kegiatan pertanian di kawasan ini meningkatkan 

kesejahteraan petani. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9 X1-5.1 
Petani di kawasan ini mampu menghadapi 

perubahan iklim, pasar, dan kebijakan pertanian. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

10 X1-5.2 
Usaha pertanian di kawasan ini dapat terus berjalan 

secara berkelanjutan. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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B. Pentahelix Collaboration (X2) 

No Kode Pernyataan 1 2 3 4 5 

11 X2-1.1 
Koordinasi antaraktor pembangunan pertanian di 

kawasan ini berjalan dengan baik. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

12 X2-1.2 
Program pertanian dari berbagai pihak di kawasan ini 

saling mendukung dan terintegrasi. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13 X2-2.1 
Informasi pertanian mudah diperoleh oleh petani di 

kawasan ini. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

14 X2-2.2 
Transfer teknologi pertanian kepada petani berjalan 

dengan baik. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

15 X2-3.1 
Dukungan sumber daya pembangunan pertanian 

tersedia dengan baik. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

16 X2-3.2 
Kemitraan agribisnis antara petani dan pihak lain 

berjalan dengan baik. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

17 X2-4.1 
Pemerintah terlibat aktif dalam pembangunan 

pertanian di kawasan ini. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

18 X2-4.2 
Akademisi atau perguruan tinggi terlibat dalam 

mendukung pembangunan pertanian di kawasan ini. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

19 X2-4.3 
Dunia usaha mendukung pemasaran dan 

pengembangan agribisnis kawasan. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

20 X2-4.4 
Komunitas dan media mendukung penyebaran 

informasi pertanian. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

21 X2-5.1 
Tata kelola pembangunan pertanian di kawasan ini 

berjalan efektif. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

22 X2-5.2 
Pengambilan keputusan pembangunan pertanian 

melibatkan berbagai pihak. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

23 X2-5.3 
Peran masing-masing aktor pembangunan pertanian 

sudah jelas. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

C. Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan (Z) 

No Kode Pernyataan 1 2 3 4 5 

24 Z1.1 
Kegiatan produksi dan pemasaran hasil pertanian di 

kawasan ini sudah terintegrasi. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

25 Z1.2 
Rantai agribisnis dari hulu sampai hilir sudah saling 

terhubung. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

26 Z2.1 
Infrastruktur pertanian tersedia dengan baik di kawasan 

ini. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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No Kode Pernyataan 1 2 3 4 5 

27 Z2.2 
Dukungan teknologi, penyuluhan, dan sarana produksi 

tersedia bagi petani. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

28 Z3.1 
Kelembagaan kawasan pertanian berfungsi mendukung 

pembangunan pertanian. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

29 Z3.2 
Tata kelola kawasan pertanian berjalan secara terarah 

dan terkoordinasi. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

30 Z4.1 
Petani memiliki akses pasar yang baik untuk menjual 

hasil pertanian. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

31 Z4.2 
Kemitraan pemasaran dan agribisnis berjalan dengan 

baik. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

32 Z5.1 
Pembangunan pertanian di kawasan ini terintegrasi 

dengan pembangunan wilayah. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

33 Z5.2 
Pengembangan kawasan pertanian memperkuat 

ekonomi dan sosial masyarakat. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

D. Pertanian Berkelanjutan (Y) 

No Kode Pernyataan 1 2 3 4 5 

34 Y1.1 Pendapatan petani di kawasan ini relatif stabil. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

35 Y1.2 
Usaha tani di kawasan ini memiliki prospek untuk terus 

berlanjut. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

36 Y2.1 
Petani berpartisipasi aktif dalam pembangunan 

pertanian. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

37 Y2.2 Kelembagaan sosial petani semakin kuat. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

38 Y3.1 Petani menerapkan praktik pertanian ramah lingkungan. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

39 Y3.2 
Petani menjaga kelestarian tanah, air, dan sumber daya 

alam pertanian. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

40 Y4.1 
Petani mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan 

iklim. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

41 Y4.2 
Produksi pertanian cukup tahan terhadap gangguan 

iklim dan risiko produksi. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

42 Y5.1 
Kebijakan pembangunan pertanian berjalan secara 

konsisten. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

43 Y5.2 
Koordinasi dan kelembagaan pertanian berjalan secara 

berkelanjutan. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini. 
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Lampiran 3. Hasil Uji SEM-PLS 

HASIL OLAHAN SEM-PLS 

Model 1 
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Hasil Outer Model 1 

 

X1 X2 Y Z 

X1-1.1 0.746       

X1-1.2 0.730       

X1-2.1. 0.571       

X1-2.2 0.737       

X1-3.1. 0.758       

X1-3.2 0.790       

X1-4.1 0.736       

X1-4.2 0.792       

X1-5.1. 0.232       

X1.5.2. 0.539       

X2-1.1   0.760     

X2-1.2   0.692     

X2-2.1.   0.823     

X2-2.2.   0.287     

X2-3.1.   0.773     

X2-3.2.   0.803     

X2-4.1   0.793     

X2-4.2   0.323     

X2-4.3   0.337     

X2-4.4   0.314     

X2-5.1.   0.703     

X2-5.2.   0.392     

X2-5.3.   0.455     

Y1-1     0.947   

Y1-2     0.781   

Y2-1     0.954   

Y2-2     0.769   

Y3-1     0.319   

Y3-2     0.916   

Y4-1     0.373   

Y4-2     0.918   

Y5-1     0.938   

Y5-2     0.784   

Z1-1       0.176 

Z1-2       0.940 

Z2-1.       0.950 

Z2-2       0.932 

Z3-1.       0.839 

Z3-2       0.549 

Z4-1       0.758 

Z4-2       0.779 

Z5-1       0.746 

Z5-2       0.085 
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Hasil Validitas dan Reliabilitas 

 

Cronbach's 

alpha 

Composite 

reliability 

(rho_a) 

Composite 

reliability 

(rho_c) 

Average variance 

extracted (AVE) 

X1 0.870 0.892 0.892 0.467 

X2 0.849 0.879 0.872 0.374 

Y 0.926 0.956 0.943 0.642 

Z 0.873 0.920 0.909 0.543 

 

Keterangan: 

Pada hasil validitas dan reliabilitas nilai AVE untuk X1 dan X2 < 0,50 artinya 

data belum valid, sehingga dilakukan eliminasi untuk konstruk atau indicator pada 

variable X1 dan X2 untuk nilai < 0,60 dan nilai konstruk terendah untuk Z dan Y. 
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Model 2 Setelah Eleminasi konstruk 
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Hasil Outer Model 2 

 

X1 X2 Y Z 

X1-1.1 0.754 

   X1-1.2 0.740 

   X1-2.1. 0.567 

   X1-2.2 0.746 

   X1-3.1. 0.760 

   X1-3.2 0.797 

   X1-4.1 0.746 

   X1-4.2 0.798 

   X1.5.2. 0.532 

   X2-1.1 

 

0.738 

  X2-1.2 

 

0.693 

  X2-2.1. 

 

0.865 

  X2-3.1. 

 

0.812 

  X2-3.2. 

 

0.845 

  X2-4.1 

 

0.822 

  Y1-1 

  

0.948 

 Y1-2 

  

0.786 

 Y2-1 

  

0.955 

 Y2-2 

  

0.773 

 Y3-2 

  

0.916 

 Y4-2 

  

0.920 

 Y5-1 

  

0.938 

 Y5-2 

  

0.788 

 Z1-2 

   

0.941 

Z2-1. 

   

0.951 

Z2-2 

   

0.936 

Z3-1. 

   

0.837 

Z3-2 

   

0.563 

Z4-1 

   

0.756 

Z4-2 

   

0.783 

Z5-1 

   

0.747 
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Hasil Validitas dan Reliabilitas Model 2 

 

Cronbach's 

alpha 

Composite 

reliability 

(rho_a) 

Composite 

reliability 

(rho_c) 

Average 

variance 

extracted 

(AVE) 

X1 0.893 0.915 0.906 0.520 

X2 0.899 0.949 0.913 0.637 

Y 0.958 0.959 0.965 0.776 

Z 0.928 0.933 0.943 0.678 

 

Keterangan: 

Berdasarkan nilai outer moleh diperoleh nilai > 0,5 dan ada yang > 0,70 dan 

menurut Hair jika ada nilai konstruk outer model > 0,50 tetapi nilai Cronbach‘s 

alpha >0.60, Composite reliability (rho_c) > 0,70 dan AVE > 0,50 maka data lolos 

uji outer model dan data valid dan reliabel. Maka bisa lanjut ke analisis 

selanjutnya untuk melihat hubungan antar veriabel 

 

R-Square 

 

R-square R-square adjusted 

Y 0.454 0.449 

Z 0.191 0.185 
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Pengujian Hipotesis Boostrainm 
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Hasil Path Cooefisien 

 

Original 

sample 

(O) 

Sample 

mean 

(M) 

Standard 

deviation 

(STDEV) 

T statistics 

(|O/STDEV|) P values 

X1 -> Y 0.456 0.457 0.041 11.237 0.000 

X1 -> Z 0.166 0.165 0.057 2.940 0.002 

X2 -> Y 0.074 0.078 0.026 2.900 0.002 

X2 -> Z 0.212 0.220 0.041 5.153 0.000 

Z -> Y 0.367 0.365 0.044 8.430 0.000 

 

Indirect Effect 

 

Original 

sample 

(O) 

Sample 

mean 

(M) 

Standard 

deviation 

(STDEV) 

T statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

values 

X1 -> Z -> Y 0.061 0.060 0.021 2.895 0.002 

X2 -> Z -> Y 0.078 0.080 0.017 4.513 0.000 
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Berdasarkan hasil diatas maka hipotesis sebagai berikut: 

N

o 

Keteranga

n 

Hipotesis Koefisie

n/ 

Original 

sample 

(O) 

Tstatisti

k 

Pvalu

e 

Keteranga

n 

1 X1 -> Y Social 

Entrepreneurshi

p berpengaruh 

positif terhadap 

Pertanian 

berkelanjutan 0.456 11.237 0.000 

Diterima 

2 X1 -> Z Social 

Entrepreneurshi

p berpengaruh 

positif terhadap 

pembangunan 

kawasan 

pertanian. 0.166 2.940 0.002 

Diterima 

3 X2 -> Y Pentahelix 

Collaboration 

berpengaruh 

positif terhadap 

pertanian 

berkelanjutan 0.074 2.900 0.002 

Diterima 

4 X2 -> Z Pentahelix 

Collaboration 

berpengaruh 

positif terhadap 

pembangunan 

kawasan 

pertanian. 0.212 5.153 0.000 

Diterima 

5 Z -> Y Pembangunan 

kawasan 

pertanian 

berpengaruh 

positif terhadap 

pertanian 

berkelanjutan. 0.367 8.430 0.000 

Diterima 

6 

X1 -> Z -> 

Y 

Pembangunan 

kawasan 

pertanian 

memediasi 
0.061 2.895 0.002 

Diterima 
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pengaruh Social 

Entrepreneurshi

p terhadap 

pertanian 

berkelanjutan. 

7 

X2 -> Z -> 

Y 

Pembangunan 

Kawasan 

Pertanian 

memediasi 

pengaruh 

Pentahelix 

Collaboration 

terhadap 

Pertanian 

Berkelanjutan 0.078 4.513 0.000 

Diterima 

 

 



370 
 

Hasil Uji P -Value 
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Lampiran 4. Panduan Wawancara Mendalam 

No Responden  :  

Tanggal Wawancara :   

HP  : 

Panduan Wawancara Penelitian Kualitatif 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Perkenalkan, saya Sukarli, mahasiswa Program Doktor (S3) Program 

Studi Pembangunan Pertanian. Saat ini saya sedang melakukan penelitian disertasi 

dengan judul: "Model Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan 

dalam Mewujudkan Pertanian Berkelanjutan melalui Implementasi Social 

Entrepreneurship  dan Pentahelix Collaboration" 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Social 

Entrepreneurship  dan Pentahelix Collaboration dalam mendorong inovasi 

pertanian tanaman pangan di Kabupaten Pasaman Barat, serta mengidentifikasi 

strategi pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan yang melibatkan 

berbagai pihak. 

Bapak/Ibu/Saudara menjadi salah satu informan yang saya pilih karena 

memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam kegiatan 

pertanian tanaman pangan atau dalam mendukung pengembangannya. 

Jawaban Bapak/Ibu/Saudara akan menjadi sumber informasi penting 

untuk menghasilkan analisis yang akurat dan bermanfaat bagi pengembangan 

pertanian di daerah ini. 

Seluruh informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya, hanya 

digunakan untuk keperluan akademik, dan tidak akan dipublikasikan secara 

individual. 

Wawancara ini bersifat terbuka dan tidak ada jawaban benar atau salah. 

Mohon berikan jawaban sesuai dengan pengalaman dan pandangan 

Bapak/Ibu/Saudara. 

Atas partisipasi dan kerja sama yang baik, saya ucapkan terima kasih. 

 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Hormat saya, 

 

Sukarli 

Mahasiswa Program Doktor (S3)  

Program Studi Pembangunan  

Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas 
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I. Identitas Responden (Opsional/ sesuai etika penelitian) 

a. Nama (boleh disamarkan): 

b. Usia: 

c. Jenis kelamin: 

d. Pekerjaan/Jabatan: 

e. Sudah berapa Lama terlibat di pertanian tanaman pangan: 

II. Pembukaan & Pertanyaan Umum 

1. Bagaimana kondisi pertanian tanaman pangan di wilayah Bapak/Ibu saat 

ini? 

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui atau pernah terlibat dalam kegiatan yang 

dipelopori oleh pelaku Social Entrepreneurship  di bidang pertanian? 

3. Menurut Bapak/Ibu, apa yang membedakan social entrepreneur dengan 

pelaku usaha biasa di sektor pertanian? 

III. Eksplorasi Peran Social Entrepreneurship  

1. Menciptakan Lapangan Kerja & Peluang Usaha 

a. Apakah ada lapangan kerja baru yang tercipta dari kegiatan social 

entrepreneur di sini? 

b. Siapa saja yang biasanya direkrut atau dilibatkan dalam kegiatan tanaman 

pangan ini? 

c. Apakah ada program membantu masyarakat memulai usaha di sektor 

pertanian atau pengolahan hasilnya? 

d. Bagaimana social entrepreneur membantu masyarakat mendapatkan akses 

modal atau pasar untuk memulai usaha? 

2. Meningkatkan Kesejahteraan Petani 

a. Apakah pendapatan atau kesejahteraan petani meningkat sejak terlibat 

dalam program tersebut? 

b. Apakah ada bantuan akses teknologi atau peralatan untuk meningkatkan 

produktivitas? 

c. Apakah ada pelatihan atau pendampingan teknik budidaya? 

d. Bagaimana mereka membantu membuka akses pasar bagi produk petani? 

3. Mendorong Pertanian Berkelanjutan 

a. Apakah ada teknik ramah lingkungan atau pertanian organik yang 

dikenalkan? 

b. Bagaimana reaksi petani terhadap teknik tersebut? 

c. Apakah ada pelatihan pengelolaan sumber daya alam yang efisien? 

d. Apakah ada upaya mengurangi penggunaan bahan kimia pertanian? 

4. Mengembangkan Produk Pertanian Bernilai Tambah 
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a. Apakah hasil pertanian diolah menjadi produk lain yang bernilai jual lebih 

tinggi? 

b. Apakah petani dilibatkan dalam pengolahan dan pemasaran produk 

tersebut? 

c. Apakah ada pelatihan pengemasan atau branding produk dari pelaku sosial 

entrepreneur? 

d. Apakah diberikan pelatihan perencanaan strategi pemasaran? Bagaimana 

strategi pemasaran yang diajarkan? 

5. Memperkuat Ketahanan Pangan 

a. Bagaimana social entrepreneur membantu menjaga ketersediaan pangan 

di daerah ini? 

b. Apakah ada program diversifikasi tanaman pangan? 

c. Apakah ada upaya mengurangi ketergantungan pada pasokan luar daerah? 

d. Apakah ada sistem penyimpanan atau distribusi pangan yang dibangun? 

6. Memberdayakan Masyarakat Pedesaan 

a. Program pemberdayaan apa saja yang dilakukan? 

b. Siapa saja target pemberdayaannya? 

c. Bagaimana cara membangun kemandirian petani? 

d. Apakah ada pembentukan kelompok tani baru? 

7. Menjadi Agen Perubahan Sosial 

a. Apakah kegiatan dari pelaku sosial entrepreneur mengubah cara pandang 

masyarakat terhadap pertanian? 

b. Apakah ada upaya menarik minat generasi muda ke pertanian? 

c. Apakah mereka terlibat dalam advokasi kebijakan lokal? 

d. Bagaimana mereka memotivasi masyarakat untuk melakukan inovasi? 

IV.  Eksplorasi Tujuan 2: Peran Pentahelix Collaboration dalam 

Mewujudkan Pertanian Berkelanjutan 

Pengantar ke bagian ini (dibacakan oleh pewawancara): 

"Selain Social Entrepreneurship , penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana 

peran kolaborasi lima unsur Pentahelix — yaitu pemerintah, akademisi, pelaku 

bisnis, komunitas/masyarakat, dan media — dalam mendukung pertanian 

berkelanjutan khususnya di sektor tanaman pangan di Kabupaten Pasaman Barat. 

Seluruh pertanyaan berikut akan membantu memahami kontribusi dan tantangan 

masing-masing unsur." 

1. Pemerintah (Government) 

a. Bagaimana dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan 

pertanian tanaman pangan di wilayah ini? 

b. Apakah ada kebijakan atau regulasi khusus yang membantu keberlanjutan 

pertanian? 

c. Bagaimana peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas atau 

infrastruktur pertanian (misalnya irigasi, jalan tani, alsintan)? 
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d. Apakah pemerintah memberikan pelatihan atau pendampingan kepada 

petani? 

e. Bagaimana pemerintah memfasilitasi pemasaran atau promosi produk 

pertanian daerah ini? 

 

2. Akademisi (Academia) 

a. Apakah ada keterlibatan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dalam 

pengembangan pertanian di daerah ini? 

b. Apakah ada riset atau teknologi pertanian yang diperkenalkan oleh 

akademisi? 

c. Bagaimana akademisi membantu dalam memberikan pelatihan atau 

edukasi kepada petani? 

d. Bagaimana bentuk pelatihan atau edukasi yang diberikan? 

e. Apakah petani terlibat dalam program sekolah lapang atau kegiatan 

penelitian? 

f. Menurut Bapak/Ibu, seberapa relevan inovasi yang dibawa oleh akademisi 

untuk kondisi pertanian di sini? 

g. Apakah kolaborasi ini berkelanjutan atau hanya bersifat sementara? 

 

3. Pelaku Bisnis (Business) 

a. Apakah ada kemitraan dengan pihak swasta untuk pemasaran atau 

pengolahan hasil? 

b. Apakah mereka membantu pembelian hasil panen dengan harga yang 

menguntungkan petani? 

c. Apakah pelaku bisnis memberikan dukungan modal atau fasilitas usaha 

bagi petani? 

d. Bagaimana peran mereka dalam memperluas akses pasar untuk produk 

pertanian? 

e. Apakah pelaku bisnis ikut serta dalam program pengolahan produk 

pertanian bernilai tambah? 

f. Bagaimana pembagian keuntungan atau risiko dalam kolaborasi ini? 

g. Apakah menurut Bapak/Ibu koordinasi antara pelaku bisnis dengan petani? 

4.  Komunitas/Masyarakat (Community) 

a. Bagaimana peran kelompok tani, koperasi, atau komunitas lokal dalam 

mendukung pertanian berkelanjutan? 

b. Apakah ada gotong royong atau kerja sama antarpetani dalam mengelola 

lahan atau memasarkan hasil panen? 

c. Apakah ada program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat yang 

mendukung petani? 

d. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan 

pertanian (misalnya konservasi tanah, pengelolaan air)? 

e. Apakah menurut Bapak/Ibu koordinasi antar sesama petani? 
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5.  Media 

a. Apakah media lokal atau nasional berperan dalam mempromosikan produk 

pertanian dari daerah ini? 

b. Bagaimana media membantu menyebarkan informasi tentang teknologi 

atau praktik pertanian berkelanjutan? 

c. Apakah media digunakan untuk membangun citra positif produk pertanian 

daerah ini? 

d. Menurut Bapak/Ibu, seberapa besar pengaruh media terhadap minat 

masyarakat (termasuk generasi muda) untuk terlibat di sektor pertanian? 

e. Bagaimana koordinasi antara Media dengan pelaku usaha dan petani? 

 

6.  Kolaborasi Antar Unsur Pentahelix 

a. Apakah kelima unsur Pentahelix (pemerintah, akademisi, bisnis, 

komunitas, media) di sini sudah saling bekerja sama secara efektif? 

b. Apa contoh kegiatan atau program yang melibatkan kolaborasi kelima 

unsur tersebut? 

c. Menurut Bapak/Ibu, unsur mana yang paling dominan perannya, dan mana 

yang perlu lebih ditingkatkan? 

d. Apa kendala utama dalam membangun kerja sama antar unsur tersebut 

6.  Sinergi & Koordinasi Antar Aktor 

a. Bagaimana koordinasi antar unsur Pentahelix di sini? 

b. Apakah ada forum atau pertemuan rutin untuk membahas program 

pertanian berkelanjutan? 

c. Apa kendala utama dalam membangun sinergi ini? 

d. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara memperkuat koordinasi antar aktor? 

7. Tantangan dan Harapan 

a. Apa tantangan terbesar yang dihadapi social entrepreneur  

b. Apa pula tantangan terbesar dalam hal kolaborasi dan koordinasi 

Pentahelix di wilayah ini? 

c. Apa harapan Bapak/Ibu agar peran mereka lebih maksimal di masa depan? 

d. Apa saran Bapak/Ibu untuk pemerintah, akademisi, pelaku usaha, 

komunitas, dan media agar mendukung pertanian berkelanjutan? 

E. Penutup 

Apakah ada hal lain yang ingin Bapak/Ibu tambahkan terkait topik ini? 
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Lampiran 5. Transkrip Wawancara 

1-01  Ketua Kelompok Tani Ranah Batahan (Herry Sutejo)  

1-02  Ketua Gapoktan Lembah Malintang  

1-03  Ketua P3A Kinali (Nur Hasyim) 

1-04  Penyuluh pertanian Kinali (Ahmad Zeni) 

1-05  Pelaku Alsintan Kinali (Wikarta) 

1-06  Penguurus Koperasi/LKMA Kinali (Karno Fharudin) 

1-07  Penuluh Pertanian Lembah Malintang (Dwi) 

1-08 Penyuluh Pertanian Talamau//Wali Nagari (Refqi Jufri)  

1-09  Perencana Program Dinas Pertanian (Fitri) 

1-10  Kepala Dinas Pertanian (Afdal) 

1-11  Akademisi Pertanian Universitas Andalas 

1-12  Tokoh Masyarakat/Penyuluh/Ninik Mamak Sungai Janih SInuruik 

Talamau (Dino Hermanto) 

1-13  Pelaku agribisnis/Offtaker Ranah Batahan (Lego Priono) 

1-14  Pengelola media lokal (Idenfi Susanto) 

1-15  Pengelola P4S/Ketua KTNA (Algeri) 
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Tabel Karakteristik Responden Wawancara Mendalam (In-Depth Interview) 

 

Kode 

Informan 

Unsur 

Helix 
Jabatan / Peran 

Lokasi / 

Wilayah 
Fokus Informan 

I-01 Community 
Ketua Kelompok 

Tani 

Ranah 

Batahan 

Dinamika 

kelompok & akses 

input 

I-02 Community Ketua Gapoktan 
Lembah 

Malinng 

Kelembagaan 

petani & koordinasi 

I-03 Community Ketua P3A Kinali 
Tata kelola irigasi 

& tanam serentak 

I-04 Government 
Penyuluh 

Pertanian (PPL) 
Kinali 

Inovasi budidaya & 

adaptasi teknologi 

I-05 Business Pelaku Alsintan Kinali 
Mekanisasi & 

efisiensi produksi 

I-06 Business 
Pengurus 

Koperasi/LKMA 
Kinali 

Pembiayaan mikro 

& ekonomi petani 

I-07 Government 
Penyuluh 

Pertanian (PPL) 

Lembah 

Malintang 

Pendampingan & 

transfer teknologi 

I-08 Government 

Penyuluh 

Pertanian/Wali 

Nagari 

Talamau 
Sekolah lapang & 

kelembagaan 

I-09 Government 
Perencana 

Program Dinas 
Kabupaten 

Perencanaan & 

kebijakan kawasan 

I-10 Government 
Kepala Dinas 

Pertanian 
Kabupaten 

Dukungan nagari & 

dana desa 

I-11 Academia 
Akademisi 

Pertanian 

Universitas 

Andalas 

Perspektif teoritis 

& evaluasi program 

I-12 Community 

Tokoh 

Masyarakat / 

Ninik Mamak 

Talamau 
Modal sosial & 

gotong royong 

I-13 Business 
Pelaku Agribisnis 

/ Offtaker 

Ranah 

Batahan 

Hilirisasi & akses 

pasar 

I-14 Media 
Pengelola Media 

Lokal 
Kabupaten 

Diseminasi 

informasi pertanian 

I-15 Community 
Pengelola P4S / 

Ketua KTNA 
Kabupaten 

Peningkatan 

kapasitas petani 

2 Sumber: Diolah dari hasil wawancara mendalam peneliti (2025) 
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Lampiran Transkrip Wawancara Terstruktur (Berbasis Kutipan Langsung) Berdasarkan Data Primer, Hasil wawancara 

mendalam, diolah peneliti (2026) 

Tabel Transkrip Wawancara (I-01) 

Kode Tema Pertanyaan Inti Ringkasan Jawaban Kutipan Langsung 

I-01 Kondisi pertanian Kondisi wilayah 
kawasan padi dan 

produktivitas tinggi 

―luas kawasan sekitar 290 hektar… hasilnya bisa 7 

sampai 8 ton per hektar‖ 

I-01 
Social 

Entrepreneurship  
Kegiatan SE 

LKMA dan RMU sudah 

berjalan 

―kegiatan entrepreneurship  dirancang melalui 

LKMA… sudah punya RMU‖ 

I-01 Ekonomi Dampak ekonomi peluang usaha di pasca panen 
―peluang besar itu justru di panen dan pasca 

panen‖ 

I-01 Modal & pasar Akses 
koperasi dan pasar mulai 

terbentuk 
―koperasi dan LKMA membantu usaha petani‖ 

I-01 Lingkungan Praktik masih dominan pupuk kimia ―penggunaan pupuk kimia masih dominan‖ 

I-01 Kawasan Kelemahan pasca panen masih lemah ―kelemahan kita memang di pasca panen‖ 

I-01 Pentahelix Kolaborasi pemerintah dominan ―program pemerintah sangat dominan di sini‖ 

I-01 Kendala Masalah utama kelembagaan dan koordinasi 
―kelembagaan belum kuat… koordinasi masih 

lemah‖ 

Sumber: Data primer, hasil wawancara mendalam, diolah peneliti (2025) 
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Tabel Trasnkrip Wawancara (I-02) 

Kode Tema Pertanyaan Inti Ringkasan Jawaban Kutipan Langsung 

I-02 Kelembagaan Peran kelompok usaha berbasis kelompok ―kelompok tani dan gapoktan ikut terlibat dalam usaha‖ 

I-02 Koordinasi Antar kelompok koordinasi lemah ―koordinasi antar kelompok masih lemah‖ 

I-02 Pasar Pemasaran belum stabil ―pemasaran belum stabil‖ 

I-02 Sosial Modal sosial gotong royong masih ada ―gotong royong masih berjalan‖ 

Sumber: Data primer, hasil wawancara mendalam, diolah peneliti (2025) 

Tabel Transkrip Wawancara (I-03) 

Kode Tema Pertanyaan Inti Ringkasan Jawaban Kutipan Langsung 

I-03 Infrastruktur Irigasi penting untuk produksi ―irigasi sangat menentukan produksi‖ 

I-03 Produksi Pola tanam tanam serentak ―tanam serentak meningkatkan hasil‖ 

Sumber: Data primer, hasil wawancara mendalam, diolah peneliti (2025) 
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Tabel Transkrip Wawancara (I-05) 

Kode Tema Pertanyaan Inti Ringkasan Jawaban Kutipan Langsung 

I-05 Mekanisasi Alsintan meningkatkan efisiensi ―mekanisasi membuat kerja lebih efisien‖ 

I-05 Ekonomi Biaya biaya turun ―biaya produksi jadi lebih rendah‖ 

I-05 Sosial Dampak kerja membuka pekerjaan ―alsintan membuka lapangan kerja‖ 

Sumber: Data primer, hasil wawancara mendalam, diolah peneliti (2025) 

  

Tabel Transkrip Wawancara (I-06) 

Kode Tema Pertanyaan Inti Ringkasan Jawaban Kutipan Langsung 

I-06 Keuangan Pembiayaan koperasi mendukung ―koperasi membantu pembiayaan petani‖ 

I-06 Usaha Dampak usaha berkembang ―usaha petani jadi lebih berkembang‖ 

Sumber: Data primer, hasil wawancara mendalam, diolah peneliti (2025) 
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Tabel Transkrip Wawancara (I-07) 

Kode Tema Pertanyaan Inti Ringkasan Jawaban Kutipan Langsung 

I-07 Lingkungan Edukasi pengurangan kimia ―kami terus mengedukasi pengurangan pupuk kimia‖ 

I-07 Perubahan Adopsi masih lambat ―perubahan masih berjalan lambat‖ 

Sumber: Data primer, hasil wawancara mendalam, diolah peneliti (2025) 

Tabel Transkrip Wawancara (I-08) 

Kode Tema Pertanyaan Inti Ringkasan Jawaban Kutipan Langsung 

I-08 Pemerintah Dukungan program nagari ―nagari mendukung program pertanian‖ 

I-08 Kelembagaan Masalah perlu penguatan ―kelembagaan masih perlu diperkuat‖ 

Sumber: Data primer, hasil wawancara mendalam, diolah peneliti (2025) 
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Tabel Transkrip  Wawancara (I-09) 

Sumber: Data primer, hasil wawancara mendalam, diolah peneliti (2025) 

 

Tabel Transkrip Wawancara (I-10) 

Kode Tema Pertanyaan Inti Ringkasan Jawaban Kutipan Langsung 

I-10 Pemerintah Bantuan alsintan dan irigasi ―bantuan alsintan, benih, irigasi diberikan‖ 

I-10 Kebijakan Dukungan kebijakan kawasan ―kebijakan mendukung kawasan‖ 

Sumber: Data primer, hasil wawancara mendalam, diolah peneliti (2025) 

 

 

 

Kode Tema Pertanyaan Inti Ringkasan Jawaban Kutipan Langsung 

I-09 Program Kawasan sudah berjalan ―program kawasan sudah berjalan‖ 

I-09 Sistem Integrasi perlu sinkronisasi ―program perlu diintegrasikan‖ 
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Tabel Transkrip Wawancara (I-11) 

Kode Tema Pertanyaan Inti Ringkasan Jawaban Kutipan Langsung 

I-11 SE Konsep berbasis manfaat ―tidak hanya profit tetapi manfaat sosial‖ 

I-11 Hilirisasi Masalah pasca panen lemah ―kelemahan utama di pasca panen‖ 

I-11 Inovasi Kebutuhan standar mutu ―perlu standar mutu produk‖ 

Sumber: Data primer, hasil wawancara mendalam, diolah peneliti (2025) 

Tabel Transkrip Wawancara (I-13) 

Kode Tema Pertanyaan Inti Ringkasan Jawaban Kutipan Langsung 

I-13 Pasar Offtaker membantu pemasaran ―kami membantu menyerap hasil petani‖ 

I-13 Harga Stabilitas harga lebih stabil ―harga lebih stabil dengan kemitraan‖ 

Sumber: Data primer, hasil wawancara mendalam, diolah peneliti (2025) 
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Tabel Transkrip Wawancara (I-14) 

Kode Tema Pertanyaan Inti Ringkasan Jawaban Kutipan Langsung 

I-14 Media Peran masih terbatas ―media belum optimal digunakan‖ 

I-14 Informasi Penyebaran belum merata ―informasi belum tersebar luas‖ 

Sumber: Data primer, hasil wawancara mendalam, diolah peneliti (2025) 

 Tabel Transkrip Wawancara (I-15) 

Kode Tema Pertanyaan Inti Ringkasan Jawaban Kutipan Langsung 

I-15 SDM Pelatihan penting bagi petani ―pelatihan sangat penting untuk petani‖ 

I-15 Kapasitas Peningkatan SDM meningkat ―kapasitas petani harus ditingkatkan‖ 

Sumber: Data primer, hasil wawancara mendalam, diolah peneliti (2025) 
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Tabel Transkrip Wawancara Informan 

Kode Nama/Peran Tema Ringkasan Jawaban Kutipan Langsung 

1-01 
Ketua Kelompok Tani Ranah 

Batahan (Herry Sutejo) 
Produksi 

produksi padi relatif tinggi dan 

aktivitas kelompok berjalan aktif 

―hasil panen cukup tinggi dan 

kelompok tani aktif‖ 

1-01 
Ketua Kelompok Tani Ranah 

Batahan (Herry Sutejo) 
Kelembagaan 

kelompok tani berperan dalam 

pengelolaan usaha pertanian 

―kelompok tani ikut 

mengelola usaha bersama‖ 

1-02 
Ketua Gapoktan Lembah 

Malintang 
Kelembagaan 

gapoktan berperan dalam 

pengelolaan dan pengorganisasian 

petani 

―gapoktan mengatur kegiatan 

petani‖ 

1-02 
Ketua Gapoktan Lembah 

Malintang 

Koordinasi 

kelembagaan 

koordinasi antar kelompok tani 

masih belum optimal 

―koordinasi antar kelompok 

masih kurang‖ 

1-03 
Ketua P3A Kinali (Nur 

Hasyim) 

Infrastruktur 

irigasi 

pengelolaan air menjadi faktor 

penting dalam produksi 

―irigasi sangat penting untuk 

produksi‖ 

1-03 
Ketua P3A Kinali (Nur 

Hasyim) 
Produksi 

penerapan tanam serentak 

meningkatkan hasil panen 

―tanam serentak 

meningkatkan hasil panen‖ 

1-04 
Penyuluh Pertanian Kinali 

(Ahmad Zeni) 

Pengembangan 

SDM 

pelatihan dan penyuluhan 

dilakukan secara rutin 

―kami rutin melakukan 

pelatihan dan penyuluhan‖ 

1-04 
Penyuluh Pertanian Kinali 

(Ahmad Zeni) 
Teknologi 

petani mulai mengadopsi teknologi 

pertanian 

―petani mulai menggunakan 

teknologi‖ 

1-05 
Pelaku Alsintan Kinali 

(Wikarta) 

Mekanisasi 

pertanian 

penggunaan alsintan meningkatkan 

efisiensi kerja 

―penggunaan alsintan 

membuat pekerjaan lebih 

efisien‖ 
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Kode Nama/Peran Tema Ringkasan Jawaban Kutipan Langsung 

1-05 
Pelaku Alsintan Kinali 

(Wikarta) 
Efisiensi ekonomi 

penggunaan alsintan menurunkan 

biaya produksi 

―biaya produksi menjadi lebih 

rendah‖ 

1-06 
Pengurus Koperasi/LKMA 

Kinali (Karno Fharudin) 

Kelembagaan 

ekonomi 

koperasi dan LKMA mendukung 

pembiayaan usaha petani 

―koperasi membantu 

pembiayaan petani‖ 

1-06 
Pengurus Koperasi/LKMA 

Kinali (Karno Fharudin) 

Pengembangan 

usaha 

dukungan modal mendorong 

perkembangan usaha petani 

―usaha petani berkembang 

dengan dukungan modal‖ 

1-07 
Penyuluh Pertanian Lembah 

Malintang (Dwi) 

Pengelolaan 

lingkungan 

edukasi pengurangan penggunaan 

pupuk kimia 

―kami mengedukasi 

pengurangan pupuk kimia‖ 

1-07 
Penyuluh Pertanian Lembah 

Malintang (Dwi) 

Perubahan 

perilaku 

adopsi praktik ramah lingkungan 

masih terbatas 

―perubahan masih berjalan 

lambat‖ 

1-08 
Penyuluh/Wali Nagari Talamau 

(Refqi Jufri) 

Dukungan 

pemerintah 

nagari mendukung program 

pertanian 

―nagari mendukung program 

pertanian‖ 

1-08 
Penyuluh/Wali Nagari Talamau 

(Refqi Jufri) 
Kelembagaan 

kelembagaan petani masih perlu 

diperkuat 

―kelembagaan masih perlu 

diperkuat‖ 

1-09 
Perencana Program Dinas 

Pertanian (Fitri) 
Program kawasan 

program pengembangan kawasan 

telah berjalan 

―program kawasan sudah 

berjalan‖ 

1-09 
Perencana Program Dinas 

Pertanian (Fitri) 
Integrasi program 

program belum sepenuhnya 

terintegrasi 

―program perlu 

diintegrasikan‖ 

1-10 Kepala Dinas Pertanian (Afdal) 
Kebijakan dan 

bantuan 

pemerintah memberikan bantuan 

alsintan, benih, dan irigasi 

―bantuan alsintan dan irigasi 

diberikan‖ 

1-10 Kepala Dinas Pertanian (Afdal) Peran pemerintah pemerintah berperan dominan ―pemerintah sangat dominan 
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Kode Nama/Peran Tema Ringkasan Jawaban Kutipan Langsung 

dalam pengembangan pertanian dalam program‖ 

1-11 
Akademisi Pertanian 

Universitas Andalas 
Inovasi 

diperlukan standar mutu produk 

pertanian 
―produk perlu standar mutu‖ 

1-11 
Akademisi Pertanian 

Universitas Andalas 
Hilirisasi 

kelemahan utama terdapat pada 

aspek pasca panen 

―kelemahan ada di pasca 

panen‖ 

1-12 
Tokoh Masyarakat/Ninik 

Mamak (Dino Hermanto) 
Modal sosial nilai gotong royong masih kuat 

―gotong royong masih kuat di 

masyarakat‖ 

1-13 
Pelaku Agribisnis/Offtaker 

(Lego Priono) 
Akses pasar 

offtaker membantu penyerapan 

hasil petani 
―kami menyerap hasil petani‖ 

1-13 
Pelaku Agribisnis/Offtaker 

(Lego Priono) 
Stabilitas harga 

kemitraan meningkatkan stabilitas 

harga 

―harga lebih stabil dengan 

kemitraan‖ 

1-14 
Pengelola Media Lokal (Idenfi 

Susanto) 

Diseminasi 

informasi 

pemanfaatan media dalam 

pertanian masih terbatas 

―media belum optimal 

digunakan‖ 

1-14 
Pengelola Media Lokal (Idenfi 

Susanto) 
Akses informasi 

penyebaran informasi pertanian 

belum merata 

―informasi belum tersebar 

luas‖ 

1-15 
Pengelola P4S/Ketua KTNA 

(Algeri) 

Pengembangan 

SDM 

pelatihan berperan penting dalam 

peningkatan kapasitas petani 

―pelatihan penting untuk 

petani‖ 

1-15 
Pengelola P4S/Ketua KTNA 

(Algeri) 
Kapasitas petani 

peningkatan kemampuan petani 

masih diperlukan 

―kapasitas petani perlu 

ditingkatkan‖ 
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Transkrip Wawancara Informan 

Kode Nama/Peran Tema Ringkasan Jawaban Kutipan Langsung 

1-01 
Ketua Kelompok Tani Desa 

Baru (Herry Sutejo) 
Risiko banjir 

lahan pertanian terancam banjir 

akibat hambatan aliran sungai 

―lahan salak laweh terancam banjir karena 

bottle neck di Batang Laping‖ 

1-01 
Ketua Kelompok Tani Desa 

Baru (Herry Sutejo) 

Infrastruktur 

sungai 

diperlukan normalisasi sungai 

untuk mengurangi risiko banjir 

―perlu dilakukan normalisasi sungai 

Batang Laping‖ 

1-01 
Ketua Kelompok Tani Desa 

Baru (Herry Sutejo) 
Aktivitas hulu 

tambang liar di hulu sungai 

mengancam sistem irigasi 

―tambang liar di hulu Batang Batahan 

mengancam intake irigasi‖ 

1-01 
Ketua Kelompok Tani Desa 

Baru (Herry Sutejo) 

Infrastruktur 

irigasi 

kerusakan dam dan pintu air 

berpotensi terjadi 

―dikhawatirkan dam dan pintu air bisa 

jebol‖ 

1-01 
Ketua Kelompok Tani Desa 

Baru (Herry Sutejo) 
Mekanisasi 

saat panen raya terjadi kekurangan 

alsintan 
―saat panen masih kekurangan alsintan‖ 

1-01 
Ketua Kelompok Tani Desa 

Baru (Herry Sutejo) 

Infrastruktur 

jalan 

jalan usaha tani dan jalan produksi 

belum memadai 
―akses jalan usaha tani masih terbatas‖ 

1-01 
Ketua Kelompok Tani Desa 

Baru (Herry Sutejo) 
Akses alsintan 

petani menyewa alsintan dari luar 

daerah 
―kami menyewa alsintan dari daerah lain‖ 

1-01 
Ketua Kelompok Tani Desa 

Baru (Herry Sutejo) 

Dampak 

bantuan 

alsintan sangat membantu proses 

panen 

―alsintan sangat membantu masyarakat 

saat panen‖ 

Sumber: Data primer, hasil wawancara mendalam, diolah peneliti (2025) 
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Kode Nama/Peran Tema Ringkasan Jawaban Kutipan Langsung 

1-02 
Ketua Gapoktan 

Lembah Malintang 
Alih fungsi lahan 

terjadi pengurangan luas sawah akibat alih 

fungsi menjadi perkebunan sawit 

―lahan sawah banyak beralih ke 

perkebunan sawit‖ 

1-02 
Ketua Gapoktan 

Lembah Malintang 

Infrastruktur 

irigasi 

pembangunan bendung irigasi belum selesai 

sehingga fungsi irigasi belum optimal 

―bendung Lubuk King belum selesai 

sampai sekarang‖ 

1-02 
Ketua Gapoktan 

Lembah Malintang 
Ketersediaan air 

sebagian besar sawah masih bergantung pada 

tadah hujan 

―sawah kita sebagian besar tadah 

hujan‖ 

1-02 
Ketua Gapoktan 

Lembah Malintang 
Keputusan petani 

petani mengalihkan fungsi lahan karena 

ketidakpastian air 

―karena air tidak pasti, lahan dialihkan 

ke selain sawah‖ 

1-02 
Ketua Gapoktan 

Lembah Malintang 
Dampak produksi 

penurunan luas sawah berdampak pada 

produksi pangan 

―lahan berkurang sehingga produksi 

juga terdampak‖ 

1-02 
Ketua Gapoktan 

Lembah Malintang 

Kapasitas 

pengolahan 

kapasitas RMU lokal belum mampu menyerap 

gabah petani saat panen 

―kapasitas RMU tidak mampu 

menampung gabah petani saat panen‖ 

1-02 
Ketua Gapoktan 

Lembah Malintang 

Ketimpangan 

pasokan 

saat tidak panen, RMU justru mengambil gabah 

dari luar daerah 

―kalau tidak panen, RMU beli gabah 

dari luar, bahkan dari Siak Riau‖ 

1-02 
Ketua Gapoktan 

Lembah Malintang 
Rantai distribusi 

pelaku usaha beras juga mengambil pasokan 

dari luar daerah 

―pedagang beras mengambil dari 

Sumatera Utara‖ 

1-02 
Ketua Gapoktan 

Lembah Malintang 

Disintegrasi pasar 

lokal 

terjadi ketidaksinkronan antara produksi lokal 

dan sistem pemasaran 

―gabah lokal tidak terserap, tapi 

pasokan dari luar masuk‖ 

Sumber: Data primer, hasil wawancara mendalam, diolah peneliti (2025) 
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Kode Nama/Peran Tema Ringkasan Jawaban Kutipan Langsung 

1-05 
Pelaku Alsintan Kinali 

(Wikarta) 
Produksi 

penggunaan teknologi meningkatkan 

produktivitas hasil 

―dari yang dulu 6 ton bisa jadi 7 ton atau 8 ton, 

bahkan sampai 10 ton‖ 

1-05 
Pelaku Alsintan Kinali 

(Wikarta) 

Mekanisasi 

pertanian 

penggunaan alsintan menekan biaya 

dan mempercepat proses 

―pakai mesin panen bisa menekan biaya 

pertanian kita‖ 

1-05 
Pelaku Alsintan Kinali 

(Wikarta) 
Inovasi 

introduksi teknologi awalnya ditolak 

petani 

―petani kita sendiri menolak… kita sampai 

dikucilkan‖ 

1-05 
Pelaku Alsintan Kinali 

(Wikarta) 
Perubahan sosial 

adopsi teknologi meningkat setelah 

petani merasakan manfaat 

―setelah 3 periode panen… petani sudah 

merasakan pakai teknologi itu enak‖ 

1-05 
Pelaku Alsintan Kinali 

(Wikarta) 

Kepemimpinan 

lokal 

aktor lokal berperan sebagai pelopor 

inovasi 

―saya memperjuangkan supaya biaya petani 

lebih rendah‖ 

1-05 
Pelaku Alsintan Kinali 

(Wikarta) 

Kelembagaan 

sosial 

koordinasi dilakukan melalui kelompok 

tani dan gotong royong 

―kita gotong royong dulu… semua kelompok 

kita hubungi‖ 

1-05 
Pelaku Alsintan Kinali 

(Wikarta) 

Koordinasi 

produksi 

percepatan tanam menjadi masalah 

utama 
―petani belum respon untuk percepatan tanam‖ 

1-05 
Pelaku Alsintan Kinali 

(Wikarta) 
Tenaga kerja 

mekanisasi mengurangi kebutuhan 

tenaga kerja 

―tenaga kerja memang berkurang karena ada 

mesin‖ 

1-05 
Pelaku Alsintan Kinali 

(Wikarta) 
Generasi muda minat tenaga kerja muda rendah ―generasi muda tidak mau lagi ke sawah‖ 

1-05 
Pelaku Alsintan Kinali 

(Wikarta) 
Sistem usaha 

integrasi alsintan dari olah tanah 

sampai panen 
―siapa yang membajak, dia juga yang panen‖ 

1-05 
Pelaku Alsintan Kinali 

(Wikarta) 
Ekonomi biaya produksi turun signifikan ―biaya pertanian bisa tertekan sampai 50%‖ 

1-05 
Pelaku Alsintan Kinali 

(Wikarta) 

Pembelajaran 

inovasi 
inovasi berasal dari jejaring informal ―kita lihat di daerah lain, lalu kita coba di sini‖ 
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Kode Nama/Peran Tema Ringkasan Jawaban Kutipan Langsung 

1-05 
Pelaku Alsintan Kinali 

(Wikarta) 
Pelatihan 

pelatihan diberikan melalui penyuluh 

dan bantuan pemerintah 
―ada pelatihan dari dinas dan sekolah lapang‖ 

1-05 
Pelaku Alsintan Kinali 

(Wikarta) 
Akses teknologi bantuan alsintan terbatas 

―kebutuhan minimal 10 unit, sekarang baru ada 

2‖ 

1-05 
Pelaku Alsintan Kinali 

(Wikarta) 
Pasar petani masih menjual gabah langsung ―panen langsung jual, belum ada pengolahan‖ 

1-05 
Pelaku Alsintan Kinali 

(Wikarta) 
Hilirisasi belum ada pengolahan lanjutan ―belum ada produk lain selain gabah‖ 

1-05 
Pelaku Alsintan Kinali 

(Wikarta) 
Lingkungan 

ketergantungan pada pupuk kimia 

masih tinggi 
―sawah kita masih mainnya kimia terus‖ 

1-05 
Pelaku Alsintan Kinali 

(Wikarta) 
Keberlanjutan 

ada rencana integrasi pertanian dan 

peternakan 

―kotoran ternak bisa dimasukkan ke sawah 

lagi‖ 

1-05 
Pelaku Alsintan Kinali 

(Wikarta) 

Kelembagaan 

ekonomi 
petani belum tertarik produk lokal 

―petani tidak mau beli benih sendiri, lebih 

percaya yang berlabel‖ 

1-05 
Pelaku Alsintan Kinali 

(Wikarta) 
Ketahanan pangan 

percepatan tanam penting untuk 

produksi berkelanjutan 

―kita kejar percepatan tanam supaya hasil lebih 

banyak‖ 

1-05 
Pelaku Alsintan Kinali 

(Wikarta) 
Regenerasi petani 

minat generasi muda terhadap usaha 

tani rendah 
―anak muda tidak tertarik ke sawah‖ 

1-05 
Pelaku Alsintan Kinali 

(Wikarta) 
Pilihan pekerjaan 

generasi muda lebih memilih bekerja di 

sektor sawit 

―mereka lebih tertarik jadi tukang panen sawit 

atau lansir sawit‖ 

1-05 
Pelaku Alsintan Kinali 

(Wikarta) 

Transfer usaha 

keluarga 

upaya orang tua melatih anak menjadi 

petani belum berhasil 

―anak saya sudah saya latih, tapi tidak 

bertahan‖ 

1-05 
Pelaku Alsintan Kinali 

(Wikarta) 
Perubahan profesi 

generasi muda beralih ke usaha 

perdagangan gabah 

―setelah dua musim, dia memilih jadi pedagang 

gabah‖ 
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Kode Nama/Peran Tema Ringkasan Jawaban Kutipan Langsung 

1-05 
Pelaku Alsintan Kinali 

(Wikarta) 
Kemitraan usaha 

pedagang gabah bekerja sama dengan 

RMU 

―bekerja sama dengan RMU untuk penjualan 

gabah‖ 

1-05 
Pelaku Alsintan Kinali 

(Wikarta) 

Keterbatasan 

modal 

usaha perdagangan terkendala 

keterbatasan modal 
―kendalanya di modal yang terbatas‖ 

1-05 
Pelaku Alsintan Kinali 

(Wikarta) 
Kapasitas RMU 

kapasitas RMU belum mampu 

menampung seluruh gabah 

―RMU belum mampu menampung semua 

gabah petani‖ 

Sumber: Data primer, hasil wawancara mendalam, diolah peneliti (2025) 

Kode Nama/Peran Tema Ringkasan Jawaban Kutipan Langsung 

1-06 
Pengurus Koperasi Albasiko/LKMA 

Kinali (Karno Fakhrudin) 

Kelembagaan 

ekonomi 

koperasi dan LKMA menjadi lembaga 

utama pendukung usaha petani 

―koperasi membantu pembiayaan 

petani‖ 

1-06 
Pengurus Koperasi Albasiko/LKMA 

Kinali (Karno Fakhrudin) 
Akses modal 

petani memperoleh kemudahan 

pembiayaan melalui koperasi dan 

LKMA 

―petani lebih mudah mendapatkan 

modal‖ 

1-06 
Pengurus Koperasi Albasiko/LKMA 

Kinali (Karno Fakhrudin) 

Pengembangan 

usaha 

dukungan modal mendorong 

perkembangan usaha tani 

―usaha petani berkembang dengan 

dukungan modal‖ 

1-06 
Pengurus Koperasi Albasiko/LKMA 

Kinali (Karno Fakhrudin) 

Kelembagaan 

petani 

koperasi berperan dalam memperkuat 

organisasi ekonomi petani 

―koperasi menjadi wadah bagi 

petani‖ 

1-06 
Pengurus Koperasi Albasiko/LKMA 

Kinali (Karno Fakhrudin) 

Pembiayaan 

mikro 

sistem pembiayaan disesuaikan dengan 

kebutuhan petani 

―pembiayaan disesuaikan dengan 

kemampuan petani‖ 

1-06 
Pengurus Koperasi Albasiko/LKMA 

Kinali (Karno Fakhrudin) 

Kendala 

kelembagaan 

masih ada keterbatasan dalam 

pengelolaan dan kapasitas lembaga 

―pengelolaan koperasi masih perlu 

ditingkatkan‖ 
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Kode Nama/Peran Tema Ringkasan Jawaban Kutipan Langsung 

1-06 
Pengurus Koperasi Albasiko/LKMA 

Kinali (Karno Fakhrudin) 
Kolaborasi 

koperasi bekerja sama dengan 

kelompok tani dan pemerintah 

―koperasi bekerja sama dengan 

kelompok tani dan pemerintah‖ 

1-06 
Pengurus Koperasi Albasiko/LKMA 

Kinali (Karno Fakhrudin) 

Keberlanjutan 

usaha 

keberlanjutan usaha bergantung pada 

penguatan kelembagaan dan modal 

―usaha akan berkembang jika 

kelembagaan kuat‖ 

Sumber: Data primer, hasil wawancara mendalam, diolah peneliti (2025) 

Kode Nama/Peran Tema Ringkasan Jawaban Kutipan Langsung 

1-08 
Wali Nagari Tabek Sirah 

(Refqi Jufri) 

Dukungan 

pemerintah nagari 

pemerintah nagari mendukung kegiatan 

pertanian melalui program dan fasilitasi 

―nagari mendukung program 

pertanian di wilayah ini‖ 

1-08 
Wali Nagari Tabek Sirah 

(Refqi Jufri) 

Pemanfaatan dana 

desa 

dana desa digunakan untuk mendukung 

kegiatan pertanian 

―dana nagari kita arahkan untuk 

kegiatan pertanian‖ 

1-08 
Wali Nagari Tabek Sirah 

(Refqi Jufri) 
Infrastruktur lokal 

pembangunan jalan usaha tani dan sarana 

pendukung 

―jalan usaha tani kita upayakan 

untuk mendukung petani‖ 

1-08 
Wali Nagari Tabek Sirah 

(Refqi Jufri) 
Kelembagaan petani 

kelompok tani menjadi basis kegiatan 

pertanian di nagari 

―kelompok tani menjadi dasar 

kegiatan pertanian‖ 

1-08 
Wali Nagari Tabek Sirah 

(Refqi Jufri) 
Koordinasi lokal 

koordinasi antar kelompok dan nagari masih 

perlu diperkuat 

―koordinasi masih perlu 

ditingkatkan‖ 

1-08 
Wali Nagari Tabek Sirah 

(Refqi Jufri) 
Kolaborasi 

nagari bekerja sama dengan dinas dan 

penyuluh 

―kita bekerja sama dengan dinas 

dan penyuluh‖ 
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Kode Nama/Peran Tema Ringkasan Jawaban Kutipan Langsung 

1-08 
Wali Nagari Tabek Sirah 

(Refqi Jufri) 
Pengembangan SDM 

pelatihan petani difasilitasi melalui program 

nagari 

―pelatihan untuk petani terus kita 

dorong‖ 

1-08 
Wali Nagari Tabek Sirah 

(Refqi Jufri) 
Keberlanjutan 

pengembangan pertanian diarahkan untuk 

kesejahteraan masyarakat 

―tujuan kita meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat‖ 

Sumber: Data primer, hasil wawancara mendalam, diolah peneliti (2025) 

Kode Nama/Peran Tema Ringkasan Jawaban Kutipan Langsung 

1-09 
Perencana Program Dinas 

Pertanian (Fitri) 

Perencanaan 

kawasan 

program pengembangan kawasan tanaman 

pangan sudah dirancang dan berjalan 

―program kawasan sudah 

berjalan‖ 

1-09 
Perencana Program Dinas 

Pertanian (Fitri) 
Fokus kebijakan 

perencanaan difokuskan pada peningkatan 

produksi dan produktivitas 

―fokus kita pada peningkatan 

produksi‖ 

1-09 
Perencana Program Dinas 

Pertanian (Fitri) 
Integrasi program 

program antar sektor belum sepenuhnya 

terintegrasi 
―program perlu diintegrasikan‖ 

1-09 
Perencana Program Dinas 

Pertanian (Fitri) 

Sinkronisasi 

kebijakan 

diperlukan sinkronisasi antara program pusat dan 

daerah 

―perlu sinkronisasi antara 

program‖ 

1-09 
Perencana Program Dinas 

Pertanian (Fitri) 

Dukungan 

infrastruktur 

pembangunan irigasi dan sarana produksi 

menjadi prioritas 

―infrastruktur menjadi 

prioritas‖ 

1-09 
Perencana Program Dinas 

Pertanian (Fitri) 
Kolaborasi perencanaan melibatkan berbagai pihak terkait 

―perlu keterlibatan semua 

pihak‖ 
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Kode Nama/Peran Tema Ringkasan Jawaban Kutipan Langsung 

1-09 
Perencana Program Dinas 

Pertanian (Fitri) 

Kendala 

perencanaan 

keterbatasan koordinasi antar aktor menjadi 

hambatan 

―kendala utama ada pada 

koordinasi‖ 

1-09 
Perencana Program Dinas 

Pertanian (Fitri) 

Keberlanjutan 

program 

keberlanjutan bergantung pada integrasi dan 

konsistensi program 

―program harus berkelanjutan 

dan terintegrasi‖ 

Sumber: Data primer, hasil wawancara mendalam, diolah peneliti (2025) 

Kode Nama/Peran Tema Ringkasan Jawaban Kutipan Langsung 

1-10 
Kepala Dinas Pertanian 

(Afdal) 

Kebijakan 

pertanian 

pemerintah menetapkan program 

pengembangan kawasan tanaman 

pangan 

―program kawasan sudah 

berjalan di beberapa wilayah‖ 

1-10 
Kepala Dinas Pertanian 

(Afdal) 

Bantuan sarana 

produksi 

pemerintah menyediakan alsintan, 

benih, dan irigasi 

―bantuan alsintan, benih, dan 

irigasi diberikan kepada petani‖ 

1-10 
Kepala Dinas Pertanian 

(Afdal) 

Infrastruktur 

pertanian 

pembangunan irigasi dan jalan tani 

untuk mendukung produksi 

―irigasi dan jalan tani terus kita 

dorong‖ 

1-10 
Kepala Dinas Pertanian 

(Afdal) 
Pembinaan petani 

pelatihan dan penyuluhan dilakukan 

secara berkelanjutan 

―penyuluhan terus dilakukan 

untuk meningkatkan kapasitas 

petani‖ 

1-10 
Kepala Dinas Pertanian 

(Afdal) 
Pemasaran hasil 

pemerintah memfasilitasi promosi dan 

akses pasar 

―kita membantu membuka akses 

pasar produk pertanian‖ 

1-10 
Kepala Dinas Pertanian 

(Afdal) 
Peran pemerintah 

pemerintah menjadi aktor utama dalam 

mendorong program pertanian 

―pemerintah sangat dominan 

dalam program ini‖ 

1-10 
Kepala Dinas Pertanian 

(Afdal) 
Kolaborasi 

melibatkan berbagai pihak dalam 

pembangunan pertanian 
―perlu kerja sama semua pihak‖ 

1-10 Kepala Dinas Pertanian Kendala koordinasi antar aktor belum optimal ―koordinasi masih perlu 
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Kode Nama/Peran Tema Ringkasan Jawaban Kutipan Langsung 

(Afdal) diperkuat‖ 

1-10 
Kepala Dinas Pertanian 

(Afdal) 
Keberlanjutan 

fokus pada peningkatan produksi dan 

kesejahteraan petani 

―tujuannya meningkatkan 

produksi dan kesejahteraan 

petani‖ 

1-11 

Akademisi Pertanian 

Universitas Andalas (Fuad 

Madarisa) 

Konsep Social 

Entrepreneurship  

Social Entrepreneurship  menekankan 

manfaat sosial selain keuntungan 

―tidak hanya profit tetapi 

manfaat sosial‖ 

1-11 

Akademisi Pertanian 

Universitas Andalas (Fuad 

Madarisa) 

Inovasi pertanian 
inovasi diperlukan untuk meningkatkan 

daya saing pertanian 

―inovasi penting untuk 

meningkatkan kualitas pertanian‖ 

1-11 

Akademisi Pertanian 

Universitas Andalas (Fuad 

Madarisa) 

Standar mutu 
produk pertanian perlu standar untuk 

masuk pasar yang lebih luas 
―produk perlu standar mutu‖ 

1-11 

Akademisi Pertanian 

Universitas Andalas (Fuad 

Madarisa) 

Hilirisasi 
kelemahan utama ada pada pasca panen 

dan pengolahan 
―kelemahan ada di pasca panen‖ 

1-11 

Akademisi Pertanian 

Universitas Andalas (Fuad 

Madarisa) 

Transfer 

pengetahuan 

akademisi berperan dalam edukasi dan 

pelatihan petani 

―perlu pelatihan dan edukasi 

untuk petani‖ 

1-11 

Akademisi Pertanian 

Universitas Andalas (Fuad 

Madarisa) 

Implementasi riset 
hasil riset belum sepenuhnya diterapkan 

di lapangan 

―banyak inovasi belum 

diterapkan secara optimal‖ 

1-11 

Akademisi Pertanian 

Universitas Andalas (Fuad 

Madarisa) 

Kolaborasi 

Pentahelix 

kolaborasi antar aktor penting untuk 

pembangunan pertanian 

―kolaborasi antar aktor sangat 

penting‖ 

1-11 
Akademisi Pertanian 

Universitas Andalas (Fuad 
Kelembagaan 

penguatan kelembagaan menjadi kunci 

keberhasilan program 
―kelembagaan harus diperkuat‖ 
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Kode Nama/Peran Tema Ringkasan Jawaban Kutipan Langsung 

Madarisa) 

1-11 

Akademisi Pertanian 

Universitas Andalas (Fuad 

Madarisa) 

Keberlanjutan 

pertanian berkelanjutan harus 

mengintegrasikan ekonomi, sosial, dan 

lingkungan 

―pertanian harus memperhatikan 

aspek ekonomi, sosial, dan 

lingkungan‖ 

Sumber: Data primer, hasil wawancara mendalam, diolah peneliti (2025) 

Kode Nama/Peran Tema Ringkasan Jawaban Kutipan Langsung 

1-13 

Pelaku RMU/Offtaker/Ketua 

Kelompok Tani/Gapoktan (Lego 

Priono) 

Hilirisasi 
pengolahan gabah melalui RMU 

meningkatkan nilai tambah produk 

―gabah kita olah jadi beras 

supaya nilainya lebih tinggi‖ 

1-13 

Pelaku RMU/Offtaker/Ketua 

Kelompok Tani/Gapoktan (Lego 

Priono) 

Akses pasar 
offtaker berperan dalam menyerap 

hasil panen petani 
―kami menyerap hasil petani‖ 

1-13 

Pelaku RMU/Offtaker/Ketua 

Kelompok Tani/Gapoktan (Lego 

Priono) 

Stabilitas harga 
kemitraan membantu menjaga harga 

tetap stabil 

―harga lebih stabil dengan 

kemitraan‖ 

1-13 

Pelaku RMU/Offtaker/Ketua 

Kelompok Tani/Gapoktan (Lego 

Priono) 

Integrasi usaha 
usaha terintegrasi dari produksi 

hingga pemasaran 

―dari sawah sampai pemasaran 

kita kelola‖ 

1-13 

Pelaku RMU/Offtaker/Ketua 

Kelompok Tani/Gapoktan (Lego 

Priono) 

Kelembagaan 

petani 

kelompok tani dan gapoktan 

mendukung kelancaran produksi 

―kelompok tani membantu 

mengatur produksi‖ 

1-13 

Pelaku RMU/Offtaker/Ketua 

Kelompok Tani/Gapoktan (Lego 

Priono) 

Kemitraan usaha 
kerja sama antara petani dan pelaku 

usaha menjadi kunci 

―kita bekerja sama dengan 

petani‖ 

1-13 Pelaku RMU/Offtaker/Ketua Kendala usaha masih terdapat keterbatasan pada ―kendala ada di pengolahan dan 
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Kode Nama/Peran Tema Ringkasan Jawaban Kutipan Langsung 

Kelompok Tani/Gapoktan (Lego 

Priono) 

pengolahan dan distribusi distribusi‖ 

1-13 

Pelaku RMU/Offtaker/Ketua 

Kelompok Tani/Gapoktan (Lego 

Priono) 

Keberlanjutan 

usaha 

keberlanjutan usaha bergantung 

pada kesinambungan produksi dan 

pasar 

―kalau produksi dan pasar jalan, 

usaha bisa berlanjut‖ 

1-13 

Pelaku RMU/Offtaker/Ketua 

Kelompok Tani/Gapoktan (Lego 

Priono) 

Infrastruktur 

pasca panen 

keterbatasan lantai jemur dan 

gudang menghambat penanganan 

hasil panen 

―kendalanya di lantai jemur dan 

pergudangan masih terbatas‖ 

1-13 

Pelaku RMU/Offtaker/Ketua 

Kelompok Tani/Gapoktan (Lego 

Priono) 

Kapasitas 

pengolahan 

kapasitas RMU tidak mampu 

menyerap gabah saat panen raya 

―saat panen raya RMU tidak 

mampu menyerap semua gabah 

petani‖ 

1-13 

Pelaku RMU/Offtaker/Ketua 

Kelompok Tani/Gapoktan (Lego 

Priono) 

Harga gabah 
kelebihan pasokan menyebabkan 

harga gabah turun saat panen raya 

―harga gabah saat panen raya 

menjadi rendah‖ 

Sumber: Data primer, hasil wawancara mendalam, diolah peneliti (2025) 

Kode Nama/Peran Tema Ringkasan Jawaban Kutipan Langsung 

1-14 
Wartawan Lokal 

(Hendi) 

Peran 

media 

peran wartawan dalam pembangunan 

pertanian belum optimal 

―peran wartawan belum optimal dalam kegiatan 

pertanian‖ 

1-14 
Wartawan Lokal 

(Hendi) 
Keterlibatan 

wartawan jarang dilibatkan dalam 

penyuluhan dan publikasi 

―kami jarang dilibatkan dalam kegiatan 

penyuluhan maupun publikasi pertanian‖ 

Sumber: Data primer, hasil wawancara mendalam, diolah peneliti (2025) 
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Kode Nama/Peran Tema Ringkasan Jawaban Kutipan Langsung 

1-15 
Ketua KTNA 

Kabupaten/Pengelola P4S (Algeri) 

Pengembangan 

SDM 

pelatihan petani menjadi fokus utama 

dalam peningkatan kapasitas 

―pelatihan sangat penting 

untuk petani‖ 

1-15 
Ketua KTNA 

Kabupaten/Pengelola P4S (Algeri) 

Pendidikan non 

formal 

P4S berperan sebagai pusat 

pembelajaran petani 

―P4S menjadi tempat belajar 

bagi petani‖ 

1-15 
Ketua KTNA 

Kabupaten/Pengelola P4S (Algeri) 

Transfer 

pengetahuan 

pengetahuan disampaikan melalui 

praktik langsung 

―petani belajar langsung di 

lapangan‖ 

1-15 
Ketua KTNA 

Kabupaten/Pengelola P4S (Algeri) 

Kelembagaan 

petani 

KTNA menjadi wadah komunikasi dan 

koordinasi petani 

―KTNA menjadi tempat 

berkumpul petani‖ 

1-15 
Ketua KTNA 

Kabupaten/Pengelola P4S (Algeri) 
Kolaborasi 

bekerja sama dengan penyuluh dan 

dinas pertanian 

―kami bekerja sama dengan 

penyuluh dan dinas‖ 

1-15 
Ketua KTNA 

Kabupaten/Pengelola P4S (Algeri) 

Inovasi 

pembelajaran 

metode pelatihan berbasis praktik dan 

pengalaman 

―pelatihan dilakukan dengan 

praktik langsung‖ 

1-15 
Ketua KTNA 

Kabupaten/Pengelola P4S (Algeri) 
Kendala SDM masih ada keterbatasan kapasitas petani 

―kapasitas petani masih perlu 

ditingkatkan‖ 

1-15 
Ketua KTNA 

Kabupaten/Pengelola P4S (Algeri) 

Keberlanjutan 

SDM 

peningkatan kapasitas menjadi kunci 

keberlanjutan pertanian 

―kalau petani tidak dilatih, 

sulit berkembang‖ 

Sumber: Data primer, hasil wawancara mendalam, diolah peneliti (2025) 

Kode Nama/Peran Tema Ringkasan Jawaban Kutipan Langsung 

1-16 
Penyuluh Swadaya/Pengurus 

KTNA/Pelaku Usaha (Edi) 

Peran ganda 

aktor 

aktor menjalankan fungsi penyuluh, 

organisasi, dan bisnis secara 

bersamaan 

―kami tidak hanya mendampingi 

petani, tetapi juga menjalankan 

usaha‖ 

1-16 
Penyuluh Swadaya/Pengurus 

KTNA/Pelaku Usaha (Edi) 

Pendampingan 

petani 

penyuluhan dilakukan langsung 

berbasis pengalaman lapangan 

―kami mendampingi petani 

langsung di lapangan‖ 

1-16 
Penyuluh Swadaya/Pengurus 

KTNA/Pelaku Usaha (Edi) 

Pengembangan 

usaha 

usaha pertanian dikembangkan dari 

hulu sampai hilir 

―usaha kita dari produksi sampai 

pemasaran‖ 
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Kode Nama/Peran Tema Ringkasan Jawaban Kutipan Langsung 

1-16 
Penyuluh Swadaya/Pengurus 

KTNA/Pelaku Usaha (Edi) 
Akses pasar 

pelaku usaha membantu pemasaran 

hasil petani 

―kami membantu menjual hasil 

petani‖ 

1-16 
Penyuluh Swadaya/Pengurus 

KTNA/Pelaku Usaha (Edi) 

Kelembagaan 

petani 

KTNA menjadi wadah koordinasi 

petani 

―KTNA menjadi tempat koordinasi 

petani‖ 

1-16 
Penyuluh Swadaya/Pengurus 

KTNA/Pelaku Usaha (Edi) 
Kolaborasi 

bekerja sama dengan pemerintah, 

penyuluh, dan pelaku usaha lain 

―kami bekerja sama dengan 

berbagai pihak‖ 

1-16 
Penyuluh Swadaya/Pengurus 

KTNA/Pelaku Usaha (Edi) 
Inovasi usaha 

inovasi dilakukan berdasarkan 

kebutuhan petani 

―inovasi kita sesuaikan dengan 

kebutuhan petani‖ 

1-16 
Penyuluh Swadaya/Pengurus 

KTNA/Pelaku Usaha (Edi) 
Kendala usaha 

keterbatasan modal dan pasar masih 

menjadi hambatan 

―kendala utama ada di modal dan 

pemasaran‖ 

1-16 
Penyuluh Swadaya/Pengurus 

KTNA/Pelaku Usaha (Edi) 

Keberlanjutan 

usaha 

keberlanjutan bergantung pada sinergi 

usaha dan kelembagaan 

―usaha akan berjalan jika ada 

sinergi‖ 

Sumber: Data primer, hasil wawancara mendalam, diolah peneliti (2025) 

Kode Nama/Peran Tema Ringkasan Jawaban Kutipan Langsung 

1-17 
Penggiat Media Sosial 

Kinali 

Pemanfaatan media 

sosial 

petani aktif menggunakan media sosial sebagai 

sumber pembelajaran pertanian 

―petani banyak belajar dari 

Facebook, IG, dan Tiktok‖ 

1-17 
Penggiat Media Sosial 

Kinali 

Akses input dan 

informasi 

media sosial dimanfaatkan untuk memperoleh 

benih dan informasi pertanian 

―benih juga banyak dibeli melalui 

media sosial‖ 

Sumber: Data primer, hasil wawancara mendalam, diolah peneliti (2025) 
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Kode Nama/Peran Tema Ringkasan Jawaban Kutipan Langsung 

1-18 
Pengelola TV 

Lokal 
Promosi kawasan 

media lokal mulai memanfaatkan live streaming 

untuk promosi kawasan pertanian 

―kami mencoba live streaming untuk 

promosi kawasan sawah sialang‖ 

1-18 
Pengelola TV 

Lokal 

Pengembangan 

agrowisata 

promosi media meningkatkan kunjungan 

wisatawan lokal ke kawasan pertanian 

―banyak wisatawan datang melihat 

langsung aktivitas pertanian‖ 

Sumber: Data primer, hasil wawancara mendalam, diolah peneliti (2025) 

Kode Nama/Peran Tema Ringkasan Jawaban Kutipan Langsung 

1-08 
Pemerintah Nagari 

Kinali/Talamau 

Pengembangan 

SDM 

nagari memfasilitasi pelatihan untuk 

meningkatkan kapasitas petani 

―nagari memfasilitasi pelatihan kepada 

petani‖ 

1-08 Pemerintah Nagari Talu 
Dukungan 

produksi 

bantuan racun tikus untuk mendorong 

intensitas tanam 

―nagari membantu racun tikus agar petani 

mau turun ke sawah dua kali setahun‖ 

1-12 Ninik Mamak 
Kelembagaan 

adat 

pengurangan sewa lahan untuk 

mendorong produksi 

―sasih dikurangi asal mau menanam padi 

dua kali setahun‖ 

1-08 
Pemerintah 

Nagari/Dinas 

Dukungan 

kebijakan 

mendorong dukungan DPRD dalam 

penyediaan alsintan 

―nagari dan dinas mendorong DPRD 

membantu alsintan‖ 

1-07 Penyuluh/Dinas 
Asuransi 

pertanian 

kerja sama dengan asuransi untuk 

mitigasi gagal panen 

―bekerja sama dengan asuransi Jasindo 

untuk gagal panen‖ 

1-12 
Tokoh agama/Penyuluh 

agama 
Modal sosial 

praktik sedekah dan zakat untuk 

membantu petani 

―digencarkan sedekah dan zakat untuk 

membantu petani gagal panen‖ 

Sumber: Data primer, hasil wawancara mendalam, diolah peneliti (2025)



402 
 

Lampiran 6. Tabel Koding (Open Coding) 

No 
Kode 

Informan 
Kutipan Kunci Kode Awal Kategori 

1 I-01 

kegiatan 

entrepreneurship  

dirancang melalui 

LKMA 

dukungan 

kelembagaan 
kelembagaan 

2 I-01 
sudah memiliki RMU 

dan produksi beras 
pengolahan hasil hilirisasi 

3 I-01 
penguatan kelembagaan 

sangat penting 

penguatan 

institusi 
kelembagaan 

4 I-01 
hasil mencapai 7–8 ton 

per hektar 

produktivitas 

tinggi 
ekonomi 

5 I-01 
peluang besar di panen 

dan pasca panen 

peluang usaha 

hilir 
ekonomi 

6 I-02 
kelompok tani dan 

gapoktan terlibat usaha 
usaha kolektif sosial ekonomi 

7 I-04 
pelatihan dan 

pendampingan petani 

peningkatan 

kapasitas 
SDM 

8 I-05 
alsintan membuka 

lapangan kerja 
penciptaan kerja sosial ekonomi 

9 I-06 

koperasi dan LKMA 

mendukung usaha 

petani 

lembaga 

keuangan 
kelembagaan 

10 I-11 
fokus pada manfaat 

bukan hanya profit 
orientasi sosial nilai sosial 

11 I-10 
program kawasan sudah 

berjalan 

implementasi 

program kawasan 

kebijakan 

pemerintah 

12 I-10 
bantuan alsintan, benih, 

irigasi 

dukungan sarana 

produksi 

fasilitasi 

pemerintah 

13 I-04 
pelatihan dan 

penyuluhan 

pendampingan 

petani 

penguatan 

SDM 

14 I-11 
perlu standar mutu dan 

inovasi 

kebutuhan 

standar produk 

peran 

akademisi 

15 I-05 
mekanisasi 

meningkatkan efisiensi 

penggunaan 

alsintan 

mekanisasi 

pertanian 

16 I-13 
offtaker membantu 

pemasaran 

kemitraan 

pemasaran 
akses pasar 

17 I-02 
koordinasi antar 

kelompok lemah 

lemahnya 

koordinasi 

masalah 

kelembagaan 

18 I-14 
media masih terbatas 

digunakan 
keterbatasan 

pemanfaatan 
komunikasi 
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media 

19 I-11 
kolaborasi tergantung 

komunikasi dan trust 

kepercayaan 

antar aktor 
relasi sosial 

20 I-04 
wilayah difokuskan 

untuk padi sawah 

spesialisasi 

komoditas padi 

produksi 

kawasan 

21 I-01 
luas kawasan sekitar 

290 ha 

skala luas 

kawasan 

spasial 

kawasan 

22 I-03 
irigasi mendukung 

produksi 

ketersediaan 

irigasi 

infrastruktur 

produksi 

23 I-07 
jalan usaha tani masih 

terbatas 

keterbatasan 

akses jalan tani 

infrastruktur 

distribusi 

24 I-01 produktivitas tinggi 
peningkatan hasil 

produksi 

kinerja 

produksi 

25 I-11 
kelemahan pada pasca 

panen 

keterbatasan 

pasca panen 

rantai nilai 

hilir 

26 I-13 
pemasaran melalui 

offtaker 

kemitraan 

pemasaran 
akses pasar 

27 I-06 
koperasi mendukung 

usaha 

dukungan 

koperasi 

kelembagaan 

ekonomi 

28 I-01 

produksi tinggi 

meningkatkan 

pendapatan 

peningkatan 

pendapatan 

petani 

ekonomi 

petani 

29 I-05 
alsintan menurunkan 

biaya 

efisiensi biaya 

produksi 

efisiensi 

ekonomi 

30 I-02 
koordinasi kelompok 

masih lemah 

lemahnya 

koordinasi antar 

kelompok 

kelembagaan 

sosial 

31 I-12 
gotong royong masih 

kuat 

kekuatan modal 

sosial 
modal sosial 

32 I-01 
penggunaan pupuk 

kimia masih dominan 

ketergantungan 

input kimia 

tekanan 

lingkungan 

33 I-07 
penyuluhan 

pengurangan kimia 

edukasi praktik 

ramah 

lingkungan 

pengelolaan 

lingkungan 

34 I-01 
sebagian hasil disimpan 

untuk pangan 

penyimpanan 

hasil panen 

ketahanan 

pangan 

35 Semua 
keberlanjutan 

tergantung kolaborasi 

integrasi antar 

aktor 

sistem 

kolaboratif 

Sumber: Data primer penelitian, transkrip wawancara, diolah peneliti (2025) 
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Tabel Open Coding 

No 
Kode 

Informan 

Kutipan 

Kunci 
Kode Awal Kategori Konstruk 

1 1-01 
lahan terancam 

banjir 
risiko banjir lingkungan Keberlanjutan 

2 1-01 

perlu 

normalisasi 

sungai 

kebutuhan 

perbaikan sungai 
infrastruktur 

Pengembangan 

Kawasan 

3 1-01 
tambang liar di 

hulu 

tekanan 

lingkungan 
lingkungan Keberlanjutan 

4 1-01 dam bisa jebol 

risiko 

infrastruktur 

irigasi 

infrastruktur 
Pengembangan 

Kawasan 

5 1-01 
kekurangan 

alsintan 

keterbatasan 

mekanisasi 
produksi 

Pengembangan 

Kawasan 

6 1-01 
jalan usaha tani 

terbatas 

keterbatasan 

akses 
infrastruktur 

Pengembangan 

Kawasan 

7 1-01 sewa alsintan 
akses eksternal 

teknologi 
ekonomi Pentahelix 

8 1-01 
alsintan 

membantu 

manfaat 

teknologi 
produksi 

Pengembangan 

Kawasan 

 

No 
Kode 

Informan 
Kutipan Kunci Kode Awal Kategori Konstruk 

1 1-05 
anak muda tidak 

tertarik ke sawah 

rendahnya minat 

generasi muda 
SDM Keberlanjutan 

2 1-05 
lebih tertarik 

kerja di sawit 

pergeseran 

tenaga kerja 
SDM Keberlanjutan 

3 1-05 

anak tidak 

bertahan jadi 

petani 

kegagalan 

regenerasi 
SDM Keberlanjutan 

4 1-05 
beralih jadi 

pedagang gabah 

pergeseran 

usaha 
ekonomi 

Social 

Entrepreneurship  

5 1-05 
kerja sama 

dengan RMU 
kemitraan usaha 

rantai 

nilai 

Pengembangan 

Kawasan 

6 1-05 modal terbatas 
keterbatasan 

pembiayaan 
ekonomi 

Social 

Entrepreneurship  

7 1-05 

RMU tidak 

mampu 

menampung 

keterbatasan 

kapasitas hilir 

rantai 

nilai 

Pengembangan 

Kawasan 
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No 
Kode 

Informan 
Kutipan Kunci Kode Awal Kategori Konstruk 

1 1-08 

nagari 

memfasilitasi 

pelatihan 

fasilitasi 

pelatihan 
SDM Pentahelix 

2 1-08 
bantuan racun 

tikus 

dukungan input 

produksi 
produksi 

Pengembangan 

Kawasan 

3 1-12 sasih dikurangi 

insentif 

kelembagaan 

adat 

kelembagaan 
Social 

Entrepreneurship  

4 1-08 
dukungan 

DPRD alsintan 

advokasi 

kebijakan 
kebijakan Pentahelix 

5 1-07 asuransi Jasindo mitigasi risiko ekonomi Keberlanjutan 

6 1-12 
sedekah dan 

zakat 

solidaritas 

sosial 
sosial Keberlanjutan 
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Lampiran 7. Matrik Analisis (Axial Coding) 

Konstruk Kategori Inti Sub kategori Kondisi Strategi/ Aksi Konsekuensi 

Social 

Entrepreneurship  
Kelembagaan LKMA, koperasi akses modal terbatas pembiayaan mikro usaha berkembang 

Social 

Entrepreneurship  
Inovasi RMU, alsintan nilai tambah rendah pengolahan hasil 

nilai tambah 

meningkat 

Social 

Entrepreneurship  
SDM pelatihan petani kapasitas rendah penyuluhan kompetensi meningkat 

Social 

Entrepreneurship  
Ekonomi produktivitas hasil meningkat intensifikasi pendapatan naik 

Social 

Entrepreneurship  
Kelembagaan LKMA, koperasi akses modal terbatas pembiayaan mikro usaha berkembang 

Social 

Entrepreneurship  
Inovasi RMU, alsintan nilai tambah rendah pengolahan hasil 

nilai tambah 

meningkat 

Social 

Entrepreneurship  
SDM pelatihan petani kapasitas rendah penyuluhan kompetensi meningkat 

Social 

Entrepreneurship  
Ekonomi produktivitas hasil meningkat intensifikasi pendapatan naik 

Pentahelix Pemerintah 
Program kawasan 

dan bantuan input 

program kawasan 

sudah berjalan dan 

petani membutuhkan 

dukungan sarana 

bantuan alsintan, benih, 

irigasi, dan program 

kawasan 

produksi meningkat 

Pentahelix Pemerintah Pembinaan petani 
kapasitas petani masih 

terbatas 

pelatihan dan 

penyuluhan 

peningkatan 

kemampuan petani 

Pentahelix Akademisi 
Standar mutu dan 

inovasi 

produk belum 

memiliki standar mutu 

dan inovasi terbatas 

penyampaian konsep, 

pelatihan, dan 

rekomendasi teknologi 

peningkatan 

pengetahuan 
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Pentahelix Akademisi Implementasi riset 

hasil riset belum 

optimal diterapkan di 

lapangan 

komunikasi dengan 

petani 

adopsi teknologi 

terbatas 

Pentahelix Bisnis 
Mekanisasi 

pertanian 

kebutuhan efisiensi 

produksi 
penggunaan alsintan 

efisiensi produksi 

meningkat 

Pentahelix Bisnis Akses pasar 
petani membutuhkan 

kepastian pasar 

kemitraan dengan 

offtaker 
pemasaran lebih stabil 

Pentahelix Bisnis Pembiayaan usaha 
keterbatasan modal 

usaha 
koperasi dan LKMA 

akses pembiayaan 

meningkat 

Pentahelix Komunitas Produksi kolektif 
kelompok tani aktif 

dalam produksi 

kegiatan kelompok tani 

dan gapoktan 
produksi stabil 

Pentahelix Komunitas Modal sosial 
gotong royong masih 

kuat 
kerja sama antar petani 

kohesi sosial 

meningkat 

Pentahelix Komunitas 
Koordinasi 

kelompok 

koordinasi antar 

kelompok masih 

lemah 

penguatan komunikasi 

kelompok 

kolaborasi belum 

optimal 

Pentahelix Media 
Diseminasi 

informasi 

pemanfaatan media 

masih terbatas 

promosi dan 

penyebaran informasi 

akses informasi 

meningkat 

Pentahelix Media Promosi produk 

produk belum 

dipromosikan secara 

luas 

penggunaan media 

digital 

jangkauan pasar 

meningkat 

Pentahelix Koordinasi Sinergi antar aktor 

banyak aktor terlibat 

namun belum 

terintegrasi 

penguatan komunikasi 

dan pertemuan antar 

aktor 

kolaborasi meningkat 

Pentahelix Koordinasi Kepercayaan 
kolaborasi bergantung 

pada trust 
interaksi berkelanjutan 

hubungan kerja 

terbentuk 

Pengembangan 

Kawasan 

Spasial 

kawasan 
Sentra padi sawah 

wilayah difokuskan 

untuk padi dan luas 

penetapan kawasan 

produksi 
produksi terfokus 
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±290 ha 

Pengembangan 

Kawasan 

Infrastruktur 

produksi 
Irigasi 

kebutuhan air untuk 

budidaya 
pengelolaan irigasi produksi stabil 

Pengembangan 

Kawasan 

Infrastruktur 

distribusi 
Jalan usaha tani 

akses jalan masih 

terbatas 

perbaikan jalan usaha 

tani 
distribusi lebih lancar 

Pengembangan 

Kawasan 
Produksi Produktivitas hasil produksi tinggi 

intensifikasi dan 

penggunaan teknologi 
produksi meningkat 

Pengembangan 

Kawasan 

Rantai nilai 

hilir 
Pasca panen 

pengolahan hasil 

masih terbatas 

pengembangan RMU 

dan pengolahan 

nilai tambah 

meningkat 

Pengembangan 

Kawasan 

Rantai nilai 

pasar 
Pemasaran 

petani bergantung 

pada pembeli 

kemitraan dengan 

offtaker 
penjualan lebih stabil 

Pengembangan 

Kawasan 

Kelembagaan 

ekonomi 

Koperasi dan 

LKMA 

petani membutuhkan 

dukungan usaha 
penguatan koperasi 

akses usaha 

meningkat 

Pengembangan 

Kawasan 

Kelembagaan 

sosial 
Kelompok tani 

kelompok sudah 

terbentuk 
penguatan kelompok koordinasi meningkat 

Keberlanjutan Ekonomi Pendapatan petani 

produksi tinggi 

meningkatkan 

pendapatan 

efisiensi biaya dan 

penguatan akses pasar 

kesejahteraan petani 

meningkat 

Keberlanjutan Ekonomi Efisiensi usaha 

penggunaan alsintan 

menurunkan biaya 

produksi 

mekanisasi pertanian 
biaya produksi 

menurun 

Keberlanjutan Sosial Modal sosial 
gotong royong antar 

petani masih kuat 

kerja sama dalam 

kegiatan usaha tani 

kohesi sosial 

meningkat 

Keberlanjutan Sosial 
Koordinasi 

kelembagaan 

koordinasi antar 

kelompok masih 

lemah 

penguatan komunikasi 

antar kelompok 
kolaborasi meningkat 

Keberlanjutan Lingkungan 
Ketergantungan 

input kimia 

penggunaan pupuk 

kimia masih dominan 

penyuluhan dan edukasi 

pengurangan input 

tekanan lingkungan 

berkurang 
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kimia 

Keberlanjutan Lingkungan 
Praktik ramah 

lingkungan 

kesadaran petani 

terhadap praktik 

ramah lingkungan 

masih terbatas 

pelatihan budidaya 

ramah lingkungan 

perubahan praktik 

mulai terjadi 

Keberlanjutan 
Ketahanan 

pangan 

Penyimpanan hasil 

panen 

sebagian hasil panen 

disimpan untuk 

konsumsi 

manajemen 

penyimpanan hasil 

ketersediaan pangan 

rumah tangga terjaga 

Keberlanjutan 
Sistem 

kolaboratif 
Integrasi aktor 

keberlanjutan 

bergantung pada 

keterlibatan banyak 

aktor 

kolaborasi antar aktor 

Pentahelix 

sistem pertanian lebih 

terintegrasi 

Sumber: Sumber: Data primer, hasil wawancara mendalam, diolah peneliti (2025) 
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Tabel Axial Coding Social Entrepreneurship  

Kategori Inti Subkategori Kondisi (dari data) Strategi/Aksi Konsekuensi 

Kelembagaan 

ekonomi 
LKMA, koperasi akses modal terbatas 

pembiayaan mikro dan 

kelembagaan 

usaha petani 

berkembang 

Hilirisasi usaha RMU, pengolahan kapasitas RMU terbatas penguatan pengolahan hasil nilai tambah meningkat 

Kewirausahaan lokal 
pelaku alsintan, pedagang 

gabah 
inovasi muncul dari aktor lokal pengembangan usaha mandiri efisiensi meningkat 

Pergeseran usaha produksi ke perdagangan 
generasi muda meninggalkan 

sawah 

usaha gabah dan kemitraan 

RMU 

transformasi ekonomi 

lokal 

Sumber: Sumber: Data primer, hasil wawancara mendalam, diolah peneliti (2025) 

Tabel  Axial Coding Pentahelix Collaboration 

Kategori 

Inti 
Subkategori Kondisi Strategi/Aksi Konsekuensi 

Pemerintah program, bantuan 
program berjalan tapi belum 

terintegrasi 

bantuan alsintan, pelatihan, 

kebijakan 
produksi meningkat 

Akademisi inovasi, pengetahuan inovasi belum diterapkan optimal pelatihan, transfer pengetahuan peningkatan kapasitas 

Bisnis pasar, offtaker pasar belum stabil kemitraan dan RMU pemasaran stabil 

Komunitas kelompok tani koordinasi lemah penguatan kelompok produksi stabil 

Media 
media sosial, TV 

lokal 
media formal lemah, digital kuat promosi dan edukasi 

akses informasi 

meningkat 

Koordinasi trust dan komunikasi koordinasi belum optimal kolaborasi antar aktor integrasi meningkat 

Sumber: Sumber: Data primer, hasil wawancara mendalam, diolah peneliti (2025) 
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Tabel Axial Coding Pengembangan Kawasan Pertanian 

Kategori Inti Subkategori Kondisi Strategi/Aksi Konsekuensi 

Spasial kawasan sentra padi lahan berkurang karena sawit perlindungan lahan produksi terjaga 

Infrastruktur irigasi, jalan, sungai irigasi belum optimal, jalan terbatas normalisasi sungai, pembangunan jalan efisiensi meningkat 

Produksi produktivitas hasil tinggi tapi tidak stabil intensifikasi dan mekanisasi produksi meningkat 

Rantai nilai pasca panen bottleneck RMU dan gudang penguatan hilirisasi nilai tambah meningkat 

Kelembagaan gapoktan, koperasi organisasi ada tapi lemah koordinasi penguatan kelembagaan koordinasi meningkat 

Sumber: Sumber: Data primer, hasil wawancara mendalam, diolah peneliti (2025) 

Tabel Axial Coding Pertanian Berkelanjutan 

Kategori Inti Subkategori Kondisi Strategi/Aksi Konsekuensi 

Ekonomi pendapatan produksi tinggi efisiensi dan pasar kesejahteraan meningkat 

Sosial regenerasi petani minat rendah pelatihan dan insentif keberlanjutan SDM 

Sosial modal sosial gotong royong kuat kerja kolektif kohesi sosial 

Lingkungan pupuk kimia ketergantungan tinggi edukasi lingkungan dampak berkurang 
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Kategori Inti Subkategori Kondisi Strategi/Aksi Konsekuensi 

Lingkungan risiko bencana banjir dan tambang liar pengelolaan lingkungan risiko menurun 

Sistem integrasi aktor belum terintegrasi kolaborasi Pentahelix sistem berkelanjutan 

Sumber: Sumber: Data primer, hasil wawancara mendalam, diolah peneliti (2025) 

Lampiran  1. Selective Coding (Core Category dan Integrasi Model) 

Core Category Hubungan Antar Konstruk Mekanisme (berbasis data) Outcome 

Kelembagaan ekonomi sebagai 

penggerak 

Social Entrepreneurship  → 

Pengembangan Kawasan 

penguatan LKMA, koperasi, dan 

kelompok tani mendorong usaha 

kolektif dan pembiayaan 

usaha berkembang dan 

kawasan produktif 

Hilirisasi sebagai sumber nilai 

tambah 

Social Entrepreneurship  → 

Pengembangan Kawasan 

pengolahan hasil (RMU) dan 

pemanfaatan alsintan meningkatkan 

nilai produk 

nilai tambah meningkat 

Kapasitas SDM sebagai 

penguat sistem 

Social Entrepreneurship  + 

Pentahelix 

pelatihan, penyuluhan, dan 

pendampingan petani 

kompetensi meningkat 

dan adopsi teknologi 

Kolaborasi Pentahelix sebagai 

integrator 
Pentahelix → seluruh konstruk 

sinergi pemerintah, bisnis, akademisi, 

komunitas, dan media melalui program, 

kemitraan, dan komunikasi 

sistem kolaboratif 

terbentuk 

Akses pasar sebagai 

penghubung produksi-hilir 
Pentahelix (Bisnis) → Kawasan 

kemitraan dengan offtaker dan jaringan 

pasar 
pemasaran lebih stabil 

Koordinasi dan trust sebagai 

faktor kunci 
Pentahelix → Sistem 

penguatan komunikasi antar aktor dan 

hubungan kepercayaan 

kolaborasi meningkat 

tetapi belum optimal 

Kawasan sebagai ruang 

implementasi 

Pengembangan Kawasan → 

Keberlanjutan 

integrasi produksi, infrastruktur, dan 

kelembagaan dalam satu wilayah 

produksi terfokus dan 

efisiensi meningkat 

Rantai nilai sebagai titik kritis Ka penguatan pasca panen dan pengolahan nilai tambah meningkat 
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wasan → Keberlanjutan hasil tetapi masih terbatas 

Ekonomi sebagai pilar kuat Kawasan → Keberlanjutan 
produktivitas tinggi dan efisiensi biaya 

melalui mekanisasi 

pendapatan dan 

kesejahteraan 

meningkat 

Sosial sebagai modal 

pendukung 
Kawasan → Keberlanjutan gotong royong dan kelembagaan petani 

kohesi sosial kuat 

namun koordinasi 

lemah 

Lingkungan sebagai titik lemah Kawasan → Keberlanjutan 
edukasi pengurangan input kimia dan 

praktik ramah lingkungan 

tekanan lingkungan 

mulai berkurang 

Integrasi sistem sebagai 

outcome utama 
Semua konstruk terintegrasi 

kolaborasi Pentahelix, penguatan 

kelembagaan, dan pengembangan 

kawasan 

pertanian berkelanjutan 

tercapai 

Sumber: Sumber: Data primer, hasil wawancara mendalam, diolah peneliti (2025) 


